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PIDATO MR. MUHAMMAD YAMIN 
PADA TANGGAL 29 MEI 1945



AZAS DAN DASAR NEGARA KEBANGSAAN 
REPUBLIK INDONESIA.

Isinja:
Permulaan.

Pekerdjaan Panitia Usaha Istimewa — Anggota berpendirian 
sebagai orang Indonésia — Harapan masjarakat.

I. Peri Kebangsaan.
Indonésia Merdéka, sekarang — Nationalisme lama dan baru
— Dasar negara Seriwidjaja dan Madjapahit — Perubahan 
zaman — Dasar peradaban Indonésia — Tradisi tatanegara 
jang putus-Etat national — états patrimoines, états puissances
— kesukaran mentjari dasar asli — Tjita-tjita jang hantjur 
dimédan perdjuangan. Kebangsaan Indonésia mengharuskan 
dasar sendiri.

II. Peri Kemanusiaan.
Kemadjuan kemerdekaan — Kemerdekaan akan menghidup
kan kedaulatan negara — Anggota keluarga — dunia — Status 
politik jang sempurna — Menolak dominion status, protec- 
toraat, mandat, Atlantic charter pasal 3 — Status internasional 
jang berisi kemanusiaan dan kedaulatan sempurna.

III. Peri kc-Tuhanan.
Peradaban luhur.— Ber-Tuhan — Dasar negara jang berasal 
dari peradaban dan agama.

IV. Peri Kerakjatan.
A. P e r m u s j a w a r a t a n :  Surat asjsjura ajat 38 — Ke

baikan musjawarat — Musjawarat dalam masjarakat dalam 
semasa chalif jang empat dan sesudah itu — Musjawarat 
bersatu dengan dasar mupakat menurut adat — Perpaduan 
adat dengan perintah agama.

B. P e r w a k i l a n :  Dasar adat jang mengharuskan perwa
kilan — Perwakilan sebagai ikatan masjarakat diseluruh 
Indonésia — Perwakilan sebagai dasar abadi bagi tata- 
negara.
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<J. K e b i d j a k s a n a a n :  Rationalisme — Perubahan da
lam adat dan masjarakat — Keinginan penjerahan — Ra
tionalisme sebagai dynamica rakjat.

1. F ah a m N e g a r a  I n d o n e s i a :  Membuang dasar
negara filsafatiah (Plato, Aristoteles, Thomas More) __
6 Gabungan Dasar dan faham jang ditolak — 9 Gabungan 
Dasar dan faham jang diterima — Kesimpulan Negara 
Kesedjahteraan Rakjat Indonésia; dan terbentuknja 
Républik Indonésia jang berdasar nationalisme — uni
tarisme.

2. P e m b e l a a n :  Dasar sjuriah menimbulkan perang
djihat — Perwakilan setjara adat menimbulkan tenaga
keraman — Kebidjaksanaan téknik dan siasat perang __
Balatentera kebangsaan Indonésia.

3. B u d i  N e g a r a :  Dahulu dan sekarang — 1. Setia
Negara — 2. Pertjaja akan tenaga rakjat — 3. InKjn 
Merdéka.

V. Kesedjahteraan Rakjat.
Keadilan Sosial.
Kegembiraan dalam Negara Baru — Perubahan bagi RénnKUlr
Rakjat Kesedjahteraan.

PERMULAAN.
Tuan Ketua jang mulia, Rapat jang terhormat!

Angkat bitjara dalam rapat Panitia Penjelidikail Indonesia M 
deka ini memberi ingatan kepada kita, bahwa kewadiiba . er’ 
terpikul diatas kepala dan kedua belah bahu Juta ialah 
kewadjiban jang sangat teristimewa. Kewadjiban untuk iL, ♦ 6Ua.tU 
lidiki bahan-bahan jang akan mendjadi dasar dan eusuna menje' 
jang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan ianor t„i u j?g,ara 
dan ,elah dibel» „leh rakj« Indonesia dengan j  f i ?
dagmg sedjak beratus-ratus tahun adalah suatu kesempatan beTr 
jang belum pernah dialami oleh bangsa Indonesia dalam zaman 
jang lampau, entahlah agaknja pula tidakkan perlu dialami T , 
sesudah turunan bangsa sekarang. Sekirania la,an» lagi
dari pada kita berhasil dan memberi akibat ^
tak kundjung lagi datanglah zaman gemilang bagi r a K l ^ l  8 
seluruhnja, jang akan diliputi oleh suatu neaafa ™ i ^donesia 
makmur dan bersifat adil. Kegembiraan membfri sumbangM r o C l
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itu adalah pula sepadan dan selaras dengan keinginan rakjat: „Mau 
merdeka”  dan „ingin bernegara berkedaulatan” .

Menjumbangkan bahan-bahan untuk panitia dan menjelidiki 
beberapa keadaanJkeadaan penting adalah dengan keinsjafan untuk 
Negara Indonesia seluruhnja. Ditanah Selatan, memang pulau Djawa 
berisi sebagian besar penduduk Indonesia jang dalam beberapa 
hal perpusat kemari: pulau Djawa memang pusat dan djantung 
kegiatan kepulauan Indonesia. Tetapi dalam menjelidiki bahan- 
bahan untuk Negara Indonesia, maka kita haruslah bertindak sebagai 
orang Indonesia, jaitu dengan memperhatikan masaallah-masaallah, 
soal-soal dan keadaan istimewa dipulau Borneo, Selebes, Maluku, 
Sunda Ketjil, Malaja dan Sumatera. Melupakan kemestian adalah 
mempersempit kedudukan Negara Indonesia, dan memperhatikan 
berarti mendekatkan kita kepada keadaan jang sebenarnja. Tetapi 
dengan bekerdja seperti itu pekerdjaan makin bertambah, dan. 
beberapa soal bertambah muskil. Sebaliknja Negara Indonesia tak 
dapatlah didudukkan diatas hasil penjelidikan bahan-bahan jang 
didapat dipulau Djawa sadja, karena keadaan itu boleh djadi 
menjesatkan pemandangan tlan sedikit-dikit mungkin melanggar 
pendirian kita. Sedjak dari sekarang hendaklah meliputi seluruh 
keadaan-keadaan disegala pulau Indonesia dengan pikiran jang 
sudah meminum air persatuan Indonesia. Kita mendirikan Negara 
Indonesia atas keinsjafan akan pengetahuan jang luas dan lebar 
tentang seluruh Indonesia. Besar kejakinan saja, bahwa kita semua- 
nja djangan memutuskan harapan masjarakat Indonesia ini.

I. PERI KEBANGSAAN.

Tuan Ketua, sekarang sampailah waktu saja akan menlbitjarakan 
negara kebangsaan Indonesia. Adapun keinginan „Indonesia Mer
deka sekarang”, memang pada waktu ini mendesak mendjadi umum 
dan sembojan itu dipangku oleh segala lapisan, disini keras, disana 
mulai meresap. Tetapi djuga djikalau sekiranja pelaksanaan Indo
nesia Merdeka itu kini djuga, tidak nanti melainkan saat ini djuga 
harus dilakukan, maka diantara sembojan dengan berdjalannja 
Negara Indonesia itu adalah tiga usaha jang tidak boleh tidak harus 
dilakukan. Pertama ialah pekerdjaan kita anggota panitia mengum
pulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara, dan kedua 
pengurus Undang-undang Dasar negara jang menjusun bahan pilihan 
itu dan ketiga mendjalaukan isi hukum dasar negara itu dalam 
negara jang lalu terbentuk. Ketiga usaha ini harus diperas men
djadi satu paduan, djikalau sekiranja keinginan rakjat jan** 
tersimpan dalam sembojan „Indonesia Merdeka, sekarang” hendak 
disesuaikan dengan usaha kita.
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Dengan sendirinja lalu kita panitia bersama-sama rakjat meng
hadapi suatu pekerdjaan jang maha hébat dalam pertukaran zaman 
disamping perdjalanan sedjarah kita. Kita menjumbangkan tenaga 
dan pikiran untuk menjusun negara baru dengan melaksanakan 
susunan negeri dalam waktu jang singkat dan dalam waktu sangat 
bergojang. Negara baru jang akan kita bentuk, adalah suatu negara 
kebangsaan Indonesia atau suatu nasionale staat atau suatu Etat 
National jang sewadjar dengan peradaban kita dan menurut susunan 
dunia sekeluarga diatas dasar kebangsaan dan ke-Tuhanan. Negara 
Indonesia ini ialah sebahagian mendjadi pelaksanaan keinginan 
rakjat Indonesia sekarang dan sebahagian lagi sebagai usaha dalam 
beberapa ratus tahun. Keinginan itu sumbernja dalam nationalisme 
atau dalam dasar kebangsaan jang mengikat kita seturunan dan 
sesama kemauan; bukanlah menurut nationalisme lama, melainkan 
menurut nationalisme baru, jang berisi faham hendak mempersatu
kan rakjat dalam ikatan sedjarah jang dilindungi meréka. Inilah 
lain dan bédanja nationalisme Indonesia djaman sekarang dari pada 
usaha rakjat Indonesia waktu mendirikan susunan kenegaraan In- 
donésia waktu terbentuk dalam negara Sjailéndra-Sriwidjaja (600) 
— 1400) jang beratus-ratus tahun lamanja; disanalali bédanja usaha 
kita sekarang dari pada rakjat Indonésia waktu mendirikan Negara 
Indonesia kedua, seperti terbentuk dalam Keradjaan Madjapahit 
(1293— 1525). Negara Indonesia pertama dibentuk dan didjundjung 
oléh rakjat keturunan jang memakai dasar kedatuan jang selaras 
dengan keperljajaan purbakala (kesaktian-magie) dan agama Budha 
Mahajana. Negara Indonesia kedua disusun atas faham keperabuan, 
dan bersandar kepada paduan agama Sjiwa dan Budha, mendjadi 
agama Tanterajana. Negara Indonésia ketiga jang segera akan datang 
adalah pula negara kebangsaan dan berke-Tuhanan.

Tentang dasar negara itu, tak dapatlah dilandjutkan dasar keda
tuan atau dasar keperabuan  setjara dahulu itu, karena tradisi kene
garaan antara runtuhnja tata-negara kedua dengan Negara Indonesia 
Merdéka, tidak bersambung, melainkan sudah putus. Rakjat Indo
nésia sekarang tak dapat diikat dengan dasar dan bentuk tata-negara 
dahulu, karena perobahan dan aspirasi kita sekarang djauh berlam-
an dari pada zaman jang dahulu itu.

Agama sudah berlainan, dunia fikiran sudah berbeda dan susunan
dunia telah berubah.

Dasar peradaban Indonesia.

Walaupun demikian, rakjat Indonesia mesti mendapat dasar ne
gara jang berasal dari pada peradaban kebangsaan Indonesia; orang 
Timur pulang kepada kebudajaan Timur. Itulah sebabnja, maka 
dasar kebangsaan bagi Negara Indonesia hendaklah ditjari tidak
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dalain susunan negara bagian atas dalam zaman dahulu, walaupun 
dalam zaman emas sekalipun, karena dalam 400 tahun ini sedjak 
runtuhnja keradjaan kedua, tradisi tidak tersambung lagi sampai 
sekarang. Djuga kita tak 'boleh bertjermin atau meniru-niru dasar 
susunan keradjaan ketjil-ketjil sesudah tahun 1500. Naséhat ini 
dapat diberi alasan dengan menjelidiki keadaan susunan tanah 
Indonesia seluruhnja diliputi oléh negara malahan pula seluruh 
Indonesia tidaklah pula habis terbagi atas -beberapa keradjaan. 
Keradjaan-keradjaan kita dalam zaman kegelapan ini tidak raem- 
pun jai daérah jang terbatas, tidak mempunjai pembagian pemerin
tahan jang tetap, dan penduduknja tidak berhubungan dengan 
keradjaan-keradjaan itu setjara perhubungan keputeraau negara. 
Pada waktu ini banjaknja keradjaan daérah ditanah Indonesia 
adalah kira-kira 300 buah.

Diantara segala keradjaan daérah ini tidaklah satu jang bersifat 
état national, hampir semuanja bertjorak negara-pusaka (états patri- 
moines), dan barangkali entahlah satu-dua masih bersifat negara 
kekuasaan (états puissances). Antara état national atau negara ke- 
bangsaan pertama dan kedua dengan susunan Negara Indonésia 
ketiga, maka dengan ganasnja tradisi tata-negara telah putus dan 
keradjaan daérah jang kira-kira 300 banjaknja itu tidak dapat di-, 
djadikan bahan untuk negara jang ditjita-tjitakan.

Walaupun begitu, kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu 
susunan tata-negara negeri luaran. Kita bangsa Indonésia masuk 
jang beradab dan kebudajaan kita beribu-ribu tahun umurnja.

Kita memang tak dapat melihat kepada susunan tata-negara 
bagian atas pada zaman dahulu, dan kita 'bertjermin kedalam 300 
keradjaan daérah, karena dalam keinginan kita hendak ber-état 
national jang ketiga, kita tidak mabuk dengan hiburan menjembah 
keradjaan-keradjaan seribu satu malam atáu bertanam pohon beri
ngin diatas awan, melainkan melihat kepada peradaban jang mem
beri tenaga jang njata dan kekuatan jang maha dahsjat untuk me- 
njusun negara bagian bawah. Dari peradaban rakjat zaman 
sekarang, dan dari susunan Negara Hukum adat bagian bawahan, 
dari sanalah kita mengumpulkan dan mengumpulkan sari-sari tata- 
negara jang sebetul-betuinja dapat mendjadi dasar negara.

Tetapi membulatkan fikiran dalam kegojangan zaman peperangan 
dunia kedunia sekarang ini, adalah pula euatu kesulitan jang tidak 
berhingga. Kesulitan itu tidak sadja mengenai tjara berfikir, tetapi 
djuga karena melihat be'berapa dasar dan tjita-tjita jang telah 
hantjur-luluh dimédan peperangan, dilautan, diudara dan didaérah 
daratan. Sisa-sisa dasar dan tjita-tjita jang masih tegas lurus dapat 
dipertahankan oléh kemenangan sendjata, bilangannja tidak begitu 
banjak.
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Dalam keadaan jang seperti itu, perdjalanan fikiran untuk kebaik- 
an Negara Indonesia jang kita selidiki itu dengan sendirinja tidak 
tertudju kepada beberapa tjita-tjita jang telah hantjur-luluh dalam 
mahajuda sekarang, melainkan ditudjukan kepada penindjauan 
diri sendiri sebagai bangsa jang beradab. Dengan penuh kejakinan* 
bahwa negara itu berhubungan rapi hidupnja dengan lanah-air, 
bangsa, kebudajaan dan kemakmuran Indonesia, seperti setangkai 
bunp;a berhubungan rapi dengan dahan dan daun, tjabang dan 
urat bersama-sama dengan alam dan bumi; seperti tulang, darah 
dan daging dalam badan-tubuh jang berdjiwa dan bemjawa séhat, 
maka kewadjiban kita jang pertama kali menjusuli dasar hidup kita 
kedalam pangkuan haribaan kita sendiri, sebelumnja kita membi- 
tjarakan bentuk, tjara memerintah dan susunan Pemerintah nanti. 
Negara Indonesia disusun tidak dengan memindjam atau meniru 
negeri lain, dan bukan pula suatu salinan dari pada djiwa atau 
peradaban bangsa lain, melainkan semata-mata suatu kelengkapan 
jang menjempurnakan kehidupan bangsa jang hidup-berdjiwa dite- 
ngah-terigah rakjat dan tumpah-darah jang mendjadi ruangan 
hidup kita sedjak purbakala; kelengkapan itu hendaklah sesuai 
dengan sifat keinginan rakjat Indonésia sekarang.

Dan sifat keinginan itu memang dapat disusul dengan djelas- 
nja dalam peradaban bangsa Indonésia jang memeluk agama dan 
hidup beradab dan mempunjai fikiran pembaruan, jang menanda
kan, bahwa jang akan diberi negara adalah suatu bangsa jang 
berkebudajaan tinggi, berdjiwa dan berkeadaban luhur. Maka 
dengan sendirinja sipembitjara ini menjusun dasar negara itu dalam 
adat, agama dan otak Indonésia, dan menurut pendapatnja dalam- 
nja mémanglah tersimpan persesuaian dasar jang akan mendjadi 
sendi pembentukan negara.

Bekerdja dan berfikir setjara begini memberi peringatan kepada 
kita jang hendak menjusun negara bagi turunan rakjat pada 
waktu ini dan pada hari jang akan datang. Pokok-pokok aturan 
dasar Negara Indonésia haruslah disusun menurut watak peradaban 
Indonésia, dan djikalau hanja dengan meniru atau menjalin con- 
stitutie negara lain, maka negara tiruan jang akan dipindjamkan 
kepada Indonésia tentulah tidak akan hébat dan datlam sedikit 
waktu sadja akan djatuh laju sebagai bunga patah ditangkai. Per
adaban dan keinginan kita sebagai bangsa hendaklah memberi 
tjorak kepada negara jang akan terbentuk itu.

Negara Répùblik Indonésia jang diingini oléh bangsa Indonesia 
sebagai negara ketiga dalam perdjalanan sedjarah, jalah suatu 
negara kebangsaan Indonésia, suatu état nasional.

Pindjaman, salinan, tiruan dan turut-turutan dari hukum dasar 
atau peradaban luaran hanjalah boleh didjadikan tjermin sadja. 
Kita tidak menghargakan 'bajangan dalam tjermin, melainkan kita-
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semata-mata berkeinginan hendak memberi wudjud dan pelaksa
naan kepada kemauan djiwa dan keinginan tjita-tjita rakjat.

II. PERI KEMANUSIAAN.
Tuan Ketua dan rapat jang terhormat! Sekarang saja sampai 

kepada soal untuk menerangkan paham Indonesia Merdeka.
Sebelumnja kita memikirkan dasar dan moral Negara Indonesia 

jang pasti akan datang itu, maka perlulah kita menjelidiki lebih 
dahulu sudah sampai kemanakah kemadjuan kemerdekaan pada 
waktu ini.

Kita masih mengingat, bahwa pergerakan Indonesia Merdeka 
tidak sadja mewudjudkan lepas dari pada keradjaan Belanda 
dengan melawan kepada imperialisme Barat dan Amerika, 
melainkan djuga hendak menjusun masjarakat baru dalam suatu 
negara merdeka. Tudjuan Indonesia Merdeka dapat dibatja hampir 
dalam segala aturan dasar perkumpulan, baik dengan kalimat jang 
djelas ataupun dengan perkataan jang tidak langsung. Begitu djuga 
tentang susunan negara merdeka, jang beberapa kali difikirkan 
bersama-sama dalam beberapa permusjawaratan. Pada waktu ini 
memang tudjuan itu sudah lebih madju dari pada dahulu; dan 
hampir kepada batas jang paling acliir, jaitu terbentuknja negara 
merdeka.

Maka dalam periode sekarang usaha kemerdekaan masih djuga 
suatu tjita-tjita jang belum sampai sempurna; tetapi tudjuan kemer
dekaan sudah sama artinja dengan dasar kemanusiaan jang berupa 
dasar kedaulatan rakjat atau kedaulatan negara.

Maka dengan sendirinja dasar kemerdekaan itu dalam negara 
akan datang terus berupa kedaulatan menudju kedalam dan kedau
latan menu d j u keluar, perhubungan dengan keluarga negara-negara 
lain. Kemerdekaan pertama memberi perlindungan tinggi dan mem
beri pengawasan luhur' kepada putera negara dengan hak milik 
dan harta-bendanja didalam lingkaran batasan daerah negara. Ke
merdekaan atau kedaulatan keluar akan memberi kesempatan luas 
kepada Negara Indonesia mengatur perhubungannja dengan negara 
lain. Menurut timbangan saja, maka disinilah pemandangan kita 
mesti mejakinkan, bahwa tudjuan kemerdekaan telah naik beberapa 
tingkat, sehingga hampir sampai kepada langkah jang paling acliir. 
Pada langkah jang paling achir ini maka dasar kemerdekaan men- 
djadi dasar kedaulatan negara, baik tertudju kedalam ataupun ke
luar.

Negara kedaulatan itulah jang diingini oleh rakjat Indonesia, 
dan hendak memeluk keanggotaan keluarga bangsa-bangsa dengan 
sepenuhnja. Keanggotaan jang mengatur perhubungan diplomasi 
setjara merdeka dan hendak menanda-tangani perdjandjian atas
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nama negara sendiri. Usaha membentuk Negara Indonesia itu adalah 
berisi perdjuangan suatu status politik jang berharga sama dengan 
status internasional jang sempurna. Tudjuan itu djelas dan terang. 
Itulah sebabnja, maka kita bangsa Indonesia • dalam peperangan 
dunia kini menolak bisikan-bisikan musuh jang hendak memberikan 
status politik jang tidak sempurna. Kita menolak status jang berupa 
dominion status, walaupun dominion itu akan dinaikkan setinggi 
langit, kita menolak nasib protectoraat atau mandat, walaupun akan 
dilindungi oleh keradjaan apa sekalipun. Djuga kita tidak akan 
memakai kesempatan jang diberikan oleh Atlantic Charter (fasal 3) 
untuk memilih bentuk pemerintahan jang kita sukai, karena kesem
patan itu dalam prakteknja akan ditudjukan kepada pembangunan 
negara jang hendak berdjadjahan kembali. Dan rakjat Indonesia 
tetap hendak merebut status politik jang sempurna, sehingga dengan 
terbentuknja negara merdeka, maka keanggotaannja dapat berlaku 
diatas dunia dengan leluasa dan tidak terbatas lagi.

Kedaulatan rakjat Indonesia dan Indonésia Merdéka adalah ber
dasar peri-kemanu8iaan jang universeel berisi humanisme dan inter
nationalisme bagi segala bangsa.

Dasar peri-kemanusiaan jalah dasar universalisme dalam hukum 
internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa dan negara 
merdéka.

III. PERI KETUHANAN.
Tuan Ketua! Sampailah saja kepada saat untuk membitjarakan 

dasar-dasar Negara Indonésia Merdéka jang lain. Kita madjukan 
tiga dasar dari peradaban kita, jang berhubungan langsung dengan 
pembentukan negara.

Sebelumnja kita berpindah kesoal itu, maka lebih dahulu kita 
sekali lagi jakinkan, bahwa bangsa Indonésia jang akan bernegara 
merdéka itu ialah bangsa jang beradaban luhur, dan peradabannja 
itu mempunjai Tuhan Jang Maha Esa. Oléh sebab itu, maka dengan 
sendirinja kita insjaf, bahwa Negara Kesedjahteraan Indonésia 
Merdéka itu akan berke-Tuhanan. Tuhan akan melindungi Negara 
Indonésia Merdéka itu.

IV. PERI KERAKJATAN.
Kita mulai dengan dasar agama Islam jang mendjadi agama rak

jat Indonésia dan jang dalam kitab sutjinja Kur’anul Karim, 
Tuhan menurunkan beberapa firman berhubungan dengan pem
bentukan dan pemeliharaan negará.

A. Permusjawaratan.
Apabila kita imankan segala ajat Qur’an jang tertudju kepada 

pemeliharaan negara, maka boléhlah kita dahulukan surat Asjsiura 
ajat 38, jang bunjinja: J
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yJSegala urusan mereka dimusjawaratkan”.
Perintah ini djelas dan terang. Djuga dalam sedjarah Rasul Allah 

dan pada zaman chalif jang empat Alcliulafaharrasjidun, ternjata 
permus jawara tan bersama itu didjalankan dengan sebaik-baiknja, 
sehingga oleh pelaksanaan dasar itu maka segala ummat atau 
wakilnja dapat ikut tjampur dalam penjusunan dan pelaksanaan 
negara. Musjawarah mendjadi kekuatan, karena membuka kesem
patan kepada orang jang berkepentingan, membesarkan tanggung- 
djawab warga-negara, dan menimbulkan kewadjiban jang tidak 
mengikat hati.

Lagi pula dalam tiga hal dasar permusjawaratan itu memberi 
kemadjuan kepada ummat jang hidup dalam negara jang dilindungi 
oleh kebesaran ke-Tuhanan.

Pe r t a ma  : Karena dengan dasar musjawarat itu manusia
memperhalus perdjuangannja dan bekerdja diatas djalan ke- 
Tuhanan dengan membuka fikiran dalam permusjawaratan sesama 
manusia.

Ke dua  : Oléh permusjawaratan, maka negara tidaklah dipikul 
oléh seorang manusia atau pikiran jang berputar dalam otak se
buah kepala, melainkan dipangku oléh segala golongan, sehingga 
negara tidak berpusing d is e keliling seorang insan, melainkan sama- 
sama membentuk negara sebagai suatu batang tubuh, jang satu- 
satu cel mengerdjakan kewadjiban atas permufakatan jang menim
bulkan perlainan atau perbedaan kerdja, tetapi untuk kesempur
naan seluruh badan.

Ke t i g a  : Permusjawaratan mengetjilkan atau menghilangkan
kechilafan pendirian atau kelakuan orang-seorang, permusjawarat
an membawa negara kepada tindakan jang betul dan menghilang
kan segala kesesatan.

Djuga dalam sedjarah Islam, waktu berkembangnja kekuasaan 
Chalif jang empat, atau dalam 6eluruh masjarakat Islam, maka 
dasar permusjawaratan itu tidak sadja diakui, melainkan tetap 
diamalkan, sehingga peradaban Indonésia sedjak berkembangnja 
agama Islam berisi dan mendjalankan dasar itu. Perintah Tuhan 
jang mewadjibkan bermusjawarat untuk urusan umum mendjadi 
dasar masjarakat Indonesia. Negara jang melindungi masjarakat 
itu hendaklah dibentuk atas keputusan musjawarat dan didalamnja 
selalu mewudjudkan permusjawaratan itu. Negara jang dibentuk 
dan negara jang tidak bersandar kepada permusjawaratan adalah 
negara jang mendjauhkan ke-Tuhanan dan melanggar aturan per
adaban Indonésia. Diluar peradaban tak adalah suatu niasjarakat 
dan tata-negara Indonésia, karena negara dan masjarakat adalah 
pewudjudan musjawarat djua adanja.
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Diantara segala negeri-negeri Islam didunia, barangkali bangsa 
Indonesialah jang sangat mengemukakan dasar permusjawaratan 
dan memberi tjorak jang istimewa kepada pelaksanaan permu
sjawaratan. Keadaan itu bukan kebetulan, melainkan berhubungan 
karena dikuatkan oléh sifat peradaban Indonesia asli. Sebelum 
Islam berkembang dilanah Indonesia, maka sedjak zaman pui* 
bakala sudah membentuk susunan desa, susunan masjarakat dan 
susunan hak tanah jang 'bersandar kepada keputusan bersama jang 
boléh dinamai kebulatan — bersama atas masjarakat. Dasar ke
bulatan inilah jang sama tuanja dengan susunan désa, negeri, marga 
dan lain-lain dan mufakat itulah jang menghilangkan dasar per
seorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masjarakat jang 
teratur dan dalam tata-negara desa jang dipelihara untuk kepen
tingan bersama dan untuk rakjat turun-temurun.

Dasar mufakat tidaklah runtuh atau rusak binasa oléh pengaruh 
agama Budha atau agama Hindu, sampai kepada abad ke-16, waktu 
keradjaan Madjapahit runtuh. Dasar mufakat sampai kuat tenaga- 
nja, sehingga umurnja lebih pandjang dari pada agama Budha 
dan Hindu ditanah Indonesia.

Setelah agama Islam masuk ketanali Indonésia dan berkembang 
kedalam masjarakat désa, maka dasar mufakat hidup kembali 
dengan suburnja, karena dengan segera bersatu dengan firman 
musjawarat. Mufakat dari zaman purbakala dan permusjawaratan 
lalu bersatu-padu dalam peradaban Indonésia. Perpaduan dasar 
tata-negara itu sungguhlah dengan istiméwa memberi tjorak kepada 
rasa ketata-negaraan Indonésia, karena dalam dasar itu tersimpan 
ke-Tuhanan dan kesaktian adat pusaka jang memberi tjap kepada 
djiwa rakjat Indonésia.

B . Perwakilan.

Sekarang sampailah saja kepada soaldjalan perwakilan.
Kesanggupan dan ketjakapan bangsa Indonésia dalam mengurus 

tata-negara dan hak tanah jang semendjak beribu-ribu tahun men* 
djadi dasar negara dan rakjat murba, dapat diperhatikan pada 
susunan persekutuan hukum seperti 21.000 désa dipulau Djawa, 
700 negeri di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, 
begitu pula di Bornéo, ditanah. Bugis, di Ambon, di Minahasa dan 
lain-lain sebagainja. Susunan persekutuan-persekutuan jang meng
agumkan itu pada garis-garis besar tak rusak dan begitu kuat se
hingga tak dapat diruntuhkan oléh pengaruh Hindu, pengaruh 
feodalisme dan pengaruh Eropah. Désa tinggal désa dan susunan 
mémang dari satu tempat ketempat lain diseluruh Indonésia ber
ubah-ubah, ada bédanja, sebagai warna intán jang menjilaukan 
bermatjam-matjam seri. Segala persekutuan hukum adat diseluruh
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Indonesia lebih banjak samanja atau serupanja dari pada béda 
jang menandakan kehidupan jang sungguh-sungguh.

Diantara segala tanda-tanda jang menjatakan kekuatan perse
kutuan-persekutuan itu sehingga tinggal tetap diseluruh masa dan 
waktu, maka adalah pula susunan persekutuan itu melahirkan 
suatu sifat jang seolah-olah mendjadi gambaran peradaban Indo- 
nésia asli jang melindungi persekutuan hukum adat itu. Sifat jang 
utama itu memberi djaminan kepada sifat perwakilan dan diatas 
sifat perwakilan inilah terpilih orang jang memegang kekuasaan 
dan perwakilanlah jang mendjadi dasar susunan désa, negeri, 
dusun, marga dan lain-lain itupun djikalau despotisme dan feo
dalisme dapat kita singkirkan sebagai penjakit jang istimewa meng
hinggapi peradaban ïndonésia.

Menurut peradaban ïndonésia, maka permusjawaratan dan per
wakilan itu adalah dibawah pimpinan hikmah-kebidjaksanaan jang 
bermusjawarat atau berkumpul dalam persidangan.

Dasar perwakilan itu ialah tenaga jang kuat dan jang memberi 
warna dan aliran istiméwa kepada keinginan orang ïndonésia ke
pada susunan tata-negara. Perwakilan tidaklah sadja menguatkan 
persekutuan hukum adat dalam tata-negara bagian bawah, tetapi 
djuga mendjadi pedoman dalam keinginan bangsa sekarang dalam 
menjusun tata-negara bagian tengah dan bagian atas. Suatu Negara 
ïndonésia jang akan dibentuk tentulah tidak mendjadi sambungan 
djiwa tata-negara rakjat, apabila sifat perwakilan tidak dipakai. 
Sebaliknja apabila dasar perwakilan setjara Indonesia dilandjutkan 
sampai kepada segala bagian tata-negara dengan mementingkan 
dasar permusjawaratan dan rationalisme, maka dengan ringkas kita 
akan mendapat suatu susunan negara jang sewadjar dengan per
adaban kita. Lagi pula masuklah dalam tata-negara suatu sifat 
ketata-negaraan ïndonésia, jang ternjata kuat dan terbukti sedjak 
dari zaman prae-historia sampai sekarang ini. Dasar perwakilan ada
lah dasar abadi menurut kebudajaan ïndonésia. Bagaimana men- 
djalankan sifat perwakilan itu, buat sementara waktu tidaklah akan 
dibitjarakan pandjang-lébar dalam bagian ini; mendjalankan dasar 
tata-negara semata-mata untuk menentukan setjara berfikir dan 
mentjari dasar jang sewadjar dengan peradaban ïndonésia pada 
waktu ini dan bagaimanakah baiknja untuk hari jang akan datang. 
Dengan berfikir setjara begini maka kita memberi bentuk dasar 
dan isi kepada Negara ïndonésia menurut dasar ketimuran dan 
tidak mengenakan badju pindjaman dari peradaban bangsa Barat 
atau peradaban dari luar. Didalamnja djuga tersimpan niat hendak 
memberi kekuatan jang tetap kepada negara baru itu.

C. Kebidjaksanaan.
Sampailah saja sekarang kedasar jang ketiga, djalan kebidjak

sanaan (rationalisme).

506/B /C /Z  (7)
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Pembentukan masjarakat dan susunan negara mewudjudkan 
suatu pembaruan jang memakai dasar jang tangkas. Sudah semesti- 
nja pembaruan itu tidak boléh lepas dari pada ke-Tuhanan seperti 
jang tersebut dalam perintah Tuhan dalam kitab Qur’an dan harus 
sedjadjar dengan ikatan garis besar menurut adat pusaka Indo
nesia.

Tetapi adat telah banjak kemasukan pengaruh feodalisme zaman 
Belanda dan dalam adat djuga telah terdapat kerusakan-kerusakan 
karena pemerintahan djadjahan. Dalam adat djuga telah terdapat 
bagian-bagian jang tidak menurutkan aliran zaman. Pembaruan mes
tilah ada dan pembaruan ini mengenai mau menjusun negara de
ngan berke-Tuhanan, memelihara adat supaja se3uai dengan hidup 
baru dalam negara jang sempurna. Pembaruan itu didjalankan de
ngan tenaga fikiran terutama dari kaum terpeladjar jang budiman 
dan berpengetahuan tinggi. Dasar irrationalisme dan prelogisme hen
daklah berangsur-angsur hilang dan dari sekarang Negara Indonesia 
hendaklah disusun atas logika sebagai akibat dari rationalisme jang 
sehat. Dalam lingkungan kebidjaksanaan fikiran, maka jang sangat 
mendapat perhatian, jaitu keinginan pergerakan Indonesia jang 
dahulu difikirkan menurut rantjangan otak golongan terpeladjar 
jang menjumbangkan tenaga dalam pergerakan. Kita mengakui, 
bahwa sebagian besar dari pada perkumpulan atau partai politik 
telah dibubarkan dan tidak berhubungan lagi dengan rakjat, tetapi 
djiwa pergerakan masih terus-menerus berkuasa. Pada waktu ini 
tjita-tjita rakjat Indonesia masih dapat dibatja dengan djelasnja 
dalam dynamica rakjat, jang dahulu digerakkan oleh perkumpulan- 
perkumpulan jang mempunjai tudjuan politik jang teratur. Sedja- 
rah empat tahun ini mémang menambali tudjuan itu, tetapi faham  
baru masih dipengaruhi oléh tudjuan lama jang hidup dalam hati 
ra^nt.

Hikmah kebidjaksanaan jang mendjadi pimpinan kerakjatan 
Indonesia jaiah rationalisme jang séhat, kamia telah melepaskan 
dari anarchi, liberalisme dan semangat pendjadjahan.

Faham Negara Inr-nncsia.
Dasar jang tiga diatas itu membawa kita kepada suatu susunan 

negara jang berdasar kepada barang dan keadaan jang njata. 
Tidaklah kita hanja bekerdja diatas médja-tulis didalam kamar 
seorang ahli negara jang bertjita-tjita mangawan. Tidaklah kita 
bergandengan dengan fikiran-fikiran Plato dengan Respublica-nja, 
Aristoteles dengan Politea-nja, Thomas More dengan Utopia-nja, 
melainkan semata-mata kita berlaku: Mendjlikan dalam waktu 
peperangan suatu negara baru jang kuat^dan dapat bertahan 
dengan abadi dalam waktu damai dan .perang dan negara itu 
meliputi seluruh bangea Indonesia daerah tumpah-darah jang tentu
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batasnja dengan mengingatkan susunan seperti temjata dalam per
sekutuan desa, negeri, marga, dusun dan lain-lain dan mengingat 
tjita-tjita negara jang berkedaulatan. Negara Rakjat Indonesia ini 
baiklah saja kirakan dasarnja dengan mengemukakan lebih dahulu 
sifat-sifat jang tidak dapat dipakai dan sifat-sifat jang menurut 
pikiran saja harus didjadikan sjarat mutlak. Sifat dan sjarat ini 
ialah ringkasan dari fikiran-fikiran jang berhubungan langsung 
dengan dasar jang tiga itu. Negara Rakjat Indonesia adalah lepas 
dari pada sjarat-sjarat jang tersebut dibawah ini, karena dalam 
azas tudjuannja bertentangan dengan keterangan-keterangan jang 
tersebut diatas.
1. Negara Rakjat Indonesia menolak segala tata-negara atau bagian- 

bagiannja jang melanggar dasar permusjawaratan, perwakilan 
dan fikiran.

2. Negara Rakjat Indonesia menolak segala faham:
o. federalisme (persekutuan)
b. feodalisme (susunan lama)
c. monarchi (kepala negara berturunan)
d. liberalisme
e. autokrasi dan birokrasi 
/. demokrasi Barat.

3. Negara Rakjat Indonesia menolak segala dasar Tienrliad ¡ahnn 
dan segala sisa-sisa jang berasal dari zaman pendjadjahan Por-
tugi9, Inggcris, Amerika dan Belanda jang semata-mata dibentuk 
untuk menguatkan pendjadjahan keradjaan Belanda atau per
adaban Barat.
Negara Républik Indonesia jalah suatu negara kebangsaan 
(état national) jang merdéka dan berdaulat penuh.

4. Negara Rakjat Indonesia menolak faham pemerintahan istibdadi 
seperti pemerintahan Fir’aun dan Namrudz;
menolak faham pemerintahan Chila’ah, kekuasaan kerakjatan 
atas golongan jang berilmu dan berhikmat; 
menolak faham pemerintahan filsafatijah, jaitu pemerintahan 
kekuasaan tjerdik-pandai atas rakjat djelata.

5. Negara Rakjat Indonésia menolak segala dasar pendjadjahan 
kolonialisme sebagai dasar pembentukan negara.

6. Negara Rakjat Indonesia menolak segala tindakan jang akan 
mengetjéwakan kedaulatan negara dengan mendjalankan ke- 
bonékaan.

Dengan menolak ke-enam faham diatas, maka Negara Rakjat 
Indonésia dengan segala kesutjian akan mewudjudkan faliam-faham 
jang dibawah ini:
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I. Negara Rakjat Indonésia ialah suatu negara persatuan jang 
tidak terpetjah-petjah, dibentuk diatas dan didal$m 'badan 
bangsa Indonésia jang tidak berbagi-bagi.
Negara Rakjat Indonésia ialah Negara Kesatuan atas faham 
unitarisme.

II. Negara Rakjat Indonesia mempunjai satu kedaulatan jang 
didjundjung oléh Kepala Negara, dan oléh daérah dan rakjat 
Indonésia.

IH. Dalam Negara Rakjat Indonésia maka Kepala Negara, pusat 
pemerintahan, pemerintah daérah dan pemerintahan perse
kutuan désa (negeri, marga, dll.) dipilih setjara Timur dalam 
permusjawaratan jang disusun setjara rakjat. Negara Rakiat 
Indonésia ialah pemerintahan Sjoerijah, pemerintahan jang 
didasarkan atas permusjawaratan antara orang berilmu dan 
berakal séhat, jang dipilih atas faham perwakilan.

IV. Permusjawaratan, pemilihan dan pembaruan fikiran men- 
d j adi dasar pengangkatan dan segala pemutusan urusan 
negara.

V. Negeri, désa dan segala persekutuan hukum adat jang di
barui dengan djalan rationalisme dan pembaruan zaman, 
didjadikan kaki susunan negara sebagai bagian bawah.

VI. Pemerintah Pusat dibentuk disekeliling Kepala Negara, ter
bagi atas:
a. wakil Kepala Negara;
b. satu Kementerian sekeliling seorang Pemimpin Kemen- 

terian;
c. pusat Parlemen Balai Perwakilan, jang terbagi atas 

Madjelis dan Balai Perwakilan Rakjat.
VII. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah 

sebagai Pemerintah Daérah untuk mendjalankan Pemerintah 
Urusan Dalam, Pangreh Pradja. Sekarang memulangkan 
kekuasaan kepada Negara Indonésia dan Pemerintah Urusan 
Dalam bagi seluruh Indonésia disusun kembali.

Vni. Negara Rakjat Indonésia mendjalankan pembagian peker- 
djaan negara atas djalan desentralisasi atau dekonsentrasi 
jang tidak mengenal federalisme atau perpetjahan negara.

SUROSO Wakil Ketua:
Tuan pembitjara saja rasa salah paham. Sebagai diterangkan

oléh tuan Ketua, tuan Radjiman, tadi jang dibitjarakan ialah dasar-
dasarnja Indonésia Merdéka. Kalau saja dengarkan jang selandjut-
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nja tadi ini djuga tentang bentuknja Indonesia Merdeka. Kalau 
sekiranja sudah tjukup hendaklah membitjarakan dasar-dasar itu.

Sekarang tuan saja persilahkan.

Anggota MUH. YAMIN:
Saja perhatikan dan saja landjutkan kepada angka 9, karena 

lebih mengenai pokok pembitjaraan: Negara Rakjat Indonesia 
inendjadi anggota jang berkedaulatan dalam permusjawaratan 
bangsa-bangsa sedunia.

Barang siapa mendapat kewadjiban menjusun suatu negara me
nurut dasar jang tiga itu, maka dengan sendirinja dia menolak 
6uatu negara jang hanja disusun sekeliling beberapa orang peng- 
andjur sadja jang hanja disusun sekeliling suatu tudjuan partai 
atau mazhab, jang hanja disusun disekeliling suatu fikiran ahli 
negara atau menurut suatu perintah dari atas atau dorongan dari 
suatu fihak.

Dasar jang tiga itu memberi akibat, bahwa negara jang akan 
dibentuk itu hanja semata-mata untuk seluruh rakjat, untuk ke
pentingan seluruh bangsa jang akan berdiri kuat didalam negara 
jang mendjadi kepunjaannja. Adapun Negara Indonesia bukanlah 
negara satu golongan, Negara Angkatan Atas atau Negara Bang
sawan, melainkan dengan segala kesutjian suatu Negara Rakjat 
Indonesia, jang mempertahankan tempatnja diatas dunia.

Pembitjaraan bagian atas dapatlah saja ringkaskan, bahwa dasar- 
dasar jang kita perbintjangkan memberi dorongan kepada kita, 
bahwa negara janjj akan dibentuk ialah: Suatu Negara Rakjat 
Indonesia jang tersusun dalam suatu Republik Indonesia, jang di
kepalai oleh seorang Kepala Negara pilihan dan didjalankan 
sebagai pusat oleh Kementerian jang bertanggung-djawab kepada 
madjelis Musjawarah dan semuanja dilindungi oleh suatu pemerin
tahan Sjurijah jang mewudjudkan permusjawaratan, perwakilan 
dan kebidjaksanaan otak, dan terbentuk bagi seluruh bangsa dan 
tumpah darah Indonesia jang tidak mengenal perpetjalian atau 
terbagi-bagi.

2. Pemb&Uiun.
Berhubung dengan itu, Tuan Ketua, maka sampailah saja kepada 

dasar pembelaan negara. Adapun pengakuan dasar jang tiga itu 
memberi dasar kepada soal kemiliteran, pembelaan, jang akan 
mempertahankan negeri dalam waktu perang dengan sendjata. Per
hubungan pembelaan ini dengan dasar jang tiga itu, ja’ni: Susunan 
permusjawaratan setjara agama, jang mementingkan dasar atau 
djalan Sjurijah, menimbulkan perang djihad, baik jang besar atau
pun jang ketjil. Dasar adat memberi akibat perang karena kepada
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serangan dari dalam dan dari luar neeeri, karena keraman ialah 
kemestian jang diharuskan adat membela neeeri dengan melawan 
mendjalankan kekerasan kepada kelaliman. Dan rationalisme me- 
njempurnakan teknik dan disiplin peperangan, dan menjusun siasat 
perang. Atas dasar tiga itu, maka berdirilah suatu Balatentera jang 
memakai dasar kebangsaan dan keagamaan, jang berperang dan 
membéla negara menurut dasar jang benar dan sungguh dalam.

3. Budi Negara.
Tuan Ketua, telah sampai saja kepada dasar budi-pekerti negara. 

Tiap-tiap negara jang terbentuk oléh peradaban jang sempurna 
perlulah tidak boléh tidak mempunjai budi-pekerti atau moral 
negara jang tidak bermoral, tidak mempunjai tjorak dan warna 
istimewa. Budi-pekerti negara ialah tali-perhubungan hati rakjat 
dengan negara jang melindunginja.
a. Setia negara. Negara pertama, keradjaan Sjailéndera Sriwi- 

djaja sanggup menahan gelombang masa, karena mempunjai 
moral jang dipusatkan pada rasa kebaktian, jang pada waktu 
itu berarti berwudjud setia kepada Negara Kesatuan.
Tidak berbakti atau tidak setia kepada negara, ialah satu 
kesalahan jang sebesar-besarnja, jang mengenai kedjudjuran 
hati-sanubari seorang putera negara. Negara pertama memang 
hilang dan runtuh, tetapi kesetiaan kepada rumah-tangga, ke
setiaan kepada persekutuan désa dan daérah, kesetiaan kepada 
bangsa dan tanah-air, adalah satu sifat utama orang Indonesia 
Djikalau negara baru sudah berdiri, maka setia negara hidup 
kembali dan mendjadi moral jang datang dari hati-sanubari 
segala putera negara. Sifat-sifat bangsa dan tanah-air jang 
kita pusakai itu bertambah lagi dengan sifat pusaka jang di
tinggalkan oléh Negara Indonésia kedua. Madjapahit mempunjai 
moral negara, jang menumpahkan kepertjajaan jang penuh 
kepada tenaga rakjat. Madjapahit didirikan didésa Terik pada 
saat jang mengharukan hati, jaitu dihadapan rakjat dari be
berapa daerah pada ketika bangsa Indonésia diperhubungkan 
dengan bumi Indonésia dengan ajunan patjul orang tani anak 
Madura jang mengeluarkan peluh-keringat dibawah pohon 
madja jang daunnja berduri dan buahnja berasa pahit. Keadaan 
itu memberi tamzil dan andjuran kepada kita, bahwa pemben
tukan negara kedua didorongkan oléh suatu moral jang jakin 
akan tenaga rakjat dan berdjuang, mengatasi kesukaran hidup 
dan kepahitan usaha sehingga akibatnja memberi kepuasan hati 
untuk bersama.
Tenaga rakjat. Negara kedua mendjadi kuat diseluruh Asia 
Tenggara, terutama setelah tenaga rakjat memuntjak dengan 
hébatnja dalam tangan Gadjah Mada, orang rakjat bertenaga
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rak j a t, berbakti kepada keselamatan negara. Djuga kejakinan 
akan tenaga rakjat ini kita wariskan kepada negara ketiga. Te
tapi negara ketiga mempunjai pokok-pangkalnja sendiri. Negara 
Indonesia ialah hasil perdjuangan rakjat, karena ingin merdeka. 
Djuga dapat diramalkan, bahwa beratus-ratus tahun sesudah 
pelantikan Negara Indonesia, maka sembojan dan perdjuangan 
Indonesia Merdeka akan mengisi ingatan dan kalbu turunan 
kita. Zaman sekarang akan meminta tempat pada lembaran 
sedjarah kebangsaan, sebagai riwajat perdjuangan kaum sahabat 
dalam sedjarah pengembangan agama Islam mendapat tempat 
istimewa dalam segala buku agama. Moral rakjat Indonesia 
dalam 400 tahun diwaktu belakangan ini, ialah ingin merdeka 
dan mau merdeka-lah jang mendjadi dasar bndl-pekerti mereka-

c. Kemerdekaan. Ketiga sifat jang diatas, jaitn setia negaira* ¿akiiB 
akan tenaga rakjat dan ingin merdeka adalah kelahiran mranrl 
negara ketiga. Moral ini akan memasuki segala urat-nadi negara 
baru itu. Moral itu sangat tinggi, karena budi-pekerti itu akan 
tertanam dalam negara jang berdasar ke-Tuhanan Jang Maha 
Esa dan beradab kebangsaan.

V. KESEDJAHTERAAN RAKJAT.
Keadilan Sosial.

Tuan Ketua! Sekiranja dasar-dasar jang mengenai sendi dan 
moral negara ini dipakai untuk menegakkan negara jang kita ingini, 
maka belumlah rasanja negara itu akan menimbulkan kegirangan 
hati jang penuh pada rakjat murba. Oleh sebab itu hendaklah 
dari sekarang dipikirkan benar-benar, supaja negara itu djangan 
dirasakan sebagai ikatan hukum jang menjempitkan hidup rakjat 
atau dipandang sebagai satu susunan autokrasi atau oligarchi. Ke
gembiraan dan kegirangan tentu akan tumbuh, djikalau negara 
jang disusun atas peradaban kita itu, memberi djaminan dalam 
aturan kenpo atau Undang-undang Dasar, bahwa beberapa perubah
an besar akan berlaku dengan pelantikan negara. Perubahan besar 
itu tidaklah mengenai susunan negara pusat, daerah bagian tengah 
dan susunan persekutuan bawahan seperti desa-desa sadja, melain
kan djuga jang mengenai kehidupan ekonomi sosial sehari-hari, 
jang mengenai diri putera negara. Maka dengan menundjukkan 
beberapa pasal dengan garis-garis besarnja sadja, tentulah rapat 
budiman ini akan maklum akan apa jang saja maksudkan. Dalam
4 hal itu hendaklah dasar negara baru itu berhubungan langsung 
dengan keinginan rakjat Indonesia.
a. Daerah negara. Pertama hendaklah pembitjaraan daa pemben

tukan Negara Indonesia pada waktu nanti itu meliputi daerah 
negara jang sesuai dengan keinginan rakjat Indonesia, apa lagi 
dengan keinginan angkatan muda Indonesia.
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Negara Indonésia akan kurang populérnja, dan akan diterima 
dengan rasa jang agak dingin, djika daerah Negara Indonésia 
tidak sesuai dengan kemauan angkatan muda itu. Kemauan 
itu dalam garis-garis besarnja adalah sama, dan tertudju kepada 
beberapa bagian daerah, maka djuga rasa Indonésia jang ber- 
lapang dada dan bersajap lebarlah jang memberi warna kepada 
rasa Indonésia. Dalam ingatan, impian dan angan-angan ang
katan muda dan angkatan terpeladjar, maka negara kese
lamatan tidak mau tahu akan pendaratan perampasan Amerika 
Australia di Morotai, Papua, Halmahera dan Tarakan. Walaupun 
bangsa-bangsa itu akan bertelor dan mentjekamkan kuku im- 
perialismenja didaérah-daérah itu, tetap angkatan bangsa dan 
agama Islam memandang dalam rasa dan otak, bahwa tanah- 
tanah itu bagian tumpah darah Indonésia bersama, djadi djuga 
dibawah lindungan Negara Indonésia. Terra bellica itu tiada 
akan dipelaskan begitu sadja, karena dengan occupatio belli 
sementara kedudukan daérah itu tinggal tetap dibawah lin
dungan kedaulatan daérah Indonésia.
Selainnja dari pada itu garuda Negara Indonésia tidak mau 
mengenal enclaves atau tanah kepunjaan dalam ruangan hidup 
bangsa Indonésia, jang telah ditentukan sedjak 4 ribu tahun 
oleh Sang Alam dan sudah diberkati dengan takdir Tuhan Illahi 
mendjadi tumpah darah Indonésia jang tentu batas dan luasnja. 
Garuda Negara Indonesia hendak terbang membubung tinggi 
dengan gagahnja, meliputi daérah jang terhampar dari gen- 
tingan Kera ditanah Semenandjung Melaju dan pulau Weh 
dipuntjak Utara Sumatera, sampai kekandung Sampanmangio 
dikaki gunung Kinibalu dan pulau Palma Sangihe disebelali 
Utara Sulawesi meliputi Daérah jang delapan (Sumatera, Djawa, 
Bomeo, Malaja, Selebes, Sunda-Ketjil, Maluku dan Papua) 
dengan segala pulau-pulau sekelilingnja. Peta daérah daratan 
dan lautan sekeliling benua kepulauan itu sudah terlukis dengan 
garis jang tentu dalam dada bangsa Indonésia. Lukisan daérah 
itu hendak dibelanja dengan djiwa dan darah. Dasar penentuan 
daérah hendaklah sedjadjar dengan kemauan itu, supaja Negara 
Indonésia dipangku oléh putera negara dengan keichlasan hati 
jang girang-gembira.

b. Penduduk dan putera negara. Pasal kedua adalah mengenai 
penduduk Indonésia jang akan mendjadi putera negara dan 
jang tidak akan mendapat keanggotaan-keputraan negara setjara 
penjusunan hukum, maka pada hari pelantikan negara hendak
lah sudah tentu pembagian penduduk dengan segala akibatnja 
tertudju hidup perekonomian dan hak tanah putera negara 
pada hari pelantikan negara jang akan dipegang segala anak- 
tjutju turun-temurun. Djadi sebelum hari pelantikan hendaklah
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ada ketentuan tentang kedudukan golongan Peranakan, Arab dan 
Tionghoa, sebagai golongan akan mendjadikan putera negara 
Indonesia atau tidak, dan apakah akibatnja mendapat atau tidak 
mendapat anggota keputeraan itu, d jalan memasuki daerah ke- 
puteraan untuk seorang-seorang tetap tinggal terbuka selama- 
lamanja.
Rakjat Indonesia jang akan membentuk Negara..........

SUROSO Wakil Ketua:
Saja rasa tuan menjimpang dari apa jang dimaksudkan.

MUH. YAMIN Anggota:
Saja turut perintah itu, walaupun ada kejakinan bahwa dasar 

negara mengenai djuga soal penduduk, pun karena mengenai 
susunan Pemerintah. Dan begitu djuga tentang hak tanah..........

SUROSO Wakil Ketua:
Itu lain hari akan dibitjarakan. D j adi, kalau sudah tidak ada 

lagi tentang dasar Indonesia, saja silakan hal hak tanah dan 
lain-lain akan diuraikan nanti.

MUH. YAMIN Anggota:
Baiklah, tuan Ketua, walaupun pada permulaan tidak diterang

kan apa jang mengenai dasar soal daerah, penduduk dan hak tanah 
djuga terhitung masuk hal pembentukan negara.

SUROSO Wakil Ketua:
Saja harap semua takluk kepada pimpinan.

HUig, YAMIN Angf*ta:
' Saja tuttrt, walaupun tidak takluk.

SUROSO Wakil Ketua:
Saja silahkan melandjutkan pembitjaraan.

MUH. YAMIN Anggota:
c. Bentuk Negara Indonesia. Tuan Ketua! Pembitjaraan diatae 

dilandjutkan dengan keinsjafan atas kedahsjatan perang dan 
kesungguhan waktu. Kedua-duanja rakjat Indonesia merasakan 
dan mau menahan nasib sekarang ini. Kesungguhan' waktu itu 
dari saat kesaat «nenebalkan kejakinan dan pendirian hati, 
bahwa hari pelantikan negara sudah dekat. Djikalau pelantikan
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sudah terlampau, maka bertambahlah diataB dunia suatu ang
gota keluarga baru jang sudah berumur tua dan perkeadaban 
luhur. Bangsa Indonesia mendjelma kembali, setelah menderita 
perdjuangan dan berperang. Kemerdékaan negara itu meliputi 
daérah jang luas, seluas sebuah benua kepulauan jang subur, 
makmur dan tidak ada bandingannja tentang permai dan indali- 
nja. Rakjat beragama Tuhan dan berkeadaban tinggi. 
Kesedjahteraan Rakjat jang mendjadi dasar dan tudjuan negara 
Indonesia Merdéka jalah pada ringkasnja keadilan masjarakat 
atau keadilan sosial.
Negaranja akan dipangku oléh bangsa dan penduduk, jang ham
pir mendekati 100 djuta djiwa. Inilah Negara Kesedjahteraan 
baru, jang sudah besar dan mulia pada hari pelantikan. Dalam 
peperangan dunia pertama bangsa Indonesia dengan tjita-tjitanja 
terdjerumus kedalam djurang pendjadjahan. Dalam peperangan 
dunia kedua, berkat bantuan Balatentera Dai Nippon, dan 
berkat kesungguhan perdjuangan rakjat Indonesia kita ditak
dirkan Tuhan naik dari kedudukan djadjahan mendjadi rakjat 
Negara Merdéka.
Djadi bentuk Negara Indonesia jang merdéka-berdaulat itu 
jalah suatu Républik Indonesia jang tersusun atas faham uni 
tarisme.
Inilah ni’mat peperangan sutji jang tak ada taranja dalam 
sedjarah dunia. Kita mengutjap sjukur dan terima kasih dengan 
tidak ada hingganja kepada kurban djiwa dan kurban sendjata; 
djuga turunan kita akan memperingati peristiwa itu setiap 
waktu meréka mendapat lindungan dibawah susunan negara 
baru. Tidak dimana-mana, melainkan disinilah ditanali Indo
nesia, sedjarah dunia berputar dan memulai zaman baru.
Tuan Ketua! Habislah pembitjaraan tentang azas kemanusiaan, 
kebangsaan, kesedjahteraan dan dasar jang tiga, jang diberkati 
kerachmatan Tuhan, jang semuanja akan mendjadi tiang negara 
keselamatan jang akan dibentuk.
Dengan ini saja mempersembahkan kepada sidang sebagai lam
piran suatu rantjangan sementara berisi perumusan Úndang- 
undang Dasar Républik Indonésia.
Dua hari jang lampau tuan Ketua memberi kesempatan kepada 
kita sekalian djuga boléh mengeluarkan perasaan. Mémang 
orang Indonésia berpikir dengan hati dan berasa dengan djan- 
tung. Baiklah sebagai penutup saja tjurahkan perasaan saja 
dengan sja’ir.
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REPUBLIK INDONESIA
Abadilah Republik Indonesia 
Untuk selama-lamanja,
Jang dilindungi tumpah-darah 
Benua kepulauan jang indah,
Antara tjakrawala langit jang murni 
Dengan bumi tanah jang sakti.

Disamping teman, dihadapan lawan 
Negara berdiri ditakdirkan Tuhan,
Untuk keselamatan seluruh bangsa 
Supnja berbahagia segenap ketika:
Berbudi setia, tenaga Merdeka
Dengan mendjundjung kedaulatan Negara.

Diatas abu negara kedua 
Kami membentuk negara ketiga,
Diiringkan lagu Indonesia Raja;
Dibawah kibaran bendera bangsa,
Disanalah rakjat hidup berlindung,
Berdjiwa merdeka, tempat bernaung.

Kami bersiap segenap ketika,
Dengan darah, d jiwa dan raga,
Membela negara djundjungau tinggi 
Penuh hiasan lukisan hati:

Melur-tjempaka dari daratan 
Awan angkasa putih kelihatan 
Buih gelombang dari lautan.

Hati jang mukmin selalu meminta 
Kepada Tuhan Jang Maha Esa,
Supaja Negara Republik Indonesia:
Kuat dan kokoh selama-lamanja 
Melindungi rakjat, makmur selamat,
Ilidup bersatu dilaut-didarat.

Sedemikianlah pidato saja, tuan Ketua, dengan mengutjapkan 
sekali lagi terima kasih.
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PIDATO PROF. SUPOMO 
PADA TANGGAL 31 MEI 1945



PIDATO PADA TANGGAL 31-5-1945 DALAM RAPAT BADAN 
PENJELIDIKAN UNTUK PERSIAPAN INDONESIA MERDEKA, 

DIGEDUNG CHUUOO SANGI-IN DI D JAKARTA.

Anggota SUPOMO:
Paduka Tuan Ketua, hadirin jang terhormat!
Soal jang kita bitjarakan ialah, bagaimanakah akan dasar-dasarnja 

Negara Indonesia Merdeka. Tadi oleh beberapa pembitjara telah 
dikemukakan beberapa factor dari beberapa negara, sjarat-sjarat 
mutlak (factor-konstitutif) dari sesuatu negara. Sjarat-sjarat mutlak 
untuk mengadakan negara dipandang dari sudut hukum dan dari 
sudut formeel, (jurisprudence) jaitu harus ada daerah (territory), 
rakjat, dan harus ada Pemerintah jang daulat (souverein) menurut 
hukum internasional. Akan tetapi sjarat-sjarat mutlak ini tidak 
mengenai dasar kemerdekaan dari negara dalam arti sociologi dan 
arti politik. Djuga suatu sjarat mutlak jang telah dibitjarakan dalam 
sidang ini, ialah tentang pembelaan tanah-air. Maka pembelaan 
tanah-air sangat penting adanja dan tentang ini saja setudju 
dengan nasihat-nasihat dan andjuran-andjuran dari pihak Peme
rintah Balatentara, jaitu dari Paduka Tuan Soomubutyoo jang telah 
dimuat dalam surat kabar Asia-Raya dan setudju djuga dengan 
pemandangan jang baru tadi diuraikan oleh anggota jang terhormat 
tuan Abdulkadir.

Tentang sjarat mutlak lain-lainnja, pertama tentang daerah, saja 
mufakat dengan pendapat jang mengatakan: „pada dasarnja
Indonesia, jang harus meliputi batas Hindia-Belanda”. Akan tetapi 
djikalau misalnja daerah Indonesia lain, umpamanja negeri Malaka, 
Borneo Utara hendak ingin djuga masuk lingkungan Indonesia, hal 
itu kami tidak keberatan. Sudah tentu itu bukan kita sadja jang 
akan menentukan, akan tetapi djuga pihak saudara-saudara jang 
ada di Malaka dan Borneo Utara.

Tentang sjarat mutlak kedua, hal rakjat sebagai warga-negara. 
Pada dasarnja ialah, sebagai warga-negara jang mempunjai kebang 
saan Indonesia, dengan sendirinja bangsa Indonesia Asli. Bangsa 
Peranakan, Tionghoa, India, Arab jang telah berturun-temurun 
tinggal di Indonesia dan sebagai baru sadja diuraikan oleh anggota 
jang terhormat Dahler, mempunjai kehendak jang sungguh-sungguh 
untuk turut bersatu dengan bangsa Indonesia jang asS, harus di
terima sebagai warga-negara dengan diberi kebangsaan Indonesia 
(nasionaliteit Indonesia).
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Jang penting d juga kita harus mendjaga supaja tidak ada „dubbele 
onderdaanschap” dan mendjaga djangan ada „staatloosheid” . Hal 
ini sebagian tergantung djuga dari sistim undang-undang dari negara 
lain-lain. Sebagai pokok dasar kewarga-negaraan Indonesia, ialah 
ius sanguinis (prinsip keturunan) dan ius soli (prinsip territoriaal).

Sjarat mutlak jang ketiga, ialah Pemerintah daulat menurut 
hukum internasional.

Djikalau kita hendak membitjarakan tentang dasar sistim peme
rintahan jang hendak kita pakai untuk Negara Indonesia, maka 
dasar sistim pemerintahan itu bergantung kepada Staatsidee, kepada 
„begrip”  „staat” (negara) jang hendak kita pakai untuk pembangun
an Negara Indonesia. Menurut dasar apa Negara Indonesia akan di
dirikan? Oleh anggota jang terhormat Moh. Hatta dan lain-lain 
pembitjara dikemukakan 3 soal ialah:

P e r t a m a ,  apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan 
negara (eenheidsstaat) atau negara serikat (Bondstaat) atau sebagai 
persekutuan negara (Statenbond).

K e d u a ,  dipersoalkan perhubungan antara negara dan agama, 
dan

K e ti g a, apakah Republik atau Monarchi. Menurut pendapat 
saja, hadirin jang terhormat, sebelumnja kita membitjarakan soal 
persatuan negara, atau negara serikat, Republik atau Monarchi, ter
lebih dahulu kita harus membitjarakan soal jang disebut negara itu, 
negara menurut dasar pengertian apa, oleh karena segala pemben
tukan susunan negara itu tergantung dari pada dasar pengertian 
negara (StaatsideeJ tadi.

Tentang persatuan negara atau negara serikat atau tentang 
Republik atau Monarchi, itu sebetulnja menurut pendapat saja, soal 
bentuk susunan negara. Maka sekarang saja hendak membitjarakan 
dasarnja Negara Indonesia Merdeka. „Negara” menurut dasar peng
artian (Staatsidee) apa?

Sebagai tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmu negara kita 
mendapati beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara. 
Marilah dengan singkat kita menindjau teori-teori negara itu.
1. Ada suatu aliran pikiran jang menjatakan, bahwa negara itu 

terdiri atas dasar teori perseorangan, teori individualitis, sebagai 
diadjarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke 17), 
Jean Jacque Rousseau (abad ke 18), Herbert Spencer (abad 
ke 19), H. J. Laski (abad ke 20). Menurut aliran pikiran ini, 
negara ialah masjarakat hukum (legal society) jang disusun atas 
kontrak antara seluruh seseorang dalam masjarakat itu (contrat 
social). Susunan hukum negara jang berdasar individualisme 
terdapat dinegeri Eropa Barat dan di Amerika.
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2. Aliran pikiran lain tentang negara ialah teori „golongan”  dari 
negara (class theory ) sebagai diadjarkan oleh Marx, Engels dan 
Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari sesuatu golongan 
(sesuatu klasse) untuk menindas klasse lain. Negara ialah alatnja 
golongan jang mempunjai kedudukan ekonomi jang paling kuat 
untuk menindas golongan-golongan lain, jang mempunjai kedu
dukan jang lembek. Negara kapitalistis, ialah perkakas bourgeoisi 
untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis 
mengandjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut 
kekuasaan negara agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum 
bourgeoisi.

3. Aliran pikiran lain bagi dari pengartian negara ialah, teori jang 
dapat dinamakan teori integralistik jang diadjarkan oleh Spi
noza, Adam Müller, Hegel, dan lain-lain (abad 18 dan 19). 
Menurut pikiran ini negara ialah tidak untuk mendjamin kepen
tingan seseorang atau golongan, akan tetapi mendjamin kepen
tingan masjarakat seluruhnja sebagai persatuan.
Negara ialah suatu susunan masjarakat jang integraal, segala 
golongan, segala bagian, segala anggotanja berhubungan erat satu 
sama lain dan merupakan persatuan masjarakat jang orpanis. 
Jang terpenting dalam negara jang berdasar aliran pikiran 
integraal ialah penghidupan bangsa seluruhnja. Negara tidak 
memihak kepada sesuatu golongan jang paling kuat, atau jang 
paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai 
pusat, akan tetapi negara mendjamin keselamatan hidup bangsa 
seluruhnja sebagai persatuan jang tak dapat dipisah-pisahkan. 
Sekarang tuan-tuan akan membangunkan Negara Indonesia atas 
aliran pikiran mana?

Kami hendak mengingatkan lagi nasihat P. T. Soomubutyoo, 
bahwa pembangunan negara bersifat barang jang bernjawa. Oleh 
karena itu tjorak dan bentuknja harus disesuaikan dengan keadaan 
umum pada masa sekarang dan harus mempunjai keistimewaan jang 
sesuai dengan keadaan umum tadi. Ketjuali itu P. T. Soomubutyoo 
djuga memberi nasihat djanganlah kita meniru belaka susunan 
negara lain. Tjontoh-tjontoh dari negara lain hendaknja mendjadi 
peringatan sadja, supaja bangsa Indonesia djangan sampai meng
ulangi kegagalan jang telah dialami oleh bangsa lain, atau paling 
banjak hanja mengambil tjontoh-tjontoh jang sungguh patut di
pandang sebagai teladan.

Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari sesuatu negara itu 
berhubungan erat dengan riwajat hukum (Rechtsgeschichte) dan 
lembaga sosial (sociale structuur) dari negara itu. Berhubung dengan 
itu apa jang baik dan adil untuk sesuatu negara, belum tentu baik 
dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.

Tiap-tiap negara mempunjai keistimewaan sendiri-sendiri ber
hubung dengan riwajat dan tjorak masjarakatnja. Oleh karena itu
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politik pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan 
„eociale structuur” masjarakat Indonesia, jang njata pada masa 
sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnja 
tjita-tjita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya.

Dengan mengingat ini, marilah kita melihat tjontoh-tjontoh dari 
negara-negara lain. Dasar susunan hukum negara Eropa Barat ialah 
perseorangan dan liberalisme. Sifat perseorangan ini, jang mengenai 
segala lapangan hidup (sistim undang-undang ekonomi, kesenian dan 
lain-lain), memisah-misahkan manusia sebagai seseorang dari maeja- 
rakatnja, mengasingkan diri dari segala pergaulan jang lain. Seorang 
manusia dan negara jang dianggap sebagai seseorang pula, selalu 
segala-galanja itu menimbulkan imperialisme dan sistim memeras 
(uitbuitingssysteem) membikin katj au-balaunj a dunia lahir dan 
batin.

Tuan-tuan telah mengerti sendiri bahwa sifat demikian harus kita 
djauhkan dari pembangunan Negara Indonesia, bahkan Eropa sen
diri pada waktu sekarang mengalami krisis roehani jang maha hebat 
berhubung dengan djiwa rakjat Eropa telah djemu kepada keang- 
kara-murkaan, sebagai akibat semangat perseorangan tersebut.

Dasar susunan negara Sovjet Rusia pada masa sekarang, ialah 
diktatur dari proletariaat. Boleh djadi dasar itu sesuai dengan 
keistimewaan keadaan sosial dari negeri Rusia, akan tetapi dasar 
pengartian negara itu bertentangan dengan sifat masjarakat Indo
nesia jang asli.

Lain negara, ialah negara Djerman nasional sosialis sebelumnja 
menjerah dalam peperangan sekarang. Negara itu berdasar atas 
aliran pikiran negara totaliter, ’’das Ganze der politischen Einheit 
des Volkes” (integrate theory). Prinsip „Pimpinan (Führung) seba
gai Kembegriff (ein totaler Führerstaat) dan sebagai Prinsip jang 
dipakainja djuga ialah persamaan darah dan persamaan daerah 
(Blut und Boden Theorie) antara pimpinan dan rakjat.

Tuan-tuan jang terhormat, dari aliran pikiran nasional sosialis, 
ialah prinsip persatuan antara pimpinan 'dan rakjat dan prinsip 
persatuan dalam negara seluruhnja tjotjok dengan aliran pikiran 
ketimuran.

Kita sekarang menindjau negara Asia, ialah dasar negara Dai 
Nippon. Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan lahir dan batin 
jang kekal antara Jang Maha Mulia Tennoo Heika, negara dan 
rakjat Nippon seluruhnja. Tennqo adalah pusat roehani dari se
luruh rakjat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga Tennoo 
jang dinamakan: „Koshitu” ialah keluarga jang terutama.

Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan 
tjorak masjarakat Indonesia. \

Setelah kita menindjau dengan ringkas tjontoh-tjontoh dari sifat 
negeri-negeri lain, maka tadi dengan sepatah dua patah kata kami
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mengatakan apa jang tidak sesuai dan apa jang sesuai dengan lem
baga sosial (struktur sosial) dari masjarakat Indonesia jang asli. 
Sebagai tuan-tuan telah mengetahui djuga, struktur sosial Indonesia 
jang asli tidak lain ialah tjiptaan kebudajaan Indonesia, ialah buat 
aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia.

Maka semangat kebatinan, struktur kerochanian dari bangsa 
Indonesia bersifat dan bertjita-tjita persatuan hidup, persatuan 
kawulo dan gusti jaitu persatuan antara dunia luar dan dunia 
batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakjat 
dan pemimpin-pemimpinnja. Segala manusia sebagai seseorang, 
golongan manusia dalam sesuatu masjarakat dan golongan-golongan 
lain dari masjarakat itu dan tiap-tiap masjarakat dalam pergaulan 
hidup didunia seluruhnja dianggapnja mempunjai tempat dan ke- 
wadjiban hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan 
segala-galanja ditudjukan kepada keimbangan lahir dan bathin. 
Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau 
dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan 
machluk, segala sesuatu bertjampur-baur dan bersangkut-paut, segala 
sesuatu berpengaruh-pengaruhi dan kehidupan mereka bersangkut- 
paut. Inilah idee totaliter, idee intergralistik dari bangsa Indonesia, 
jang berwudjud djuga dalam susunan tatanegaranja jang asli.

Menurut sifat tatanegara Indonesia jang asli, jang sampai zaman 
sekarangpun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di 
Djawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia 
lain, maka para pendjabat negara ialah pemimpin jang bersatu-djiiva 
dengan rakjat dan para pendjabat negara senantiasa berwadjib me
megang teguh persatuan dan keimbangan dalam masjarakatnja.

Kepala desa, atau kepala rakjat berwadjib menjelenggarakan 
keinsjafan keadilan rakjat, harus senantiasa memberi bentuk 
(Gestaltung) kepada rasa keadilan dan tjita-tjita rakjat. Oleh 
karena itu, kepala rakjat „memegang adat” (kata pepatah Minang
kabau) senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masja
rakatnja dan untuk maksud itu, senantiasa bermusjawarah dengan 
rakjatnja atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanja, agar 
supaja pertalian bathin antara pemimpin dan rakjat seluruhnja 
senantiasa terpelihara.

Dalam suasana persatuan antara rakjat dan pemimpinnja, antara 
golongan-golongan rakjat satu sama lain, segala golongan diliputi 
oleh semangat gotong-rojong, semangat kekeluargaan.

Maka teranglah tuan-tuan jang terhormat, bahwa djika kita 
hendak mendirikan Negara Indonesia jang sesuai dengan keistimewa
an sifat dan tjorak masjarakat Indonesia, maka negara kita harus 
berdasar atas aliran pikiran (Staatsidee) negara jang integralistik, 
negara jang bersatu dengan seluruh rakjatnja, jang mengatasi 
seluruh golongan-golongcmnja dalam lapangan apapun.

'506/B /C /Z  (8)
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Menurut aliran pikiran ini, Kepala Negara dan badan-badan 
Pemerintah lain harus bersifat pemimpin jang sedjati, penundjuk 
djalan kearah tjita-tjita luhur, jang diidam-idamkan oleh rakjat. 
Negara harus bersifat „badan penjelenggara”, badan pentjipta 
hukum jang timbul dari hati-sanubari rakjat seluruhnja. Dalam 
pengartian ini, menurut teori ini jang sesuai dengan semangat Indo
nesia jang asli, negara tidak lain ialah seluruh masjarakat atau 
seluruh rakjat Indonesia sebagai persatuan jang teratur dan tersusun.

Dalam pengartian ini, negara tidak bersikap atau bertindak seba
gai seseorang jang maha kuasa, jang terlepas dari seseorang-sese- 
orang manusia dalam daerahnja dan jang mempunjai kepentingan 
sendiri, terlepas dari kepentingan warga-warga-negaranja sebagai 
seseorang (paham individualis).

Tuan-tuan jang terhormat, menurut pengartian „Negara” jang 
integralistik, sebagai bangsa jang teratur, sebagai persatuan rakjat 
jang tersusun, maka pada dasamja tidak akan ada dualisme „staat 
dan individu” , tidak akan ada pertentangan antara susunan staat dan 
susunan hukum individu, tidak akan ada dualisme „Staat und 
staatsfreie Gesellschaft” , tidak akan membutuhkan djaminan Grund- 
und Freiheitsrechte dari individu contra Staat, oleh karena indi
vidu tidak lain ialah suatu bagian organik dari Staat, jang mempu
njai kedudukan dan kewadjiban tersendiri untuk turut menjeleng- 
garakan kemuliaan Staat, dan sebaliknja oleh karena Staat bukan 
suatu badan kekuasaan atau raksasa politik jang berdiri diluar 
lingkungan suasana kemerdekaan seseorang.

Paduka Tuan Ketua, seorang filosoof Inggris, bernama Jeremy 
Bentham (achir abad ke-18) mengadjarkan, bahwa Staat menudju 
kepada ” the greatest happiness of the greatest number” akan tetapi 
pikiran ini berdasar atas pikiran individualisme. Menurut aliran 
pikiran tentang negara jang saja anggap sesuai dengan semangat 
Indonesia asli tadi, negara tidak mempersatukan dirinja dengan 
golongan jang terbesar dalam masjarakat, pun tidak mempersatukan 
dirinja dengan golongan jang paling kuat (golongan politik atau 
ekonomi jang paling kuat), akan tetapi mengatasi segala golongan 
dan segala seseorang, mempersatukan diri dengan segala lapisan 
rakjat seluruhnja.

Tuan-tuan jang terhormat, hendaknja djangan salah paham, teori 
negara integralistik atau negara totaliter ini tidak berarti bahwa 
negara tidak akan memperhatikan adanja golongan-golongan seba
gai golongan, atau tidak akan memperdulikan manusia sebagai 
seseorang. Bukan itu maksudnja! Aliran pikiran ini mempunjai sifat 
concreet dan reeel, tidak mengabstraheer segala keadaan (seperti 
sifat teori individualisme).



Negara akan mengakui dan menghormati adanja golongan-golong
an dalam masjarakat jang njata9 akan tetapi segala seseorang dan 
segala golongan akan insjaf kepada kedudukannja sebagai bagian 
organik dan negara seluruhnja, berwadjib meneguhkan persatuan 
dan harmoni antara segala bagian-bagian itu.

Negara persatuan tidak berarti, bahwa negara atau Pemerintah 
akan menarik segala kepentingan masjarakat kedirinja untuk dipeli
hara sendiri, akan tetapi menurut alasan-alasan jang „doelmatig” 
akan membagi-bagi kewadjiban negara kepada badan-badan peme
rintahan dipusat dan didaerah masing-masing atau akan memasrah
kan sesuatu hal untuk dipelihara oleh sesuatu golongan atau sesuatu 
orang, menurut masa, tempat dan soalnja.

Paduka Tuan Ketua, setelah saja menguraikan dasar-dasar, jang, 
menurut hemat saja hendak dipakainja untuk membangunkan 
Negara Indonesia, maka saja sekarang hendak menguraikan konse- 
kwensi dari teori negara tersebut terhadap pada soal-soal:
1. Perhubungan negara dan agama,
2. tjara bentukan pemerintahan,
3. perhubungan negara dan kehidupan ekonomi.

Sebelum saja membitjarakan soal-soal ini, saja mengingatkan 
dahulu kepada tuan-tuan, bahwa bukan sadja negara jang berdasar 
persatuan itu akan sesuai dengan tjorak masjarakat Indonesia, akan 
tetapi negara jang bersifat persatuan itu telah mendjadi tjita-tjita 
pergerakan politik Indonesia pada zaman daliulu sampai sekarang.

Saja hendak memperingatkan kepada tuan-tuan pasal 2 dari 
Pantja Dharma jang telah dUeidtfia oleh Chuuoo Sangi-in, ialah 
bahwa kita hendak mendirikan Negara Indonesia jang merdeka, 
bersatu, djadi, tjita-tjita ini tepat sesuai dengan tjorak masjarakat 
In<loijfe8la‘jang asli.

Bagaimanakah dalam negara jang saja gambarkan tadi akan 
perhubungan antara negara dan agama?

Oleh anggota jang terhormat tuan Moh. Hatta telah diuraikan 
dengan pandjang-lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia 
hendaknja urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang 
disini terlihat ada dua paliam, ialah: paham dari anggota-anggota 
ahli agama, jang mengandjurkan supaja Indonesia didirikan sebagai 
negara Islam, dan andjuran lain, sebagai telah diandjurkan oleh 
tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional jang memisahkan 
urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan 
negara Islam. Apa sebabnja disini saja mengatakan „bukan negara 
Islam” ? Perkataan: „negara Islam” lain artinja dari pada perkataan 
„Negara berdasar atas tjita-tjita luhur dari agama Islam” . Apakah 
perbedaannja akan saja terangkan. Dalam negara jang tersusun 
sebagai „negara Islam”, negara tidak bisa dipisahkan dari agama. 
Negara dan agama ialah satu, bersatu-padu.
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Islam, sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui, ialah suatu 
sistim agama, sosial dan politik, jang bersandar atas Qur’an sebagai 
pusat sumber dari segala susunan hidup manusia Islam.

Telah diuraikan, bahwa negara Turki — sekarang kita melihat lagi 
tjontoh-tjontoh dari negara-negara lain — sebelumnja tahun 1924 
Masehi, ialah negara Islam semata-mata. Semendjak tahun 1924 
Turki mengganti sifat negaranja dan bukan mendjadi negara 
Islam lagi. Betul agama rakjat Turki ialah Islam, akan tetapi sebagai 
negara, menurut sistim pemerintahannja, Turki bukan negara 
Islam lagi. Akan tetapi negeri Mesir, Irak, Iran, Saudi Arabia, ialah 
negeri-negeri Islam.

Apakah kita hendak mendirikan negara Islam di Indonesia? 
Tadi saja mengingatkan andjuran dari Pemerintah, bahwa kita 
djangan meniru belaka tjontoh-tjontoh dari negara lain, akan tetapi 
hendaklah tuan-tuan mengingat kepada keistimewaan masjarakat 
Indonesia jang njata. Dengan ini saja hendak mengingatkan kepada 
tuan-tuan, bahwa menurut letaknja Indonesia di Dunia, Indonesia 
mempunjai sifat jang berlainan dengan geografi negeri-negeri Irak, 
Iran, Mesir atau Syria, negara-negara jang bersifat ke-Islaman 
(Corpus Islamicum).

Indonesia berada di Asia Timur dan akan mendjadi anggota dari 
lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Dari ling
kungan itu anggota jang lain-lain, misalnja negeri Nippon, Tiongkok, 
Manchukuo, Filipina, Thai, Birma, ialah bukan negara Islam. Betul 
peristiwa itu bukan suatu alasan jang dengan sendirinja harus me
nolak pembentukan Negara Indonesia sebagai negara Islam, itu 
bukan. Tetapi itu sesuatu faktor penting jang harus diperingati 
djuga.

Saja hendak mengingatkan djuga kepada tuan-tuan, bahwa 
dinegara-negara Islam sendiripun, misalnja dinegara Mesir, Iran dan 
Irak sampai sekarang masih ada beberapa aliran pikiran jang mem
persoalkan tjara bagaimana akan menjesuaikan hukum sjariali 
dengan kebutuhan internasional, dengan kebutuhan modern, dengan 
aliran zaman sekarang.

Tadi saja mengatakan, bahwa dalam negara Islam, negara tidak 
bisa dipisah-pisahkan dari agama, dan hukum s jariah itu dianggap 
sebagai perintah Tuhan untuk mendjadi dasar, untuk dipakai oleh 
negara. Dalam negara-negara Islam, misalnja dinegeri Mesir dan 
lain-lain jang mendjadi soal, ialah apakah hukum sjariah dapat 
dan boleh dirobah, diganti, disesuaikan menurut kepentingan 
internasional, menurut aliran zaman? Ada suatu golongan jang ter
besar jang mengatakan, bahwa itu tidak diperbolehkan tetapi ada 
lagi golongan jang mengatakan: bisa disesuaikan dengan zaman barn.
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Umpamanja sadja seorang ahli agama terkenal, jaitu Kepala dari 
sekolah tinggi „Al-Azhar” di Kairo, Muhamad Abdu, jang termasj- 
hur namanja — dan ia mempunjai murid disini djuga — mengata
kan: „Memang hukum sjariah bisa dirobah dengan tjara „idjma”, 
jaitu permusjawaratan, asal sadja tidak bertentangan dengan 
Qur’an dan dengan Hadith” . Ada lagi jang mempunjai pendirian 
jang lebih radikal, seperti Ali Abdul Razik, jang mengatakan, bahwa 
agama terpisah dari pada hukum jang mengenai kepentingan negara. 
Dengan pendek kata, dalam negara-negara Islam masih ada perten
tangan pendirian tentang bagaimana seliarusnja bentuk hukum, 
negara, supaja sesuai dengan aliran zaman modern, jang meminta 
perhatian dari negara-negara jang turut berhubungan dengan dunia 
internasional itu. Djadi seandainja kita disini mendirikan negara 
Islam, pertentangan pendirian itu akan timbul djuga dimasjarakat 
kita dan barangkali Badan Penjelidik inipun akan susah memper- 
bintjangkan soal itu. Akan tetapi, tuan-tuan jang terhormat, akan 
mendirikan negara Islam di Indonesia berarti, tidak akan mendiri
kan negara persatuan. Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti 
mendirikan negara jang akan mempersatukan diri dengan golongan 
jang terbesar, jaitu golongan Islam. Djikalau di Indonesia didirikan 
negara Islam, maka tentu akan timbul soal-soal „minderheden” , soal 
golongan agama jang ketjil-ketjil, golongan agama Kristen dan lain- 
lain. Meskipun negara Islam akan mend j amin dengan sebaik-baiknja 
kepentingan golongan-golongan lain itu, akan tetapi golongan- 
golongan agama ketjil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinja 
dengan negara. Oleh karena itu tjita-tjita negara Islam itu tidak 
sesuai dengan tjita-tjita negara persatuan jang telah diidam-idamkan 
oleh kita semuanja dan djuga jang telah diandjurkan oleh Pemerin
tah Balatentara.

Oleh karena itu saja mengandjurkan dan saja mupakat dengan 
pendirian jang hendak mendirikan negara nasional jang bersatu 
dalam arti, totaliter seperti jang saja uraikan tadi, jaitu negara jang 
tidak akan mempersatukan diri dengan golongan jang terbesar, akan 
tetapi jang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan 
dan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan 
jang besar maupun golongan jang ketjil. Dengan sendirinja dalam 
negeri nasional jang bersatu itu, urusan agama akan terpisah dari 
urusan negara dan dengan sendirinja dalam negara nasional jang 
bersatu itu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan 
agama jang bersangkutan. Dan dengan sendirinja dalam negara 
sedemikian seseorang akan merdeka memeluk agama jang disukai- 
nja. Baik golongan agama jang terbesar, maupun golongan jang 
terketjil, tentu akan merasa bersatu dengan negara (dalam bahasa 
asing „zal zicli thuis voelen” dalam negaranja).
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Hadirin jang terhormat!
Negara nasional jang bersatu itu tidak berarti, bahwa negara itu 

akan bersifat ”a-religieus”. Itu bukan« Negara nasional jang bersatu 
itu ak:*n memelihara budi-pekerti kemanusiaan jang luhur, akan 
memegang teguh tjita-tjita moraal rakjat jang luhur. Maka negara 
demikian itu dan hendaknja Negara Indonesia djuga —  memakai 
dasar moraal jang luhur, jang diandjurkan djuga oleh agama Islam.

Sebagai tjontoh, dalam Negara Indonesia itu hendaknja diandjur
kan, supaja para warga-negara tjinta kepada tanah-air, ichlas akan 
diri sendiri dan suka berbakti kepada tanah-air; supaja mentjintai 
dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara; supaja takluk 
kepada Tuhan, supaja tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Itu 
semuanja harus diandjur-andjurkan, harus dipakai sebagai dasar 
moraal dari negara nasional jang bersatu itu. Dan saja jakin, bahwa 
dasar-dasar itu diandjurkan oleh agama Islam.

Sekarang saja akan membitj arakan soal jang berhubungan dengan 
bentuk susunan negara. Apakah negara persatuan (ecnheidsstaat) 
atau negara serikat (bondstaat) atau negara persekutuan (fede- 
ratie) ?

Dengan sendirinja negara setjara federasi kita tolak, karena 
dengan mengadakan federasi itu, bukanlah mendirikan satu negara, 
tetapi beberapa negara. Sedang kita hendak mendirikan satu negara. 
D j adi tinggal membitjar akan „eenheidsstaat” atau „bondstaat”. 
Djika benar, bahwa bondstaat itu djuga satu negara belaka, maka 
lebih baik kita tidak memakai etiket „eenheidsstaat” atau „bond
staat”, oleh karena perkataan-perkataan itu menimbulkan salah 
paham. Sebagai telah diuraikan oleh anggota jang terhormat tuan 
Moh. Hatta, maka dalam negara itu soal sentralisasi atau disentrali
sasi pemerintahan tergantung dari pada masa, tempat dan soal jang 
bersangkutan. Maka dalam Negara Indonesia jang berdasar pengar
tian negara integralistik itu, segala golongan rakjat, segala daerah 
jang mempunjai keistimewaan sendiri, akan mempunjai tempat dan 
kedudukan sendiri-sendiri, sebagai bagian organik dari negara 
seluruhnja. Soal pemerintahan apakah jang akan diurus oleh peme
rintah pusat dan soal apakah jang akan diserahkan kepada peme
rintah daerah, baik daerah besar maupun daerah ketjil, itu semuanja 
akan tergantung dari pada „doelmatigheid” berhubungan dengan 
waktunja, tempatnja dan djuga soalnja.

Misalnja soal ini, pada masa ini dan pada tempat ini, lebih baik 
diurus oleh pemerintah daerah, sedangkan soal itu, pada masa itu 
dan tempat itu lebih baik diurus oleh pemerintah pusat. Djadi 
dalam negara totaliter atau integralistik, negara akan ingat kepada 
segala keadaan, hukum negara akan memperhatikan segala keisti
mewaan dari golongan-golongan jang bermatjam-matjam adanja
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ditanah-air kita itu. Dengan sendirinja dalam negara jang terdiri 
atas pulau-pulau jang begitu besar, banjak soal-soal pemerintahan 
jang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sekian tentang 
bentuk susunan negara.

Sekarang tentang soal: republik atau monarchi?
Tuan-tuan jang terhormat! Menurut hemat saja soal republik 

atau monarchi itu tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Jang 
penting ialah, hendaknja Kepala Negara, bahkan semua badan peme
rintahan mempunjai sifat pemimpin negara dan rakjat seluruhnja.

Kepala Negara harus sanggup memimpin rakjat seluruhnja. Ke
pala Negara harus mengatasi segala golongan dan bersifat memper
satukan negara dan bangsa. Apakah Kepala Negara itu akan diberi 
kedudukan sebagai Radja atau Presiden atau sebagai Adipati seperti 
di Birma, atau sebagai ”Führer”, itu semuanja tidak mengenai dasar 
susunan pemerintahan. Baik Radja atau Presiden atau Führer, atau 
Kepala Negara jang bergelar ini atau itu, misalnja bergelar „Sri 
Paduka jang Dipertuan Besar” atau bergelar lain, ia harus men- 
djadi pemimpin negara jang sedjati. Ia harus bersatu djiwa dengan 
rakjat seluruhnja.

Apakah kita akan mengangkat seorang sebagai Kepala Negara 
dengan hak turun-temurun, atau hanja untuk waktu jang tertentu, 
itulah hanja mengenai bentuk susunan pimpinan negara jang nanti 
akan kita selidiki dalam badan ini. Tjaranja mengangkat pemimpin 
negara itu hendaknja djanganlah diturut tjara pilihan menurut 
sistim demokrasi Barat, oleh karena pilihan setjara sistim demokrasi 
Barat itu berdasar atas paham perseorangan.

Tuan-tuan sekalian hendaknja insjaf kepada konsekwensi dari 
pendirian menolak dasar perseorangan itu. Menolak dasar indivi
dualisme berarti menolak djuga sistim parlementarisme, menolak 
sistim demokrasi Barat, menolak sistim jang menjamakan manusia 
satu sama lain seperti angka-angka belaka jang semuanja sama 
harganja.

Untuk mendjamin supaja pimpinan negara terutama Kepala 
Negara terus-menerus bersatu djiwa dengan rakjat, dalam susunan 
pemerintahan Negara Indonesia, harus dibentuk sistim badan per- 
musjawaratan. Kepala Negara akan terus bergaulan dengan Badan 
Permusjawaratan supaja senantiasa mengetahui dan merasakan rasa 
keadilan rakjat dan tjita-tjita rakjat. Bagaimana akan bentuknja 
Badan Permusjawaratan itu, ialah satu hal jang harus kita selidiki, 
akan tetapi hendaknja d j angan memakai sistim individualisme. 
Bukan sadja Kepala Negara, akan tetapi pemerintah daerahpun 
sampai Kepala Daerah jang ketjil-ketjil, misalnja Kepala Desa, haru6 
mempunjai sifat pemimpin rakjat jang sedjati. Memang dalam 
masjarakat desa jang asli, Kepala Desa mempunjai sifat pemimpin
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rakjat jang sedjati. Kepala Adat atau Kepala Desa menjelenggarakan 
kehendak rakjat, senantiasa memberi Gestaltung kepada keinsjafan 
keadilan rakjat. Djika Kepala Negara Indonesia akan bersifat demi* 
IHan, maka Kepala Negara itu akan mempunjai sifat Ratu Adil, 
seperti jang diidam-idamkan oleh seluruh rakjat Indonesia.

Sekarang tentang perhubungan antara negara dan perekonomian. 
Dalam negara jang berdasar integralistik, jang berdasar persatuan, 
m nira dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim „sosialisme 
negara” (staatssocialisme). Perusahaan-perusahaan jang penting 
a Iran diurus oleh negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnja 
negara jang akan menentukan dimana dan dimasa apa dan perusaha
an apa jang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh 
pemerintah daerah atau jang akan diserahkan kepada sesuatu badan 
hukum privé atau kepada seseorang, itu semua tergantung dari pada 
kepentingan negara, kepentingan rakjat seluruhnja. Dalam negara 
Indonesia baru, dengan sendirinja menurut keadaan sekarang, per
usahaan-perusahaan sebagai lalu-lintas, electriciteit, perusahaan alas- 
rimba harus diurus oleh negara sendiri. Begitupun tentang hal 
tanah. Pada hakekatnja negara jang menguasai tanah seluruhnja. 
Tamtiang-tatuhang jang penting untuk negara akan diurus oleh ne
gara sendiri. Melihat sifat masjarakat Indonesia sebagai masjarakat 
pertanian, maka dengan sendirinja tanah pertanian mendjadi 
lapangan hidup dari kaum tani dan negara harus mendjaga supaja 
tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani.

Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan 
djuga oleh karena kekeluargaan itu sifat masjarakat Timur, jang 
harus kita pelihara sebaik-baiknja. Sistim tolong-menolong, sistim 
kooperasi hendaknja dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi 
Negara Indonesia.

Dasar totaliter dari negara kebangsaan jang bersatu itu mempu
njai akibat-akibat pula dalam lapangan-lapangan lain, akan tetapi 
aku kepandjangan, djikalau saja membitjarakan soal-soal dari 
lapangan-lapangan lain itu.

Sekian sadja Paduka Tuan Ketua, tentang dasar-dasar jang hen
daknja dipakai untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka. Atas 
dasar pengartian negara sebagai persatuan- bangsa Indonesia jang 
tersusun atas «i«tim hukum jang bersifat integralistik tadi, dimana 
negara akan berwudjud dan bertindak sebagai penjelenggara ke
insjafan keadilan rakjat seluruhnja, maka kita akan dapat melak
sanakan Negara Indonesia jang bersatu dan adil, seperti sudah ter
muat Hfllain Pantja Dharma, pasal 2, jang berbunji: „kita mendirikan 
Negara Tnrtnnpaia., jang (makmur, bersatu, berdaulat) adiV*. Maka 
negara hanja bisa adil, djikalau negara itu menjelenggarakan rasa



keadilan rakjat dan menuntun rakjat kepada tjita-tjita jang luhur, 
menurut aliran djaman. Negara Indonesia jang berdasar atas se
mangat kebudajaan Indonesia jang asli, dengan sendirinja akan 
bersifat negara Asia Timur Raya. Dan Negara Indonesia jang tei> 
bentuk atas aliran pikiran persatuan jang saja uraikan tadi, pun 
akan dapat mendjalankan dharmanja (kewadjibannja) dengan 
8emestinja sebagai anggota dari pada kekeluargaan Asia Timur Raya.

Terima kasih!
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Jang penting d juga kita harus mendjaga supaja tidak ada „dubbele 
onderdaanschap”  dan mendjaga djangan ada „staatlooslieid” . Hal 
ini sebagian tergantung djuga dari sistim undang-undang dari negara 
lain-lain. Sebagai pokok dasar kewarga-negaraan Indonesia, ialah 
ius sanguinis (prinsip keturunan) dan ius soli (prinsip territoriaal).

Sjarat mutlak jang ketiga, ialah Pemerintah daulat menurut 
hukum internasional.

Djikalau kita hendak membitjarakan tentang dasar sistim peme
rintahan jang hendak kita pakai untuk Negara Indonesia, maka 
dasar sistim pemerintahan itu bergantung kepada Staatsidee, kepada 
„begrip”  „staat”  (negara) jang hendak kita pakai untuk pembangun
an Negara Indonesia. Menurut dasar apa Negara Indonesia akan di
dirikan? Oleh anggota jang terhormat Moh. Hatta dan lain-lain 
pembitjara dikemukakan 3 soal ialah:

P e r t a m a ,  apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan 
negara (eenheidsstaat) atau negara serikat (Bondstaat) atau sebagai 
persekutuan negara (Statenbond).

K e d u a ,  dipersoalkan perhubungan antara negara dan agama, 
dan

K e ti g a, apakah Republik atau Monarchi. Menurut pendapat 
saja, hadirin jang terhormat, sebelumnja kita membitjarakan 8oal 
persatuan negara, atau negara serikat, Republik atau Monarchi, ter
lebih dahulu kita harus membitjarakan soal jang disebut negara itu, 
negara menurut dasar pengertian apa, oleh karena segala pemben
tukan susunan negara itu tergantung dari pada dasar pengertian 
negara (Staatsidee) tadi.

Tentang persatuan negara atau negara serikat atau tentang 
Republik atau Monarchi, itu sebetulnja menurut pendapat saja, soal 
bentuk susunan negara. Maka sekarang saja hendak membitjarakan 
dasarnja Negara Indonesia Merdeka. „Negara” menurut dasar peng
artian (Staatsidee) apa?

Sebagai tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmu negara kita 
mendapati beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara. 
Marilah dengan singkat kita menindjau teori-teori negara itu.
1. Ada suatu aliran pikiran jang menjatakan, bahwa negara itu 

terdiri atas dasar teori perseorangan, teori individualitis, sebagai 
diadjarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke 17), 
Jean Jacque Rousseau (abad ke 18), Herbert Spencer (abad 
ke 19), H. J. Laski (abad ke 20). Menurut aliran pikiran ini, 
negara ialah masjarakat hukum (legal society) jang disusun atas 
kontrak antara seluruh seseorang dalam masjarakat itu (contrat 
social). Susunan hukum negara jang berdasar individualisme 
terdapat dinegeri Eropa Barat dan di Amerika.
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DAERAH NEGARA — KEBANGSAAN INDONESIA.

I s i n j a.

PERMULAAN.
Kepentingan dan arti soal daerah.

1. Dasar menentukan daerah.
Daerah tumpah-darah mendjadi daerah negara — Tidak 
mengingini daerah bangsa lain — D j angan berenclaves. Nasib 
Polen bagi Indonesia — Daerah tumpah-darah harus dimulia
kan kedaulatannja.

2. Lima matjam daerah:
1. Hindia Belanda dan medan perang.
2. Medan perang Tarakan, Morotai, Papua dan Halmahera.
3. Timor Portugis dan Bomeo Utara.
4. Malaya minus daerah jang empat.
5. Daerah jang empat: Kedah, Perlis, Terengganau, Kelantan. 

Pembitjaraan kelima matjam daerah.

A. Daerah dafjatian:
1. Daerah pulau jang enam sebagai pusat — Daerah pergerakan 

kemerdekaan. Occupatio belli — Dari tidak berstatus menu- 
dju status international.

2. Daerah jang tidak berwakil dan Panitia — Daerah peperang
an Papua, Tarakan, Morotai dan Halmahera.
Keadaan defacto — Terra occupationis belli — Masuk 
mendjadi daerah Negara Indonesia.
Daerah jang delapan — Arti dan kesukaran dengan Papua — 
Geopolitik, dan Wanderungsgebiet dan hak lingkungan adat.

3. Timor Portugis, Bomeo Utara, Penjerangan Belanda di 
Timor — D j angan enclaves — masuk Indonesia — masuk 
daerah negara.

4. Malaya.
Bagian susunan adat Indonesia — Pengaruh Tionghoa 
Kekuatan Malaja bagi Indonesia — Geopolitik udara, daratan 
dan lautan — Politik persatuan.



5. Daerah jang empat di Malaya.
Kegembiraan menerima pendaratan — Kegagalan politik 
Kabinet Tojo — Politik free gift — Persatuan dengan negara 
Indonesia Merdeka — Bukan imperialisme — Memberantas 
imperialisme Siam — Islam Indonesia dan Buddhisme 
Muang Thai — Harapan kepada nationalisten Indonesia dan 
wakil Islam.

B. Daerah lautan.
Arti lautan dan pantai bagi Negara Indonesia — Mare 
liberum dan Hugo Grotius — Lautan lepas dan lautan daerah 
negara — Selat sempit dan pembukaan selat Makasar, Sunda 
dan Malaka —

PENUTUP.
Batasan Indonesia menurut rasa dan akal — Testamen Gadjah 

Mada — Sjair daerah tumpah-darah Nusantara menurut Negara- 
kertagama (1365) — Lampiran batas Indonesia daerah jang 
delapan.

Anggota M. Yamin:
Tuan Ketua jang mulia, rapat jang terhormat!
Diantara beberapa soal jang berhubungan langsung dengan dasar 

atau pokok-pokok tiang Negara Rakjat Indonesia, maka dengan 
uinumnja adalah beberapa soal jang sangat menarik perhatian, 
seperti tentang penduduk negara, bentuk negara, tjorak pemerin
tahan susunan ekonomi dan tentang hak-tanah; soal-soal ini tentulah 
akan diperantjangkan dengan istimewa oleh Panitia ini dalam 
rapat-rapat nanti. Tetapi tak kurang pula perhatian rakjat tertudju 
kepada soal daerah Negara Indonesia, dan saja mengetahui bahwa 
angkatan muda dan rakjat jang bersangkutan memberi minat 
jang besar sekali kepada soal itu. Soal itu diiringi pula oleh tim
bangan kebidjaksanaan, dan djuga mengenai perasaan jang memberi 
darah baru kepada nationalisme kita.

Daerah Negara — Kebangsaan Indonesia.
Menentukan batasan daerah Negara Rakjat Indonesia menemui 

beberapa kesulitan, karena baru pertama kali inilah batasan itu 
akan digaris menurut suatu baris batasan, sehingga ternjata mana 
jang masuk negara dan mana pula jang tidak masuk.

Daerah Indonesia sebagai daerah negara lebih sukar menentu- 
kannja dari pada Indonesia sebagai batasan menurut ilmu ban 
ilmu bahasa atau menurut sedjarah. Kesukaran jang kedua karen * 
Indonesia itu ialah suatu benua kepulauan, jang dipersatukan oleh
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selat jang lebar — atau oleh selat jang sangat sempit, sehingga batas 
negara dengan sendirinja mesti ditentukan oleh aturan-laut dan 
aturan-daratan. Kesukaran jang ketiga jaitu karena daerah itu 
dibitjarakan dalam waktu perang, jang belum sampai kepada 
kemenangan achir jang sempurna sehingga batas jang dikirakan 
sekarang semata-mata mengenai hanjalah keadaan kini, jang dapat 
dikuatkan dengan harapan untuk waktu nanti.

Tuan Ketua! Apakah dasar pendirian kita dalam menentukan 
daerah Negara Indonesia? Menurut timbangan saja adalah dua 
pedoman jang dapat menentukan sikap jang kuat dan bersih, 
karena pendirian itu lepas dari pada segala keinginan-keinginan 
jang tidak terbatas.

Pedoman pertama, jaitu suatu pendirian, bahwa jang akan di- 
djadikan daerah Negara Indonesia jalah daerah tumpah-darah 
Indonesia. Daerah tanah-air suatu volksnatie akan mendjadi suatu 
daerah staatsnatie. Kemadjuan inilah jang akan kita tingkati, pada 
ketika kita menghadapi kemerdekaan kita. Dalam pedoman ini 
terletaklah beberapa haluan, selainnja dari pada mempersatukan 
bangsa diatas tanah-air kita, djuga hendak mempersatukan segala 
daerah tanah-air dibawah kekuasaan Negara Indonesia, dengan 
tidak mengenal enclaves atau tanah kepungan. Sedjarah dunia 
mengenali pembagian daerah Polen dan Turki dan bagaimana mem
persatukan daerah seperti Tchechoslowakye; sebenamja tjontoh 
jang kedua tidak begitu djauh dari pada kita, djikalau kita mau 
menindjau diri kita sendiri. Tumpah-darah kita telah 350 tahun 
mendjadi kurban pembagian daerah, berganti-ganti dibawah keku
asaan Portugis, Sepanjol, Perantjis, Inggeris, Commonwealth of 
Australia, Djerman dan Belanda. Sedjarah itu tak perlu saja ulangi, 
karena tenaga mode tak perlu saja turutkan. Pada waktu ini daerah 
itu sudah bersatu dibawah kekuasaan Balatentara Dai Nippon; 
pada hari penghapusan kuasa politik pemetjah-belah, kita bangsa 
Indonesia hendaklah mendjalankan politik persatuan jang sem
purna, karena djiwa-raga dan segala sjaraf urat-nadi kita bersatu- 
padu mewudjudkan persatuan itu diliadapan Negara Persatuan 
Indonesia. Nasib pembagian Polen dahulu kita tak mau menderita- 
nja lagi. Dalam politik persatuan daerah dan bangsa itu, maka 
adalah pula dalam keinginan kita suatu pembatasan, jaitu: Walau
pun sedjengkal tanah Indonesia kita tetap dengan segala akibatnja 
hendak mempersatukannja, tetapi djuga setapak tanah orang lain 
kita tidak mengingini. Kita hendak meninggikan kedaulatan daerah 
tanah-air kita, dan kita tak mau menjinggung kedaulatan daerah 
bangsa lain. Pedpman kedua ini nanti akan saja djelaskan, dimana 
perlunja.
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Tuan Ketus! Menghadapi kesukaran-kesukaran jang diatas, maka 
tanah jang akan diperhubungkan dengan Negara Rakjat Indonesia 
dapatlah kita bagi atas lima bagian.

I. Daerah hekas djadjahan Hindia Belanda jang terbagi atas 
pulau Sumatera, sebagian Borneo, Djawa, Selebes, Sunda Ketjil, 
Maluku bersama-sama dengan pulau-pulau jang sekelilingnja, 
dengan dikurangi daerah peperangan dibawah ini.

II. Daerah peperangan istimewa, jaitu Tarakan, Morotai, Papua 
dan Halmahera.

III. Daerah Timur Portugis dan Borneo Utara.

IV. Semenandjung Malaya (Malaka) dengan pulau-pulau sekeli
lingnja, selainnja dari pada daerah jang empat.

V. Daerah Malaya jang empat: Terangganau, Kelantan, Kedah 
dan Perlis.

Masing-masing bagian jang lima itu meminta perhatian dan per
timbangan berhubung dengan penentuan batas daerah Negara 
Indonesia. Sebelum dibitjarakan lebih landjut perlulah diketahui, 
bahwa kelima daerah itu ialah daerah jang didiami bangsa Indo
nesia, sehingga menurut pengetahuan sedjarah, ilmu5 bangsa 
Indonesia. Kelima daerah itu kita namai daerah jang delapan: 
Sumatera, Malaya, Borneo, Djawa, Sulawesi, Sunda Ketjil, Maluku 
dan Papua. Dalam pengartian politik, tiap-tiap daerah mempunjai 
status jang berlain-lainan, apalagi dalam waktu peperangan dunia 
sekarang. °

I. Daerah pertama, jaitu Pulau jang enam (Sumatera, Borneo 
Djawa, Selebes, Maluku, Sunda Ketjil) semuanja bekas Hindia’ 
Belanda, dan menurut constitutie Belanda 1922 mendjadi bagian 
keradjaan Belanda (fasal I). Batas pulau itu ditentukan menurut 
beberapa perdjandjian internasional. Tanah bekas djadjahan ini 
belum mempunjai status international. Dalam peperangan Asia 
Timur Raya sedjak tanggal 9 Maret 2602 daerah itu diduduki oleh 
tentara Dai Nippon, baik oleh Rikugun di Sumatera dan di Diawa
ataupun didaerah jang lima lagi oleh Kaigun (Borneo Selebe«’
Sunda Ketjil, Maluku dan Papua). Menurut hukum peperangan 
daerah pertama mi ialah terra occupationis belli, artinia tamh f »n «r
dikuasai Balatentara Dai Nippon sesudah pemerintah Belanda 
takluk-menjerah dengan tidak ada perdjandjian apa-apa Daerah 
itu menurut sabda Jang Maha Mulia 8 Desember • i r. i i
jang telah dilepaskan diri pada kekuasaan»usllh
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Adapun daerali pertama ialah pusat tumpali-darah Indonesia 
didiami oleh bangsa Indonesia, dan didaerah jang enam ini 
semendjak 40 tahun bemjala api kemerdekaan. Semendjak hari 
pertama orang Belanda datang kemari telah ada perdjuangan 
melawan mereka; saudagar Belanda bernama Cornelis Houtman 
jang pertama sekali datang mendarat, dibunuh dipantai Atjeh 
(1599). Sesudah itu didaerah jang tersebut berdjangkit berpuluh- 
puluh kali peperangan kemerdekaan dalam waktu 350 tahun. Sedjak 
dari berdirinja Kompeni Belanda sampai bubarnja serikat dagang 
itu (1602-1800), bangsa Indonesia dipulau Sumatera, Djawa, 
Borneo, Selebes, Maluku dan Sunda Ketjil selalu siap mempertahan
kan negerinja dengan keinginan hendak membersihkan tanah-air 
dari pada pengaruh kaum dagang itu. Setelah Pemerintah Belanda 
berdiri, djuga sampai kepada abad ke-20 ini (1800-1940), bangsa 
Indonesia melakukan peperangan kemerdekaan: perang Paderi
(1818-1838), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Atjeh (1873- 
1900), dan api pemberontakan hendak melawan Belanda dengan 
sendjata tak pernah padam dalam waktu 350 tahun itu.

Dalam abad ke-20 Pergerakan Kemerdekaan Indonesia ber
susun-susun menggerakkan rakjat, dan menentang kekuasaan 
imperialisme Barat.

Atas sebab-sebab jang diatas, maka terra occupationis belli, jaitu 
daerah jang enam mendjadi pusatlah bagi daerah Negara Rakjat 
Indonesia, dengan mempunjai status international. Perubahan status 
ini ialah karena orang Indonesia memerdekakan negerinja, dan 
Balatentara Dai Nippon mengizinkan occupatio belli mendjadi 
kekuasaan Negara Indonesia Merdeka.

Tuan Ketua. Pembitjaraan tentang daerah pertama itu buat 
sementara waktu saja tinggalkan, dan pembitjaraan tentang daerah 
jang lain saja teruskan. Walaupun daerah ini menurut fahani 
kebangsaan tidak ada bedanja dari pada daerah pertama, tetapi 
menurut kedjadian sedjarah, maka dalam beberapa hal ada djuga 
istimewanja. Walaupun begitu pedoman jang dua diatas, jaitu 
hendak mempersatukan daerah tumpah-darah Indonesia jang tidak 
mau mengenal enclaves atau kepungan mendjadi daerah Negara 
Indonesia, dengan menolak bagian tanah jang masuk kedaulatan 
negara lain atas djalan jang dirasakan adil. Pedoman itu kita pegang 
teguh dengan segala akibatnja.

Dengan sengadja saja sebagai orang Indonesia dalam lial ini akan 
menekankan suara tertudju kepada daerah Papua, Timur, Borneo 
dan semenandjung Malaju, karena terutama tertarik oleh peristiwa 
jang istimewa, bahwa daerah-daerah itu dalam panitia ini tidak 
mempunjai wakil jang berasal kelahiran dari tempat itu. Maka oleh 
sebab itu lebih bertambah beratlah kewadjiban kita sebagai oran«- 
Indonesia djuga mewakili daerah itu. Daerah jang tersebut adalah
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dalam rapat panitia ini seorang anak jiltim nestapa, jang patut di
lindungi dengan hati jang penuh kesutjian pendirian. Memberikan 
bahan-bahan penjelidikan, jang bermaksud hendak mentjeraikan 
daerah itu atau sebagian dari padanja dari pada kebulatan tumpah- 
darah Indonesia, hendaklah kita lebih berhati-hati lagi, karena 
panitia ini dalam hakekat dan hasratnja adalah bersidang djuga 
untuk dan atas nama daerah itu, tetapi tidak dengan bersama-sama 
wakil mereka.

H. Adapun daerah kedua (Tarakan, Morotai, Halmahera dan 
Papua) ialah daerah peperangan, terra bellica. Disana perdjuangan 
sendjata belum sampai kepada kedudukan jang pasti, sehingga 
fikiran hendak memasukkan daerah itu kebawah lindungan Negara 
Indonesia tidaklah dengan begitu sadja searah dengan perdjalanan 
peperangan. Walaupun tanah Tarakan mendjadi bagian daerah 
Tidung-Bulungan dipulau Bomeo dan Morotai dengan Papua seba
gian besar mendjadi' lingkungan tanah Tidore-Halmahera, tetapi 
memperhubungkan daerah peperangan dengan daerah negara baru, 
adalah sebanjak-banjaknja menimbulkan suatu kedudukan de iure 
jang tidak berkenaan dengan kedudukan de facto. Djikalau daerah 
itu telah bersih dari pada musuh, maka Tarakan dan Morotai, 
Halmahera dan Papua kembali kebawah kekuasaan Balatentara 
Dai Nippon dan dengan sendirinja harus pula mengalami nasib 
mendjadi terra occupationis belli, jang bersama-sama dengun daerah 
pulau jang enam dimasukkan kedalam daerah Negara Indonesia 
jang bersatu tidak berpetjah-belah. Negara Rakjat Indonesia tetap 
melindungi daerah jang delapan.

Dengan pulau Papua ada sedikit lain keadaannja. Menurut 
sedjarah, maka Papua dan sekelilingnja telah sedjak purbakala 
diduduki bangsa Papua, dan dahulu pulau itu mendjadi daerah 
perpindahan bangsa Indonesia (Wanderungsgebiet) dan sebagian 
dari padanja pernah mendjadi lingkungan tanah Tidore-Halmahera. 
Papua ialah daerah Austronesia, jang pusatnja tanah Indonesia kita. 
Dalam sedjarah seribu tahun kebelakang Papua telah bersatu dengan 
tanah Maluku, dan mendjadi bersatu-padu dengan Indonesia. Me
rauke, Fakfak dan Digul adalah bunji jang terkenal. Sebelum pepe
rangan pulau Papua terbagi dua, jaitu bekas bagian Belanda dan 
bekas bagian Commonwealth of Australia.. Jang saja maksud dengan 
Papua jalah jang bagian Hindia Belanda dahulu.

Pada permulaan peperangan Asia Timur Raya, daerah Papua 
diduduki oleh Balatentara Dai Nippon, dan pada waktu ini men
djadi daerah peperangan. Apabilakah perdjuangan ini akan sampai 
kepada kemenangan achir, mendjadi teka-teki jang Panitia tidak 
dapat memetjahkannja. Menurut timbangan saja, walaupun daerah 
jang kedua ini masih mendjadi medan peperangan (terra bellica) 
tetapi mengingat persatuan kita, maka kedaulatan Negara Indo
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nesia dengan segala akihatnja diteruskan kepada segala daerah- 
daerah ilu. Persatuan daerah Indonesia mengenai dan tetap 
berhubungan dengan daerah itu. Kedudukan daerah itu antara 
daerah Indonesia pulau jang delapan dengan lautan Pasifik, antara 
Asia dengan Australia adalah sangat penting, dan mendjadi pintu 
gerbang inenudju kelautan Pasifik.

III. Batasan daerah Timor Portugis dan Borneo Utara ditentu
kan menurut perdjandjian internasional. Dalam peperangan Asia 
Timur Raya kekuasaan Belanda menduduki Timor Portugis,, 
walaupun dengan bantahan keras dari pihak Portugis. Dai Nippon 
menduduki pulau itu dengan alasan karena perang dengan Belanda. 
Borneo Utara (Serawak, Berunai dan Sandakan) jalah bekas dja- 
djalian Inggeris atas beberapa d jalan.

Kedua daerah Timor Portugis dan Borneo Utara jalali dua 
daerah jang letaknja diluar bekas Hindia Belanda dan mendjadi 
enelaves. Enclaves ini tak perlu diadakan dalam daerah Negara 
Indonesia; supaja berdirilah daerah itu dibawah suatu kekuasaan 
dan ikut membulatkan daerah Negara Indonesia, karena tidak sadja 
daerah itu masuk daerah pulau jang delapan, tetapi djuga sedjak 
semula sudah diduduki oleh bangsa Indonesia sebagai tanali-air 
bersama.

IV. Kemudian, tuan Ketua, dengan istimewa saja meminta 
perhatian kepada daerah keempat, tanah Malaya dan daerah jang 
empat disemenandjung itu. Kedua daerah ini jalah tanah Indonesia 
asli dan penduduk aslinja ialah bangsa Indonesia sedjati.

Orang Tionghoa memang mempunjai kedudukan jang kuat di 
Malaya, dan sebagian besar perekonomian Malaya ada dalam 
tangannja. Susunan negara bagian bawahan tetap dipegang oleh 
tangan orang Indonesia, jang tersusun dalam beberapa keradjaan. 
Keradjaan Perak, Negeri Sembilan, Pahang dan Selangor dahulu 
mendirikan persekutuan (the Federated Malay States) dan jang 
lain-lain bertjerai-berai djuga dibawah kekuasaan Inggeris. 
Batasan Malaya ditentukan dalam perdjandjian internasional. 
Menurut pemandangan geopolitik maka Malaya adalah djembatan 
bagi pusat kekuasaan di Hindia-Hadapan (Indo-Sina) sebelah 
kepanlai Selatan menudju ketanah Indonesia, dan sebaliknja daerah 
djazirah itu dahulu ialah djembatan pula bagi kekuasaan Indonesia 
jang hendak naik kebenua Asia. Djuga djazirah itu suatu pemberian 
alam jang mengempang sebagai pematang antara lautan Tiongkok 
Seiatan, lautan Indonesia (Djawa) dan lautan Hindia. Selat Malaka 
ialah tjorong kekepulauan kita; Malaya ialah batang leher kepulau- 
an Indonesia daerah jang delapan. Mentjeraikan Malaya dari pada 
Indonesia berarti dengan sengadja dari mulanja melemahkan ke
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dudukan Negara Rakjat Indonesia dalam perhubungan internasio
nal; mempersatukan Malaya dengan Indonesia mengandung arti 
menguatkan kedudukan itu dan membulatkan daerah menurut 
dasar kebangsaan keinginan, dan menurut geopolitik udara, 
daratan dan lautan. Keinginan hendak bersatu dengan kita dengan 
daerah jang delapan sampai kepada hari ini ternjata baik dan 
ichlas. Menurut pendapatan dan pendirian saja, maka sekaranglah 
kesempatan jang sebesar-besarnja seluruh tanah Melayu (Semenan- 
djung Malaka) kembali bersatu bersama-sama penduduknja dengan 
Negara Persatuan Indonesia. Tjara pertalian dengan Pemerintah 
Negara Indonesia mengenai susunan urusan dalam, sehingga garis- 
garis besarnja lebih baik dibitjarakan dengan lebih luas dan lebih 
memuaskan pada kesempatan lain.

Tinggallah lagi daerah ke-5 jang terbagi atas 4 bagian (Perlis, 
Kedah, Kelantan, Terangganau) ditanah Semenandjung Malaka. 
Daerah jang empat ini sedjak dahulu berbatasan dengan Siam 
(Muang Thai). Daerah itu dimasukkan oleh Kabinet Tojo kedalam 
keradjaan Muang Thai dengan ditjeraikan dari pada tanah Seme
nandjung Melaju disebelah Selatan. Adapun perbedaannja dengan 
Muang Thai adalah banjak sekali. Bangsa, agama dan adat Melaju 
adalah berlainan dengan agama, bangsa dan adat Muang Thai 
sebagai siang dengan malam, sedangkan tidak ada bedanja dengan 
Indonesia. Daerah jang empat menerima pendaratan Balatentara 
Dai Nippon dengan gembira dan berasa sangat terharu, karena telah 
lepas dari pada kekuasaan imperialisme Inggeris. Politik Kabinet 
Tojo jang memasukkan daerah mereka kedalam daerah negara 
Muang Thai adalah memotong harapan mereka dari pada kehidup
an hendak merdeka, karena nasib jang diterima rakjat Perlis, 
Kedah, Kelantan dan Terangganau sekarang ini, samalah dengan 
nasib djadjahan dibawah kekuasaan Siam. Sedjak beratus-ratus 
tahun atas kekuatan tenaga sendiri, mereka berhasil menolak 
pengaruh dan pendjadjahan Siam, jang hendak mendjalar kese- 
belah Selatan. Dengan bantuan Balatentara Dai Nippon jang di- 
terimanja sebagai jang melepaskan dari pada kekuasaan Albion, 
mereka djatuh kedjurang jang lebih rendah dari pada kedudukan 
atas tenaga sendiri dahulu. Penjerahan daerah jang empat itu 
kepada Muang Thai kita ketahui dilakukan menurut politik tinggi 
dan sebelum djandji Indonesia Merdeka. Dalam suasana pemben
tukan Negara Persatuan Indonesia, maka kedudukan negeri jan^ 
empat itu hendaklah menurut garis politik tinggi pula, jaitu 
dengan mempersatukan kembali kedalam daerah Malaya. Apabila 
daerah Malaya bersatu dengan daerah Negara Rakjat Indonesia, 
maka politik jang didjalankan tertudju negeri jang empat itu tak 
boleh tidak djuga ikut bersatu. Hanja dengan djalan begini, kere
takan dalam politik Tojo dapat diperbaiki kembali dengan obat
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jang menjegarkan liati-sanubari orang Malaya dan Indonesia 
umuinnja. Peperangan Asia Timur Raya tentulah pada suatu ketika 
akan sampai kepada saat lebih baik memperkuat persahabatan hati 
dengan bangsa Indonesia, dari pada bergantung kepada kekuatan 
pemberian daerah (free gift) kepada Muang Thai itu. Pertentangan 
Indonesia — Siam di Malaya baru akan putus dan menjenangkan 
rasa keadilan, apabila negeri jang empat (Kedah, Perlis, Kelan
tan, Terangganau) kembali kepada ibunja, sebagai langkah pertama 
kembali pulang kepada tumpah-darah Negara Persatuan Indonesia 
jang luhur, daerah jang delapan.

Tuan Ketua jang termulia, djauhkanlah pembitjaraan saja ini 
dari pada dakwaan mendjalankan politik imperialisme. Bjikalau 
saja dalam mengusahakan politik persatuan daerah tertudju tanah 
Malaya Utara dan lain-lainnja itu, usaha saja sungguh lepas dari 
pada segala niatan imperialisme, dan sebaliknja: kita tetap berdju- 
ang untuk mendjatuhkan imperialisme. Dan orang Indonesia jang 
berpaham hendak menumpaskan imperialisme, hendaklah djuga 
pada waktu ini melakukan kewadjibannja. Nasionalis Indonesia, 
djanganlah terima politik jang memasukkan daerah Indonesia 
kebawah kedaulatan negara Muang Thai, karena hal itulah jang 
dirasakan dan diderita sebagai imperialisme Timur. Orang Islam, 
saja serukan kepada alim-ulama, bahwa daerah Malaya adalah 
tanah Islam Indonesia, dan djanganlah orang Islam diperhubungkan 
dibawah kekuasaan negara Muang Thai jang beragama Buddha itu.

Seluruh tanah Malaya saja ketahui hendak bersatu dengan daerah 
jang delapan. Dimanakah suara tuan Hadji Agus Salim, anak Riau 
Semenandjung Malaka; tuan Dahler jang telah minum air Minang
kabau tanah Bangkinang; tuan Lim Koen Hian, anak Bandjar 
pengembaraan Sumatera, keluarkanlah pendapat tuan-tuan! Tuan 
Harahap, pengarang buku „Dari Pantai Kepantai” manakah sum
bangan hati tuan. Alim-ulama, lupakah tuan-tuan akan persatuan 
daerah Islam, dan lupakah tuan-tuan, bahwa pemuda-pemuda 
Malaya itu bersatu dengan pemuda tuan di Mekkah dan Mesir? 
Rombongan Indonesia ke Nippon! Nama-nama tuan-tuan sangat 
dihargakan oleh orang Malaya, tanda persatuan. Dan tuan pengan- 
djur Drs Muhammad Hatta dan Ir Soekarno, nama tuan-tuan sangat 
harum sampai ke Borneo Utara, Indonesia Timur dan seluruh 
Malaya, harum semerbak karena pertjaja akan politik kebangsaan 
tuan, jang berdasarkan persatuan daerah dan bangsa, jang luas dan 
ichlas. Djangan putuskan harapan Malaya, dan penuhilah harapan 
angkatan muda Indonesia!

Daerah lautan.
Tuan Ketua, membitjarakan daerah Negara Indonesia dengan 

menumpahkan perhatian kepada pulau dan daratan, sesungguhnja
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adalah berlawanan dengan keadaan jang sebenarnja. Tanah-air 
Indonesia ialah terutama daerah lautan dan mempunjai pantai jang 
pandjang. Bagi tanah jang terbagi atas beribu-ribu pulau, maka 
sembojan „mare liberum” (laut merdeka) inenurul andjuran llugo 
Grotius itu dan jang diakui oleh segala bangsa dalam segala ketika, 
tidak dapat dilaksanakan dengan begitu sadja, karena kepulauan 
Indonesia tidak sadja berbatasan dengan Sanuidera i'asiTik dan 
Samudera Hindia, tetapi djuga berbatasan dengan beberapa lautan 
dan beribu-ribu selat jang luas atau jang sangat sempit. Diba<nan 
selat dan lautan sebelah kedalam, maka dasar „laut merdeka” tidak 
<lapat didjalankan, dan djikalau didjalankan akan sangat meren
dahkan kedaulatan negara dan merugikan kedudukan pelajar, per
dagangan laut dan melemahkan pembelaan negara. Oleh sebab itu 
maka dengan penentuan batasan daratan, haruslah pula ditentukan 
daerah, air lautan manakah jang masuk mendjadi daerah kita dan 
air laut manakah jang masuk lautan lepas. Tidak menimbulkan 
kerugian, djikalau bagian Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan 
Tiongkok Selatan diakui mendjadi lautan bebas, (empat aturan 
„lautan merdeka” (mare liberum) berlaku. Sekeliling pantai pul ui 
jang djaraknja beberapa km. sedjak dari garis air pasang-siirul, dan 
segala selat jang djaraknja kurang dari pada 12 km. antara kedua 
garis pasang-surut, boleh ditutup untuk segala pelajaran dibawaTi 
bendera negara luaran selainnja dengan seizin atau atas perdjandii- 
an dengan negara kita. Selat Sunda, Malaka dan Makassar diliukj 
bagi segala kapal. Dengan keterangan dialas, tentukanlah kini 
daerah daratan dan daerah lautan jang mendjadi batas daerih 
Negara Persatuan Indonesia. Daerah ini mempunjai kedaul-it-m 
jang penuh tempat berkibarnja bendera kebangsaan kita.

Ketua jang mulia! Pembitjaraan dialas berisi beberapa alisin 
seperti jang kita rasakan dan kita fikirkan pada waktu ini dilim 
pergerakan ataupun menurut lembaga hidup sehari-hari. Menij iri 
batas dan daerah-negara itu seolah-olah dipimpin oleh djalan pe
rasaan atau dengan menurutkan hasil penjelidikan pen*'etalnnn 
Kita berasa kuat dengan pendapat itu, dan kekuatan ini nieinhe ' 
kenjataan pula, bahwa perasaan, keinginan dan hasil pen^ei dur 
sungguhlah hampir sama akibatnja. n

Tetapi kepuasan dalam menentukan batas atau daerali-nen- 
akan bertambah lagi, sekiranja pendapatdialas dapat diku iTk- 
lagi dengan surat jang tertulis dengan niangsi jang hilain di >|- 
kertas jang putih. Dan memang sesungguhnja begitu. Selainnja dari 
pada memperingatkan daftar daerah-daerah tumpah-dardi kil 
seperti tertulis dalam kitab jang tertua dalam perpuslak i in I I  ̂
nesia, jaitu „Hikajat Radja-radja Pasai” (rfc 1600), maki .,(|,IJ i* 
pula suatu surat pusaka iang telah 600 tahun lam-...: * "
keterangan kepada kita. ' ‘" " ‘»'.ia im-mberi
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Dalam tahun 1894, tuan Ketua, d jadi lima puluh tahun dahulu, 
maka tentera Belanda mendjalankan politik imperialismenja, 
dengan membakar puri Tjakranegara dipulau Lombok. Rakjat 
dibunuh, puri dibakar, dan emas dirampas. Diantara barang ram
pasan itu adalah suatu buku keropak asli dalam bahasa Djawa-lama, 
jang berasal dari tahun 1365, ditulis oleh rakawi Prapantja 
disckeliling radja Hajam Wuruk dan dibawah pemandangan Patih 
Gadjah Mada, setahun sebelum linuliung — negara jang ulung ini 
meninggal dunia (1364). Kitab Negarakertagama jang sampai 
kepada kita, ialah suatu intan berkilau-kilauan dalam perpustakaan 
kita, dan berasal dari keradjaan Indonesia ke-II, ketika matahari 
kebesaran tumpali-darah kita sedang memuntjak. Kitab itu telah 
disalin, selainnja dari tiga sjair; ketiga sjair ini sudah saja batja 
berulang-ulang. Saja sangat terharu akan isi dan ikatan bahasanja, 
walaupun sjair itu bukanlah untuk menusuk perasaan, melainkan 
suatu dokumen sedjarah, jang menurut pendapat saja suatu 
welingan testamen politik Gadjah Mada, jang menentukan, apakah 
jang dinamai kepulauan Nusantara atau Indonesia. Batasan menurut 
welingan itu tidak dipengaruhi rasa kebangsaan sekarang, melain
kan dengan murninja turun dari pada bangsa Indonesia dahulu. 
Maka dalam sjair welingan itu, jang akan saja lampirkan dibclakang 
pidato saja, menjatakara bahwa Nusantara terang meliputi Sumatera, 
Djawa-Madura, Sunda Ketjil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, dan 
semenandjung Malaya, Timor dan Papua, tak ubahnja dari pada 
keinginan kita pada ketika ini. Inilah tanah-air Nusantara jang 
terhampar atas daerah jang delapan. Dalam 600 tahun itu perasaan 
dan pendapat kita tak berubali-ubali. Barangkali perasaan dan 
pendapat itu lebih tua lagi dari tahun 1365, agaknja samalah 
tuanja dengan pengartian nenek-mojang Indonesia, ketika dalam 
zaman purbakala dengan bantuan Sang Alam ruangan tanah-air 
terbentuk diatas permukaan-bumi, dibenua kepulauan jang maha 
indah itu. Gadjah Mada dan Prapantja berkata dalam abad ke-XIY 
kepada kita: „Inilah batasan daerah tumpah-darah Nusantara!” 
Dan kita dalam abad ke-XX berkata pula kepada negara ketiga: 
„Inilah daerah Negara Persatuan Indonesia, seperti jang kami 
terima sebagai pusaka dari negara kedua!” Kesetiaan hati kepada 
daerah pusaka, tumpah-darah daerah jang delapan, akan menim
bulkan rasa kedaulatan daerah negara, seperti nanti akan tersauh 
sebagai djangkar dipelabuhan aturan dasar negara Indonesia, jang 
sedang kita susun.

Daerah kedaulatan negara Republik Indonesia jalah daerah jan<* 
delapan, jang mendjadi wilajah pusaka bangsa Indonesia.

Terima kasih saja utjapkan atas kesempatan melahirkan pen
dapat diatas.
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Lampiran I.

DAERAH TUMPAH-DARAH NUSANTARA (INDONESIA). 
Menurut karangan Prapantja dalam kitab Negarakertagama 

pada zaman Gadjah Mada (1364).

S J AIR 13.
Lwir ning nusa pranusa pramuka sakahawat ksoni ri Malayu 
ning Jambi mwang Palembang karitang i Teba len Dharmma^raya 
tumut
Kandis Kahwas Manangkabwa ri Siyak i Rekan Kampar niwan» i 
Pane
Kampe Harw athawe Mandahiling i Tumihang Parllak mwang i 
Barat (1)
(h) Ilwas lawan Samudra mwang i lamuri Batan Lampung mwang 
i Barus yekadhinyang watek bhumi Malayu satanah kapwamateh 
anut
len tekang nusa Tanjungnagara ri Kapuhas lawan ri Katingan 
Sampit mwang Kuta Lingga mwang i Kuta Waringin Sambas niwang 
i  L aw ai (2 )

S J AIR 14.
Kadangdangan i Landa len ri Samedang Tirem tan kasah 
ri Sedu Buruneng ri Kalka Saludung ri Solot Pasir 
Bartitw i Sawaku muwah ri Tabalung ri Tunjung Kute 
Lawan ri Malano makapramuka ta(ng) ri Tanjungpuri (1)

Ikang sakahawan Pahang pramuka tang Hujungmedini 
ri Lengkasuka len ri Saimwang i Kalanten i Tringgano 
Nagor Pakamuwar Dungun ri Tumasik ri Sanghyang Hujung 
Kelang Keda Jere ri Kanjapiniran sanusapupul (2)

Sawetan ikanang tanah Jawa muwah ya — warnnanen 
ri Balli makamukya tang Badahulu mwang i Lwagajah 
Gurun makamuke Sukun ri Taliwang ri Dompo Sapi 
ri Sanghyang Api Bhima Ceran i Hutan Kadalyapupul (3)

Muwah tang i Gurun sanusa mangaran ri Lombok Mirah 
lawan tikang i Saksakadi nikalun kahajyan kabeh 
muwah tanah i Bantayan pramuka Bantayan len Luwuk 
tekeng Udamakatrayadhi nikanang sanusapupul (4)
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Ikang sakasanusanusa Makasar Butun Banggawi 
Kunir Ggaliyao mwang i(ng) Salaya Sumba Solot Muar 
muwah tikang i Wandan Ambwan atbawa Maloko Wwanin 
ri Serán i Timur makadi ning angeka nusatutur (5)

S J AIR 15.
Nahan Iwir ning decantara kacaya de C?ri-narapati 
tuliun tang Syangkayodhyapura kimutang Dharmmanagari 
Marutma mwang ring Rajapura nguniweli Singhanagari 
ri Campa Kambojanyat i Yawana mitreka satata (1)

Kunang tekang nusa Madhura tanani lwir parapuri 
ri denyan tunggal mwang Yawadharani rakwekana dangu 
8amudrananggung-bhumi keta Qakakalanya karengo 
teweknya’n dady apantara sasiki tatwanya tan adoh (2)



LAMPIRAN II

TUMPAH-DARAH NUSANTARA (INDONESIA) ATAU 
DAERAH JANG DELAPAN.

Daerah I : Seluruh Djawa:

Djawa
Madura
Galiyao (Kangean)

Daerah II : Seluruh pulau Sumatcra (Melaju):

Lampung
Palembang
Djambi
Karitang (Inderagiri)
Muara Tebo
Dharmma^raya (Sidjundjung)
Kandis
Kahwas
Minangkabau
Siak
Rekan
Kampar
Pane
Kampe
Haru
Mandahiling
Tamiang
Perlak
Barat (Atjeh)
Lawas (Padang Lawas, Gajo Luas) 
Samudera (Atjeh)
Lamuri (Atjeh Tiga Segi)
Batam
Barus
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Daerah III : Seluruh pulau Kalimantan (Tandjungnegara)
Kapuas
Katingan
Sampit
Kuta Lingga (Serawak)
Sedu (Sedang di Serawak)
Kota Waringin 
Sambas
Lawai (Muara Labai)
Kadangdangan (Kendangwangan)
Landak
Samedang (Simpang)
Tirem (Peniraman)
Sedu (Serawak)
Berunai
Kalka Saludung 
Solot (Solok, Sulu)
Pasir
Baritu
Sebuku
Tabalong (Amuntai)
Tandjung Kutai
Malanau
Tandjungpuri

Daerah IV : Seluruh Semenandjutig Melaju (Malaka):
Pahang
Hudjungmedini (Djolior)
Lengkaksuka (Kedah)
Saimwang (Semang)
Kelantan 
Terangganau 
Nagor (Ligor)
Pakamuar (Pekan Muar)
Dungun (di Terangganau)
Tumasik (Singapura, Shonan)
Sanghyang Hudjung
Kelang (Keda, Negeri Sembilan)



Keda
Djere (Djering, Petani)
Kandjap (Singkep)
Niran (Karimun)

Daerah V : Disebelah Timur Djaiva, seluruh Nusa Tenggara:
Bali 
Bedulu
Lwagadjah (Lilowan, Negara)
Gurun (Nusa Penida)
Taliwang (Sumbawa)
Dompo (Sumbawa)
Sapi (Sumbawa)
Sanghyang Api (Gunung Api, Sengeang)
Bhima
Geram
Hutan (Sumbawa)
Kadali (Buru)
Gurun (Gorong)
Lombok Mirah (Lombok Barat)
Saksak (Lombok Timur)
Sumba
Timur

Daerah VI : Seluruh Sulawesi:
Bantajan (Bonthain)
Luwuk (Luwu)
Udamakatraja (Talaud)
Makasar 
Butun (Buton)
Banggawi (Banggai)
Kunir (P. Kunjit)
Selaja (Saleier)
Solot (Solor)

Daerah VII : Seluruh Maluku:
Muar (Kei)
Wandan (Banda)
Ambon
Maluku (Ternate)
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Daerah VIII: Seluruh Papua f Irian BaratJ
Oniu (Papua Utara)
Seran (Papua Selatan)

NEGARA TEMAN:
1. Muang Thai (Syanka)
2. Dharmanagara
3. Martaban (Birraa)
4. Kalingga (Radjapura)
5. Singhanagari
6. Tjampa
7. Kembodja
8. Anam (Yawana)



PIDATO IR. SUKARNO 
PADA TANGGAL 1 JUNI 1945



Rapat Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada 
tanggal 29 Mai sampai 1 Djuni 1945 didalam Gedung Pedjambon 
dikota Djakarta dihawah pimpinan Ketua Dr K.R.T. Radjiman 
Wedyodiningrat. __________

Sidang 1 Djuni 1945.
Anggota Soekarno:

Paduka tuan Ketua jang mulia !
Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu 

Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnja, maka se
karang saja mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua jang 
mulia untuk mengemukakan pula pendapat saja. Saja akan mene
tapi permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia. Apakah permin
taan Paduka tuan Ketua jang mulia? Paduka tuan Ketua jang 
mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai untuk 
mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan 
saja kemukakan didalam pidato saja ini.

Maaf, beribu maaf! Banjak anggota telah berpidato, dan dalam 
pidato mereka itu diutarakan hal-hal jang sebenarnja bukan per
mintaan Paduka tuan Ketua jang mulia, jaitu bukan d a s a r n j a  
Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saja jang diminta oleh 
Paduka tuan Ketua jang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: 
„P  h i l o s o f i s c h e  g r o n d s 1 a g”  dari pada Indonesia Mer
deka. Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran- 
jang sedalam-dalamnja, djiwa, hasjrat-jang-sedalam-dalamnja untuk 
diatasnja didirikan gedung Indonesia Merdeka jang kekal dan 
abadi. Hal ini nanti akan saja kemukakan, Paduka tuan Ketua 
jang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saja membitjarakan, 
memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah jang saja 
artikan dengan perkataan „merdeka” .

Merdeka buat saja ialah: „political independence” , p o l i t i e k e  
o n a f h a n k e l i j k h e i d .  Apakah jang dinamakan politieke on- 
afhankelijkheid ?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang sadja saja berkata: 
Tatkala Dokuritu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saja, 
didalam hati saja banjak chawatir, kalau-kalau banjak anggota 
jang — saja katakan didalam bahasa asing, maafkan perkataan 
ini — "zwaarwichtig” akan perkara jang ketjil-ketjil, zwaarwichtig 
sampai — kata orang Djawa — „djelimet” . Djikalau sudah membi
tjarakan hal jang ketjil-ketjil sampai djelimet, barulah mereka 
berani menjatakan kemerdekaan.
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Tuan-tuan jang terhormat! Lihatlah didalam sedjarah dunia, 
hhatlah kepada perdjalanan dunia itu.

Banjak sekali negara-negara jang merdeka, tetapi bandingkanlah 
kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinja, 
samakah deradjatnja negara-negara jang merdeka itu? Djermania 
merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok mer
deka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggeris merdeka, Rusia 
merdeka, Mesir merdeka. Namanja semuanja merdeka, tetapi ban
dingkanlah isinja!

Alangkah berbedanja i s i  itu! D jikalau kita berkata: Sebelum 
Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, 
itu selesai, sampai djelimet!, maka saja bertanja kepada tuan-tuan 
sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakjatnja 
terdiri dari kaum Badui jang sama sekali tidak mengerti hal ini 
atau itu.

Batjalah buku Armstrong jang mentjeriterakan tentang Ibn 
Saud! Disitu ternjata, bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan peme
rintahan Saudi Arabia, rakjat Arabia sebagian besar belum menge
tahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari oto
mobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di 
Saudi Arabia itu!! Toch Saudi Arabia merdeka!

Lihatlah pula — djikalau tuan-tuan kehendaki tjontoh jang 
lebih hebat — Sovjet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara 
Sovjet, adakah rakjat Sovjet sudah tjerdas? Seratus lima puluh 
miljun rakjat Rusia, adalah rakjat Musjik jang lebih dari pada 
80% tidak dapat membatja dan menulis; bahkan dari buku-buku 
jang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fiilop Miller, tuan-tuan menge
tahui betapa keadaan rakjat Sovjet Rusia pada waktu Lenin men
dirikan negara Sovjet itu. Dan kita sekarang disini mau mendiri
kan Negara Indonesia Merdeka. Terlalu banjak matjam-matjam 
soal kita kemukakan!

Maaf, P.T. Zimukyokutyoo! Berdirilah saja punja bulu, kalau 
saja membatja tuan punja surat, jang minta kepada kita supaja 
dirantjangkan sampai djelimet hal ini dan itu dahulu semuanja! 
Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai 
djelimet, maka saja tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, 
tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semuanja 
tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, — sampai dilobang 
kubur! (Tepuk tangan riuh).

Saudara-saudara! Apakah jang dinamakan merdeka? Didalam 
tahun ’33 saja telah menulis satu risalah. Risalah jang bernama 
„Mentjapai Indonesia Merdeka” . Maka didalam risalah tahun ’33 
itu, telah saja katakan, bahwa kemerdekaan, politieke onafhanke- 
lijkheid, political independence, ta’ lain dan ta’ bukan, ialah satu
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d j e mb a t a n ,  satu d j e m b a t a n emas .  Saja katakan di- 
dalam kitab itu, bahwa d i s e b e r a n g 11 j a djembatan itulah 
kita sempurnakan kita punja masjarakat.

Ibn Saud mengadakan satu negara didalam s at u  ma l a m,  
— in one night only! — kata Armstrong didalam kitabnja. Ibn 
Saud mendirikan Saudi Arabia Merdeka disatu malam sesudah ia 
masuk kota Riad dengan 6 orang! S e s u d a h  „djembatan” itu 
diletakkan oleh Ibn Saud, maka d i s e b e r a n g  djembatan, 
artinja k e m u d i a n  d a r i  p a d a  i t u.  Ibn Saud barulah 
memperbaiki masjarakat Saudi Arabia. Orang jang tidak dapat 
membatja diwadjibkan beladjar membatja, orang jang tadinja ber
gelandangan sebagai nomade jaitu orang Badui, diberi peladjaran 
oleh Ibn Saud djangan bergelandangan, dikasih tempat untuk 
bertjotjok-tanam. Nomade dirubah oleh Ibn Saud mendjadi kaum 
tani, — semuanja diseberang djembatan.

Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Sovjet Rusia Mer
deka, telah mempunjai Djnepprprostoff dan jang maha besar di- 
sungai Djnepp? Apa ia telah mempunjai radio-station, jang me- 
njundul keangkasa? Apa ia telah mempunjai kereta-kereta api 
tjukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap 
orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Sovjet-Rusia Merdeka 
t e l a h  dapat membatja dan menulis? Tidak, tuan-tuan jang 
terhormat! Diseberang djembatan emas jang diadakan o^h Lenin 
itulah, Lenin baru mengadakan radio-station, baru mengadakan 
sekolah baru mengadakan Creche, baru mengadakan Djnepprpros
toff! Maka oleh karena itu saia minta kepada tuan-tuan sekalian, 
d j anganlah tuan-tuan gentar didalam hati, djanganlah mengingat 
bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan djelimet, dan 
kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainan- 
nja tuan-tuan punja semangat, — djikalau tuan-tuan demikian —, 
dengan semangat pemuda-pemuda kita jang 2 miljun banjaknja. 
Dua miljun pemuda ini menjampaikan seruan pada saja, 2 miljun 
pemuda ini semua berhasrat Indonesia Merdeka Sekarang! (Tepuk 
tangan riuh).

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakjat, jang 
mengetahui jsedjarah, mendjadi zwaarwichtig, mendjadi gentar, 
padahal sembojan Indonesia Merdeka, bukan sekarang sadja kita 
siarkan? Berpuluh-puluh tahun jang lalu, kita telah menjiarkan 
sembojan Indonesia Merdeka, bahkan sediak tahun 1932 dengan 
njata-njata kita mempunjai sembojan „INDONESIA MERDEKA 
SEKARANG” . Bahkan 3 kali sekarang jaitu Indonesia Merdeka 
s e k a r a n g ,  s e k a r a n g ,  s e k a r a n g !  (Tepuk tangan 
riuh).

Dan sekaranĝ  kita menghadapi kesempatan untuk menjusun 
Indonesia Merdeka — kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar-
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hati! Saudara-saudara, saja peringatkan sekali lagi, Indonesia Mer
deka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak 
lain dan tidak bukan ialah satu d j e m b a t a n ! Djangan 
gentar! D jikalau umpamanja kita pada saat sekarang ini diberikan 
kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah 
Gunseikan diganti dengan ornng jang bernama Tjondro Asmoro, 
atau Soomubutyoo diganti dengan orang jang bernama Abdul 
ITalim. Djikalau umpamanja Butyoo-Butyoo diganti (lengan orang- 
orang Indonesia pada sekarang ini, scfccmrnia kita telah mendapat 
political independence, politieke onafhankelijkheid — in one night, 
didalam satu malam!

Saudara-saudara, pemuda-pemuda jnng 2 miljun, semuanja ber- 
sembojan: Indonesia Merdeka, s e k a r a n g  ! Djikalau um
pamanja Bnlatentera Dai Nippon sekarang menjerahkon urusan 
negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan 
menolak, serta berkata: mangke rumijin, tunggu dulu, minta ini 
dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan Negara 
Indonesia Merdeka?

(Seruan: Tidak ! Tidak !)

Saudara-saudara, kalau umpamanja pada saat sekarang ini Bala- 
tentera Dai Nippon menjerahkan urusan negara kepada kita maka 
satu menitpun kita tidak akan menolak, s e k a r a n g p u n  kita 
menerima urusan itu, s e k a  r a n g p u n  kita mulai dengan 
Negara Indones:a jang Merdeka !

( Tepuk tangan menggemparkan).

Saudara-saudara, tadi saja berkata, ada perbedaan antara Sovjet- 
Rusia, Saudi Arabia, Inggeris, Amerika dll.: tentang isinja: tetapi 
ada satu jang s a m a ,  jaitu, rakjat Saudi Arabia sanggup 
m e m p e r t a h a n k a n  negaranja. Musjik-musjik di Rusia 
sanggup mempertahankan negaranja. Rakjat Amerika sanggup 
mempertahankan negaranja. Rakjat Inggeris sanggup memperta
hankan negaranja. Inilah jang mendjadi minimum-eis. Artinja, 
kalau ada ketjakapan iang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala 
sesuatu bangsa telah sanggup m e m p e r t a h a n k a n  negeri- 
nja dengan darahnja sendiri, dengan dngingnja sendiri, pada saat 
itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, 
Indonesia, walaupun dengan bambu runtjing, saudara-saudara, se
mua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonesia 
pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap-sedia, masak untuk 
Merdeka.

( Tepuk tangan riuh).

Tjobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannja dengan 
manusia. Manusiapun demikian, saudara-saudara! Ibaratnja, ke
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merdekaan saja bandingkan dengan perkawinan. Ada jang berani 
kawin, lekas berani kawin, ada jang takut kawin. Ada jang ber
kata: Ah saja belum berani kawin tunggu dulu gadjih Rp. 500,—. 
Kalau saja sudah mempunjai rumah gedung sudab ada permadani, 
sudah ada lampu listrik, sudah mempunjai tempat-tidur jang 
mentul-mentul, sudah mempunjai medja-kursi jang selengkap-leng- 
kapnja sudah mempunjai sendok-garpu perak satu kaset, sudah 
mempunjai ini dan itu, bahkan sudah mempunjai kinder-uitzet, 
barulah saja berani kawin.

Ada orang lain jang berkata: saja sudah berani kawin kalau 
saja sudah mempunjai medja satu, kursi empat, jaitu medja makan, 
lantas satu zitje, lantas satu tempat tidur.

Ada orang jang lebili berani lagi dari itu, jaitu saudara-saudara 
Marhaen! Kalau dia sudah mempunjai gubug sadja dengan satu 
tikar, dengan satu periuk: dia kawin. Marhaen dengan satu tikar 
satu gubug: kawin. Sang klerk dengan satu medja, empat kursi, 
satu zitje, satu tempat tidur: kawin.

Sang Ndoro jang mempunjai rumah gedung, electrische kook- 
plaat, tempat-tidur, uang bertimbun-timbun: kawin. Belum tentu 
mana jang lebih gelukkig, belum tentu mana jang lebih bahagia, 
Sang Ndoro dengan tempat-tidurnja jang mentul-mentul, atau Sari- 
nem dan Samiun jang lianja mempunjai satu tikar dan satu periuk, 
saudara-saudara! (Tepuk tangan, dan tertaiva). Tekad liatinja jang 
perlu, tekad hatinja Samiun kawin dengan satu t i k a r  dan 
satu periuk, dan hati Sang Ndoro jang baru berani kawin kalau 
sudah mempunjai gerozilver satu kaset plus kinder-uitzet, — buat
3 tahun lamanja! (Tertaiva).

Saudara-saudara, soalnja adalah demikian: •— k i t a  i n i  b e 
r a n i  m e r d e k a  a t a u  t i d a k ? ?  Inilah, saudara-sau- 
dara sekalian, Paduka tuan Ketua jang mulia ukuran saja terlebih 
dulu saja kemukakan sebelum saja bitjarakan hal-hal jang menge
nai dasarnja satu negara jang merdeka. Saja mendengar uraian 
P.T. Soetardjo beberapa hari jang lalu, tatkala mendjawab apakah 
jang dinamakan merdeka beliau mengatakan: kalau tiap-tiap
orang didalam hatinja telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara- 
saudara, djika t i a p - t i a p  orang Indonesia jang 70 miljun 
ini lebih dulu harus merdeka didalam hatinja, sebelum kita dapat 
mentjapai political independence, saja ulangi lagi, sampai lebur 
kiamat kita belum dapat Indonesia Merdeka! (Tepuk tangan riuh).

D i d a 1 a m Indonesia Merdeka itulah kita m e m e r d e 
k a k a n  rakjat kita! ! D i d a l a m  Indonesia Merdeka itulah 
kita m e m e r d e k a k a n  hatinja bangsa kita! D i d a l a m  
Saudi Arabia Merdeka, Ibn Saud m e m e r d e k a k a n  rakjat 
Arabia satu per-satu. D i d a l a m  Sovjet-Rusia Merdeka Stalin 
m e m e r d e k a k a n  bati bangsa Sovjet-Rusia satu per-satu.
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Saudara-saudara! Sebagai djuga salah seorang pembitjara ber
kata: kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banjak penjakit 
malaria, banjak dysenterie, banjak penjakit hongeroedeem, banjak 
ini banjak itu. „Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian mer
deka” .

Saja berkata, kalau inipun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun 
lagi kita belum merdeka. D i d a 1 a m Indonesia Merdeka itu
lah kita menjehatkan rakjat kita, walaupun misalnja tidak dengan 
kinine, tetapi kita kerahkan segenap masjarakat kita untuk meng
hilangkan penjakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. 
D i d a 1 a m Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar 
supaja mendjadi kuat, didalam Indonesia Merdeka kita menjehat
kan rakjat sebaik-baiknja. Inilah maksud saja dengan perkataan 
„djembatan” . Diseberang djembatan, d j e m b a t a n  e m a s  
inilah, baru kita l e l u a s a  menjusun masjarakat Indonesia 
Merdeka jang gagah, kuat sehat, kekal dan abadi.

Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat jang 
maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah di
utarakan oleh berpuluh-puluh pembitjara, bahwa sebenarnja inter- 
nationaalrecht, hukum internasional, menggampangkan peker- 
djaan kita? Untuk menjusun, mengadakan, mengakui satu negara 
jang merdeka, tidak diadakan sjarat jang neko-neko, jang men- 
djelimet, tidak! Sjaratnja sekedar bumi, rakjat, pemerintah jang 
teguh! Ini sudah tjukup untuk internationaalreclit. Tjukup, sau
dara-saudara. Asal ada buminja ada rakjatnja, ada pemerintahnja, 
kemudian diakui oleh salah satu negara jang lain, jang merdeka 
inilah jang sudah bernama: merdeka. Tidak perduli rakjat dapat 
batja atau tidak, tidak perduli rakjat hebat ekonominja atau tidak, 
tidak perduli rakjat bodoh atau pintar, asal menurut hukum inter
nasional mempunjai sjarat-sjarat suatu negara merdeka, jaitu ada 
rakjatnja, ada buminja dan ada pemerintahnja, — sudahlah ia 
merdeka.

Djanganlah kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau menjelesaikan 
lebih dulu 1001 soal jang bukan-bukan! Sekali lagi saja bertanja: 
Mau merdeka apa tidak? Mau merdeka apa tidak? (Djawab 
hadlirin: Mau!)

Saudara-saudara! Sesudah saja bitjarakan tentang hal „merdeka” , 
maka sekarang saja bitjarakan tentang hal d a s a r .

Paduka tuan Ketua jang mulia! Saja mengerti apakah jang 
paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar ,  
minta p h i l o s o p h i s c h e  g r o n d s l a g ,  atau, djikalau 
kita boleh memakai perkataan jang muluk-muluk, Paduka tuan 
Ketua jang mulia meminta suatu „Weltanschauung”, diaias mana 
kita mendirikan Negara Indonesia itu.
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Kita melihat dalam dunia ini bahwa banjak negeri-negeri jang 
merdeka, dan banjak diantara negeri-negeri jang merdeka itu ber
diri diatas suatu „Weltanschauung”. Hitler mendirikan Djermania 
diatas „national-sozialistische Weltanschauung” , — filsafat nasional- 
sosialisme telah mendjadi dasar negara Djermania jang didirikan 
oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Sovjet diatas satu 
„Weltanschauung”, jaitu Marxistische, Historisch-Materialistische 
Weltanschauung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon diatas 
’’Tennoo Koodoo Seishin” . Diatas „Tennoo Koodoo Seisliin” inilah 
negara Dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ihn Saud, mendirikan 
negara Arabia diatas satu „Weltanschauung” , bahkan diatas satu 
dasar agama, jaitu Islam. Demikian itulah jang diminta oleh 
Paduka tuan Ketua jang mulia: Apakah „Weltanschauung” kita, 
djikalau kita hendak mendirikan Indonesia jang merdeka?

Tuan-tuan sekalian, „Weltanschauung” ini sudah lama harus kita 
bulatkan didalam hati kita dan didalam pikiran kita sebelum In
donesia Merdeka datang. Idealis-idealis diseluruh dunia bekerdja 
mati-matian untuk mengadakan bermatjam-matjam „Weltan
schauung” bekerdja mati-matian untuk „merealiteitkan” „Weltan
schauung” mereka itu. Maka oleh karena itu sebenarnja tidak 
benar perkataan anggota jang terhormat Abikoesno, bila beliau 
berkata, bahwa banjak sekali negara-negara merdeka didirikan 
dengan isi seadanja sadja, menurut keadaan. Tidak! Sebab misal- 
nja, walaupun menurut perkataan John Reed: „Sovjet-Rusia di
dirikan didalam 10 hari oleh Lenin c.s.” , — John Reed, didalam 
kitabnja: ”Ten days that shook the world” , „sepuluh hari jang 
menggontjangkan dunia” —, walaupun Lenin mendirikan Sovjet- 
Rusia didalam 10 hari, tetapi „W e l t a n s c h a u u n  g”-nja 
telah tersedia berpuluh-puluh tahun. Terlebih dulu telah tersedia 
„Weltanschauung”-nja, dan didalam 10 hari itu lianja sekedar di
rebut kekuasaan, dan ditempatkan negara baru itu diatas „Welt
anschauung” jang sudah ada. Dari 1895 „Weltanschauung” itu 
telah disusun. Bahkan dalam revolutie 1905, Weltanschauung itu 
„ditjobakan” , di-generale-repetitie-kan” .

Lenin didalam revolusi tahun 1905 telah mengerdjakan apa jan<* 
dikatakan oleh beliau sendiri „generale-repetitie”  dari pada revolusi 
tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917, „Weltanschauung” itu di- 
sedia-sediakan, bahkan diichtiar-ichtiarkan. Kemudian, lianja da
lam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed, hanja dalam 
10 hari itulah didirikan negara baru direbut kekuasaan, ditaruh
kan kekuasaan itu diatas „Weltanschauung” jang telah berpuluh- 
puluh tahun umurnja itu. Tidakkah pula Hitler demikian?

D id a la m  tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, men
dirikan negara Djermania diatas National-sozialistische Weltan
schauung.
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Tetapi kapankah Hitler mulai menjediakan dia punja „Weltan- 
schauung” itu? Bukan didalam tahun 1933, tetapi didalam tahun 
1921 dan 1922 beliau telah bekerdja, kemudian mengichtiarkan 
pula, agar supaja Naziisme ini, „Weltanschauung” ini, dapat men- 
djelma dengan dia punja „Miincliener Putsch” , tetapi gagal. Di
dalam 1933 barulah datang saatnja jang beliau dapat merebut 
kekuasaan, dan negara diletakkan oleli beliau diatas dilSilT 
nnflClliUlling” jnilg telall dipropagandakan borpuluh-pululi talnm 
itu.

Maka demikian pula, djika kita hendak mendirikan Negara In
donesia Merdeka, Paduka tuan Ketua, timbullah pertanjaan: Apa
kah „Weltanschauung” kita, untuk mendirikan Negara Indonesia 
Merdeka diatasnja? Apakah nasional-sosialisme? Apakah liistorisch- 
materialisme? Apakah San .Min Chu I, sebagai dikatakan oleh 
Doktor Sun Yat Sen?

Didalam tahtin 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok 
merdeka, tetapi „Weltanschauung” -nja telah dalam tahun 1885, 
kalau saja tidak salah, dipikirkan, dirantjangkan. Didalam buku 
’’The three people’s principles”  San Min Chu I, — Mintsu, Min* 
chuan, Min Sheng, — nasionalisme, demokrasi, sosialisme, — telah 
digambarkan oleh Doktor Sun Yat Sen. Weltanschauung itu, tetapi 
baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru diatas 
„Weltanschauung” San Min Chu I itu, jang telah disediakan ter
dahulu berpuluh-puluh tahun.

Kita hendak mendirikan Negara Indonesia Merdeka diatas „Welt
anschauung”  apa? Nasional-sosialisme-kah, Marxisme-kah, San 
Min Chu I-kah atau „Weltanschauung” apakah?

Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lama- 
nja, banjak pikiran telah dikemukakan, — matjam-matjam — , 
tetapi alangkah benarnja perkataan £)r. Soekiman, perkataan Ki 
Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mentjari persetudjuan, 
mentjari persetudjuan faham. Kita bersama-sama mentjari p e r 
s a t u a n  p h i l o s o p h i s c h e  g r o n d s l a g ,  mentjari 
satu „Weltanschauung” jang k i t a  s e m u a n j a  setudju. Saja 
katakan lagi s e t u d j u !  Jang saudara Yamin setudjui, jang 
Ki Bagoes setudjui, jang Ki Hadjar setudjui, jang saudara Sanoesi 
setudjui, jang saudara Abikoesno setudjui, jang saudara Lim Koen 
Hian setudjui, pendeknja kita semua mentjari satu modus. Tuan 
Yamin, ini bukan compromis, tetapi kita bersama-sama mentjari 
satu hal jang k i t a  b e r s a m a - s a m a  setudjui. Apakah 
itu9 Pertama-tama, saudara-saudara, saja bertanja: Apakah kita 
hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk 
sesuatu "olongan? Mendirikan Negara Indonesia Merdeka jang 
namanja °sadja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnja hanja untuk
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mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuatan kepada satu 
golongan jang kaja, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan 
bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara- 
sa iiilara  jang b e r n a m a  k a u m  k e b a n g s a a n  ja n g  disini, maupun sau- 
dara-saudara jang dinamakan kaum Islam, semuanja telah mufakat, 
bahwa bukan negara jang demikian itulah kita punja tudjuan. Kita 
hendak mendirikan suatu negara „semua buat semua” . Bukan buat 
satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, 
maupun golongan jang kaja, — tetapi „semua buat semua” . Inilali 
salah satu dasar pikiran jang nanti akan saja kupas lagi. Maka, 
jang selalu mendengung didalam saja punja djiwa, bukan sadja 
didalam beberapa hari didalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai 
ini, akan tetapi sedjak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar 
pertama, jang baik didjadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah 
dasar k e b a n g s a a n.

K i t a  m e n d i r i k a n  s a t u  N e g a r a  K e b a n g s a a n  
I n d o n e s i a .

Saja minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-sau
dara Islam lain: maafkan saja memakai perkataan „kebangsaan” 
ini! Sajapun orang Islam. Tetapi saja minta kepada saudara-sau- 
dara, djanganlah saudara-saudara salah faham djikalau saja kata
kan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar k e b a n g 
s a a n .  Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti jang sempit, 
tetapi saja menghendaki satu n a t i o n a l e  s t a a t ,  seperti 
jang saja katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa 
liari jang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat 
jang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan 
kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun 
adalah orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk- 
datuk tuan, nenek-mojang tuanpun bangsa Indonesia. Diatas satu 
kebangsaan Indonesia, dalam arti jang dimaksudkan oleh saudara 
Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan Negara Indonesia.

S a t u  N a t i o n a 1 e S t a a t !  Hal ini perlu diterangkan 
lebih dahulu, meski saja didalam rapat besar di Taman Raden 
Saleh sedikit-dikit telah menerangkannja. Marilah saja uraikan 
lebih djelas dengan mengambil tempo sedikit: Apakah jan«- di
namakan bangsa? Apakah sjaratnja bangsa? °

Menurut Renan sjarat bangsa ialah „kehendak akan bersatu. 
Orang-orangnja merasa diri bersatu dan mau bersatu.

Ernest Renan menjebut sjarat bangsa: „le desir d’etre ensemble” 
jaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka 
jang mendjadi bangsa, jaitu satu gerombolan manusia jang mau 
bersatu, jang merasa dirinja bersatu.
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Kalau kita lihat definisi orang lain, jaitu definisi Otto Bauer, 
didalam bukunja „Die Nationalitätenfrage” , disitu ditanjakan: 
„Was ist eine Nation?” ian djawabnja ialah: „Eine Nation ist 
eine aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemein
schaft” . Inilah menurut Otto Bauer satu natie. (Bangsa adalah 
satu persatuan perangai jang timbul karena persatuan nasib).

Tetapi kemarinpun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Soepomo 
mensitir Ernest Renan, maka anggota jang terhormat Mr Yamir» 
berkata: „verouderd” , „sudah tua” . Mémang tuan-tuan sekalian, 
definisi Ernest Renan sudah „verouderd” , sudah tua. Definisi Otto 
Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan 
definisinja itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinja itu, tat
kala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru, jang 
dinamakan Geopolitik.

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, 
atau tuan Moenandar, mengatakan tentang „Persatuan antara orang 
dan tempat” . Persatuan antara orang dan tempat tuan-tuan sekalian, 
persatuan antara manusia dan tempatnja !

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisah
kan rakjat dari bumi jang ada dibawah kakinja. Ernest Renan dan 
Otto Bauer hanja sekedar melihat orangnja. Meréka hanja me
mikirkan „Gemeinschaft” -nja dan perasaan orangnja, ,,1’âme et le 
désir” . Meréka hanja mengingat karakter, tidak mengingat tempat, 
tidak mengingat bumi, bumi jang didiami manusia itu. Apakah 
tempat itu? Tempat itu jaitu t a n a h - a i r. Tanah-air itu adalah 
satu kesatuan. Allah s.w.t. membuat peta dunia, menjusun peta 
dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menundjukkan 
dimana „kesatuan-kesatuan” disitu. Seorang anak ketjilpun, djikalau 
ia melihat peta dunia, ia dapat menundjukkan bahwa kepulauan 
Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditun- 
djukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan 
jang besar, lautan Pacific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, 
jaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak ketjil dapat 
mengatakan, bahwa pulau-pulau Djawa, Sumatera, Bornéo, Selebes, 
Halmaheira, kepulauan Sunda Ketjil, Maluku, dan lain-lain pulau 
ketjil diantaranja, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap 
anak ketjil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau 
Nippon jang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai 
„golfbreker” atau pengandang gelombang lautan Pacific, adalah 
satu kesatuan.

Anak ketjilpun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu 
kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oléh lautan Hindia jang luas 
dan gunung Himalaya. Seorang anak ketjil pula dapat mengatakan, 
bahwa kepulauan Inggeris adalah satu kesatuan.
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Griekenland atau Junani dapat ditundjukkan ''sebagai satu ke
satuan pula. Itu ditaruhkan oléh Allah s.w.t. demikian rupa. Bukan 
Sparta sadja, bukan Athene sadja, bukan Macedonia sadja, tetapi 
Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Junani jang lain- 
lain, segenap kepulauan Junani adalah satu kesatuan.

Maka manakah jang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah- 
air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah-air kita. 
Indonesia jang bulat, bukan Djawa sadja, bukan Sumatera sadja, 
atau Borneo sadja, atau Seldbes sadja, atau Ambon sadja, atau 
Maluku sadja, tetapi segenap kepulauan jang ditundjuk oleh Allah 
s.w.t. meiuljadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samu- 
dera, itulah tanah-air kita!

Maka djikalau saja ingat perhubungan antara orang dan 
tempat, antara rakjat dan buminja, maka tidak tjukuplali 
definisi jang dikatakan oléh Ernest Renan dan Otto Bauer 
itu. Tidak tjukup „le désir d’être ensemble” , tidak tjukup 
definisi Otto Bauer „aus Schiksalsgemeinschaft erwaclisene Charak- 
tergemeinschaft” itu. Maaf saudara-saudara, saja mengambil tjon- 
toli Minangkabau. Diantara bangsa di Indonesia, jang paling ada 
„désir d’être ensemble” , adalah rakjat Minangkabau, jang banjaknja 
kira-kira 2]/2 miljun. Rakjat ini merasa dirinja satu keluarga. 
Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan lianja satu 
bagian ketjil dari pada satu kesatuan! Penduduk Jogjapun adalah 
merasa „le désir d’être ensemble” , tetapi Jogjapun hanja satu 
bahagian ketjil dari pada satu kesatuan. Di Djawa Barat rakjat 
Pasundan sangat merasakan „le désir d’être ensemble” , tetapi Sunda- 
pun hanja satu bahagian ketjil dari pada satu kesatuan.

Péndék kata, bangsa Indonésia, Natie Indonésia, bukanlah se
kedar satu golongan orang jang hidup dengan „le désir d’être 
ensemble” diatas daerah jang ketjil seperti Minangkabau, atau 
Madura, atau Jogja, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonésia 
ialah s e l u r u h  'manusia-manusia jang menurut geopolitik 
jang telah ditentukan oléh Allah s.w.t., tinggal dikesatuannja se
mua pulau-pulau Indonésia dari udjung Utara Sumatera sampai 
ke Irian! S e 1 u r u h n j a !, karena antara manusia 70.000.000 
ini sudah ada „le désir d’être ensemble” , sudah terdjadi „charakter- 
gemeinschaft” ! Natie Indonésia, bangsa Indonésia, ummat Indo
nésia d jumlah orangnja adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 jan» 
telah mendjadi s a t u ,  s a t u ,  sekali lagi s a t u ! (Tepuk
tangan hébat).

Kesinilah kita semua harus menudju: mendirikan satu Nationale 
Staat, diatas kesatuan bumi IntUnésia dari Udjung Sumatera sam
pai ke Irian. Saja jakin tidak ada satu golongan diantara tuan-tuan
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jang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan jang dinamakan 
„golongan kebaugsaan” . Kesinilah kita harus menu d j 11 semuanja.

Saudara-saudara, djangan orang mengira, bahwa tiap-tiap negara 
merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan 
Beieren, bukan Saksen adalah nationale staat, tetapi seluruh Djer- 
manialah satu nationale staat. Bukan bagian ketjil-ketjil, bukan 
Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, jaitu seluruh 
semenandjung di Laut Tengah, jang diutara dibatasi oleh 
pegunungan Alron, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan 
Punjab, bukan Biliar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga. Indialah 
nanti harus mendjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri ditanali-air kita jang 
merdeka didjaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanja 2 
kali mengalami nationale staat, jaitu didjaman Sriwidjaja dan 
didjaman Madjapahit. Diluar dari itu kita tidak mengalami natio
nale staat. Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja 
radja-radja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada 
Sultan Agung Hanjokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun 
merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada 
Prabu Siliwangi di Padjadjaran, saja berkata, bahwa keradjaannja 
bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu 
Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa keradjaannja di Ban
ten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasa
an hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi jang telah 
membentuk keradjaan Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis 
jang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanja Indonesia s e l u r u h n j a ,  jang telah 
berdiri didjaman Sriwidjaja dan Madjapahit dan jang kini pula 
kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, djikalau tuan-tuan 
terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara jang 
pertama: K e b a n g s a a n  I n d o n e s i a .  Kebangsaan Indo
nesia jang bulat! Bukan kebangsaan Djawa, bukan kebangsaan 
Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, 
tetapi k e b a n g s a a n  I n d o n e s i a ,  jang bersama-sama 
mendjadi dasar satu nationale staat. Maaf, Tuan Lim Koen Hian, 
Tuan tidak mau akan kebangsaan? Didalam pidato Tuan, waktu 
ditanja' sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku-Kaityoo, Tuan men- 
djawab: „Saja tidak mau akan kebangsaan” .

„Bukan begitu. Ada sambungannja lagi.” Sahut Liem Koen Hian.
Kalau begitu, maaf, dan saja mengutjapkan terima kasih, karena 

tuan Lim Koen Hian pun menjetudjui dasar kebangsaan. Saja tahu, 
banjak djuga orang-orang Tionghoa klasik jang tidak mau akan 
dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham kosmopolitisme, 
jang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa
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Tionghoa dahulu banjak jang kena penjakit kosnfopolitisme, se
hingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak 
ada bangsa Arab, tetapi seinuanja „inenschlieid”, „peri kemanusia
an” . Tetapi Dr Sun Yat Sen bangkit, meinberi pengadjaran kepada 
rakjait Tionghoa, bahwa a d a  kebanggaan Tionghoa! Saja 
mengaku, pada waktu saja berumur 16 tahun, duduk dibangku 
sekolah H.B.S. di Surabaja, saja dipengaruhi oleh seorang sosialis 
jang bernama A. Baars, jang memberi peladjaran kepada saja, — 
katanja: djangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa 
kemanusiaan sedunia, djangan mempunjai rasa kebangsaan sedikit- 
pun. Itu terdjadi pada tahun 17. Tetapi pada tahun 1918, alham- 
dulillah, ada orang lain jang memperingatkan saja, — ialah Dr 
Sun Yat Seu! Didalam tulisannja „San Min Chu I”  atau ’’The 
Three People’s Principles” , saja mendapat peladjaran jang mem
bongkar kosmopolitisme jang diadjarkan oleh A. Baars itu. Dalam 
hati saja sedjak itu tertanamlah r a s a  k e b a n g s a a n ,  oleh 
pengaruh ’’The Three People’s Principles”  itu. Maka oleh karena 
itu, djikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr Sun Yat 
Sen sebagai pengandjurnja, jakinlali, bahwa Bung Karno djuga 
seorang Indonesia, jang dengan perasaan hormat-sehormatnja me
rasa berterima kasih kepada Dr Sun Yat Sen, — sampai masuk 
kelobang kubur. (Anggota-anggota Tionghoa bertepuk tangan).

Saudara-saudara. Tetapi......  tetapi......  memang prinsip kebang-
saan ini ada bahajanja! Baliajanja ialah mungkin orang merun- 
tjingkan nasionalisme mendjadi cliauvinisme, sehingga berfaham 
„Indonesia uber Alles” . Inilah bahajanja! Kita tjinta tanah-air 
jang satu, merasa berbangsa jang satu, mempunjai bahasa jang 
satu. Tetapi tanah-air kita Indonesia hanja satu bahagian ketjil 
sadja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata: „Saja seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saja 
adalah perikemanusiaan ” , ”My nationalism is humanity” .

Kebangsaan jang kita andjurkan bukan kebangsaan jang menjen- 
diri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Ero- 
pah, jang mengatakan „Deutschland iiber Alles” , tidak ada jang 
setinggi Djermania, jang katanja bangsanja minuljo, berambut 
djagung dan bermata biru, „bangsa Aria” , jang dianggapnja ter
tinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada liarganja. 
Djangan kita berdiri diatas azas demikian, tuan-tuan, djangan 
berkata, bahwa bangsa Indonesialah jang terbagus dan termulja, 
serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menudju persatuan 
dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan sadja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka 
tetapi kita harus menudju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa*

Djustru inilah prinsip saja jang kedua. Inilah filosofisch principe 
jang nomor dua, jang saja usulkan kepada tuan-tuan, jang boleh
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saja namakan „ i n t e r n a s i o n a l i s m  e” . Tetapi djikalau 
saja katakan internasionalisme, bukanlah saja bermaksud k o s - 
m o p o l i t i s m e ,  jang tidak mau adanja kebangsaau, jang 
mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada 
Birma, tidak ada Inggeris, tidak ada Amerika dan lain-lainnja.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar 
didalam buminja nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup 
subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinja internasionalisme. 
Djadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan pr>.isip 2, jang 
pertama-tama saja usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah ber
gandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar jang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufa
kat, dasar perwakilan, dasar permusjawaratan. Negara Indonesia 
bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu 
golongan walaupun golongan kaja. Tetapi kita mendirikan negara 
„semua buat semua” , „satu buat semua, semua buat satu” . S a j a  
j a k i n ,  b a h w a  s j a r a t  j a n g  m u t l a k  u n t u k  
k u a t n j a N e g a r a  I n d o n e s i a  i a l a h  p e r m u 
s j a w a r a t a n ,  p e r w a k i l a n .

Untuk pihak Islam, inilah tempat jang terbaik untuk memelihara 
agama. Kita, sajapun, adalah orang Islam, — maaf beribu-ribu 
maaf, keislaman saja djauh belum sempurna, — tetapi kalau sau
dara-saudara membuka saja punja dada, dan melihat saja punja 
hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan 
hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, 
dalam permusjawaratan. Dengan tjara mufakat, kita perbaiki segala 
hal djuga keselamatan agama, jaitu dengan djalan pembitjaraan 
atau permusjawaratan didalam Badan Perwakilan Rakjat.

Apa-apa jang belum memuaskan, kita bitjarakan didalam per
musjawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk menge
mukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada 
pemimpin-pemimpin rakjat, apa-apa jang kita rasa perlu bagi per
baikan. Djikalau memang kita rakjat Islam, marilah kita bekerdja 
sehebat-hebatnja, agar supaja sebagian jang terbesar dari pada 
kursi-kursi Badan Perwakilan Rakjat jang kita adakan, diduduki 
oleh utusan-utusan Islam. Djikalau memang rakjat Indonesia rak
jat jang bagian besamja rakjat Islam, dan djikalau memang Islam 
disini agama jang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakjat, 
marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakjat 
itu, agar supaja mengerahkan sebanjak mungkin utusan-utusan 
Islam kedalam badan perwakilan ini. Ibaratnja Badan Perwakilan 
Rakjat 100 orang anggotanja, marilah kita bekerdja, bekerdja 
sekeras-kerasnja, agar supaja 60, 70, 80, 90 utusan jang duduk dalam 
perwakilan rakjat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan 
sendirinja hukum-hukum jang keluar dari Badan Perwakilan Rakjat
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itu, hukum Islam pula. Malahan saja jakin, djiKalau hal jang 
demikian itu njata terdjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama 
Islam benar-benar h i d u p  didalam djiwa rakjat, sehingga 
60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka 
Islam, ulama-ulama Islam. Maka saja berkata, baru djikalau demi
kian, h i d u p l a h  Islam Indonesia, dan bukan Islam jang 
hanja diatas bibir sadja. Kita berkata, 90% dari pada kita ber
agama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa % jang 
memberikan suaranja kepada Islam? Maaf seribu maaf, saja tanja 
hal itu! Bagi saja bal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum 
hidup sehidup-hidupnja didalam kalangan rakjat. Oleh karena 
itu, saja minta kepada saudara-saudara sekalian, baik jang bukan 
Islam, maupun terutama jang Islam, setudjuilab prinsip nomor 3 
ini, jaitu prinsip permusjawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan 
nanti ada perdjoangan sehebat-liebatnja. Tidak ada satu staat jang 
hidup betul-betul hidup, djikalau didalam badan perwakiiannja 
tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Tjandradiinuka, kalau 
tidak ada perdjoangan faham didalamnja. Baik didalam staat 
Islam, maupun didalam staat Kristen, perdjoangan selamanja ada. 
Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan 
rakjat! Didalam perwakilan rakjat saudara-saudara Islam dan 
saudara-saudara Kristen bekerdjalah sehebat-hebatnja.

Kalau misalnja orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter didalam 
peraturan-peraturan Negara Indonesia harus menurut Indjil, beker
djalah mati-matian, agar supaja sebagian besar dari pada utusan- 
utusan jang masuk Badan Perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. 
Itu adil, — fair play! Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara 
hidup, kalau tidak ada perdjoangan didalamnja. Djangan kira di 
Turki tidak ada perdjoangan. Djangan 'kira dalam negara Nippon 
tidak ada pergeseran pikiran. Allah subhanahuwata’ala memberi 
pikiran kepada kita, agar supaja dalam pergaulan kita sehari-hari, 
kita selalu bergosok, supaja keluar dari padanja beras, dan beras itu 
akan mendjadi nasi Indonesia jang sebaik-baiknja. Terimalah sau- 
dara-saudara, prinsip nomor 3, jaitu prinsip permusjawaratan!

Prinsip No. 4 sekarang saja usulkan. Saja didalam 3 hari ini belum 
mendengarkan prinsip itu, jaitu prinsip k c s e d j a h t e r a a n, 
p r i n s i p :  t i d a k  a k a n  a d a  k e m i s k i n a n  d i 
d a l a m  I n d o n e s i a  M e r d e k a .  Saja katakan tadi: 
prinsipnja San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Cheng: 
nationalism, democracy, socialism. Maka prinsip kita harus: Apakah 
kita mau Indonesia Merdeka, jang kaum kapitalnja meradjalela, 
ataukah jang semua rakjatnja sedjahtera, jang semua orang tjukup 
makan, tjukup pakaian, hidup dalam kesedjahteraan, merasa di
pangku oleh Ibu Pertiwi jang tjukup memberi sandang-pan^an 
kepadanja? Mana jang kita pilih, saudara-saudara? Djangan saudara
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kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakjat sudah ada,, kita dengan 
sendirinja sudah mentjapai kesedjahteraan ini. Kita sudah lihat, 
dinegara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlemen
taire démocratie. Tetapi tidakkah di Eropah djustru kaum kapitalis 
meradjaléla?

Di Amérika ada suatu Badan Perwakilan Rakjat, dan tidakkah di 
Amerika kaum kapitalis meradjaléla? Tidakkah diseluruli benua 
Barat kaum Kapitalis meradjaléla? Padahal ada Badan Perwakilan 
Rakjat! Ta’ lain ta’ bukan sebabnja, ialah oléh karena Badan-badan 
Perwakilan Rakjat jang diadakan disana itu, sekedar menurut resdp- 
nja Fransche Revolutie. Ta’ lain ta’ bukan adalah jang dinamakan 
democratie disana itu hanjalah p o l i t i e k e  democratie sadja; 
semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, — ta’ ada k e 
a d i l a n  s o s i a l ,  tidak ada e k o n o m i s c h e  democratie 
sama sekali. Saudara-saudara, saja ingat akan kalimat seorang 
pemimpin Perantjis, Jean Jaurès jang menggambarkan politieke 
democratie. „Didalam Parlementaire Democratie” , kata Jean Jaurès, 
„didalam Parlementaire Democratie, tiap-tiap orang mempunjai hak 
sama. Hak p o l i t i e k  jang sama, tiap-tiap orang boléh memilih, 
tiap-tiap orang boléh masuk didalam Parlemen. Tetapi adakah 
Sociale rechtvaardigheid, adakah kenjataan kesedjahteraan dika- 
langan rakjat?”  Maka oléh karena itu Jean Jaurès berkata lagi:

„Wakil kaum buruh jang mempunjai hak p o l i t i e k  itu, 
didalam Parlemen dapat mendjatuhkan minister. Ia seperti Radja! 
Tetapi didalam dia punja tempat bekerdja, didalam paberik, — 
sekarang ia mendjatuhkan minister, bésok dia dapat dilémpar 
keluar kedjalan raja, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu 
apa” .

Adakah keadaan jang demikian ini jang kita kehendaki!
Saudara-saudara, saja usulkan: Kalau kita mentjari demokrasi, 

hendaknja bukan démokrasi Barat, tetapi permusjawaralan jang 
memberi hidup, ja’ni p o l i t i e k - e c o n o m i s c h e  demo
cratie jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial! Rakjat 
Indonésia sudah lama bitjara tentang hal ini. Apakah jang dimaksud 
dengan Ratu-Adil? Jang dimaksud dengan faham Ratu-Adil, ialah 
sociale rechtvaardigheid, rakjat ingin sedjahtera. Rakjat jang tadi- 
nja merasa dirinja kurang makan kurang pakaian, mentjiptakan 
dunia baru jang didalamnja a d a  keadilan, dibawah pimpinan 
Ratu-Adil. Maka oléh karena itu djikalau kita mémang betul-betul 
mengerti, mengingat, mentjinta rakjat Indonésia, marilah kita 
terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, jaitu bukan sadja 
persamaan p o l i t i e k ,  saudara-saudara, tetapi pun diatas 
lapangan e k o n o m i  kita harus mengadakan persamaan, artinja 
kesedjahteraan bersama jang sebaik-baiknja.

72



Saudara-saudara, badan permusjawaratan jang kita akan buat, 
hendaknja bukan badan permusjawaratan politieke democratie 
sadja, tetapi badan jang b e r s a m a  d e n g a n  m a s j a- 
r a k a t dapat mewudjudkan dua prinsip: politieke rechtvaardig- 
beid dan sociale reclitvaardigheid.

Kita akan bitjarakan hal-hal ini bersama-sama, saudara-saudara, 
didalam badan permusjawaratan. Saja ulangi lagi, segala hal akan 
kita selesaikan, segala hal! Djuga didalam urusan Kepala Negara, 
saja terus terang, saja tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? 
Oleh karena monarchie „vooronderstelt erfelijkheid”, — turun- 
temurun. Saja seorang Islam, saja demokrat karena saja orang 
Islam, saja menghendaki mufakat, maka saja minta supaja tiap-tiap 
Kepala Negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan 
bahwa Kepala-kepala Negara, baik kalif, maupun Amirul mu’minin, 
harus dipilih oleh rakjat? Tiap-tiap kali kita mengadakan Kepala 
Negara, kita pilih. Djikalau pada suatu hari Ivi Bagoes Hadi- 
koesoeino misalnja, mendjadi Kepala Negara Indonesia, dan 
mangkat, meninggal dunia, djangan anaknja Ki Hadikoesoemo 
dengan sendirinja, dengan automatis mendjadi pengganti Ki Hadi
koesoemo. Maka oleh karena itu saja tidak mufakat kepada prinsip 
monarchie itu.

Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saja telah mengemukakan
4 prinsip:
1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme, — atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat, — atau demokrasi.
4. Kesedjahteraan sosial.

Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan jang 
Maha Esa.

Prinsip K e t u h a n a n !  Bukan sadja bangsa Indonesia ber- 
Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia liendaknja ber-Tulian. 
Tuhannja sendiri. Jang Kristen menjembali Tuhan menurut petun- 
djuk Isa al Masih, jang belum ber-Tuhan menurut petundjuk Nabi 
Muhammad s.a.w., orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut 
kitab-kitab jang ada padanja. Tetapi marilah kita semuanja ber- 
Tuhan. Hendaknja Negara Indonesia ialah negara jang tiap-tiap 
orangnja dapat menjembali Tuhannja dengan tjara jang leluasa. 
Segenap rakjat hendaknja ber-Tuhan setjara kebudajaan, ja’ni 
dengan tiada „egoisme-agama” . Dan hendaknja N e g a r a  Indo
nesia satu N e g a r a  jang bertuhan!

Marilah kita amalkan, djalankan agama, baik Islam, maupun 
Kristen, dengan tjara jang b e r k e a d a b a n .  Apakah tjara jan<* 
berkeadaban itu? Ialah h o r m a t - m e n g h o r m a t i  s a t u  
s a m a  l a i n .  (Tepuk tangan sebagian hadirin). Nabi Muham
mad s.a.w. telah memberi bukti jang tjukup tentang verdraagzaam-

73



heid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah 
menundjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita didalam Indone
sia Merdeka jang kita susun ini, sesuai dengan itu, menjatakan: 
bahwa prinsip kelima dari pada negara kita ialah k e - T u h a n a n  
j a n g  b e r k e b u d a j a a n ,  ke-Tubanan jang berbudi pekerti 
jang luhur, Ketuhanan jang hormat-menghormati satu sama lain. 
Hatiku akan berpesta raja, djikalau saudara-saudara menjetudjui 
bahwa Negara Indonesia Merdéka berazaskan ke-Tuhanan Jang 
Maha Esa!

Disinilah, dalam pangkuan azas jang kelima inilah, saudara- 
saudara, segenap agama jang ada di Indonesia sekarang ini akan 
mendapat tempat jang sebaik-baiknja. Dan negara kita akan ber- 
Tuhan pula!

Ingatlah, prinsip ketiga permufakatan, perwakilan, disitulali 
tempatnja kita mempropagandakan idee kita masing-masing dengan 
tjara jang tidak onverdraagzaam, jaitu dengan tjara jang berkebuda
jaan!

Saudara-saudara! „Dasar-dasar Negara”  telah saja usulkan. Lima 
bilangannja. Inikah Pantja Dharma? Bukan! Nama Pantja Dliarma 
tidak tepat disini. Dharma berarti kewadjiban, sedang kita mem
ijit j arakan dasar. Saja senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. 
Rukun Islam lima djumlahnja. Djari kita lima setangan. Kita 
mempunjai Pantja Indra. Apa lagi jang lima bilangannja? (Seorang 
jang hadir: Pendawa lima). Pendawapun lima orangnja. Sekarang 
banjaknja prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kese- 
djahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannja.

Namanja bukan Pantja Dharma, tetapi saja namakan ini dengan 
petundjuk seorang teman kita ahli bahasa — namanja ialah Pantja 
Sila. Sila artinja a z a s  atau d a s a r ,  dan diatas kelima dasar 
itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. (Tepuk 
tangan riuh).

Atau barangkali ada saudara-saudara jang tidak suka akan 
bilangan lima itu? Saja boléh peras, sehingga tinggal 3 sadja. 
Saudara-saudara tanja kepada saja, apakah „perasan” jang tiga itu? 
Berpuluh-puluh tahun sudah saja pikirkan dia, ialah dasar-dasar- 
nja Indonesia Merdéka, Weltanschauung kita. Dua dasar jang 
pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri
kemanusiaan, saja peras mendjadi satu:'itulah jang dahulu saja 
namakan s o c i o - n a t i o n a l i s m e .

Dan démokrasi jang bukan démokrasi Barat, tapi politiek-econo- 
mische democratie, jaitu politieke-democratie d e n g a n  sociale 
rechtvaardigheid, démokrasi d e n g a n  kesedjahteraan, saja 
peraskan pula mendjadi satu: Inilah jang dulu saja namakan 
s o c i o - d e m o c r a t i e .
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Tinggal lagi ke-Tulianan jang menghormati satu sâ na lain.
Djadi jang asalnja lima itu telah mendjadi tiga: socio-nationalis- 

me, socio-democratie, dan ke-Tuhanan. Kalau tuan senang kepada 
simbolik tiga, ambillah jang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua 
tuan-tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar 
sadja? Baiklah, saja djadikan satu, saja kumpulkan lagi mendjadi 
satu. Apakah jang satu itu?

Sebagai tadi telah saja katakan: kita mendirikan Negara Indo
nesia, jang k i t a  s e m u a  harus mendukungnja. S e m u a  
b u a t  s e m u a !  Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan 
Islam buat Indonésia, bukan Hadikoesoemo buat Indonésia, bukan 
Van Eck buat Indonésia, bukan Nitisemito jang kaja buat Indonésia, 
tetapi Indonésia buat Indonésia ! — s e m u a  b u a t  s e m u a !  
Djikalau saja peras jang lima mendjati tiga, dan jang tiga mendjadi 
satu, maka dapatlah saja satu perkataan Indonésia jang tulén, jaitu 
perkataan „g  o t o n g - r o j o n g”. Negara Indonésia jang kita 
dirikan haruslah negara g o t o n g - r o j o n g !

Alangkah hebatnja! N e g a r a  C o t o n g - R o  j o n g !  
(Tepuk tangan riuh-rendah).

„Gotong-rojong”  adalah faham jang d i n a m i s ,  lebih dinamis 
dari „kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu 
faham jang statis, tetapi gotong-rojong menggambarkan satu usaha, 
satu amal, satu pekerdjaan, jang dinamakan anggota jang terhormat 
Soekardjo: satu karjo, satu gawé. Marilah kita menjelesaikan karjo, 
gawé, pekerdjaan, amal ini, b e r s a m a - s a m a ! Gotong-rojong 
adalah pembanting-tulang bersama pemerasan-keringat bersama, 
perdjoangan bantu-binantu bersama. A m a l  semua buat kepen
tingan semua, k e r i n g a t  semua buat kebahagiaan semua. Ho- 
lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-rojong! 
(Tepuk tangan riuh-rendah).

Prinsip gotong-rojong diantara jang kaja dan jang tidak kaja, 
antara Islam dan jang Kristen, antara jang bukan Indonésia tulén 
dengan peranakan jang mendjadi bangsa Indonésia. Inilah, saudara- 
saudara, jang saja usulkan kepada saudara-saudara.

Pantjasila mendjadi Tri Sila, Tri Sila mendjadi Eka Sila. Tetapi 
terserah kepada tuan-tuan, mana jang tuan-tuan pilih: Tri Sila, 
Eka Sila ataukah Pantja Sila? I s i n j a telah saja katakan kepada 
saudara-saudara seinuanja. Prinsip-prinsip seperti jang saja usulkan 
kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonésia Mer- 
déka jang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan 
prinsip-prinsip itu. Tetapi djangan lupa, kita hidup didalam masa 
peperangan, saudara-saudara. Didalam masa peperangan itulah kita 
mendirikan Negara Indonésia, — didalam gunturnja peperangan' 
Bahkan saja mengutjap sjukur alhamduli’lah kepada Allah Subha-
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naliu wata’ala, bahwa kita mendirikan Negara Indonesia bukan 
didalam sinarnja bulan purnama, tetapi dibawah palu godam pepe
rangan dan didalam api peperangan. Timbullah Indonesia Merdeka, 
Indonesia jang gemblengan, Indonesia Merdeka jang digembleng 
dalam api peperangan, dan Indonesia Merdeka jang demikian itu 
adalah Negara Indonesia jang kuat, bukan Negara Indonesia jang 
lambat-laun mendjadi bubur. Karena itulah saja mengutjap sjukur 
kepada Allah s.w.t.

Berhubung dengan itu, sebagai jang diusulkan oleh beberapa pem- 
bitjara-pembitjara tadi, barangkali perlu diadakan noodmaatregel, 
peraturan jang bersifat sementara. Tetapi dasarnja, isinja Indonesia 
Merdeka jang kekal abadi menurut pendapat saja, haruslah Pantja 
Sila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus Welt
anschauung kita. Entah saudara-saudara mufakat atau tidak, 
tetapi saja berdjoang sedjak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini 
untuk Weltanschauung itu. Untuk membentuk nasionalistis Indone
sia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia jang 
hidup didalam peri-kemanusiaan; untuk permufakatan; untuk so- 
ciale rechtvaardigheid; untuk ke-Tuhanan. Pantja Sila, itulah jang 
berkobar-kobar didalam dada saja sedjak berpuluh tahun. Tetapi 
saudara-saudara, diterima atau tidak terserah kepada saudara- 
saudara. Tetapi saja sendiri mengerti seinsjaf-insjafnja, baliw’a tidak 
ada satu Weltanschauung dapat mendjelma dengan sendirinja, men- 
djadi realiteit dengan sendirinja. Tidak ada satu Weltanschauung 
dapat mendjadi k e n j a t a a n ,  mendjadi r e a l i t e i t ,  djika 
tidak dengan p e r d j o a n g a n !

Djanganpun Weltanschauung jang diadakan oleh manusia, dja- 
nganpun jang diadakan oleh Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin, oleh 
Sun Yat Sen!

„D e M e n s c h” , — manusia! —, harus p e r d j o a n g k a n  
itu. Zonder perdjoangan itu tidaklah ia akan mendjadi re a lite it! 
Leninisme tidak bisa mendjadi realiteit zonder perdjoangan seluruh 
rakjat Rusia, San Min Cliu I tidak dapat mendjadi kenjataan zonder 
perdjoangan bangsa Tionghoa, saudara-saudara! Tidak! Bahkan saja 

er a a e i agi c ari itu : zonder perdjoangan manusia, tidak ada 
satu ha agama, tidak ada satu tjita-tjita agama, jang dapat m e n d ja d i  
realiteit Djanganpun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan 
jang tertulis didalam kitab Qur’an, zwart op wit (tertulis dialas 
kertas), tidak dapat mendjelma mendjadi realiteit zonder per
djoangan manusia jang dinamakan ummat Islam. Begitu pula per- 

J3-ng !e,rtul18 didalam kitab Indjil, tjita-tjita jang 
umma™Kristen ^  mendjelma zonder perdjoangan

Maka dari itu, djikalau bangsa Indonesia ingin supaja Pantja Sila 
jang saja usulkan itu, mendjadi satu realiteit, ja’ni djikalau kita
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ingin hidup mendjadi satu bangsa, satu nationaliteit jang merdeka, 
ingin hidup sebagai anggota dunia jang merdeka jang penuh dengan 
peri-kemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusjawaratan, ingin 
hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup 
dengan sedjahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan jang luas dan sem
purna, — djanganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakannja, 
ialah perdjoangan, perdjoangan, dan sekali lagi perdjoangait.

Djangan mengira bahwa dengan berdirinja Negara Indonesia Mer
deka itu perdjoangan kita telah berachir. Tidak! Bahkan saja 
berkata: D i d a 1 a m Indonesia Merdeka itu perdjoangan kita
harus berdjalan t e r u s ,  hanja lain sifatnja dengan perdjoangan 
sekarang, lain tjoraknja. Nanti kita bersama-sama, sebagai bangsa 
jang bersatu-padu, berdjoang terus menjelenggarakan apa jang kita 
tjita-tjitakan didalam Pantja Sila. Dan terutama didalam zaman 
peperangan ini, jakinlah, insjaflali, tanamkanlah dalam kalbu sau
dara-saudara bahwa Indonesia Merdeka tidak dapat datang djika 
bangsa Indonesia tidak berani mengambil risiko, — tidak berani 
terdjun menjelami mutiara didalam samudera jang sedalam-dalam- 
nja. Djikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak mentekad- 
mati-matian untuk mentjapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indo
nesia itu akan mendjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lama- 
nja sampai keachir djaman. Kemerdekaan hanjalah diperdapat dan 
dimiliki oleh bangsa, jang djiwanja berkobar-kobar dengan tekad 
„Merdeka, — merdeka atau mati” !
(Tepuk tangan riuh).

Saudara-saudara! Demikianlah saja punja djawaban atas pertanja- 
an Paduka Tuan Ketua. Saja minta maaf, karena saja telah meng
adakan kritik terhadap tjatatan Zimukyokutyoo jang saja anggap 
„verschrikkelijk zwaarwichtig” itu.

Terima kasih!
( Tepuk tangan riuh-rendah dari segenap hadlirin).

SM/B/C/Z (6)
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Sidang Kedua, 10-VII sampai 17-VII-1945.
RAPAT BESAR PADA Tg. 10-7-1945.

Pidato Ketua: Radjiman 
Pidato Wakil Ketua: Suroso

Pidato Anggota: Soekarno
„ „  Wongsonegoro
„ „  Wurjaningrat

Ki Bagus Hadikusumo
Susanto
Dahler
Muhammad Yamin

Singgili
Sukardjo
Sukiinan
Sanusi
Muzakkir
Muhammad Yamin 
Ahdul Kaffar 
Sumitro Kolopaking
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SISALAH RAPAT BESAR 
PADA TANGGAL 10 JULI 1945



BADAN UNTUK MENJELIDIKI USAHA-USAHA PERSIAPAN 
INDONESIA MERDEKA.

RAPAT BESAR PADA TANGGAL 10 DJULI 2605.

i Rapat besar tanggal 10 Djuli 2605 digedung Pedjambon dikota 
Djakarta.

Rapat dimulai djam 10.00.
Sesudah menaikkan bendera dan melakukan upatjara rapat 

dibuka. 1

Ketua RADJIMAN:

Para anggota sekalian jang terhormat! Sebelum rapat ini 6aja 
buka, ingin saja terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota 
baru dari pada Badan Penjelidik. Anggota baru jang saja sebiit- 
namanja, saja minta dengan hormat supaja berdiri.

Tuan Abdul Fatah Hasan.
Tuan Asikin Natanegara.

'1 UUll UuAo Ilm M jW
Tuan Moliammail Noor,
Tuan Besar.
Tuan Abdul Kaffar.
(Anggota-anggota baru berdiri ditempatnja).
Terima kasih! Moga-moga para anggota baru menguatkan kegiat

an Badan Penjelidik didalam persidangannja dan djuga menambah 
pendirian-pendirian jang harus kita pegang dalam inendjalankan 
tugas Usaha Badan Persiapan ini.

Paraf anggota-anggota sekalian jang terhormat, persidangan Doku- 
ritu Zyunbi Tyoosakai jang ke dua ini, saja buka dengan mengatur
kan selamat dan bahagia serta terima kasih atas kedatangan tuan- 
tuan anggota jang terhormat. Sebelum membitjarakan atjara per
sidangan, perkenankanlah saja mengutjapkan sepatah dua patah 
kata pendahnluan seperti berikut:

Didalam persidangan ini haruslah kita senantiasa ingat, bahwa 
kita terikat oleh suatu kewadjiban jang dilimpahkan Pemerintah
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Balatentara Dai Nippon kepada kita, ja’ni menjelidiki usaha-usaha 
persiapan Indonesia. Maka dari itu didalam pertukaran pikiran 
tentang soal-soal jang termasuk kewadjiban kita bukanlah tudjuan 
kita hendak tentang-menentang, berdebat-debatan, melainkan harus
lah kita selalu berusaha mentjari djalan jang 6ebaik-baiknja untuk 
memenuhi kewadjiban kita tadi. Oleh karena itu sekalipun kita 
tidak dapat menjetudjui pendirian seorang lain, wadjiblah kita 
menghormati pendirian itu, pun djanganlah hendaknja kita 
memaksa orang lain, supaja menerima dan menjetudjui pendirian 
kita sendiri.

Didalam persidangan ini perlu sekali setiap anggota menjatakan 
pendiriannja dengan merdeka, bebas dari pada pengaruh atau 
paksaan, oleh karena djika tidak demikian, keputusan jang liarue 
ditentukan oleh persidangan ini bukan pendapat Badan Penjeli- 
dik jang sedjati. Kemerdekaan, kebebasan didalam menjatakan 
pendirian harus dihargai dan dihormati sepenuhnja, selain dari itu 
kita tidak boleh pula ragu-ragu didalam menjatakan pendirian kita, 
jaitu merasa kedudukannja terikat oleh orang lain, ataupun kuatir 
akan mendapat tjelaan dari pihak diluar Badan Penjelidik, jang 
tentulah tidak mungkin akan terdjadi, oleh sebab persidangan ini 
bersifat rahasia. Maka didalam suasana jang bebas dari segala pak
saan itu mulai kita akan memenuhi persatuan jang tersusun dengan 
ichlas dan sutji hati, pun hasil-hasil jang didapat didalam persidang
an pasti murni dan sedjati. Dengan djalan demikian kita menundjuk- 
kan pula persatuan jang kokoh dan sedjati sebagai lambang 
persatuan masjarakat Indonesia jang kita kehendaki

Sekianlah pidato saja pada permulaan sidan"O*

Wakil Ketua SUROSO:

Tuan-tuan dan Njonja-njonja sekalian!

Disini kami memberitahukan, bahwa berhubung dengan andiuran 
dan Ketua pada sidang jang pertama, jaitu hendaknja para an-ota 
memadjukan usul-usul sampai tanggal 20 bulan jang lalu maka 
jang sudah memenuhi permintaan Ketua ada 40 anggota dan usul- 
usul itu sudah diperiksa oleh Pamtla Ketjil. Lain dari pada itu, 
supaja pidato-pidato tuan-tuan bisa ditjetak sama dengan iang 
tuan-tuan «tjapkan, maka saja harap agar tiap-tiap anggota sesudah 
berpidato, berhubungan dengan kepala bagian penulisfjepat, untuk

supaja tidak terd̂  w
Sekianlah.

81



Ketua R AD J IMAN:
Tuan-tuan jang terhormat! Karena masih ada jajng belum men*g= . 

usulkan pendiriannja setjara tertulis, maka dengan hormat saja 
minta, supaja mengirimkannja didalam 2 hari ini kepada Zimu- 
kyoku, ketjuali tuan-tuan anggota Soekarno, Moh, Hatta, Sutardjo, 
Wachid .Hasjim, Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Miih. ,Aramin 
dan Maramis, karena memeka itu mendjadi Panitia Ketjil dan suclab, > 
ada pekerdjaan sendiri jang tertentu, sehingga, tidak bisa,atau tidak, _ 
mî pgkiiy mejnbikin tjatatan tentang hal kemerdekaan setjara 
tertulis. 3?etapi tuan-Uian.laijinja saja mohon dengan hormat,, s\ipaja 
didajanv ,̂ hari* jalah idengai* batas gam.pai besok hari Djumabat ; 
pag;î  xneyna8Û ajn yat t̂^nnja, karena itu perlu sekali buat^kita, J 
Badan pepjelidik, sebagai tambahan balian-balian buat kita semua., 
Djika ken̂ udian ¿nasik-dipandang perlulagi, kita meliliat tjatatan-. 
tjatatan jaî g tertulis itu. . '

Sekarang saja mohon laporan Panitia. Ketjil jang mendapat ke-r 
wadjiban' menggolong-golongkan * dan memeriksa tjatatan-tjatatan ? 
jang tertulis itu. Saja mohon Paduka Tuan Soekarno jang mendjadi 
Ketuanja n^emberika.n laporan.

Ketua Panitia Ketjil SOEKARNO:
Paduka Tuan Ketua jang mulia! Panitia Ketjil kewadjibannja 

jalah memberikan usul-usul jang telah masuk, dan terdiri atas tuan- 
tuan anggota jang terhormat Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Hadji 
Wachid Hasjim, Mr Muhd Yamin, tuan Sutardjo, tuan Maramis, 
tuan Oto Iskandardinata, Drs. Muhamad Hatta dan saja sebagai 
Syuusa dari pada Panitia Ketjil itu.

Adapun Panitia Ketjil telah memeriksa usui-usul jang masuk dan 
telah menentukan kebulatan pendapatnja didalam sidang bersama- 
sama beberapa hari jang lalu; seperti jang dikatakan oleh Paduka 
Tuan Ketua jang mulia tadi, 40 iin telah memasukkan usul, dan 
djikalau kami tindjau,* usul-usul dari 40 iin ini, adalah mengenai 
32 soal. Tetapi djikalau kita golong-golongkan lagi soal-soal itu, 
maka bolehlah saja katakan, bahwa usul-usul itu bisa dimasukkan 
dalam beberapa golongan sadja, jaitu:

1. Golongan usul jang minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnja.
2. Golongan usul jang mengenai dasar.
3. Golongan usul jang mengenai soal unificatie atau federatie.
4. Golongan usul jang mengenai bentuk negara dan Kepala Negara.
5. Golongan usul jang mengenai warga-negara.
6. Golongan usul jang mengenai daerah.
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7. Golongan usul jang mengenai soal agama dan negara.
8. Golongan usul jang mengenai pembelaan.
9. Golongan usul jang mengenai soal keuangan.

Paduka Tuan Ketua jang termulia! Demikianlah usul-usul jang 
masuk dengan surat. Tetapi Panitia Ketjil berpendapat, bahwa kami 
harus pula menjelidiki usul-usul jang tidak dimasukkan dengan 
surat, melainkan dengan lisan.

Terutama sekali ;ulah usul-usul jang mengenai procedure Badan 
Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan jang diterima oleh 
Panitia Ketjil didalam satu rapat pada tanggal 22 bulan jang lalu. 
Saja sebagai Kaityoo mengadakan rapat itu pada waktu anggota- 
anggota Tyuo Sangiin ada dikota Djakarta. Bersama dengan itu 
saja persilahkan semua anggota-anggota Tyuo Sangiin jang merang
kap mendjadi anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ditambah dengan 
anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, jang diam di Djakarta 
dan tidak mendjadi anggota Tyuuo Sangiin, untuk berkumpul 
digedung Kantor Besar Djawa Hookoo Kai.

Maka didalam rapat itu, jang dihadiri oleh 38 iin, kami menja- 
takan dengan tegas bahwa inilah rapat pertemuan antara Panitia 
Ketjil dengan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Panitia 
Ketjil ini ingin memperdengarkan usul-usul dari anggota-anggota 
tentang hal procedure jang harus kita lalui, agar supaja kita bisa 
lekas mentjapai Indonesia Merdeka. Maka dengan demikian kami 
Panitia Ketjil mendapat usul-usul jang tertulis dan usul-usul jang 
diutjapkan dalam rapat pertemuan digedung Djawa Hookoo Kai 
itu, jang dibuat- notulennja setepat-tepatnja. Djikalau tuan-tuan 
menghendaki, saja akan memberitahukan isi notulen jang dibuat 
pada waktu rapat didalam Kantor Besar Djawa Hookoo Kai itu. 
Djikalau saja sebagai Kaityoo Panitia Ketjil harus membuat pe
mandangan sepintas lalu atau pemandangan jang global tentang 
semua usul-usul itu, maka apakah jang pengusulnja terbanjak, arti- 
nja apakah kehendak sebagian besar dari pada anggota-anggota jang 
telah memasukkan usul setjara tertulis dan tidak tertulis, apakah 
jang dikehendaki anggota-anggota jang terbanjak dari pada kita itu, 
baik dari pada usul jang tertulis maupun dari usul-usul jang tidak 
tertulis itu tetapi ada notulennja —, sebagian besar dari pada 
anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai meminta dengan 
sangat supaja Indonesia Merdeka selekas-lekasnja.

Didalam usul jang tertulispun 26 anggota mengusulkan hal ini 
jaitu supaja Indonesia Merdeka selekas-lekasnja diselenggarakan’ 
Adapun alasan-alasan meminta Indonesia Merdeka diselenggarakan 
selekas-lekasnja itu sudah tentu bermatjam-matjam. Ada jan" 
memberi alasan bahwa inilah soal penghormatan bangsa. Seluruh
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dunia telah mengetahui bahwa Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, Badan 
Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Indonesia Merdeka telah bersi
dang. Pengusul itu menganggap bahwa seluruh duniapun ingin 
lekas mendengar, bagaimanakah sikap rakjat Indonesia terhadap 
kepada soal kemerdekaan; bahkan mengingat kepada pesanan dari 
pada konferensi Duta-duta Besar di Tokio jang menetapkan akan 
membantu kita sekuat-kuatnja agar supaja lekas merdeka, dianggap
lah oleh pengusul itu bahwa, djikalau kita tidak lekas menjeleng- 
garakan Indonesia Merdeka, itu dianggap satu hal jang tidak sesuai 
dengan kehormatan bangsa.

Ada alasan lain pula jang dikemukakan oleh pengusul lain. 
Pengusul lain itu mengatakan, bahwa d jika kita bangsa Indonesia 
tidak lekas-lekas selesai dengan pekerdjaan menjelenggarakan 
Negara Indonesia Merdeka menurut kehendak kita, mungkin nanti 
ada lain fihak jang akan menjatakan kemerdekaan Indonesia itu 
dengan tjara jang dia kehendaki, dengan tjara pemerintahan jang 
dia kehendaki, dengan pemerintah kebangsaan jang dia kehendaki.

Untuk mendahului kemungkinan ini maka dianggap oleh anggota- 
anggota pengusul itu perlu sekali kita selekas-lekasnja menjeleng
garakan Indonesia Merdeka.

Ada pula alasan-alasan lain jang dikemukakan, jaitu bahwa pada 
saat ini boleh dikatakan segenap bangsa Indonesia jang 70 djuta 
itu dan terutama bunga bangsa, pemuda harapan bangsa, terutama 
sekali mereka itu bersama-sama dengan hampir semua rakjat dje- 
lata, menunggu-nunggu hasilnja pekerdjaan Dokuritu Zyunbi 
Tyoosakai dengan setjepat-tjepatnja, jaitu ingin melihat Negara 
Indonesia Merdeka dengan selekas-lekasnja.

Marilah tuan-tuan jang terhormat, saja batjakan beberapa tjontoli 
alasan jang telah kami terima.

Ada jang berkata bahwa kita tidak kalah dengan lain-lain negeri 
jang sudah merdeka, seperti Saudi Arabia, Egypte, Irak, Afganistan, 
Yaman. Kemerdekaan perlu untuk menambah semangat perang.

Ada lain iin jang berkata bahwa Indonesia Merdeka jang selekas- 
lekasnja perlu untuk memperhebat perdjuangan dan pembelaan.

Lain iin minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnja untuk mem
binasakan musuh sekutu jang hendak menindas lagi bangsa-bangsa 
Asia Timur Raja.

Lain iin mengatakan bahwa Indonesia harus merdeka selekas- 
lekasnja oleh karena ini adalah harapan umum dari rakjat.

Lain iin mengemukakan bahwa alasan ini adalah harapan seluruh 
penduduk Indonesia dan minta- lekas diadakan Badan Persiapan.
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Anggota lain mengatakan bahwa inilah keinginan dari segala 
lapisan untuk memperhebat nafsu menghantjur-leburkan musuh 
dengan sembojan: pasti menang dan pasti merdeka. Darah angkatan 
muda akan lebih-lebih mendidih untuk mempertahankan tanali- 
airnja jang merdeka sekarang djuga.

Lain anggota memberi alasan minta Indonesia Merdeka selekas- 
lekasnja oleh karena hal ini berfaedah sekali untuk menambah 
semangat bangsa kita, dan pandangan internasional, jaitu mengenai 
kehormatan kita.

Lain iin mengatakan tidak usah menunggu selesainja sekalian 
penjelidikan tentang susunan tata-negara.

Lain iin minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnja, jaitu djan<ran 
Badan Penjelidik memakai tempo jang lama sekali untuk menjusun 
laporan-laporan jang pandjang-lebar. Pemerintah Balatentara Dai 
Nippon mendirikan negara merdeka di Birma, di Philippina dan 
Indo China dengan tidak makan tempo jang lama.

Lain iin minta Indonesia Merdeka selekasnja dengan tidak perlu 
menunggu kesempurnaan rentjana dasar dan bentuknja; ini akan 
menambah kekuatan tenaga perang Asia Timur Raya dan tertiaDai- 
nja kemenangan achir dipihak kita. *

Lain iin minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnja dengan alasan 
bahwa didalam riwajat tidak terdapat bahwa kemerdekaan su 
negara, kemerdekaan suatu bangsa, harus menungon hasil-Wi!81™ U 
ha Badan Penjelidiknja. Alasan-alasan buat kemerdekaan sekar13*" 
j alah bahwa kegentingan telah memuntjak, bisa mata-mata m u ^  
akan dapat mempengaruhi pikiran rakjat lagi dan bahwa keme 1 
kaan dapat menambah hebatnja dan besarnja perdjuangan t T  
mentjapai kemenangan achir. ® 11 ̂

Djika tidak tertjapai kemerdekaan itu, maka akan h i la n g  T 
nesia Merdeka. & 1 Ando-

Lain anggota lagi mengemukakan bahwa untuk lebih m 
ngobarkan semangat perlawanan dan roch pertanggunffan d 6ngoba^ 
meneguhkan semangat pembelaan negara adilaV. ■ an Untuk 
bahwa Indonesia Merdeka selekas-lekasnja. sJarat mutlak,

Lain iin mengemukakan alasan: Indonesia Merd'lr • 
satu middel sadja, dan bukan doel, untuk mentjapai t ' ‘UU .at*a â^ 
makmuran bersama Asia Timur Raja seumumnia d ke-
chususnja. Harus didjaga djuga, djangan sampai Der^ don6sia 
mendjadi dingin karena menanti-nantikan walet,, ~  . S a a n  rakjat 
nesia Merdeka. U menjambut Indo-

Lain anggota lagi mengatakan, bahwa inilah haran 
ia minta supaja kita mengirimkan mosi kepada D*; tv?11 UniUm; danNlPPon Teikoku,
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supaja melaksanakan djandjinja jang telah diutjapkan pada tanggal 
7 bulan 9 tahun jang lalu itu dengan selekas-lekasnja.

Lain iin lagi mengatakan, bahwa Badan Penjelidik harus bekerdja 
untuk melaksanakan dan melekaskan datangnja Indonesia Merdeka, 
buat selama-lamanja lianjalali datang dari kaum Sekutu sadja.

Demikianlah tuan-tuan jang terhormat, gambaran dari alasan- 
alasan jang telali dikemukakan oleh pengusul-pengusul jang memin
ta lekas datangnja Indonesia Merdeka.

Mengingat akan hal-hal ini semua, artinja, mengingat, bahwa 
sebagian besar dari pada usul-usul jang masuk dengan surat, menun
tut Indonesia Merdeka selekas-lekasnja, dan mengingat pembitjaraan 
dalam rapat di Kantor Besar Djawa Hookoo Kai, jang melulu 
mengenai procedure jang harus didjalankan, jaitu procedure agar 
¡jupaja lekas tertjapai Indonesia Merdeka itu, maka Panitia Ketjil 
mengusulkan kepada Paduka Tuan Ketua jang mulia:
1. Badan Penjelidik ini menentukan bentuk negara dan menjusun 

Hukum Dasar Negara.
2. Minta lekas dari Pemerintah Agung di Tokyo pengesahan Hukum 

Dasar itu dan minta agar dengan selekas-lekasnja diadakan 
Badan Persiapan Kemerdekaan, jang kewadjibannja jalah 
sekadar menjelenggarakan Negara Indonesia Merdeka diatas 
Hukum Dasar jang ditentukan oleh Badan Penjelidik, serta me
lantik pemerintah nasional.

3. Soal tentara kebangsaan dan soal keuangan.
Maka Panitia Ketjil mengusulkan tjara bekerdja, tjara berlaku- 

nja sidang Badan Penjelidik jang kedua jang mulai pada hari ini.
Tuan-tuan jang terhormat, rantjangan pekerdjaan itu telah kami 

persembahkan kepada Paduka Tuan Ketua; tersilah kepada 
Paduka Tuan Ketua akan menentukan sikap beliau sendiri terhadap 
usul Panitia Ketjil itui

Tuan-tuan jang terhormat! Semua anggota Panitia Ketjil sadai* 
sama sekali, bahwa djalannja pekerdjaan jang kami usulkan itu 
sebenarnja ada menjimpang dari pada formaliteit, menjimpang dari 
pada aturan formeel jang telah diputuskan, telah ditentukan. Tetapi 
kami anggota Panitia Ketjil berkata:

Apakah arti formaliteit didalam zaman gegap-gempita sekarang 
ini!

Apa arti formaliteit terhadap desakan sedjarah sekarang ini.
Apa arti formaliteit djika Sekutu telah mendirikan Netherlands 

Indies Civil Administration, telah menjerbu kedalam daerah tanah- 
air kita dan membahajakan Indonesia Merdeka!
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Apa arti formaliteit djikalau dikanan-kiri kita mengguntur-meng- 
gelédég gempa-petir-halilintar meriam, bom, dinamiet ?

Saudara-saudara sekalian, Panitia K etjil berpendapat, bahwa 
djikalau formaliteit tidak sesuai dengan dinamik sedjarali, maka 
harus dirobah formaliteit itu ; harus diganti formaliteit itu, harus 
dibongkar formaliteit itu.

Panitia Ketjil dengan rasa malu dan iba-hati merasa, bahwa Indo
nesia sekarang ini adalah satu-satunja negara dan bangsa Asia jang 
belum merdeka.

India telah mempunjai pemerintah kebangsaan sementara;
Birma telah merdeka;
Thai telah merdeka;
Philipina telah merdeka;
Tiongkok telah merdeka;
Mantsukwo telah merdéka;
Anam telah merdéka;
Luang Prabang telah merdéka;
Kita bangsa Indonesia sendiri jang belum merdéka;
Ini kami anggap ketjemaran nama bangsa kita Indonesia;
Malah ada satu iin jang berkata, ingin lekas merdéka, ingin lekas, 

walaupun hanja sepuluh hari merdéka, asal merdeka. Walaupun 
hanja sepuluh hari, walaupun dasarnja tidak sempurna, asal mer
déka.

D e m ik ia n la h  sa la h  sa tu  i in  m e n g a ta k a n .

Saja sendiri sebagai Kaityoo Panitia Ketjil pada waktu saja mem
buat perdjalanan achir ini, baik di Bali, maupun waktu kembali 
ketanah Djawa, saja sendiri mengadakan kondankai-kondankai di- 
mana-mana tempat, dan semua orang-orang jang saja temui minta 
lekas Indonésia Merdéka. Saja telah mengadakan pidato-pidato 
kepada heiho-heiho, kepada pradjurit-pradjurit pembela tanah-air, 
dan misalnja semua heiho di Den Pasar dipulau Bali, baik heiho 
Rikugun, bersumpah dihadapan saja, bahwa merdéka ingin mati 

/  mengikuti Amat ditempatnja, untuk Negara Indonesia. Demikianlah 
pula heiho-heiho jang dikumpulkan dikota Surabaja jang saja beri 
nasihat tentang Indonesia Merdéka, heiho-heiho itupun menjalakan 
ingin menjusul Amat ditempatnja sekarang ini, untuk Negara Indo 
nésia Merdéka. Dan kami bertemu dengan orang-orang dari Peta"
semuanjapun p r a d ju r it -p r a d ju r i t  k ita  ja n g  g a g a h -b e r a n i da ln  
te n ta r a  k e b a n g s a a n  in i ,  m in ta  su p a ja  k ita  b e k e r d ja  k e ra s  
SUp a ja  I n d o n é s ia  le k a s  m e r d é k a . ’  S «
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Saudara-saudara! Saja sekarang sebagai persoon, Soekarno, 
berkata, marilah kita bersidang terus dalam sidang jang kedua ini 
untuk menjelesaikan hukum dasar, dan d j angan kita pulang kalau 
hukum dasar itu belum kita susun.

(tepuk tangan).

Sidang jang kedua ini hendaknja sidang jang terachir dari pada 
Badan Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Indonesia Merdeka ......

( tepuk tangan).

Allah Subhanaliuwa ta’ala memberkati kita.
Sebenamja pada permulaan adalah kesukaran antara golongan 

jang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran 
mentjari pertemuan paham antara kedua golongan ini, terutama 
jang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saja kata
kan, Allah Subhanaliuwa ta’ala memberkati kita sekarang ini; kita 
sekarang sudah ada persetudjuan.

( tepuk tangan).

Pada waktu sesudah sidang Tyuo Sangiin kami mengadakan rapat 
dengan 38 orang anggota-anggota dari Dokuritu Zyunbi Tvoosakai 
didalam Kantor Besar Djawa Hookookai. Pada waktu itu 38 orang 
ini membentuk lagi satu Panitia Ketjil jang terdiri dari pada 
anggota-anggota jang terhormat: Hatta,

Muhd. Yamin,
Subardjo,
Maramis,
Soekarno,
Kiai Abd. Kahar Moezakkir, 
Wachid Hasjim,
Abikusno Tjokrosujoso, dan 
Hadji Agus Salim.

Panitia 9 orang inilah sesudah mengadakan pembitjaraan jang 
masak dan sempurna telah mentjapai hasil baik untuk mendapatkan 
satu modus, satu persetudjuan, antara pihak Islam dan pihak ke- 
bangsaan. Modus, persetudjuan itu termaktub didalam satu rant j ang
an pembukaan hukum dasar, rantjangan preambule hukum dasar, 
jang dipersembahkan sekarang oleh Panitia Ketjil kepada sidang
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sekarang ini, sebagai usul. Mendjadi artinja: Panitia Ketjil menje- 
tudjui sebulat-bulatnja rantjangan préambule jang disusun oleh 
anggota-anggota jang terhormat Moh. Hatta, Muhd. Yamin, Subar- 
djo, Maramis, Moezakkir, Wacliid Hasjim, Soekarno, Abikusno 
Tjokrosujoso dan Hadji Agus Salim itu. Marilah sekarang saja 
batjakan usul rantjangan pembukaan itu kepada tuan-tuan.

„Pembukaan: bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu j alah liak 
segala bangsa, dan oléh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia 
harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan 
dan peri-keadilan. Dan perdjuangan pergerakan kemerdékaan Indo- 
nésia telah samppi kepada saat jang berbahagia dengan selamat- 
sentausa mengantarkan rakjat Indonésia kedepan pintu gerbang 
Negara Indonésia jang merdéka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan 
didorongkan oléh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan 
jang bébas, maka rakjat Indonésia menjatakan dengan ini kemer- 
dékaannja. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 1 eme- 
rintah Negara Indonésia Merdéka jang melindungi segenap 
bangsa Indonésia dan seluruh, tumpah-darah Indonésia, dan untu 
memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia j ang berdasar an 
kemerdékaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disu
sunlah kemerdékaan kebangsaan Indonésia itu dalam suatu hukum 
dasar Negara Indonésia jang terbentuk dalam suatu susunan negara 
Republik Indonésia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar 
kepada: ke-Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari at 
Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang 
adil dan beradab, persatuan Indonésia, dan kerakjatan jang dipim
pin oléh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan 
serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat 
Indonésia” .

Sekianlah tuan-tuan jang terhormat, Paduka Tuan Kaityoo jang 
termulia, rantjangan préambule jang diusulkan oléh Panitia Ketjil 
penjelidik usul-usul. Didalam préambule itu ternjatalah, seperti 
saja katakan témpo hari, segenap pokok-pokok pikiran jang mengisi 
dada sebagian besar dari pada anggota-anggota Dokuritu Zyunbi 
Tyoosakai. Masuk didalamnja ke-Tuhanan, dan terutama sekali 
kewadjiban ummat Islam untuk mendjalankan sjari at Islam masuk 
didalamnja; kebulatan nasionalisme Indonésia, peraturan bangsa 
Indonésia masuk didalamnja; kemanusiaan atau Indonésia Merdéka 
didalam susunan peri-kemanusiaan dunia masuk didalamnja; perwa
kilan permupakatan kedaulatan rakjat masuk didalamnja; keadilan 
sosial, sociale rechtvaardigheid, masuk didalamnja. Maka oléh ka
rena itu Panitia Ketjil penjelidik usul-usul berkejakinan bahwa ini-
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lah préambule jang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap 
aliran jang ada dikalangan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi 
Tyoosakai.

Saja sebagai Ketua Panitia Ketjil, walaupun seruan saja ini seperti 
melémparkan garam didalam lautan, jaitu satu seruan jang tidak 
perlu lagi, saja berseru, supaja kita mengingat ketetapan hati untuk 
lekas-lekas mendatangkan Indonesia Merdéka, mengingat ketetapan 
hati kita, sebagai ternjata dari pada tepuk tangan tuan-tuan tadi itu, 
bahwa sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai jang kedua ini hendaknja 
mendjadi sidang terachir dari pada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. 
Kami Panitia Ketjil berharap supaja lekaslah didjelmakan dimuka 
bumi persatuan kita antara kita. Saja beberapa waktu bersidang, 
sebagai Gityoo Zyunbi Sangiin berkata: persatuan membawa keku
atan, tetapi kekuatan tidak boléh tidak pun menjelenggarakan 
persatuan. Siapa jang bersatu, bangsa jang bersatu tentu bangsa itu 
kuat; bangsa jang kuat, tentu bersatu. Marilah kita sekarang menun- 
djukkan kehadapan Allah s.w.t. dan dihadapan manusia seluruh 
dunia melintasi lima benua dan tudjuh samudera, bahwa bangsa 
Indonesia telah kuat untuk merdéka, dan oléh karenanja bangsa 
Indonesia itu bersatu bulat dan tidak ada retak didalam dada 
bangsa itu-. Persatuan membawa* kekuatan, kekuatan membawa per
satuan. Siapa jang tidak bersatu tidak kuat. Siapa tidak kuat, tidak 
bersatu. „Dharma evehato hanti”. Inilah utjapan saja sebagai sem- 
bojan penguntji dari pada pidato saja untuk menutup sidang Tyuoo 
Sangiin. Marilah tuan-tuan jang terhormat, demikianlah adjakan 
Panitia Ketjil kepada tuan-tuan sekalian, marilah kita lekas bersatu 
faham agar lekas menjelenggarakan hukum dasar Indonésia, marilah 
kita dengan lekas mendapat Indonésia Merdéka, dengan lekas men
dapat Negara Indonésia Merdéka.

Kemudian saudara tua bangsa Nippon jang hadir pula didalam 
sidang ini pernah menasihati saja supaja saja sering melihat bintang- 
bintang dilangit. Dengan melihat bintang-bintang dilangit itulah saja 
bisa menetapkan kedudukan saja sebagai manusia, sebagai putera 
Indonésia. Nasihat saudara tua jang hadir ini, hadir sekarang ini, 
tadi malam saja djalankan. Tengah malam saja keluar dari rumah 
saja menudju kepadang luas, memandang bintang-bintang jang ber
puluh-puluh, beribu-ribu, bermiliun-miliun berkemerlip diangkasa. 
Saja drahkan pikiran saja kepada Allah s.w.t. dan pada saat itulah 
saja teringat kepada anak-anak kita jang sekarang bertempur di 
Morotai, Tarakan, Balikpapan. Ratusan anak-anak Indonésia seka
rang mati di Tarakan dan Balikpapan, meréka mati buat apa, 
dengan harapan apa? Meréka mati barangkali tertelungkup ditanah, 
mentjium bumi Indonésia.
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Anggota YAMIN:
Jang tidak merdeka.

Anggota SOEKARNO:
Jaiv tidak merdeka. Mereka mati barangkali dengan seman se- 

n jnman diatas bibir: „hiduplah Negara Indonesia Merdeka!” 
mati menjebutkan: „0  Ibu” dan menjebutkan pula: „O Ibu Pertiwi 
jang ku t j intai’ .

Kita harus merasa berdosa, saudara-saudara, terhadap kepada 
pemuda-pemuda kita jang mati di Tarakan dan Balikpapan, kalau 
kita, jang tidak memanggul senapan dan bedil, tidak menjelengga- 
rakan Negara Indonesia Merdeka dengan selekas-lekasnja. Mereka 
mati zonder negara, saudara-saudara. Saja ulangi, berdosa kita kalau 
kita biarkan mereka mati zonder negara, berdosa kita kalau kita 
tidak bekerdja keras untuk memberi kepada mereka jang mati itu 
Negara Indonesia jang Merdeka. (tepuk tangan).

Marilah kita menetapkan hati kita. Demikianlah adjakan Panitia 
Ketjil pada tuan-tuan sekalian, anggota-anggota jang hadir. Marilah 
kita selesaikan pekerdjaan kita dengan selekas-lekasnja.

Dalam pidato saja dalam sidang pertama saja telah berkata: „Ara- 
bia mengalami satu malam dikota Riad” (One niglit only in Riad). 
Sovjet-Rusia mengalami 10 hari, jang menggemparkan seluruh 
dunia, jaitu „ten days that shook the world” . Kitapun sekarang harus 
insjaf, bahwa kita sekarang ini hidup dalam detik jang menentukan 
nasib bangsa dan Negara Indonesia buat ratusan tahun, „uren die 
het lot van eeuwen beheersen” .

Saudara-saudara, sekianlah harapan Panitia Ketjil. Saudara Ketua 
sendiri telah berkata, bahwa rol Dai Nippon Teikoku dalam peker
djaan menjelenggarakan Indonesia Merdeka itu tidak lain dan tidak 
bukan rol dukun beranak, rol bidan. Dukun beranak dan bidan 
tidak bisa melambatkan lahirnja seorang baji, tidak bisa mempenga
ruhi lahirnja seorang baji. Tentang hal detik ia dilahirkan oleh 
Allah s.w.t. didunia ini, adalah hak Allah jang Malia Kuasa sendiri 
untuk menentukan detik seorang baji dilahirkan didunia.

Saudara-saudara, natuur Ibu mendjalankan kewadjiban 
perintah Allah s.w.t. Sekarang Ibu Indonesia, artinja segenap rak*3 
Indonesia, segenap masjarakat Indonesia sedang melahirkan bai'i 
Kami mengharap dengan hormat dari Dai Nippon Teikoku sekeV' 
bantulah, seperti dukun beranak dan bidan, lahirnja Ne<r ! „  ] i

91



nesia Merdeka itu Allah s.w.t. menentukan lahirnja ini, hendaklah 
lekas.

Sekianlah saudara-saudara perslah saja kepada tuan-tuan sekalian 
sebagai Ketua Panitia penjelidik usul.

Terima kasih.

Ketua R AD J IMAN:
Pertama kali saja mengaturkan banjak terima kasih atas laporan 

anggota jang terhormat tuan Soekarno tentang pekerdjaan Panitia 
Ketjil jang dibentuk oleh persidangan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai 
jang pertama, jang begitu djelas dan begitu dalam mendjalankan 
pekerdjaan menjelidiki tjatatan-tjatatan atau usul-usul pendirian 
jang dikirimkan oleh rasa anggota, biarpun belum terang dan njata 
kemauan anggota jang diambil dan ditangkap oleh Panitia Ketjil 
dan dilaporkan hari ini dengan perantaraan anggotanja jang terhor
mat tuan Soekarno.

Jang kedua kali saja menghaturkan banjak terima kasih dan djuga 
rasa terharu sekali sebagai Kaitvoo dan sebagai manusia, karena 
anggota Panitia Ketjil mendjalankan kemanusiaan jang sebetulnja.

Dalam pembentukan Indonesia Merdeka kita memerlukan sekali 
zelfcritiek. Pengakuan Panitia Ketjil jang dengan perantaraan tuan 
Soekarno menjatakan bahwa Panitia Ketjil melangkah dari kewa- 
djiban jang sudah dilimpahkan oleh persidangan, mengharukan 
sekali perasaan, dan hati saja, karena dikatakan begitu terang dan 
karena didalam Panitia Ketjil ada suasana jang bersih, asas-asas 
kemanusiaan, keberanian mengakui apa jang betul dan apa jang 
tidak tepat. Tetapi anggota sekalian, saja kira, menerima asas rlari 
apa jang didjalankan itu. Apa jang diwadjibkan sudah terang sekali 
dan asasnja sudah djelas. Maka saja ulangi lagi: Tuan Soekarno 
haraplah menjampaikan kepada para anggota Panitia Ketjil jang 
ini hari bersidang disini, utjapan terima kasih saja sebagai Ivaityoo, 
dan sebagai manusia. Suasana dalam Panitia Ketjil jang mengindah
kan zelfcritiek, adalah satu tanda bahwa disitu ada bidji kesatriaan 
dan keperwiraan. Itulah menurut pendirian saja. Atas hal itu saja 
mengutjapkan terima kasih. Dan lagi karena hari ini kita mende
ngarkan pendirian jang dalam-dalam, maka sekarang saja berikan 
istirahat 15 menit.

(Rapat ditutup djam 11.16).
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(Pukul 12.16 rapat dibuka lagi).

Ketua RADJIMAN:
Tuan-tuan sekalian, anggota-anggota jang terhormat. Saja mem- 

beritahukan disini, bahwa pihak Pemerintah djuga ingin sekali agar 
lekas tertjapai keputusan-keputusan dari persidangan Dokuntu 
Zyunbi Tyoosakai ini, karena Pemerintah djuga merasa keperiuan- 
nja. ( tepuk tangan).

Sebagai jang tertulis dalam atjara jang tuan-tuan sudah maklum, 
kita sekarang membit j arakan dasar hukum.

Lain dari pada pemberitahuan dari pihak Pemerintah saja sendiri 
perlu memperingatkan pula, bahwa dengan lekas tertjapainja 
maksud kita, tidaklah kita bermaksud, bahwa kita tidak memerlu
kan penjelidikan setegas-tegasnja dan sedalam-dalamnja tentang hal- 
hal jang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Saja rasa 
bahwa kita musti dan harus menjelidiki dan mempeladjari lial-lial 
berkenaan dengan soal berdirinja sesuatu negara.

Selekas mungkin tetapi dengan sedalam-dalamnja kita harus 
mendjalankan penjelidikan-penjelidikan tentang usaha-usaha untuk 
Indonesia Merdeka. Lain dari pada itu nanti dalam permusjawaratan 
ini, saja peringatkan sebagai tadi saja uraikan dalam pembukaan 
ini, bahwa kita akan melahirkan pendirian kita dengan semerdéka- 
merdékanja. Djadi kita harus menghormati tiap-tiap pendirian. 
Biarpun kita tidak setudju dengan pendirian anggota jang lain, 
kita harus menghormati pendirian jang lain itu. Oléh karena itu 
saja berharap dengan hormat tetapi dengan sangat agar kita mewu- 
djudkan kesatuan kehendak. Disitu letaknja hasil persidangan ini 
dan kita harus merasakan, bahwa kita semua ini adalah mend j adi 
satu badan jang mendapat kewadjiban untuk menjelidiki usaha- 
usaha persiapan kemerdekaan. Saja hanja ingin memperingatkan, 
hendaklah pembitjaraan kita sedapat-dapat tinggal dalam suasana 
persaudaraan dan suasana kemerdékaan.

Sekarang saja harap agar tuan-tuan memikirkan soal hukum dasar 
Ataukah kita membitjarakan bentuk negara dan hukum dasar, atau
kah tuan-tuan setudju membitjarakan jang satu dahulu. Sedapat 
mungkin kita akan bekerdja setjara méthodis, agar supaja pembi
tjaraan tepat menudju kepada maksud.

Siapakah jang mau membitjarakan dahulu hal bentuk negara?

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:
Saja kira, lebih dahulu harus kita membitjarakan préambule

Ketua RADJIMAN:
Saja minta saudara-saudara melahirkan pendirian dahulu iat 

pendirian jang umum.
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Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:
Lebih baik préambule dahulu.

Ketua RADJIMAN:
Saja minta supaja anggota-anggota satu persatu melahirkan pe- 

mandangannja dahulu. Malahan saja serukan — biarpun saja tidak 
setudju, maaflah, para anggota Panitia Ketjil — supaja anggota- 
anggota setjara merdeka melahirkan pendirian sendiri, karena 
didalam pemandangan jang umum bahan-bahan pembitjaraan nanti 
kelihatan, dan disitu terletak murninja Badan Penjelidik ini. Siapa 
jang minta berbitjara?

Anggota WONGSONEGORO:
Saja minta bitjara.

Anggota WURJANINGRAT :
Saja mau mengemukakan permintaan tadi.

Ketua RADJIMAN:
Pendapat jang sudah dilahirkan djangan dikeluarkan lagi. Baiklah 

pembitjara-pembitjara jang kemudian menguatkan atau mengata
kan, bahwa meréka tidak setudju dengan pembitjara jang lebih 
dahulu.

Anggota OTO ISKANDARDINATA :
Tadi Ketua Panitia Ketjil telah memadjukan suatu rentjana. 

Tetapi sekarang tuan Ketua mengatur urusannja setjara lain. Itu 
berarti, bahwa usul jang tadi tidak diterima.

Ketua RADJIMAN:
Tidak, itu tidak saja katakan. Itu soal nanti. Boléh djadi rapat 

akan menerima rantjangan itu. Tetapi saja berpendapat, bahwa 
mungkin ada keterangan lain-lain lagi.

Anggota OTO ISKANDARDINATA :
Saja kuatir kalau-kalau pembitjaraan dan desakan atau usul dari 

Panitia Ketjil nanti tidak begitu njata tertjapai, sehingga menurut 
perasaan dan kejakinan saja mémang tepat sekali kalau jang men- 
djadi pokok pembitjaraan pada saat sekarang ini préambule jang 
sudah diusulkan oléh Panitia Ketjil itu.
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Ketua RADJIMAN:
Tetapi dalam hal itu saja berpendapat bahwa meskipun préam

bule sudah ada, lebih baik kita mendengar pula apakah semua 
anggota bermaksud menerima itu sadja ataukah ada lagi peman
dangan lain. Djadi persidangan menentukan pendirian kita. Apa 
jang sudah ada didalam préambule itu tidak usah diulangi oléh 
anggota lain untuk mempertjepat perdjalanan pembitjaraan dalam 
persidangan ini.

Anggota OTO ISKANDARDINATA :CO
Saja kira kalau kita harus membitjarakan dengan tjara jang 

begini, barangkali lima hari tidak tjukup.

Ketua RADJIMAN:
Itu belum tentu. Djangan kita orang pakai duga-duga. Harus kita 

memandang realiteit. Nanti bagaimana keadaannja kelak, kita bisa 
putuskan.

Anggota ABIKUSNO :
Menurut nasihat Cunseikan Kakka, kita harus membentuk negara 

dihadapan musuh. Apa gunanja kita berbitjara pandjang-pandjang.

Ketua RADJIMAN:
Tidak bitjara pandjang-pandjang. Tetapi siapa jang mau ber

bitjara kita idjinkan.

Anggota ABIKUSNO:
Saja harap, agar soal jang sudah dimadjukan itu segera dibitjara- 

kan, supaja djangan kita membitjarakan banjak-banjak soal.

Ketua RADJIMAN:
Saja ingin keterangan banjak-banjak.

Anggota ABIKUSNO:
Kita minta putusan jang lekas.

Ketua RADJIMAN:
Tetapi itu tidak berarti bahwa kita akan berbitjara setjara opper- 

vlakkig sadja.
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Anggota ABIKUSNO:
Tidak. Tjukup kalau itu dilakukan dalam Panitia Ketjil. Dan 

tidak tiap-tiap orang akan memadjukan pendiriannja. Saja tidak 
menjetudjui beleid jang begini.

Ketua RADJIMAN:
Boléh tidak menjetudjui. Terima kasih. Siapa lagi jang mau 

berbitjara lain dari tuan Wongsonegoro?
(Tuan-tuan Hadikusumo, Susanto Tirtoprodjo, Wurjaningrat, 

Dahler, Yamin dan Singgih minta berbitjara).

Ketua RADJIMAN:
Sekarang saja minta tuan Wongsonegora berbitjara.

Anggota WONGSONEGORO:
Paduka Tuan Ketua jang terhormat. Saja amat menghargai dan 

amat berterima kasih atas pekerdjaan Panitia Ketjil jang dalam 
usahanja sungguh-sungguh menundjukkan tidak hanja langkah jang 
amat tjepat, akan tetapi djuga amat luas, dan dapat mengetjap 
apakah jang terkandung dalam perasaan rakjat pada umumnja, 
jalah usul, supaja kita diberi kemerdekaan selekas mungkin dan 
djika dapat hari ini. Dan ini mémanglah betul dan tepat. Dimana- 
mana kita mengadakan Kondankai, kita mendengar suara-suara 
jang mengatakan hendak minta kemerdekaan pada hari itu djuga. 
Dari itu Paduka Tuan Ketua, saja kuatir, karena pada waktu ini 
semangat rakjat berkobar hendak menjongsong datangnja kemer
dekaan, kalau kemerdekaan itu tidak dengan segera diberikan, saja 
kuatir, bahwa semangat seluruh rakjat akan padam sama sekali, 
akan lebih dingin dari pada waktu sebelum ada pengumuman ke
merdekaan itu.

Dari itu, Paduka Tuan Ketua, barangkali tidak hanja saja sendiri 
akan tetapi segenap anggota dan djuga segenap rakjat jakin bahwa 
terhadap hal ini tidak ada harapan dan fikiran jang menentangnja.

Disamping itu, Paduka Tuan Ketua, kami peringatkan, bahwa 
pada sidang pertama kami mengusulkan tingkatan, jalah pemerin
tahan hendaknja disusun dua kali atau dalam dua tingkatan. Ini 
tak lain dan tak bukan sesuai dengan maksud seperti dituturkan 
oleh Panitia Ketjil tadi, jalah tingkatan pertama, setelah lahir 
kemerdekaan setjepat mungkin. Dalam pada itu sudah tentu sadja 
kita djangan terlintang oleh beberapa aturan dan penjusunan jang 
sulit. Dari itu harus ada tingkatan jang satu, artinja kemerdékaan 
dan susunan pemerintah, jang —  boleh dikata —  seada-adanja dulu.
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Dengan ini tidak diartikan, bahwa jang seada-sdanja itu tidak baik 
atau bagaimanapun, akan tetapi seada-adanja itu bermakna, djangan- 
lah kita terhalang, disebabkan adanja banjak pendapat jang ber- 
matjam-matjam tentang bentuk ini dan itu, padahal kita mengha
dapi pembentukan suatu susunan jang dapat mendjamin gerak- 
tjepat pemerintah pada waktu d jaman perang ini dan terutama 
sekali untuk memperkuat tenaga perang kita.

Untuk ini kita harus mengambil sikap jang menerima bentuk 
pemerintahan jang kami sebut dengan perkataan jang gampang, jaitu 
„seada-adanja” .

Disamping itu kami mengutarakan pembagian dalam dua, jalali 
dari sebab saja jakin, dan barangkali demikian djuga segenap ang
gota dan setiap orang jang mengetahui keadaan bentuk negara 
modern, bahwa susunan negara itu tergantung — bilamana saja 
boleh memakai perkataan asing „in de laatste en hoogste instantie” 
pada votum rakjat.

Dari itu, bagaimanapun djuga kekuatan kita, dan bagaimana djuga 
aliran jang kita djundjung tinggi sekarang, akan tetapi bilamana 
bentuk dan aliran itu tidak tjotjok dengan maksud dan kemauan 
rakjat, maka menurut pendapat kami, tidak boleh kita menetapkan 
bentuk itu. Dari itu maksud kami dengan membentuk pemerintah 
jang kedua kalinja itu jalab guna kemudian menangkap votum dari 
rakjat jang sebetul-betulnja dan sebulat-bulatnja. Pemerintah se
mentara ini pertama kali untuk memperkuat tenaga perang dan 
untuk menjusun kemerdekaan selekas mungkin.

Kemudian kita mempersiapkan tjara, bagaimana kita setjepat 
mungkin dapat menangkap votum rakjat sebulat-bulatnja dan sebaik- 
baiknja.

Dalam pada itu, Paduka Tuan Ketua, bilamana kami menerima 
dan membatja usul Panitia itu, d janganlah diartikan bahwa kita 
dapat menjetudjuinja 100%, sebab ada sebuah perkataan didalam- 
nja jang menurut kejakinan, barangkali dapat bertentangan dengan 
perasaan rakjat, jaitu perkataan „republik” . Tentunja Panitia Ketjil 
dapat djuga mengatakan: „kita jang betul” . Dapat djuga saja 
mengatakan „saja jang betul”, tetapi saja sama sekali tidak me
njalakan bahwa saja betul dan sama sekali tidak anti republik, akan 
tetapi djanganlah itu jang didjadikan soal; kami tidak akan men
dahului votum rakjat. Dari itu maksud kami jalah bahwa saja me
njerah kepada votum atau pendapat rakjat. Bilamana rakjat nanti 
menjetudjui republik: soit; bilamana rakjat memutuskan hal lain 
itulah jang harus ditepati. ’

Untuk terlebih dahulu menghindarkan kesukaran, maka bilamana 
perkataan republik harus dipakai sekarang, saja mufakat diu^a 
asal disamping itu formeel dinjatakan, bahwa bentuk itu adalah
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untuk sementara waktu jalali sambil menanti votum rakjat. Saja 
dapat menjctudjui hal jang demikian, ketjuali bilamana ada djalan 
lain jang belum dapat saja adjukan.

Usul saja agar memakai perkataan „kepala”  atau „wali negara” , 
jalah untuk menghindari pengaruh arti atau untuk tidak terpe
ngaruh oleh arti telinis dari pada term saja, karena „republik”  
bukan bahasa Indonesia, melainkan kata pindjaman dari Barat. 
Barangkali bentuk-bentuk lain ada banjak djuga. Itulah jang sering 
merintangi pekerdjaan kita. Dari itu djangan kita terserandung oleh 
perkataan sadja. Kita harus mengerti benar-benar nama bentuk jang 
kita hendaki, djangan kita memakai begitu sadja perkataan republik 
atau monarchi atau jang bagaimanapun djuga; bahkan seharusnja 
ada seorang diantara kita jang mengadakan tjiptaan istilah baru 
jang selaras dan sesuai dengan maksud kita, bangsa Wetan, bangsa 
Timur. Djanganlah hendaknja kita takut mengadakan tjiptaan per
kataan baru, dan sebaliknja djanganlah kita hanja mengoper 
perkataan asing jang mungkin isi dan maksudnja lain dari pada 
tafsiran kita. Dari itu djika memang perlu dipakai perkataan „repu
blik”  saja mufakat djuga, akan tetapi barangkali tidak ada seorang- 
pun diantara kita jang berani menentang kebenaran bahwa penetap
an bentuk negara jang sesungguhnja „in de laatste en hoogste in
stansi”  harus dinjatakan oleh volks-votum. Dari itu kita tidak berhak 
untuk mendahului atau mempengaruhi arah atau djalan aliran 
pendapat rakjat. Dari itu untuk meletakkan soal ini pada tempat 
jang sebetulnja, harus kita memberikan formulering jang tidak 
menghalang-halangi laliirnja pendapat dan fikiran jang sebetul- 
betulnja. Bilamana perkataan „republik” harus dipakai soit.

Tetapi harus ada formule, jang memungkinkan djalan lain, bila 
ada jang lebih baik. Paduka Tuan Ketua, demikianlah setjara 
singkat pendapat saja dan saja ulangi lagi, agar tiada salah iaham, 
bahwa kami 100% setudju dengan usul untuk kemerdekaan .seka
rang djuga.

Ketua RADJIMAN:
Saja mengatur terima kasih kepada anggota jang terhormat 

Wongsonegoro. Sekarang saja persilakan anggota jang terhormat 
tuan Wurjaningrat.

Anggota WURJANINGRAT:
Tuan Ketua. Saja mei$gutjapkan banjak hormat kepada pernjata- 

an Kaityoo tadi, jaitu pernjataan jang sangat menjetudjui kemer
dekaan selekas-lekasnja. Djikalau? sidang hari ini djuga atau besok 
dapat mempunjai bahan-bahan guna kemerdekaan saja kira, bahwa 
pengharapan kita sudah terpenuhi.
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Maka pendek kata, supaja pembitjaraan tidak terlalu pandjang, 
saja setudju sekali dengan apa jang diuraikan oleh Mr Wongso- 
negoro. Saja tidak bimbang lagi.

Hanja ingin saja memberi tambahan, agar djanganlah persoalan- 
nja hanja mengenai bentuk republik dan monarchie sadja, tetapi 
agar diperhatikan, bahwa dasar jang akan ditentukan segera akan 
dapat dilaksanakan.

Kalau sudah damai keadaannja, penetapan itu boleh diperbaiki 
lagi, disahkan sebagaimana mestinja. Djadi saja tambahkan pada 
usul tuan Wongsonegoro itu, bahwa anggaran dasarpun ditudjukan 
untuk waktu ini. Selandjutnja saja ada usul pula seperti berikut:

Meskipun saja setudju sepenuh-penuhnja tidak hanja 100 persen, 
bahkan 200, 300 persen, tetapi pertama-tama anggaran dasar untuk 
waktu ini sadja saja usulkan kepada tuan Ketua, supaja ditetapkan 
dan ketjuali anggaran dasar tidakkah bisa diadakan usaha-usalia 
lain lagi jang kiranja dapat mempertjepat pekerdjaan kita ini? Lebih 
baiklah kiranja seandainja Badan Persiapan mempunjai usul tentang 
hal ini. Haruslah ditjamkan dalam batin atau pikiran bahwa peker
djaan Badan Penjelidik kemerdekaan ini harus lekas selesai.

Sekianlah tuan Ketua.

Ketua RADJIMAN:
Saja mengaturkan terima kasih atas uraian tuan Wurjaningrat.
Sekarang saja persilakan tuan Ki Bagus Hadikusumo.

Anggota KI B AGU$ HADIKUSUMO:
Assalamu’alaiJjjnfi warahmatullahi wabarakatuh.
Tuan Ketua jang termulia, ingin saja memperingatkan tuan-tuan 

kepada perkataan beberapa kawan, ja’ni bahwa kita sekarang mem
bentuk negara kita dengan menghadapi musuh.

Peringatan itu saja rasa penting, karena mungkin sekali dipodjok- 
podjok ada mata-mata musuh banjak. Oleh sebab itu saja harap 
djangan kita mementingkan soal perkataan jang dapat menimbulkan 
perbantahan atau perdebatan jang hebat. Djangan! Sebab dipodjok- 
podjok, dibelakang kita, mungkin ada mata-mata musuh. Itulah jang 
sangat menguatirkan dalam masa ini. Djadi hendaknja pembitjara
an didasarkan pada isinja sadja.

Tuan-tuan jang terhormat, dengan tegas, dengan pendek dan tegas, 
maka tentang bentuk Negara Indonesia jang akan datang, dalam 
perkataan republik atau monarchie, menutnt pendapat saja, sudah 
tersembunji setan, artinja dua buah perkataan itu bisa menimbulkan 
perbantahan dan perdebatan jang dahsjat dan memuntjak sekali 
sehingga menjenangkan musuh. Padahal kalau kita memperhatikan, 
kalau kita mengambil pendapat orang didalam Zadankai. Kondankai,
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didalam pembitjaraan dirumah, péndék kata dimana-mana, isi jang 
dimaksud adalah sama. Umpama ditanjakan, apakah Negara Indo
nesia akan diperintah oléh seorang radja jang turun-temurun, 
semua orang setudju dengan pimpinan jang tidak turun-temurun. 
Seandainja ditanjakan apakah Negara Indonesia akan didasarkan 
kepada golongan orang, kepada rakjat atau kepada seorang sadja, 
semua orang menghendaki bahwa negara kita harus didasarkan 
rakjat. Péndék kata tuan-tuan memang ahli negara semua.

Semua orang mufakat djuga, bahwa republik jang akan dibangun
kan memakai madjelis wakil rakjat. Tetapi kalau saja katakan, agar 
republik jang bersifat begitulah jang dibangunkan, orang akan 
menolaknja pula, karena dalam dua buah perkataan itu pada waktu 
sekarang ini menurut pendapat saja, terkandung sétan dan iblis. 
Tentang maksudnja saja mufakat, apa lagi untuk mempertjepat 
datangnja kemerdékaan, jang Pemerintah sendiri djuga sudah 
mengharap-harapkan dan kita minta, supaja kita segera bersatu. 
Hendaklah tudjuannja sadja diambil, dan djangan ditambah dengan 
„republik” jang tidak tuan sukai. Gambarkan sadja apa jang tuan 
sukai jaitu bahwa negara dikepalai oléh seorang pemimpin jang 
tidak turun-temurun dan dimufakati oléh rakjat, dengan pemerin
tahan jang berdasarkan rakjat dan permusjawaratan. Adapun nama 
„republik” itu, dapat djuga disebutkan dalam bahasa Indonesianja 
dengan singkat, j alah „kedaulatan rakjat” . Kalau perkataan itu 
ti4ak disukai marilah kita mentjari jang lain. Péndéknja maksud
nja sadjalah jang diperlukan. Biarpun perbantahan disini tidak akan 
menimbulkan apa-apa, karena kita semua sudah saudara jang 
serapat-rapatnja, tetapi kalau dilihat oléh mata-musuh, perbantahan 
itu tidak baik. Perbantahan tidaklah baik, sungguhpun didalamnja 
ada sifat jang baik dan tidak menjebabkan sesuatu apa, tetapi 
memberi kesan keluar jang tidak baik. Sebab itu ambil sadja isinja. 
Saja mufakat dengan isinja dan dengan lekas datangnja Indonésia 
Merdéka. Dahulu saja tidak mufakat, tetapi karena kemudian tudju- 
an itu saja rasa benar, saja sekarang mufakat sekali. '
(tepuk tangan).

Ketua RADJIMAN:
Saja mengutjapkan terima kasih atas pidato tuan Hadikusumo. 

Sekarang anggota tuan Susanto saja persilakan.

Anggota SUSANTO:
Paduka tuan Ketua, tuan minta supaja kita menjatakan pendirian 

tentang bentuk negara. Menurut pendapat saja, bentuk itu mengenai
2 soal, jaitu pertama soal uni federasi; kedua soal republik atau 
keradjaan. Dengan singkat, akan saja batjakan apa jang telah di- 
adjukan, supaja rdjangan banjak-banjak minta waktu jang sekarang
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sangat, berharga. Tentang uni atau federasi — sebab dalam rapat 
jang dahulu ada aliran jang suka kepada federasi dan jang menjukai 
uni°— disini pertama saja berpendapat bahwa kita harus memaham
kan arti dan perbedaan antara uni dan federasi itu, jang mengenai
3 matjam susunan negara.

Uni: jang berhak untuk berhubungan dengan luar negeri, hanja 
dan melulu pemerintah pusat.

Federasi jang bertjorak Bondstaat: baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Dan 
Pemerintah pusat berhak mengadakan aturan langsung untuk semua 
penduduk.

Adapun perbedaan antara Bondstaat dan Statonbond jalah demi
kian. Dalam negara jang bersifat Bondstaat baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar 
negeri. Tetapi didalam Statenbond, pemerintah pusat tidak berhak 
langsung membuat aturan untuk penduduk, melainkan hanja dengan 
perantaraan pemerintah daerah. Dengan mengingat itu saja me
milih bentuk Uni, seperti d juga jang dirantjangkan didalam ran- 
tjangan Undang-undang Dasar jang telah saja usulkan. Tentang 
republik atau keradjaan, seperti saja alami didesa-desa, memang 
rakjat djelata hanja mengenal bentuk negara sebagai keradjaan 
mengenai pekerdjaannja. Akan tetapi kita harus membentuk negara 
dengan segera. Djadi sukarnja, jalah memilih radja pada waktu 
sekarang. Seandainja jang dipilih mendjadi radja itu salah satu dari 
pada radja-radja jang sekarang ada, maka menurut lu'mat saja, tidak 
adalah radja jang dapat diterima dengan puas oleh seluruh rakjat. 
Apabila jang didjadikan radja itu lain dari pada radja-radja janii 
sekarang ada, maka pun menurut hemat kami mungkin ia oleh 
seluruh rakjat diterima sebagai pemimpin negara tetapi tidak atau 
belum sebagai radja. Maka untuk mendjamin persatuan, kami nie- 
rantjangkan adanja Kepala Negara jang dipilih untuk waktu jan<r 
tertentu tetapi tidak disebut Presiden, dan bentuk negara jan<>- tidak 
disebut republik, malahan dalam Undang-undang Dasar dimuat 
kemungkinan, bahwa Kepala Negara jang sangat bersahadja dan di- 
tjintai oleh rakjat, dapat dinobatkan, djadi radja kemudian hari. Sah 
tjantumkan dalam rantjangan Undang-undang Dasar, balnva Kepuh 
Negara dipilih untuk beberapa lama, tetapi Kepala Negara jaV,>- 
sangat berdjasa dan ditjinlai oleh rakjat dapat dinobatkan mend'j'uP 
radja. Djadi inilah dalam pokoknja pendirian saja tentang bentuk 
negara.

Ketua R AD J IMAN:
Saja menghaturkan terima kasih atas pendirian tuan Su 

.Sekarang saja persilakan anggota jang terhormat tuan Dah^r.™10'

101-



Anggota DAHLER:
Paduka Tuan Saudara Ketua! Terdorong djugalah hati saja madju 

kemimbar ini akan menguraikan dengan sepatah dua patah pendi
rian saja tentang jang dibitjarakan sekarang ini.

Terutama sekali saja mengumumkan, saudara ketua, bahwa saja 
sangat memudji segala pekerdjaan jang sudah dilakukan, terutama 
pekerdjaan Panitia 9 orang, jang sudah merantjangkan préambule 
tadi jang sangat saja setudjui.

Mula-mula saudara Ketua saja terangkan disini pada sidang jang 
pertama pendirian saja tentang bentuk negara, dan saja minta bentuk 
negara itu hendaknja keradjaan. Sebab pendirian saja tentang po
litik umum boleh dikatakan sudah terkenal sama sekali, sudah 
puluhan tahun saja menguraikan pendirian saja tentang hal itu. 
Boleh dikatakan balnva saja republikein 100%. Akan tetapi kalau 
orang bertanja: apakah sebabnja engkau sekarang minta monarchie, 
djawab saja: karena waktu itu saja memikirkan pepatah atau per
kataan seorang filsafat ketimuran jang, sajang sekali, saja lupa 
namanja, maka saja mengatakan keradjaanlah jang memang meru
pakan suatu tjorak kemadjuan kemanusiaan, kemadjuan agama dan 
kemadjuan segala-galanja didunia ini, sebab radja itulah jang selalu 
mcndjadi wakil Allah didunia ini.

Menurut perkataan dalam bahasa Barat djuga, selalu radja 
disertai beberapa gelaran perkataan misalnja: Bij de genade God’s. 
Saja mengeluarkan perkataan itu dengan memikirkan keadaan 
bangsa Indonesia seumumnja, keadaan pikiran dan agama bangsa 
Indonesia jang seumumnja, jaitu jang masih bertalian teguh dengan 
adat-istiadat dahulu kala jang masih terasa dan hidup dalam sanu
bari masjarakat bangsa Indonesia. Walaupun begitu pendirian saja, 
dalam hal politik, tlieoritis dan praktis djuga, republikein, tetapi 
mengenai perkataan tadi ada pula tjelaan atau kritik saja, jaitu 
mengingat salah satu ketika dalam kemadjuan dunia jang saja sebut 
dengan perkataan jang saja pakai tadi. Djadi kalau sekarang bangsa 
Indonesia sendiri dengan kejakinan tentang haknja sendiri akan me
minta bentuk republik, tentu tidak sekali-kali akan saja larang 
atau akan saja tentang tidak saudara-saudara, malahan dengan 
segala tenaga akan saja sokong dan dorong, dan saja akan turut 
dalam kerdja sama untuk menjusun negara itu.

Walaupun disamping hal itu pikiran saja sekarang belum sampai 
kepada pertanjaan republik atau keradjaan, atau bagaimanapun 
djuga, jang terutama dewasa ini jalah sudah tentu soal kemerdekaan. 
Bagaimana djuga djalannja, bagaimana djuga ichtiarnja, bagaimana 
djuga akalnja, asal kita mendapat kemerdekaan dulu, dan menurut 
pikiran dan pendirian saja, lain dari pada kita bangsa Indorésia
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sendiri tidak ada jang dapat memberikan kemerdekaan kepada kita, 
tidak ada jang dapat menjatakan kita merdeka. Menurut perkataan 
jang tersebut di préambule ini rakjat Indonesia menjatakan (lengan 
itu kemerdékaannja. Segala soal jang lain boléh kita sampingkan. 
Djadi saja harap dengan penuh pengharapan, supaja dalam sidang 
jang kedua kali dari pada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ini, tjukuplah 
dan sampailah waktunja untuk mewudjudkan tjita-tjita kita jail" 
sudah berpuluh-puluh tahun kita idam-idamkan:
Indonésia Merdéka.

Ketua RADJIMAN:
Terima kasih kepada anggota jang terhormat tuan Dahler. Seka

rang saja persilakan tuan Yamin.

Anggota MUHAMMAD YAMIN:
Tuan ketua jang termulia ! Sidang jang terhormat ! Dalam rapat 

ini saja akan melahirkan beberapa pikiran dalam batas-batas agenda 
jang oleh tuan Ketua sendiri diberikan kepada kita. Dalam hal itu 
terlebih dahulu saja ingin mengemukakan kejakinan, bahwa dalam 
melakukan pembitjaraan tertudju kepada bentuk, kepada Unitaris
me atau Federalisme, maka lebih dahulu saja menegaskan la î 
utjapan ketua panitia ketjil, jaitu bahwa tiap-tiap langkah jan-r kita 
lakukan dalam sidang pada hari ini, hendaklah mendekatkan kit- 
kepada langkah jang paling achir dihadapan pintu gerban«- ne<nra 
Indonésia Merdéka, jaitu dengan selekas-lekasnja meranthn^k- 
suatu undang-undang negara Indonésia merdéka. Saja mene.'^ka'1 
hal itu, karena pertama kali langkah dari pada rakjat Indonésia' "  
paling achir adalah menentukan dan menetapkan konstitn« - 
kita ingini, maka hendaklah kita segera menjudahi lan^kal^1-6111 
paling achir itu, supaja pihak Dai Nippon Teikoku dapat 
memberikan perkataan jang paling achir jalali mengakui 
jang kita ingini. Oléh sebab itu dalam liai ini saja rin»kask„n 
pembitjaraan dan segala pertimbangan dengan harapan so ^  l 
penulinja, supaja kita sedapat-dapat ini hari diu™ sar...r»i ,penui1' 
langkah jang paling achir itu sehingga penetapan bentnl- ^Cpacla 
Indonésia Merdéka djangan terlambat oléh karena kita t t . .e"ara 
tergantung kepada perkataan terachir dari nadn ’ n 
Teikoku. c 31 - 1̂PI)on

Saja meminta perhatian bahwa dalam rapat tandai 9n , T . 
dahulu saja telah melampirkan suatu rantianw-m TT ?  Ia i
Dasar Républik Indonésia. ° n anS'undang

Dalam pada itu mengenai bentuk tentu sadja ada b h 
Sebenarnja mengenai hal itu saja tidak akan m em ad^6™1*3 fallam- 
meskipun saja siap untuk memberi penerangan dari T  pentlapat,

Pada pendapat
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saja sendiri tentang bentuk-bentuk jang saja pandang sebaiknja 
untuk seluruh rakjat Indonesia, tetapi hal itu tidak dapat saja dja- 
lankan, oléh karena suara jang mempertimbangkan bentuk jang 
terbaik untuk tanah-air dan negara kita seluruhnja telah banjak 
disampaikan. Mengenai hal itu tentu saja akan mendapat kesempatan 
ditempat lain untuk melandjutkan pembitjaraan, misalnja didalam 
panitia jang dibajangkan oléh Ketua Panitia Ketjil tadi. Dengan 
ringkas, maka pemandangan-pemandangan tertudju kepada Negara 
Indonesia tidak berbentuk, kepada Negara Indonesia jang berbentuk 
monarchie, dan kepada Negara Indonesia jang berbentuk republik. 
Dengan ringkas saja mengadjukan, bahwa terhadap tjita-tjita untuk 
mengadakan Negara Indonésia jang tidak berbentuk, djadi jang 
bukan monarchi dan bukan republik, saja mempunjai beberapa 
keberatan, dan keberatan jang terpenting, ada 4 buah.

Kalau negara kita tidak berbentuk, maka buat kita sendiri akan 
bersifat sesuatu negara jang diperintah oléh Pemerintah jang semeni 
tara. Ini barangkali tidak diingini oléh rakjat.. Rakjat pasti mau 
bernegara jang ada bentuknja; diam tiap-tiap langkah jang akan 
mengadakan negara jan g  tidak berbentuk, dianggap oléh rakjat 
melambatkan datangnja Indonésia Merdéka jang sempurna.

Jang kedua, jaitu, kalau negara kita tidak berbentuk, maka ada 
satu pihak jang tidak puas, jaitu rakjat Indonésia sendiri; oléh 
sebab itu saja berkejakinan, bahwa mengingat pembagian kekuasaan 
dalam negara jang akan datang itu, perlulah rakjat menjetudjui 
sepenuhnja bentuknja, j alah bentuk jang d jelas.

Keberatan ketiga, jaitu, djikalau sekiranja negara kita dibentuk 
dengan pelantikan ditengah-tengah rakjat dan ditengali perdjuangan 
internasional sekarang ini, maka njatalah, bahwa negara jang tidak 
berbentuk tentu akan mempunjai status jang tidak terang, jang tidak 
memuaskan. Dan kita mengerti, bahwa kemauan kita adalah me
rebut status internasional jang sepenuhnja dan status internasional 
tidak tertjapai dengan negara jang tidak berbentuk.

Jang keempat, jaitu, siapa atau golongan apapun jang hendak 
mendirikan negara jang tidak berbentuk, akan mendjalankan 
struisvogelpolitik, artinja menunda penjelesaian segala kesulitan 
didalam negara jang akan dibangunkan, sedangkan hal itu dapat 
diputuskan pada hari ini djuga. Keadaan demikian itu adalah ber
lawanan dengan bukti-bukti dalam politik Dai Nippon Teikoku 
sendiri, karena semua negara-negara dalam lingkungan Asia Timur 
Raja, sesuai dengan pelaksanaan politik Dai Nippon Teikoku, adalah 
berbentuk. Tanah Tiongkok mémang berdiri dibawah kekuasaan 
Pemerintah Kebangsaan, tetapi buat rakjat Tiongkok sendiri Tiong
kok Kebangsaan itu berupa republik.
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Mmtjoekwo memakai bentuk jang tentu, monarchie. Anam, 
Kamboclja, Luang Prabang memakai bentuk jang tentu, monarchie. 
T in ih Filippina mendapat bentuk tentu, jaitu republik. Djadi man- 
hh kita menjesuaikan diri dengan politik Asia Timur Kaya sekarang, 
¿itu  mendirikan nesara merdeka dengan bentuk jang tentu, gupap 
'rakjat Indonesia puas dan kita mendapat status internasional jOîtg 
sempurna.

Tentang monarcliie saja tidak akan menimbang baik atau djelek- 
nia dalam hal ini, hanja saja akan memadjukan 5 buali keberatan 
terhadap bentuk monarchie untuk Indonesia, kalau ditimbang 
demian ukuran kepentingan rakjat dan tidak sekali-kali dengan 
ukuran pendirian perseorangan.

Pertama-tama, dipandang setjara umum, maka tidaklah memberi 
kepa~lian. bahwa keturunan dalam monarchie akan kuat memerintah 
negara kita dan keturunan jang tertentu tidak pula memberi d ja
minan akan melahirkan kepada negara pimpinan jang kuat dan 
sempurna untuk berkuasa sebagai Kepak Negara, Negara Indonesia 
kita ini, padahal kita bermaksud mendirikan negara jang makmur 
dan abadi.

Kedua, monarcliib tentulah mendatangkan dynastie, baik dynastie 
jang baru atau jang dipilih dari pada dynastie-dynastie jang ada 
ditiuiah kita ini. Pemandangan itu hanja berarti pemandangan 
teorie sadja, oléh karena dalam keadaan jang hebat seperti sekarang 
ini, ment j ari dynastie b a r u  adalah suatu usaha jang semata-mata 
menolak datangnja Indonesia Merdeka, dan keadaan itu berten
tangan pula dengan kemauan rakjat umumnja, jang tidak mau 
diperintah lagi oleh keradjaan jang turun-temurun. Andai kala 
-)ilihan keturunan didjatnbkan antara keturunan-keturunan jang 
ada ditanah Indonesia ini, maka sungguhlah lapangan pemilihan 
kita terlampau besar: 4 Kooti ditanah Djawa, 8 Syuutyoo ditanah 
Bali. 100 di Sumatera, 200 di Borneo, bnlawcsi dun Maluku, seinnya 
meliputi lebih-kurang 300 Kooti di Indonesia; lagi pula saja jakin, 
bahwa dorongan rakjat tidak akan meminta dynastie jang ada. 
Keberatan-keberatan jang lain berhubungan dengan pemba-nan 
kekuasaan dalam negara monarchie, jang atjapkali mendapat silat 
sistim oligarchie, jalah suatu pemerintahan kekeluargaan. Saja 
jakin, bahwa monarchie dapat dibatasi dengan d jalan konstitusi 
tetapi bentuk monarchie itu sendiri tidak diingini oléh rakjat, 
nurut pendapat saja, oléh karena mengenai keku;ifi;iiHI rakjat rm<r 
akan kita atur. Kekuasaan rakjat tidak dapatlah diatur 'did ilun 
suatu monarchie, melainkan hanja dapat dalam bentuk republik

Keempat, saja jakin -  seperti saja utjapkan dalam pidato <aia 
dalam rapat Dokuntu Zyunbi Tyoosakai jan« nert mv, i ,  
tradisi Negara M o „ « i »  jang hei-,1 j a l i , , | a|am ,va k t„ ' „ l a ™  350  
tahun jang lampau sudah berachir sama sekali.
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Kenang-kenangan kepada monarehie memang ada, tetapi bangsa 
Tndonesia pada waktu ini tidak dapat dihubungkan dengan tradisi 
monarehie dahulu, sehingga dengan sendirinja kita dalam mcin- 
bentuk negara ini, perlu mengikuti kemauan kita sendiri, jaitu 
])ukan monarehie, melainkan suatu peml)agian kekuasaan rakjat 
dalam bentuk republik. Keadaan didalam pergerakan selama 40 
tahun jang uchir, jalah pergerakan kemerdekaan mendekatkan kita 
kepada pintu gerbang kemerdekaan, dan kita, jang mengetahui 
sedjarah pergerakan kemerdekaan dalam 40 tahun itu jakni, bahwa 
tiilak ])ernah terrlengar suara untuk membentuk negara jang tidak 
herhentuk, atau untuk mengadakan suatu monarehie, tetapi dengan 
langMing ataupun tidak dengan langsung tcrbajanglah dalam tjita- 
tjita kemerdekaan itu suatu Negara Indonesia jang didalamnja akan 
ada pembagian kekuasaan rakjat seluruhnja dan pembagian ke
kuasaan rakjat ilu, sebagai tjita-tjita pergerakan kemerdekaan, tidak 
lain dan tidak bukan terbajang dalam suatu republik. 40 tahun 
pergerakan kemerdekaan Indonesia mendekatkan kita kepada tjita- 
tjita suatu negara merdeka, Indonesia Merdeka. Pada ketika kita 
masuk kedalam pintu Negara Indonesia itu, maka kita hari:s 
djudkan sjarat dan silat negara kita, jaitu suatu negara merdeka, 
jang didalamnja teratur pembagian kekuasaan rakjat jang tidak 
boleh (lengan bentuk monarehie melainkan hanja dengan bentuk 
republik. Kemudian sampailah saja kepada bentuk ketiga, jang 
menurut kejakinan saja sendiri adalah suatu bentuk jang sempurna 
dan jang memberi djaminan kepada bangsa dan tanah-air kita, jaitu 
bentuk republik. Dalam rapat ini tidaklah saja akan mengemukakan 
baik dan djeleknja republik pada umumnja, melainkan saja hendak 
menjandarkan pilihan saja atas 3 alasan.

P e r t a m a - 1 a m a, saja jakin, bahwa rakjat Indonesia meng
hendaki republik dan republiklah jang memberi djiwa kepada 
bangsa Indonesia, bukannja bentuk lain jang manapun.

K e d u a, saja sebagai seorang nasionalis, hendak mengeluarkan 
perasaan rakjat terhadap kepada Tuhan Jang Maha Kuasa, agar 
memerintahkan, supaja pemerintahan negara kita didjalankan se- 
tjara musjawarat atau perundingan, dengan pembagian kekuasaan, 
dan hal itu dapat dilaksanakan dalam suatu negara jang tersusun 
dalam bentuk republik, dikepalai oleh Kepala Negara jang dipilih 
oleh badan permusjawaratan rakjat.

K e t i g a ,  negara kita didirikan tidaklah hanja menurut sjarat 
kebangsaan, kemauan rakjat dan perintah agama, melainkan djuga 
untuk mentjukupi sjarat-sjarat dunia internasional, jaitu untuk 
mendapat bentuk jang djelas supaja dapat diberi status internasional 
jang sempurna.
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Seperti oleh tuan Ketua Panitia Ketjil dikatakan, diluar negeri 
didirikan suatu matjam pemerintahan jang tidak berbentuk, jaitu 
’ ’Netherlands Civil Administration” . D jangan kita membentuk 
negara jang lebih rendah deradjatnja, melainkan harus jang lebih 
tinggi. Dunia internasional tidak menghargai dan akan mentjemooh- 
kan kita, kalau Negara Indonesia dibentuk tidak dengan sjarat 
kebangsaan* dan kemauan rakjat. Luar negeri hanja menghargai 
Negara Indonesia, djikalau Negara Indonesia terbentuk menurut 
sjarat kebangsaan dan kemauan rakjat serta dihargai oleh rakjat. 
Oleh sebab itu saja tidak bimbang dalam pemilihan, melainkan 
dengan tegas memilih bentuk republik, j alah Republik Indonesia. 
Tentang baik dan djeleknja pada umumnja telah saja hindari sadja. 
Mengenai sjarat-sjarat lain, seperti jang dimadjukan oleh pembitjara 
jang lebih dahulu, Mr Wongsonegoro, jaitu tentang mengadakan 
votum atau suara rakjat, dalam beberapa hal pertimbangan saja 
seperti berikut: &

Pertama kali, jaitu, Mr Wongsonegoro tadi sebagai jurist menge
tahui bahwa tjontoh sjarat untuk mendengar votum sudah ada 
jaitu dalam pembentukan Negara Republik Filippina. Disanalali 
r a k ja t  Filippina jang berkumpul di Manilla pada suatu ketika akan 
membentuk suatu Republik Filippina sebagai sumbangan dari pada 
r a k ja t .  Dalam pada itu, didalam grondwet dan beberapa wet lainnia 
se s u d a h  petjah peperangan Asia Timur Raja, telah ditetapkan’ 
bahwa akan didengar suara rakjat setjara langsung. Tiara ‘ ’
begitu dapat ditiru didalam pembentukan Republik Indonesia

Mengenai sjarat jang kedua, maka kita sekalian maupun tv 
Wongsonegoro sendiri tidak berbitjara untuk diri sendiri mel ' J31* 
sekurang-kurangnja kita memandang diri kita sebagai’ wakil”  
gerakan politik seluas-luasnja. Dengan demikian rapat ini b 
rapat perwakilan rakjat dimana duduk beberapa ano-gota ia 6 ^
nja dari pulau Sumatera, dari pulau Borneo, dari Djawa d " S « i '  
wesi, dari Ambon, sehingga kita dapat berpikir setjara rak^t* T 
rakjat. Dengan ini maka sjarat jang kedua, walaupun tA k 
purna, telah kita tjukupi. pUn tldak seni-

Mengenai sjarat jang ketiga, tidaklah benar kalau VL- 
bahwa rakjat belum mengeluarkan suaranja pada m , . atakan, 
rakjat jang didengar bukan bisikan sadja, tetapi suara g^ lm‘ Suara, ------ 6^uumn jang
. - i - - ' 6 e„ubUk InJon»“ ' ’l“ 8 ,li?av ’r rfeDf "  8"?Iameminta KePu h ilu, kupingnja sangat tuli. Orang Indonesia
rakjat jang gem Tndonesia Merdeka, mau hidup dalam Repu- jang mengikuu sjarat

Inilah sjarat-sjarat jang saja sumbangkan disamoin* ~ i 
perkataan Mr Wongsonegoro. p & Perkataan-
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Adapun tentang dua perkataan republik dan monarchie, jang 
dikatakan berasal dari iblis atau setan, saja tidak menjetudjui per- 
njataan jang demikian itu, karena sétan tidak ada didalam republik 
atau monarchie, melainkan ada didalam hati manusia. Marilah kita 
tetapkan putusan disini, setjara jang murni.

Keberatan, bahwa republik itu kata asing, barangkali sangat 
ringan, karena diantara segala perkataan jang sangat gemuruh, jang 
sangat lazim, ada banjak pula jang asing. Oléh sebab itu djangan 
kita malu memakai perkataan itu, karena perkataan harus berhu
bungan djuga dengan kemauan kita. Oléh sebab itu, alasan jang 
dimadjukan oléh Ki Bagus Hadikusumo, dalam anggapan saja, 
tidak penting dan sangat tidak berhubungan dengan kenjataan.

Tentang unitarisme dan fédéralisme tidak akan saja bitjarakan 
disini, tetapi akan saja madjukan dalam rapat Panitia jang tadi 
telah dibajang-bajangkan oléh tuan Ir Soekarno. Dengan mem- 
bitjarakan hal ini sekarang, kita hanja menimbangkan hal jang 
bersifat teori, dan dalam penjusunan negara ini saja tetap ber
pendirian menolak federalisme dan menjetudjui unitarisme; kalau 
mendapat kesempatan dalam penjusunan aturan negara nanti, akan 
saja bitjarakan dasar unitarisme, jaitu kesatuan Indonésia, tidak 
petjah-petjah, baik mengenai pemerintahnja, maupun mengenai 
bangsanja, maupun daérahnja.

Oléh sebab itu alasan-alasan ini saja ringkaskan sadja dengan 
permintaan, supaja dalam rapat ini djuga tuan Ketua memungut 
suara tentang monarchisme atau republik, supaja kita sesudah itu 
dapat bekerdja terus atas suatu dasar jang sudah tentu: dasar repu
blik atau dasar monarchie.

Itulah djalan supaja kita segera dapat mengatasi sjarat-sjarat jang 
paling achir untuk menghadapi negara merdéka.

Ketua WEDIODININGRAT:
Saja mengutjapkan terima kasih atas uraian tuan Muhd. Yamin. 

Sekarang tinggal pembitjara jang penghabisan, tuan Singgih.

Anggota SINGGIH:

Sidang jang terhormat ! Segenap bangsa Indonesia menghadapi 
lahirnja Indonésia Merdéka, sekarang, bahkan kemarin dan dalam 
tahun jang lalu djuga. Semua orang Indonesia sudah bersorak-sorak 
dan disini kita mengadakan permusjawaratan. Djadi sesunggahnja 
bahan-bahan perselisihan jang didengarkan didalam ruangan ini 
sesungguhnja hanja terletak pada kepertjajaan bahwa jang diadju-
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kan didalam ruangan ini adalah kepentingan rakjat. Suara rakjat 
itu dapat dikatakan dengan bisikan atau dengan kondankai, atau 
dengan tjara lain jang bagaimanapun djuga, dan sudah mendjadi 
suatu bajangan. Akan tetapi diantara meréka jang mendengarkan 
suaranja setjara bisikan, setjara berkondankai itu, mungkin ada 
djuga beberapa orang — tidak hanja 1 atau 2 — jang menolak 
republik, tetapi takut mendengarkan suaranja. Djadi bagaimanakah 
kenjataan suara rakjat itu, untuk saja sesungguhnja belum pasti. 
Kiranja kita semua berpendapat sebulat-bulatnja akan tunduk ke
pada suara rakjat jang njata berbukti. Karena itu, apa salahnja 
kalau penetapan bentuk itu akan diserahkan kepada suara rakjat 
jang didapat didalam suasana jang murni kelak.

Hal kedudukan kita dengan bentuk negara jang tidak bernama 
republik atau monarchie ataupun jang tidak ada namanja, melain
kan hanja dengan Kepala Negara sadja, terhadap dunia internasio
nal, tuan-tuan sekalian, kedudukan kita didalam dunia internasional 
itu tidak tergantung kepada suara atau pembentukan negara, akan 
tetapi tergantung dari kekuatan kita. Meskipun kita namakan mo
narchie atau republik, tetapi kalau kita lemah, negara kita akan 
lenjap lagi. Disitu letak soalnja. Djadi apakah dipilih bentuk mo
narchie atau republik, atau bentuk lain dengan memakai nama 
Kepala Negara, itu baiklah diserahkan kepada suara rakjat jang 
dapat ditangkap dengan semurni-murninja. Itu tidak akan mengenai 
kedudukan kita didalam dunia internasional.

Karena itu, sungguh-sungguh, djanganlah kita ada salah faham; 
bukan saudara tua jang menentukan, bukan. Djika kita harus me
nolong, supaja lahirnja Indonesia Merdéka itu dalam keadaan 
selamat, kelahiran itu harus menurut lahirnja baji, menurut keada
an baji jang akan lahir itu, djangan menurut ilmu-ilmu jang ada 
didalam kita: kalau baji itu lahirnja harus berdiri, haruslah begitu; 
kalau letaknja tidak menurut théorinja, tentu lahirnja tidak 
selamat. Karena itu saja harap agar suara-suara perselisihan itu di
sudahi dengan mengambil modus, bahwa penetapan bentuk jang 
sesungguhnja diserahkan kepada kedaulatan rakjat jang djuga 
diakui perlunja dan oléh Panitia Ketjil kedaulatan rakjat itu harus 
diakui pula; djanganlah kita hanja berteori sadja akan tetapi djuga 
melaksanakan dalam prakteknja, kalau sudah mungkin.

Sekarang kita belum mungkin. Sekalipun telinga kita ditambah 
lagi 10, tidak mungkin kita mendengarkan suara murni dàri pada 
rakjat. Mungkin akan ada suara lain jang dapat mengadakan 
suasana seperti jang dikehendaki itu. Dari itu saja mufakat dengan 
suara jang diperdengarkan oléh tuan Wongsonegoro; apakah seka
rang dinamakan republik, atau monarchie, saja setudju sadja, akan 
tetapi harus didjamin, bahwa kedaulatan rakjatlah jang akan me
netapkan bentuk jang terachir. Terima kasih.
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-Wakil Ketua SUROSO:
Sekarang kita beristirahat sampai setengah 4.
Rapat pada djam 1.30 siang ditutup.

Ketua RADJIMAN:
Sekalian tuan-tuan anggota jang terhormat, sidang saja buka lagi. 

Ada dua anggota jang meminta berbitjara, d juga berhubungan 
dengan bentuk negara tadi. Saja minta Saudara Sukardjo Wirjo- 
pranoto berbitjara dahulu.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:
Tuan Ketua jang terhormat. Selama soal Indonesia Merdeka dan 

bentuk Negara Indonesia diperbintjangkan atas dasar beberapa 
aliran dan dari beberapa sudut pada waktu jang lalu, maka saja 
senantiasa mempunjai satu pendirian jang sekarang djuga masih saja 
pegang teguh, j’alah bahwa Indonesia Merdeka hendaknja mendjadi 
sendjata baru atau sendjata istimewa jang dapat mengalahkan musuh 
selekas-lekasnja dan dapat menjusun susunan negara baru, jaitu 
membangkitkan rakjat dari kemiskinan sehingga mendjadi makmur. 
Pun tentang bentuknja, maka segala pikiran saja ukur dengan 
maksud itu, apakah bentuk jang akan dipilih itu akan merupakan 
sendjata baru atau tidak. Dengan lain perkataan tiap-tiap pilihan, 
tiap-tiap sikap harus dapat memperkuat, menambah tenaga perang. 
Selain dari pada itu, dalam pembitjaraan tentang Indonesia Mer
deka dan tentang bentuk Indonesia senantiasa saja mentjari — 
dalam perkataan Belanda — concentratiepunt, satu inti jang dapat 
menarik segala aliran, sebab Indonesia Merdeka atau bentuk Negara 
Indonesia itu hendaknja merupakan satu rumah, dimana semua 
rakjat merasa krasan (dalam bahasa Djawa). Artinja, merasa 
senang seperti didalam rumahnja sendiri, sehingga didjaman perang 
ini semua rakjat suka (mati untuk Indonesia Merdeka dan untuk 
membentuk negara merdeka itu. Dengan lain perkataan, maka soal- 
nja jalali Indonesia Merdeka, jang harus dapat dirasakan manfaat- 
nja.

Tuan Ketua jang terhormat, saja sangat terkedjut ketika saja — 
pada suatu waktu — memasuki suatu tempat dimana dibit j arakan 
bentuk republik atau keradjaan, seseorang bertanja kepada saja: 
„Djika memilih bentuk republik, apakah dosa saja?

Ini artinja bahwa dikalangan rakjat kita ada aliran, ada golongan, 
jang sungguh-sungguh memikirkan bentuknja, sebab pertanjaan 
„hukuman dosa apa akan menimpa negara djikalau jang dipilih 
bentuk republik?” , adalah satu djeritan jang tidak dapat diuraikan 
dengan perkataan. Maka dari itu dari mula-mula saja senantiasa
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berhati-hati sekali dalam hal membitjarakan dan soal memilih repu
blik atau monarcliie, bahkan dirapat jang dulu saja telah begitu 
hati-hati, sehingga saja pada waktu itu belum mengambil sikap. 
Saja minta appel, saja minta kepada semua anggota, seluruh rakjat 
supaja mulia budinja, supaja meninggikan pengetahuannja, mening
gikan mutu pikira^nja, sehingga mendapat tjiptaan, mendapat 
susunan jang dapat meliputi segala perasaan rakjat dan tidak ada 
bentrokan antara jang satu dengan jang lain. Saja telah mengatakan 
bahwa republik atau monarchie adalah satu sistim, satu rubriek 
untuk dunia internasional. Maka liendaknja sedapat mungkin, 
djika masih bisa, djika masih terdapat satu djalan keluar, hendak- 
nja kita djangan ditawan atau tertawan oleh satu sistimatik atau 
rubrik. Dari itu dalam pertemuan dulu saja memikirkan benar-benar 
hal bentuk, dan saja mengusulkan untuk mengadakan bentuk-perang 
(warstyle), bentuk darurat. Itu terpaksa oleh keadaan djaman. 
Maka dari itu, tuan Ketua jang terhormat, sesungguhnja soal per
satuanlah jang senantiasa meliputi djiwa saja, jalah Indonesia 
Merdeka hendaknja dilahirkan didalam suasana persatuan; hendak- 
nja Indonesia Merdeka djangan dilahirkan didalam suasana petjah- 
belah. Tuan Ketua jang terhormat, saja tegaskan, bahwa atas dasar 
ukuran pikiran saja jang menudju kepada persatuan dan penam
bahan tenaga perang, maka sedjak beberapa waktu saja memikirkan 
soalnja lebih mendalam, dan saja mentjoba mengulir-budi, tetapi 
tuan Ketua, saja sendiri tidak mendapatkan djalan jan°- baik 
pengetahuan saja masih kurang sekali, tetapi berbahagialah” rakjat 
Indonesia karena mempunjai beberapa orang ditengah-tengahnia 
beberapa putera dan puteri jang sungguh-sungguh dapat menambah 
bahan-bahan, sehingga buat saja sendiri waktu achir-achir ini dapat 
menentukan sikap saja, sehingga kalau saja bertemu lagi den*an 
orang-orang jang mengeluarkan djeritan djiwanja tadi, saja dapat 
mengadakan suatu obat, suatu perkataan, jang mudah-mudalian 
dapat menjempurnakan djiwa orang-orang itu, artinja sehin^a 
mereka dapat mengikuti kita, sebab djanganlah ada suatu oran<*-pu 
jang mendjauhkan diri dari Indonesia Merdeka. 11

Tuan Ketua jang terhormat, sekarang saja akan menerangkan bahan-bahan apa atau pikiran-pikiran apa jang sedjak waktu a h achir ini dapat saja susun dan temukan. Buat saja, tuan K^ ^  
bukan bentuknja jang penting dalam Negara Indonesk, tetapi di'113’ dari pada bentuk itu, jaitu pemimpinnja, Kepala Negaran a itnlTi buat saja lebih penting dari pada bentuk. Bentuk adalah’ b h mati. anan

Tetapi Kepala Negara adalah bahan jang hidup. Didalam t
Kepala Negara, didalam orangnja Kepala Negara harus dapat d i r ?makan keadilan, kesutjian, kesatuan dan terutama sek J. .'
dinamiek perang. Maka dari itu sekali lagi bukan bentukn^^ inl 

' t e ta p i

1 1 1



djiwanja, orangnjalali, jang terpenting dan dengan sendirinja 
pemilihan bentuk mendjadi no. 2; pemilihan Kepala Negara sudah 
semestinja, sudah seadilnja, dengan djalan permusjawaratan, artinja 
dengan djalan gotong-rojong. Dengan djalan gotong-rojong kita 
mengadakan Kepala Negara. Dengan djalan gotong-rojong kita men- 
djaga Kepala Negara. Dengan djalan gotong-rojong kita membentuk 
Indonesia Merdeka, dengan djalan gotong-rojong kita mengalahkan 
musuh. Tim n Ketua jang terhormat, sesunggulinja pikiran itu diper
kuat dan d jiwa saja telah dapat dinjala-njalakan oléh pidato tuan 
Soekarno didalam rapat jang dulu sebagai salah satu pembitjaraan 
jang penghabisan. Didalam pidato saudara kita tuan Sukarno lelah 
dibentangkan beberapa hal-hal jang kesimpulannja jalali memper
kuat gotong-rojong didalam segala hal.

Tuan Ketua jang terhormat, maka bentuk gotong-rojong tidak 
sadja buat selama perang tetapi djuga buat sesudah perang, sebab 
bentuk gotong-rojong adalah bentuk jang tjotjok dengan tabiat 
djiwa ketimuran jang aseli. Dalam hal ini perlu saja utarakan, 
bahwa saja tidak setudju, djika didalam memilih bentuk negara 
atau didalam menjusun pemerintahan dipakai nama sementara.

Nama sementara seliarusnja diasingkan sedjauh-djauhnja, sebab 
segala pilihan, segala sikap adalah tidak untuk sementara, tetapi 
untuk waktu seperti sekarang ini dimana kita menghadapi segala 
kemungkinan. Tuan Ketua, kalau ada jang mengusulkan sifat 
sementara didalam Undang-undang Dasar, préambule dan lain-lain- 
nja hendaknja usul itu djangan diterima.

Tuan Ketua, berhubung dengan itu sesunggulinja harus ada sikap 
jang lebih njata, artinja djika sekarang ini sudah dipersoalkan 
bentuk republik atau monarchie, kita harus mengeluarkan suara 
kita, harus memilih satu dari dua, artinja kita harus memilih dari 
antara sistim-sistim itu. Maka oléh karena saja berpendapat, bahwa 
pembentukan gotong-rojong itu pembentukan jang tepat bagi kita 
maka saja sendiri akan memilih bentukan republik, oléh karena 
bentuk republik dekat sekali dengan bentuk gotong-rojong. Maka 
dari itu tuan Ketua jang terhormat, inilah sumbangan saja jang bagi 
saja sendiri dapat menenteramkan djiwa; dan dengan hati jang 
berkobar-kobar saja dapat meneruskan kepada rakjat pada umum- 
nja faham saja tentang bentuk republik. Mudah-mudahan didalam 
usaha kita untuk meresapkan pengertian bentuk ini dikalangan 
rakjat, kita mendapat hasil sebanjak-banjaknja. Hanja saja minta 
perhatian paduka tuan Ketua, supaja didalam préambule atau di
dalam Undang-undang Dasar djangan dipakai perkataan „suatu” , 
misalnja „suatu Pemerintah Negara Indonesia,” , „suatu Undang- 
undang Dasar Indonésia” , „suatu susunan Negara Indonesia” . 
Hendaknja perkataan „suatu” diganti dengan perkataan „satu” . 
Komentar saja kira tidak perlu.
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Buat menutup uraian saja, saja hendak memperingatkan kepada 
iinrnm, bahwa didalam hal ini Pemerintah Dai Nippon Teikoku 
memberi kekuasaan, keluasan dan kesempatan sebesar-besarnja 
untuk menentukan bentuk dan filsafat negara kita. Didalam rapat 
jang dulu hal itu sudah saja kemukakan pula, tetapi tidak ada 
buruknja kalau saja singgung politik luar negeri dari Dai Nippon 
Teikoku, jaitu keterangan Menteri Luar Negeri Shigemetsu Mamoru 
didalam sidang Teikoku Gikai jang ke-36 pada tanggal 21 Januari 
2605 mengenai salah satu dari 5 dasar politik luar negeri jalah jang 
no. 3 jang bunjinja begini: Dengan mendjundjung tinggi sikap 
tidak mentjampuri urusan negeri-negeri lain dalam daerah-daerah- 
nja sendiri semua bangsa besar atau ketjil harus harga-menghargai 
kedaulatan dan kemerdekaan bangsa-bangsa lain dengan tidak 
mentjampuri soal bentuk dan filsafat jang mendjadi dasar peme
rintah nagara masing-masing. Tuan Ketua, dengan ini saja meng- 
utjapkan banjak terima kasih, bahwa saja mendapat kesempatan 
mempersembahkan dan menjumbangkan pikiran saja.

Ketua RADJIMAN:
Terima kasih saja utjapkan atas uraian tuan Sukardjo Wirjo- 

pranoto. Sekarang saja persilahkan tuan Sukiman menguraikan 
pendiriannja.

Anggota SUKIMAN:
Paduka Tuan Ketua jang Mulia, sidang jang terhormat!
Perlu agaknja saja terangkan lebih dahulu, bahwa kita dari 

Djawa Tengah jaitu anggota-anggota dari badan Dokuritu Zyunbi 
Tyoosakai jang berasal dari Jogja, Magelang dan Semarang, telah 
mengadakan rapat pula di Magelang untuk membitjarakan segala 
sesuatu jang berhubungan dengan pembentukan negara. Disitulah 
terdapat suatu hasil jang pada waktu itu mendapat persetudjuan 
bulat dari .pada para hadlirin. Oléh karena itu, maka sebelum ber
temu lagi dengan anggota-anggota jang terhormat jang pada waktu 
itu berkumpul di Magelang, saja merasa diri saja terikat oléh apa 
jang telah kita setudjui bersama. Akan tetapi setelah saja bertemu 
kembali disini dengan mereka dan karena kita mempersoalkan hal- 
hal jang telah kita setudjui pada waktu itu, maka ternjatalah 
bahwa kita sekarang sudah dibebaskan dari pada perdjandjian jang 
saja namakan Gentlemen Agreement antara kita, hingga sekarang 
ini djuga merdekalah saja untuk mengutarakan apa jang sesung- 
guhnja mendjadi pendirian saja sebagai orang Islam.

Sebagaimana saja terangkan didalam rapat jang pertama, sidang 
jang pertama, maka tentang bentuk republik atau keradjaan, Islam 
memang tidak memilih, karena, pada hémat saja, menentukan

113



bahwa negara harus berbentuk republik atau harus berbentuk 
keradjaan, adalah suatu keadaan jang boleh dikatakan sudah 
diketahui oleh umum. Bagi saja soal republik atau keradjaan itu, 
didalam djaman sekarang, adalah suatu hal „etiket”  sadja, sebab 
didalamnja terdjaminlah atau diakuilah bahwa kekuasaan jang 
terpokok ada pada rakjat, jalah kedaulatan rakjat, walaupun di
dalam suatu negara jang berbentuk keradjaan; didalam djaman 
modem ini tidak ada lagi suatu bentuk keradjaan jang „despotisch”  
atau „feodalisch” , seperti dahulu apa lagi buat bangsa kita jang 
sudah mempunjai tingkatan peradaban jang sudah tidak kalah 
dengan dibeberapa negara-negara lain diniuka bumi ini. Akan 
tetapi d juga didalam hal ini kita harus memeriksa riwajat dari pada 
negara-negara. Riwajat itu menundjukkan sesungguhnja, bahwa 
pada mulanja memang keradjaanlah jang kita kenali. Umpamanja 
sadja, hal ini ternjata sekali didalam riwajat negara Inggeris.

Disitu kita mendapat kesan dari pada perdjalanan perdjuangan 
antara kekuasaan negara dengan kekuasaan rakjat, hingga didalam 
negara seperti Inggeris jang dulu diperintah setjara despotisch, 
setjara paksaan oleh pihak radja, sekarang terdapatlah suatu bentuk 
jang didalam hakekatnja adalah republikeins, akan tetapi didalam 
merknja dinamakan keradjaan, jaitu hanja symbolisch atau sebagai 
etiket sadja. Akan tetapi, saudara-saudara, riwajat negara-negara 
lain memang menundjukkan, bahwa kemadjuan didalam hal ini 
mulai dengan keradjaan, tetapi berachir dengan republik. Apa lagi, 
saudara-saudara, dalam perdjandjian jang kita setudjui itu kita 
mengadakan tjara-tjara tanpa kekuasaan turun-temurun. Menurut 
ahli hukum, menurut adpokat kita, maka kalau hal turun-temurun 
itu ditetapkan demikian didalam suatu bentuk sesungguhnja bentuk 
itu sudah meninggalkan prinsip keradjaan, sudah berbau republik, 
jalah tanpa kekuasaan turun-temurun. Kalau pinpinannja tidak 
turun-temurun, sesungguhnja negara itu sudah bukan lagi ber
prinsip keradjaan, akan tetapi sudah memakai prinsip republik, 
karena ketentuan, bahwa pemimpin negara tidak turun-temurun, 
sesungguhnja sudah mengandung prinsip republik jang kepalan j a 
dipilih untuk d j angka waktu jang tertentu. D j adi, saudara-saudara, 
kalau demikian halnja — dan saja kira bahwa kita tidak akan di
pengaruhi oleh sentiment sadja —  kalau sudah terang bagi mereka 
atau bagi kita jang menghendaki bentuk keradjaan, tetapi tidak 
memakai prinsip keradjaan, kalau memang demikianlah d jalan jang 
dipilih untuk mempersatukan kita, apakah tidak bisa kiranja 
didapat suatu etiket baru jang sesungguhnja bisa diterima oleli kita 
semua? Etiket baru jang mengandung prinsip jang sesungguhnja 
sama, jaitu Kepala Negara harus dipilih pada waktu-waktu jang 
tertentu. Djadi dengan begitu pertentangan antara prinsip kera
djaan dan prinsip republik sudah tidak ada lagi.
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Pokoknja jalah, bahwa jang masih mendjadi soal perdjuangan 
sesunggulinja, hanja nama negara kita.

Anggota SOEKARNO:
Apa Kepala Negara dipilih buat seumur liidup?

Anggota SUKIMAN:
Misalnja boleh diusulkan sampai umur 60 tahun. Tetapi sesung- 

guhnja tentang prinsip tidak turun-temurun dan lmrus dipilih, kita 
sudah jakin semuanja. Itu sesunggulinja sudah berarti suatu kema- 
djuan lagi dalam soal republik atau keradjaan. Saja memang setudju 
sekali dengan pendapat saudara Muzakkir, mengenai apa jang 
sesunggulinja Islam itu, dan jang walaupun demikian didalam 
pidatonja menerangan, baliwa bentuk negara Islam adalah mirip 
dengan republik. Tentang bentuk „unitaristis” atau „federalistisch” , 
tuan-tuan jang terhormat, djuga didalam hal ini riwajat menundjuk- 
kan sesungguhnja, bahwa pada permulaan hubungan negara- 
negara adalah sebagai perserikatan negara-negara, „statenbond” , 
kemudian meningkat kepada „bondstaat” dan pada acliirnja 
meningkat lagi kepada eenlieidsstaat, karena „eenlieidsstaat” sesung
guhnja mendjamin satu urusan, satu bentuk jang se-efficient- 
efficient-nja. Kita dapat melihat tjontohnja didalam riwajat 
Djerman. Disana kita melihat pada permulaan adanja negara-negara 
statenbond, perserikatan negara jang meningkat kepada bondstaat 
sebelum Hitler berkuasa dan sesudah Hitler berkuasa mendjadi 
eenlieidsstaat. Demikian pula halnja dengan Amerika, akan tetapi 
Amerika baru bertingkat jang kedua sadja, belum sampai kepada 
tingkat jang sempurna, jaitu tingkat jang dinamakan unitaristis; 
belum meningkat kepada tingkat penghabisan. Maka tiap-tiap dari 
pada kita sesungguhnja mempunjai tjita-tjita jang setinggi-tingginja, 
jaitu satu negara buat satu bangsa dan satu tanali-air. Didalain 
kalangan kita sesungguhnja saja djuga tergolong mereka jang 
menjetudjui tingkat kedua itu, karena tingkat kedua sesungguhnja
— dalam usahanja — akan memperkuat pemerintahan pusat 
sehingga didalam praktek, sesungguhnja sudah mewudjudkan 
bentuk jang unitaristisch, maka lebih baiklah saja terima bentuk 
jang paling achir, jaitu bentuk sebagai eenlieidsstaat, jaitu negara 
persatuan. Karena didalam pemandangan saja, untuk mendirikan 
suatu bondstaat, haruslah sudah ada staat-staat.

Anggota LATUHARHARY:

Tidak perlu!



Anggota SUKIMAN:
Karena tingkatan itu tadi. Riwajat membuktikan itu; mengenai 

dinegara tingkatan manapun kita melihat lebih dulu adanja negara- 
negara jang baru bertingkat sebagai perserikatan negara dan sesu
dah itu meningkat kepada bondstaat jaitu negara serikat. Oleh 
karena pemilihan ini sesunggulinja sualu pemilihan jang tidak 
memakai sentimen, suatu pemilihan jang sesunggulinja berdasar 
atas riwajat, maka tentu sadja kita mengambil bentuk penghabisan 
jang sebenarnja dari pada taraf kemadjuan kenegaraan, sehingga 
kiia tidak lagi menghadapi soal eenheidsstaat atau unitarisme atau 
federalisme.

Sekian tuan Ketua, pemandangan saja.

Ketua R AD J IMAN:
Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Sukiman. 

Anggota jang terhormat tuan Sanusi meminta djuga bitjara tentang 
hal bentuk negara. Silahkan.

Anggota SANUSI:
Assalamu alaikuin warahmatul’lahi wabarokatuh!
Tuan Ketua jang terhormat, hadirin jang mulia, semula saja 

tidak ada maksud untuk berbitjara didalam mimbar ini, tetapi saja 
tertarik karena mengenai bentuk negara baru, keradjaan atau 
republik, belum terdapat seorang jang menerangkannja dari 
djurusan Islam. Saja akan mengemukakan kepada tuan-tuan soal 
keradjaan atau republik dipandang dari Qur’an sutji, dari firman 
Tuhan. Mudah-mudahan uraian saja mendjadi djembatan untuk 
persatuan antara kita sekalian. Hadirin jang mulia, bentuk keradja- 
an memang diterima oleh agama Islam, dipudji oleh agama Islam. 
Hanja kita harus menjelidiki sjarat-sjarat untuk mendjadi radja, 
sjarat-sjarat untuk mendjadi pemimpin besar atau Kepala Negara. 
Saudara-saudara, didalam Qiir’an jang sutji, didalam surat Al-an’am, 
tertulis pernjataan jang artinja:

Membangun negara keradjaan adalah sangat berat, karena, bila
mana seseorang diangkat mendjadi radja ia sudah mendjadi wakil 
mutlak dari pada Tuhan. Tidak boleh ia dipotong, dibelah atau 
dipetjah. Kedudukan keradjaan harus terus-menerus. Oleh karena 
itu jang mendjadi radja harus orang jang sangat sutji, kalau orang 
hanja sutji sadja ia tidak pantas mendjadi radja; ia harus seratus 
kali sutji. Sutjilah jang mendjadi radja.

Lagi dalam Qur’an dikatakan:
Seorang jang diangkat mendjadi radja tidak boleh tidak harus 

pantap mendjadi radja; ia tidak boleh masih memikirkan diri 
sendiri atau kerabatnja atau keluarganja, tetapi jang difikirkan
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harus umum sadja. Djikalau radja masih terpengaruh oleh hawa 
nafsunja, oleh keduniaan, tentu baginja berlaku ajat jang mengata
kan bahwa radja jang belum sutji, jang tidak sutji atau jang masih 
terpengaruh oleh hawa nafsu, oleh keduniaan, bila ia datang kesuatu 
tempat ia akan menjebabkan kerusakan, kebinasaan segala liarta- 
benda rakjat; bahkan djiwa rakjat diambilnja, dimakan olehnja.

Oleh karena itu, didalam surat Aladjas ada firman Tuhan begini: 
Bila suatu bangsa akaji membentuk suatu negara, memang asalnja 
jalah pengetahuan njaman, Itesutjian, maka harus negara itu di
bangkitkan, dibangunkan dengan memilih radja sebagai Kepala 
Negara. Djika negara memilih radja akan bahagian negara, belum 
sempurna, belum tinggi, kalau didjadikan negara, keradjaan harus 
mengangkat seorang imam.

Ada dikatakan dalam surat Jusuf jang artinja: wadjib meno-an"- 
kat seorang jang mendjadi Kepala Negara, jang memimpin ne°gara. 
Oleh karena itu, supaja kita bahagia, saja setudju bahwa di Negara 
Indonesia jang mendjadi kepala seorang Imam, sesuai dengan a^ama 
Islam, karena jang 95% adalah umraat Islam. 95% itu, dari°jan«- 
paling ketjil sampai jang paling besar, beladjar bahwa negara harus 
dibentuk dengan mengangkat seorang kepala, sedang saudara- 
saudara, kita semua keturunan senabi; nabi senmanja ada 124000 
tetapi tidak ada seorang dari mereka mendjadi radja, semuanja’ 
adalah Imam; maka Kepala Negara jang harus mengganti, jan<r 
harus merdeka, harus dipilih oleh rakjat. 016h karena itu saudara” 
saudara sekalian, dalam menghadapi suasana pengangkatan seoran" 
kepala, saja kuatir, bahwa, djika kita mengangkat radja, perkataan 
jang disebut Maswa, artinja kelebihan, jalah perkataan jan<r begitu 
berfaedah, malahan boleh djadi membawa suatu akibat hal lain ru <r 
kurang mendatangkan keamanan, atau jang mendatangkan kehT 
mahan atau perpetjahan. Oleh karena itu, seperti sudah s ala tind‘- 
mudah-mudahan kemungkinan jang begitu ditiadakan âU’

Demikianlah. Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:
Kalau tidak ada anggota lagi jang mau berbitjara, perasaan • 

kita sekarang harus mengadakan pemilihan tentang bentnlr Saja 
jaitu republik atau keradjaan atau lainnja. 8ara?

Saja kira pemilihan baiknja dilakukan tertulis sadia rl™ t , 
usah ditandatangani. Tjukupiah begitu. tidak

Sesudah ditulis kertas-kertas dikumpulkan, dan dihitUllg,
Anggota YAMIN:
Saja setudju, bahwa hal ini akan diundi.
Akan tetapi kalau kita mengundi bentuk ne^an tito Kiia memberi
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kesempatan akan bertanggung-djawab terhadap rakjat. Oleh sebab 
itu undian itu d j angan ditulis, melainkan dinjatakan setjara lisan 
apa jang disukai orang dengan tidak malu-malu.

Kita memilih jang baik buat rakjat, kita berani bertanggung- 
djawab kepada rakjat.

Ketua RADJIMAN:
Pada perasaan saja lebih baik disetem sadja. Tetapi sebelum itu 

njonja Sunarjo minta bitjara. Saja persilakan.

Anggota NJONJA SUNARJO:
Panitia Ketjil sudah menghasilkan satu rantjangan bentuk dasar 

negara dan susunan negara. D j adi saja minta baiklah rantjangan 
Panitia itu sadja mulai dibitjarakan, supaja njata hasilnja, siapa 
jang menjetudjuinja dan siapa jang tidak, dan sesudah itu diadakan 
pemungutan suara.

Ketua RADJIMAN:
Tetapi saja minta djuga, dengan hormat, agar kita menjetem sadja 

setjara tertulis.

Anggota WURJ ANINGRAT:
Saja mau tanja: „Lain-lainnja” itu apa?

Ketua RADJIMAN:
Misalnja hal Imam, seperti jang diterangkan oleh tuan Sanusi 

tadi.

Anggota MUH. YAMIN:
Antara republik dan imamat tidak ada.

Anggota SANUSI:
Maksud saja dengan Imam itu republik.

Wakil Ketua SUROSO:
Jang hadir sekarang ada 63 anggota.
Itulah jang akan menjatakan suaranja, berapa mufakat dengan 

republik berapa dengan keradjaan.
Anggota MANSUR:
Sebelum pemungutan suara tentang republik atau keradjaan, saja 

ingin bitjara.

Ketua RADJIMAN:
Sudah!
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Wakil Ketua SUROSO:
Akan diangkat satu komisi terdiri atas tuan-tuan: Pratalikrama, 

Sanusi, dan Dasaad. Jang mendjadi Ketua Panitia tuan Dasaad.

Anggota MUZAKKIR:
Saja mohon dari tuan-tuan anggota sekalian!
Oleh L arena kita menghadapi saat jang sutji, haiklah kita meng

heningkan tjipta, supaja djanganlah hati kita dipengaruhi oleh 
sesuatu hal jang tidak sutji, tetapi dengan segala kciclilasau meng
hadapi keputusan tentang bentuk negaia jang akan didirikan, 
dengan hati jang murni, jang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud 
jang tidak sutji. Oleh karena itu saja mohon kepada paduka tuan- 
tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri dihadapan hadirat Allah 
subhanahu wata’ala untuk meminta do’a.

Ketua RADJIMAN:
Usul itu kita turuti dan saja minta marilah kita mengheningkan 

tjipta, supaja mendapat pikiran jang sutji dan murni dalam pemi
lihan.

Rapat meminta do’a dengan pimpinan Ki Bagus Iladikusumo 
jang membatjakan Fatihah.

Sesudah itu diadakan pengumpulan suara.

Anggota DASAAD:
Tuan Ketua, kami sudah mengetahui, bahwa ada 64 stem.
Jang memilih, republik ada 55 stem, keradjaan 6, lain-lain 2 dan 

belangko 1.

Ketua:
Saja mengutjapkan terima kasih atas pekerdjaan komisi. 

Anggota sekalian sudah mendengar, bahwa telah dipilih oleh sidan" 
Dokuritu Zyunbi Tyoosakai jang kedua kali ini, jang melahirkan 
64 setem, jalah jang 55 republik, 6 keradjaan, 1 belangko dan “> 
lain-lain. Djadi semuanja ada 64.

Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita membuat pel 
poran jang sedjelas-djelasnja.

Anggota SOEKARNO:
Djadi putusan Panitia itu republik?
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Ketua RADJIMAN:
Sudah terang republik jang dipilih dengan suara jang terbanjak. 

Sekarang saja minta beristirahat.
Rapat ditunda sampai pukul 16.35.

Ketua RADJIMAN:
Tuan-tuan anggota sekalian! Kita sekarang membit j arakan hal 

batas Indonesia. Saja kira ini tidak begitu sukar, tetapi saja minta 
agar satu-dua orang anggota melahirkan pendiriannja mengenai 
batas Negara Indonesia. Siapa jang hendak berbitjara? Apakah kita 
membentuk negara jang tidak ada batasnja?

Anggota HATTA:
Dalam Undang-undang Dasar tidak perlu penetapan batasnja.

Ketua RADJIMAN:
Tetapi saja kira perlu. Bagaimana tuan-tuan?

Anggota SOEKARNO:
Tidak perlu.

Anggota SANUSI:
Saja serahkan hal itu kepada Panitia.

Ketua RADJIMAN:
Panitia belum dibentuk.
Nanti masih ada lagi hal-hal jang berhubungan dengan Panitia 

Ketjil. Djadi saja minta, agar kita menambah bahan-bahan.

Anggota WURJ ANINGRAT:
Tuan Ketua, dalam sidang jang pertama batas-batas sudah dibi- 

tjarakan. Sebetulnja, bagi saja sendiri, batas Indonesia tentunja 
sedikit-sedikitnja seperti waktu zaman Belanda dulu. Akan tetapi 
jang mendjadi pertanjaan pada waktu ini, apakah bisa, apakah 
dapat ditentukan begitu; maka saja tadi djuga mengatakan semua 
itu, dan kalau memang akan diadakan negara, djangan ditanjakan 
batas jang begitu akan tetapi saja mengusulkan batas-batas meli
puti daerah jang sudah dapat dihubungi dan jang dapat dimerdeka
kan. Demikianlah tuan Ketua.
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Ketua RADJIMAN:
Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Wurjaning- 

rat. Saja persilalikan tuan Moezakkir.

Anggota MUZAKKIR:
Paduka Tuan Ketua! Kita telah melalui suatu saat jang sungguh- 

sungguh historisch. Sebelum istirahat ini, mulailah kita memasuki 
pembitjaraan tentang pagar-pagar halaman tanah-air kita. Sungguh, 
kalau kita hendak mengenangkan kembali luas tanah halaman kita 
pada djaman nenek-mojang bangsa Indonesia, djaman Sriwidjaja 
dan Modjopahit, maka sungguhlah apa jang dikehendaki oleh bangsa 
jang muda, bangsa jang hendak timbul kembali, benar-benar amat 
besar. Akan tetapi rupanja angkatan muda pada masa ini, kalau 
menurut pendengaran dan himmah atau kehendak mereka itu 
adalah lebih dari pada angkatan jang dikerahkan oleh Perabu- 
perabu Sriwidjaja dan Modjopahit pada masa dahulu. Apabila kita 
hendak menetapkan halaman rumah, maka pertama-tama jang pen
ting bagi kita jalah untuk mempertahankan halaman rumah-tan<™a 
itu. Demikianlah djuga halnja didalam hal membentuk negara. 
Apabila kita menghendaki negara kita itu, sebagaimana jano- kita 
warisi dari pada milik nenek-mojang kita, hendaklah tenaga kita 
pula sepadan dengan himmah kita. Sungguh, benar-benar pada 
masa peperangan jang amat genting, jang belum pernah dialami 
oleh kita semua ditanali-air kita ini, kita membentuk negara bah
kan dimasa musuh bukan sadja mulai mendarat dihalaman-halaman 
jang d jauh, akan tetapi pula menljoba mendarat dihalaman tanah- 
air kita jang dekat; oleh karena kita berada dalam peperangan 
jang genting, peperangan diantara negeri Dai Nippon dan Sekutu 
dan dikepulauan Indonesia telah terdjadi beberapa kediadian- 
kedjadian jang berhubungan dengan peperangan itu, maka kalaii 
kita hanja menunggu-nunggu bantuan Balatentara Dai Nippon j™«- 
gagah perwira itu, dan kita menahan djiwa kita dan menjerahkan  ̂
nja kepada kekuatan mereka jang dengan mati-matian bcrdiiv 
didalam medan peperangan jang djaulv dari pada kemakmuran kota 
dan desa, kiranja, kalau kita menunggu-nunggu akan tena«-a B-1 
tentara Dai Nippon sadja, ukuran itu tidak sepadan. OlelTkc ' ^ 
itu, kalau memang bangsa Indonesia menghendaki kemerd ̂ k'''1™ 
dan dapat pula memagari, mendjaga halaman rumahnja tent lT  
kekuatan itu pula hendaknja disesuaikan dengan sebaik-b 'k * • 
Kita mengalami masa peperangan sekarang ini; menurut a ^ •n‘*a 
disiarkan didalam surat-surat kabar, usaha musuh akan n ^  ‘,ang 
kan negara-negara Asia Timur Raja itu telah berdjalan^d11*!118" 
mengadakan djepitan tanah Melaju, sebagian dari pada t ef ga.n 
kita ini, jalah sebidang tanah jang hendak kita selamatkan T *  
jang didiami oleh bangsa kita pula; maka djika pada masa ’
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hendak mengakui apakah tanah Melaju sebagian dari pada tanah- 
air kita atau tidak, timbullah pertanjaan apakah pada masa ini 
bangsa Indonesia sepadan dengan pada d jaman Demak, Patih 
Hunus, jalah bangsa jang gagah perwira, jang mempertahankan 
tanahnja dari pada bahaja kulit putih pada waktu itu. Maka 
apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunjai ketinggian 
kehendak dan kemauan, dan mendjundjung tinggi apa jang di
angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui, bahwa tanah 
Melaju itu sebagian dari pada tanali-air kita. Sungguh, beberapa 
halaman tanah-air kita telah djatuh dari pada tangan kita. Oleh 
karena itu, maka kewadjiban kita bukan sadja, membela tanah-air 
jang masih selamat akan tetapi djuga mengembalikan setiap djeng- 
kal dari pada tanali-air kita dengan kekuatan kita. Demikianlah 
telah diandjur-andjurkan oleh pemimpin kita P. T. Soekarno. Oleh 
karena itu untuk menjelamatkan seluruh tanah-air kita, untuk 
menjelamatkan sebidang tanah jang ditempati oleli bangsa kita, 
bangsa Melaju, jang tinggal disemenandjung Melaju, baiklah 
mereka kita masukkan dalam tanah-air kita dengan kerelaan 
mereka, dengan sukarela mereka, jang telah lama mentjita-tjitakan 
kesatuan dengan kita. Bukan tanah Melaju sadja, akan tetapi djuga 
pulau Papua walaupun bangsanja agak berlainan dari pada bangsa 
kita, dari pada bangsa Melaju, umumnja seperti keterangan tuan 
Hatta. Maka biarlah jang tinggal di Papua agak lebih hitam-hitam- 
an sedikit dari pada kita, akan tetapi tanah Papua itu pula men- 
djadi sumber kekajaan kita. Djanganlah sumber kekajaan, jang 
diwariskan oleh nenek-mojang kita hilang dengan sia-sia belaka. 
Oleh karena itu saja setudju, bahwa dalam menentukan batas 
halaman tanah-air kita, hendaklah kita berpikir dengaa sebaik- 
baiknja; djanganlah didasarkan pada soal, apakah kita sanggup 
atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan 
akan merdeka atau tidak. Tjukuplah uraian untuk membit j arakan 
pasal ini.

Ketua RADJIMAN:
Ada lagi tuan-tuan? Tuan Yamin, silakan*

Anggota YAMIN:
Tuan Ketua jang mulia, rapat jang terhormat! Saja tidak 

menjangka, bahwa pada petang hari ini (akan dibitjarakan) daerah 
Negara Republik Indonesia, jang telah kita putuskan itu —. Tetapi 
didalam pidato saja pada rapat panitia ini saja telah mendapat 
kesempatan dulu untuk memberi uraian tentang hal itu.

Oleh sebab itu saja terpaksa mengulangi uraian jang telah saja 
utjapkan tanggal 31 Mai jang lampau.

Maka uraian ini sedikitnja telah didengar oleh anggota-anggota 
jang terhormat, sehingga ulangan uraian saja dalam hal ini telah
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diketahui dalam garis-garis besar, seperti telah saja djelaskan 
pandjang-lebar dalam pembitjaraan saja dahulu. Saja merasa 
berat untuk memberi uraian ini, sebagai orang jang dalam 
jierasaannja masih hidup 'dalam keputusan jang demikian 
hebatnja mengenai perdjalanan sedjarah kita. Walaupun keputusan 
itu barulah dari kita, tetapi rasanja seakan-akan kita sudah melom
pat kepada pembentukan dan pelantikan Republik Indonesia jang 
kita harap-harapkan itu. Djadi didalam perasaan jang sangat gelisah, 
marilah saja memadjukan beberapa hal untuk mendjadi ukuran 
atau dasar daripada daerah negara jang kita harapkan, karena 
dengan perasaan dan dasar kemanusiaan jang sangat tinggi itu ada 
la°i dilimpahkan kekuatan untuk melompat kepada batasan jang 
diingini dengan timbangan-timbangan jang berurat pada kemauan 
otak. Menurut perasaan dan pikiran, maka dalam pembentukan 
dasar-dasar daerah dari pada Negara Republik Indonesia ini, adalah 
pengartian, bahwa negara jang akan kita dirikan tidaklah sama 
dengan negara-negara jang lain, karena kita akan menentukan 
Pemerintah jang baru, daerah jang akan dibatasi baru dan kaluarga 
negara jang baru pula. Oleh sebab itu perlulah kita mengemukakan 
sjarat-sjarat daripada negara-negara jang lebih dahulu dari pada 
kita sudah merdeka.

Pertama-tama sekali, jaitu tidaklah sadja berdasar kepada dasar 
hukum internasional, tetapi djuga berdasar kepada jang lebih tinggi 
daripada itu, maka bangsa jang tidak merdeka hendak mendjadi 
merdeka menurut dasar kemanusiaan, kemauan Illahi, jang memberi 
kesempatan kepada masjarakat untuk bertanah-air. Maka menurut 
dasar ini jang akan mendjadi daerah susunan Negara Republik 
Indonesia, jalah tumpali-darah Indonesia. Djadi dengan pelantikan 
negara baru ini, dengan segala kesutjian, tumpah-darah Indonesia 
mendjadi daerah Negara Republik Indonesia.

Wilajah Republik Indonesia jalah daerah jang delapan.
Dasar jang kedua, jaitu hendaklah negara, daerah negara ini 

meliputi tanah kepungan atau enelaves. Sedjarah dunia telah mem
buktikan bagaimana hebatnja soal-soal seperti tanah Djerman, Tje- 
cho-Slowakije dan negara-negara ditanah lain jang semendjak 
perdjandjian Yersailles. mengadakan enelaves, jalah jang dibuat 
oleh negeri-negeri Sekutu setelah perdamaian, untuk menimbulkan 
peperangan baru lagi. Dalam negara kita hendaklah enelaves, tanah 
kepungan itu dihilangkan, karena beberapa pahampun telah 
mengemukakan, bahwa tumpah-darah Indonesia jang akan mendjadi 
daerah Republik Indonesia adalah bulat keluar dan bulat dju<ra 
kedalam.

Djadi wilajah Republik Indonesia tanpa enelaves.
Dasar ketiga, jang akan meliputi kehendak kita untuk mendjadi 

kan daerah tumpah-darah kita daerah negara, hendaklah djuga
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dibatasi oleh satu dasar kemanusiaan, jang membatasi nafsu kita 
untuk meluaskan daerah negara kita. Nafsu itu jang diikuti oleh 
beberapa konferensi internasional, jang d juga diutjapkan oleh Jozef 
Stalin, jaitu bahwa kita tidak akan memberikan sedjengkal daerah 
tumpah-darah kita kepada kekuasaan lain, tetapi kita djuga tidak 
menghendaki sedjengkal tumpah-darah jang bukan tanah-air kita. 
Dengan dasar tiga ini, ja’ni tumpah-darah mendjadi daerah negara 
Republik Indonesia, jang tidak mengenal enclaves dan supaja men* 
djaga nasionalisme djangan mendjadi imperialisme, maka boleh 
saja djelaskan daerah apa jang kita namakan tumpah-darah, jang 
akan mendjelma mendjadi daerah negara itu.

Pertama-tama sekali dalam hal ini suara telah diutjapkan, baik 
didalam gedung ini, ataupun djuga dikalangan rakjat, bahwa per
bedaan paham tentang daerah 6ungguh-sungguh tidaklah banjak. 
Pembitjara jang pertama telah mengutjapkan, bahwa minimum dari 
pada keinginan kita, jaitu Hindia Belanda, seperti telah diutjapkan 
oleh anggota jang terhormat Wurjaningrat. Tetapi hal ini sama 
sekali tidak dapat diturut, karena dalam peperangan Asia Timur 
Raja kita membentuk negara tidaklah dengan mengangkat kita sen
diri mendjadi ahli-waris dari pada keradjaan-keradjaan Belanda, 
jang telah djatuh itu. Tjita-tjita kita tidak diikat oleh kolonialisme 
Belanda dan daerah tumpah-darah kita tidak dapat terkepung oleh 
tanah jang hanja mendjadi enclaves atau sebagian daripada seluruh 
tanah Indonesia dibawah beberapa kekuasaan imperialisme dalam 
sedjarah 350-400 tahun jang belakangan ini. Oleh sebab itu „Hindia 
Belanda atau tidak” buat kita djanganlah mendjadi ukuran, melain
kan kita tetap pada dasar pertama, jaitu jang akan mendjadi daerah 
Republik Indonesia, tumpah-darah Indonesia jang bulat. Tentu sadja 
dalam hal ini untuk sementara waktu ada pertikaian paham. Perta- 
ma-tama ada jang mengatakan, bahwa, d jikalau sekiranja bukan 
daerah Hindia Belanda dahulu, maka tentulah Hindia Belanda 
meliputi djuga Borneo Utara, Portugis Timor, Papua, tanah Melaju. 
Imperialisme dalam hal itu adalah njata sekali pengaruhnja dalam 
perdjalanan sedjarah, tetapi pada waktu ini hendak mendirikan 
negara kita dengan mengingat ideologi dan dengan pandangan 
dunia. Pembentukan dan pelantikan negara baru mendjadi 
puntjak daripada politik meng Indonesia-kan bangsa kita, maka 
dengan sendirinja kita tidaklah hendak mengadakan keingin
an minimum ataupun suatu keinginan maximum, melainkan bahwa 
negara kita selaras dengan dasar jang telah kita madjukan itu, jalah 
kita hendak berdaulat atas tumpah-darah jang mendjadi daerah 
Indonesia. Dalam hal ini hanja ada differentiatie, tertudju kepada 
tanah Malaja. Menurut paham saja, maka dalam daerah Indonesia 
pun hendak dimasukkan tanah Malaja, oleh karena, atas beberapa 
alasan dan beberapa sebab, ternjatalah dengan sesungguh-sungguh-

124



nia, bahwa hubungan antara tanah Malaja dengan pulau-pulau jang 
lain di Indonesia seperti tidak dengan ditanah lain, melainkan biasa 
sadja seperti dalam bagian daripada tumpah-darah Indonésia kita. 
Pun sedjarah memberi bukti jang djelas bahwa sedjak zaman 1200 
sampai sekarang tiada berpisah daripada tanah Indonesia, dan 
menjatakan dengan pasti, bahwa tanah Malaja adalah dalam satu 
hubungan dengan segala kepulauan jang lain ditanah Indoné
sia kita ini. Diantara orang Indonésia jang hidup ditanah Indonésia 
disebelah Barat, baik di Bornéo Barat atau seluruh Sumatera, Se- 
menandjung Malaja, Djazirah Malaja ada kesatuan hati jang betul- 
betul merupakan suatu realiteit, jaitu orang-orang didaérah jang di
sebut tadi mengadakan ’’mission sacréé” dan orang Malaja melan- 
djutkan „mission sacréé” diseluruh Indonésia jang saja sebut tadi 
itu. Saudara Muzakkir telah memadjukan keradjaan Madjapahit dan 
Sriwidjaja; kedua keradjaan itu menjatakan, bahwa lompatan jang 
terachir dari tanah Indonésia menudju Asia, ataupun lompatan jang 
terachir dari benua Asia menudju tanah-air kita tidak lain dan tidak 
bukan selalu Malaja. Selain daripada sedjarah politik, géopolitik 
menjatakan, bahwa tanah Malaja merupakan satu rangkaian jang 
tidak dapat ditjeraikan dari tanah Indonésia jang lainnja. Rang
kaian itu begitu hébat, sehingga peperangan Asia Timur Raya seka
rang ini menjatakan lagi, bahwa lompatan ketanah Indonésia ini 
dilakukan dari tanah Malaja atau Djazirah Malaka. Nama Kota Baru, 
dimana Balatentara Dai Nippon mendarat untuk pertama ka’li akan 
menudju ke Selatan, jalah Trengganau dan Kelantan adalah sebagai 
djembatan jang paling hebat untuk menudju ketanah-air kita ini.

Géopolitik, baik jang bersifat udara, maupun jang bersifat lautan, 
ataupun jang bersifat daratan, menjatakan, bahwa tanah Melaju 
berhubungan rapat dengan tanah Indonésia Barat, sehingga dengan 
sendirinja tanah Melaju itu, menurut faham itu adalah daérah 
Indonésia.

Jang ketiga, jaitu bahwa ada djuga warisan daripada orang Indo
nésia untuk bekerdja bersama-sama dalam suasana persatuan dengan 
tanah Melaju. Warisan itu tidak perlu ditjeriterakan dengan pan- 
djang-lébar, tetapi menurut kejakinan kita, sekarang inilah masa 
jang diberkati oléh Tuhan jang Maha Kuasa, karena sesudah ber- 
tjerai selama waktu jang lama, sekarang kita bertemu lagi dalam 
Negara Republik Indonésia.

Mengenai strategi saja tidak mengerti apa-apa. Tetapi ternjata 
bahwa strategi disusun atas beberapa sjarat, dan ternjata disitu’ 
bahwa djantung Indonésia terletak ditanah Sjonan, seperti djuga 
tanah Tjosen menghadapi tanah Nippon aseli sebagai satu pistol 
Tanah Melaju adalah satu pistol jang paling hebat tertudju ketanah 
Indonésia, sehingga, kalau tanah Semenandjung itu dilepaskan ke 
pada tangan negara lain, maka dengan sendirinja kekuatan negara
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Republik Indonesia tidaklah sempurna. Padahal dari permulaan 
kita bermaksud mendjadikan Negara Republik Indonésia negara 
jang kuat dalam susunan kita.

Oléh sebab itu, mengingat kedudukan itu, dengan selekas-lekasnja 
persatuan kita luaskan sampai meliputi tanah Melaju. Tentu sadja, 
dalam hal ini ada beberapa hal jang perlu diperhatikan.

Pertama-tama, jaitu dalam soal tanah Melaju termasuk daérah- 
daérah jang penting, jaitu: Kedah, Perlis, dan Trengganau, jang oléh 
kemurahan politik Todjo diserahkan kepada keradjaan Muang Thai. 
Hal ini tidak saja bitjarakan pandjang-lébar, tetapi dengan tegas 
saja memadjukan keterangan disini, bahwa tidak sadja penduduk 
Melaju, melainkan penduduk seluruh tanah Indonésia mengharap
kan, bahwa kalau Republik Indonésia sudah dilantik, dengan sen- 
dirinja djuga daérah jang 4 itu dikembalikan kepada daérah kita, 
karena menurut azas jang saja katakan tadi, jaitu kita tidak meng
hendaki berdaulat atas tanah orang lain, tetapi dengan ichlas dan 
bersih, kita tidak mau djuga melepaskan sedjengkalpun kepada 
kedaulatan asing.

Kesukaran jang kedua tuan Ketua, jaitu berhubungan dengan 
pembagian tanah Melaju atas beberapa Kooti. Tentu sadja hal ini 
dapat kita selesaikan, kalau kita dalam membentuk Negara Repu
blik Indonésia bersifat djantan, berani menghadapi kesukaran-kesu- 
karan, berani mentjari djalan untuk mempersatukan kedaérahan ini 
dengan daérah Kootinja dibawah Republik Indonésia jang kita 
putuskan tadi.

Soal lain lagi jaitu bahwa penduduk pulau Sjonan atau Singapura 
dan penduduk D jazirah Malaka lebih dari pada 50% orang 
Tionghoa.

Tetapi hal ini hendaklah djangan disinggung sehingga 
mengetjilkan daérah Negara Republik, karena soal bangsa Tionghoa 
ditanali Melaju mémang penting, tetapi tidak begitu penting sehing
ga dapat melepaskan daérah ini keluar daérah Republik Indonésia.

Dengan ringkas saja terangkan lagi, bahwa kita tetap berpendiri
an, supaja daérah Negara Indonésia meliputi daérah Melaju djuga 
dengan memperhatikan soal-soal jang saja sebutkan tadi.

Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Mémang hal 
ini dalam ilmu pengetahuan, ethnologie, bahasa, géografie ada jang 
menjebutkan, bahwa pulau Papua tidak masuk tanah Indonésia. 
Tetapi paham ini hanjalah dilahirkan oléh orang-orang jang me
ngarang buku jang bersangkutan. Tetapi ada djuga paham-paham 
lain jang mengatakan, bahwa seluruh pulau Papua masuk Indonésia. 
Perkataan „Indonésia” dibuat oléh orang jang mempunjai paham 
jang mengatakan bahwa Indonésia melingkungi daérah Mala j a dan 
Polinésia. Djadi dengan sendirinja pada waktu perkataan „Indo-
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nesia” lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk kcdalam 

daerah Indonesia. pulau Papua adalah lompatan jang
„ a w " a X ir L T k fp T n a n  mcnudju lautan Pasifik, <la„
palin0  ̂ lomnatan ian<T pertama dari lautan Pasifik
lompatan llu e , [”,lialll geopolitik kita tidak ila-
m enudju tanah k,ta. Djad, ^  k’ k„ asaal, lain, sehinggapat membenkan lompatan >m p ^

S " ™ a p ' . a  ' S i a ’  .linasnkkan kedalan, Rept.Mik 
Indonesia. „ .

Parma Barat adalah wilajah Indonesia. . , ,
Menurut faham Indonesia sebahagian besar dan pada pulau 

Papua adalah masuk lingkungan tanah dan adat keradjaan Tidore, 
Tehin-a dengan sendirinja daAah itu benar-benar daerah Indonesia.

Tuan Ketua, bolehlah saja memperpandjangkan sedikit pembi- 
tiaraan berkenaan dengan tanah Papua ini? Dalam seluruh pergera
k a n  kita ditanah Indonesia, tanali Papualah jang memben bunji 
^ternasional. Digul adalah sebagai puntjak pengurbanan dan pada 
pcnwandjttr-pengandjur kita, sehmgga melepaskan tanali Digul 
keluar daerah Indonesia melanggar perasaan keadilan karena tanah 
Di<ml adalah tempat pengurbanan pergerakan kita menudju kemer
dekaan Dian-anlah mereka jang telah berdjuang untuk mendapat 
kemerdekaan itu, pada waktu gembira karena kita mendirikan 
Negara Merdeka, diketjilkan dan kita lupakan.

Bahwa tanah Papua adalah termasuk tanah Indonesia, bagi pen
duduk Timor, Ambon, Tidore, Halmahera, tidak asing lagi. Bagi 
penduduk pulau-pulau jang saja sebut itu, pulau Papua tidak 
tertjerai dari tanah Indonesia.

Pada perasaan penduduk Maluku tanah Papua adalah sebagian 
dari pada tanah Indonesia, dan sudah berpululi-puluh tahun lama- 
nia oran<r Indonesia rlari Ambon, Tidore dan lain-lain daerah 
rnplakukan usaha dipulau-pulau itu, dan dalam perasaan mereka 
itu tanah Papua tidak tertjerai dari tanah Maluku. Oleh sebab itu,
— kita harap betul-betul, supaja Papua (sebagai landjutan peker- 
djaan orang Indonesia) djangan dilepaskan dari pada daerah 
Indonesia.*

Lain dari pada itu perlulah kita bitjarakan, bahwa pada waktu
• i ian" membangkitkan semangat angkatan baru Indonesia, jang 
memberi tjorak kepada Republik Indonesia, jakni daerah Negara 
Indonesia jang sempurna.

Dengan keterangan-keterangan pemuda-pemuda kita menjebut- 
kan bahwa Melaju dan Papua adalah mendjadi pokok keinginan 
mereka itu Oleh sebab itu, harus djuga kita jakin bahwa Negara 
Indonesia jang kita bentuk, bukan untuk kita sadja, tetapi untuk
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angkatan muda. Oléh sebab itu, cljangan kita meninggalkan warisan 
jang sempit untuk mereka itu. Kita membentuk negaira untuk 
bangsa jang akan datang. Dengan sendirinja djuga segala pembi- 
tjaraan-pembitjaraan kita dapat dilengkapi dengan perkataan-per- 
kataan lain, tertudju ketanah Bornéo Utara dan daerah lain. 
Hendaklah djuga daérah-daérah itu selengkapnja dimasukkan ke- 
dalam daerah tanah Indonesia. Tidak ada perbedaan antara Bornéo 
Utara dan Bornéo Selatan. Indonésia adalah suatu gugusan kesatuan.

Djadi dengan sendirinja baiklah Bornéo Utara dan Bornéo 
Selatan dimasukkan dengan sesempurna-sempurnanja kedalam ke
daulatan negara kita.

Dan kemudian kepada Portugis Timor perlu kita ketahui, bahwa 
Portugis Timor itu djatuli kedalam kekuasaan Balatentara Dai 
Nippon, oléh karena kekuasaan Belanda dahulu telah merampas 
tanah itu dari pada tangan orang Portugis, sehingga, setelah ke
kuasaan Belanda djatuli, d jatuhlah Portugis Timor itu kedalam 
tangan Balatentara Dai Nippon. Saja membitjarakan hal ini, karena 
adalah suatu kebetulan dalam sedjarah dunia jang diberkati oléh 
Allah Jang Maha Kuasa, bahwa seluruh daérah jang kita perbin- 
tjangkan tadi telah bersatu didalam tangan Balatentara Dai Nippon. 
Oléh sebab itu maka bersatu daérah-daérah ito diserahkan kebawah 
kedaulatan Negara Republik Indonésia, dan djikalau kiranja ada 
diantara kita jang berfikiran akan mengetjilkan daérah itu, lebih 
ketjil dari pada jang saja sebut tadi, lebih baik turutlah dengan 
taktik dan djuga hikmat kebidjaksanaan kita untuk bertemu 
didalam daérah jang lebih besar, berpendirian sama untuk men- 
djadikan seluruh tanah tumpah-darah Indonésia daérah negara kita 
sekarang ini. Dalam hal itu perlulah kita memandang setjara rieel, 
karena beberapa daérah jang disebutkan tadi adalah mendjadi 
daérah peperangan. Papua, Morotai, Tidoré, Tarakan, Balikpapan 
sudah mendjadi daérah peperangan pada waktu ini. Tetapi pada 
ketika kita membentuk Negara Indonésia, maka kedaulatan rakjat 
Indonésia dengan beberapa hal mendjadi kedaulatan Negara Re
publik Indonésia, dan kedaulatan ini tidak sadja tertudju kepada 
bangsa Indonésia, tetapi djuga tertudju kepada daérahnja. Dengan 
sendirinja souvereiniteit Republik Indonésia meliputi médan pepe
rangan, dan suara ini djuga terdengar oléh dunia; kita tidak 
melepaskan dia, walaupun daérah itu telah mendjadi daérah 
peperangan. Haruslah kita dalam hal ini bersifat djantan, dan 
berani memasukkan daérah peperangan kedalam kedaulatan kita, 
sehingga ideel dan rieel negara-negara atau daérah-daérah pepe
rangan itu djangan diketjualikan, melainkan dengan segala keber
sihan dan keberanian hati dimasukkan kedalam daérah negara kita.

Dalam hal ini perlu kita ketahui, bahwa bagaimana djuga lama- 
nja peperangan dunia atau peperangan Asia Timur Raja berdjalan,
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achirnja tentulah djuga akan memuntjak didalam waktu konferensi 
internasional. Didalam konferensi internasional tentulah dipersoal
kan, tidak boleh tidak, bahwa sungguhlah Republik Indonesia jang 
meliputi segala tanah tumpah-darah kita, berdjuang untuk kemer
dekaan —, sehingga berdiri merdeka, (dengan bangsa dan daerah 
jang tersebut tadi).

Dengan ringkas kesimpulan pembitjaraan saja jaitu:
1. Daerah tumpah-darah Indonesia adalah daerah kepulauan 

delapan dengan pulau-pulau ketjil sekelilingnja jaitu:
Sumatera dan pulau-pulau ketjil sekelilingnja, Melaju den>Tan 

pulau-pulau ketjil sekelilingnja, Borneo dengan milau-pulau ketjil 
sekelilingnja, Djawa dengan pulau-pulau ketjil sekelilingnja, Sula
wesi dengan pulau-pulau ketjil sekelilingnja, Sunda Ketjil dengan 
pulau-pulau ketjil sortanja, Maluku dengan pulau-pulau ketjil 
diantaranja dan Papua dengan pulau-pulau ketjil sekelilingnja, 
seluruhnja dinamai tanah tumpah-darah Indonesia jang kita ingini 
mendjadi daerah Negara Republik Indonesia jang kita tetapkan tadi

Sebenarnja perkataan saja bukan keinginan pada waktu sekaran«- 
sadja. Sedjak tanah tumpah-darah Indonesia terbentuk dengan 
meliwati beribu-ribu tahun sampai kepada djaman Gadjah Ma'da 
ternjata sampai sekarang batas tumpah-darah Indonesia tid ik 
berubah-rubah, sehingga dalam testamen Gadjah Mada tersebut se
bagai daerah Indonesia tanah-tanah jang saja sebutkan didalam 
pidato saja pada pertemuan jang pertama badan penjelidik ini!

2. Kita ambil seluruh tanah Indonesia mendjadi daerah Indone
sia dan tidak memberikan sedjengkal keluar kekuasaan Republik 
Indonesia jang kita ingini.

Dengan dasar ini, menurut pendapat saja, bolehlah pera«a-ui 
diketemukan dengan otak, dan kechilafan tentu akan terbuan»- *

Sekianlah pembitjaraan saja jang berhubungan dengan pidato 
jang saja utjapkan didalam pertemuan jang dahulu. ^

Anggota ABDUL KAFFAR:
Paduka tuan Ketua jang mulia, sidang jang terhormat'
Sebelum kami berbitjara tentang hal batas-batas negara kita k 

atas nama penduduk Madura menjampaikan kegembiraan T” * 
terima kasih banjak terhadap Tuhan Jang Maha Mulia jan<r 
hari ini sudah mentjiptakan bentuk negara, jaitu Republik °  a

Memang bentuk itu telah dikehendaki oleh sebagian baniak 1 •
rakjat Madura. ‘ an

Ada pula jang memilih keradjaan Indonesia, tetapi kepada k 
mereka telah bersumpah, walaupun usulnja tidak diterima dihnl
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sidang persiapan ini, dengan ichlas dan djudjur untuk membantu 
atau membentuk pemerintahan jang berbentuk apa-apa sadja, 
begitulah anggapan saudara-saudara di Madura.

Achirnja kami disini menguraikan hal batas-batas negara itu ber
dasar pada pandangan saja didalam strategie, oleh karena saja sen
diri sedjak keluar dari bangku sekolah terus berada di kemiliteran 
selama 14 tahun, dan tudjuan saja dengan turut serta didalam 
kalangan militer tidak lain dari pada mengembangkan kepahaman 
kepradjuritan dalam rakjat Indonesia jang didalamnja mengalir 
darah kepradjuritan. Tetapi Paduka Tuan Ketua serta hadlirin jang 
terhormat, kesempatan untuk seluruh bangsa Indonesia dizaman itu 
tidak dibolehkan. Tetapi saja berani memastikan disini, Paduka 
Tuan Ketua, bahwa otak bangsa Indonesia dikalangan militer dalam 
pemerintahan jang lampau tidak boleh dinamakan otak kentang, 
jaitu otak sekutu.

Paduka Tuan Ketua dan hadlirin jang mulia, menurut pandangan 
saja pengalaman dalam 14 tahun jang singkat itu sadja sungguh 
besar sekali artinja; saja umpamakan kita bersama mendirikan pintu 
dan menegakkan tiangnja dengan didjaga oleh 2 tangan, artinja 
disebelah timur ditutup oleh tetangga kita, sedang dari sebelah lain 
dibuka oleh kita sendiri.

Dalam ilmu strategie alangkah besar artinja bagi kedua-duanja 
untuk mendjaga sisi masing-masing. Artinja kalau kita melihat 
kebatas kita di Timur, kepulau Timor, saja setudju sekali dengan 
anggota jang terhormat Muh. Yamin, jaitu agar pulau itu dimasuk
kan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia baru, begitu pula 
Borneo Utara, dimana terletak Serawak, dan djuga negara Papua. 
Bukanlah kita bersifat meminta, tetapi hal itu beralaskan kebang- 
saan. Saja sebagai anggota pengurus Badan Pembelaan selalu 
mengikuti gerak-gerik tenaga pemuda dilapangan-lapangan Asia 
Timur ini.

Bukan sadja di Djawa atau di Sulawesi mereka mengalirkan darah 
dalam peperangan sekarang ini, pun di Birma dan putera Indonesia 
memberikan darahnja, dengan ichlas apa lagi di Sonanto dan seba- 
gainja, sedang mereka, putera-putera Indonesia itu pun pula 
mengedjar ilmu pengetahuan, bukan sadja di Djawa, tetapi pun di 
Sonanto mereka menuntut ilmu peladjaran tinggi dan sebagainja.

Djadi itulah alasan, bahwa sewadjarnja putera Indonesia mem- 
punjai negara jang tadi telah dibentangkan oleh anggota jang 
terhormat Muh. Yamin. Djadi bukan sekali-kali kita minta, tetapi 
hal itu memang beralasan.

Dan achirnja, bilamana pintu-pintu kita itu dapat didjaga oleh 
kita sendiri, ditutup dan dibuka sesuka kita sendiri, maka barulah 
tepat pendjagaan dalam ilmu strategie sempurna. Paduka tuan-tuan
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djuga mengetahui bagaimana garis atau bentuknja kalau kita, umpa- 
manja menarik garis ke Selatan dari teluk Timor melalui lautan, 
apakah disana sudah ada pendjagaan? Dari situlah tentu datang tiap- 
tiap perkosaan musuh, artinja disana mulai tiap-tiap pertjobaan 
musuh untuk merebut negara kita. Achirnja tuan-tuan sekalian, 
kalau kita sudah mentjiptakan atau menentukan garis-garis batas- 
batas negara sedemikian itu, maka tentulah timbul pertanjaan dari 
kita sekalian, bagaimanakah tjara pembelaan negara: disitulah 
letak djandji kita sehidup semati dengan Dai jNippon sebelum dan 
sesudah mentjapai kemenangan achir.

Dengan demikian tuan-tuan sekalian dapat mengira-nirirakan 
bagaimana djalannja dan bagaimana pentingnja tiap-tiaj» daerah 
dalam ilmu pendjagaan dan sebagainja. Selandjulnja kami meng
usulkan seperti anggota jang terhormat Yamin tadi jalali, bahwa 
alangkah baiknja, bila penetapan batas negara ini kita serahkan 
kepada panitia; bilamana panitia sudah membikin rantjanuan 
kita bitjarakannja bersama-sama.

Sekianlah.

Ketua RADJIMAN:
Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Abd. Kaffar 

Anggota SUMITRO KOLOPAKING:
Paduka tuan jang mulia! Rapat jang terhormat! Jang terpentin" 

pada w'aktu ini jalah, supaja kita lekas mentjapai tjita-tjita kita 
Indonesia Merdeka. Meskipun banjak soal-soal jang belum «■emnur 
100%, tidaklah djadi apa, asal kemerdekaan ini lekas tertjapaf 
Djikalau kita telah mendapat kemerdekaan itu, dapat segala sesuatu 
dikemudian hari diperbaiki, dilengkapkan. Sebetulnja hal daer i /1 
soal daerah, dalam pandangan saja tidak dapat dipisahkan dari soA’ 
jang besar jaitu rantjangan Undang-undang Dasar Indonesia Mcr 
deka. Memang bagian inilah jang terpenting. Djadi saja men-nkut" 
dan menjetudjui pendapat-pendapat tuan-tuan lain. ° 1

Hal ini sebetulnja djuga harus termasuk dalam urusan P ■ • 
Ketjil jang akan merantjang Undang-undang Dasar Indon6sia^\Ttla 
deka itu. Buat mentjepatkan pekerdjaan, buat men"cra m ‘ 
djalannja tjita-tjita kita, buat saja sendiri, lebih baik pada wakt 
menentukan sebagai daerah kita daerah Hindia Belanda 1 l”  i” 1 
Keadaan Indonesia djuga dipengaruhi oleh peperangan iu & j 1I' 
njata. Dari sebab itu kita terpaksa mengadakan aturan-at "  .
sesuai dengan keadaan peperangan ini. Djikalau didalam „en !" Jimg 
ini djuga telah terdapat kemerdekaan, tentu sadja atur anoan 
disusun buat sementara waktu. Djikalau peperangan sudahT
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dan kemenangan achir telah tertjapai, kita dapat melengkapkan 
aturan-aturan itu mendjadi aturan-aturan jang sesuai dengan keada
an zaman pada waktu itu, dengan permintaan Indonesia Merdéka 
jalah seluas Indonesia Belanda dahulu. Djikalau kemenangan achir 
tertjapai dan ada permintaan jang njata dari Malaja Selatan, Borneo 
Utara bahwa rakjat disitu merasa djuga ingin masuk dalam ling
kungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai 
bangsa kita didalam Indonesia Merdéka. Tetapi itulah urusan 
dikemudian hari. Pada waktu ini kita harus mengadakan usul jang 
praktis, jang njata dapat didjalankan, selekas mungkin djangan 
kita minta keadaan 100% jang tidak mungkin dilaksanakan dalam 
peperangan, sebab keadaan sehari-hari dipengaruhi oléh peperangan. 
Asal keadaan bisa berdjalan, sedikit demi sedikit kita dapat menam
bah dengan 5%, 10%, 15%, lama-kelamaan tertjapailah Indoné.ña 
Merdéka jang bulat. Itulah setjara singkat pemandangan saja, tuan 
Ketua.

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan, saja kira baiklah sidang ini kita tunda sampai bésok 
pagi.

Kita tutup rapat ini, tetapi saja mengingatkan kepada tuan-tuan, 
agar putusan atau pertukaran pikiran didalam persidangan ini, di
pandang sebagai rahasia dan disimpan dalam dada para anggota 
sekalian jang terhormat.

Bésok pagi pukul 10 kita akan menjelesaikan hal ini. Bésok p.igi 
diambil keputusannja, kemudian dilandjutkan dengan soal Undang- 
undang Dasar, jaitu mengenai sifat susunan tata-negara, kalau bisa 
tatakerdja, tata rakjat dan badan-badan jang turut mengambil 
bagian dalam pemerintahan dan lain-lain. Itulah garis besarnja.

Tuan-tuan sekalian, rapat ini saja tutup dan dilandjutkan bésok 
pagi.

(Rapat ditutup djam 18.00).
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RAPAT BESAR PADA TANGGAL 11-7-1945.

Rapat mulai pukul 10.50.
Ketua R AD J IMAN:
Tuan-tuan sekalian, anggota jang terhormat! Saja membuka 

rapat ini dengan melaporkan pemberitahuan dari Gunseikunbu 
dalam sidang ini, oleli karena pengumuman itu ditudjukan 
kepada rapat ini. Oleh karena bahan-bahan tentang tjorak 
negara oleh Dokuritu Zyunbi Tyoosakai telah diadjukan, maka 
oleh Pemerintah disini dengan segera akan disampaikan kepada 
autoriteiten jang bersangkutan kemauan rakjat itu. Itu pengumum
an jang pertama. Jang kedua, ialah permintaan agar Dokuritu 
Zyunbi Tyoosakai ini hendaknja menjelesaikan pekerdjaann ja 
dalam sidang ini, maka karena itu diharap supaja segala soal-soal 
jang diberikan oleh P.J.M. Gunseikanbu dan lain-lain rentjana jang 
perlu sebagai bahan jang berguna untuk persiapan, umpamanja 
hukum dasar, diselesaikan. ( tepuk tangan).

Wakil Ketua SUROSO:
Tuan-tuan, soal jang diadjukan oleh P.J .M. Gunseikanbu, 

diantaranja jaitu jang telah dibagikan oleh Zimukyoku waktu da
hulu jang berhubungan dengan hukum dasar, pembelaan negara 
dan lain-lain.

Ketua RADJIMAN:
Djadi menurut perasaan saja, anggota-anggota j'ng terhor

mat, semuanja sudah baik, artinja, maksud supaja sidang 
ini selekas mungkin berdjalan, soal-soal sudah dibagi dan permin
taan sudah diizinkan oleh Pemerintah di Djakarta sini. Sekarang 
kita melandjutkan pekerdjaan sidang ini; hal batas negara belum 
diputuskan. Satu anggota lagi jang akan melahirkan pendiriannja 
djuga, jaitu tuan Hatta.

Anggota HATTA:
Paduka tuan Ketua, sidang jang terhormat.
Pada sidang jang pertama dari pada Badan Penjelidik, saja telah 

mengemukakan permintaan saja jang sederhana tentang batas-batas 
Indonesia. Waktu itu saja katakan, bahwa saja tidak minta lebih 
dari pada daerah Indonesia jang dahulu didjadjah oleh Belanda.

Kalau itu sehiruhnja diberikan kembali kepada kita oleh Peme
rintah Dai Nippon, saja sudah senang. Dahulu saja sudah menga
takan pendapat saja tentang Malaka; bagi saja, saja lebih suka 
melihat Malaka mendjadi negara jang merdeka sendiri dalam 
lingkungan Asia Timur Raja. Akan tetapi kalau sekiranja rakjat 
Malaka sendiri ingin bersatu dengan kita, saja tidak melarang 
hal itu. Ilanja tentang Papua saja dengar kemarin uraian-uraian 
jang agak menguatirkan, oleh karena dapat timbul kesan keluar,

135



bahwa kita seolah-olah mulai dengan tuntutan jang agak imper- 
rialistis. Kemarin saja dengar tlieori bahwa Malaka dan Papua di
minta supaja masuk tanah-air Indonesia berdasarkan strategi. Saja 
bukan ahli strategi, akan tetapi berhubung dengan pembatjaan 
saja tentang politik internasional, saja mengerti, bahwa strategi 
itu tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada konstellasi po
litik dalam lingkungan internasional. Umpamanja Chamberlain 
mengatakan, bahwa batas Inggris bukan Kanaal melainkan sungai 
Rijnr Djadi djikalau ini diterus-teruskan, mungkin kita tidak puas 
dengan Papua sadja tetapi Salomon masih jljuga kita minta dan 
begitu seterusnja sampai ketengah laut Pasifik. Apakah kita bisa 
mempertahankan daérah jang begitu luas? Tjukupkah tenaga kita 
untuk menjusun daérah itu semua kedalam lingkungan tanah-air 
kita? Oléh karena itu bagi saja, batas negara bukanlah suatu soal 
jang dapat ditetapkan setjara exact, tetapi hanjalali soal opportu
nisme dengan doelmatigheid, ja’ni tudjuan jang tepat. Tudjuan 
kita jang tepat itu, jalah lingkungan Indonésia jang dahulu di- 
djadjah oléh Pemerintah Belanda. Itulah jang tepat, pun berhu
bungan dengan politik internasional. Itulah suatu kebulatan jang 
harus diakui dahulu. Hanja jang mendjadi pembitjaraan sekarang 
jalah pemindahan dari tangan Belanda kepada kita, jang akan 
diselenggarakan oléh Pemerintah Nippon. Selain dari pada itu, kita 
harus hati-hati memakai theori-theori seperti jang dikemukakan 
oléh Mr Muhd Yamin kemarin tentang tumpah-darali, jang di
sebutkan dalam bahasa Djerman Kultur und Boden.

Itu berbahaja sekali, karena akibat dasar imperialisme jang di- 
madjukan oléh Djerman itu dapat kita lihat, jalah bahwa perasaan 
tidak puas meluap keluar dan mau mendjadjah Oostenrijk dan 
Tjecho Slovakia. Achirnja Djerman mengalami akibat dari pada 
nafsu tadi. Maka hendaklah kita mengadjak pemuda-pemuda kita
— saja sendiri menghargai pemuda-pemuda kita — akan tetapi 
hendaklah kita mengadjak pemuda kita berpikir setjara realistis 
sedikit dan menghilangkan nafsu jang mau meluap keluar, meng
ubah tudjuannja mendjadi meluap kedalam, membangunkan negara 
dengan sebaiknja dan mempertahankan negara kita dengan sehébat- 
hébatnja. Bagi saja, terutama untuk pemuda kita, hendaklah ditun- 
djukkan minat kepada pertahanan negara. Karena itu maka bagi 
saja, hal itu hanjalah ini tjuma soal doelmatigheid sadja, tudjuan 
jang tepat.

Papua, seperti dikatakan kemarin oléh Mr Muhd Yamin, menu
rut penjelidikan achir tentang ethnologie adalah sebangsa den«an 
bangsa Indonésia. Mungkin penjelidikan itu betul, tetapi saja belum 
dapat menerimanja oléh karena kalau kita tindjau dari ilmu penge
tahuan — saja banjak terpengaruh oléh tindjauan dari ilmu 
pengetahuan — maka ilmu selalu mulai dengan twijfel, tidak
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pertjaja. Kalau sudah ada bukti, bukti bertumpuk-tumpuk jang 
menjatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti- 
bukti itu njata betul-betul, barulah saja mau menerimanja. Tetapi 
buat sementara saja hanja mau mengakui, bahwa bangsa Papua 
adalah bangsa Melanesia. Maka djangan pula kita lupa, bahwa 
bangsa kita disebelah Timur banjak bertjampur dengan bangsa 
Melanésia, seperti djuga bangsa Indonésia disebelah Tengah dan 
Barat tertjampur dengan bangsa Arab, Tiongkok dan Hindu. Inilah 
nasib bangsa-bangsa jang hidup ditengah pergaulan internasional, 
bertjampur dengan bangsa-bangsa lain. Djadi djanganlah tanah 
Papua kita dasarkan pada keadaan jang kita dapat di Timur, jaitu 
tjampuran antara bangsa Indonésia dengan bangsa Melanésia. 
Mungkin, kalau kita ment j ari persatuan asal, kita tidak melihat 
Melanésia, tetapi Polinésia, jang lebih djauh letaknja, ditengah- 
tengah kepulauan Pasifik. Maka saja katakan disini, bahwa baiklah 
kita mengambil pendirian jang doelmatig sadja dahulu, jang tepat 
dengan politik internasional dan tepat djuga dengan pengakuan 
Pemerintah Dai Nippon, dan bahwa jang akan dimerdékakan jalah 
apa jang disebut To Indo, jaitu Indonésia jang dahulu didjadjah 
oléh Pemerintah Belanda dengan sebagian dari Papua. Saja sendiri 
ingin menjatakan bahwa Papua sama sekali tidak saja pusingkan, 
bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Saja mengakui bahwa 
bangsa Papua djuga berhak untuk mendjadi bangsa merdéka, akan 
tetapi bangsa Indonésia buat sementara waktu, jaitu dalam beberapa 
puluh tahun, belum sanggup, belum mempunjai tenaga tjukupv 
untuk mendidik bangsa Papua sehingga mendjadi bangsa jang 
merdéka. Kemarin dikemukakan pula, saja hendak berhati-hati, 
oléh saudara Abd. Kaffar tentang darah jang dikurbankan; saja 
kira para pradjurit Nippon djuga banjak mengurbankan darahnja 
untuk mengusir imperialisme Barat dari Papua, Salomon dan 
daerah-daerah lain. Djanganlah kita memikirkan kita sendiri sadja, 
akan tetapi berikanlah hak kepada Nippon untuk menentukan 
bagaimana status daérah jang bukan tuntutan kita dulu. Saja dasar
kan batas Indonésia kepada tuntutan kita dulu. Tuntutan kita dulu 
tidak lebih dari pada Indonésia atau dari pada Hindia Belanda 
dulu, malahan dari dulu, ketika duduk dalam himpunan Indonésia, 
saja sendiri mau mengurangi daérah itu. Bagian Papua saja serah
kan kepada orang lain. Akan tetapi kalau Pemerintah Nippon mem
berikan Papua jang dulu dibawah Pemerintah Belanda kepada 
Indonésia, saja tidak berkeberatan, hanja saja tidak menuntutnja 
dan kalau sekiranja bagian Papua itu ditukar-tukar dengan Bornéo 
Utara, saja tidak berkeberatan, malah bersjukur, karena, seperti 
saja katakan dahulu, saja tidak minta lebih dari pada tanah-air 
Indonésia jang dulu didjadjah oléh Belanda, tetapi kalau ditukar 
mémang merupakan satu kc' ulatan.
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• Mr Yamin mengatakan agar djanganlah hendak-
Kemann tep . enclaves, jaitu bagian jang didalam tangan

nja ditanali-air diu^a saia mengatakan hendaknja itu

N i l , p o n - ^  P Fdiserahkan kep dikuasai 0]eh Portugal tidak bisa itu
Pulau Timur j kita tidak mau bertindak begitu. Kita menurut
i t « » » U“ ,Lr“  «¡»nal. Biarlah kita serahkan hal itu kepada Dar 
status lmci melihat diuga agar enclaves itu hendak-
Nippon. M^ ahn^ ltteta»i buat sementara soal itu baiklah diserah-

h Balatentara untuk dibereskan. Marilah kita 
menentukan dasar tanah-air kita menurut garis internasional jang 
™tap jaitu Hindia Belanda dulu. Bagi saja sendm tidak ada kebe
ratan kalau tanah Papua diberikan kepada kita. Dan tentang 
Malaka, biarlah diserahkan kepada rakjat Malaka apakah mereka 
mau berdiri sendiri ataukah bersatu dengan Indonesm, te api 
di anganlah dituntut oleh pihak Indonesia. Seolah-olah kita sebelum 
merdeka, sudah mengandjurkan politik imperialisme: mau n„, mau 
Ttu Djadi mengenai Malaka, kalau rakjat Malaka sendiri mau ber
satu dengan kita, kita terima mereka dengan dua belali tangan 
terbuka Tetapi saja kemukakan disini djanganlah kita mengeluar
kan alasan-alasan jang agak menjerupai semangat impenalistis. 
Biarlah kita hidup dalam daerah lingkungan kita sendiri. Seumur 
hiduo kita menentang imperialisme, djanganlah kita memberi 
kepada pemuda kita andjuran atau semangat imperialisme, semangat 

meluap keluar” . Marilali kita mendidik pemuda kita, supaja 
’semangat imperialisme meluap kedalam, membereskan pekerdjaan 
kita kedalam, jang memang masih banjak harus diperkuat dan di
sempurnakan. Sekianlah tuan Ketua keterangan saja tentang batas 
Indonesia.

Ketua R AD J IMAN:
Terima kasih saja utjapkan atas pendapat tuan Hatta.
Sekarang akan berbitjara anggota jarig terhormat tuan Soekarno.
Anggota SOEKARNO:
Paduka Tuan Jang termulia, anggota-anggota jang terhormati
Saia bukan seorang imperialis, bukan. Hidup saja sedjak dari 

umur 18 tahun sampai umur 43 tahun sekarang ini, 25 tahun lama- 
nia saia abdikan kepada perdjuangan melawan imperialisme itu. 
Diikalau saja disini mengemukakan pikiran saja tentang luasnja 
daerah Indonesia, maka bersihlah pendirian saja itu dari pada suatu 
nafsu hendak mendjalankan imperialis diatas suatu bagian tanah-
air kita. Lebih dahulu djuga, berhubung dengan perdjuangan kita 
. 25 tahun lamanja itu, saja bisa menjatakan bahwa perdjuang-
3 saia tidak pernah menuntut bahwa Indonesia itu hanjalah Hindia 
Belanda sadja. Belum pernah saja menjatakan bahwa Indonesia itu
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adalah gebied, daerah, jang diperintah oleh Belanda. Bahkan 
pernah ada suatu waktu didalam hidup saja bahwa saja menge- 
nang-ngenangkan suatu Pan Indonesia, satu Pan Indonesia jang 
meliputi pula didalamnja bukan sadja Mala j a dan Papua, tetapi 
pun kepulauan Pilipina. Pernah ada suatu tingkatan didalam djiwa 
saja jang mengenang-ngenangkan Pan Indonesia itu. Tetapi Pilipina 
telah merdeka. Kedaulatan bangsa Pilipina harus kita hormati, 
sehingga sekarang pembitjaraan tentang Pan Indonesia sudah tidak 
akan didjalankan lagi. Sekarang tinggal kita menentukan: Indo
nesia jang akan datang itu, bagaimanakah daerahnja?

Tuan-tuan jang terhormat, Dai Nippon Teikoku pada tanggal 7 
bulan 9 tahun jang lalu mendjandjikan kemerdekaan To Indo. 
To Indo no djorai dokuritu! Tetapi tidak pernah Dai Nippon 
Teikoku menjatakan bahwa To Indo jalah Hindia Belanda, belum 
pernah dikatakan jang demikian oleh Dai Nippon Teikoku. Bahkan 
sekarang Dai Nippon Teikoku dengan mulutnja Gunseikanbu, 
dengan mulutnja Paduka Tuan Kaityoo menanjakan kepada kita* 
apakah daerah To Indo itu? Maka oleh karena itu saja setudju 
sekali dengan pendirian anggota jang terhormat Mr Yamin kema
rin, bahwa tidak ada hukum moral sedikitpun, tidak ada hukum 
internasional sedikitpun, jang mewadjibkan kita mendjadi ahli 
waris dari pada Belanda. Kita disini membitjarakan daerah Indo
nesia itu dengan sadar, mengingat kepentingan tanah-air kita 
Indonesia sendiri, tidak sebagai ahli waris Belanda, dan tidak diikat 
oleh sesuatu moral jang diadakan oleh Belanda itu. Saja mupakat 
sekali dengan pendirian anggota jang terhormat Muhd. Yamin. 
Sudah amat banjak sekali alasan-alasan jang beliau kemukakan, 
sehingga djikalau alasan-alasan itu djuga saja katakan disini, hanja 
berarti mengulangi apa jang telah dikatakan sadja.

Saudara-saudara anggota jang terhormat!
Kita belum sampai ke Volksvotum, kita belum mengadakan 

pemungutan suara jang djelas, tetapi saja bisa memberitahukan 
pada tuan-tuan jang terhormat, bahwa dirumah saja ada terletak 
berpuluhan surat dan telgram jang asalnja dari Malaja, jang mak' 
sudnja minta dipersatukan dengan Indonesia.

Anggota YAMIN:
Diluar menanti pemuda-pemuda Malaja tuan Ketua!
Ketua RADJIMAN:
Tuan Yamin, saja minta supaja djangan memutuskan pembi

tjaraan.
Anggota SOEKARNO:
Kemarin dulupun datang menghadap kepada saja 3 orang pemuda 

dari Syonanto dan mereka pun menjampaikan pesan dari pada 
pemuda-pemuda di Malaja kepada saja, supaja Malaja dimasukkan
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kedalam Indonesia. Salah seorang Pemimpin Malaja, jang terkenal 
jaitu Létnan Kolonel Abdullah Ibrahim menjampaikan pesanan 
jang meminta supaja Malaja dimasukkan kedalam daérah Indo
nesia. Ketjuali dari pada itu tuan-tuan jang terhormat, ketjuali 
kejakinan saja, bahwa rakjat Malaja sendiri merasa dirinja bangsa 
Indonésia, merasa dirinja bertanah-air Indonesia, merasa dirinja 
bersatu dengan kita, ketjuali dari pada itu saja berkata, bahwa, 
walaupun ada bahaja akan dikatakan, bahwa saja seorang imperia
lis, Indonésia tidak akan bisa kuat dan selamat, djikalau tidak 
seluruh selat Malaka ada didalam tangan kita. Djikalau lianja 
pantai Barat sadja dari pada Selat Malaka ditangan kita dan musuh 
misalnja menguasai pantai Timur dari pada Selat Malaka itu, maka 
itu berarti bahwa keselamatan Indonésia terantjam.

Tentang hal Papua, tuan-tuan jang terhormat sekalian, rakjat 
di Papua saja tidak mengenal kehendaknja. Malahan saja mau 
menerima, bahwa rakjat di Papua belum bisa mengerti politik 
tetapi disini saja sekadar bersandar kepada kekuatan sedjarah kita 
jang dulu, bersandar kepada batas sedjarah kita jang dulu. Bukalah 
tuan-tuan, Negara Kratagama jang ditulis Prapantja. Maka tuan akan 
membatja didalamnja beberapa nama tempat dan daérah jan" 
menundjukkan, bahwa keradjaan Madjapahitpun daérahnja melé” 
bar sampai kepada Papua. Ketjuali dari pada itu, tuan-tuan jan<* 
terhormat, didalam pidato saja jang pertama, didalam sidang jan” 
pertama, saja telah mengatakan tentang géopolitik. Tuhan s.w.t” 
membuat peta dunia ini dengan penuh kebidjaksanaan. Djikalau 
orang melihat peta dunia, dan dia mengerti apa kehendak Tuhan 
jang terlukis dipeta dunia itu, maka dia akan mengerti, bahwa Allah 
s.w.t. telah menentukan beberapa daérah sebagai satu kesatuan 
Allah s.w.t. menentukan kepulauan Inggeris sebagai satu kesatuan 
Allah s.w.t. menentukan kepulauan Hellenia merupakan satu kesa 
tuan. Allah s.w.t. menentukan India bersifat satu kesatuan ‘ 
diliputi oléh satu samudera dengan diatasnja pegunungan Hirnal31-1̂

Allah s.w.t. menentukan dengan peta jang Ia bikin, bahwa D^ 
Nippon, pulau-pulau Dai Nippon Teikoku, adalah satu kesatua^ 
Maka demikian pula, djikalau saja melihat letaknja pulau-pul”  
jang tersebar diantara Asia dan Australia, diantara lautan P ‘ri* 
dan Lautan Hindia, saja mengerti bahwa itulah ada satu kesat1 * 
jang telah dikehendaki oléh Allah s.w.t. Lihatlah tuan-tuan d' U3n 
dunia gambar kepulauan Indonésia. Njatalali sekali bahwa itu^8 ** 
kesatuan. Maka oléh karena itu didalam sidang ini saja akan 
berikan suara saja kepada paham, bahwa negara Indonésia 
harus meliputi pula Malaja dan Papua itu sadja. Kita bukan •* 
orang Belanda. Malaja telah didalam tangan Dai Nippon TeilT 
Papua telah didalam tangan Dai Nippon Teikoku, Bornéo^TTt 
telah didalam tangan Dai Nippon Teikoku, Timor bagian T ‘
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telah didalam tangan Dai Nippon Teikoku. Kita sekarang tidak 
akan berbitjara dengan Belanda atau dengan Inggris, tetapi kita 
bitjara dengan Dai Nippon Teikoku. Tangan Dai Nippon Teikoku 
itulah menentukan pula apa jang akan mendjadi daerah negara 
Indonesia itu nanti. Tuan-tuan jang terhormat, demikianlah pendi
rian saja. Saja ulangi lagi, saja 100% mupakat dengan pendirian 
anggota jang terhormat Mulid. Yamin.

Terima kasih.
Ketua RADJIMAN:
Saja menghaturkan terima kasih atas pendirian tuan anggota jang 

terhormat tuan Soekarno. Apa ada lagi jang mau berbitjara tentang 
hal daerah Indonesia? Tuan Sutardjo, silakan.

Anggota SUTARDJO:
Paduka tuan Ketua. Saja tidak hendak membentangkan pendirian 

saja tentang batas Indonesia jang akan merdeka. Maksud saja me
minta bitjara hanja hendak menambah keterangan tentang apa jang 
tadi diuraikan oleh P.T. Ir Soekarno, ja^g menguatkan pendirian 
tuan Mr Muhd Yamin. Keterangan saja ialah begini:

Waktu saja bersama 19 orang saudara-saudara dari Djawa pergi 
ke Nippon dan singgah di Syonanto, disitu berkali-kali, berulang- 
ulang kita diminta mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari 
rakjat di Malaja, tidak sadja putera-putera Indonesia jang bertem- 
pat-tinggal disitu, tetapi djuga wakil-wakil dari penduduk Malaja 
aseli. Tidak usah saja tjeriterakan dengan pandjang-lebar apa jang 
dibitjarakan disitu, hanja saja hendak menjampaikan keterangan 
tentang pesan jang berat sekali dari wakil-wakil rakjat di Malaja, 
jang bunjinja begini:

Kalau saudara-saudara mendapat kurnia Tuhan nanti bahwa 
Indonesia dimerdekakan, mendapat kemerdekaannja, djanganlah 
hendak memperoleh keenakan sendiri, tetapi ingatlah kepada kita, 
sebab kitapun sebagian dari bangsa Indonesia. Hendaknja, sau
dara-saudara d jangan lupakan hal itu. D j adi keraslah pesan mereka, 
supaja kalau Indonesia Merdeka, Malaja dimasukkan dalam daerah 
Indonesia itu.

Malah waktu itu orang-orang meminta disampaikan kepada P.T. 
Ir Soekarno, supaja dari Djawa dikirimkan pemimpin-pemimpin 
jang tjakap buat memimpin rakjat di Malaja untuk mentjapai 
persatuan dengan bagian daerah Indonesia jang lain. Ini jang perlu 
saja kemukakan.

Dan kedua, tentang Papua, tuan Ketua. Saja hendak mengeluar
kan pendapat saja bahwa pada hari jang lain kita boleh membitja- 
rakan soal Papua, tetapi untuk sekarang, untuk sementara waktu, 
hendaknja kita tunda sadja soal Papua. Tuan Ketua, satu kali ter
lepas dari tangan kita, nanti Papua itu mendjadi benda pertikaian,
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mendjadi benda perselisihan antara saudara-saudara. Saja harap, 
mudah-mudahan rapat ini menjelesaikan hal itu. Sudah tentu kepu- 
tusan bukan pada pihak kita, tetapi dikalangan kita sendiri hendak- 
nja kita selesaikan soal itu. Papua hendaknja dimasukkan dalam 
daerah Indonesia. Sekian sadja.

Terima kasih.
Ketua RADJIMAN:
Saja mengutjapkan terima kasih atas uraian tuan Sutardjo. Ada 

lagi ?
Anggota AGUS SALIM:
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuli. Sebetulnja oleh 

karena kurang sehat, tidak ada maksud saja hendak bitjara hari 
ini. Tetapi saja menerima pengangkatan mendjadi anggota dalam 
Dokuritu Zyunbi Tyoosakai dengan satu niat, jaitu hendak mentjari 
sebulat-bulatnja semufakatan antara segala anggota Dokuritu Zyunbi 
Tyoosakai. Salah satu tudjuan jang mulia, jang terpakai didalam 
hukum sjarat dalam Islam dan hidup didalam adat bangsa-bangsa 
kita Indonesia, jaitu satu perkara jang mustahil menurut paham 
bangsa Barat adalah: Mentjapai kebulatan pendapat. Adapun duria 
Barat menundjukkan kepada kita tjara musjawarat sebagai peng
ganti pertengkaran, memenangkan suara jang banjak dari pada 
suara jang sedikit; karena barangkali djalan fikirannja jalah bahwa 
kalau sesuatu pembitjaraan tidak dapat selesai, lalu oran<* berten 
tangan dengan kekuatan tenaga badan: jang banjak akan^menan" 
dari pada jang sedikit. ^

Tetapi sangkaan ini sudah kita lihat tidak benar. Riwajat demo 
krasi Eropah sudah menundjukkan kepada kita, bahwa suara ia <r 
banjak itu hanja sebagian terdiri dari pada aliran jaa<r ber̂  
kejakinan tepat sedang sebagian besar adalah suara dari pada suatu 
golongan tengah, jang tidak tentu berkejakinan sama, dan ian” 
baginja pada azasnja sama sadja dapat atau tidaknja tertianaf 
sesuatu soal jang disokongnja dengan suaranja, sehingga diikala 
golongan jang ketjil tidak mau menjerah karena kalah suara sad'U 
dan mau beradu tenaga dengan memaksa usaha golongan ‘ ^  
ketjil itu bisa djuga mendapat kemenangan sebagaimana sm]"]! 
terbukti dalam beberapa negeri didunia Barat itu. Disitu ba 
salah satu partai jang meninggalkan segala azas-azas moral*1, * 
terpakai oleh partai lain dan jang berkata: „Kalau dengan 
hitung suara barangkali kita kalah, tetapi kalau memakai k 
kita menang” . Itulah sudah terdjadi didunia Barat dalam CpC 
achir ini. Kebetulan tjara permufakatan jang kita tjari beri3'”1311 
sekali dari pada jang terpakai dalam demokrasi Barat itiT m T*  
djikalau ternjata dalam permusjawaratan, bahwa disitu ad 
bagian besar jang dengan kekerasan kejakinan hendak me -SatU 
paikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk me” -3” 1'
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bangkan tenaga dan usahanja untuk mentjdpai maksud itu, dji- 
kalau tidak njata-njata maksud itu dapat diterangkan akan mem
bawa bahaja atau bentjana besar, maka bagian jang lain dalam 
permusjawaratan itu tidak berkeras menjangkal, melainkan men- 
bulatkan kata sepakat supaja boleh ditjoba untuk dengan ichlas 
mendjalankan keputusan bersama itu, sehingga bolehlah terbukti 
betul atau salahnja.

Riwajat dunia tidak dibuat oleh manusia, melainkan oleh Allah 
Ta’ala jang menentukan bagaimana bentuk dan tjaranja kemudian; 
oleh karena itu saja minta bitjara djuga, sebab saja hhat ada satu 
perkara jang mungkin memerlukan suara kita terhadapnja jaitu 
berkenaan dengan daerah tanah Melaju, Serawak, Brunei, San- 
dakan dan Papua, jang mendjadi pokok pertikaian itu.

Kalau kita menilik riwajat kita, kita ketahui — saja tidak mem- 
batja Prapantja tetapi membatja riwajat jang lebih dekat bahwa 
sebagian besar dari pada tanah pesisir Nieuw Guinea mendjadi dae
rah taklukan keradjaan Ternate sebelum didjatuhkan oleh kekua
saan Portugal dan Spanjol dan kemudian. Djadi djedjak kita ke 
Nieuw Guinea memang sudah lama. Adapun akan tanah Melaju, 
djikalau tidak senapan Inggeris sengadja membelokkan riwajatnja, 
nistjajalah tanah Melaju itu tidak akan ada lain penduduknja me
lainkan orang Indonesia belaka dan semata-mata. Hanjalah karena 
politik Inggeris bangsa Indonesia mendjadi lemah kedudukannja 
dimedan ekonomi ditanah Melaju itu, sebab politik Inggeris tidak 
memikirkan siapa jang lebih berhak atas tanah itu tetapi memilih 
siapa-siapa jang lebih tjepat memberi tjukai untuk kepentingan 
Inggeris. Itu sebabnja maka tanah Melaju mendjadi daerah tempat 
kekuasaan Inggeris berkebun, berladang dan bertambang dengan 
menggunakan alat perkakas jang terlebih tjepat mendapatkan laba- 
nja. Segala itu dapat kita ketahui. Tetapi dalam soal ini ada 2 
aliran.

Jang satu mengatakan, bahwa kita menghendaki Indonesia Mer
deka; kita mengatakan kenjataan itu tidak berhubungan, dengan 
Belanda, tetapi dengan kekuasaan Dai Nippon Teikoku. Oleh ka
rena itu untuk menghubungkan perdjalanan riwajat kita dengan 
masa sebelum perang ini, njatalah bahwa jang terlebih tepat, jang 
boleh mendjadi pokok permusjawaratan kita jalah ” To Indo” dan 
To Indo itu dalam perkataan internasional memang mendjadi salin
an dari pada Nederlands Oost Indie; tidak lain dari pada itu, bukan
lah daerah Selatan jang berlainan batasnja dengan To Indo itu menu
rut paham Dai Nippon. Sikap bagaimanakah hendaknja jang akan 
kita pakai? Disini kita mendengar kesaksian jang dengan njata-njata 
mengatakan, bahwa dengan kebulatan suara tanah Melaju sendiri 
ingin hendak masuk kedalam lingkungan Negara Indonesia. Saja 
tidak tahu9 bagaimanakah kehendak Serawak, Brunei, Sandakan

506/B /C /Z  (14) 143



tentang itu; tetapi saja pertjaja, baliwa mereka itu bersama aliran 
darah dan turunan dengan kita dan memang sudah rapat kekeluar- 
gaannja dengan Indonesia dalam abad-abad jang lalu. Artinja kita 
boleh menetapkan kejakinan, bahwa bangsa-bangsa disitupun tentu 
ingin hendak masuk kemari. Maka berhubung dengan itu teringat 
saja kepada Undang-undang Dasar negara jang dikarangkan oleh 
Weimar, tatkala Djerman setelah sebagai negara kalah dalam pe
rang dunia tidak rela dengan batas-batas negara jang diberikan 
kepadanja oleh pihak jang menang perang.

Oleh karena itu dalam Undang-undang Dasar negaranja dibuka- 
kannja pintu untuk masuknja daerah-daerah jang dipisahkan 
dengan paksaan dari pada negaranja. Maka ditetapkan dalam 
Undang-undang Dasarnja: „Adapun daerah negara (Reicli) Djer- 
man meliputi segala daerah negeri-negeri Djerman dan segala dae
rah asal Djerman jang penduduknja dengan mcnjatakan kehendak 
sendiri (plebiscite) hendak memasukkan daerahnja kepada daerah 
Reich itu” . Berkenaan dengan pertikaian, jang kita hadapi sekarang 
ini, tidaklah rasanja mendjadi halangan bagi salah satu dari pada 
kedua pihak, djika dinjatakan, bahwa daerah Indonesia Merdeka 
pertama-tama jalali segala daerah Hindia Belanda Timur jang 
telah dibebaskan oleh Dai Nippon dari pada kekuasaan Belanda dan 
kita bangsa Indonesia tidak ingin memberikan kembali kekuasaan 
kepada Belanda, kemudian termasuk pula didalaninja segala bagian 
daerah dalam kepulauan Indonesia dan daerah tanah Melaju se- 
perti jang mendjadi kehendak satu pihak itu dengan menjangkut- 
kan masuknja itu kepada satu sjarat, jaitu apabila suara rakjat dae
rah-daerah itu menjatakan kehendaknja masuk kedalam Indonesia, 
dengan memadjukan permintaan kepada Dai Nippon Teikoku, agar 
memberi djalan tjara bagaimana rakjat-rakjat ditanah Melaju, 
Serawak, Brunei, Sandakan, Papua itu menjatakan kehendaknja itu 
dalam masa selagi kita membitjarakan hal ini.

Dengan djalan demikian itu, bukanlah atas dasar suara dua-tisia 
orang utusan sadja jang kebetulan datang, permusjawaratan kita 
jang diadakan disini menetapkan kepulusan, melainkan keputusan 
itu berdasar kepada suara rakjat umumnja didalam d aerah -daerah  
itu. Suara dari tanah Melaju, Serawak, Brunei, dan Sandakan dan 
bagian daerah Papua jang penduduknja sudah dapat menjatakan 
suaranja, hendaklah diberi djalan oleh kekuasaan Dai Nippon 
untuk menjatakan jakin atau tidaknja mereka hendak dimasukkan 
kedalam daerah Indonesia Merdeka. Kiranja dengan tjara begini 
hasjrat jang didasarkan kepada tarich lama dan jang didasarkan 
kepada reahteit, dapat didamaikan. Semangat kegembiraan boleh 
berdasar kepada tarich nwajat, sebagaimana hidupnja dalam ke- 
nang-kenangan bangsa kita, akan tetapi daja-upaja, khtiar kerdja 
dan tenaga untuk mentjapainja tidak dapat dibangkitkan dan tidak
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dapat dikerdjakan melainkan atas djalan akal jang berdasar kepada 
kenjataan réaliteit.

Sekian keterangan saja, tuan Ketua. Terima kasih.
Ketua WEDIODININGRAT:
Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian anggota tuan Agus 

Salim. Apa ada lagi tuan-tuan jang akan berbitjara ?
Tuan Maramis.
Anggota MARAMIS:
Tuan Ketua jang terhormat. Sidang jang terhormat ! Dalam usaha 

akan menetapkan daérah-daérah jang akan dimasukkan dalam 
Negara Indonesia Merdeka, saja berpendapat bahwa kita tidak hanja 
harus melihat kepada sedjarah bangsa Indonesia, tetapi kita harus 
melihat djuga kepada hukum internasional.

Tuan Ketua jang terhormat ! Dalam peperangan ini Dai Nippon 
telah menguasai beberapa daérah-daérah jang dahulu dikuasai oléh 
negara-negara jang lain. Saja berpendapat, bahwa, karena Pemerin
tah Belanda telah meninggalkan negara Belanda didalam tahun 
1940, Pemerintah Belanda itu boléh dianggap tidak ada lagi. Oléh 
karena itu, karena Dai Nippon telah menduduki Negara Indonesia, 
Dai Nippon sudah bisa menganggap daerah ini sebagai daérah jang 
sudah takluk kepada Dai Nippon. Akan tetapi daérah-daérah Ma
laka, Bornéo Utara, Timor Portugis dan sebagian dari pada Papua, 
daérah ini daliulu dibawah kekuasaan negara Inggeris. Maka oléh 
karena itu saja berpendapat, bahwa kita mupakat sekali dengan 
pendapat anggota-anggota Muhd. Yamin dan Ir Soekarno jaitu 
bahwa kita harus menilik soal itu djuga dari sudut hukum interna
sional.

Seperti saja katakan tadi Indonésia sudah dikuasai oléh negeri 
Dai Nippon. Kita sudah bisa menetapkan sekarang, bahwa kita suka 
melepaskan diri dan memang sudah melepaskan diri dari Peme
rintah Belanda. Akan tetapi Pemerintah Inggeris dan Portugis masih 
hidup, tuan Ketua. Oléh karena itu harus kita menunggu, bagaima
na sikap penduduk Malaja, Bornéo Utara, Timor dan Papua jang 
dibawah kekuasaan negara Inggeris.

Tuan-tuan anggota-anggota jang terhormat!
Tuan anggota jang terhormat Agus Salim telah memberikan 

djalan, bahwa sebaiknja kita mohon kepada Pemerintah Dai Nippon 
supaja memberi djalan kepada rakjat Malaka, Bornéo Utara, Timor 
dan Papua jang dikuasai oléh Inggeris, untuk menentukan nasibnja 
sendiri, apakah rakjat itu suka bersama-sama dengan rakjat Indo
nésia. Saja ulangi lagi, kita harus menilik hal ini, jalah hal mene
tapkan daérah dimasukkan dalam daérah Indonésia kita, dari sudut 
hukum internasional.

Terima kasih.
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Ketua WEDIODININGRAT:
Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Maramis. 

Ada lagi ?
Tuan Sanusi.

Anggota SANUSI:
Saja akan menerangkan disini keadaan watas negara Arabia 

sewaktu tertahan oleh karena peperangan. Nabi Besar menunda 
adanja watas negara sampai telali selesai peperangan, meskipun 
sahabat-sahabatnja meminta akan menetapkan watas negara.

Sahabat-sahabat Nabi hendak menetapkan watas negara Arab 
sampai kewatas negara Syria, tetapi Nabi Besar minta diurungkan 
usul itu sampai peperangan selesai. Oleh sebab itu kita djuga harus 
mengurungkan ketetapan w'atas negara, sampai pada waktu pepe
rangan selesai.

Ketua RADJIMAN:
Kalau tidak ada lagi saja setem sadja.
Wakil Ketua SUROSO:
Sebelum disetem akan saja terangkan aliran-aliran terhadap batas 

negara, supaja dengan begitu tuan-tuan dapat memberi suara 
dengan sebaiknja. Ada 3 aliran jaitu:
1. Memandang batasnja, jalah Hindia Belanda dahulu.
2. Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, ditambah 

Papua, ditambah Timor semuanja.
3. Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah Borneo 

Utara ditambah Papua ditambah Timor dan kepulauan sekeli- 
lingnja.

Djadi menurut apa jang saja tangkap ada 3 aliran.
Anggota SALIM:
Saja tidak dengar, jang tidak masuk itu Malaya.
Anggota HATTA:
Pendirian saja, bagi saja Hindia Belanda minus Papua, tetapi saia 

tidak ada keberatai kalau rakjat Malaka mau masuk Indonesia 
Tetapi pendapat saja jalah Hindia Belanda dahulu minus Papua!

Wakil Ketua SUROSO:
Kalau begitu ada 4.
Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:
Menurut jang saja dengar dari semua, sesungguhnja ada perbed^r, 

faham tentang Papua. Tentang Malaya kita sudah sependapat.
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Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Soal ini jalah soal jang penting sekali, djuga tentang tjara menje- 

tem penting sekali. Oleh karena itu saja harap supaja hal ini di* 
serahkan kepada Panitia Ketjil.

Ketua RADJIMAN:
Saja kira untuk tjepatnja, baiklah segera kita setem sadja. 
Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:
Tentang Malaka orang semua mufakat, tjuma tentang Papua 

sadja masih ada perbedaan. Tjukuplah kalau disetem apakah Papua 
itu turut atau tidak.

Anggota ROOSENO:
Saja ada usul d jalan jang praktis. Pertama tentang sistim menje- 

tem itu- Nederlands Indie dahulu dipotong Papua, masuk atau tidak. 
Semua mufakat atau tidak? Sesudahnja semua mufakat lalu disetem 
apakah Papua masuk apa tidak?

Ketua RADJIMAN:
Disetem sadja.
Anggota Mr BESAR:
Saja mupakat dengan andjuran tuan Oto. Hal ini penting sekali, 

jaitu batas negara kita. D jika disetem, saja kira belum semua begitu 
mengerti apa jang disetem.

Nanti kita sudah mengeluarkan suara, akan tetapi belum terang 
akan soalnja. Saja sendiri belum mengerti terang. Dari itu, sebelum 
dikeluarkan suara, tuan Ketua, baiklah diadakan panitia untuk 
dalam 10 atau 15 menit, menentukan apa jang harus kita setem. 
Sebab tadi, tuan Ketua, disebut Nederlands Indie dahulu ditambah 
Borneo Utara dan Papua, akan tetapi usul tuan Agus Salim lain. 
Dari itu, jang dahulu dinamakan Nederlands-Indie begitu djuga 
lain-lain jang diberi kesempatan masuk disitu, saja kira belum di
masukkan dalam usul. Kita menunggu siapa jang minta, akan tetapi 
tidak diterangkan dimana mintanja dalam pembitjaraan itu. Pen
dapat saja hal ini penting, sebab ini bukan hanja hal menetapkan 
buat keperluan kita sendiri, akan tetapi buat seluruh rakjat. Djadi 
wadjib kita mengeluarkan suara sebetul-betulnja, jaitu apa jang 
dikehendaki anggota.

Ketua RADJIMAN:
Saja ulangi lagi, tuan-tuan anggota. Bagian jang diusulkan jalah:

1. Hindia Belanda dahulu.
2. Hindia Belanda dahulu, Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor 

dan kepulauan sekelilingnja.
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Anggota S ALIM:
T j ara bagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar? Sebab tidak 

ditentukan tjara bagaimana masuknja.

Ketua RADJIMAN:
Nanti ada didalam Undang-undang Dasar.

Anggota HATTA:
Ada satu lagi: Hi.idia Belanda dahulu ditambah Malaka di

potong Papua.

Wakil Ketua SUROSO:
Sekarang diangkat Komisi, terdiri dari 3 orang.
Tuan-tuan Oto Iskandardinata, Abikusno dan Latuharliary.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Tuan-tuan jang terhormat, jang ikut mengeluarkan suara ada 66 

anggota dan adanja kertaspun 66. Biarpun diantaranja itu, ada 
jang tjorak dan bentuknja kertas lain dari pada jang dibagikan, 
tetapi panitia menentukan, inipun dianggap sah.

(Pemungutan suara dilakukan dengan surat).

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Pa3uka tuan Ketua, suara jang dikeluarkan oleh anggota-anggota 

jang térhormat, ialah 66. Dari pada 66 ini, jang djatuh kepada Ño. 2 
ialah ¡59, kepada No. 1 ada 19, kepada No. 3 ada 6, jang blanco 1 
dan kepada lain-lain 1, djumlahnja 66, Djadi dengan pilihan jang 
baru dilakukan ini jang dipilih, ialah No. 2. Sekianlah. (No. 2 ialah: 
Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaja, Borneo Utara, 
Papua,; Timor Portugis dan pulau-pulau sekelilingnja).

Ketua RADJIMAN:
Saja mengutjapkan terima kasih kepada komisi.
Dan saja tetapkan pada saat ini, para anggota jang terhormat, 

jang diputuskan, jang disahkan hari ini oléh persidangan, jaitu 
bahwa daerah jang masuk Indonesia Merdeka: Hindia Belanda 
dulu, ditambah dengan Malaja, Borneo Utara, Papua, Timor-Portu- 
"is dan pulau-pulau sekitarnja.

(tepuk tangan).

Sekarang saja adakan istirahat beberapa menit, kira-kira 10-15 
menit (sidang ditutup untuk beristirahat pada djam 12.05).

Pada djam 12.30 rapat dibuka lagi.
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Ketua RADJIMAN:
Sidang saja buka lagi dan kita meneruskan agenda. Kita sudali 

sampai pada saatnja untuk merembuk hal Undang-undang Dasar. 
Sebelumnja kita membentuk komisi untuk menjelesaikan dan me- 
rentjanakan, Undang-undang Dasar, kami minta supaja para anggota 
melahirkan pikirannja tentang hal itu, dalam garis besar mestinja 
atau dengan soal-soal jang istimewa-istimewa, untuk mendjadi ba
han panitia dan sebagai bekal panitia jang membentuk Undang- 
undang Dasar itu. Usul-usul jang dimaksud boleh disampaikan 
kepada komisi itu.

Sekarang kita mulai. Siapakah hendak bitjara tentang Undang- 
undang Dasar?

Anggota-anggota Parada Harahap, Kolopaking, Wongsonegoro, 
Muhd. Yamin dan Wiranatakusumah.

Ketua RADJIMAN:
Sekarang dimulai dengan tuan Parada Harahap.

Anggota PARADA HARAHAP:
Paduka tuan Ketua jang terhormat. Saja hendak membuat 

pemandangan jang sangat ringkas sekali tentang Undang-undang 
Dasar jang hendak kita aturkan ini. Saja ingin mengemukakan suatu 
perasaan, supaja komisi jang akan mengatur nanti dapat kiranja 
memperhatikan perasaan rakjat Indonesia dan dapat memungkin
kan adanja pasal atau kalimat jang menjatakan perasaan itu, jalali 
dengan maksud supaja dari semendjak sekarang dan untuk selan- 
djutnja dapat diperingati oleh turunan kita dan turunan bangsa 
Nippon.

Tentang susunan kata-kata itu saja mengharap, supaja diserahkan 
sadja kepada pertimbangan komisi.

Kalau saja membatja rantjangan mukadimah ini, sesungguhnja 
saja sudah melihat gambaran dari pada Undang-undang Dasar itu. 
Disini saja melihat, bahwa dengan kata-kata jang ringkas tersimpul 
sebenarnja segala kehendak dan bentuk sifat negara jang hendak 
kita dirikan itu. Saja menjatakan hormat dan pudjian kepada me
reka jang mengarang mukadimah ini, sehingga tidak ada satupun 
jang berkelebihan disini. Dari kata jang ringkas ini saja mendapat 
kesan, bahwa segala keinginan bangsa Indonesia, boleh dikatakan 
sudah tertjantum didalamnja.

Hanja ada suatu hal jang mengingatkan kepada saja, bahwa di- 
dalam pesanan Gunseikan diperingatkan kepada kita dan meman** 
hal itu tidak boleh kita lupakan jalah bahwa Negara Indonesia 
jang hendak kita dirikan itu adalah salah satu anggota keluarga Asia
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Timur Raja. Kita tidak boleh melupakan negara kita sebagai mata- 
rant:i dari pada Asia Timur Raja. Keadaan ini dalam kenjataan 
tentu kita akui dan saja pertjaja tidak ada bangsa Indonesia me
mungkiri, bahwa Indonesia sebagai negara merdeka dalam kedu
dukan internasional, baik dipandang c7 .iri sudut geo-politik maupun 
dari sudut-sudut lainnja, tentu adalah satu bagian dari pada Dai 
Toa. Tapi alangkah baiknja, bilamana kita sebagai bangsa jang 
seturunan dengan Dai Nippon, bangsa jang tahu berterima kasih, 
dapat meninggalkan suatu riwajat dari pada pendirian negara baru 
ini, sehingga tidak untuk sekarang sadja, tetapi untuk turunan Dai 
Nippon dan untuk tjutju kita, tertjatat suatu hal jang tidak boleh 
dilupakan seperti jaitu djandji jang telah kita berikan untuk se
hidup-semati dengan Dai Nippon sebelum dan sesudah negara kita 
merdeka. Saja pertjaja bahwa sudah tentu dalam rupa-rupa perda
maian hal itu akan tertjantum d juga, tapi alangkah baiknja bila
mana didalam pembentukan negara ini hal itu akan mendjadi 
dokumen, jang seterusnja tertjatat dalam sedjarah jang hidup abadi. 
Hasil perhubungan Indonesia dengan Dai Nippon, tak mungkin di
pisahkan sebagai halnja dengan perhubungan orang bersaudara.

Kita mengakui bahwa perdjuangan kemerdekaan dari pada bangsa 
kita bukan sekarang sadja. Perdjuangan kemerdekaan Indonesia 
sudah dimulai semendjak beberapa ahad jang lalu. Peperangan 
ketjil dan besar jang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita adalah 
satu dari pada bukti-bukti; achir-achirnja oleh karena Dai Nippon 
melawan Rusia, gerakan kita mulai pula tersusun. Tapi satu hal 
tidak boleh dilupakan jalah bahwa langkah kita memidju pintu 
gerbang Indonesia Merdeka sekarang ini, meskipun bersilat pula 
kelandjutan dari pada gerakan bangsa kita sendiri, tetapi adalah di
bantu dan disokong oleh Balatentara Dai Nippon. Hal ini saja 
minta, supaja dapat kiranja tetap mendjadi peringatan didalam 
salah satu keterangan jang akan dibuat oleh komisi nanti. Djika 
saja batja disini umpamanja kata-kata: „bahwa sesunggulinja ke
merdekaan itu jalali hak segala bangsa dan oleh sebab itu djadjahan 
diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri 
keadilan,” maka itu suatu keterangan kepada dunia, dan keterangan 
pula bahwa perdjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai 
kepada saat bahagia, selamat dan sentausa. Rakjat Indonesia ber
satu, berdaulat, adil dan mulia. Saja ingin supaja didalam kata-kata 
itu, jang mengatakan gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai 
kepada saat bahagia, selamat dan sentausa, ada kiranja nanti di- 
tjantumkan sebagai suatu keterangan, bahwa kita mengakui dan 
memperingati bahwa tertjapainja kemerdekaan negara kita adalah 
d juga dengan bantuan saudara kita Balatentara Dai Nippon Kete 
rangan jang mengatakan bahwa atas berkat Allah jang maha kuasa 
dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan
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kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan kemer- 
dekaannja, pun adalah suatu keterangan kepada dunia. Alangkah 
mulianja kalau bangsa Indonesia mengaku, bahwa disini terletak 
dorongan jang besar dari pada pemerintah dan bangsa Nippon. 
Bagaimana tjara menjusun kata-kata itu dan dimana letaknja bagi 
saja pada tempat ini, saja hendak menjatakan, bahwa sebaik-baik- 
njalah djika komisi merantjangkannja; hal ini djangan sampai 
dilupakan, ataukah dalam satu keterangan pada waktu menjatakan 
kemerdekaan negara kita atau ditempat lainnja, itu terserah, tetapi 
sekali-kali tidak boleh dilupakan, bahwa Indonesia harus mengakui- 
nja. Saja kira tidak banjaklah orang jang tidak mengakui itu, 
bahkan saja pertjaja bahwa semua orang akan mengakuinja. Maka 
apakah salahnja, bilamana kita dapat meninggalkan bagi keturunan 
kita suatu dokumen, jang mendjadi peringatan dalam sedjarah 
untuk anak-tjutju Indonesia dan Dai Nippon. Itu sadja untuk men
djadi bahan bagi komisi.

Ketua WEDIODININGRAT:
Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Parada 

Harahap.
Sekarang saja persilakan tuan Sumitro Kolopaking.

Anggota KOLOPAKING:
Paduka Tuan Ketua jang mulia! Anggota-anggota jang ter

hormat !
Berhubung dengan pembitjaraan tuan Parada Harahap jang saja 

setudjui 100%, saja akan berbitjara sedikit sadja. Saja memadjukan 
usul jang penting jang dapat dikerdjakan selekas mungkin. Sebab 
perasaan saja, Undang-undang Dasar harus sesingkat mungkin, 
djangan sampai berlebihan, umpamanja menurut lebih-kurang 15 
atau 16 pasal.

Seperti dalam pembitjaraan saja kemarin, saja mengatakan, 
bahwa semua susunan pada waktu ini amat dipengaruhi oleh sua
sana peperangan, maka saja usulkan kepada Panitia jang didirikan, 
supaja Undang-undang Dasar itu disusun demikian, sehingga gam
pang dirobah dan disesuaikan dengan djaman jang akan datang. 
Sebab, tentu sadja djikalau kemenangan achir telah tertjapai, 
suasana didalam dunia, suasana didalam Asia Timur Raja umum- 
nja dan di Indonesia chususnja, tentu akan amat berlainan. Maka 
didalam Undang-undang Dasar itu, menurut pemandangan saja, 
harus ada suatu fasal jang menggampangkan Undang-undang Dasar 
itu setjepat mungkin disesuaikan dengan permintaan dan keadaan 
djaman jang akan datang itu. Barangkali tidak usah hal itu saja 
terangkan dengan pandjang-lebar.

151



i i„ ,lar; «Tii sendiri. Tuan-tuan barangkaliSekarang ada usul pu 3n antrgota Panitia Ketjil itu, dan
d juga menerima rentjan p P • °gi(j an(r ini, tuan-tuan dan 
m u d a h - m u d a h a n  tuan- uan ?etudju dengan usul saja. Saja usulkan 
njonja-njonja =» L Tuan prof> Supomo, No. 2. Latu-
sebagai anggota Pan Apakah akan diterima, itu tergantung
harhary, Na. 5 y ;” ” ” ” ’ ¿-1 kepada Panitia. Itu hanja peman- 
kepada sidan , t ^ 6  Jrmintaan. Saja bersjukur kalau peman-
da"fan X  diterima, s.b.b sidanglah j«ng akan meneupkannja

SuDaia sedapat mungkin dari segala lapisan, bnkan sadja d»,i
supaja seudt & Snmatera dan tempat lain ada wakil-Tanah D jawa.tetapi pula^clan PrJf> Supomo? No. 2.

nja, maka se a ra n g -j  ̂Tuan ]yiaramis, No. 4 Tuan Dahler, No. 5 
Tuan TanEng Hoa, No. 6 Tuan Parada Harahap, No. 7 Tuan Husein
Djajadiningrat.

Demikianlah pemandangan saja.
Terima kasih.

Ketua R  AD J IMAN.
Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Sumitro 

Kolopaking.
Sekarang Tuan Liein Koen Hian.

Anggota LIEM KOEN HIAN:
Tuan Ketua jang terhormat! Tuan-tuan dan njonja-njonja jung 

terhormat! Sudah ditetapkan bentuk negara dan daerah Negara
^Sekarang tinggal jang terpenting untuk dibitjarakan oleh warga 

rakiat Ne-ara Indonesia jang merdeka, lentang hal ini saja 
hendak menerangkan sedikit tuan Ketua. Dalam sidang jang dahulu 
dari pada Badan Penjelidik, saja telah mengemukakan pendirian 
-lia Oleh kawan anggota jang terhormat tuan Soekarno, pendirian 
itu telah diserang dengan mengemukakan djuga pendirian Dokter 
S n lat Sen Saja mengakui, bahwa ada banjak kebenaran dalam 
pembitjaraan anggota jang terhormat itu dan djuga dalam 
nendirian Dokter Soen Jat Sen, akan tetapi hal itu tidak merobah 
nendirian saja dahulu itu. Tiap-tiap perkara harus dipandang dari 
keadaan, sewaktu perkara itu atau pikiran itu dilahirkan.

Dokter Soen Jat Sen membitjarakan pentingnja nasionalisme 
atau perasaan kebangsaan buat bangsa Tionghoa oleh karena pen- 
rlirian bangsa Tionghoa dahulu itu berlawanan; dari itu bangsa 
Tion-hoa terhadap imperialisme Barat jang masuk di Tiongkok, 
kplihataiinia lemah sekali. Dan sebab itu Dokter Soen Jat Sen 
merisi perlu mengobar-ngobarkan perasaan Tionghoa di Tiongkok.
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Akan tetapi buat kita, orang Tionghoa dan keturunan Tionghoa 
jang tinggal diluar negara, keadaan itu sudah lain lagi, tidak bisa 
disamakan dengan keadaan tadi. Dan oleh karena itu, djuga pen
dirian kita harus lain, jalah dengan memegang teguh azas jang 
sudah dipudja beribu tahun oleh pudjangga dan rakjat Tionghoa 
di Tiongkok, jaitu bangsa Tionghoa tidak mengenal badan bangsa. 
Buat kita jang mendjadikan turunan Tionghoa diluar negara, hal 
itu gampang. Kita bekerdja guna negara, dimana kita dilahirkan 
dan mendjadi besar.

Tuan Ketua! Dalam gerakan Partai Tionghoa Indonesia jang saja 
mulai kira-kira 15 tahun dahulu, kita telah menghadapi matjam- 
matjam perlawanan.

Perbantahan dengan mulut dan tulisan sudah terdjadi selama 
belasan tahun jang lalu, sering dikemukakan, bagaimanakah peme
rintah kebangsaan Tiongkok. Saja menanja kepada lawan-lawan 
saja dahulu dan djuga sekarang, apakah jang dimaksudkan dengan 
nama kebangsaan Tionghoa? Menurut sedjarah Tiongkok, bangsa 
Tionghoa sudah tidak ada lagi. Bisa djadi dipermulaan sedjarah 
Tiongkok ada satu gundukan manusia jang bisa menamakan dirinja 
bangsa Tionghoa, tetapi dalam ribuan tahun sedjarah Tiongkok 
berbagai-bagai bangsa Tiongkok bertjampur darah dengan bangsa 
Tionghoa jang aseli sehingga tidak bisa dikatakan lagi bahwa masih 
ada raszuiverheid dalam bangsa Tionghoa.

Seorang Ethnoloog, seorang Tionghoa totok, pernah menulis 
sebuah 'buku, dimana ia mentjerifterakan, bahwa pertjampuran darah 
bangsa Tionghoa aseli dengan berbagai-bagai bangsa disekitar 
Tiongkok sudah terdjadi begitu banjak, sehingga pada hari ini 
tidak bisa dikatakan bagaimanakah sifat orang jang dinamakan 
orang Tionghoa itu. Orang Tiongkok Utara mempunjai pandangan 
muka, badan, bentuk kepala jang lain sekali dari pada orang Tiong
kok Selatan. Warna kulitnja ada jang kuning, hitam, putih, begitu 
banjak matjamnja. Dari sebab itu tidak bisalah didjawab kalau 
ditanja, apakah jang dinamakan bangsa Tionghoa itu. Tidak bisa 
ditentukan darah bangsa Tionghoa itu. Ilmu pengetahuan belum 
bisa menentukan sifat darah jang menentukan bangsa Tionghoa 
atau bangsa Indonesia atau bangsa Nippon. Sebanjak-banjaknja 
hanja dalam arti kulturil bisa ada bangsa Tionghoa. Tetapi kalau 
kita memakai arti kulturil dari pada bangsa Tionghoa, kita harus 
kembali djuga kepada arti jang sudah saja uraikan dahulu. Apakah 
jang dinamakan bangsa Tionghoa dalam arti kulturil, jaitu bangsa 
jang tidak kenal perbedaan bangsa, bangsa jang tudjuan hidupnja 
untuk mempersatukan sekalian manusia didalam dunia. Dalam arti 
kulturil saja masih menamakan diri saja seorang Tionghoa dan 
dalam arti kulturil ini bisa djadi ada bangsa Tionghoa, tetapi buat
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peranakan Tionghoa ditanah Djawa ini, d juga arti kulturil ini tidak 
bisa dipakai lagi.

Kira-kira 10 tahun dahulu datang ditanah Djawa sini seorang 
Sosioloo«-, guru besar di Chung Hui University di Peiping. Sesudah 
kelilin" mengundjungi berbagai-bagai tempat ditanah Djawa ini 
dan diseberang, saja bertemu dengan dia di Djakarta, dan diadjak 
bertjakap-tjakap, membentangkan soal peranakan Tionghoa. Saja 
katakan, bahwa peranakan Tionghoa tidak masuk orang Tionghoa 
laci; beliau setudju dan sambutan beliau didasarkan atas arti kul- 
turil. Dalam arti kulturil, tuan Ketua, peranakan Tionghoa ditanah 
Djawa bukan bangsa Tionghoa lagi. Maka kalau kita di Djawa 
chususnja, di Indonesia umumnja, ditanja apakah kebangsaan kita, 
saja d jawab, bahwa dalam arti kulturil kita bukan bangsa Tionghoa; 
mungkin dalam arti politik pun kita bukan bangsa Tionghoa lagi, 
sebab kita tinggal didaerah asing dan tunduk kepada pemerintah 
asin". Dalam bahasa Eropali ada dibedakan dalam arti antara Natie 
dan°Volk. Perbedaan arti itu tidak sama. Dinegeri Djerman dan 
negeri Belanda dahulu dengan Natie diartikan sedjumlah orang 
jang bahasa bersamaan dan adat-istiadat. Pendek kata bersamaan 
kebudajaan. Merika dapat tinggal terpentjar dalam beberapa 
negeri dan beberapa pemerintahan.

Dengan Yolk diartikan sedjumlah orang jang tidak sama kebu- 
dajaannja, akan tetapi terikat oleh satu pemerintah. Dinegeri 
Perantjis dan negeri Inggeris pemberian itu djustru sebaiknja.

Disitu Natie berarti sebaliknja dari pada dinegeri Djerman dan 
Negeri Belanda. Buat kita orang peranakan Tionghoa di Indonesia 
umumnja dan di Djawa chususnja timbullah sekarang pertanjaan, 
apakah kebangsaan kita. Dalam arti kulturil kita sudah bukan 
bangsa Tionghoa lagi, dalam arti politik djuga bukan. Didjaman 
Belanda dahulu kita diberi etiket „rakjat Belanda” . Maka dulu saja 
katakan, bahwa saja seorang bangsa manusia dan waktu diminta 
ketegasan oleh kawan anggota jang terhormat, oleh Ketua jang 
terhormat, saja menjebut begitu djuga, oleh karena sampai djauh 
saja belum bisa mengambil etiket. Bukankah primer tiap oran" 
bangsa manusia, sekunder baru ada etiketnja jang membeda-beda°- 
kan, sehingga ada bangsa manusia tjap Nippon, ada manusia tjap 
Tiongkok dan tjap lain-lain.

Sampai kian djauh kita, peranakan Tionghoa, belum bisa meng
ambil etiket itu, sebab belum ada etiket resmi bangsa Indonesia" 
Akan tetapi dengan lahirnja bangsa Indonesia, dengan lahirnia 
aturan pasal kewarga-negaraan, kita bisa mengambil etiket ini 
Barulah kita bisa mengatakan adanja manusia tjap Indonesia 
Tuan Ketua, sekarang saja membitjarakan pasal kewargaan Indo 
nesia Merdeka. Saja boleh menganggap kawan-kawan anggota j an*
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terhormat, sudah kenal sedjak dahulu kepada tudjuan partai jang 
saja pimpin, jaitu partai Tionghoa Indonesia. Buat kita tidak ada 
soal lagi. Kita rakjat negeri ini. Kita bersedia membantu dengan 
apa jang kita dapat, untuk kebesaran negeri ini. Sekarang tinggal 
soalnja bagi peranakan Tionghoa lainnja jang tidak terikat dalam 
partai Tionghoa Indonesia itu. Terhadap bagian ini saja hendak 
berbitjara sedikit. Dahulu anggota resmi dari Partai Tionghoa 
Indonesia ketjil sekali djumlahnja. Djumlah ketjil itu meinpunjai 
berbagai-bagai sebab, diantaranja karena satu pihak takut kepada 
pemerintah dahulu. Pemerintah Belanda tidak suka melihat per
satuan dari pada bangsa Tionghoa dan bangsa Indonesia. Maka itu 
sebisa-bisanja gerak-gerik Partai Tionghoa Indonésia dihalang- 
halangi. Betul bahwa menurut undang-undang tidak bisa diadakan 
halangan apa-apa, tidak bisa partai jang begitu dihalang-halangi, 
akan tetapi berbagai-bagai djalan jang menjusahkan telah ditjoba 
oleh pemerintah untuk mengadakan halangan-halangan itu umpa- 
manja diberbagai-bagai tempat, bukan ditempat ketjil sadja, tetapi 
djuga dikota-kota besar seperti Semarang, Ketua P.T.I. dan lain-lain 
anggota pengurus dipanggil P.I.D. Kalau sampai dikantor meréka 
mendapat keterangan bahwa tidak diperlukan apa-apa selain pang
gilan sadja. Karena sering-sering dipanggil, orang-orang mendjadi 
djéngkél, malahan ditempat-tempat ketjil orang-orang mendjadi 
takut dan mengatakan bahwa kalau orang mendjadi anggota 
Partai Tionghoa Indonésia, susahnja jalah bahwa ia tidak boléh 
berbuat apa-apa. Maka karena itu terutama ditempat-tempat jang 
ketjil banjak tjabang-tjabang jang sudah berdiri kemudian bubar 
lagi. Akan tetapi sementara itu semangat makin meresap pada 
sebagian besar sekali dari pada peranakan Tionghoa di Djawa ini. 
Hal itu bisa dinjatakan dengan bukti-bukti pada pemilihan. 
Umpamanja, dalam tahun 1934 buat pertama kali partai kita ikut 
dalam pemilihan untuk Surabaja Si. Menurut djumlah jang resmi 
dari pada anggota kita, tidak seorangpun tjalon kita bisa masuk. 
Akan tetapi, apakah tërnjata? Kelima-lima tempat dalam Surabaja 
jang disediakan untuk golongan Timur Asing, dapat direbut oléh 
partai kita. Buat pertama kali dalam sedjarah pemilihan Hindia 
Belanda waktu itu djumlah pemilihan Tionghoa di Surabaja keluar 
paling besar, lebih dari seribu orang; belum pernah terdjadi serupa 
itu dimana djuga di Hindia Belanda. Tidak berapa lama kemudian 
diadakan pemilihan untuk Volksraad. Kalau kita menindjau djum
lah anggota jang resmi dari P.T.I. diluar kota Surabaja, tidak ada 
harapan buat seorang tjalon kita mendjadi tjalon Volksraad. Tetapi 
apa ternjata? Djuga dalam pemilihan untuk Volksraad itu terdapat 
kemenangan. Kemudian lagi dalam pemilihan untuk Provinciale 
Raad di Djawa Timur djuga didapat tempat. Dan dalam 1938, hanja 
oléh karena diadakan perubahan dalam aturan milih, jang dinamai
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evenredige vertegenwoordiging maka kita tidak dapat merebut 
tempat jang disediakan buat golongan kita. Kita lianja dapat mere
but 3 dari pada 5 tempat jang disediakan. Akan tetapi tjoba aturan 
pemilihan tidak dirobah, nistjaja menurut suara jang dikeluarkan, 
kita dapat merebut lagi 3 tempat jang disediakan. Apakah arti hal 
itu bao-i kita? Tuan Ketua, hal-hal membuktikan kepada kita, 
bahwa°dalam hatinja sebagian besar sekali dari pada peranakan 
Tionghoa ditanah Djawa, menjetudjui tudjuan partai Tionghoa 
Indonesia. Hanja sebagian besar dari pada mereka itu tidak berani 
menjatakan persetudjuannja dengan resmi, melainkan hanja di- 
waktu-waktu ada pemilihan, kelihatan persetudjuan mereka. Baru 
kali ini saja mendapat kesempatan, tetapi menjesal sekali kita tidak 
datang dibanjak tempat; saja hanja sempat datang di Bandung, 
Surabaja, dan Malang, dimana saja telah mengadakan Kondankai 
dengan pemuda-pemuda golongan Tionghoa ditempat-tempat itu. 
Saja bisa memberitahukan disini dengan girang, bahwa baik di 
Bandung, maupun di Malang dan di Surabaja kita mendapat per- 
setudjuan 100%, malahan di Malang dan Surabaja pemuka-pemuka 
jang hadir dalam Kondankai itu, pada achirnja minta supaja di
sampaikan kepada Badan Penjelidik, agar sedapat-dapat lebih baik 
ditetapkan sadja, bahwa semua orang Tionghoa ditanah Djawa 
mendjadi rakjat Indonesia. Siapa jang tidak suka, boleh menjata
kan. Sebab apa mereka minta begitu? Oleh karena pemuka-pemuka 
itu memikir, bahwa kebanjakan orang Tionghoa ditanah Djawa 
sekian lamanja tidak pernah memikirkan hal politik; tidak pernah 
memikirkan itu, oleh karena ditakut-takuti agar djangan mentjam- 
puri politik, karena itu menjusahkan. Lihatlah pemuka-pemuka 
Indonesia ditangkap, dibawa ke Digul. Karena itu tuan Ketua, tidak 
sadja rakjat djelata diantara kita, malah barangkali kebanjakan 
intellectuelen tidak berani berbitjara, tidak berani dekat pada 
urusan politik. Saja bisa mentjeritakan satu tjontoh jang typis buat 
tuan-tuan. Sewaktu saja mendjadi student, pada satu hari per
kumpulan student Tionghoa membuat perdjamuan makan diwaktu 
Tjap Go Meh. Tafelvoorzitter pada malam itu, seorang student dari 
Dokter Tinggi membuka pertemuan itu dengan mengingatkan sau
dara-saudara student kepada kewadjiban mereka untuk bekerdja 
d juga guna negeri ini, dimana bukan sadja kita dilahirkan dan 
mendjadi besar, tetapi dimana djuga kita mendapat peladjaran 
sehingga mendjadi apa jang sekarang ini. Kemudian saja mema- 
djukan diri untuk berbitjara. Saja membuat pembitjaraan dan 
(rirang sekali mendengar pidato dari mulut seorang student itu 
maka saja menjatakan harapan, supaja kata-kata itu diperhatikan 
oleh kawan-kawan student, agar selandjutnja kita bisa bekerdia 
betul-betul untuk negeri kita. Sebagai reactie atas pembitjaraan 
saja itu tuan Ketua, saja diroyeer, contributie tidak ditagih, undang
an tidak dikirimi lagi. Saja hanja menarik conclusie, bahwa saja
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sudah diroyeer. Ini tuan-tuan sudah kedjadian diantara orang-orang 
jang tidak berapa lama lagi dinamakan intellectuelen, jang tidak 
berapa tahun lagi akan dianggap mendjadi pemuka-pemuka bangsa 
Tionghoa negeri ini. Djikalau begitu takutnja intellectuelen kita, 
tuan-tuan, djangan heran djikalau apa jang dinamakan rakjat dje- 
lata lebih-lebih lagi takut terhadap politik. Oleh karena Itu maka 
kebanjakan dari kita tidak pernah memikirkan urusan politik, tidak 
berani memikirkan urusan politik. Dan djika pada hari ini disuruh 
memilih, diminta memilih maukah atau tidak mendjadi orang 
Indonesia, mereka bingung semua. Oleh karena adanja pedoman 
ini, maka pemuka-pemuka dari bangsa Tionghoa di Malang dan 
di Surabaja telah meminta kepada saja, agar disampaikan kepada 
Badan Penjelidik, supaja diwaktu mengadakan Undang-undang 
Dasar Indonesia, biar ditetapkan sadja, bahwa semua orang Tiong
hoa mendjadi warga Indonesia. Djuga di Bandung, tuan Ketua, 
telah dinjatakan fikiran-fikiran begitu, meskipun tidak dengan terus 
terang; jaitu tatkala achir-achir ini saja bertemu dengan Ketua 
Priangan Syuu Kakyo Sykai, beliau djuga telah menjampaikan 
kepada saja permintaan seperti di Malang dan di Surabaja tadi. 
Maka saja berbitjara sedikit pandjang lagi untuk menjampaikan 
permintaan dari beberapa anggota tadi itu, dan saja menghadap, 
agar djikalau nanti panitia jang akan merantjang Undang-undang 
Dasar Indonesia Merdeka sampai pada pasal tentang warga Indo
nesia, sukalah kiran j a memperhatikan permintaan tadi.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:
Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Liem Kun 

Hian. Sekarang kita beristirahat sadja sampai setengah tiga.
(Rapat ditunda pukul 1.10).

(Rapat dibuka pukul. 14.30).

Ketua RADJIMAN:
Sekalian anggota jang terhormat, sidang ini saja buka lagi dan 

6aja minta tuan Wongsonegoro tampil kemuka.

Anggota WONGSONEGORO:
Paduka Tuan Ketua jang termulia dan saudara sekalian jang 

terhormat! Sebentar akan diadakan panitia, jang akan menjusun 
aturan dasar kita didalam Negara Indonesia dan aturan dasar itu 
kemudian akan berlaku. Tetapi tuan Ketua ada 2 hal jang disini 
kami pandang perlu kami mintakan perhatian istimewa dari pani
tia. Kita akan menjusun aturan dasar untuk pemerintah jang per
tama ini.
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Sebab i »  —  
r C k J a T b a h t a U V d a r n u .;  segala sesuatu haruslah d.lakukan

~  ^  " ^ ' , idam -idam an k .ta  ,tu . ^  a  m u

Dan itu kemarin 'a Krada-adania sadja. Akan tetapi Paduka
pakat dengan Pemermta \ , lam membitjarakan dan menentukan
Tuan Ketua jang mengingat djuga kepada saudara-
atUT  ra S i  diíuar gedung ini, sungguhpun kita dalam gedung im saudara kita diiuar e „ memaksa itu, memaksa kepada
mengetahui, ba w  „kan bal jang terpenting ini pada waktu
kita tidak dapat ^  akan tetapi maksud kami, liendaknja-
ini djuga dengan j * kalimat-kalimat jang mengandung
lah dalam  ̂^ «X su d  S a  sekarang, memang buat waktu jang amat 
rasa, bahwa mak bilamana waktu telah tiba dengan selekas
tergesa-gesa ^ an akan kUa tjiptakan, jalali kita meng-
mungkin ke * baru dibawah kedaulatan rakjat. Bagaimana
a d a k a n  angga k0ataan ini? kami serahkan kepada panitia dan
k e m u d i a n 'kepada saudara anggota sekalian, dari sebab itu sed jak 

1; kimi memakai perkataan „sementara akan tetapi dalam 
S ‘,W a n  den«an beberapa kawan anggota dismi perkataan Hu 
perundin0 d karena perkataan itu mengandung arti jang
tidak (̂ ; iaf den„ ;n maksud kita, seolah-olah pembentukan Negara
Indonesia itu belum 100%. Maka kami merasa djuga keberatan 
incioncsi melakukan pemerintah sementara, pun barangkali
S " !  keberatan. Dari itu bagaimana negara akan tersusun jang

• akan kami praktekkan, akan tetapi kiranja harus ada per- 
precies, ‘ la gesuatu ini mémang untuk waktu ini jang
v3atfnTnnia tergesa-gesa. Disamping itu, paduka tuan Ketua, perlu 
r  sebentar kami katakan, bahwa kami memakai perkataan jang 

berhati-hati sebagai pemberian djamman, bahwa dikemudian 
r ^ \ J a la  sesuatu sungguh-sungguh akan disusun dibawah kedau- 
ÍTtan rakjat dan jang kami pakai perkataan kemarin jalah volks- 
v o W \  votum rakjat. Salah seorang jang kami adjak merundingkan 
V. 1 ini menanjakan kepada kami, apakah djika demikian, kami 

mengikat pemerintah pertama ini? Mémang, djika dimaksud 
? i .limeeap sebagai pengikatan, saja tidak segan menerimanja. S e n a  S  harus djuga mengingat bahwa kita sekalian adalil, 
manusia belaka; sungguhpun kita sekalian pada waktu ini terikat
1 naan suka untuk mendjelmakan segala sesuatu dihari kemudian, 
k™ tetapi untuk menjesuaikan rakjat kita, barangkah ada baiknja 

¡r  a diika ada sedikit djaminan, dengan mentjantumkan hal itu 
d 1 m suatu pasal jang misalnja menjatakan, bahwa didalam waktu
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setjepat mungkin akan diadakan Badan Perwakilan Rakjat jang se- 
luas-luasnja dan dengan tjara jang seadil-adilnja, untuk menempat
kan kedaulatan rakjat itu. Badan perwakilan itulah sebagai per- 
njataan kedaulatan rakjat nanti jang akan menetapkan bentuk dan 
susunan pemerintah jang akan datang. Ini hanja suatu misal atau 
suatu tjontoli sadja.

Kami ulangi lagi Paduka Tuan Ketua, bagaimanakah akan 1er- 
susunnja, kami serahkan kepada Panitia jang akan mengerdjakannja.

Hal jang kedua, Paduka Tuan Ketua, jang ingin kami mintakan 
pula perhatian dari panitia nanti, jalah mengenai hal jang tadi telah 
dikemukakan oleh saudara kita tuan Liem. Saudara kita tuan Liem 
tadi mengatakan bahwa ia menerima pesanan dari manapun djuga, 
bahwa misalnja saudara-saudara kita bangsa Tionghoa akan meminta 
supaja dengan sekaligus didjadikan penduduk aseli. Kami tidak akan 
membantah betul atau tidaknja, akan tetapi kami ada mendengar 
djuga, bahwa barangkali ada kemungkinan, bahwa diantara saudara- 
saudara kita bangsa Tionghoa ada jang tidak mau mendjadi pendu
duk aseli. Hal ini djuga telah kami rundingkan dengan beberapa sau
dara, jang pada waktu itu djuga mendjadi anggota badan ini. Sau
dara itu dengan radikal mendjawab, bahwa sajang jang tidak mau, 
dipandang sebagai orang asing. Tidak ada jang lain, penduduk aseli 
atau penduduk asing. Seperti kami katakan itulah sudah tentu 
suatu pendirian jang amat radikal. Dari itu, Paduka Tuan Ketua, 
dalam perundingan dibawah Paduka Tuan Ketua-Muda di Magelang 
telah kami adjukan hendaknjalah kita mentjiptakan status baru, 
jaitu buat saudara-saudara kita bangsa-bangsa Asia Timur Raja. 
Inilah sebagai sesuaian aliran kita bersama, jalah mengadakan ke
makmuran bersama dilingkungan Asia Timur Raja.

Dari itu barangkali tepat, bilamana kita, diantara dua djenis 
status, jaitu penduduk asli dan orang asing, mengadakan status 
baru. Status apa, bagaimana bentuknja djuga saja serahkan, akan 
tetapi maksudnja sadja. jalah diantaranja dua matjam itu.

Dalam permusjawaratan itu bukanlah kami mendapat persetudju- 
an bulat djuga dari kawan-kawan anggota, hanja tidak dimupakati, 
bilamana status itu dimasukkan dalam grondwet, dalam Undang- 
undang Dasar. Tentang formele inlijsting itu, tentang formeelnja, 
saja serahkan, akan tetapi saja silakan, supaja hal itu mendapat 
perhatian istimewa, kalau kita mengambil pendirian jang amat 
radikal itu, bahkan saudara tadi masih lebih radikal lagi, jalah 
kalau orang tidak mau mendjadi penduduk, tidak hanja ia mendjadi 
orang asing akan tetapi ia harus kita awasi sebagai mata-mata musuh 
biasa. Mengeluarkan perkataan demikian itu untuk menjalakan 
perasaannja, tidak betul, sudah tentu itulah suatu pendirian jan» 
amat radikal. Maksud saja supaja mengambil tindakan jang bidjak- 
sana, jang barangkali sesuai dengan pendirian Asia Timur Raja,

506/B /C /Z  (15) 159



jalah mengadakan status baru itu. Adai)un bagaimana akan l'ormele 
inlijsting, tempat formcelnja atau dalam Undang-undang Dasar atau 
dalam kontrak, terserah, lianja saja mengutarakan bahwa, ada hal 
dalam Undang-undang Dasar itu jang sifatnja sesisi, sesamping, ecn- 
zijdig, padahal kita belum ada djamiuau, apakah orang-orang kita 
sendiri dinegeri Asia Timur Raja lainnja djuga mendapat status jang 
serupa itu, sedang maksudnja, harus saling mengeluarkan peraLuran 
demikian itu. Sudah tentu dapat didjawab, bahwa pendirian jang 
kurang pertjaja kepada kawan kita dalam lingkungan Asia Timur 
Raja bukanlah benar, akan tetapi bagaimanapun djuga kami utara
kan djuga soalnja.

Dimana tempatnja formeel itu kami serahkan, akan tetapi dapat 
kami sampaikan saran, jang pada waktu ini disetudjui oleh para 
kawan-kawan anggota Djawa Tengah segenapnja, jaitu mengadakan 
status baru untuk saudara-saudara kita jang tidak masuk aseli, djuga 
tidak masuk orang asing, akan tetapi termasuk golongan saudara 
kita bangsa Asia Timur Raja.

Sekian Paduka Tuan Ketua. Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:
Saja mengutjapkan terima kasih kepada pembitjara anggota jan«r 

terhormat tuan Wongsonegoro. Sekarang saja minta tuan Ya min 
berbitjara.

Anggota MUIfAlIMAD YAMIN:
Tuan Ketua jang termulia, rapat jan-

terhormat ! Lebih dulu saja utjupkandengan gembira, bahwa berkat udara persatuan didalam rapat inidan karena keteguhan persatuan rakjat Indonesia, ditambah pul *
dengan kekuatan beberapa putusan-putusan jang telah kita ambil
maka betul-bctullah kita dari jang satu menudju saat jan<r lain d *
makin bertambah dekat kepada tudjuan jang paling achir^dari L*kita sekalian, jaitu mau memasuki pintu gerbang Negara Indon>i,U
Merdeka. Hal ini sangat menguntungkan pembiljaraan ka
memang dalam suasana persaudaraan jang mewudjudkan per 'T0111
Indonesia dapatlah kita dalam rapat ini memutuskan beberapa1 "o*soal jang sangat penting-penting, seperti telah didengar. Soal ' l "
jang timbul didalam berpuluh-puluh tahun ini banjaklali jano J l
sampai kepada persatuan pendapat jang bulat, tetapi dalam r ^
ini kebulatan itu sudah memuntjak dalam putusan-putus- '^)at
sungguh-sungguh akan mempengaruhi kehidupan bangsa Ind
dan negara kita jang akan datang. Kita telali menentukan j°neS1̂
negara, sualu unsur jang sangat terutama didalam penolak>CU
negara, dan kita telah memutuskan djuga bagaimana pen l̂, T!™311kita tertudju kepada daerah Negara Republik IndonesH u ‘ raPan- n jang akan

Persatuan Indonesia.

160



datang itu; maka ternjatalah kini, bahwa jang kita putuskan itu 
memang bahan-bahan sjarat mutlak jang sangat berharga bagi ne
gara jang kita hadapi. Kemudian djuga penghormatan anggota- 
anggota tertudju kepada pendapat jang dimasukkan dalam rapat ini, 
supaja dengan segera membentuk constitution Indonesia menanda
kan, bahwa segala persatuan jang ada pada kita dengan lekas telah 
memuntjak untuk membentuk satu Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia jang kita ingini itu.

Saja meminta perhatian sidang kepada rantjangan Undang-undang 
Dasar jang telah saja lampirkan kepada pidato saja pada tanggal 
29 Mai. Undang-undang Dasar itu kini hendak saja djelaskan.

Dalam hal ini, Paduka Tuan Ketua, 
saja mengharap setiap detik supaja 
lekas-lekas membentuk panitia jang 
akan menjelenggarakan konstitusi atau 

Undang-undang Dasar Republik itu, sehingga saja djuga dengan 
sangat gelisah menanti-nantikan undangan tuan Ketua untuk pelan
tikan selekas-lekasnja dari pada panitia itu. Saja harap hari ini 
djuga, sebelum kita pulang, hendaklah Panitia Perantjang sudah 
menetapkan Undang-undang Dasar kita, supaja dapatlah kita he- 
kerdja dan dapatlah kita inewudjudkan apa jang kita putuskan 
dalam rapat ini. Lain dari pada itu, kita hendak mengeluarkan 
beberapa pikiran jang mungkin djuga akan dikeluarkan atau di
putuskan dalam rapat Panitia Penjusun Undang-undang Dasar itu. 
Marilah saja mendahului, karena hal ini adalah sangat penting, se
hingga tidak dapatlah kita hanja meminta perhatian kepada panitia 
itu sadja, karena hendaklah diperbintjangkan lebih dahulu dalam 
rapat besar ini, walaupun pembitjaraan itu dapat ditegaskan nanti 
oléh usaha-usaha badan perantjang hukum dasar jang kita ingini 
tadi.

Tuan anggota jang terhormat! Bebe
rapa anggota telah mengeluarkan pe
mandangan, pendapat dan perasaan 
setudju kepada mukadimah jang telah 

dimadjukan oléh Ketua Ir Soekarno, atas nama Panitia Ketjil. Dalam 
hal ini tuan Parada Harahap mengemukakan beberapa hal jang 
mengenai rasa terima kasih kepada Dai Nippon Teikoku, berhubung 
dengan pembentukan Negara Indonésia jang akan datang itu. Per
kataan jang dikeluarkan oléh tuan Parada Harahap itu tentulah 
tidak dapat menimbulkan perasaan ragu-ragu, bahwa kita sama 
sekali tidak bermaksud melupakan djasa Dai Nippon jang melepas
kan Indonésia dari pendjadjahan didalam peperangan Asia Timur 
Raja. Perasaan itu memang tidak didapat dalam perkataan-perkata
an dalam mukadimah itu, karena mukadimah itu sendiri dan penju- 
sunan seluruh konstitusi jang kita lakukan, adalah semuanja

Mukadimah Undang- 
undang Dasar.

Panitia Perantjang Un- 
dang-undang.
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berlaku didalam udara peperangan Asia Timur Raja, jang memberi 
kesempatan kepada kita menjusun kemerdekaan kita dalam euatu 
Undang-undang Dasar, jang nanti akan tertulis dengan darah per
gerakan dan dengan air-mata perdjuangan kita dalam beberapa 
puluh tahun jang lalu.

Tetapi menurut tehnik susunan Undang-undang Dasar, maka tidak 
perlulah perkataan Asia Timur Raja itu dimasukkan dalam 
mukadimah dan djuga tidak baik dimasukkan kedalam konstitutie 
sendiri, karena penjebutan peristiwa itu hendaklah dilaksanakan 
dalam suatu penerangan jang istimewa, djadi tidak dalam konstitusi 
atau dalam mukadimah, melainkan dalam keterangan jang lain. 
Tiap-tiap konstitusi dari pada bangsa jang akan merdeka adalah 
terbentuk atas 3 bagian, jaitu bagian ketiga berisi pasal-pasal konsti
tusi; bagian pembuka berisi pernjataan kemerdekaan dan dasar- 
dasar negara; dan selandjutnja didapat keterangan hak manusia 
diatas dunia sebagai bangsa jang hendak merdéka. Djanganlali dalam 1 
hal ini bersalah faham. Pergerakan kemerdekaan Indonesia tidaklah 
sadja bersambung dengan peperangan Asia Timur Raja, melainkan 
pergerakan kemerdekaan adalah pula suatu paralellia, jang ber- 
djalan sediadjar dengan peperangan Asia Timur Raja jang memberi 
kemerdékaan kepada kita, seperti jang diingini oléh pergerakan 
kemerdekaan. Adapun mukadimah jang kita persembahkan kepada 
rapat ini, adalah pula sebagai suatu gcntlemen-agrecment seperti 
gentlemen-agreement kota Magelang jang dimaksud oléh tuan Dr 
Sukiman. Mukadimah ini adalah satu Djakarta-charter jang meli
puti dasar-dasar Negara Indonesia Merdéka, berisi dasar-dasar dari 
pada aliran-aliran jang ada dipulau Djawa, sehingga didalam 
Djakarta-charter ini, jang kini ditulis berupa mukadimah Undang- 
undang Dasar itu, adalah disebutkan, bahwa negara dibentuk 
atas kemauan bangsa kita sendiri dan untuk kepentingan rakjat, 
jang mengingini satu déclaration o£ riglits, satu déclaration of inde- 
pendence, dan satu constitution republic. Dibagian bawah akan kita 
Busun konstitusi negara kita, tetapi diatas déclaration of the inde- 
pendence nanti panitia akan menjusun déclaration of riglits dan 
didalamnja itu akan kita tjuralikan perasaan kita tertudju kepada . 
pengurbanan pergerakan kita, waktu kita memberontak dalam ber- 
puluh-puluh tahun dan dalam berpuluh-puluh peperangan melawan 
imperialisme Eropah dan kepada pemerintahan Belanda. Dan disini- 
lah kita menjerukan bahwa achirnja pergerakan kemerdékaan kita 
masuk kedalam peperangan Asia Timur Raja sampai kepada tudjuan 
jang kita ingini.

Hal ini mengenai susunannja telah 
saja bitjarakan masak-masak dengan 
teman anggota kita jang terhormat 
Mr Maramis dan Mr Subardjo, jang 

walaupun dalam rapat ini tidak berbitjara, tetapi minatnja sangat

Declaration o/ Rights and 
Independence.
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besar untuk ikut menjusun konstitusi dengan sesempuma-sempurna- 
nja. Dalam penjusunan konstitusi ini djanganlah kita melepaskan 
sjarat, bahwa konstitusi tidak sadja seharusnja sempurna, tetapi 
djuga harus manis rasanja dan merdu bunjinja sebagai suatu barang 
jang mulia.

Dalam hal ini perlulah kita djaga sjarat elegentia juris, artinja 
kebagusan susunan, dan sjarat ini dapatlah dipenuhi oleh panitia 
dengan segala kegiatan dan keradjinan: ringkasnja sudahlah ter
tulis mukadimah, sedangkan declaration of independence dan de- 
claration of riglits belumlah disusun. Djadi dalam pernjataan 
pertama kita akan menjebutkan dan memperingatkan pergerakan 
Indonesia menudju kemerdekaan; jang kedua jaitu peristiwa pepe? 
rangan Asia Timur Raja dan disitu kita menundjukkan, bahwa 
dengan pelantikan Negara Republik Indonesia, kita akan mendjadi 
anggotakah atau tidak dalam lingkungan Asia Timur Raja dan akan 
mendjadi anggota jang merdeka diantara segala negara diatas dunia.

Djadi semuanja itu sudahlah dapat dipenuhi, sehingga tidak 
dengan merobah-robah mukadimah sebagai Djakarta-charter ini 
dapatlah kita menjempumakan susunan negara kita dengan meng
ingat sjarat-sjarat seperti jang telah saja utjapkan diatas.

Didepan saja adalah terletak suatu susunan konstitusi dari pada 
Republik Amerika Serikat, jang atjapkali didjadikan tjontoh buat 
beberapa konstitusi diatas dunia, karena inilah konstitusi jang ter
tua diatas dunia; djuga didalamnja ada 3 bagiannja:
1. Declaration of Rights dikota Philadelphia dalam tahun 1774.
2. Declaration of Independence 4 Djuli tahun 1776.
3. Sudah itu baru konstitusi (1787).

Tentu sadja dalam hal ini kita tak dapat memenuhi sjarat dan 
hanja mau sederhana seperti jang diutjapkan oleh anggota jang 
terhormat tuan Sumitro Kolopaking, tetapi djanganlah lupa bahwa 
konstitusi jang hendak kita susun, jalah suatu konstitusi 
Republik Indonesia, jang penduduknja sudah dekat pada 100 
djuta djiwa, dan daerahnja sangat luas, sehingga tidaklah dapat 
kita memenuhi tuntutan sjarat jang sederhana itu. Negara jang akan 
kita susun bukanlah negara ketjil, bukan negara sederhana, melain
kan negara jang sehebat-hebatnja, sehingga rapat ini haruslah me
menuhi kepentingan rakjat, jaitu menjusun suatu konstitusi jang 
tidak sadja sempurna, melainkan djuga sepenuh-penuhnja sempur
na, sehingga sungguh-sungguh mendjadi bajangan kemauan rakjat 
jang begitu banjaknja didalam tumpah-darah kita dan jang begitu 
heb&tnja. Tidaklah perlu kita memenuhi sjarat kesederhanaan itu* 
melainkan kita harus menjusun suatu konstitusi jang betul-betul 
dapat berdiri atau dapat diletakkan disebelah segala negara«
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negara diatas dunia ini. Segala bangsa jang mau merdeka liaruslah 
djuga memberikan tenaganja untuk mentjukupi kesanggupan itu.

Kemudian tuan Ketua, ada lagi jang 
perlu kita bitjarakan, jang mungkin 
djuga akan melahirkan tanja-djawab 
dalam panitia penjusun konstitusi ini; 

sampai sekarang kita baru membitjarakan penjusunan negara 
terhadap sifatnja keluar, (lan belumlah membitjarakan susunan 
negara terhadap sifatnja kedalam. Buat kita sendiri, jang akan 
menjusun konstitusi itu hendaklah djelas apa jang akan disusun. 
Dan djikalau sudah djelas buat kita, barulah dapat kita bajangkan 
kepada rakjat, apakah konstitusi ini dapat membawa kita kepada 
republik jang kita ingini, dan rakjatpun sungguh-sungguh mau 
mengetahui dengan apakah kita akan masuk kedalam Republik 
Indonesia itu. Oleh sebab itu konstitusi ini hendaklah berisi bahan- 
bahan jang djelas, tidak sadja tentang penjusunan negara, tetapi 
djuga berisi sjarat-sjarat tentang kesedjahteraan dan hak-hak rakjat 
tentang perlindungan kemerdekaan ini, berbitjara, berkumpul dan 
lain-lainnja dan ringkasnja mendjamin keadaan jang lebih 
selamat dan lebih sentausa dari pada keadaan dulu, kehidupan jang 
lebih senang dan makmur dalam negara jang ditjita-tjitakan itu.

Dengan ringkas, penjusunan negara 
jang tertudju kesebelali dalam, dapatlah 
saja gambarkan seperti berikut: Peme
rintah dalam republik ini pertama- 
tama akan tersusun dari badan-badan 
masjarakat seperti desa, jaitu susunan 

Pemerintah jang paling bawah.

Pemerintah ini saja namai pemerintah bawahan.
Dan Pemerintah Pusat akan terbentuk dikola negara, ibu Negara 

Republik Indonesia. Itu saja namai pemerintah atasan. Antara pe
merintahan atasan dan pemerintahan bawahan itu adalah peme
rintah daerah, jang boleh saja sebut pemerintah tengahan. 
Perkara desa berangkali tidak perlu saja bitjarakan disini, melain
kan kita harapkan sadja, supaja sifatnja nanti diperbaharui atau 
disesuaikan dengan keperluan djaman baru. Baiklah djangan 
diadjukan dalam rapat inii atau dalam rapat Panitia, bagaimana desa 
harus diperbaiki, melainkan kita serahkan sadja kepada Dewan 
Perwakilan, supaja mereka menjesuaikan desa dipulau Djawa, 
negeri di Minangkabau, dan dusun-dusun jang lain, dengan peme
rintah tengahan atau dengan pemerintahan atasan dan djuga, supaja

Pemerintahan atasan, te- 
ngahan dan bawahan.

Susunan Pemerintahan 
Republik.
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memenuhi kemauan d jaman baru ditanali Indonesia kita ini. Tetapi 
jang perlu ditegaskan disini, jaitu bahwa desa-desa, negeri-negeri, 
marga-marga dan lainnja tetaplah mend jadi kaki Pemerintah 
Republik Indonesia. Dan ditengali-tengah Pemerintah atasan dan 
bawahan, kita pusatkan pemerintah daerah. Tentang pemerintahan 
ini tidak perlu saja adakan uraian pandjang-lebar. Dalam pemerin
tah daerah itu supaja diadakan pemerintahan perantaraan antara 
pusat pemerintah daerah dan desa-desa, dan soal ini hangat sekali 
dan tak dapatlah kita putuskan didalam rapat ini dengan begitu 
sadja, karena banjaklah hal jang penting-penting untuk mengadakan 
susunan pemerintah daerah, dan untuk mengambil putusan, harus
lah diuraikan segala sifat daerah dengan seterang-terangnja. 
Apakah kita akan mempunjai pemerintah daerah atau pemerintah
an dengan desa jang uniform untuk seluruh Indonesia, ataukah 
jang bermatjam-matjam, seperti berupa marga, ataukah menurut 
sjarat daerah-daerah, sehingga akan bersifat pluriform, djuga tak 
dapat kita tindjau dengan sepintas lalu, melainkan hendaklah 
pemerintah daerah kita susun didalam suasana jang berlainan dari 
pada sekarang. Jang p^rlu buat kita sekarang jaitu memakai desa 
dan pemerintah daerah jang sudah ada dibawah pengawasan dan 
ditangan orang Indonesia, dan desa itu akan kita sesuaikan dengan 
Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusatpun belum kita bitjarakan disini dan tentulah 
kepadanja akan besar sekali perhatian Panitia Perantjang.

Tetapi kini dapatlah saja memadjukan beberapa hal, tidak sadja 
sebagai dasar, melainkan djuga sebagai pemuasan kemauan jang 
dilahirkan didalam rapat. Kemauan itu tidak sadja dilahirkan pada 
sekara«g ini, tetapi adalah lahir dari pada tjita-tjita pergerakan 
kebangsaan dan pergerakan agama didalam 30 tahun jang achir ini.

Djikalau saja saring segala kemauan dan tjita-tjita itu, dan djuga 
untuk memenuhi sjarat-sjarat jang telah saja utjapkan didalam 
pidato jang pertama, hendaklah kita menjusun suatu konstitusi atau 
Undang-undang Dasar pemerintahan dengan melihat kearah negara- 
negara lain. Kita hendak menjusun sesuatu Pemerintah Pusat jang 
berdasarkan kebudajaan, peradaban dan keinginan kita sendiri dan 
djuga dengan mentjukupi sjarat-sjarat bagian kekuasaan rakjat di
dalam republik. Didalam republik maka kekuasaan rakjat sebagai 
kelahiran kedaulatan rakjat jang didjundjung setinggi-tingginja, 
akan kita bagi dengan adil. Kedaulatan rakjat dan kebahagiaan 
rakjat dalam republik tidaklah ditulis dengan kata-kata jang baik 
sadja, melainkan diwudjudkan dengan fasal jang njata.

Maka menurut pemandangan saja Pemerintah Pusat itu hendak
lah berputar diantara 6 kekuasaan, jaitu ”Tlie six powers of the
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Republic of Indonesia”, seperti djuga berlaku dalam Republik 
Tiongkok; menurut constitution Tiongkok kekuasaan rakjat itu 
tidak 6, melainkan 5, jaitu ’’The 5 powers of the Republic of China”.

Kita tidak menghendaki jang 5,
Presiden dan Wakil 
Presiden.

melainkan 6 karena dasar republik kita 
bukanlah adjaran San Min Chui, me
lainkan kelahiran .kftdaulatan rakjat. 

Pertama sekali adalah seorang Kepala Negara japg memegang dan 
j.nemimpin kekuasaan dalam negara. Bagaimana sjarat-sjaratnja se- 
ora.ng Presiden, tidaklah perlu saja ¡pajadjangkan, hanja tjukup 
kala« dikatakan, harus adalah seorang Kepala Negara jang akan 
mengendalikan dan akan mendjundjung kedaulatan Negara Repu
blik Indonesia keluar dan kedalam, dan dikeliling Kepala Negara 
itu adalali tidak seorang melainkan dua orang wakil Kepala Negara. 
Dengan mengambil seorang Kepala Negara dan dua wakil Kepala 
Negara, kita hendak monjatakan, bahwa aliran-aliran jan" ada di- 
tanah-air kita ini besar sekali; Kepala Negara jalah kepala sebala 
aliran dan jang mendjundjung kedaulatan negara. Wakil Kepala 
Negara itu diperlukan untlik meriijuknpi sjarat-sjarat jang ada di- 
sini, jaitu berhubung dengan kemauan rakjat, luasnja daerah ne
gara, dan pentingnja penduduk; dan seorang iagi jaitu untuk
menggambarkan keluar, sebagai kelahiran pikiran dan kemauan 
rakjat Islam. Oleh sebab itu maka djumlah wakil Kepala Negara 
perlulah dibesarkan, jaitu dengan menambah seorang wakil Kennla 
Negara, mendjadi dua orang. Hendaklah jang seorang dipandan" 
sebagai wakil dunia Islam, walaupun hal itu tidak perlu disebutkan 
dalam konstitusi dan tidak perlu pula disebutkan dalam surat-surat 
jang lain, melainkan hanja sebagai pantjaran dari pada keadaan 
dalam negara kita.

—   Kemudian dihadapan Kepala Ne<rnrQ
dan Wakil Kepala Negara itu adal-il,
c n o t n  7\<To A  i /-kl ! n T > ___________  • *‘111

Mad jelis Permus jawara- 
tan Rakjat. suatu Madjelis Permusjawaratan xmt„L 

seluruh rakjat Indonesia, iaitu • 
mendjadi kekuasaan jang setinggi-tingginja didiam '’ renubri? 
Kekuasaan jang dipegang oleh permusjawar7ltan seluruh rak‘ t 
Indonesia diduduki, tidak sadja oleh wa.Vul daerah-daerah Ind ' 
sia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakTt’ 
Indonesia seluruhnja, jang dipilih dengan bebas dan merd k 
oleh rakjat dengan suars terbanjak. e a

Madjelis Permusjawaratan djuga meliputi segala anggota De% 
Perwakilan Rakjat. Kepada Madjelis Presiden bertanggung-djawalj1

D jadi ada 2 sjaratnja, jaitu wakil daerah dan wakil lanrr 
dari pada rakjat Indonesia. Sjarat ini adalah baru didjalankan d f
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dalam beberapa konstitusi-konstitusi diatas dunia, seperti konstitusi 
Republik Rusia (1936; f asal 22-29) dan konstitusi San Min Chui di 
Tiongkok. Maka didalam konstitusi jang dua ini disusun permusja- 
waratan rakjat sebagai sambungan jang paling tinggi dari pada ke
daulatan rakjat. Dan ketjuali sebagai sambungan dari pada 
kemauan bangsa Indonesia, baik menurut adat, ataupun menurut 
agama Islam, maka permusjawaratan itu jalah untuk merundingkan 
keperluan negara atau keperluan umum. Adapun wakil-wakil daerah 
jang saja sebut tadi sangat perlu, oleh karena tanah Indonesia tentu 
akan terdiri atas beberapa daerah dan wakil-wakilnja tidak menurut 
banjaknja penduduk dalam daerah sadja, melainkan pula dengan 
melihat keadaan daerah; maka diadakanlah wakil untuk mewakili 
daerah dalam permusjawaratan itu.

Demikian pula dalam Madjelis duduk wakil golongan-golongan 
rakjat.

Tetapi disebelah ini kita melihat djuga keadaan tertebarnja 
penduduk, maka adalah pula wakil’ seluruh penduduk, jang dipilih 
langsung, oleh rakjat. Maka didalam seluruh permusjawaratan itu 
adalah koreksi untuk, daerah dan koreksi atas pulau-pulau jang 
ramai penduduknja atau pulau-pulau jang djarang penduduknja, 
seperti keadaan beberapa pulau ditanah seberang. Misalnja pulau 
Sumatera waktu ini penduduknja 10 milliun, pulau Djawa 50 
milliun dan pulau-pulau lainnja sangat djarang sekali penduduknja. 
Oleh sebab itu maka pulau-pulau jang tidak ada atau djarang 
penduduknja sama-sama mendapat wakil, sehingga dapat kita me- 
wudjudkan kedaulatan rakjat dengan sempurna didalam permusja
waratan itu. Bagaimana pemilihan jang akan dilakukan, tidak perlu 
saja bitjarakan disini; baiklah kita serahkan sadja kepada badan 
penjusun pemilihan pada hari jang akan datang.

Madjelis Permufakatan Rakjat itu tidak dilaksanakan pada 
waktu perang sekarang ini, tetapi dari sekarang haruslah kita dja- 
min, bahwa dalam beberapa waktu sadja sesudah perang, atau 
sesudah perdamaian dunia telah berlangsung, maka Republik 
Indonesia akan melangsungkan persidangan permusjawaratan itu.

Tjontoh jang baik dapat kita batja dalam constitution Filipina, 
Oleh sebab itu permusjawaratan rakjat Indonesia itu dapatlah kita 
langsungkan misalnja setahun sesudah perdamaian Asia Timur 
Raja, karena perlu memperhatikan sjarat-sjarat jang dikemukakan, 
antaranja oleh anggota jang terhormat Mr Wongsonegoro dan Mr 
Singgih tadi, jaitu seboleh-bolehnja mewudjudkan kedaulatan 
rakjat jang benar. Memang kedaulatan rakjat akan memuntjak 
sehebat-hebatnja didalam kekuasaan Madjelis Permusjawaratan 
jang paling tinggi dalam Republik Indonesia.

167



3. Deivan Perwakilan.
Madjelis Permusjawaratan seluruh

_____ ____ ________  rakjatlah jang akan merobah atau
men^anti atau membuat Undang-undang Dasar baru untuk negara 
kita. Tetapi sebelum permusjawaratan seluruh Indonesia ini berlaku, 
perlulah kita bentuk Dewan Perwakilan, jaitu menurut suatu 
susunan baru jang kita langsungkan dengan tjara sederhana sekali. 
Segala anggota Dewan Penwakilan Rakjat duduk mcndjadi anggota 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Mengingat kemauan zaman dan me- 
ngingat kepentingan pembangunan 
tenaga kita, maka dewan jang di-

_____________susun itu tidaklah terbagi atas kamar
pertama dan kamar kedua. Parlemen perwakilan rakjat ini 
tidak kita bagi djadi dua, melainkan lianja mempunjai satu kamar 
sadja; dengan menghilangkan kamar jang pertama tjukuplah kita 
mempunjai Dewan Perwakilan sadja. Numanja disingkatkan mcn
djadi dewan, jaitu sebagai kekuasaan ketjil dari pada kedaulaLan 
rakjat, didalam dan disebelah Madjelis Permusjawaratan Rakjat 
Indonesia. Maka dengan tjara begini berdirilah suatu Kepala Negara 
dengan dua orang Wakil Presiden dan suatu badan permusja
waratan seluruh rakjat Indonesia dan satu Dewan Perwakilan. 
Kemudian barulah kita membentuk satu Madjelis Pertimbangan, 
jaitu jang akan memberi nasihat kepada Presiden Republik kalau 
perlu. Susunan itu tidak perlu saja terangkan pandjang-lebar; 
tjukuplah saja katakan adanja suatu Madjelis Pertimbangan jang 
anggotanja nanti akan ditentukan menurut sjarat-sjarat badan 
penasihat. Selain dari pada itu, adalah pula suatu Balai Agung atau 
Mahkamah Tinggi. Mahkamah itu adalah suatu Balai Agung jang 
didalamnja ada Mahkamah Adat dan Mahkamah Islam dan atau 
Mahkamah Sipil dan Kriminil.

Mahkamah inilah jang setinggi-
_ _ ____________________ tingginja, sehingga dalam membanding
undang-undang, maka Balai Agung inilah jang akan memutuskan 
apakah sedjalan dengan hukum-adat, sjariali dan Undang-undang 
Dasar. Dengan keterangan pendek ini kelihatanlah pembagian ke
kuasaan dalam Republik Indonesia atas 6 kekuasaan, Six powers 
of the Republic, jaitu:
1. Kepala Negara dan Wakil Presiden.
2. Dewan Perwakilan.
3. Madjelis Permusjawaratan seluruh Indonesia.
4. Kementerian.
5. Madjelis Pertimbangan.
6. Mahkamah Tinggi atau Balai Agung.

5. Balai Agung clan 
Mahkamah Tinggi.
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6. Kemcnterian. Adapun jang bertanggung-djawab ke-
__________________________ pada Dewan Perwakilan dan Madjelis
Permusjawaratan Rak j a t, jalah seluruh pusat pemerintahan, jaitu 
Kementerian didalam pusat pemerintahan. Bagaimana susunau 
Kemcnterian itu tidak perlu saja terangkan landjut, karena Kemen- 
terian itu adalah biasa sadja seperti dalam susunan negara-negara 
lain. Bukan sadja Kementerian dalam susunan republik bertang
gung-djawab, —  jalah terhadap perwakilan, —  melainkan seluruh 
Pemerintah Pusat dibawah Presiden bertanggung-djawab kepada 
permusjawaratan rakjat Indonesia. Djadi hal ini sebetulnja men- 
djadi landjutan dari pada kedaulatan rakjat. Kementerian berkuasa 
menurut perasaan umum dalam Dewan dan Madjelis.

Jang kita akui dan kita djundjung tinggi dan liarus kita wudjud- 
kan didalam negara jalah baliwa didalam Kementerian itu adalah 
beberapa sjarat jang perlu kita ingat, jaitu dengan memperhatikan 
keadaan-keadaan ditanah-air kita ini dan keadaan daerali-daerah. 
Soal-soal Kooti diseluruh tanah Indonesia tidak boleh diatur begitu 
sadja, melainkan semua itu haruslah dilaksanakan istimewanja 
didalam Kementerian Negara. Maka harus diadakan dalam Kemen
terian, bagian Menteri Kooti, jang akan menjelenggarakan serta 
mengambil pimpinan dan mendengarkan segala perasaan-perasaan 
ditanah Kooti, karena hal itu haruslah disusun sebaik-baiknja. 
Soal Kooti itu tidak sadja terutama dipulau Djawa, tetapi sungguh
lah suatu hal jang istimewa, suatu hal jang sangat memberi warna 
kepada pulau Sumatera, Bali, Borneo, tanah Maluku dan Sulawesi. 
Hal Kooti ini dapat kita selenggarakan sebaik-baiknja dibawah 
suatu Kementerian istimewa, dan dapat kita sesuaikan dengan 
republik jang kita bentuk itu.

Selain dari pada itu adalah pula Kementerian jang istimewa lagi, 
jaitu jang berhubungan dengan agama. Tidak tjukuplah dja- 
minan kepada Agama Islam dengan Mahkamah Tinggi sadja, 
melainkan harus kita wudjudkan menurut kepentingan agama Islam 
sendiri, pendek kata menurut kehendak rakjat, bahwa urusan 
agama Islam jang berhubungan dengan pendirian Islam, wakap 
dan mesdjid dan penjiaran harus diurus oleh Kementerian jang isti
mewa, jaitu jang kita namai Kementerian Agama, Kementerian 
istimewa jang dua ini dapatlah ditambahkan kepada Kementerian- 
kementerian jang lain, seperti Kementerian Pembelaan dan Per
lengkapan Peperangan. Memang, didalam beberapa negeri diatas 
dunia ini tidak disebutkan Kementerian-kementerian satu persatu, 
tetapi ditanah Rusia Kementerian istimewa disebutkan dalam 
fasal 77 —  78 dan 83.

Djadi Kementerian istimewa itu disebutkan, supaja mentjukupi 
perasaan anak negeri, perasaan ditanah Kooti, perasaan orang Islam,
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Bupaja didjamin dengan adanja dua ICementerian Kooti dan Agama, 
menurut Undang-undang Dasar.

Maka dengan 6 kekuasaan seperti tersebut diatas ini dapatlah 
kita menjusun kekuasaan pusat, pemerintah daerah dan pemerintah 
bawahan Pemerintah daérah dan Pemerintah Pusat didudukkan 
atas pemerintah désa jang paling bawah, sehingga dapatlah republik 
berdjalan dengan mendjamin ketenteraman.

Kemudian adalah lagi soal jang 
berhubungan dengan hal jang perlu

saja mintakan perhatian tuan-tuan. Segala apa jang saja katakan 
tadi bukanlah menurut konstitusi negara serikat; tidak ada disebut
kan didalamnja, bahwa saja hendak memilih aliran-aliran jang 
hendak menjusun negara serikat atau negara sekutu, melainkan 
semua itu adalah hendak memenuhi sjarat Negara Kesatuan. Negara 
serikat tidaklah kuat, tidak berwarna dan djuga tidak dapat di
djamin kekuatan atau keteguhannja didalam kegontjangan zaman 
sekarang dan untuk zaman damai.

Saja menolak pembentukan negara serikat dalam republik, jalah 
berhubung dengan pemandangan umum jang praktis dan dengan 
tjita-tjita penglaksanaan unitarisme. Untuk mendirikan negara seri
kat didalam Republik Indonesia, adalah beberapa sifat jang dapat 
kita langsungkan, tetapi ada djuga sifat-sifat bondstaat jang tidak 
dapat kita langsungkan.

Sjarat jang pertama jang dapat kita djalankan sebenarnja bu
kanlah sjarat, melainkan berisi nasihat-nasihat jang dikemukakan 
untuk mendirikan negara serikat, jaitu hendaklah kekuasaan pusat 
d j angan bertumpuk-tumpuk dipusat dan djuga supaja daérah 
d j angan kosong, melainkan dapat kekuasaan sepenuh-penuhnja dari 
Pemerintah Pusat. Djadi kemauan atau aliran jang hendak merna- 
djukan bondstaat adalah, supaja memenuhi nasihat-nasihat untuk 
memetjahkan kekuasaan pusat mengenai 2 perkara, jaitu deconcen- 
tratie kekuasaan pusat antara badan-badan pusat dan djuga decen- 
tralisatie kekuasaan antara pusat dengan daérah. Maka kedua sjarat 
ini dapat kita penuhi, tetapi kita d janganlah men jangka, bahwa 
sjarat deconcentratie (pembagian kekuasaan pusat diantara badan- 
badan pusat) dan decentralisatie (pembagian kekuasaan pusat 
dengan daérah), hanja dapat dilakukan didalam suatu bondstaat 
Indonesia, melainkan dapat pula seperti telah djuga terdapat di 
Djerman dan didjalankan dalam negara persatuan atau eenheids- 
staat. Djadi sjarat-sjarat deconcentratie dan decentralisatie dapat 
didjalankan dalam Negara Kesatuan jang berapa eenheidsstaat. 
Semua itu terdapat dalam negara jang kita andjurkan.

Negara Kesatuan.
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Tetapi adalah pula sjarat-sjarat bondstaat jang mendjadi sjaral 
mutlak untuk bondstaat itu, dan sungguh tidak dapat didjelaskan, 
oléh karena beberapa hal. Sjarat mutlak dari pada suatu bondstaat 
jaitu adanja satu negara atasan jang berupa Republik Indonesia, 
seperti jang telah kita putuskan, tetapi dibawah Negara Republik 
Indonesia ini adalah pula beberapa negara bawahan. Dan siapa 
hendak membentuk Republik Indonesia dalam satu negara serikat, 
dengan sendirinja harus membentuk beberapa negara, jaitu negara 
atasan dan beberapa negara bawahan. Ini tidak dapat dilaksanakan 
karena beberapa hal. Kita tidak mempunjai kekuatan untuk mem
bentuk beberapa negara, dan segala kekuatan baiklah dipakai untuk 
membereskan segala pekerdjaan dan membéréskan Pemerintah 
Pusat, dengan tidak membuang waktu dan tenaga, tetapi dengan 
mewudjudkan segala sjarat-sjarat dan nasihat-nasihat dari pada alir
an jang hendak mendirikan negeri sekutu atau serikat itu. Saja tidak 
perlu lebih landjut membit j arakan dengan pandjang-lébar baik 
atau tidaknja bondstaat, karena semuanja dapat dibatja didalam 
buku-buku umum. Walaupun demikian saja arahkan pemandangan 
ini kepada pembentukan Negara Indonesia dan pada waktu ini 
masaalah ini tidaklah mengandung téori lagi, tetapi mendjadi usaha 
prakték. Ada djuga orang memudjikan bondstaat dengan mengingat 
baiknja; dan tentu ada baiknja, karena segala tjelaan negara persa
tuan ini boléh dianggap mendjadi untungnja negara sekutu atau 
bondstaat Indonesia. Tetapi hal ini d juga tidak perlu dikupas 
lebih landjut; tentang arti bureaucratie dan tentang keadaan Indo
nesia terlalu lébar, atau kepentingan daerah, semuanja itu tidaklah 
perlu didjalankan dan sungguh tidak dapat didjalankan dalam satu 
bondstaat, tetapi boléh didjalankan dalam Indonésia°dengan bentuk 
Negara Kesatuan. Jang sebaik-baiknja Indonésia disusun dalam 
republik kesatuan.

Lain dari pada bahan-bahan itu berdjédjérlah tjelaan kepada 
Negara Serikat Indonésia; pertama sekali, jaitu, kalau Republik 
Indonésia didjadikan negara atasan dan dibawahnja dibentuk bebe
rapa negara bawahan lagi, maka Republik Indonésia akan bermuka 
dua, jaitu negara atas akan bersifat bulan unitarisme, dan negara 
bawahan akan bersifat federalisme. Kata tidak mau bermuka dua, 
bersifat unitarisme keluar dan federalisme kedalam.

Lain dari pada itu djuga digambarkan, bahwa dalam praktéknja 
kita berserikat kedalam dan bersatu keluar, sebagai kelahiran 
dari pada perpetjahan faham unitarisme dan federalisme dalam 
segala-gala hal. Dan djuga akan terbajang keluar, apabila negara 
hendak dibentuk diseluruh tanah Indonésia setjara negara serikat, 
maka dengan sendirinja federalisme itu akan memberi bahan untuk 
melepaskan perasaan provincialisme, jang boléh timbul oléh karena 
pembentukan negara serikat itu. Djanganlah kita memberi perse-
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maian kepada benih-benih djelék jang telah ada, melainkan harus
lah kita bunuh dalam gerakan kita, karena untuk provincialisme 
kampungan, insularisme atau rasa kepulauan, tidak ada lagi tem-
patnja dinegeri kita.

Djadi djanganlah kita memberi tempat bagi perasaan jang telah 
kita lebur itu. Djuga haruslah kita ingat, bahwa tenaga peladjar 
dan pengandjur-pengandjur Indonesia pada waktu ini sebagian besar 
atau hampir semuanja terkumpul di Djawa ini. Pulau Djawa men- 
djadi Pusat Republik Indonesia, hingga dengan sendirinja pulau- 
pulau lain akan kekurangan kaum terpeladjar, dan negara fede- 
ralistis tidaklah dapat dibentuk, karena tenaga untuk itu tidak ada 
ditanah seberang dan semuanja akan terpakai dalam waktu jang 
singkat untuk membentuk Negara Kesatuan jang satu, jaitu Republik 
Indonesia jang berdasar unitarisme jang bulat. Tjelaan lain, adalah 
berhubungan dengan bagian kekajaan ditanah Indonesia ini, karena 
sebala bagian kepulauan ini tidak sama kaja dan tidak sama isi 
penduduknja. Keadaan itu djuga menimbulkan kekatjauan dalam 
ékonoini, d jikalau dipilih bentuk serikat. Djadi segala nafsu dan 
andjuran jang diberikan oléh golongan bondstaat, baiklah kita 
tinggalkan dan marilah kita susun lianja satu Negara Kesatuan 
deiigan mementingkan kepentingan daérali dan membuang segala 
sifat concentratie dan bureaucratie. Banjaklali hal-hal jang perlu 
disebut lagi, tetapi tjukuplah djikalau saja sudahi dengan sifat- 
sifat lain, jaitu bahwa menurut pemandangan dan penjelidikan per
gerakan kemerdekaan Indonesia didalam berpuluh-puluh tahun ini, 
aliran jang sangat dalam, jaitu aliran unitarisme, dan selalu 
ternjata bahwa kita membunuh faliam federalisme. Federalisme ada
lah kakak dari pada provincialisme, dan provincialisme adalah 
kakak dari pada kampongisme. Oléh sebab segala-gala itu maka 
federalisme tidak boléh didjalankan, kita hanja membutuhkan 
negara jang bersifat unitarisme dan udjut negara kila tidak lain 
dan tidak bukan dari pada bentuk satu Negara Kesatuan Republik 
Indonésia.

M embentuk bangsa Indonésia tak dapat dengan federalisme, dan 
hanjaJali dengan unitarisme.

Banjak lagi kebaikan-kebaikan jang lain dari pada Negara Kesa
tuan jang tidak perlu saja uraikan pandjang-lébar, melainkan saja 
njatakan sadja sjarat-sjarat jang ada dalam dada Indonésia. Menurut 
pemandangan dan kejakinan saja, maka pergerakan memberi bahan 
untuk m em bentuk suatu negara unitarisme, karena perasaan unita
risme hanjalah dapat diwudjudkan dengan Negara Kesatuan ataii 
eenlieidsstaat. D idalam  Negara Kesatuan itu dengan sepenuhn ja kita 
d jalankan unitarisme dan melandjutkan penjerangan kepada rasa 
federalisme atau insularisme. Faham géopolitik djuga memberi 
bahan jang nj'ata untuk mengadakan Negara Kesatuan atau ecnheids 
staat. Saja jakin bahwa dunia internasional agak memandang kita'

172



kuat dengan negara unitarisme dan memandang kita lemah kalau 
kita menutup negara federalisme dengan atap jang lianja berupa 
unitarisme pura-pura. Maka sjarat-sjarat Negara Kesatuan adalah 
berisi bahan-bahan jang kita idam-idamkan dengan schebat-hebatnja.

Lain dari pada itu perlulah saja mengemukakan adanja golongan 
jang sangat militant pada waktu ini, jaitu angkatan muda dan 
angkatan baru; mereka itu tidak dapat datang kesini karena piutu 
persidangan ini perlu tertutup, tidak sadja buat mereka tetapi 
untuk seluruh rakjat. Dengan perantaraan mulut, saja sampaikanlah 
bahwa mereka meminta untuk rakjat, supaja Republik Indonesia 
jang akan dibentuk hanjalah berupa satu republik unitarisme dan 
didalamnja tidak ada negara-negara federalisme lagi. Dengan me- 
njampaikan permintaan mereka itu maka kewadjiban sudah tjukup- 
lah saja d jalankan.

Djadi dengan segala kesederhanaan saja berkejakinan bahwa 
constitutie Republik Indonesia itu hanja dapat disusun kalau dida
sarkan atas Negara Kesatuan, dengan mewudjudkan segala sjarat- 
sjarat untuk mementingkan daerah; pembagian kekuasaan dipusat 
antara badan-badan pusat sendiri dan pembagian kekuasaan rakjat 
antara badan pusat dan badan daerah, haruslah diatur dengan 
keadilan dan kebidjaksanaan, sehingga dapatlah daerah-daerah itu 
mementingkan keadaan-keadaan istimewa dengan tidak menjim- 
pang-menjimpang kepada negara sekutu.

Selain dari pada itu negara serikat atau negara sekutu menjing- 
gung perasaan, karena didalam perkataan serikat dan sekutu ter
simpan perasaan sekutu, sedang Negara Kesatuan benar-benar ine- 
wudjudkan persatuan jang mendjadi dasar pergerakan kita dalam 
40 tahun ini. Dengan pembitjaraan ini habislah bagian jang kedua, 
tuan Ketua jang terhormat, tetapi djikalau konstitusi Republik In
donesia ini sudah dapat menjusun satu ’’declaration of rights, 
declaration of independence” dan satu konstitusi atas susunan Peme
rintah Pusat dan daerah dan* lain-lain, maka timbullah pertanjaan, 
apakah konstitusi ini akan disambut oleh rakjat Indonesia. Saja ber
kata belum, oleh karena jang saja sebutkan tadi tidaklah bersam
bungan dengan nasib rakjat. Kita hendaklah mendjamm dalam 
konstitusi kita perbaikan-perbaikan untuk rakjat Indonesia seluruh« 
nja. Oleh sebab itu hendaklah didalam hukum dasar itu diterang
kan dalam satu pasal, jaitu jang berhubungan dengan kesedjahtera- 
an, kesedjahteraan rohani, kesedjahteraan kebendaan dan ekonomi. 
Maka didalam konstitusi jang tua-tua sampai kepada perdjandjian 
Versailles, tidaklah pernah konstitusi itu berisi djaminan-djaminam 
atau djandji orang jang berkuasa kepada rakjat djelata. Tetapi 
konstitusi jang baru, misalnja konstitusi Tiongkok Kuomintang 
dan konstitusi republik Filipina, konstitusi Weimar, dan konstitusi 
Ruslan (1936), jang semuanja mendjadi konstitusi jang paling achir
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dalam sedjarali, semuanja berisi paragraaf kesedjabteraan sebagai 
kewadjiban dari kemauan negara untuk mementingkan kesedjali- 
teraan rakjat.

Oleh sebab itu pasal kesedjabteraan hendaklah masuk dalam 
konstitusi, supaja kita dapat mendjamin, sebagai sjarat dari pada 
dasar jang 5, seperti tersebut d-.lam ’’Djakarta Charter” . Kita tidak 
sadja meiuljamin kesedjabteraan, tetapi djuga seperti segala kon
stitusi dari abad ke-18 sampai sekarang, haruslah kita mendjamin 
hak rakjat sebagai manusia jang merdeka, dan keharusan ini tidak 
perlu saja terangkan lebih landjut, karena segala konstitusi berisi 
hal jang baru itu. Kita telah lepas dari pada sifat pend jad jalian, jan<r 
tidak mengenal hak rakjat dan hak kemerdekaan diri. Selekasnja 
rakjat jang mendengarkan isi atau membatja konstitusi itu hen
daklah merasa masuk kedalam negara baru dan negara merdeka. 
Kemudian tuan Ketua, Republik Indonesia ini bukanlah satu 
republik anti Tuhan, melainkan satu republik jail" ber-Tuhan 
Kita mendjamin beberapa hal didalam preambule dan didalam 
konstitusi itu sendiri. Didepan saja ini adalah beberapa konstitusi 
dari tanah Islam, seperti Mesir dan Irak, diatas konstitusi itu 
dituliskan kalimat jang mendjadi segala kalimat permulaan ba<n 
orang Islam, jaitu konstitusi dimulai „Atas nama Allah Jan<* Maha 
Kuasa dan Penjajang” . Maka kalimat ini hendaklah kita tuliskan 
diatas segala garis konstitusi dengan mengingat tjontoh-tjontoh kon
stitusi tanah Irak, Parsi dan Mesir.

Dalam hal ini hendaklah kita mendjundjung tinggi konstitusi 
lebih tinggi dari pada undang-undang biasa, karena konstitusi Remi’ 
blik Indonesia berlindung kepada Tuhan Jang Maha Kuasa Den" 
menjebut kalimat ini, maka sjarat agama dipenuhi dan tent0 
menimbulkan perasaan rakjat jang baik terhadap Undan"--undai « 
Dasar ini. Djikalau konstitusi itu sudah sedia, maka fin a llah  
bagian, jaitu berhubung dengan usaha kita, bagaimanakah t i? 11' 
tjaranja mendjalankan konstitusi menurut suatu rantjan^an ^  
kita sampai kepada bentuk jang ditudju. Sjaratnja itu terTulis^n^3 
suatu aturan peralihan, jalah tjara mendjalankan konstitusi d™  
dunia sekarang menudju pada pelantikan republik. Dan ba<>" ^
djalannja, itu tidak perlu dibitjarakan lebih landjut 
kita melantik konstitusi dan disamping itu kita menulis * 
tjangan, bagaimana kita memindahkan kekuasaan BalatenJ1111 n” ' 
Nippon Sipil kepada Pemerintah Republik Indonesia 'a3™ ].-* 
ingini itu. Dalam hal-hal ini tentulah kita mesti memenup'l 1 ° 
rapa sjarat. 11 hebe-

Satu lagi permintaan saja, tuan Ketua! Kemarin telah k't 
kan, bahwa kita akan mengambil bentuk 
kita mengambil keputusan tentang daerah Indonesia, jan„ v 
8 daerah. Sebenar- benarnja, tuan Ketua, hal ini adalah hak raki'^
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sepenuhnja. Oleh sebab itu sidang ini hendaklah mentjari djalan, 
supaja keputusan kita ini dengan segera dikabarkan kepada rakjat 
Indonesia, jalali bahwa kita hendak ber-republik dan berdaerah, 
dan mendjundjung keputusan jang lain-lain djuga. Tetapi dja- 
nganlah rakjat Indonesia mendengarkan keputusan ini dari ka
langan lain, tetapi langsung dari pada kita dengan segala upatjara. 
Bagaimana tjaranja itu tidak perlu saja bitjarakan. Tjukuplah kalau 
rakjat Indonesia dengan segera mendengar keputusan dari Badan 
Penjelidik Usaha-usaha ini, dengan segera dan dengan upatjara. 
Dan djikalau hal ini sudah berlaku, tuan Ketua, maka kita ber
perasaan seperti Presiden Laurel sebelum pelantikan republik 
Filipina: ”my small and young republic of Philippine” dan kita 
tidak berkata „ber-republik ketjil dan muda”, tetapi: ”our great and 
youngest Republic of Indonesia” . Dan inilah jang kita nanti-nantikan 
datangnja dengan lekas, tidak sadja dengan pelantikan badan per
siapan untuk membentuk Republik Indonesia, untuk mendjalankan 
segala kekuasaan jang kita djamin dalam konstitusi kita, melainkan 
kita hendak mewudjudkan tudjuan politik dengan selekas-lekasnja; 
kita harus lekas, lebih tjepat dari pada perdjalanan jang telah 
berlangsung, karena kegontjangan internasional adalah sangat hebat 
dan kita harus mengatasi kegontjangan dan ketjepatan internasional 
ini dengan setjara melantik Republik Indonesia dengan lakjat, 
untuk rakjat dan di tengah-tengah rakjat Indonesia. Sesudah itu 
barulah kewadjiban badan ini selesai ( tepuk tangan).

Ketua RADJIMAN:
Saja mengutjapkan terima kasih atas pidato tuan Yamin.
Saja minta tuan Wiranatakusuma.
Anggota WIRANATAKUSUMA:
Paduka Tuan Ketua jang terhormat, sidan<z jang terhormat! 

Didalam rapat pertama dari pada Badan Penjelidik ini Paduka Tuan 
Ketua meminta kepada anggota-anggota supaja kita mengemukakan 
hanja setjara umum* sadja. Permintaan itu saja penuhi dan didalam 
rapat ini saja sudah sedia bahan untuk merantjangkan kouko, jaitu 
anggaran dasar dari pada Negara Indonesia jang baru. Oleh karena 
sekarang sudah dibentuk Panitia Ketjil, maka terserah kepada 
beleid Paduka Tuan Ketua apakah saja akan meneruskan pidato 
saja ataukah menjerahkan bahan-bahan ini kepada panitia.

(S e r u a n : serahkan sadja !)
Untuk menjingkatkan waktu saja akan mempersembahkannja 

sadja kepada panitia. (tepuk tangan).
Ketua RADJIMAN:
Saja mengutjapkan terima kasih kepada tuan anggota jang ter

hormat Wiranatakusuma, dan saja minta tuan Oei Tjang Tioei 
berbitjara.
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Anggota OEI TJANG TJOEI:
Paduka tuan jang terhormat, sidang jang mulia. Lahirnja Repu

blik Indonesia sudah kelihatan njata-njata, maka itu adalah atas 
kurnia Tuhan dan begitu djuga saja, sebagai seorang dari pada 
penduduk Tionghoa jang ketjil, pertjaja bahwa Undang-undang 
Dasar untuk Republik Indonesia ini akan dan harus terbentuk 
dengan sesempurna-sempurnanja dan seadil-adilnja untuk sekalian 
rakjat jang akan berdiam dalam negeri ini. Sebetulnja saja ingin 
sekali menerangkan suatu pendjelasan mengenai soal kebangsaan. 
Sajapun mengerti dan insjaf, bahwa kita, peranakan Tionghoa, 
rata-rata jang sudah berdiam disini, jang tinggal, lahir dan terus 
dikubur disini, memang ada bersedia akan membantu dalam per
gerakan guna Republik Indonesia. Djuga disini sajapun pertjaja 
bahwa segala susunan jang akan dilaksanakan, oléh Panitia Per
siapan Undang-undang Dasar tentu akan diatur seadil-adilnja dan 
sesempurna-sempurnanja, sebagaimana diwudjudkan oldh dunia 
internasional, dan | saja sebagai bangsa Tionghoa jang mémang ada 
disini, akan menindjau djuga dibelakang saja, karena saja sudah 
mempunjai pendirian akan mentjurahkan tenaga bagi kepentingan 
Republik Indonesia. Hanja, hingga waktu ini orang belum ada 
ketetapkan atau satu pendirian, baik dari pihak mana djuga; maka 
saja mohon dari pada rapat ini, supaja segala apa jang akan ditjan- 
tumkan dalam Undang-undang Dasar buat rakjat Indonesia ini, 
didjaga sebaik-baiknja dan ditentukan seadil-adilnja serta diberi 
ketika kepada masing-masing untuk memilih setjara merdéka dan 
dengan sukaréla.

Hendaknja begitu pula disediakan ketika — andai kata para 
keturunan Tionghoa terlebih dahulu dimasukkan mendjadi rakjat 
Indonesia — supaja mereka masing-masing kemudian dapat menja
lakan pendapatnja dengan sukaréla, kalau meréka mempunjai pen
dapat lain. Saja ingin mengatakan bahwa Republik Indonesia ini 
mémang tcrdjadi atas kemauan Allah.

Saja banding hal ini dengan keadaan sedjarah-sedjarah beberapa 
negara-negara besar, jang waktu berdiri mendjadi republik, nien". 
alami segala rupa kesukaran; terutama saja menengok kepada 
Tiongkok, jaitu diwaktu kita orang Tionghoa ingin bergerak akan 
berdiri sendiri. Bukan sadja kita tidak dapat satu bantuan dari 
bangsa-bangsa jang ada disitu, tetapi sebaliknja kita mendapat 
rintangan jang besar sekali, diadu satu sama lain, sehingga gerakan 
kita didalam Boxer-opstand 1880—1884 mengalami segala pende- 
ritaan jang sangat sukar. Segala kesukaran jang sehébat-hébatnia" 
didalam waktu itu, pun didalam djaman peperangan Tiongkok 
sekarang, adalah akibat asutan-asutan bangsa lain jang merintane' 
kemadjuan Tiongkok. Segala apa jang mendjadi rintangan itu sudah 
tidak bisa diatasi, sehingga berkobar waktu ini djuga.
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Perasaan kebangsaan dari pada bangsa Tiongl\oa, meskipun rata- 
rata sudah berabad-abad tinggal dalam keputusan ini masih ada- 
tetapi memang itu sudah kewadjiban manusia. Saja hanja ingin 
mengatakan itu, sebab perasaan kebangsaan adalah suatu instinct 
untuk mempertahankan diri sebagai bangsa. Kalau perasaan itu 
tidak terbit, timbullah bahaja dan bangsa itu akan lenjap sebagai 
bangsa, serta riwajatnja pula hilang. Perasaan kebangsaan menurut 
sedjarah dunia dapat dikerahkan sehebat-hebatnja kearah kema- 
djuan. Sebagai tjontoli boleh dilihat riwajat negara-negara besar 
dan pergerakan nasional Indonesia. Kalau kita sendiri tidak ingin 
mendjadi bangsa, tentu kita sama sekali tidak mempunjai kekuatan 
dan tidak ada persatuan. Buat bangsa Tionghoa jang ada disini 
hingga beberapa keturunan, jang sudah bertjampur, ada rasverbas- 
tering, kita akui, tetapi sebaliknja disamping itu harus kita me
mandang djuga kepada lain-lain bangsa. Rasverbastering tidak hanja 
terdapat diantara bangsa Tionghoa sadja. Kita melihat bangsa Nip- 
pon jang bermata biru. Djadi rasverbastering tidak merendahkan 
bangsa. Bangsa kelahiran kita akan kita pegang seteguh-tegulinja. 
Maka kita pertjaja, bahwa Paduka Tuan Ketua, akan suka meng
adakan penimbangan jang seadil-adilnja, sehingga soal kebangsaan 
kita dalam Republik Indonesia akan didjaga sebaik-baiknja dan 
sesempurna-sempurnanja, seadil-adilnja, menurut sebagaimana ter- 
tjantum dalam aturan-aturan internasional, sehingga dengan begitu 
kita bersama-sama bisa mendjadi satu untuk membantu kepentingan 
Asia Timur Raja dan bisa mewudjudkan apa jang kita maksud.

Sekianlah.
Ketua RADJIMAN:
Saja berterima kasih atas uraian tuan Oei Tiang Tjoei dan seka

rang saja persilahkan tuan Oei Tjong Hauw.
Anggota OEI TJONG HAUW :
Paduka Tuan Ketua jang terhormat. Setelah sidang Badan Penje* 

lidi k menetapkan t j orak susunan pemerintah, jaitu republik, dan 
menetapkan daerah Republik Indonesia, tibalah saatnja kita berun
ding tentang Undang-undang Dasar jang akan diselenggarakan oleh 
panitia jang akan dibentuk. Dalam sidang jang pertama dan sidang 
ini djuga, jang seringkali dapat didengarkan jaitu perkataan „kedau
latan rakjat” . Dari anggota jang terhormat tuan Muhd Yamin kita 
sudah mendengar bagaimana pembentukan sesuatu negara dapat 
didjalankan, tetapi tuan Ketua, sebetulnja kedaulatan rakjat itu 
dipusatkan didalam badan-badan pemerintah, tidak sadja badan 
pusat tetapi djuga badan-badan daerah. Djadi jang saja anggap 
sangat penting, jaitu aturannja, setjara bagaimana rakjat dapat 
memilih wakil-wakilnja untuk mendjadi utusannja didalam badan- 
badan pemerintahan.
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Djikalau aturan ini tidak didjalankan sebaik-baiknja, tentulah 
bisa dan mungkin sekali kedjadian, apa jang dalam sidang Tyuuoo 
Sangiin jang ke-delapan dikemuk-.kan oleh anggota jang terhormat 
tuan K. H. Dewantara, jalah bahwa wakil-wakil sebetulnja bukan 
wakil-wakil dari rakjat, sehingga djikalau beliau-beliau berpidato, 
hanja ditertawakan sadja. Dulu, dalam sidang pertama, saja sudah 
mengemukakan tjara pemilihan. Apakah kiranja jang memilih atau 
jang dipilih harus berusia — bilang sadja — 25 sampai 30 tahun, 
dan harus lulus dari sekolah menengah, atau bagaimanakah sjarat- 
sjaratnja. Hal itu sebetulnja agak sukar, mengingat tingginja penge- 
huan dari pada rakjat umum.

Dari itu, kalau kita memakai sebagai batas peladjaran disekolah 
menengah misalnja, mungkin sekali kcbanjakan dari pada rakjat 
tidak dapat mengemukakan pendiriannja dan wakil-wakil jang di
pilih setjara demikian tidak akan diterima oleh rakjat sebagai 
wakilnja. Saja harap agar soal ini difikirkan sedalam-dalamnja oleh 
Panitia ICetjil, jang akan dibentuk. Sekarang saja akan membitjara- 
kan soal kerakjatan Paduka Tuan Ketua.

Terlebih dahulu saja mengutjapkan diperbanjak terima kasih 
kepada anggota jang terhormat Wongsonegoro jang memberi bukti 
kepada saja bagaimana perasaan beliau terhad.’.p golongan saja. 
Besar sekali artinja, Paduka Tuan Ketua, bahwa diantara bangsa 
Tionghoa jang hidup di Indonesia, masih ada banjak jang meme
gang teguh kerakjatannja jaitu kerakjatan Tiongkok setelah kerak
jatan Belanda lenjap.

Sebab diantara kalangan pemimpin Indonesia saja seringkali 
dapat didengar suara bahwa orang Tionghoa tidak mau djadi 
rakjat Indonesia karena memandang rendah kerakjatan itu. Perlu 
sekali tuan Ketua, saja disini memberi keterangan sedikit.

Sebetulnja dalam sidang pertama, saja sudah mengemukakan 
harapan saja dari sidang jang terhormat, agar djanganlah dilupakan, 
bahwa pergerakan kebangsaan tidak sadja didjalankan di Indonesia, 
tetapi djuga diseluruh Asia, maka djuga di Tiongkok.

Djikalau ada suatu waktu dimana perasaan kebangsaan Tionghoa 
meluap setinggi-tingginja, jaitu sehabis peperangan Dai Toa petjah. 
Kita djangan lupa, bahwa sebelum perang Dai Toa di Indonesia- 
pun ada gerakan Tionghoa jang dinamakan oleh Pemerintah Be
landa almarhum „De Chineesche Bewegmg” (Gerakan Tionghoa).

Waktu itu saja masih ingat, bangsa Tionghoa tidak menjetudjui 
kerakjatan Belanda, sebab tidak memberikan hak sama. Kita dina
makan Nederlandsche Onderdanen van uitheemschen oorsprong” . 
Tetapi pada waktu itupun kita mendapat bukti bahwa sebetulnja 
bukan rakjat sendiri jang menentukan kerakjatannja, walaupun 
pada waktu itu penduduk Tionghoa di Indonesia tidak menjetudjui 
kerakjatan Belanda dan sudah mengizinkan utusan ke Tiongkok.
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Pada waktu itu sebagai akibat dari pada perundingan antara Peme
rintah Tiongkok dan Pemerintah Belanda — d jadi perundingan 
antara pemerintah dan pemerintah — kita orang tetap dianggap 
sebagai rakjat Belanda, jaitu seperti saja namakan dengan kata 
asing „Nederlandsche onderdanen van uitheemschen oorsprong” .

Kita menerima putusan pemerintah Tiongkok! Sekarangpun 
begitu dan pokoknja perasaan kebanjakan penduduk Tionghoa tidak 
lain jalah „perasaan kebangsaan”, tuan-tuan! Tidak sekali-kali 
seperti djuga seringkali dikemukakan oleh orang jang berpengaruh, 
bahwa kita orang Tionghoa hendak menghalang-halangi berdirinja 
Indonesia Merdeka atau kita orang Tionghoa memandang rendah 
kepada rakjat Indonesia. Tidaklah begitu. Djikalau ada kedjadian 
perselisihan antara bangsa Indonesia dan bangsa Tionghoa, saja 
mengharap agar tuan-tuan sekalian d jangan melupakan apa jang 
sudah dikemukakan oleh saudara Yap Tjwan Bing dalam sidang 
Tyuuoo Sangiin ke-8 jalah: „Djikalau ada seorang jang berbuat 
salah, djangan bangsanja jang dipersalahkan” . Orang itulah jang 
harus dipersalahkan, bukan bangsanja. Kita tidak malu akan 
kebangsaan kita. Bagaimana rendah djuga Tiongkok, kita mentja- 
tat diri kita sebagai orang Tionghoa, tetapi kita tidak lupa akan 
djasa pemerintah negeri ini. Sehabis peperangan Dai Toa, kita 
bangsa Asia, sama kedudukannja, biar orang Birma, orang Pilipina, 
orang Nippon atau apa sadja, kita adalah sama-sama bangsa Asia 
dan kita semua harus merdeka dan bersama-sama makmur. Ini 
pendirian orang Tionghoa. Saja rasa, baik djuga saja adjukan 
keterangan itu kepada tuan-tuan sekalian, supaja tuan-tuan djangan 
salah mengerti. Meskipun kita memilih kerakjatan Tiongkok, kita 
bersedia 100%, tuan-tuan sekalian, untuk membantu rakjat Indonesia 
dalam mendirikan negara merdeka, menurut kepandaian kita. 
Kita sebagai rakjat jang djuga berdjuang untuk mendapat kemer
dekaan sepenuh-penuhnja tentu tidak akan menghalang-halangi, 
bahkan akan membantu rakjat Indonesia dengan sepenuh-penuli 
tenaga untuk mendirikan negara merdeka.

Sebagaimana kita menghormati perasaan kerakjatan, tuan-tuan 
saja mohon dengan sangat, hormatilah perasaan kerakjatan dari 
pada bangsa saja.

Dalam anggaran Undang-undang Dasar tentu akan dimasukkan 
pendirian saja jang saja kemukakan didalam sidang jang pertama, 
jalah: Suatu negara jang merdeka, Paduka Tuan Ketua, ada mem- 
punjai hak menurut kebiasaan internasional untuk menentukan 
kerakjatannja. Kerakjatan dari pada negara merdeka bukan satu 
barang jang ditawarkan kepada orang, apakah ia mau atau tidak. 
Suatu negara merdeka harus menetapkan kerakjatannja didalam 
undang-undang.
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Apakah itu menerima atau tidak, itu bukan soal negara. Demi
kianlah pendirian saja dalam hal kerakjalan. Saja mengharap, agar 
sumbangan ini sudah dianggap tjukup.

Ketua R AD J IMAN:
Saja mengutjapkan terima kasih kepada anggota jang terhormat 

Oei Tjong Hauw dan sekarang tuan Baswedan berbitjara.

Anggota BASWEDAN:
Paduka tuan Ketua jang mulia, sidang jang terhormat!
Mula-mula saja sesungguhnja tidak akan mengambil bahagian 

dalam pembitjaraan ini, sebab beberapa bahan jang hendak saja 
bitjarakan, dapat saja madjukan didalam Panitia jang akan diben- 
tuk nanti. Akan tetapi kemudian saja anggap banjak gunanja, d ji
kalau selainnja Panitia Ketjil djuga sidang besar ini mendengar 
beberapa uraian jang berkenaan dengan saja sendiri, maupun dengan 
pendirian dari pada penduduk Arab jang berkenaan dengan soa] 
kerakjatan jang sekarang dibitjarakan.

Paduka Tuan Ketua!
Didalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai jang pertama sedikit- 

banjak telah saja uraikan satu dan lain jang membawa riwaiat 
penduduk Arab sedjak mula pertama masuk tanah-air kita ini 
sampai pada masa sekarang. Kalau boleh disingkatkan, kira-kira 
sudah 5 abad lamanja. Kalau orang membuat statistik teman» 
penduduk Arab jang sekarang ini ada ditanah Djawa, dan mem
buat keterangan-keterangan didalam statistik itu tonMnrr 
mereka itu, kira-kira jang banjak terdapat sekarang M  
3 atau 4 generatie sadja jang dapat dilihat dengan pasti dari udiun.! 
sampai kcudjungnja, sehingga tiap-tiap peranakan Arab se k a ru t  
ini, djikalau ditanja, paling banjak 3 atau 4 atau 5 turunan ia 't 
diketahui asal mulanja. Djadi kira-kira didalam 5 abad turi ^  
orang-orang Arab berturut-turut sudah datang ketanah Ind 1''^n 
tetapi lianja beberapa generatie jang dapat diketahui asal-usul^-^ 
Dan kalau begitu, dimanakah gerangan asal-usul oran" Anl> ,1- i ?Ja' 
abad-abad jang lampau itu? n° Arab dltlala" ‘

Saudara Ketua! Dalam beberapa tempat ada beberan -v
peranakan Arab kira-kira sampai 4 atau 5 atau 6 turuna Pamu!
ini tjum a beberapa pam ili sadja. Um um nja, djikalau oran^ tCtapi
adakan penjelidikan, maka mereka itu berasal dari beberan °  i111? 11" '
bertemu disini dan hidup bersama-sama dengan b a n " j 1"?*1
nesia sampai bertjam pur dengan orang Indonesia. T e t a p i^  '
turunannja, mereka itu masih disebut orang Arab. Kira-kir
waktu 300 tahun lamanja mereka itu sudah lenjap da^ ni
didalam bangsa Indonesia. Tetapi tuan Ketua, sesun<r<r11v1„ ;meresaIJ

sbUiinja m e n « .
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ingat, bahwa agama jang dipeluk oleh golongan Arab, dahulu 
jang mendjadi agama umum bangsa Indonesia, maka dengan 
sendirinja cultureel mereka itu penduduk Arab, terutama 
peranakannja, tidak berbeda sama sekali dengan penduduk 
Indonesia lain-lainnja, karena kita mengerti, bahwa agama 
Islam itu didalam soal-soal jang mengenai pergaulan masja- 
rakat, djuga mentjampuri keadaan masjarakat sampai mereka itu 
cultureel didalam lingkungan rumah-tangga dan diluar rumah- 
tangga tidak dapat dibedakan lagi dari pada bangsa Indonesia 
umumnja, ketjuali barangkali didalam nama sadja.

Ada lagi satu perkara jang barangkali hanja sedikit orang me- 
ngetahuinja, bahkan disini boleh saja katakan, bahwa umumnja 
bangsa Nippon sendiri terkedjut, kalau saja beritahu, jalah bahwa 
disini tidak ada rumah-tangga Arab, jang boleh dikatakan rumah- 
tangga Arab totok dimanapun. Dimana digunakan didalam rumah- 
tangga bahasa Arab itulah rumah-tangga Arab totok; keturunan 
itu tidak benar sama sekali. Djanganlah rumah-tangga peranakan 
Arab, rumah-tangga Arab totok sendiri tidak ada jang mempergu
nakan bahasa Arab sebagai bahasa pergaulan. Saja sendiri didalam 
rumah-tangga saja berbahasa Djawa, sebab isteri saja berasal dari 
Djawa Timur, tetapi untuk mendidik kebangsaan Indonesia, saja 
memakai bahasa kebangsaan Indonesia sekarang. Dengan demikian 
bolehlah dikatakan, bahwa sama sekali tidak ada perbedaan lagi 
antara golongan Arab, — atau orang jang dinamai golongan Arab
— dengan bangsa Indonesia. Hanja ada dalam beberapa hal, jang 
ditimbulkan oleh politik Belanda dahulu jang menempatkan golong
an peranakan Arab didalam satu golongan jang disebut dalam 
„Ordonnantie onderdanen niet-Nederlanders” jalah bangsa Timur 
asing, sehingga sesungguhnja tidak terlalu salah, kalau saudara Lim 
Koen Hian mengatakan bahwa bangsanja itu kebangsaan manusia. 
Didalam anggapan pemerintah Belanda dahulu peranakan Arab, 
seperti djuga peranakan Tionghoa, adalah Timur Asing.

Lebih d jauh diterangkan menurut tjatjah d jiwa jang terachir 
bahwa golongan Arab sekarang banjaknja 50.000 orang. 12% dari 
padanja totok, jang selebihnja semuanja peranakan, dan dari 
peranakan itu lebih dari separoh perempuan. Perlu saja terangkan 
disini djuga, bahwa d̂ taRah Indonesia ini perempuan Arab totok 
boleh dikatakan tidak ada, melainkan menurut penjelidikan saja 
sendiri tjuina hanja 5 orang, dan kemudian menurut penjelidikan 
Gunseikanbu, jaitu penjelidikan perantingan, diketemukan 30 orang 
Arab totok; menurut timbangan saja diantara mereka banjak perem
puan India atau peranakan India. Memang disini tidak ada perem
puan Arab totok, hanja didalam abad jang terachir abad 4-5 oran<* 
laki-laki jang membawa perempuan totok dari negeri Arab kemari.
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D j adi tidak pernah ada perempuan Arab totok, ketjuali dalam 
abad jang terachir sekali ada 4 atau 5 orang jang membawa perem
puan totok dari negeri Arab kemari.

Dan kalau diambil urusan darah tidak ada peranakan Arab jang 
darahnja tidak 50% dari Indonesia dan 50% dari Arab, malahan 
ada jang lebih dari 75% darah Indonesia. D jadi kalau diambil 
dari sudut darah, sudah hampir tidak ada, kulturil tidak ada bangsa 
Arab disini. Seandainja seperti saja ada perbedaan sedikit, menurut 
term sekarang, misalnja dengan saudara Latuliarhary dalam agama 
dan kalau mengenai soal kesenian barangkali djiwa saja lebih dekat 
kepada Indonesia dari pada saudara Latuliarhary. Oleh karena itu, 
dimana sadja kita tjari, tidak ada jang tinggal, ketjuali nama. 
Nama ini hanja mengenai warisan diantara warisan-warisan jang 
sudah tjukup ditundjukkan, jaitu warisan dari pada djamnn 
Belanda almarhum.

Paduka Tuan Ketua, dengan keterangan-keterangan jang demikian 
ini saja mau menjatakan, bahwa dalam banjak perkara sudah 
terang bahwa hanja ada nama golongan Arab. Jang saja bitjarakan 
tadi adalah mengenai orang peranakan Arab di Djawa ini, tetapi 
kawan-kawan saja dari Makasar misalnja, jaitu jang ada tjabang di 
Sedenreng dan tempat-tempat lain, didalam perasaan dan lain- 
lainnja lebih dekat kepada penduduk aseli dari pada saudara jang 
ada disini, misalnja Mr Maramis, lebih dekat. Disini ada saudara- 
saudara, misalnja tuan-tuan jang mendjadi wakil orang-orang Ma
dura. Dari pada tuan-tuan itu misalnja saja djauh lebih tua. Kalau 
disana ada keluarga asal Arab, mereka lebih dekat kepada Indonesia 
dari saja, sebab mereka kelahiran Madura,, dan begitu selandjutnja, 
dengan lain perkataan, tidak ada perbedaan apapun tentang golong
an Arab dengan lain bangsa Indonesia, menurut daerah bangsa 
Indonesia sendiri.

Sekarang tinggal satu soal, jaitu dasar politik. Belum lama saja 
utjapkan dalam salah satu rapat di Djawa Timur, bahwa sebetulnja 
disini tidak ada bangsa Arab, sebab semendjak mereka kesini, tidak 
pernah mereka dibawah perlindungan negara lain. Djadi sebetulnja 
sampai sekarang ini benarlah kalau mereka dinamakan staatloos, 
tidak mempunjai keradjaan, tidak mempunjai suatu negara. Ini 
mendjadi keheranan bagi pembesar-pembesar Nippon sendiri, jang 
mula-mula mengira bahwa rakjat, misalnja dari beberapa golongan 
Arab jang lain itu, atau berasal dari Irak atau dari Saudi Arabia. 
Sama sekali tidak. Dan terutama ada rasa lieran, kalau saja sebut 
negeri Iladramaut, sebab itu adalah negara jang dalam pergaulan 
internasionalpun tidak dikenal. Orang-orang Arab disini oo%, beleli 
d ik a u «  1 0 0 % ,  o r a u fi-o ra n g  n e g e r i, H a«ln ,rnaup j|U galll'SiUlT l lo g e r i, 
ja n g  s a ja  icira  se k a ra n g  in i  tidak b e ru p a  n e g a ra , melainkan hanja 
«atu tempat feodalislisch. Orang-orang Arab dari sana kalau ditanja:
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„luan bangsa apa?” , akan lebih benar djika mereka mendjawab: 
„Saja bangsa Alatas” , jaitu kebangsaau suku. Ada bangsa keturunan 
nabi, dan daerah-daerahnja ketjil, feodalistisch, djauh lebih feo- 
dalistiscli dari pada negara-negara Nippon sebelum djainan Meidji 
dahulu, hingga tidak ada negara, tidak pernah ada negara, hubungan 
negarapun tidak ada sama sekali.

Kalau disini ada hubungan Hadramaut, itulah hubungan dengan 
beberapa Oom atau Suku jang tinggal ditempat itu, dan kalau 
orang itu sudah mati, liubungannja sudah habis, begitu pula hu
bungan asal dengan golongan peranakan. Tanja sadja kepada 
-seseorang: „tuan pamili apa?” , ia tentu menjebutkan salah satu 
suku dan suku itulah berkuasa atas daerahnja. Dengan demikian 
menurut dasar politik tidak ada bangsa Arab.

Kalau dikatakan bangsa Arab sebagai ras, itupun kalau kita 
mau mengambil ilmu ras, dan kalau diselidiki, itupun tidak ada, 
sebab ada bahagian dari pada bangsa Arab jang mengatakan, 
bahwa orang-orang Arab Hadramaut adalah bagian dari penduduk 
tanah Persi dan mereka itu lebih banjak turunan Persi.

.Mereka i'tu banjak pula turunan dari Afrika, djadi ada ras 
Negro. Kalau dipandang soal itu, Arabnja d juga hilang; lianja 
karena daerah itu daerah Arabia, harus disebut bangsa Arab dari 
Arabia. Itulah sebabnja kalau saudara Liem Koan Hian tadi 
mengemukakan bahwa sebetulnja tidak ada satu bangsa jang dae
rahnja bersih, tidak usah saja perbintjangkan kebenarannja.

Djadi diambil dari sudut politik dan ras tidak ada bangsa Arab. 
Oleh sebab itu, buat sementara, selama masih disebut golongan 
Arab, saja masih mempergunakan disini perkataan golongan Arab, 
sampai nanti negara berdiri, dan mereka itu kelak dianggap bangsa 
Indonesia, karena tidak ada lagi golongan Arab, melainkan mereka 
itu termasuk bangsa Indonesia.

Paduka Tuan Ketua! Hal ini sesungguhnja kalau ditilik dari sudut 
keinginan, djuga ada kebenarannja. Meskipun dalam agama Islam 
tidak ada tanda atau hukum kerakjatan dan sebagainja jang berhu
bungan dengan soal tata-negara seperti dalam pembitjaraan ini, 
akan tetapi semangat agama Islam menentukan bahwa orang jang 
lahir dan tinggal disuatu tempat, terutama ia mendjadi anak negara 
itu dan ia harus berdjuang untuk negara itu, dimana ia hidup dan 
mendapat redjeki. Hal itu tidak mengherankan. Dalam literatur 
Arab kita dapat membatja tjontoh penuh, jang terkenal jalah 
bernama lbn Iiasan Anda-lusia, sebab dia dari Andalusia. Seperti 
diketahui, ia pengarang besar, dan ia mengatakan dengan tegas, 
bahwa orang harus disebut menurut negeri tempa! ia lnlur atau
ifimpnt i«  tinggal hdipinpu ih I iu l i laniiinja.
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Sebab itu ada orang jang disebut Koefah dari Kafah, bapak dari 
Basrah; ia adalah pahlawan Islam turunan Arab, dan dikatakan 
bahwa ia sebetulnja orang Arab. Menurut silsilah orang tua orang 
itu disebut Djamaludin, seorang pahlawan jang sangat terkenal. 
Sebab itu kita melihat bangsa Arab keluar daerah Arab masuk ke 
Parsi, India sampai masuk ke Tiongkok djuga, dan disitu tidak 
sedikit ada keturunan Arab, akan tetapi mereka itu lelah mendjadi 
bangsa Aseli, bangsa Tionghoa. Djadi Paduka Tuan Ketua, me
ngenai agama Islam disitu kebangsaan tidak tetap menurut turunan, 
akan tetapi menurut tempat dimana orang ada. Oleh sebab itu, 
saja sendiri mempunjai pendirian, jang saja harap bisa dimaklumi 
oleh tuan-tuan, bahwa agama Islam berpaham begitu, itulah 
menurut perasaan saja. Saja sendiri mempunjai pendirian sebagai 
seorang nasionalis Indonesia. Apa sebabnja? Sebab saja seorang 
Islam. Sebab saja seorang Islam, maka saja seorang nasionalis 
Indonesia. Itu disebabkan oleh peladjaran Islam dan riwajat 
sedjarah.

Paduka Tuan Ketua, dengan keterangan ini achiraja saja 
mengemukakan keinginan jang pernah dinjatakan oleh golongan 
Arab didalam Kondankai jang telah saja adakan, jalah bahwa 
bahkan orang-orang Arab totok minta, supaja mereka itu dimasuk
kan dalam rakjat Indonesia.

Begitulah keinginan mereka itu. Akan tetapi perlu diterangkan 
disini, bahwa sebagian dari pada mereka itu belum dapat mengerti 
dengan sesungguhnja, apa jang disebut sistematik dan jang berhu- 
bungan dengan soal bangsa. Tetapi kita dapat menarik kesimpulan, 
misalnja kita mengadakan keputusau — dan itulah jang diharapkan
— supaja kerakjatan meliputi peranakan Arab dan peranakan lain- 
nja, dengan memberi kesempatan bagi orang jang tidak seludju, 
supaja boleh menarik diri dari pemasukan itu. Demikianlah Paduka 
Tuan Ketua jang perlu saja kemukakan untuk mendjadi bahan 
Panitia Ketjil dan bila perlu, boleh saja tambah lagi.

Ketua RADJIMAN:
Terima kasih atas pendirian tuan Baswedan. Apa ada lagi jang 

mau melahirkan pendiriannja ? Kalau tidak ada, sekarang sudah 
tiba saatnja untuk membentuk panitia jang merantjang Undang- 
undang Dasar. Jang saja tundjuk mendjadi anggota panitia untuk 
merantjangkan Undang-undang Dasar jaitu:

1. Maramis.
2. Oto Iskandardinata.
3. Poeroebojo.
4. A. Salim.
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5. Suhardijo.
6. Supomo.
7. Nj. Ulfah Santosa.
8. Wachid Hasjim.
9. Parada Harahap.

10. Latuharhary.
11. Susanto.
12. Sartono.
13. Wongsonegorou
14. Wurjaningrat.
15. Singgih.
16. Tan Eng Hoa.
17. Husein Djajadiningrat.
18. Sukiman.
19. Soekarno, jang saja minta supaja mengetuai p‘anitia~

Dan saja minta pula dengan hormat kepada anggota istimewa 
Myano, supaja djuga menghadiri panitia ini. Panitia itu akan 
bekerdja dikamar istirahat anggota, dan kapan mulai bekerdja saja 
serahkan kepada sekalian anggota itu.

Selain dari itu tuan-tuan sekalian, karena panitia jang terbentuk 
itu beranggota 19 sadja, padahal ada soal-soal jang barus diselidiki 
dan dipeladjari pula, ja’ni 2 hal: jang satu hal keuangan dan eko
nomi, jang satu lagi hal pembelaan tanah-aiir, maka pekerdjaan 
untuk kedua hal itu, kita djalankan sebagai bukakai sadja, mak- 
sudnja mempeladjari. Jang saja tundjuk mendjadi anggota pembe
laan tanah-air jalah: Ketua tuan Abikusno Tjokrosujoso.

Anggota-anggota:
1. Abd. Kadir.
2. Asikin.
3. Bintoro.
4. Hendromartono.
5. Muzakkiir.
6. Sanusi.
7. Munandar.
8. Samsudin.
9. Sukardjo Wirjopranoto.

10. Surjo.
11. Abd. Kafar.
12. Maskur.
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13. Abd. Ha lini.
14. Kolopaking.
15. Sudirman.
K). Aria.
17. Molid. i\oor.
18. Pratalykrania.
19. Lini Koen Hian.
20. Bunlaran.
21. Ruslan.
22. l\j. Sunarjo.

Jang saja minta mendjadi anggota istimewa jaili; paduka liian 
jang terhormat Tanaka Kakka dan Matuura jalali untuk menghadiri 
biuikakai untuk pembelaan tanah-air.

Anggota LIM KOLN HIAN :
Tuan Ketua boleh saja memadjukan usul sekadar mengenai pa- 

julijj pembelaan tanali-aii, sebab saja kiia, lebih tepat, kalau iuan 
Tan Eng Hoa jang mendjadi anggota, sebab beliau duduk djuga 
dalam pengurus Keibootai.

Ketua RADJIMAN:
Tetapi saja minta itu mengingat orde dan disiplin. Untuk soal 

keuangan dan perekonomian jang mendjadi Ketua Moh. Hatta.

Anggota:
1. Surachman.
2. Margono.
3. Sutardjo.
4. Samsi.
5. Roosseno.
6. Surjo Am idjojo.
7. Dewantara.
o. Kusumo Atmodjo.
9. Dasaad.

10. Oei Tiong Hauw.
11. Asikin.
12. Daliler.
13. Besar.
14. Yamin.
15. Baswedan.
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16. Hadikusumo.
17. Sastromuljono.
18. Abd. Fatah Hasan.
19. Mansur.
20. Oei Tiang Tjoei.
21. Wiranatakusuma.
22. Suwandi.
dan sebagai anggota istimewa untuk menghadiri Bunkakai, saja 
minta tuan Tokonami Kakka.

Panitia untuk keuangan ini berhubungan dengan perekonomian 
dan bersidang disini, diruangan besar, panitia untuk pembelaan 
tanah-air dikamar makan. Panitia-panitia itu saja silalikan mulai 
bersidang. Sekarang persiapan sudah selesai.

Anggota SOEKARNO:
Kalau Paduka Tuan jang termulia mengidjinkan, maka saja seba

gai Syusa dari pada Panitia Perantjang Undang-undang Dasar, 
mohon dengan hormat supaja anggota tuan Yamin ditambahkan 
kepada kami, sebab kami anggap beliau salah satu ahli Undang- 
undang Dasar jang pikirannja perlu kami pakai.

Ketua RADJIMAN:
Tetapi djangan menjesal hati. Karena tuan Yamin sudah ditun- 

djuk untuk duduk dalam Bunkakai II maka tidaklah dapat men- 
djadi anggota Panitia Undang-undang Dasar.

Anggota SURJO HAMIDJOJO:
Kalau saja tidak salah maka saja masuk dalam 2 Bunkakai. 
Ketua RADJIMAN:
Tuan masuk dalam Bunkakai keuangan, tidak dalam pembelaan, 

tuan Suwandi masuk' dalam keuangan.
Anggota ABIKUSNO:
Saja minta supaja tuan Yamin masuk dalam panitia pembelaan.
Wakil Ketua SUROSO:
Jang belum termasuk siapa?
Tuan-tuan saja harap dengan hormat supaja didengarkan, ja’ni 

siapa-siapakah jang masuk dalam salah satu panitia atau Bunkakai:
I. Bagian Undang-undang Dasar: Soekarno sebagai Ketua,

Maramis, Oto Iskandardinata, Purbojo, Salim, Sutardjo, Supomo, 
Maria Ulfah Santoso, Wachid Hasjim, Harahap, Latuliarhary, Su- 
santo, Sartono, Wongsonegoro, Wurjaningrat, Singgih, Tan Eng

187



Hoa, Husein Djajadiningrat, Sukiman dan tuan Miyano sebagai 
anggota istimewa.

II. Bagian urusan keuangan dan perekcmomian: Hatta sebagai 
Ketua, Surachman, Margono, Sutardjo, Sataisi, Roosseno, Surjo- 
hamidjojo, Dewantara, Kusuma Atmadja, Dasaat, Oed Tiong H>aw, 
Besar, Zainal Asikin, Dahler, Yamin, Baswedan, Hadikusumo, 
Sastromuljono, Abdul Patah Hasan, Hadji Mansur, Oei Tiang Tjoei, 
Wiranata Kusuma, Suwandi dan tuan Tokonami.

UI. Bagian pembelaan: Ketua Abikusno, anggota-anggota:
Abdul Kadir, Asikin Natanegara, Bintoro, Hendro Martono, Mu- 
zakkir, Sanusi, Munandar, Samsudin, Sukardjo Wirjopranoto, Surjo, 
Abdul Kafar Maskur, Halim, Kolopaking, Sudirman, Aris, Moch. 
Nur, Pratalykrama, Lim Koen Hian, Buntaran dan Rooslan Wongso- 
kusumo. Njonja Sunarjo masuk bagian pembelaan. Lalu sebagai 
anggota istimewa tuan Tanaka.

Anggota YAMIN:
Tuan Ketua, saja menjesal sekali tidak dapat menerima keanggo

taan dalam panitia keuangan, karena kurang pengetahuan, d j adi 
saja tidak ada sumbangan buat panitia itu. Saja tidak menerima.

Ketua RADJIMAN:
Sudah selesai. Sebetulnja saja harus membebaskan lagi tuan 

Yamin, tetapi itu tidak bisa.

Anggota YAMIN:
Saja tidak menerima.

Wakil Ketua SUROSO:
Tuan Sanusi masuk panitia pembelaan.

Ketua RADJIMAN:
Sekarang rapat ini ditutup, djadi saja serahkan penetapan kapan 

akan mulai, tetapi selambat-lambatnja supaja mulai besok pagi, 
supaja kita lekas selesai untuk sidang anggota semuanja. Dan kalau 
sudah begitu saja tutup sidang ini dan serahkan kepada Ketua-ketua 
panitia atau Bunkakai waktunja akan mulai. Tuan-tuan, sidang saja 
tutup.

(Rapat ditutup pada djam 16.40).
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UNDANG-UNDANG DASAR PADA TANGGAL 11 -1 3  JULI 1945



RAPAT PANITIA PERANTJANG 
UNDANG-UNDANG DASAR

pada tanggal 11 dan 13 Djuli 1945.



PANITIA PERANTJANG UNDANG-UNDANG DASAR.
Rapat Panitia tanggal 11-7-1945.

Ketua: P.T. SOEKARNO.
Anggota-anggota: P. Tuan-tuan: Maramis, Oto Iskandardinata,

Purbojo, Salim, Subardjo, Supomo, Hasjim, Parada Harahap, 
Latuharhary, Susanto, Sartono, Wongsonegoro, Wurjaningrat, 
Singgih, Tan Eng Hoa, Djajadiningrat, Sukiman dan Njonja San- 
toso.

Ketua membuka rapat, dengan mengeluarkan perasaan menjesal, 
karena permintaannja kepada Kaityoo, supaja Mr Muli. Yamin di
masukkan dalam Panitia Undang-undang Dasar tidak diterima. Oleh 
karena Mr Muh. Yamin menolak angkatannja sebagai anggota 
Panitia Keuangan dan Ekonomi, maka ketua minta pertimbangan:
a. apakali panitia memandang perlu, Mr Muh. Yamin masuk dalam 

Panitia Perantjang Undang-undang Dasar?
b. djika perlu, apakah dengan djalan inemadjukan permintaan ke

pada Ketua atau dengan minta sadja kepada Mr Muh. Yamin, 
untuk membantu Panitia.

Mr Muh. Yamin telah memasukkan lampiran berisi rantjangan 
Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Semua anggota memandang perlu, tetapi dengan inemadjukan 
permintaan kepada Kaityoo, berhubung dengan tata-tertib.

Mr Latuharhary diminta membuat surat jang sesudah dibatjakan 
diantarkan, kepada Kaityoo, oléh Tuan Ñakamura. (Permintaan 
Panitia tidak dikabulkan oleh Ketua).

Ketua mempersoalkan: Unitarisme, Federalisme dan Bondstaat.
Anggota SALIM:
Persoalan ini sebetulnja tidak ada, karena pada hakékatnja jang 

dikehendaki satu rupa; tidak ada jang inemadjukan provinsialisme 
satu separatisme.

Anggota SARTONO:
Memandang perlu meinbitjarakan beberapa pokok dulu, karena 

tidak semua anggota mengeluarkan pikirannja dalam Rapat Besar, 
sedang usul-usul jang disampaikan Zimukyoku djuga mengandung 
hal-hal jang belum diutjapkan dalam Rapat Besar seperti: Uni
tarisme atau tidak; badan perwakilan atau badan lain, kebangsaan 
atau tidak, kerakjatari politik sadja atau djuga ekonomis, Kepala 
Negara: seorang sadja atau beberapa orang (direktorium).

Anggota-anggota SALIM dan LATUHARHARY:
Perlu panitia mengetahui sari usul-usul jang diterima oléh 

Zimukyoku.
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Anggota-anggota ISKANDARDINATA dan MARAMIS:
Sari usul-usul sudah masuk dalam preambule, dan diatas itu kita 

bisa membentuk Undang-undang Dasar.
Djuga kepada Panitia telah sampai beberapa rantjangan Undang- 

undang Dasar seluruluija.

KETUA: Pada azasnja tidak ada keberatan untuk menjelidiki
segala usul-usul, tetapi itu akan makan waktu; padahal Kaityoo 
menjerahkan rantjangan Undang-undang Dasar kepada kita atas 
pendirian kita sendiri, jang akan kita pertahankan dalam Rapat 
Besar.

Anggota-anggota LATUHARHARY dan Njonja SANTOSO dan 
PARADA HARAHAP:

Merasa perlu memperhatikan usul-usul jang masuk, dengan minta 
apa Ketua tidak bisa memberitahukan sari-sari dari pada usul-usul 
jang sudah masuk.

KETUA: Mengabulkan permintaan dan membatja sari dori usul- 
usul, (terlampir), dan mempersilahkan panitia untuk meneruskan 
pembitjaraan.

Anggota DJAJADININGRAT:
Berhubung dengan usul Parada Harahap anggota, supaja dalam 

preambule dimasukkan keanggotaan Asia Timur Raja, Muli. Yamin 
memadjukan usul tentang susunan:
a. declaration of rights,
b. preambule,
c. Undang-undang Dasar.

KETUA: Membentuk panitia perantjang „declaration of rights” 
terdiri dari: Subardjo, Sukiman dan Parada Harahap anggota.

Anggota SARTONO:
Mengusulkan supaja panitia merantjangkan satu pernjataan 

kemerdekaan, ditambah dengan sikap terhadap peperangan Asia 
Timur Raja dan keanggotaan dalam Asia Timur Raja.

KETUA: Mempersoalkan unitarisme darî federalisme.

Anggota LATUHARHARY:
Mempertahankan Bondstaat; tetapi hal ini hak rakjat, minta 

supaja didalam Undang-undang Dasar ditentukan, bahwa hal ini 
akan dipersoalkan lagi, d jika sudah damai.
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Unitarisme dan federalisme diundi; segenap anggota ketjuali
2 orang menghendaki Unitarisme.

Sesudah itu isi préambule (bukan kata-kata) dipersoalkan; 
semua anggota setudju.

Anggota LATUHARHAR Y :
Berkeberatan tentang kata-kata „berdasar atas ke-Tuhanan, dengan 

kewadjiban melakukan sjari’at buat pemeluk-pemeluknja” . Akibat- 
nja mungkin besar, terutama terhadap agama lain. Karena itu 
diminta supaja didalam Undang-undang Dasar diadakan pasal jang 
terang; kalimat ini bisa djuga menimbulkan kekatjauan misalnja 
terhadap adat-istiadat.

Anggota S ALIM:
Pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukan masalah 

baru, dan pada umumnja sudah selesai. Lain dari itu orang-orang 
jang beragama lain tidak perlu kuatir; keamanan orang-orang itu 
tidak tergantung kepada kekuasaan negara, tetapi pada adatnja 
ummat Islam jang 90 c/c itu.

KETUA: Preambule adalah suatu hasil djerih-pajah antara
golongan Islam dan kebangsaan. Kalau kalimat ini tidak dimasuk
kan, tidak bisa diterima oléh kaum Islam.

Anggota-anggota WONGSONEGORO DAN DJAJADININGRAT:
Mungkin menimbulkan fanatisme, karena seolah-olah memaksa 

mendjalankan sjari’at bagi orang-orang Islam.
«

Anggota WACHID HASJIM:
Mengingatkan kepada dasar permusjawaratan, sebab paksaan- 

paksaan tidak bisa .terdjadi. Djika ada anggota jang menganggap 
kalimat ini tadjam, ada djuga jang menganggap kurang tadjam.

KETUA: Mengulangi lagi bahwa kalimat itu kompromis antara
golongan kebangsaan dan Islam, jang hanja didapat dengan susah- 
pajah. Oléh karena pokok-pokok lain kiranja tidak ada jang me
nolak, pokok-pokok dalam preambule dianggap sudah diterima.

Dimadjukan: soal pimpinan negara ditangan satu orang atau 
beberapa orang panitia senjetudjui satu orang, diterima dengan 
10 suara setudju, 9 suara tidak setudju.

Dimadjukan soal nama Kepala Negara: Nama „Presiden”  diterima 
oléh panitia dengan 12 suara.

Selandjutnja soal warga-negara dipersoalkan;
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Anggota-anggota SARTONO, SUPOMO:
Menganggap soal itu sangat penting, dan mengusulkan supaja 

disamping Undang-undang Dasar dibentuk undang-undang jang 
menentukan sjarat-sjarat kewargaan-negara.

KETUA: Mempersoalkan sifat Undang-undang Dasar:

Anggota-anggota SUPOMO, MARAMIS, WONGSONEGORO:
Sederhana sadja, dimasukkan hanja jang bisa didjalankan dimasa 

perang. '

Anggota SARTONO:
Berkeberatan, djika hanja dimasukkan hal-hal jang bisa didja

lankan pada masa perang. Djuga hal-hal jang, walaupun belum 
bisa didjalankan, sebaiknja dimasukkan pula, walaupun hanja 
dalam pokok.

KETUA: Membentuk Panitia ICetjil Perantjang Undang-undang
Dasar terdiri atas Supomo, Wongsonegoro, Subardjo, Marami6, 
Singgih, Salim, Sukiman Iin. Ketua: Supomo. Kewadjiban Panitia 
Ketjil merantjang Undang-jundang Dasar, dengan memperhatikan 
pendapat-pendapat jang telah dimadjukan di Rapat Besar dan Rapat 
Panitia Perantjang Undang-undang Dasar.

PANITIA PERANTJANG UNDANG-UNDANG DASAR.
Rapat tanggal 13-7-2605.

Ketua: P. T. Ir. SOEKARNO.
Ketua membuka rapat Panitia dan mempersilahkan sytisa Panitia 

Ketjil Perantjang Undang-undang Dasar, anggota Supomo untuk 
memadjukan laporannja.

Ketua Panitia Ketjil menguraikan dasar rantjangan Undang- 
undang Dasar, antaranja jang penting: kedaulatan îlakukan oleh 
Badan Permusjawaratan Rakjat jang bersidang sekali dalam 5 
tahun. Oleh karena Badan ini memegang kekuasaan jang tertinggi, 
maka pembantuan negara dapat dilakukan;- buat sehari-hari Pre
sidenlah jang merupakan pendjelmaan kedaulatan rakjat. Dalam 
memerintah negara ia dibantu oleh Wakil Presiden, Menteri-menteri, 
jang bertanggung-djawab kepadanja, dan oleh Dewan Pertimbangan 
Agung. Dalam membentuk undang-undang, Presiden harus semu* 
pakat dengan Dewan Perwakilan Rakjat. Atas dasar Undang-undang 
Dasar, maka hak-hak dasar tidak perlu dimasukkan.
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Ketua mempersilahkan para anggota untuk memadjukan usul- 
usul dan pertanjaan.

Anggota SUSANTO:
a. Minta pembagian dalam bab-bab (lioofdstuk) dengan nomer 

Romawi.
Untuk Bab I diusulkan titel: Bentuk dan kedaulatan negara, 
dan selandjutnja supaja kata „tentang”  dalam titel-titel diha
puskan.

b. Pokok Uni supaja ditegaskan, dengan dinjatakan bahwa hanja 
Pemerintah Pusat boléh berhubungan dengan negara lain.

o. Sifat pembentukan negara „didepan mata musuh” , supaja dite
gaskan dalam Bab pertahanan negara.

Ketua Panitia Ketjil:
Tentang a: tidak keberatan.
Tentang b: tidak perlu ditegaskan; dalam negara merdéka hanja 

Pemerintah Pusatlah jang berhak berhubungan dengan luar negeri. 
Tentang c: pasal 38 sudah dipandang tjukup.
Melihat suasana, Ketua memandang usul 6 dan c ditolak.

Anggota WUR J ANINGRAT :
Apakah tidak lebih baik, djika dalam Undang-undang Dasar di

tegaskan, bahwa kooti-kooti dipertahankan? Lain dari pada itu, 
apakah tidak perlu, djika dalam Undang-nndang Dasar diterangkan, 
bahwa Negara Indonesia akan berhubungan rapat dengan negara- 
negara Asia Timur, dengan masukkan satu pasal jang isinja kira- 
kira: seboléh-boléh hal-hal internasional dibitjarakan dalam
„Badan Asia Timur Raja” .

Ketua Panitia Ketjil:
Tentang Kooti dalam pasal 17 dan pasal 37 ajat (2) sudah ada 

ketentuan.
Tentang keanggotaan ke Asiaan sudah dimasukkan dalam 

pernjataan kemerdekaan dan préambule, tidak perlu dimasukkan 
dalam Undang-undang Dasar; tetapi hal-hal itu bisa dimasukkan 
dalam pendjelasan.

Usul Wurjaningrat ditarik kembali.
Anggota WACHID HASJIM:

a. Buat masjarakat Islam penting sekali perhubungan antara 
pemerintah dan masjarakat. Oléh karena itu diusulkan pasal 4 
ajat (2) ditambah dengan kata-kata: „ jang beragama Islam'” . 
Djika Presiden orang Islam, maka perintah-perintah berbau 
Islam dan akan besar pengaruhnja.
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b. Diusulkan supaja pasal 29 dirobah, sehingga bunjinja kira-kira: 
„Agama negara ialah agama Islam”, dengan mendjamin kemer- 
dékaan orang-orang jang beragama lain, untuk dsb.”  Hal ini 
erat perhubungan dengan pembelaan. Pada umumnja pembelaan 
jang berdasarkan atas kepertjajaan sangat hébat, karena menu
rut adjaran Agama, njawa hanja boléh diserahkan buat 
idéologie agama.

Anggota AGUS S ALIM:
Dengan ini kompromis antara golongan kebangsaan dan Islam 

mentah lagi; apakah hal ini tidak bisa diserahkan kepada Badan 
Permusjawaratan Rakjat? Djika Presidén harus orang Islam, bagai
mana h ain j a terhadap Wakil Presidén, duta-duta dsb. Apakah arti- 
nja djandji kita untuk melindungi agama lain?

Anggota SUKIMAN :
Oléh karena usul-usul Wachid Hasjim akan memuaskan rakjat, 

dan pada hakékatnja tidak ada akibatnja apa-apa, maka saja setudju 
dengan usul-usul Wachid Hasjim.

Anggota DJAJADININGRAT:
a. Dalam prakték sudah tentu, bahwa jang mendjadi Preaidéiu 

orang Indonésia jang/ beragama Islam; karena itu setudju djika 
pasal 4 ajat 2 dihapuskan sama sekali.

b. Menanjakan, apakah sungguh-sungguh tidak ada akibatnja apa- 
apa?

Anggota WONGSONEGORO:
Tertjengang, karena kompromis dimentahkan lagi: djika masih 

mentah, préambule mungkin tidak diterima.

Anggota OTO ISKANDARDINATA :
° f2)U(̂ U USÛ » M ' * ™ * * «  untuk menghapuskan pasal 4 ajat

b. Tentang pasal 29, diusulkan supaja kalimat dari pada préambule 
dimuat dalam Undang-undang Dasar sebagai ajat (1) dan „negara 
mendjamin kemerdékaan dsb.”  mendjadi „ajat (2)”

Anggota WONGSONEGORO:
Karena mungkin diartikan, bahwa negara boléh memaksa orang

3 a™ r .  jalankan sjari’at agama, maka diusulkan supaja
pasal -9 ajat (2) ditambah dengan kata-kata „dan kepertjajaannja” 
antara kata-kata agamanja dan masing-masing.
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Ketua Panitia Ketjil:
Tidak ada keberatan menghapuskan pasal 4 ajat (2) dan mene

rima usul Oto Iskandardinata dan Wongsonegoro Iin tentang 
pasal 29 ajat (1) dan (2).

Anggota Njonja SANTOSO:
Saja memang perlu hak-hak dasar dimasukkan dalam Undang* 

undang Dasar.
Ketua Panitia Ketjil:
Tidak perlu, karena Negara Indonesia berdasar atas kedaulatan 

rakjat.
Anggota PARADA HARAHAP:
Mengusulkan supaja disamping bendera djuga ditentukau 

„Lambang Negara”  (wapen).
Semua setudju, tetapi dalam Undang-undang istimewa.
KETUA dan anggota OTO ISKANDARDINATA:
Usul pasal 36 ajat (2) dihapuskan, dan menghapuskan pula kata- 

kata „dan bagi itu dsb.”  dalam pasal 34.
Bahasa „kebangsaan” diganti dengan bahasa negara.
Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Pokok Uni kurang tegas.

KETUA: Pasal 1 diusulkan dirobah =  Negara Indonesia jalah 
Negara Kesatuan =  jang berbentuk republik.

Anggota LATUHARHARY:
Pasal 21 dan 22 tidak mendjamin kedaulatan rakjat, sebaiknja 

ditentukan djalan lain, djika persetudjuan tidak didapat.

Ketua Panitia Ketjil:
Jang merupakan pendjelmaan kedaulatan rakjat jalah Presiden 

bukan Dewan Perwakilan Rakjat, karena itu tidak setudju.
Anggota PARADA HARAHAP:
Dikemudian hari Dewan Perwakilan Rakjat oleh umum akan 

disebut „Dewan” sadja, dan „Badan Permusjawaratan Rakjat” 
„Badan” , ini rasanja djanggal, diusulkan „Badan”  diganti dengan 
„Ma d j elis” (diterima).

KETUA: Membentuk „Panitia Penghalus Bahasa” terdiri dari: 
anggota-anggota Djajadiningrat, Salim dan Supomo.

Rantjangan Undang-undang Dasar lalu dilampirkan pula kepada 
Panitia Bahasa.
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UNDANG-UNDANG DASAR.
Pasal 1.

(1) N eg ara  In don esia  ia lah  repu b lik .
(2) Sou verein ite it b erad a  d itan gan  ra k ja t, ja n g  d ilakukan  sepenuh- 

n j  a o leh  B a d an  P erm u sjaw aratan  R a k ja t .

BAB I.
Tentang kekuasaan Pemerintah Negara.

Pasal 2.
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah.
(2) Dalam melakukan kewadjibannja Presiden dibantu oleh satu 

atau dua orang Wakil Presiden.
(3) Djika ada 2 orang Wakil Presiden, maka susunannja ialah Wakil 

Presiden I dan Wakil Presiden II.

Pasal 3.
Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan 

persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 4.
(1) Presiden dan Wakil-wakil Presiden dipilih oleh suara jang ter- 

banjak dari anggota-anggota Badan Permusjawaratan Rakjat.
(2) Jang dapat mendjadi Presiden dan Wakil-wakil Presiden hanja 

orang Indonesia aseli.
Pasal 5.

Presiden dan Wakil-wakil Presiden memegang djabatannja untuk 
waktu 5 tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 6.
(1) Djika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan 

kewadjibannja sebelum habis waktunja, ia diganti oleh Wakil 
Presiden I, sampai habisnja waktu.

(2) Bilamana Wakil Presiden I mangkat, berhenti atau tidak dapat 
melakukan kewadjibannja sebelum habis waktunja, ia diganti 
oleh Wakil Presiden ke-II.

Pasal 7 dan 8.
Sebelum memangku djabatannja, Presiden dan Wakil-wakil Pre

siden bersumpah menurut agamanja, atau berdjandji sungguh- 
sungguh dihadapan Badan Permusjawaratan Rakjat atau Badan 
Perwakilan Rakjat sebagai berikut:
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(Rumusan sumpali Presiden dan Wakil Presiden atau rumusan 
djandji).

Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan 
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 9.
Presiden dengan persctudjuan Badan Perwakilan Rakjat menjata- 

kan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian-perdjandjian 
dengan negara-negara lain.

Pasal 10.
Presiden menjatakan „Staat van beleg” . Sjarat-sjarat dan akibat 

„Staat van beleg”  ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 11.
(1) Presiden mengangkat duta-duta dan konsul-konsul.
(2) Presiden menerima duta-duta negara-negara lain.

Pasal 12.
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 13.
Presiden memberi gelar, tanda-tanda djasa dan lain-lain tanda 

kehormatan.

Pasal 14.
Presiden menetapkan pembikinan uang.

BAB II.
Tentang Deivan Pertimbangan Agung.

Pasal 15.
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan 

undang-undang.
(2) Dewan ini berkewadjiban memberi djawaban atas pertanjaan 

Presiden dan berhak memadjukan usul-usul kepada Pemerintah.

BAB III.
Tentang Kementerian Negara.

Pasal 16.
(1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.
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Tentang pemerintahan daerah.

Pasal 17.
Pembagian daerali Indonesia dalam daerah-daerah besar dan 

ketjil, dengan bentuk susunan Pemerintahnja ditetapkan dengan 
undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusja- 
waratan dari pada sistim pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul 
dari daerah-daerah jang bersifat istimewa.

BAB V.
Tentang Badan Permusjaivaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan

Rakjat.
Pasal 18.

(1) Badan Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan-utusan dari 
daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan jang 
ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Badan Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali 
dalam 5 tahun diibu-kota negara.

Pasal 19.
Badan Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-undang 

Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara.

Pasal 20.
Bentuk susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan 

undang-undang.
Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sekurang-kurangnja satu kali 

setahun.

Pasal 21.
liap-tiap undang-undang harus disetudjui Dewan Perwakilan 

Rakjat.
Djika sesuatu rentjana undang-undang tidak disetudjui oleh 

Dewan Perwakilan Rakjat, maka rentjana tadi boleh dimadjukan 
lagi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat pada masa itu.

Pasal 22.

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadju- 
kan rentjana undang-undang.

BAB IV.

200



(2) Djika rcntjana itu, meskipun disetudjui oléh Déwan Perwakilan 
Rakjat, tidak disjahkan oléh Presidén, maka rentjana itu tidak 
boléh dimadjukan lagi dalam sidang Déwan Perwakilan Rakjat 
itu djuga.

Pasal 23.
(1) Dalam lial-ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak me

netapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang- 
undang.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetudjuan 
Déwan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.

(3) Djika persetudjuan tidak terdapat, Peraturan Pemerintah itu 
harus ditjabut.

BAB VI.
Hal keuangan.

Pasal 24.
Anggaran penghasilan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahun 

dalam undang-undang.

BAB VII.
Tv.ntang kekuasaan kehakiman.

Pasal 25.
(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oléh Mahkamah Agung, dan 

lain-lain badan pengadilan.
(2) Susunan dan kekuasaan badan pengadilan itu diatur dalam 

undang-undang.
Pasal 26.

Sjarat-sjarat untuk fnendjadi hakim ditetapkan dengan undang- 
undang.

BAB VIII.
Tentang tvarga-negara.

Pasal 27.
(1) Jang mendjadi warga-negara ialah orang-orang bangsa Indone

sia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan 
undang-undang sebagai wTarga-negara.

Sjarat-sjarat jang mengenai kewarga-negaraan ditetapkan dengan 
undang-undang.
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Tentang kedudukan ivarga-nogara.

Pasal 23.
(1) Señala war"a-negara bersamaan kcdiulukannja didalam luikum 

dan pemerintah dan wadjib mendjundjuug luikum dan peme
rintahan itu, tidak ada tevkctjualinja. 

i o) T'ap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan peng
hidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

BAB X.
Tentang agama.

Pasal 29.
Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk me

meluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanja
masing-masing.

BAB XI.
Tentang pertahanan negara.

Pasal 30.
(1) Tiap-tiap varga-negara berhak dan vradjib ikut serta dalam 

usaha pembelaan negara.
(2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XII.
Tentang pendidikan.

Pasal 31.
(1) Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.
(2) Pemerintah harus mendirikan dan mengusahakan satu sistim 

pengadjaran nasional jang lengkap dan laras, jang diatur 
dengan undang-undang.

BAB XIII.
Tentang kesedjahteraan sosial.

Pasal 32.
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

kekeluargaan.
12) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jan«- menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oléh Pemerintah!
(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalaninia 

dikuasai oléh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar- 
besarnja kemakmuran rakjat.

BAB IX.
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Pasal 33.
Fakir dan miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh 

Pemerintah.
Pasal 34.

Pemerintah harus memadjukan kebudajaan nasional Indonesia 
dan bagi itu memadjukan kebudajaan dari masing-masing daerah, 
sebagai rukun dari kebudajaan nasional itu.

BAB XIV.
Tentang umum.

Pasal 35.
Bendera Negara Indonesia ialah bendera merah-putih.

Pasal 36.
(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Indonesia.
(2) Bahasa-bahasa daerah dihormati.

BAB XV.
Aturan peralihan.

Pasal 37.
(1) Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan semupakat 

Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menjeleng- 
garakan kepindahan Pemerintah kepada Pemerintah Indonesia.

(2) Segala badan-badan pemerintahan dan peraturan-peraturan jang 
ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru 
menurut Undang-undang Dasar ini.

Pasal 38.
Selama peperangan ini masih berlaku, tuntunan perang dan pem

belaan negara langsung dipegang oleh Balatentara Dai Nippon 
dengan permupakatan dengan Pemerintah Indonesia.

Pasal 39.
(1) Untuk pertama kali Djawa Tyoo Sangi In, diluaskan dengan 

, tambahan anggota-anggota Sanyo Kaigi, Tyuo Honbu Hookoo 
Kaigi dan utusan-utusan dari Sumatera Tyuo Sangi In serta 
utusan-utusan Sangi Kai-Sangi Kai dari Borneo, Sulawesi, 
Bali, Lombok dan lain-lain pulau-pulau Sunda Ketjil, melaku
kan kekuasaan Badan Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Per
wakilan Rakjat.

(1) Segala putusan Badan tersebut diajat (1) ditetapkan dengan 
suara jang terbanjak.
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Pasal 40.
Dalam sidang jang pertama dari Badan jang tersebut dalam pasal 

39 ajat (1) ditetapkan, bahwa kekuasaan jang berhubung dengan 
peperangan diserahkannja kepada Presiden dengan menentukan 
sjarat-sjarat.

Pasal 41.
Buat pertama kali djumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung 

ditetapkan dan anggota-anggotanja diangkat oleh Badan jang 
tersebut pada pasal 39.

ATURAN TAMBAHAN.
Pasal 42.

Dalam 6 bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raja, 
Pemerintah mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang di
tetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.
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RISALAH RAPAT BESAR 
PADA TANGGAL 14 JULI 1945



RAPAT BESAR PADA TANGGAI, M  BSGU  1945.

Jang berbitjara:

Ketua: Radjiman

Anggota: Soekarno

„ Ki Bagus Hadikusumo 

„ Muhammad Y amin

„ Surio

„ Agus Salim

„ Wiranatakusuma

„ ' Abikusno
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RAPAT BESAR PADA TANGGAL 14-7-1945.
Rapat mulai pukul 15.00.

Ketua RADJIMAN:
Anggota jang terhormat, perundingan lengkap ini saja buka lagi 

dan saja mulai dengan mengingatkan bahwa persidangan ini masih 
rahasia. Sekarang kita mulai dengan meminta laporan dari Panitia 
Undang-undang Dasar. Saja minta syusa menerangkannja.

SOEKARNO, Ketua Panitia Undang-undang Dasar:
Paduka Tuan Ketua jang mulia, Panitia jang diwadjibkau mem

buat rantjangan Undang-undang Dasar Negara Indonesia telah 
bekerdja dengan seradjin-radjinnja dan dengan semangat jang 
sungguh bergelora. Berkat bantuan Allah s.w.t., serta kegiatan 
antara anggota Panitia itu, maka disinilah tempat n j a, saja meng- 
utjapkan beribu-ribu terima kasih atasnja. Maka dapatlah pada 
saat ini dipersembahkan kehadapan rapat besar Dokuritu Zyuubi 
Tyoosakai satu rantjangan.

Pertama, pernjataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan 
Undang-undang Dasar. Dan kemudian lagi Undang-undang Dasarnja 
sendiri jang tersusun diatas 42 pasal. Lebih dahulu maka kami 
usulkan kepada Paduka Tuan Ketua jang mulia, supaja pada hari 
ini, dalam sidang sekarang ini dibitjarakan sadja lebih dahulu 
pernjataan Indonesia Merdeka serta pembukaan Undangrundang 
Dasar itu. Tetapi Undang-undang Dasar sendiri jang berisi 42 pasal 
itu hendaknja dibitjarakan didalam rapat besar besok pagi, agar 
.supaja semua anggota-anggota mempunjai waktu jang setjukup- 
tjukupnja untuk mempeladjarinja, oleh karena Undang-undang 
Dasar memang adalah undang-undang jang terpenting didalam peri» 
kehidupan sesuatu bangsa dan sesuatu negara. Maka izinkanlah saja 
lebih dahulu membatja pernjataan Indonesia Merdeka. Jang kami 
maksudkan dengan pernjataan jalah, apa jang didalam kamus inter
nasional dinamakan „declaration of independence” . Didalam 
pernjataan Indonesia Merdeka ini panitia menganggap perlu sekali 
memasukkan alasan-alasan apa sebabnja kita bangsa Indonesia 
menjatakan kemerdekaan, sehingga pernjataan Indonesia Merdeka 
ini berupa pula satu dakwaan, satu aanklacht dihadapan muka 
dunia atas pendjadjahan Belanda jang telah berlaku diata& tanah- 
air dan bangsa kita lebih dari 3 abad lamanja.

Bunjinja rentjana pernjataan Indonesia Merdeka jalah sebagai 
berikut: Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala 
bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harun 
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-
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keadilan. Bangsa Indonesia dizaman dahulu telah mempunjai 
riwajat mulia dan bahagia, sebagai bangsa merdeka jang bertanah- 
air merdeka dan bernegara merdeka, jang batas-batasnja meliputi 
seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Papua, malah melampaui 
kedaratan Asia sampai kebatas-batas tanah Siam; negara merdeka, 
jang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan 
negara-negara merdeka didaratan Asia, menjambul tiap-tiap bangsa 
jang datang dengan kemurahan hati.

Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, membawalah 
bentjana kepada bangsa Indonesia itu. Terlebih sekali setelah dalam 
berebut-rebut hak perniagaan, bangsa Belanda dengan kongsi per
niagaan „Vereenigde Oost Indische Compagnie”  beroleh kemenang
an atas bangsa Indonesia, jang memperlakukan bangsa Barat itu 
dengan kemurahan hati dan sangka baik, seperti dalam perniagaan. 
Memang dari mulanja bangsa Barat mendasarkan kemenangan 
monopoli atas kekuasaan politik dan kekerasan sendjata.

Maka d jatuhlah lama-kelamaan kepulauan Indonesia itu kebawah 
pengaruh dan kekuasaan kongsi perniagaan Belanda itu; diputus
kanlah olehnja perhubungan Indonesia keluar dengan negara-negara 
merdeka jang lain-lain; direbut, dirampaslah dengan senjata-njata- 
nja segala hak dan kemerdekaan bang6a Indonesia sebagai bangsa 
merdeka jang bernegara merdeka.

Keradjaan Belanda jang mewarisi hak-hak rampasan „Vereenigdo 
Oost Indische Compagnie”  itu, dalam satu setengah abad pemerin
tahan atas negeri dan bangsa Indonesia, pada hakekatnja melan- 
djutkanlah semata-mata haluan politik jang lama itu, jaitu politik 
memetjah-metjah persatuan kita, menghina, mengindjak-indjak 
rasa kehormatan kita, menghisap, memeras kekajaan kita untuk 
kepentingan bangsa Belanda sendiri.

Kedjahatan niat dan tudjuan itu ta’ dapat disembunjikan seteru>- 
nja didalam dunia, jang didalamnja bertambah-tambah kehebatan 
perlombaan imperialisme Barat, berebut kekajaan segenap dunia. 
Dan lama-kelamaan bangkitlah kembali dengan sehebat-hebatnja 
semangat perlawanan bangsa Indonesia, jang memang ta’ pernah 
padam dan ta’ pernah dipadamkan, dalam lebih 3 abad perkosaan 
oleh imperialisme Belanda itu. Sedjarah kolonialisme Belanda di 
Indonesia, adalah sedjarah berpuluh-puluh pemberontakan bangsa 
Indonesia melawan imperialisme Belanda itu. Bergeloralah lagi 
didalam kalbu bangsa Indonesia tekad jang berkobar-kobar, ber- 
bangkit kembali sebagai satu bangsa jang merdeka dalam satu 
negara jang merdeka.

Kemenangan Dai Nippon Teikoku dalam perangnja dengan Rusia 
dalam tahun 1905 M, mentjurahi kehendak itu dengan semangat 
kebangsaan Timur. Gugurlah anggapan ta’ terpatahkannja kekuatan
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Barat, gugurlah angka kelebihan Barat, jang telah membelenggu 
bangsa-bangsa Timur itu beratus tahun.

Tjontoh Dai Nippon Teikoku jang beroleh 'kedjajaan itu, 
mclahirkanlah pergerakan teratur dalam bangsa Indonesia, jang 
didasarkan atas tjita-tjita keadilan dan kemanusiaan, menuntut 
pengakuan hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa. Tidak tertjegah, tidak 
tertahan tumbuhnja, meluas dan mendalamlah pergerakan ini dalam 
segenap lapisan dan segenap barisan bangsa Indonesia, betapapun 
kerasnja, betapapun «buasnja betapapun ganasnja kekuasaan peme
rintahan Belanda berichtiar mentjegah dan menindasnja.

Disaat memuntjaknja gelagat pergerakan itu jang seperti ibarat 
saat kelahiran anak dari kandungan ibunja, maka Tuhan Jang Maha 
Kuasa telah membelokkan perdjalanan riwajat dunia, mengalih/ 
memindahkan perimbangan kekuasaan dimuka bumi, istimewa 
didaerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembinaan 
kelahiran itu.

Tuntutan Dai Nippon Teikoku, bertentangan dengan tudjuan- 
tudjuan imperialisme Barat, jaitu tuntunan hak kemerdekaan Asia 
atas dasar persamaan hak bangsa-bangsa, serta politik jang dengan 
tegas dan tepat didjalankan olelmja, menudju pembangunan negara- 
negara merdeka dan lingkungan kematlburciraiiL beirsama® ¿K Asia 
Timur Raya, achimja telah menjebabkan Dai Nippon Teikoku 
menjatakan perang kepada Amerika dan Inggeris. Perang Asia Timur 
Raya ini, jang berkebetulan dengan saat memuntjaknja perdju- 
angan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan pergerakan 
kemerdekaan bangsa-bangsa Asia jang lain, mendjadiilah sebagai 
puntjak pertemuan perdjuangan kemerdekaan segala bangsa Asia 
didaratan dan dikepulauan Asia.

Dengan mengakui dan menghargai tinggi keutamaan niat dan 
ludjuan Dai Nippon Teikoku dengan Perang Asia Timur Raya itu, 
maka tiap-tiap bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raya atas dasar 
pembelaan bersama, wadjiblah menjumbangkan sepenuh tenaganja 
dengan tekad jang sebulat-bulatnja, kepada perdjuangan bersama 
•itu, sebagai d jaminan jang seteguh-teguhnja untuk keselamatan 
kemerdekaannja masing-masing.

Maka sekarang, telah sampailah perdjuangan pergerakan Indo
nesia kepada saat jang berbahagia, dengan, selamat-sentausa meng
hantarkan rakjat Indonesia kepintu gerbang Negara Indonesia, jang 
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan ma'kmur, dan jang hidup 
sebagai anggota sedjati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. 
Didepan pintu gerbang Negara Indonesia itulah rakjat Indonesia 
menjatakan hormat dan terima kasih kepada semua pahlawan-pah
lawan kemerdekaannja jang telah mangkat.

Atas berkat rachmat Allah Jang Maha Kuasa, berdasar atas segada 
alasan jang tersebut diatas itu, dan didorong oleh keinginan luhur
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supaja bertanggung-djawab atas nasib sendiri, berkehidupan ke- 
bangsaan janc bebas, mulia, terhormat, maka rakjat Indonesia 
«lengan ini;

MENJATAKAN KEMERDEKAAN.

Kemudian diikuti oleh pembukaan jang bunjiaja:
Dengan nama Allah, Pengasih dan Penjajang!
Untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi 

segenap bangsa Indonesiâ  dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan 
untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan 
bangsa, menjuburkan hidup kekeluargaan Asia Timur Raya, dan 
ikut melaksanakan 'ketertiban dunia jang berdasarkan (kemerdekaan, 
perdamaian dan keadilan sosial, maka disusunlah kemedekaan 
kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-undang Dasar Negara 
Indonesia, jang terbentuk dalam satu susunan Negara Republik 
Indonesia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada 
ke-Tuhanan, dengan 'kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi 
pemeluik-pemelukn j a, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan 
beradab, persatuan Indonesia, dan 'kerakjatan jang dipimpin oleh 
hikmat-kebiidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, dengan 
mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Paduka tuan jang termulia, sudah barang tentu dikalangan ang
gota-anggota, nanti ada anggota-anggota jang minta mengubah 
kata-ikata, tetapi barangkali untuk mempertjepat prosedure penjele- 
eaian pdkerdjaan kita ini, djikalau perubahan-perubahan sekedar 
mengenai kata-kata sadja, 'bolehlah anggota-anggota jang meng
usulkan perubahan kata itu dibawah tangan nanti kita 'berunding 
memperbaiki kata-kata jang tidak disetudjui. Tetapi ada pula 
disampaikan pada saja sebagai Syusa Panitia Perantjang Pemjataan 
Indonesia Merdeka, pembukaan dan undang-undang oleh anggota 
jang terhormat tuan Abikusno Tjokrosujoso suatu usul, jang seka
rang saja, sebagai Kaityoo dengan izin Paduka Tuan Ketua jang 
termulia, adjukan untuk dipertimbangkan pada sidang besar pula, 
oleh karena perubahan ini tidak hanja mengenai kata, tetapi menge
nai konstruksi dari pada pemjataan kemerdekaan, jang menurut 
tuan Abikusno supaja mendjadi lebih hebat tetapi lebih singkat.

Usul anggota jang terhormat Abikusno Tjokrosujoso adalah seba
gai berikut Saja minta tuan-tuan .sekalian melihat pernjatan Indo« 
nesia Merdeika alimea 3, kalimat No. 2 jang mulai dengan perkataan
„Terlebih sekali ...................”, Kalimat itu <linmiilcan oleh tuan
Abikusno supaja dihapuskan terus sampai alinea 5 baris 4, sampai 
berachir dengan perkataan, jaitu „politik memetj ah-me t j ah”. Djadi 
sampai „politik memetjah-metjah” dibuang, beberapa kalimat itu 
diganti dengan satu kalimat; djadi ‘kalimat ini jang menj ambung 
feepada kalimat pertama alinea 3, diganti dengan satu kalimat 
berbunji: „Lebih dari 3 abad meringkuklah bangsa Indonesia diba-
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wah 'kekuasaan Belanda dengan haluan politik djahat: memetiab- 
metjah persatuan kita”, Djadi kalimatnja mendjadi, alinea 3: 
„Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, membawalah ben- 
tjana kepada bangsa Indonesia itu. Lebih dari 3 abad meringkuklah 
'bangsa Indonesia dibawahi kekuasaan Belanda dengan haluan po
litik djahat: memet j ah-met j ah persatuan kita, menghina, meng- 
indjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap-memeras kekajaan 
kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri”.

Kemudian perubahan ketjil dalam kalimat jang bersambung
dengan al. 6: „Kedjahatan niat dan tudjuan.............. ” diminta oleh
tuan Abikusno dirobah dengan „perkosaan jang djahat”. Djadi
bukan „kedjahatan niat dan ..............  tidak dapat disembunjikan’%
6aja minta tuan-tuan terus ikut perkataan saja seterusnja didalaii) 
dunia, jang didalamnja bertambah-tambah kehekatan perlombaan 
imperialisme Barat, berebut kekajaan segenap dunia. Dan lama- 
kelamaan bangkitlah kembali dengan sehebat-hebatnja semangat 
perlawanan bangsa Indonesia, jang memang tak pernah padam dan 
tak pernah dapat dipadamkan, tuan Abikusno mengusulkan titik.

Djadi tidak dengan kalimat 6, „lebih 3 abad perkosaan...........
Kemenangan Dai Nippon ..............  sampai dengan al. 3 baris 1,
„Tjontoh Dai Nippon Teikoku jang beroleh kedjajaan itu”, tetapi 
beliau minta supaja kalimat achir dari pada diatas, pag. 2 tuan- 
tuan, baris 4 „Bergeloralah lagi didalam kalbu bangsa Indonesia 
tekad jang berkobar-kobar, berbangkit kembali sebagai satu bangsa 
jang merdeka dalam satu negara jang merdeka”, tuan Abikusno 
disitu minta „komma” dan „tekad” itu menjambung kepada al. 3 
baris 1, melahirkan bukan perkataan: „Kemenangan Dai Nippon
Teikoku.............. ” Tjontoh Dai Nippon Teikoku...............„ditjoret
sama sekali, „melahirkanlah pergerakan teratur dalam bangsa 
Indonesia, jang didasarkan atas tjita-tjita keadilan dan kemanusia
an, menuntut pengakuan hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa” , tuan 
Abikusno mengusulkan „tidak dapat tertjegah, tidak dapat terta
han .............. ”  „Terus tuan-tuan, sekarang kita melompat sampai
pag. 3 „Maka sekarang: Telah sampailah perdjuangan pergerakan 
Indonesia” minta ditambah „ K e m e r d e k a a n  Indonesia”, djadi „Maka 
sekarang: telah sampailah perd juangan pergerakan kemerdekaan 
Indonesia .............. ”

Demikianlah tuan-tuan perubahan agak besar jang diusulkan oleh 
tuan Abikusno. Saja ulangi jang diusulkan oleh anggota Abikusno:

Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia membawa bentjana 
kepada bangsa Indonesia itu. Lebih 3 abad meringkuklah bangsa* 
bangsa Indonesia dibawah kekuasaan Belanda dengan haluaii 
politik djahat, memetjah-metjah persatuan kita, menghina, 
mengindjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap-memeras 
kekajaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri.
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IPerkosaan jaag djaliat itu tidak dapat bersambungan dalam dunia 
seterusnja dan perkosaan mana tak pernah dipadamkan. Tuan-tuan 
jang terhormat, demikianlah laporan jang menjalakan Indonesia 
Merdeka dan pembukaan Undang-undang Dasar, tinggal saja mene
rangkan hal jang ketjil. Anggota-anggota nienanjakan. apa sebab 
dinamakan tanah Siam tidak Muang Thai. Bukan Muang Tliai, 
tetapi tanah Siam dahulu, tanah Siam dahulu adanja. Sekianlah 
adanja laporan saja.

Ketua RADJIMAN: Bagaimana tuan-luan atas pcrtanjaan jang 
dibitjarakan oleh panitia itu dan pembukaan? Dari tuan Abikusn» 
ada jang mau minta keterangan atau salinan. Saja sudah seludju 
dengan perkataan dari tuan Syusa Panitia. Djikalau soal-soal itu 
hanja perbedaan perkataan jang ketjil, saja minta tidak perlu di
keluarkan disini, tetapi kalau untuk dasar boleh kita rembuk 
dalam persidangan ini.

Siapa jang minta bitjara?
Anggota HAD1KUSUM0:

! Paduka Tuan Ketua jang terhormat! Assalamualaikum warah- 
inatullahi wabarakatuh! Didalam segala keterangan tuan Swisa Jadi  
hanja satu, perkara jang ketjil sekali, jang akan saja minta ditjabut 
atau dihilangkan: saja menguatkan voorstel Kijai Samisi dalam 
pembukaan disini jang mengatakan, bahwa perkataan dengan k<- 
wadjiban ummat Allah s.w.t., „bagi pemeluk-pemeluknjav. adalah 
menurut keterangan Kijai Samisi, tidak ada haknja dalam kata-kata 
Arab, dan menambah djanggalnja kata-kata. Djadi tidak ada artinja, 
dan hanja menambah djanggalan, menambali perkataan jang kurang 
baik, menundjukkan pemetjahan kita. Saja harap supaja „bagi 
pemeluk-pemeluknja” itu dihilangkan sadja. Saja masih ragu-ragu, 
bahwa di Indonesia banjak perpetjahan-perpetjahan dan pada 
prakteknja maksudnja sama sadja. Itulah pendapat saja jang me
nguatkan permintaan Kijai Samisi. Sekianlah.

Ketua RADJIMAN:
Boleh 6aja minta Svusa mendjawab u*ul t u a n  IladikuMimo.
Anggota SOEKARNO:
Paduka Tuan Ketua, kami Paniiia Perant jang mengetahui, bahwa 

anggota jang terhormat Sanusi minta perkataan „bagi pemeluk- 
pemeluknja” ditjoret, sekarang ternjata, bahwa anggota jang 
terhormat Hadikusumo minta djuga ditjoretnja. Tetapi kami 
berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini seluruhnja berdasar kepada 
ke-Tuhanan. Sudahlah hasil kompromis diantara 2 pihak, sehingga 
dengan adanja kompromis itu, perselisihan diantara kedua pihak 
hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil, 
geveu dan nemen. Ini suatu kompromis jang berda-ar- memberi dan
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mengambil. Bahkan kemarin didalam panitia soal ini ditindjau lagi 
dengan sedalam-dalamnja diantara lain-lain, sebagai tuan-tuan jang 
terhormat mengetahui, dengan tuan Wachid Hasjim dan Ag*is 
Salim diantara anggota panitia. Kedua-duanja pemuka Islam. 
lJéndek kata inilah kompromis jang sebaik-baiknja. Djadi 
panitia memegang teguh akan kompromis jang dinamakan oléh 
anggota jang terhormat Mohd. Yamin „Djakarta Charter”, jang 
disertai perkataan tuan anggota jang terhormat Sukiman, gentlemen 
ugreement, supaja ini dipegang teguh diantara pihak Islam dan 
|)ihak kebangsaan. Saja mengharap paduka tuan jang mulia, rapat 
besar suka membenarkan sikap panitia itu.

Ketua RADJIMAN: Saja minta tuan Syusa tinggal disitu untuk 
mendjawab pertanjaan-pertanjaan. Ada lagi tuan-tuan jang minta 
lania?

Anggota MUHD. YAMIN:
Dari sini sadja tuan ?
Ketua RADJIMAN:
Dari situ sadja, saja anggap tuan Yamin tentu djuga memegang 

ordo dan disipline.
Anggota MUHD. YAMIN:
Sebenarnja saja kurang mengerti.
Ketua RADJIMAN:
Sudah mengerti, saja beritahukan, bahwa tuan memegang orde 

dan disipline.
Anggota YAMIN:
Baiklah tuan Ketua. Saja hanja memadjukan soal jang péndêk 

~i‘kali, jaitu dalam pernjataan Indonesia Merdeka ini, hendaklah 
jang berkata bukan orang lain, melainkan rakjat Indonesia sendiri. 
Karena dalam segala préambule atau dalam segala constitutie diatas 
dunia, jang berkata itu rakjat sendiri atau Kepala Negara. Dalam 
'urat rantjangan pernjataan Indonésia Merdéka ini, pernjataan itu 
-eolah-olah diutjapkan oléh orang jang ketiga. Djadi untuk menjem- 
purnakan soal ini, maka rakjat Indonésia sendirilah jang berkata; 
oléh sebab itu haruslah dipakai perkataan „kami” . Misalnja pada 
alinea 2 „Bangsa Indonésia” hendaklah diganti dengan „kami rakjat 
Indonésia”, tidak menurut orang jang ketiga atau derde persoon.

Tentang usul tuan Abikusno itu saja ikut menerimanja, sebab 
menurut pendapat saja, maka dengan menghilangkan kata-kata itu. 
pernjataan itu akan bertambah ringkas dan bertambah tangkas 
hunjinja dan bertambah tepat. Dan tentang lain-lain lagi jaitu kali
mat „Dengan nama Allah Jang Pengasih dan Pcnjajang” , itu harus
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ditulis diatas perkataan „Pembukaan”, karena menurut perasaan 
islam „Bismillah” itu hendaklah diatas pembukaan dan djanganlah 
dibuka dahulu, dan sesudah itu baru disebut perkataan itu. Inilah 
bagian jang ketjil-ketjil jang saja madjukan disini dan tentulah 
hal-hal ini .mendapat perhatian.

Anggota SOEKARNO:
Perkataan „kami” jang diusulkan itu hanja masuk dalam pengudji 

sadja ataukah dibeberapa tempat-tempat jang lain?
Anggota Y AMIN:
Dalam alinea jang pertama haruslah ditulis „Kami, bangsa Indo

nesia” dan seterusnja perkataan „kami” itu ditebarkan diseluruh 
pemjataan kemerdekaan.

Anggota SOEKARNO:
Pertanjaan saja jang kedua „kami” atau „kita” ?
Anggota YAMIN: „Kami”.
Anggota SOEKARNO:
Akan saja kerdjakan, dan perkataan „Bismillah”, Allah Pemurah 

dan Pengasih” itu saja setudju.
Tetapi, Paduka Tuan Ketua, saja tadi lupa melaporkan usul ang

gota jang terhormat Wiranatakusuma, jaitu dalam pagina 2 alinea 3: 
Disaat memuntjaknja gelagat pergerakan itu jang seperti ibarat 

saat kelahiran anak dari kandungan ibunja, maka Tuhan Jang Maha 
Kuasa telah membelokkan perdjalanan riwajat dunia, mengalih- 
memindahkan perimbangan kekuasaan dimuka bumi, istimewa di- 
daerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembidanan 
itu. Tuan Wiranatakusuma tidak mupakat dengan perkataan 
„seolah-olah”. Itu harus dibuang. Ketjuali dari itu minta supaja 
perkataan „membantu” diganti dengan perkataan „mentakdirkan”, 
sehingga kalimat itu berbunji: ............  untuk mentakdirkan kela
hiran itu”. Dari pihak Islam semua setudju.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:
Pendapat tuan Yamin, kalau usul tu^n Abikusno belum didjawab. 
Anggota SOEKARNO:
Panitia menerima usul tuan Wiranatakusuma.
Anggota SURJO:
Kalau perkataan „seolah-olah” ditjoret, „takdir” boleh ditjoret 

djuga, sebab ini tidak ada maksudnja, „seolah-olah” itu berarti 
perumpamaan. Kalau „seolah-olah” jang berarti sifat „seumpama” 
itu hilang, kalimat itu sudah tidak bagus, kalau,diatas sudah me
lahirkan anak dari kandungan ibunja.

Anggota SOEKARNO:
Kalimat itu bukan sadja mengenai Tuhan Jang Maha Kuasa 

mentakdirkan kelahiran, akan tetapi untuk menjatakan, bahwa
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perimbangan kekuasaan jang dulu telah dikatakan ditempat lain, 
sekarang dialihkan sama sekali kedaerah Lautan Teduh. Itu perlu 
dinjatakan.

Anggota SURJO:
„Seolah-olah” ditjoret sadja.
Anggota HADIKUSUMO:
Dengan tuan Surjo kalimat ini berbunji „Disaat memuntjaknja 

gelagat pergerakan itu jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari 
kandungan ibunja, maka Tuhan Jang Maha Kuasa telah , membe
lokkan perdjalanan riwajat dunia, mengalih-memindahkan perim
bangan kekuasaan dimuka bumi, istimewa didaerah Lautan Teduh, 
untuk mentakdirkan kelahiran itu”. Tidak dinjatakan bahwa kela
hiran itu kedjadian.

Ketua RADJIMAN:
Sudah terima tuan Surjo?
Anggota SOEKARNO:
Perlu dinjatakan, bahwa djadilah kelahiran itu.
Anggota SURJO:
Untuk mentakdirkan kelahiran.
Anggota AGUS S ALIM:
Saja kira kehendak tuan Surjo itu memang patut sekali, sebab 

kita menjatakan „seolah-olah” itu perumpamaan kelahiran, bukan 
sesungguhnja ada kelahiran; lalu dihubungkan dengan mentakdir
kan, ada perbuatan Tuhan „melahirkan anak dari kandungan ibu
nja, maka Tuhan Jang Maha Kuasa telah membelokkan” dan se- 
terusnja, dan tidak perlu dikatakan „seolah-olah”. Dalaii* „seolah- 
olah”, usaha kelahiran ini bukan terlaksana.

Anggota SOEKARNO 2
Betul, tetapi dengan itu tidak dinjatakan feit kelahiran. Tadi di

katakan saat kelahiran, sekarang dinjatakan, bahwa kelahiran itu 
terdjadi. Kita takdirkan kelahiran itu.

Anggota AGUS SALIM:
Peralihan imbangan itu mendjadi bantuan kelahiran. Kelahiran 

itu masih kita usahakan. Itu mendjadi bantuan, bukan terdjadinja 
kelahiran; segala perusahaan itu membantu. Sebab itu pemakaian 
kata „seolah-olah” menjatakan perumpamaan. Tetapi jang jakin 
jalah adanja bantuan, kelahiran belum temjata.

Anggota SOEKARNO:
Tuan Wiranatakusuma tadi ada keberatan terhadap perkataan 

„seolah-olah”.
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Anggota \Y1RAN AT AKUSliMA:
Perubahan jang pertama bui) jin ja: .,Disaat memiintjaknja ge

lagat pergerakan itu jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari 
kandungan ibunja, maka Tulian Jang Malia Kuasa telah membe
lokkan perdjalanan riwajat dunia, mengalili-memindalikan perim
bangan kekuasaan dimuka bumi, istimewa di daerah „Lautan 
Teduh*’. Itu jang nomor satu. Tetapi oleh karena ini terlalu pan- 
djang, djadi „seolah-olah”  ditjoret, seperti tadi dikemukakan oleh 
Paduka Tuan Ir Soekarno.

Anggota SOEKARNO:
Kalau tuan Wiranatakusuma menerima perkataan „membantu*, 

dapatlah terima.
Anggota W1RANATAKUSUM A :
Untuk itu !
Anggota A GUS SAL1M:
Lautan Teduh, membantu kelahiran itu.
Anggota SOEKARNO:
Kelahiran terdjadi, istimewa didaerah Lautan Teduh membantu 

kelahiran itu. Dengan pembidanan atau tidak, membantu kelahiran 
itu.

Ketua RADJIMAN:
Sudah terima, tuan Surjo?
Anggota SURJO:
Sudah.
Ketua RADJIMAN :
Ada lagi tuan-tuan?
Anggota HADIKUSUMO:
Tuan Ketua, sesudah saja rijuga mengutjapkan terima kasih 

kepada panitia jang telah mendapatkan komproini jang membuat 
perkataan mendjadi begitu* tetapi saja masih kurang senang. Jaitu. 
Kalau kita pandjangkan, tadi kita menghaturkan alasan jang 
rnteng.

Tetapi rupanja alasan jang e n L e n g  ini, karena entengnja, tidak 
diterima. Sekarang saja akan mengliaturkaA alasan jang lebih berat, 
jaitu: saja masih ingat waktu di Amerika diadakan wet hukuman 
minuman keras. Rupanja ummat Islam Indonesia memudji adanja 
wet itu, sehingga pada waktu dimusjawaratkan dengan Budi Utomo
- - jang mentjeritakan kepada saja jalali almarhum Gondlio, Raden 
Mas Pandji, apakah namanja jang dari Paku Alaman — jaitu apa
kah memuaskan „seumpamanja”  di Indonesia diadakan larangan, 
wet larangan minuman keras untuk orang-orang Islam sadja; maka 
karena hukum itu rupanja lianja untuk orang-orang Islam sadja,
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H u di Utomo waktu itu merasa dihina. Kalau diadakan wet jang 
begitu, merasa dihina. Pendapat saja sendiri: djikalau bunji atau 
kata-kata itu berarti disini akan diadakan dua peraturan, satu untuk 
ummat Islam dan jang satu lagi untuk jang bukan Islam, saja kira, 
didalam satu negara, — meskipun prakteknja barangkali sama sadja 
-* rasa-rasanja kurang enak; maka saja kira lebih baik tidak ada 

apa-apa sama sekali.

Anggota SOEKARNO:
Paduka Tuan Ketua jang mulia! Saja hanja mengatakan, itulah 

perubahan sebagai hasil kompromis jang diperkuat oleh panitia 
pula. Hanja perkataan „bagi pemeluk-pemeluk”  dibuang, maka 
mungkin itu diartikan bahwa tidak ada orang Islam dan kewadji- 
hannja mendjalankan sjari’at Islam.

Sekian !
Ketua RADJIMAN:
Ini sudah dirembuk 2 kali oleh Ketua Panitia. Tuan Hadikusumo, 

apa masih memegang teguh ?
Anggota HADIKUSUMO:
Masih memegang teguh.
Ketua RADJIMAN:
Djadi saja mau bertanja kepada sidang ini, bagaimana pendapat- 

nja, apa diterima usul panitia?
Anggota HADIKUSUMO:
Jang dikemukakan oleh Syusa Panitia itu tidak bisa kedjadian* 

Sebab bagi Pemerintah, sungguhpun mendjalankan kewadjiban 
semata-mata, Pemerintah - tidak bisa mendjalankan sjari’at Islam. 
Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Djadi kalau saja, tidak.

Ketua RADJIMAN:
Tuan-tuan, apa jang dimadjukan oleh'Jtuan Hadikusumo itu ada

lah perselisihan sedikit, sebetulnja banjak. Apakah harus disetem 
sadja? Disetem sadja. Karena itu saja kira tidak begitu perlu sekali 
apakah disetem dengan diminta berdiri sadja?

Anggota ABIKUSN0:
Paduka Tuan Ketua, sebagaimana jang telah diterangkan oleh 

J’aduka Tuan Ketua dari pada panitia ini, maka apa jang termuat 
disitu jalah buah kompromi antara golongan Islam dan golongan 
kehangsaan. Kalau tiap-tiap dari pada kita harus misalnja mem
bentuk kompromi itu, dan kita dari golongan Islam harus menjata- 
kan pendirian, tentu satlja kita menjatakan, sebagaimana harapan 
tuan Hadikusumo. Tetapi kita sudah melakukan kompromi, sudah 
melakukan perdamaian dan dengan tegas oleh Paduka Tuan Ketua
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Panitia sudah dinjatakan, bahwa kita harus memberi dan mendapat. 
Untuk mengadakan persatuan, djanganlah terlihat perbedaan faham 
tentang soal ini dari seteman. Itulah tanda jang tidak baik buat 
dunia luar. Kita harapkan sungguh-sungguh, kita mendesak kepada 
segenap golongan jang ada dalam Badan ini, sudilah kiranja kita 
mengadakan suatu perdamaian. D j anganlah sampai nampak kepada 
dunia luar, bahwa kita dalam hal ini ada perselisihan faham.

Sekianlah! (tepuk tangan).

Ketua RADJIMAN:
Djadi bagaimana pendirian tuan Hadikusumo ? Sudah terima ?
Anggota HADIKUSUMO:
Sudah.
Ketua RADJIMAN:
Djadi ini dianggap sebagai pendapat panitia. Sekarang hanja 

tinggal usul tuan Abikusno. Saja minta tuan djelaskan setudju atau 
tidaknja.

Anggota SOEKARNO:
Paduka Tuan Ketua jang termulia, sesudah saja mempertimbang

kan sendiri dengan masak-masak usul anggota jang terhormat tuan 
Abikusno untuk menjingkatkan dan menghebatkan pernjataan 
Indonesia Merdeka ini, maka saja sebagai Syusa Panitia ini menje- 
tudjui dengan bulat usul tuan Abikusno itu. Anggapan jang stylistis 
memang lebih hebat terdjadinja kenjataan Indonesia Merdeka, bila 
mengikuti usul jang dikemukakan oleh anggota tuan Abikusno.

Ketua RADJIMAN:
Tentunja diterima oleh anggota lain-lain sudah bulat ?
(Seruan: Sudah!)
Djadi apakah saja bisa menentukan, bahwa usul Panitia tentang 

pernjataan dan pembukaan ini dengan perubahan anggota jang ter
hormat tuan Abikusno diterima bulat ?

(Seruan: bulat).
Saja harap panitia mengadakan perubahannja. Kalau begitu ka

rena tjatatan Undang-undang Dasar dan lain-lain baru hari ini di
sampaikan kepada anggota-anggota sekalian, tentunja belum ada 
waktu untuk membatja atau memikirkannja dengan sungguh- 
sungguh. Dari itu terpaksa kita harus menghentikan persidangan 
sampai besok pagi pukul 10.

Sekarang sidang saja tutup.
(Rapat ditutup pukul 16.16).
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RISALAH RAPAT BESAR 
PADA TANGGAL 15 JULI 1945



RAPAT BESAR PADA Tg. 15 - 7 - 1945.
Jang berbitjara:

Ketua: Radjiman
Anggota: Soekarno

„ Hatta
„ Supomo
„ Suroso
,, Sutardjo
„ Sukiman

Sukardjo Wirjopranoto 
Kolopaking 

„ Buntaran
,, Muhammad Yamin
„ Liem Koen Hian
„ Dahler
„ Baswedan
„ Maramis
„ Singgih
„ Surjohamidjojo
„ Abdul Fattah Hassan
„ K. B. Hadikusumo
„ Latuharhary
„ Wongsonegoro

Pratalykrama 
„ Kahar Muzakkir
„ K. Masjkur
„ Achmad Sanusi
„ Abikusno Tjo'krosujoso

219



RAPAT BESAR PADA TANGGAL 15 DJULI 1945.
Rapat dibuka pukul 10.20.

Ketua RADJIMAN:
Tuan-tuan sekalian, anggota jang terhormat!
Hari ini kita masuk persidangan untuk merembuk hal Undang- 

undang Dasar. Saja minta tuan Ketua Panitia menerangkan apa jang 
perlu diterangkan dalam hal ini.

Anggota SOEKARNO:
Paduka tuan jang termulia!
Sekarang saja sebagai Syusa Panitia Perantjang Undang-undang 

Dasar hendak memberi penerangan sekedarnja jang mengenai 
Undang-undang Dasar jang telah kami susun. Tjara bekerdja Panitia 
membuat rantjangan undang-undang itu jalali dengan mengadakan 
satu Panitia Ketjil jang diketuai oleh anggota jang terhormat Prof. 
Supomo, dan nantipun Ketua Panitia Ketjil itu, Prof. Supomo 
akan menj ambung pidato penerangan saja ini dengan keterangan- 
keterangan jang lebih landjut. Saja disini sekedar hendak memberi 
keterangan-keterangan tentang soal dasar, falsafah apakah, systeem 
apakah jang kami pakai sebagai dasar rantjangan Undang-undang 
Dasar jang kita bikin.

Sebenarnja soal systeem, soal dasar, soal falsafah itu, meskipun 
tidak berupa sebagai keputusan jang njata dari pada Dokuritu 
Zyunbi Tyoosakai, sudahlah kita tentukan. Saja kira, saja boleh 
mengatakan bahwa semua anggota-anggota telah memufakati dasar 
jang dibitjarakan didalam sidang pertama dari pada Dokuritu 
Zyunbi Tyoosakai, jaitu dasar kekeluargaan atau dasar jang saja 
namakan dasar gotong-rojong. Tetapi meskipun kita telah dengan 
diam-diam atau tidak dengan diam-diam menjetudjui dasar keke
luargaan atas dasar gotong-rojong ini, maka sesudah rantjangan 
Undang-undang Dasar ini dibagikan dikalangan anggota-anggota, 
kami Panitia didatangi oleh banjak sekali anggota-anggota jang 
menanjakan apa sebabnja didalam Undang-undang Dasar, Undang- 
undang Dasar jang kita rantjangkan, misalnja tidak dimaktubkan 
hak-hak manusia, hak-hak warga-negara, tidak diterangkan disitu, 
bahwa kitapun menghendaki didalam Undang-undang Dasar itu apa 
jang dinamakan "droiis de l’homme et du citoyen” atau ’’rights of 
the citizen”. Kenapa didalam Undang-undang Dasar ini tidak dinja- 
takan dengan tegas bahwa misalnja manusia mempunjai hak akan 
kemerdekaan, bahwa misalnja didjamin keamanan rumah-tangga, 
bahwa misalnja didjamin kerahasiaan surat, bahwa misaliija didja-

221



min kemerdekaan mengeluarkan pikiran, bahwa misalnja didjamin 
hak bersidang dan berkumpul dan lain-lain sebagainja?

Tuan Ketua jang termulia, maka oleh karena itu, saja anggap 
perlu sekali hari ini saja sebagai Syusa Panitia Perantjang Undang- 
undang Dasar membitjarakan hal itu dengan tuan-tuan sekalian, 
sehingga kita bisa mendapat kebulatan pikiran diatas soal: dasar 
falsafah apakah, svsteeiu apakali jang kita pakai untuk menaruh 
Undang-undang Dasar ini diatasnja?

Tuan-tuan sekalian dan njonja-njonja, kita sekarang duduk dida- 
lam satu saat jang maha penting didalam sedjarah dunia. Bukan 
sadja saat jang maha penting didalam sedjarah kita, tetapi pun saat 
jang maha genting didalam sedjarah dunia. Kita insjaf benar-benar 
;ikan perkataan jang dahulu saja pakai sebagai kuntji pidato saja, 
jaitu bahwa kita hidup didalam saat-saat jang menentukan nasib 
ratusan tahun, — ureu dic het lot van eeuwen belieerschen. Bukan
kah kita sekarang ini inenguntji proces kemerdekaan seluruh Asia? 
Bukankah waktu itu saja katakan, bahwa negara-negara, bangsa- 
bangsa Asia jang lain telah merdeka, bahwa kita sendirilah jang 
belum merdeka, tetapi bahwa sekarang ini kita harus menjudahi 
proces penjelenggaraan kemerdekaan seluruh bangsa-bangsa Asia 
itu dengan menjelenggarakan kemerdekaan kita sendiri? Tidaklah 
kita pada hari ini menjudahi sedjarah 350 tahun, menjudahi sedja- 
rah kolonialisme dan mulai lagi dengan sedjarah kemerdekaan?

Tuan-tuan sekalian, maka oleh karena itu pada saat kita menentu
kan Undang-undang Dasar kita itu, kita sadar betul-betul akan kedu
dukan kita, bahwa kita pertama memang bekerdja buat tanah-air 
dan bangsa kita, tetapi bukan sadja pula untuk tanah-air dan bangsa 
kita, tetapi sebenarnja mission sacree kita adalah mission sacree 
jang lebih luas dari batas-batas tanah-air dan bangsa kita sendiri, 
melainkan sampailah meliwati batas tanah-air sendiri dan meluap 
¿ampai ke Asia, bahkan meluap sampai seluruh dunia. Kita me> 
njusun tanah-air dan bangsa jang merdeka, tetapi pun kita bekerdja 
untuk seluruh, peri-kemanusiaan. Karena kita sadar akan hal itu, 
sadar pula akan pentingnja pekerdjaan kita sekarang ini, jalali 
pekerdjaan jang tidak boleh kita selesaikan dengan gugup, tetapi 
dengan merenungkan sedalam-dalamnja segala pekerdjaan jang 
> »d j arah dunia memberikan kepada kita. Kita sekarang menjusun 
Undang-undang Dasar. Alangkah keramatnja, tuan-tuan dan njonja- 
ujonja jang terhormat, Undang-undang Dasar bagi sesuatu bangsa. 
Tidakkah undang-undang sesuatu bangsa biasanja didahului sebe
lum dia lahir, oleh pertentangan paham jang maha hebat, oleh 
perselisihan pendirian-pendirian jang maha hebat, bahkan kadang- 
kadang oleh revolutie jang maha hebat, dengan pertumpahan darah 
jang maha hebat, sehingga seringkali sesuatu bangsa melahirkan 
Undang-undang Dasarnja dengan sesungguhnja didalam lautan darah
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(lan lautan air-mata? Oleh karena itu njatalah bahwa sesuatu 
Undang-undang Dasar sebenarnja adalah satu hal jang amat keramat 
bagi sesuatu rakjat, dan djika kitapun hendak menetapkan Undang- 
undang Dasar kita, kita perlu mengingat akan kekeramatan peker- 
djaan itu. Dan oleh karena itu kita beberapa hari jang lalu sadar 
akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita. Kita beberapa 
hari jang lalu memohon petundjuk kepada Allah s.w.t., mohon 
dipimpin Allah s.w.t mengutjapkan: Rabana, ihdinasjsiratal mus- 
taqim, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maligdoebi wa lad- 
lialim. Dengan pimpinan Allah s.w.t., kita telah menentukan bentuk 
dari pada Undang-undang Dasar kita, bentuk negara kita, jaitu 
sebagai jang tertulis atau sudah kita putuskan: Indonesia Merdeka 
adalah rantjangan Undang-undang Dasar jang kita persembahkan 
ini bunjinja: Negara Indonesia jalah Negara Kesatuan jang ber- 
bentuk republik.

Sekali lagi tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat, pada saat 
jang penting didalam sedjarah dunia dan sedjarah kita itu, wadjib 
kita merenungkan segala hal dengan sedalam-dalamnja, wadjib kita 
membuka kitab sedjarah, histori, sebab sebagai salah seorang 
mahaguru, jaitu Prof. Sir John Seeley, pernah berkata: „Wij stu- 
deren historie om wijs te worden van te voren”, — „Kita mempela- 
djari sedjarah untuk mendjadi lebih bidjaksana terlebih dulu” .. 
Tuan-tuan dan njonja sekalian, bagaimanakah adanja sedjarah, 
djikalau kita melihat sedjarah jang belakangan sekarang ini? 
Didalam 30 tahun sadja, tuan-tuan dan njonja-njonja, kita meng- 
alamai 2 peperangan, bahkan djikalau saja hendak saksama, saja 
berkata didalam 30 tahun itu kita mengalami 3 peperangan:
1. peperangan dunia I 1914—1918,
2. peperangan 1939, jaitu peperangan dari kaum sekutu melawan 

Djermania,
3. kita mengalami peperangan Asia Timur Raja, jang petiahnja 

sedjak J.M.M. Tennoo Heika pada tanggal 8 Desember beberapa 
tahun jang lalu memerintahkan kepada segala rakjat Dai Nippon 
Teikoku untuk mengangkat sendjata terhadap kepada Amerika 
dan Inggeris.

Didalam 30 tahun ini kita mengalami 3 peperangan. Tetapi kalau 
kita selidiki betul-betul sifat hakekat tiga buah peperangan itu, 
ternjatalah bahwa peperangan jang ketiga itu, jaitu peperangan Dai 
Toa, peperangan Asia Timur Raja, berdasarkan falsafah jang lain 
dari pada peperangan ke-1 dan ke-2. Bahwa peperangan Dai Toa 
Sensoo ini berakar dalam sistim-sistim pikiran, jang lain dari pada 
peperangan ke-1, ke-2. Ambillah tuan-tuan dan njonja-njonja jang 
terhormat, misalnja hal jang mengenai kemerdekaan bangsa-bangsa. 
Didalam peperangan jang ke-3 ini, peperangan Dai Toa Sensoo, 
njatalah bahwa bangsa-bangsa Asia mendapat kemerdekaan, njata-
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lah pula bahwa kita didalam peperangan Dai Toa Sensoo ini men- 
tjapai kemerdékaan kita. Tetapi bagaimanakah keadaan didalam 
peperangan ke-1 dan ke-2, peperangan 1914—1918 dan peperangan 
1939? Njata didalam peperangan ke-1 dan ke-2 itu ada suara 
tentang kemerdékaan, tetapi njata suara itu tipuan semata-mata.

Tidakkah kita dalam peperangan ke-1 itu mendengarkan suara 
self-determination, hak menentukan nasib diri-sendiri, selfbeschik- 
kingsrecht der volkeren, dan tidaklah didalam peperangan kedua 
itu kita mendengarkan perkataan-perkataan kemerdékaan, démo
cratie, perkataan-perkataan Atlantic? Betul didalam peperangan 
ke-1 dan ke-2 itu bangsa-bangsa Asia telah merasakan dengan setjara 
instinctief, ragu-ragu, apakah benar-benar djudjur, apakah betul- 
betul tulus perkataan pihak jang berperang, bahwa mereka men«, 
adakan peperangan itu untuk self-determination, untuk hak-hak 
kemerdékaan bangsa-bangsa. Betul ada rasa ragu-ragu, oléh karena 
perkataan itu keluarnja dari mulut negeri-negeri imperialis, tetani 
siapakah héran, djikalau pada waktu itu banjak sekali diantara 
bangsa-bangsa Asia jang tertarik oléh sembojan self-determination 
oléh sembojan hak kemerdékaan itu adanja. Oléh karena tertarik 
itu, maka putera-putera India, putera-putera Birma, putera-putera 
Indo-China, putera-putera Filipina pergi kemédan perang di 
Eropa, menumpahkan darahnja diatas bumi Eropa, tidak lain dan 
tidak bukan oléh karena mengira, bahwa peperangan jang mem
bawa sembojan self-determination atau hak kemanusiaan itu k 
memerdékakan bangsa-bangsa dan negara-negara masing-masine 
Tetapi alangkah tertjengang bangsa-bangsa Asia, tatkala, sesudah 
peperangan itu, ternjata bahwa perkataan self-determination ini 
hanjalah tipuan semata-mata.

Self-determination ternjata hanjalah self-determination b 
bangsa-bangsa kulit putih di Eropa Tengah dan di Eropa Tim^ 
sadja. Diadakan self-determination buat bangsa-bangsa Erop T^ 
ngah dan Eropa Timur itu, tidak lain dan tidak bukan oléh kar 
negara-negara imperialis jang mengadakan sembojan self-determ  ̂
nation itu ingin membendung bandjirnja komunisme jang data ** 
dari Rusia. nS

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat, demikianlah keh 
hongan peperangan jang pertama. Tidaklah pula niata kehnk™ 
dasar falsafah peperangan kedua? Kita mendengarkan perkat^ 
Atlantic Charter, kita mendengar democratie diutjapkan •
sekarang democratie diutjapkan, sekarang Atlantic Charter dii 
kan, bésok Rasjid Ali di Irak ditangkap, dimasukkan dalam' JaP' 
djara; sekarang Atlantic Charter diutjapkan, bésok M u PCn' 
Gandhi, Djawaharlal Nehru dan 67 ribu orang India dim tl” 13 
dalam pendjara. Sekarang ada Atlantic Charter diutiank™ k' , 
Suria diindjak-indjak, Afghanistan hendak dirampas, pendjad h
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atas Mesir dan India diteruskan. Njata sembojan democratie dan 
sembojan Atlantic Charter didalam peperangan ke-2 pun kebo
hongan adanja.

Kita sendiri dalam peperangan 1914—1918 pun terkena tipuan 
begitu, walaupun negeri Belanda pada waktu itu tidak ikut perang, 
tetapi djiwanjapun terkena djiwa dasar peperangan ke-1 itu, jaitu 
djiwa democratie jang palsu, mengadakan perdjandjian-perdjandji- 
an kepada kita, dengan mengadakan Novemberbeloften jang achir- 
nja ternjata pula sama sekali tidak ada kebenaran adanja. Ternjata, 
bahwa Novemberbeloften hanja perdjandjian jang kosong sadja, 
sehingga njatalah kebenaran Pieter Jelles Troelstra didalam sidang 
Dewan Perwakilan Negeri Belanda, waktu ia mengeritik November
beloften itu, dan mengatakan, bahwa Novemberbeloften ini adalah 
tidak lain dan tidak bukan, datang dari dasar falsafah jang salah. 
Pun datang dari pada ketakutan negeri Belanda, bahwa ia akan 
kehilangan koloni-koloninja, seperti dinjatakan dalam bahasa 
Belanda: „Het was het hoogtepunt van het wereldgebeuren toen de 
splinters van stukgeslagen tronen het volk van Nederland om de 
oren vlogen, en de donder van buitenlandsche revolutie over zijn 
velden rolde” .

Pada waktu itu kedudukan negeri Belanda terantjam oleh ma- 
tjam-matjam bahaja, singgasana-singgasana keradjaan-keradjaan 
hantjur-lebur, guntur dikiri-kanan, pada waktu itulah negeri Be
landa mengadakan tipuan palsu kepada bangsa Indonesia dengan 
Novemberbeloften itu.

Tuan-tuan jang terhormat, diatas dasar falsafah jang salah itu- 
pun, didirikan gedung Volkenbond, didirikan gedung league of 
nations. Tetapi njata dasar-dasar league of nations, inipun dasar 
jang sama dengan dasar jang menimbulkan peperangan. Dengan itu 
adanja, maka league of nations mendjadi seperti gedung jang duduk 
diatas kertas jang tidak kuat, tidak kokoh, bahkan jang gugur oleh 
suara peperangan ke-II. Gedung itu gugur, hantjur-lebur sama sekali. 
Volkenbond lenjap dari pada muka bumi, sebelum dipukul oleh 
orang. Tetapi ia sudah gugur oleh karena getaran suara meriam- 
bedil dalam peperangan kedua.

Tuan-tuan dan njonja-njonja sekalian, sekarang kita sendiri ter
seret didalam peperangan, kita sendiri menjusun negara kita jang 
merdeka, kita sendiri mengadakan Undang-undang Dasar. Saja meng
ulangi dan memperingatkan kepada tuan-tuan dan njonja-njonja 
sekalian, marilah kita pada saat jang sedemikian itu merenungkan 
segala kedjadian-kedjadian. Dimuka kita adalah hukum-hukum, 
ada Undang-undang Dasar negara-negara jang telah merdeka, 
Undang-undang Dasar negara Perantjis, Undang-undang Dasar 
negeri Belanda, Djermania dan negeri-negeri jang lain. Semua 
Undang-undang Dasar itu mendjadi suatu buku jang terbuka di-
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muka mata kita. Tetapi hendaknja kita menjelami Undang-undang 
Dasar itu semuanja, dengan ditjari jang sedalam-dalamnja. Djikalau 
kita hendak mendirikan negara merdeka jang kekal dan abadi, jang 
adil dan makmur, marilah kita mentjari apakah kesalahan-kesalah- 
annja jang termaktub dalam dasar falsafah Undang-undang Dasar 
negara-negara jang telah merdeka itu.

Tuan-tuan dan njonja-njonja telah mengetahui, bahwa Undang- 
undang Dasar dari pada negara-negara itu tadi jalah didasarkan 
atas dasar falsafah pikiran jang dikemukakan oleh revolutie Pe- 
rantjis, jaitu individualisme dan liberalisme. Adjaran-adjaran jang 
dikeluarkan oleh Rousseau, oleh Montesqieu, oleh Hobbes, oleh 
Locke, oleh Immanuel Kant, faham individualisme dan liberal
isme, itulah jang mendjadi dasar falsafah Undang-undang Dasar 
jang saja sebutkan tadi.

Didalam semua Undang-undang Dasar negara merdeka, dimasuk
kan apa jang kita sebut dengan bahasa asing ”les droits de ’l homme 
et du citoyen” atau ”the rights of the citizens”, jaitu hak kemer
dekaan tiap-tiap individu, jang berhak atas kemerdekaan, berhak 
memiliki rumah-tangga, bersidang dan berkumpul. Semuanja itu 
rantjangan Undang-undang Dasar kita Indonesia tidak dituliskan 
terletak dalam Undang-undang Dasar negara-negara jang kita kenal, 
hampir semuanja, tuan-tuan dan njonja-njonja sekalian. Maka oleh 
karena itu, melihat Undang-undang Dasar itu semuanja, beberapa 
anggota datang kepada kami dan menanjakan apa sebab dalam 
” ’les droits de l’homme et du citoyen” itu tadi.

Mengapa tidak dituliskan hak individu bagi orang-orang Indo
nesia?

Tuan-tuan jang terhormat, inilah djustru jang hendak saja 
terangkan. Inilah jang mendjadi sumber malapetaka-malapetaka 
didunia ini. Negara-negara di Eropa dan Amerika didirikan diatas 
dasar hak kedaulatan staat jang dinamakan staatssouvereiniteit.

Sebenarnja sebagai jang diterangkan oleh Prof. Supomo kemarin 
itu sudah mengandung suatu konflik. Hak kemerdekaan manusia' 
sebagai individu, dan hak kemerdekaan kedaulatan staat sebagai 
satu badan pula. Itu sebenarnja sudah mengandung satu konflik 
dan sebagai tadi saja terangkan kepada tuan-tuan dan njonja seka
lian, djustru pertentangan dalam kebatinan negara-negara, itulah 
jang membuat dunia di Eropa dan Amerika mendjadi dunia ian<r 
penuh dengan konflik, dengan pergontjangan, dengan pertikaian 
klassenstrijd, dengan peperangan.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat! Kita semuania 
mengetahui bahwa faham atau dasar falsafah individualisme telah 
m e n d ja d i sumber ekonomisch liberalisme Adam Smith dengan buku 
nja jang terkenal jang sebenarnja tidak lain tidak bukan mendia'- 
lankan teori-teori ekonomi diatas dasar-dasar falsafah jang indiv"
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dualistis. Tetapi kita mengenal apakah hasil ekonomi individual
isme, dengan adanja persaingan merdeka.

Dengan adanja ékonomisch liberalisme, jang bersembojan: ’’laissez 
faire, laissez passer” dengan persaingan merdeka, timbullah kapita
lisme jang sehébat-hébatnja dinegeri-negeri jang merdeka. Timbul
lah itu oléh karena ékonomisch liberalisme itu sistim jang memberi 
hak sepenuh-penuhnja kepada beberapa orang manusia sadja, untuk 
menghisap, memeras, menindas sesama manusia jang lain. Inilah 
sebabnja suburnja kapitalisme dan imperialisme di Eropa dan Ame
rika itu. Dan kitapun telah mengetahui bahwa d justru oléh karena 
dasar ini kapitalisme sendiripun merasa dirinja sebagai satu individu 
jang merdéka, jang merdeka berkembang, merdeka mengadakan 
concurrentie, persaingan jang tidak terbatas terhadap kepada kapi
talisme-kapitalisme lain. Concurrentie jang demikian ini merasa di
rinja merdéka melintasi batas-batas negerinja sendiri, mengulurkan 
tangannja kepada daérali-daérah lain, negeri-negeri lain diatas dunia. 
Kapitalisme jang demikian ini menimbulkan imperialisme. Itulah 
jang sebagai disini telah saja terangkan asalnja dari pada kapi
talisme, kapitalisme jang asalnja dari pada ékonomisch liberalisme, 
jang ékonomisch liberalisme dari pada individualisme. Dengan ada
nja imperialisme itulah, tuan-tuan dan njonja-njonja jang ter
hormat, kita 350 tahun tidak merdéka, maka India tidak merdéka, 
maka Mesir tidak merdéka, maka negara-negara lain tidak merdéka. 
Tuan-tuan dan njonja jang terhormat, tadipun saja terangkan ten
tang persaingan merdéka, tidak ada satu faham persaingan, tidak 
ada satu concurrentie jang tidak mengandung satu konflik dirlalam 
batinnja. Maka oléh karena itu penuhlah dunia dengan konflik. 
Terutama sekali dengan adanja telegram jang membuat suara bisa 
terdengar dalam satu detik, lalu-lintas jang membuat satu dunia 
mendjadi rapat. Dengan adanja tehnik modern ini, mendjadilali 
konflik semakin liébat. Internationale diplomatiek selalu menun- 
djukkan kepada kita kegentingan-kegentingan. Internationale diplo
matiek selalu menundjukkan konflik-konflik jang terkandung dalam 
kalbu bangsa-bangsa. Internationale diplomatiek itu adalah hasil 
dari pada konflik-konflik itu tadi. Maka oléh karena adanja konflik- 
;konflik itu didalam masing-masing bangsa, timbullah perasaan 
nasionalisme jang sempit, rasa nationalisme jang mau menjerang, 
rasa nationalisme jang agressief jang didalam kalbu bangsa Inggris 
misalnja menimbulkan sembojan ”Rule Britania, rule the waves, 
Britanis never shall be slaves”, jang dalam kalbunja bangsa Djerman 
menimbulkan sembojan ’’Deutscîiland über ailes”, péndék kata 
nationalisme sempit jang membentji kepada bangsa lain, dan hendak 
menentang bangsa lain. Achirnja dengan dasar jang demikian itu, 
penuhlah dunia dengan api peperangan. Achirnja petjahlah guntur 
gelédéknja perang, achirnja terdjadilah Verdun, achirnja terdjadi-
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lah Marne, achirnja terdjadilah Tannenberg, achirnja terdjadilah 
Berlin dan peperangan di Tiongkok. Achirnja terdjadilah segala 
malapetaka jang telah membawa bentjana kepada segenap peri
kemanusiaan.

Njata tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat, bahwa dasar 
falsafah negara-negara Eropa dan Amerika itu adalah benar fal
safah jang salah. Apakah kita hendak menuliskan dasar jang demi
kian itu dalam Undang undang Dasar kita? Apakah kita hendak 
mendjadi satu bangsa jang akan mendapat nasib jang sama dengan 
bangsa-bangsa jang telah saja gambarkan?

Tuan-tuan sekalian jang terhormat, saja jakin „tidak'’. Sebab 
dasar jang demikian itu telah menimbulkan kapitalisme, imperialis
me, peperangan. Dasar falsafah jang demikian itu tidak boleb tidak 
tentu hantjur-lebur, oleh karena apa? Oleh karena tenaga-tenaga 
penentang jang ada didalam batin sendiri, menghantjur-ieburkan 
segenap systeem jang didasarkan atas dasar individualisme itu.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat mengetahui, denaan 
adanja kapitalisme timbullah misalnja antithesenja sendiri, jakni 
tenaga penentang jang datang dari proletariaat. Timbullah "erakan 
kaum buruh jang hebat, jang mendjelma sebagai bandjir dan badai 
jang menggempur kepada kapitalisme itu.

Tuan-tuan mengetahui, bahwa dinegeri-negeri djadjahanpun 
timbul tenaga penentang jang liebat. Dengan adanja gerakan kemer
dekaan dari bangsa-bangsa jang terdjadjah, nistjaja nanti diatuh 
gugurlah karena tenaga-penentang jang ada dalam batin itu sendiri

Saja tadi berkata, tenaga-penentang jang datang dari kalbu 
bangsa-bangsa jang didjadjah. Terutama sekali di Asia. Gerakan 
India, Mesir, Filipina, Birma, Tiongkok, Indonesia, semuania it 
sebenarnja adalah tenaga-penentang jang dilahirkan oleh dasar 
jang salah itu tadi.

Tuan-tuan clan njonja-njonja jang terhormat!
Apa sebabnja, maka misalnja bangsa Asia seluruhnja serenin L- 

gembira dengan kemenangan Dai Nippon pada Rusia na,ln tli 
1905? Tak lain dan tak bukan, oleh karena dalam kalbu sel 
bangsa Asia semua terkandung kehendak menentang seo-nlo UF 
ruh dari pada imperialisme itu. & penga-

Pada waktu meriam Dai Nippon itu mengguntur m™,™ i - t -i 
di Port Arthur dan Selat Tsushima, p ad a^ k ta  S f  
bertekuk lutut dihadapan Djenderal Nogi dan Laksamana t ” ^
bersuka-rialah segenap bangsa-bangsa Asia. °o°’

Dalam tahun 1933 Dai Nippon Teikoku m enin™ a]k™  k . 
Volkenbond. Akibatnja perbuatan Dai Nippon Teikoku ini i- rsi
but dengan suka-ria oleh seluruh bangsa Asia. Tidak lain 
bukan oleh karena didalam kalbu bangsa Asia adalah dr*1 , 
tenaga menentang imperialisme sekutu tadi itu. Wa n
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Tuan-tuan jang terhormat! Apa sebabnja ada rasa keketjewaan 
dalam kalbu bangsa-bangsa Asia, sesudah Dai Nippon Teikoku telah 
menaklukkan Rusia? Menurut fikiran bangsa Asia, Dai Nippon 
Teikoku kemudian bekerdja terlalu rapat, terlalu bersahabat dengan 
negara-negara imperialisme. Tidaklah kita melihat, bahwa politik 
Dai Nippon sesudah tahun 1905 itu kemudian mendjadi satu politik 
jang terlalu menjatakan bersahabatan dengan negara-negara impe
rialisme? Apa sebab kita seluruh bangsa-bangsa Asia sedikit ketjewa 
kepada politik demikian, jang didjalankan oleh Dai Nippon Tei
koku? Tidak lain tidak oleh karena rasa menentang tidak merasa 
puas dengan adanja politik Dai Nippon Teikoku jang terlalu rapat 
kepada negara-negara imperialisme tadi itu.

Tetapi sesudah mulai dengan tahun 1933, Dai Nippon Teikoku 
meninggalkan politik persahabatan dengan negara-negara imperialis
me, meninggalkan kursi Volkenbond, mendjalankan politik jang se- 
mata-mata dipusatkan kepada Asia, hiduplah lagi kegembiraan itu.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat!
Kegembiraan itu timbul pula dari pada kejakinan seluruh bangsa 

Asia, bahwa untuk menghantjur-leburkan, menggugurkan imperial
isme jang hendak menguasai bangsa-bangsa Asia, adalah sjarat 
mutlak, jakni persatuan segenap bangsa-bangsa Asia. Persatuan 
segenap tenaga gerakan Asia. Persatuan segenap tenaga-penentang, 
pemberontakan dari segenap bangsa Asia. Coordinatie dari pada 
tenaga-tenaga itu, sebagai tuan-tuan dan njonja-njonja mengetahui, 
terdjadilah didalam perang Dai Toa sekarang ini.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat! Alhamdulillah, kemerdekaan kita, sebagai tadi saja katakan, diadakan, dilahirkan, didalam perang, Alhamdulillah digembleng dengan palu-godamnja perang. Kita mendapat kemerdekaan bukan didalam sinar bulan purnama, tapi kemerdekaan jang ditempa dalam api peperangan dan dengan palu-godam peperangan. Kemerdekaan jang demikian, akan lebih kuat dari pada kemerdekaan jang didapat dalam sinar bulan purnama. Tapi ada lagi satu sjarat mutlak untuk memberi kekuatan dasar filsafat, jalah dasar filsafat jang benar. Djikalau kita mengadakan kemerdekaan, mengadakan undang-undang jang berdasar kepada filsafat sebagai ditundjukkan oleh bangsa-bangsa Eropa dan Amerika itu, tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat jakinlah, bahwa kalbu kita akan penuh dengan konfrlik, bukan sadja konflik didalam negeri, konflik antara kaum buruh dan madjikan, konflik antara golongan ini dan itu, konflik antara faham dengan faham, tetapi pula konflik keluar negeri. Djikalau semua bangsa- bangsa Asia Timur Raja satu-persatunja, mengikuti tjontoh jan<* salah dari Amerika dan Eropa, kalau umpamanja bangsa-bangsa Asia satu-persatu mengikuti faham individualisme Amerika dan Eropa, maka djikalau semua bangsa-bangsa Asia Timur Raja
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mengadakan dasar filsafat jang sesuai dengan dasar filsafat Eropa 
dan Amerika, jakinlah balnva kendali sepuluh, seratus, seribu kali 
tiap-tiap hari dipekikkan ¿embojan kekeluargaan Asia Timur Raja, 
kendati sepuluh, seratus, seribu kali sehari dipekikkan persaudara
an bangsa-bangsa Asia, dengan faham jang salah itu, Asia didalam 
tempo tidak lebih dari sepuluh tahun akan menjala-njala dengan 
api peperangan; bukan lagi api peperangan antara Sekutu dengan 
kita, tetapi api peperangan antara kita dengan kita, api peperangan 
Dai Nippon Tcikoku dengan saudara-saudaranja sendiri, api pepe
rangan antara Indonesia dengan Tliai, dengan Filipina, dengan 
Tiongkok. Maka oléh karena itu saja minta, saja menangisi kepada 
anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, djikalau kita ingat 
akan nasib kita sendiri dikelak kemudian hari, ingatlah akan nasib 
seluruh benua Asia dikelak kemudian hari, nasib seluruh dunia 
dikelak kemudian hari, saja minta dan menangisi kepada tuan-tuan 
dan njonja-njonja, buanglah sama sekali faliam individualisme itu, 
djanganlah dimasukkan dalam Undang-undang Dasar kita jang di
namakan „rights of the eitizys”  sebagai jang diandjurkan oléh R e
publik Perantjis itu adanja.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat. Kita telah menentu
kan didalam sidang jang pertama, bahwa kita nienjetudjui kala 
keadilan sosial dan préambule. Ke.adilan sosial inilali protés kita 
jang maha hébat kepada dasar individualisme. Tidaklah dalam 
sidang jang pertama saja telah menjitir perkataan Jaurès, jang 
menggambarkan salalinja liberalisme dizaman itu, kesalahan dem o
krasi jang berdasarkan liberalisme itu. Tidaklah saja telah menjitir 
perkataan Jaurès jang menjalakan, bahwa didalam liberalisme, 
maka parlemen mendjadi rapat, radja-radja, didalam liberalisme 
tiap-tiap wakil jang duduk sebagai anggota didalam parlemen ber
kuasa seperti radja ? Kaum buruh jang mendjadi wakil dalam 
parleménpun berkuasa sebagai radja. Dia bisa menggugurkan ran- 
tjangan-rantjangan jang dibuat oléh Pemerintah. Dia bisa meng
gugurkan minister-minister dari pada singgasananja. Tetapi pada 
saat jang ia berkuasa sebagai radja, pada saat itu pula dia adalah 
budak belian dari pada si madjikan, jang bisa melémparkan dia 
dari pekerdjaan, sehingga ia mendjadi orang miskin jang tidak 
punja pekerdjaan. Inilah konflik dalam kalbu liberalisme jan» 
telah mendjehna dalam parleméutaire demokrasi bangsa-bangsa 
Eropa dan Amérika.

Tuan-tuan jang terhormat! Kita menghendaki keadilan sosial. 
Buat apa grondwet menuliskan, bahwa manusia bukan sadja mein- 
punjai hak kemerdékaan suara, kemerdékaan hak memberi suara 
mengadakan persidangan dan berapat, djikalau misalnja tidak ada 
sosiale rechtvaardigheid jang demikian itu? Buat apa kita membikin  
grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tak dapat mengisi perut
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orang jang hendak niali kelaparan. Grondwet jang berisi ” droit do 
riiomme cl du ciloyen”  itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannja 
orang jang miskin jang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena 
itu, djikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita ke
pada faliam kekeluargaan. I'aliam tolong-menolong, faliam gotong- 
rojong dan keadilan sosial, enjahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap 
faliam indi\idualir-mr dan liberalisme dari padanja.

Tuan-tuan jang terhormat! Sebagai tadipun sudah saja katakan, 
kita tidak boleli mempunjai I'aliam individualisme, maka djustru 
oleh karena itulah kita menentukan haluan politik kita, jaitu haluan 
ke Asia Timur Rajaun. Maka iili'ologie ke Asia Timur Rajaan ini, 
kita masukkan didalam kenjataan kemerdekaan kita, didalam pem
bukaan dari pada l udang-imdang Dasar kita. Selandjutnja sudah 
barang tenlu hal-hal jang mengenai perhubungan kita keluar nanti, 
perhubungan reel dan praktis dengan negara-negara Asia Timur 
Raja imiumnja. dengan Dai Nippon Teikoku, nanti sudah tentu 
lebih djelas dan diurus oleh politik luar negeri kita sendiri.

Tuan-tuan dan njoiija-n jonja jang terhormat! Kita rantjangkan 
Undang-undang Dasar dengan kedaulatan rakjat, dan bukan kedau
latan individu.

Kedaulatan rakjiit sekali lagi, dan bukan kedaulatan individu. 
Inilah menurut I'aliam Panitia Perantjang Undang-undang Dasar, 
satu-satimja djaminan, halnva bangsa Indonesia seluruhnja akan 
selamat dikemudian hari. Djikalau faliam kita inipun dipakai oleh 
bangsa-bangsa lain, itu akan memberi djaminan akan perdamaian 
dunia jang kekal dan abadi.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat! Sekianlah pendjelas- 
an saja. Kita berdiri diatas detik-detik jang menentukan nasib kita 
ratusan dan ribuan tahun.

Dahulu kita pernah membatja kitab jang dikarang oleh Colijn. 
Didalam kitab itu Colijn mengatakan dengan nientjemoohkan dan 
menljcrtja pahlawan-pahlawan jang kita hargai dalam pernjataan 
kemerdekaan kita, dengan mentjertja rakjat-rakjat Atjeh, Pangeran 
Diponegoro, pahlawan-pahlawan pergerakan nasional dalam melawan 
bangsa Belanda, dalam bahasa Belanda: „Ilet zijn muitende
lafaards” ; dikatakan bahwa pahlawan-pahlawan nasional kita itu. 
tidak lain dan tidak bukan jalali: pengetjut-pengetjut jang mem
berontak. Marilah kita tundjukkan sekarang pada saat jang genting 
dan penting ini, keberanian kita dihadapan seluruh dunia; pertama- 
tama keberanian menjatakan kemerdekaan kita, walaupun Sekutu 
hendak merebutnja kembali, walaupun barangkali tiap-tiap manusia 
jang hadir disini, djikalau musuh datang mendarat, akan dipentan" 
ditembok dan akan ditembak dengan pelor kedalam kepalanja. 
Marilah kita menundjukkan keberanian kita dalam mendjundjunw 
hak kedaulatan bangsa kita, dan bukan sadja keberanian jang
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begitu, tetapi djuga keberanian merebut faliam jang salah didalam 
kalbu kita. Keberanian menundjukkan, bahwa kita tidak hanja 
membebek kepada tjontoh-tjontoh Undang-undang Dasar negara 
lain, tetapi membuat sendiri undang-undang jang baru, jang berisi 
kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; 
jang berdjiwa kekeluargaan, dan gotong-rojong. Keberanian jang 
demikian itulah hendaknja bersemajam didalam hati kita. Kita 
mungkin dalam zaman jang melahirkan Indonesia Merdeka ini, 
akan mati, entah ol^h perbuatan apa, tetapi mati kita selalu menurut 
takdir Allah Subhanahu wata’ala.

Tetapi adalah satu permintaan saja kepada kita sekalian- 
djikalau kita mati dalam zaman jang genting dan penuh bahaia 
mi, djikalau kita dikuburkan dalam bumi Indonesia, hendaklah 
tertulis diatas batu nisan kita, perkataan jang boleh dibitia  o lih  
anak-tjutju kita, jaitu perkataan: „Betul dia mati, tetapi dia mati 
tidak sebagai pengetjut” .

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat! Sekianlah andjuran saja. Marilah seruan sekali agi saja utjapkan: „Buanglah tiap-tiap individualisme , mufakatilah Undang-undang Dasar jang kita ner
s e m b a h k a n  i n i .  J &sembahkan ini. 

Terimakasih

Ketua R AD J IM AN :
Sekalian anggota jang terhormat, menurut perasaan saja, melihat 

ini tepuk tangan dan para anggota, tentu tidik -wi„ ,• ««^niiai
pendjelasan Ketua Panitia Undang-undano- Dasar Itu 'h  menentai1S 
Saja adjukan disini, karena tadi diterangkan nnia h-,1arapan ,Saja- 
undang jang kita bentuk buat Indonesia jan* akan „ T V i  — ‘ 
tiJak sadja tidak berdasar pada individualisme°tetan; «  eka ini’ 
d juga, memeras, melebur, memusnakan individualism ?6! ? 11̂ ^  
adjukan disini lagi, karena kita harus insjaf sedalam i U S3-Ja 
bahwa menurut Ketua Panitia tadi, Undan^-undan-r n  da! amnJa> 
gotong-rojong atau berazas falsafah hidup bersama-san, l “ i  . razas 
manusia jang satu dengan manusia jan* lain . la lni’
dengan bangsa jang lain dan selandjutnja. Itu saia k ^  • i°ig SStU 
saja tanjakan lagi, tuan-niau tentu setudiu v™  usah
/Setudiu^. J ' SetudJu tuan-tuan?(Setudju).

Anggota H A T T A :
Boleh saja menambah sedikit? 
Mengenai hal-hal jang lain d juga?
Ketua RADJIM AN :
Apabila tuan Hatta hendak bitjara?
Anggota H A T T A :
Sekarang.
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Ketua RADJIMAN:
Saja persilahkan tuan Hatta.

Anggota H ATTA:
Paduka Tuan Ivetua, siflang jang terhormat! Pokok-pokok jang 

dikemukakan oleh Syusa Panitia Ketjil Perantjang Undang-undang 
Dasar, saja setudjui. Memang kita harus menentang individualisme 
dan saja sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berdjuang 
untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru 
diatas dasar gotong-rojong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal 
jang saja kuatirkan, kalau tidak ada satu kejakinan ¡ft.au satu per
tanggungan kepada rakjat dalam Undang-undang Dasar'jang menge
nai hak untuk mengeluarkan suara, jaitu bahwa nanti diatas Undang- 
undang Dasar jang kita susun sekarang ini, mungkin terdjadi suatu 
bentukan negara jang tidak kita setudjui. Sebab dalam hukum 
negara sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan „kadaver 
dicipline”  seperti jang kita lihat di Rusia dan Djerman, inilah jang 
saja kuatirkan. Tentang memasukkan hukum jang disebut „droits 
de l’homme et du citoyen” , memang tidak perlu dimasukkan disini, 
sebab itu semata-mata adalah sjarat-sjarat untuk mempertahankan 
hak-hak orang seorang terhadap kezaliman radja-radja dimasa 
dahulu. Hak-hak ini dimasukkan dalam grondwet-grondwet sesudah 
Franse Revolutie semata-mata untuk menentang kezaliman itu. Akan 
tetapi kita mendirikan negara jang baru. Hendaklah kita memper
hatikan sjarat-sjarat supaja negara jang kita bikin, djangan men- 
djadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita 
membangunkan masjarakat baru jang berdasar kepada gotong- 
rojong, usaha bersama; tudjuan kita jalali membaharui masjarakat. 
Tetapi disebelah itu djanganlah kita memberikan kekuasaan jang 
tidak terbatas kepada negara untuk mendjadikan diatas negara baru 
itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknja dalam salah satu 
fasal, misalnja fasal jang mengenai warga-negara, disebutkan djuga 
disebelah hak jang sudah diberikan kepada misalnja tiap-tiap warga- 
negara rakjat Indonesia, supaja tiap-tiap warga-negara djangan takut 
mengeluarkan suaranja. Jang perlu disebut disini hak untuk ber
kumpul dan bersidang atau menjurat dan lain-lain. Formuleringnja 
atau redaksinja boleh kita serahkan kepada Panitia Ketjil. Tetapi 
tanggungan ini perlu untuk mendjaga, supaja negara kita tidak 
mendjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita 
alas kedaulatan rakjat. Tetapi kedaulatan rakjat bisa dipergunakan 
oleh negara, apa lagi menurut susunan Undang-undang Dasar se
karang ini jang menghendaki kedaulatan rakjat jang kita ketemui 
didalam madjelis permusjawaratan rakjat dan penjerahan kekuasa
an kepada Presiden, jalali Presiden djangan sanggup menimbulkan 
suatu negara kekuasaan. Djckli bagaimanapun djuga, kita menghar
gai tinggi kejakinan itu atas kemauan kita untuk menjusun negara
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baru, tetapi atla baiknja djaminan diberikan kepada rakjat, jaitu 
hak untuk merdéka berfikir. Mémang ini agak sedikit berbau indivi
dualisme, tetapi saja katakan tadi bahwa ini bukan individualisme.

Djuga dalam collectivisme ada sedikit hak bagi anggota-anggota 
collectivisme, anggota-anggota dari keluarga itu untuk mengeluar
kan perasaannja untuk mengadakan, mendjadikan badan collec
tivisme itu dengan sebaik-baiknja. Usul saja ini tidak lain dan tidak 
bukan hanja mendjaga supaja negara jang kita (lirikan itu ialah 
negara pengurus, supaja negara pengurus ini nanti djangan men- 
djadi negara kekuasaan, negara penindas. Dasar jang kita kemuka
kan ialah dasar gotong-rojong dan usaha bersama. Pendek kata 
dasar collectivisme.

Sekianlah.
Ketua RADJIM AN:
Menurut perasaan saja hal ini belum bisa kita rembuk, kalau 

belum ada pendjelasan tentang artikel-artikel dari Panitia Pemben
tuk Undang-undang Dasar Negara itu. Djadi saja minta terlebih dulu 
supaja tuan Supomo mendjelaskan artikel-artikel itu. Saja persilakan 
tuan Supomo madju naik mimbar.

Anggota SUPOMO:
Paduka Tuan Ketua, hadirin jang terhormat! Pertama saja m inta  

maaf, bahwa saja tidak pandai berbitjara dan uraian saja tidak saja 
tulis; saja hanja menulis soal-soal sadja jang hendak kami kem uka
kan, oléh karena tidak ada waktu untuk menulis dengan sebaik-baik
nja. Maka djikalau perkataan-perkataan saja kurang baik, saia minta 
maaf.

Tuan-tuan jang terhormat telah menerima rantjangan Undang- 
undang Dasar, disnii per u kami terangkan, bahwa dalam a<n'nda di
sebut „hukum dasar , akan tetapi kita dengan sengadja memakai 
perkataan „Undang-undang Dasar” . Apa sebabnja? Dalam mem- 
bitjarakan atau merantjang untuk menulis peraturan ja n - resmi, 
jang djuga akan mempunjai kekuatan undang-undang, kit°a liarus 
berdisiphne didalam perundang-undan<ran Mik-. L u , i 
.»akai istilah-istilah huk„„,
itu, djuga untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Maka Panitia
mengandjurkan andjuran dasar atas ketetapan jan<r telah dinnbil
sebuah panitia -  barangkali tuan-tuan dafi n j i i j ^ n « - e'
tahui bahwa di Djakarta ini ada Sudtu panitia 1  untuk m enetapku
istilah-istilah undang-undang hukum. Panitia itu anpgota-an^la-
nja diangkat oleh P.J.M. Gunseikanbu, dalam panitia m am  sar. mendjadi ketua. paniua mana saja

J î r M a E & ^ K t  Jr ,in -’t - '
tertulis atau bisa tidak ¿ . „ i s .  t î
jang tidak tertulis dapat disalin dengan perkataan „hukum ”  akan
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tetapi „undang-undang”  adalah djustru hukum jang tertulis. Oleh 
karena kita memakai perkataan „Undang-undang Dasar”  dan bukan 
„hukum dasar” . Kalau kita berkata „hukum dasar” , kita memakai 
perkataan itu sebagai reclit tadi baik tertulis ataupun tidak tertulis, 
akan tetapi disini kita membitjarakan hunja hukum jang tertulis, 
j alah Undang-undang Dasar. Oleh karena itu saja minta dengan 
hormat kepada hadirin agar rantjangan ini dinamakan rantjangan 
Undang-undang Dasar.

Paduka Tuan Ketua! Undang-undang Dasar bagaimanapun tidak 
dapat dimengerti dengan hanja membatja tekstnja sadja, akan tetapi 
harus dipeladjari djuga bagaimana terdjadinja tekst itu. Harus di
ketahui keterangan-keterangannja, dan sebetulnja djuga dalam sua
sana apa pembikinan tekst itu terdjadi. Dengan demikian kita dapat 
mengerti apa maksud Undang-undang Dasar itu, pikiran apakah jang 
mendjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu segala pembi
tjaraan didalam sidang ini menge.nai rantjangan itu sangat penting, 
oleh karena segala pembitjaraan mendjadi materiaal, mendjadi alat 
dan mendjadi bahan jang historis untuk mengerti apa jang 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar. Oleh karena itu saja jakin 
bahwa sudah tentu tuan-tuan jang menulis laporan ini telah mem- 
buatnja dengan sebaik-baiknja, akan tetapi teristimewa Undang- 
undang Dasar ini, hendaknja djangan ada kekeliruan dan segala 
sesuatu ditulis selengkapnja, oleh karena segala pembitjaraan itu 
bukan sadja buat kita, akan tetapi djuga buat kemudian hari men
djadi bahan jang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa 
maksud Undang-undang Dasar itu.

Tuan Ketua, oleh karena tuan-tuan dan njonja-njonja tentu sudah 
membatja rantjangan ini maka kiranja hanja perlu adanja peman
dangan terhadap tekstnja.

Pasal 23 ajat ke 5 jang berbunji: „Untuk memeriksa tanggung- 
djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 
Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan undang-undang” .

Ajat ini dikurung, tetapi kurung itu salah, djadi kurung itu harus 
dihilangkan.

Pasal 36 jang bunjinja: „Badan Persiapan Kemerdekaan Indone
sia menjelenggarakan dengan semupakat Pemerintah Balatentara 
Dai Nippon mengatur dan menjelenggarakan kepindahan Pemerin
tah Indonesia” .

Perkataan „menjelenggarakan”  jang pertama itu salah dan harus 
ditjoret, djadi bunjinja: pasal 36 „Badan Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia, dengan semupakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon 
mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada 
Pemerintah Indonesia” .

Sidang jang terhormat, sebelum saja menerangkan beberapa 
pasal, oleh karena sudah tentu tidak usah semua pasal diterangkan
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—  ada banjak pasal jang dengan sendirinja tuan-tuan sudah tentu 
mengerti, —  akan tetapi garis-garis besar dari pada pasal ilu hendak 
saja kemukakan disini; akan tetapi sebelum mengenai itu, sebagai 
tambahan dari para penerangan Paduka Tuan Soekarno jang pan- 
djang-lébar, kami hendak memadjukan djuga beberapa hal. Paduku 
Tuan Ketua! Kemarin sidang ini telah menerima pembukaan pré
ambule dari pada Undang-undang Dasar, telah menerima dengan 
suara bulat pembukaan ini, maka pembukaan ini mengandung 
tjita-tjita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan tentang 
sifat-sifat Negara Indonesia jang hendak kita bentuk. Saja pertjaja 
bahwa tuan-tuan sekalian sudah tentu mengerti betul-betul, apakah 
arti pembukaan itu; apakah pembukaan itu, sudah tentu tuan-tuan 
telah mengerti, akan tetapi kita hendak membitjarakan isi ran- 
tjangan undang-undang. Maka marilah sekarang kita menjelidiki 
dengan sepatah-dua patah kata, marilah kita menginsafkan diri 
apakah tjita-tjita dan pokok-pokok pikiran itu, oléli karena ata  ̂
tjita-tjita dan pokok-pokok pikiran itu Undang-undanir Dasar haru- 
dibentuk. D j adi kita terikat oléh suara kita sendiri dan saja jakin 
djuga, bahwa suara itu dengan kesungguhan hati diberikan' kepada 
rantjangan itu, maka dengan menerima pembukaan tadi kita tidak 
bisa lam dan pada membentuk Undang-undang I)a<ar jim.r l>enht<ar 
atas aliran pikiran jang termasuk dalam undang-umlan. " itu. Tadi 
dengan pandjang- ebar sudah diterangkan oh'h 'an ggu ti S o e k a r n o ,  
bahwa dalam pembukaan itu kita telah menolak aliran „¡kiran prr- 
seorangan. Kita menerima dan mengandjurkan aliran p i k i r a n  ke
keluargaan. Oleh karena i.u Undang-undang Dasar k i l a  tidak bisa 
lam dari pada mengandung sislim kekeluargaan... ;̂ c- r - --i.... ivi lvemargaan.

Tadi saja katakan, bahwa kita mengadakan sistim, oleh karena
t!d d T mU 1 T  •C'S" al"  ,loklnn<M1’ sesi'alu un.l.ui.r-undang.sudah tt ntu harus ada sistimnja. ”

Maka dalam dokumen seperti dnknr»<'n ;...
sangat pokok, dokumen npo-ara T r,,.!«,,., 7 r I IUIIlr’ -,4. r
sudah t ,ntu kita harus ^  P ^  iN(* ara ll"-
sistim itu, artinja tidak bisa kila n i f n i r <' u !l P ^ s a I - p a s a  1 u »  dengan
Dasar beberapj pasal-pasalte^.a ^  u
j a n g  be r t en ta ng an .  M is a ln ja  d a h i n  U i '  ”  ' ni(‘nur,|t a l i ra n -a l i r an
bisa memasukkan pasal-p^l' Z  Udiu” ?""  l ^  ^  kita ^  gaan, meskipun kita sebetulnia înn-i,, allrun kekehiai-karena barangkali kita takut IviliJ. i-m ? lnon,asukkan, °̂ e dikemudian hari mungkin _’ m' J ‘•j’kalau tidak dimasukkan,
wenang-wenang sadja. Akan tetani 7  1}er ara bertindak se-sebetulnja pada hikekatnja Undan-r.»,,,l! au llal 't» kita masukkan, sifat perseorangan; dengan demiki’n asar ,tu berdasar ata.-bertentangan dengan ^hukum tidak baik. Meman-r rli .V, ’ i i Uu se,Ja?ai konstruksi
Sovjet, jang ada s e k a r a n g l a h S " “ 'l “ “ P“ 1 kila memak.air npl,tamakan klasse pekerdja,
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proletariaat. Klasse pekerdja dan tani, itulah jang diutamakan, 
maka itupun kita tolak dengan menerima pembukaan tadi, sebab 
dalam pembukaan itu kita menerima aliran, pengertian negara per
satuan, negara jang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Djadi 
negara mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, 
mengatasi segala paham perseorangan. Akan tetapi negara, menurut 
pengertian disini, menghendaki pengertian persatuan, meliputi 
seluruhnja, segenap bangsa, seluruh rakjat. Itulah suatu hal jang 
harus tidak boleh kita lupakan.

2. Tadi sudah diuraikan oleh Ketua Panitia Penjelenggara 
Undang-undang Dasar, bahwa negara kita bersifat kekeluargaan 
jalah berdasar atas hidup kekeluargaan, dan bukan sadja hidup 
kekeluargaan kedalam, akan tetapi djuga keluar. Hal itu telah ter- 
maktub dalam pembukaan undang-undang negara jang mengadakan 
hidup kekeluargaan Asia Timur Raya. Djadi dengan demikian, 
dengan menerima pembukaan itu, kita menerima djuga aliran 
pikiran jang akan membentuk negara jang berdasar kekeluargaan, 
tidak sadja terhadap kepada keluarga negaranja, akan tetapi ter
hadap keluar, jailu sebagai anggota dari pada persaudaraan 
bangsa-bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raya. Dengan inipun 
kita insaf atas kedudukan Indonesia sebagai negara dalam ling
kungan Asia Timur Raya.

3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam pembukaan, jalah 
bahwa negara berkedaulatan rakjat, berdasar kerakjatan dan per- 
musjawaratan perwakilan. Pokok itu terkandung pula dalam pem
bukaan. Oleh karena itu sistim negara jang nanti akan terbentuk 
dengan Undang-undang Dasar harus demikian djuga, jaitu berdasar 
atas kedaulatan rakjat dan berdasar atas permusjawaratan perwa
kilan. Memang, aliran-aliran ini sesuai djuga dengan sifat-sifat ma- 
sjarakat Indonesia jang pada waktu persidangan Dokuritu Zyunbi 
Tyoosakai pertama djuga sudah saja uraikan.

4. Pokok pikiran jang ke-4, jang terkandung dalam pembukaan, 
jalah bahwa negara berdasar kepada ke-Tulianan, menurut dasar 
kemanusiaan jang adil dan adab. Oleli karena itu Undang-undang 
Dasar harus mengandung isi jang mewadjibkan pemerintah dan 
pemerintah negara dan lain-lain penjelenggara negara untuk meme
lihara budi-pekerti kemanusiaan jang luhur dan memegang te^uh 
tjila-tjita moraal rakjat jang luhur.

5. Aliran pokok pikiran jang ke-5 dalam pembukaan, jalah 
bahwa Negara Indonesia memperhatikan keistimewaan penduduk 
jang terbesar dalam lingkungan daerahnja, jalah penduduk jan* 
beragama Islam, oleh karena dengan begitu terang dikatakan, bahwa 
membuat Undang-undang Dasar jang isinja mengandung sistim jan» 
bertentangan. Apakah, dengan sepatah-dua patah kata, pokok-pokok 
pikiran jang terkandung dalam pembukaan ini?
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1. „Negara, jang” begitu bunjinja — „negara jang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darali Indonesia 
dengan berdasar persatuan, dengan mewudjudkan keadilan bagi 
seluruh rakjat Indonesia” . Ini terkandung dalam pembukaan. Tadi 
sudah saja katakan, bahwa oleh karena itu kita menolak bentuk 
negara jang berdasar individualisme dan kita menolak djuga bentuk 
negara sebagai klasse-staat, sebagai negara jang hanja mengutamakan 
satu klasse, satu golongan, umpamanja sadja, negara menurut sistim 
negara berdasar kepada ke-Tuhanan dengan kewadjiban mendjalan- 
kan sjari’at Islam bagi pemeluknja. Dengan itu negara memperhati
kan keistiméwaan penduduk jang terbesar, jalah jang beragama 
Islam, seperti kemarin dengan padjang-lébar telah diuraikan djuga 
dan sesudah tuan Abikusno berpidato, sidang déwan bulat mupakat 
dengan pasal ini.

Perkataan-perkataan itu adalah hasil gentlemen agreement, dari 
pada 2 golongan jang dinamakan golongan kebangsaan dan golong
an agama. Gléh karena itu pasal ini harus kita pegang teguh. Artinja 
sudah kita tjapai kompromis, ôupaja kita dapat mempersatukan 
keduanja. Kemarin djuga telah diuraikan, bahwa gentlemen 
agreement itu berarti memberi dan menerima, tetapi atas dasar 
kompromis itu, gentlemen agreement itu, kedua-dua pihak tidak 
boléh menghendaki lebih dari pada jang dikompromikan. Sebab 
kalau tidak begitu, kita melanggar dasar kemanusiaan jang telah 
kita terima dan dasar keutamaan jang kita telah terima pula dalam 
pembukaan. Sebetulnja Panitia malahan bertindak lebih dari pada 
hanja apa jang tersebut dengan kata-kata dalam pembukaan itu. 
Dalam  ̂Panitia termasuk anggota-anggota, baik dari golongan 
Islam, jaitu tuan-tuan Kjai Wachid Hasjim dan Agus Salim, mau
pun wakil-wakil dari golongan lain jans; tidak golongan Islam 
misalnja tuan Latuharliary, Maramis. Kami dalam Panitia menerima 
djuga dengan bulat pasal 28 bab 10 tentang agama, jang bunjinja 
begini:

1. „Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewadjiban men- 
djalankan sjari’at Islam bagi pemeluknja” . Perkataan itu kita ambil 
dari pembukaan. Sesuai dengan gentlemenen agreement itu sebetul- 
nja ketentuan didalam pembukaan sudah tjukup. Tetapi kita madju 
selangkah, madju djuga dengan ketentuan dalam Undang-undang 
Dasar jaitu ajat 1. „Negara berdasar ke-Tuhanan dengan kewadjiban 
mendjalankan sjari’at Islam bagi, pemeluknja” .

2. Negara mend j amin kemerdékaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut kepertjajaan. 
masing-masing. Ajat 2 masuk dalam pembukaan itu, dan dimadju- 
kan djuga dalam kompromis itu. Sekali-kali bukan maksudnja akan 
mengganggu, dan membatasi golongan-golongan lain jang beragama 
lain, sama sekali tidak. Itu djuga diterangkan* Memang kita meng
hendaki dasar ke-Tuhanan dan dasar kemanusiaan, dan alas dasar-
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dasar itu dengan sendirinja kita harus mendjamin kemerdekaan tiap- 
tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan beribadah menurut 
kepertjajaan masing-masing. Inilah sambungan dari pada pembuka
an. Sambungan jang djuga mengandung Djakarta Charter tadi malah 
ditegaskan dalam salah satu pasal undang-undang. Ini adalah suatu 
kompromis, artinja bahwa kaum kebangsaan atau salahr seorang jang 
bukan beragama Islam tidak boléh —  umpamanja —  minta atau 
mendesak supaja mengurangi djaminan kepada kaum Islam, sebab 
sudah mendjadi kompromis, perdjandjian moraal jang sangat luhur; 
dan begitu djuga sebaliknja, seperti kemarin diuraikan oleh tuan 
Abikusno, dan tuan-tuan sekalian bulat mufakat; djanganlah go
longan agama minta djaminah lebih lagi untuk ditambahkan dalam 
pasal apapun, supaja dikemukakan djaminan kepada agama Islam. 
Djadi dari kedua belah fihak sudah tjukup terdjamin kepentingan- 
nja. Golongan kebangsaan tidak akan mendesak terhadap agama 
Islam dan sebaliknja agama Islam tidak akan minta djaminan lagi 
terhadap agama lain. Inilah tambahan dari saja. Sudah tentu go
longan Islam jang terbesar dari masjarakat kita, 95%, merasa ter
djamin sebesar-besarnja dalam negara, oléh karena 95% dari pen
duduk didalam apapun sudah tentu mempunjai pengaruh dalam 
badan pengadilan, pemerintahan. Dengan sendirinja sudah tidak 
usah didjamin. Ini hanjalah tambahan keterangan dan sebenarnja 
tambahan itu tidak perlu. Tetapi saja kemukakan lagi, balrwa hal 
itu sudah mendjadi gentlemen agreement jang tidak boléh diku
rangi dan ditambah. Inilah aliran pikiran jang terkandung dalam 
pikiran saja, dan mendjadi aliran pembukaan itu. Kita hendak 
membentuk negara jang modern* Jang modern, artinja jang insjaf 
kepada kedudukan kita, kedudukan Indonesia didunia umumnja 
dan Asia Timur Raya pada chususnja, dan jang insjaf atas aliran 
djaman. Misalnja jang hendak melaksanakan ketertiban bersama di 
Asia Timur Raya, perdamaian dan keadilan sosial. Inilah, sidang 
jang terhormat, pokok-pokok pikiran jang telah kita terima, dan 
Undang-undang Dasar harus melahirkan pokok-pokok pikiran ini 
dalam fasal-fasal sebagai aturan untuk menghidupkan Negara Indo
nesia.

Pokok-pokok pikiran tersebut memberi suasana kebatinan, dalam 
bahasa Djerman „geistliche Hintergrund”, dalam bahasa Belanda 
„geestelijke achtergrond”.

Pokok-pokok pikiran ini memberi suasana batin kepada Undang- 
undang Dasar; pokok pikiran ini (merupakan tjita-tjita hukum 
(rechtsidee) jang menguasai hukum dasar —  disini saja maksud 
jang tertulis dan djuga jang tidak tertulis —, jang menguasai hukum 
dasar negara, baik hukum dasar tertulis, jalah Undang-undang 
Dasar Negara, jalah undang-undang jang akan timbul dalam praktek 
djalannja negara. Ti'dak tjukup kita hanja menjelidiki tekst atau
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naskah dari undang-undang negara. Kita harus m e n j e l i d i k i  djuga, 
bagaimana prakteknja dan bagaimana suasana kebatinannja.

Sekarang tentang tata negara sendiri.
Paduka Tuan Ketua! Rantjangan Undang-undang Dasar hanja 

memuat 35 pasal. Pasal-pasal lain hanja memuat peralihan dan 
tambahan. Maka sangat singkat, djika dibandingkan misalnja dengan 
Undang-undang Dasar Filipina; akan tetapi sebagai U n d a n g - u n d a n g  
Dasar, meskipun singkat, sama sifatnja dengan misalnja Undang- 
undang Dasar Dai Nippon Teikoku, malahan lebih singkat. Maka 
telah tjukup, djikalau Undang-undang Dasar hanja memuat aturan- 
aturan pokok dari pada pokok urusan negara, jang dianggap garis- 
garis besar sebagai instructie kepada Pemerintah Pusat dan lain- 
lain penjelenggara untuk menjelenggarakan kehidupan negara dan 
kesedjahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara jang 
muda, menurut pendapat panitia, lebih baik hukum dasar jang ter
tulis itu hanja memuat aturan pokok dari pokok, sedang aturan- 
aturan penjelenggara pokok itu diserahkan kepada undang-undang 
jang lebih mudah tjaranja membuat, merobah dan mentjabut.

Demikianlah sistim rantjangan Undang-undang Dasar panitia.
Sidang jang terhormat! Kita harus ingat kepada dinamik ma- 

sjarakat, terutama kepada dinamik kehidupan masjarakat, dan 
Negara Indonesia, jang hidup tumbuh dalam suasana republik lahir- 
batin; dalam suasana itu tumbuhnja memang tjepat dan gerak- 
geriknja djuga besar. Oleh karena itu djangan tergesa-gesa memberi 
kristalisasi, memberi bentuk badan, vorm, kepada aliran-aliran 
jang masih begitu bergerak-gerak dan tumbuhnja tjepat, oleh ka
rena memang sudah mendjadi sifat bahwa aturan jang tertulis 
mengikat. Oleh karena itu, makin galir sifatnja makin baik. Djadi 
kita harus mendjaga supaja sistim Undang-undang Dasar dan un
dang-undang lainnja djangan sampai ketinggalan djaman. Djangan 
sampai kita membuat undang-undang jang lekas verouderd, lekas 
usang.

Sudah tentu Panitia insjaf sedalam-dalamnja, bahwa rentjana- 
rentjana panitia itu djauh dari sempurna; memang kita manusia 
belaka dan djuga bukan ahli. Oleh karena itu kita mengakui betul- 
betul, bahwa pekerdjaan kita tidak sempurna, tetapi akan kita 
tjoba sebaik-baiknja untuk memasukkan semua itu dengan sifat 
jang galir. Apa jang sekarang sudah dapat dimasukkan, dimasuk
kan, dan barangkali kita tidak akan ketinggalan djaman.

Maka jang penting, djuga dalam pemerintahan, dalam hidup 
negara, jalah sudah tentu semangat, semangat para penjelenggara 
negara, para pemimpin pemerintahan. Itu 6ebetulnja jang terutama, 
jang penting. Umpamanja sadja, meskipun kita membuat Undang- 
undang Dasar jang menurut kata-katanja bersifat k e k e l u a r g a a n ,  akan
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tetapi djika semangat para penjelenggara negara, para pemimpin 
pemerintahan, semangat perseorangan tidak baik, undang-undang 
itu tidak ada harganja. Sebaliknja, meskipun Undang-undang D?sar 
itu tidak sempurna, akan tetapi djikalau semangatnja baik, betul- 
betul baik, berkobar, Undang-undang Dasar itu tidak akan meng
halang-halangi djalannja negara. Djadi jang paling penting adalah 
semangat. Itu harus kita peringati djuga. Maka adanja semangat 
tadi sudah tidak memerlukan aliran-aliran jang begitu dinamis. 
Berhubung dengan itupun Undang-undang Dasar apa jang kita 
tulis, apa jang kita tetapkan dalam tulisan, hendaknja bersifat 
galir dan mengandung garis-garis besar sadja, sedang aturan-aturan 
lebih landjut untuk menjelenggarakan pokok itu lebih baik di
serahkan kepada undang-undang.

Bentuk Negara Kesatuan (eenheidsstaat, unie) telah ditulis dalam 
ajat 1 dari pada pasal 1, bab 1. Bentuk dan kedaulatan negara.

Bentuk itu ditulis dalam ajat 1:
„Negara Indonesia jalah Negara Kesatuan jang b e r b e n t u k  repu

blik” . Dan ajat 2 jalah mengandung isi pokok pikiran kedaulatan 
rakjat: „Kedaulatan adalah ditangan rakjat dan dilakukan sepe- 
nuhnja oleh .....................” , jaitu jang kami tulis „Madjelis Per
musjawaratan Rakjat” . Kedaulatan rakjat adalah ditangan rakjat. 
Artinja, sebagai pendjelmaan rakjat tadi Panitia Perantjang menje- 
but „Madjelis Permusjawaratan Rakjat” , itulah sebagai pendjelmaan 
rakjat. Djadi dengan lain perkataan „Madjelis P e r m u s j a w a r a t a n  
Rakjat”  jalah penjelenggara negara jang tertinggi, maka oleh karena 
itu harus bersifat pendjelmaan rakjat sendiri, pendjelmaan se
luruh rakjat. Dan oleh karena itu djuga jang dikehendaki oleh 
panitia, jalah bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu hendak 
dibentuk sedemikian, sehingga betul-betul seluruh rakjat mem- 
punjai wakil disitu.

Tentang susunannja, tentang bentuknja, hal itu terserah kepada 
undang-undang, hanja panitia mengusulkan satu dasar, jalah jang 
termasuk dalam pasal 17 ajat 1: „Madjelis Permusjawaratan Rakjat 
terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah 
dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan 
menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang” .

Djadi dengan pasal ini, dengan ajat ini, panitia berkejakinan, 
bahwa seluruh rakjat, seluruh golongan, seluruh daerah-daerah 
akan mempunjai wakil dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat 
itu, sehingga madjelis itu memang dapat dianggap sebagai betul- 
betul pendjelmaan rakjat, jang memegang kedaulatan rakjat. Sudah 
tentu badan jang begitu besar tidak bisa dan djuga tidak perlu 
bersidang saban hari. Maka badan jang begitu besar menurut ajat 2 
dari pasal 17, ialah bersidang sedikit-dikitnja sekali dalam 5 tahun 
diibu-kota negara. Sedikit-dikitnja sekali 5 tahun, djadi kalau 
perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari satu kali.
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Dan apa pekerdjaannja, telah termasuk dalam pasal 18: „Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat menetapkan. Undang-undang Dasar dan 
garis-garis besar dari pada haluan negara” .

Oleh karena madjelis permusjawaratan itulah jang memegang 
haluan rakjat, jang memang mempunjai kekuasaan tertinggi jang 
tak terbatas, maka sudah selajaknja Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat jang akan menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis 
besar dari pada haluan kita mengingat dinamik, kehidupan, tum- 
buhnja masjarakat. D jadi itu adalah sekali dalam 5 tahun: se
sudah 5 lahun sudah tentu rakjat atau badan permusjawaratannja 
ingat, apa jang terdjadi dan aliran apa jang ada diwaktu itu, dan 
pula haluan manakah jang baik untuk dikemudian hari; dan 
djika perlu sudah tentu akan merobah Undang-undang Dasar. Maka 
dengan itu panitia jakin, bahwa Undang-undang Dasar akan senan
tiasa menurut haluan jang hendak dikerdjakan oleh Pemerintah. 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai pendjelmaan rakjat, 
jalah badan jang mengangkat Kepala Negara. Panitia Penjelenggara 
Undang-undang mengusulkan kepada rapat besar, supaja Kepala 
Negara itu diberi gelar Presiden. Ketjuali itu Madjelis Permusja
waratan Rakjat mengangkat 1 atau 2 orang Wakil Presiden. Dalam 
Undang-undang Dasar diberi kelonggaran, artinja menurut keadaan, 
djikalau perlu, diangkat 2, djika tidak perlu diangkat 1 orang di- 
samping Presiden, tetapi ini hanja suatu kejakinan sadja, tidak 
dimasukkan dalam undang-undang ini.

Menurut kejakinan panitia pada saat ini perlu diadakan 2 orang 
Wakil Presiden, akan tetapi itu tidak dimasukkan dalam Undang- 
undang Dasar. Hanjalah diberi kemungkinan adanja 1 atau 2 orang 
untuk membantu Presiden.

Djadi Presiden dalam pekerdjaannja sehari-hari untuk menje- 
lenggarakan kewadjibannja, senantiasa dibantu oleh 2 Wakil Pre
siden jang djuga sangat tinggi kedudukannja dan jang keduduk- 
annja tidak tergantung dari pada Presiden, oleh karena diangkat 
oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ketjuali 2 orang Wakil Pre
siden jang membantu Presiden, maka seperti tersebut dalam fasal
14, Presiden djuga akan dibantu dalam penjelenggaraan negara- 
negara oleh Dewan Pertimbangan Agung, dalam bahasa asing 
barangkali Raad van State. Susunan Dewan ini ditetapkan dengan 
undang-undang. Dan Dewan ini sebagai Dewan Penasehat, berke- 
wadjiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden dan berhak 
memadjukan usul kepada Pemerintah, maka ini adalah dewan ko- 
mon.

Presiden dibantu pula oleh Menteri-menteri Negara, satu 6istim 
jang djuga dipakai dalam negara-negara modern. Menteri-menteri 
itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden; djadi Menteri-menteri 
itu memang pembantu Presiden dan memimpin departemen peme
rintah, begitulah hunji pasal 15. Inilah bentuk pemerintahan pusat
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jang akan mendjalankan dan memegang kekuasaan pemeriatah 
negara. Djadi Presiden sebagai Kepala Negara dalam memegang dan 
mendjalankan kekuasaan pemerintah negara disampingi oleh 1 
atau 2 orang Wakil Presiden, dibantu oleh Menteri-menteri Negara 
dan dibantu pula oleh Dewan Pertimbangan Agung.

Tentang daerah, kita telah menjetudjui bentuk persatuan, unie: 
oleh karena itu dibawah pemerintah pusat, dibawali negara 
tidak ada negara lagi. Tidak ada onderstaat, akan tetapi hanja 
daerah-daerah. Bentuknja daerah itu dan bagaimana bentuk peme
rintahan daerah, ditetapkan dalam undang-undang. Beginilah 
bunjinja pasal 16: „Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar 
dan ketjil dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan 
dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar 
permusjawaratan dalam sistim pemerintahan negara dan hak-hak 
asal-usul dalam daerah jang bersifat istimewa” . Djadi rantjangan 
Undang-undang Dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan 
pembagian seluruh daerah Indonesia dalam daerah-daerah jang 
besar, dan didalam daerah besar itu ada lagi daerah-daerah jang 
ketjil-keitjil. Apakah arti „mengingati dasar permusjawaratan” ? 
Artinja, bagaimanapun penetapan tentang bentuk pemerintah dae
rah, tetapi harus berdasar atas permusjawaratan. Djadi misalnja 
akan ada djuga dewan permusjawaratan daerah. Lagi pula harus 
diingat hak asal-usul dalam daerah-daerah jang bersifat istimewa. 
Dipapan daerah istimewa saja gambar dengan streep, dan ada djuga 
saja gambarkan desa-desa. Panitia mengingat kepada, pertama, 
adanja sekarang keradjaan-keradjaan, kooti-kooti, baik di Djawa 
maupun diluar Djawa dan keradjaan-keradjaan dan daerah-daerah 
jang meskipun keradjaan, tetapi mempunjai status zelfbestuur. 
Ketjuali dari itu panitia mengingat kepada daerah-daerah ketjil 
jang mempunjai susunan aseli, jaitu Volksgemeinschaften — barang
kali perkataan ini salah tetapi jang dimaksud jalah daerah-daerah 
ketjil-ketjil jang mempunjai susunan rakjat seperti misalnja di 
Djawa: desa, di Minangkabau: nagri, di Palembang: dusun, lagi pula 
daerah ketjil jang dinamakan marga, di Tapanuli: huta, di Atjeh: 
kampong, semua daerah ketjil jang mempunjai susunan rakjat, 
daerah istimewa tadi, djadi daerah keradjaan (zelfbesturende 
landschappen), hendaknja dihormati dan diperhatikan susunannja 
jang aseli. Begitulah maksud pasal 16.

Sekian tentang kekuasaan pemerintah negara. Tentang kekuasaan 
membentuk undang-undang, maka negara bekerdja bersama-sama 
dengan Badan Pembentuk Undang-undang jang oleh panitia diusul
kan dengan nama Dewan Perwakilan Rakjat, jaitu badan untuk 
membentuk undang-undang. Ini tertulis dalam pasal 19.

Pasal 19 ajat ke-1 bunjinja:
„(1) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali da

lam setahun” . Dinegeri manapun begitu djuga adanja.
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Pasal 20 bunjinja: „(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki
persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat”, maka disini ditulis 
„menghendaki persetudjuan” oleh karena pada umumnja memang 
initiatief pada umumnja datang dari pemerintah, oleh karena 
pemerintah mempunjai alat-alatnja, mempunjai badan-badan tata 
usaha. Dinegeri manapun djuga pada umumnja rantjangan undang- 
undang itu berasal dari pemerintah dan disampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakjat. Begitulah sistimnja.

Tentang kekuasaan kehakiman, jang djuga suatu kekuasaan jang 
dimanapun didjamin, pasal 24 dalam Undang-undang Dasar itu 
bunjinja: „(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleli sebuah
Mahkamah Agung, dan lain-lain badan kehakiman” .

„(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur 
dengan undang-undang” .

Dan menurut pasal 25 sjarat untuk mendjadi hakim di
tetapkan dengan undang-undang. Itulah tentang kekuasaan keha
kiman. Tentang keuangan perlu djuga ada pokok-pokok dasar jang 
tertulis dalam Undang-undang Dasar, jalah dalam pasal 23 jang 
bunjinja:

„(1) Anggaran penghasilan dan belandja ditetapkan tiap-tiap 
tahun dengan undang-undang”.

D j adi Dewan Perwakilan Rakjat itu tiap-tiap tahun menetapkan 
bersama dengan Pemerintah anggaran penghasilan dan belandja.

Itulah jang dinamakan begrotingsrecht. Padjak jang mengenai 
penghidupan rakjat dan keuangan negara harus djuga didasarkan 
atas undang-undang. Matjam dan harga mata-uang ditetapkan da
lam undang-undang dan hal keuangan negara selandjutnja diatur 
dengan undang-undang seperti djuga halnja dinegeri lain-lain. 
Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara di
adakan satu badan pemeriksa keuangan, jang dulu dinamakan 
Rekenkamer, jang peraturannja ditetapkan dengan undang-undang. 
Itulah garis-garis besar tentang kekuasaan negara.

(1) „Jang mendjadi warga-negara jalah orang-orang bangsa 
Indonesia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan 
undang-undang sebagai warga-negara” .

(2) „Sjarat jang mengenai kewarga-negaraan ditetapkan dengan 
undang-undang” .

Tentang bangsa lain jang bukan bangsa Indonesia aseli, bagai
mana mereka dapat didjadikan warga-negara boleh diatur dengan 
undang-undang. Kita hanja memperingatkan sadja disini, bahwa 
ada dua aliran jang kita dengar, jaitu jang ke-1 mengandjurkan, 
supaja seluruh kaum peranakan jang ada disini, kaum Indo, Tiong
hoa dan Arab, sebagai groep pada umumnja mendjadi warga-ne«
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"ara; lianja kalau meréka tidak mau, supaja memberitahukamija. 
Adaaliran jang mengatakan bahwa lebih baiklah tiap-tiap orang 
didjadikan atau diterima sebagai warga-negara, djadi lebih baik 
individualistis. Bagaimanapun djuga, lebih baik hal itu jang djuga 
mempunjai sifat dinamis tidak ditulis dalam Undang-undang Dasar, 
akan tetapi diserahkan atau ditetapkan dalam undang-undang biasa. 
Djadi kalau kita melihat sistim pemerintahan jang dirantjangkan 
oléh panitia, sudah tentu tuan-tuan akan mcnanjakan bagaimana 
bentuk sistim pemerintahan. Hal itu demikianlah:

1. Aliran pikiran dalam Undang-undang dasar ini dengan scn- 
dirinja menghendaki supremasi dari pada lnikum, artinja meng
hendaki negara-negara jang berdasar atas recht I reehtslaat ). tidak 
menghendaki negara jang berdasar atas kekuasaan (M ac h ls ta a l  ).

2. Sistim pemerintahan jang diusulkan oleh Panitia ini meng
hendaki sistim constitutioneel, artinja pemerintahan jang berdasar 
atas sistim constitutioneel, artinja bukan pemerintahan jang ber
dasar atas absolutisme, tetapi jang berdasar konstitusi.

3. Sistim pemerintahan negara jang memberikan aksen besar 
tentang kekuasaan negara pada Pemerintah, terutama pada Kepala 
Negara, barangkali dalam bahasa asing dapat dikatakan sebagai 
’ ’concentration of responsibility and power in Government” . Djadi 
konstitusi dengan bertanggung-djawab kepada Pemerintah. Dengan 
lain perkataan, Panitia menolak sistim parlementarisme, olt'h ka
rena sistim parlementarisme itu memang pendjelmaan dari pada 
sistim liberale demokrasi jang kita tolak, 'l adi dengan pandjang- 
lébar diterangkan -  dan mémang Panitia djuga pertjaja —, bahwa 
sistim parlementaire demokrasi itu sebagai pendjelmaan paham 
individualisme mémang adalah sistim jang menjebabkan kemer
dekaan dunia, menjebabkan imperialisme dan perangnja sebala 
manusia dengan segala manusia. Oléh karena itu panitia menolak 
sistim itu dan menurut pendapat saja, dengan menerima pembuka
an dan pokok-pokok itu kita harus menolak sistim parlementaire 
stelsel. Dengan lain perkataan, kedudukan Menteri-menteri dan 
djuga Kepala Negara tidak tergantung dari pada suara kepertjajaan 
(vertrouwensvotum) dari Déwan. Rakjat. Seperti tuan-tuan telah 
mengetahui — ini saja hanja mengulangi sadja — menurut sistim 
parlementarisme, djikalau Déwan Perwakilan Rakjat menetapkan 
tidak pertjaja lagi (mosi van wantrouwen) kepada Kementerian, 
Kementerian itu mesti djatuh. Itulah pokok parlementaire stelsel 
dan itulah jang kita tolak. Djadi kita menghendaki sistim jan» 
memberi aksen jang terbesar pada pemerintahan dan djuga kon
stitusi bertanggung-djawab kepada pemerintahan dan terutama 
kepada Kepala Negara. Tuan-tuan hendaknja mengingat, bahwa di- 
atas Kepala Negara ada Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang ber
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sidang satu kali dalam 5 tahun dan kalau perlu lebih dari satu 
kali. Badan itu mempunjai segala kekuasaan rakjat jang berdaulat. 
D jikalau ada ked jadian — karena kita semua hanja manusia sadja
— misalnja, bahwa pemerintahan atau Kepala Negara bertindak 
anti sosial, artinja melanggar pokok-pokok dasar pemerintahan 
jang telah termasuk dalam hukum dasar, sudah tentu hal itu di
koreksi dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat; akan tetapi ter
hadap Dewan Perwakilan Rakjat, kedudukan Pemerintah itu tidak 
tergantung pada vertrouwens votum dari Dewan Perwakilan Rak
jat. Djadi Dewan Perwakilan hanja bersifat sebagai ’’legislative 
cauncil”, dewan penjelenggara undang-undang. Sekarang perlu pula 
saja uraikan disini beberapa hal, jalah:

1. Tentang batas negara. Acla jang minta keterangan kepada 
saja, apa sebab dalam Undang-undang Dasar tidak termasuk, tidak 
tertulis, dimana batas negara. Tentang hal itu Panitia berpendirian, 
bahwa penetapan itu tidak perlu. Kita telah menjelidiki Undang- 
undang Dasar dari negara-negara, baik di Eropa maupun di Ame
rika dan di Asia; pada umumnja tidak ada disebutkan penetapan 
batas itu dan djuga, menurut pendapat panitia, oleh karena kon
stitusi, Undang-undang Dasar itu, ditudjukan kepada Badan-badan 
Penjelenggara Negara didalam negara itu. Undang-undang dasar 
mengikat negara, tetapi tentunja tidak bisa mengikat luar negeri. 
Maka batas itu sudah tentu ditentukan dalam verdrag, suatu trak- 
taat, antara 2 negeri atau lebih dari satu negeri, dalam suatu vol- 
kenrechtelijk tractaat. Maka oleh karena itu tidak perlu penetapan 
batas negara dimuat dalam Undang-undang Dasar; maka didalam 
semua negara diatas bukan hanja Undang-undang Dasar jang akan 
mengikat, memberi petundjuk kepada Pemerintah, akan tetapi 
djuga tractaat, volkenrechtelijk tractaat antara negara satu dan 
negara lain. Itu mendjadi fondamen pemerintahan djuga. Tentang 
apa sebabnja grondrechten tidak dimasukkan dalam Undang-undang 

-Dasar, tadi dengan njata telah diuraikan oleh Ketua Panitia Penje
lenggara Undang-undang Dasar; hanja sebagai penambahan saja 
hendak memadjukan sedikit keterangan tentang hal itu.

Tadi telah dikatakan apa sebab grondrechten, jaitu hak seseorang 
untuk bersidang, berkumpul dimasukkan dalam konstitusi di Eropa 
dan Amerika, mula-mulanja didalam konstitusi Amerika memang 
dianggap perlu diadakan d jaminan terhadap hak tadi, terutama 
djaminan terhadap« kepada kemerdekaan agama, oleh karena pada 
waktu itu, — sebab segala Undang-undang Dasar itu harus kita 
mengerti dalam suasana historis, — pada waktu konstitusi Amerika 
dibuat, ada suatu gewetensdwang, suatu paksaan keagamaan dari 
rasa agama di Inggris; maka sebagai reaksi dari pada itu, golongan 
puritein menganggap perlu mendjamin kemerdekaan seorang untuk

247



memeluk agama apapun, dan sesudah itu dalam Undang-undang 
Dasar Perantjis diadakan djaminan atas pernjataan: „Declaration 
des droits de l’homme et du citoyen” dan hukan sadja terhadap 
kemerdekaan seseorang untuk memeluk agama, tetapi ditambah 
dengan lain-lain hak politik seseorang, sebagai reaksi contraabsolut- 
isme dalam negara pada waktu dulu. Tadi hal itu dengan pandjang- 
lebar telah diuraikan djuga. Dalam konstitusi jang bersifat libe- 
ralistis hal itu memang perlu. Maka itu adalah pokok negara. Kalau 
tuan-tuan melihat Undang-undang Dasar, terutama Undang-undang 
Dasar sesudah perang dunia ke-1, misalnja konstitusi Weimar di 
Djerman atau konstitusi negara-negara baru, jaitu negara Polonia, 
Tschecho-Slowakia, dll. tampaklah, bahwa itu memang mendjadi 
pokok salah satu pokok essentieel dari pada Undang-undang Dasar. 
Undang-undang Dasar jang bersifat liberalistis harus begitu. Sebab 
dalam pengertian liberaal itu adalah djaminan terhadap negara, 
terhadap Pemerintah, karena semula dianggap, bahwa Pemerintah 
seakan-akan mengurangi hak-hak manusia bagi seseorang, dan perlu 
menguranginja untuk keperluan u m u m ,  te tap i  « l ju -a  lianja untuK 
k e p e r lu a n  umum, D i l l i a r  hfltRS itll  tlllllk boltil l ,  selialj h a k  se se o ra n g  
a d a la h  in d iv id u a l i s m e ,  ja n g  tad i d e n g a n  pandjang-lebar dikupas 
dan telah kita tolak semua. Tadi oleh anggota jang terhormat tuan 
Hatta, hal itu dikatakan djuga dan saja djuga m u p a k a t  dengan 
a n g g o ta  Ilatta, tetapi l ia k  bersuara, berkumpul dan bersidan  ̂ di
masukkan untuk mendjaga, supaja kedaulatan rakjat terdjamin dan 
d j angan sampai Pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam hal 
itu. Pertama, djikalau itu kita masukkan, meskipun hanja hak ber
kumpul dan bersidang sadja Undang-undang Dasar itu  meinpunjai 
sistim dua jaitu: aturan jang mengandung sistim individualisme, 
jang bertentangan dengan sistim Undang-undang Dasar jang kita' 
tetapkan. Hal itu sebagai sistim undang-undang, sebagai sistim'sadja, 
tidak baik. Akan tetapi alasan itu menurut pendapat saja tidak 
tepat. Anggota jang terhormat tuan Hatta — tadi sudah dikatakau
— tidak berpaham perseorangan, tetapi pertanjaan jang memper
soalkan bagaimana lialnja kalau hak seseorang untuk bersidan" 
dilanggar oleh Pemerintah, sebetulnja berdasar atas ketjuri<raan 
terhadap negara jang diluar lingkungan seseorang. Dengan °laiu 
perkataan, itu suatu pertanjaan jang individualistis.

Djikalau ada kedjadian, bahwa Pemerintah bertindak sewenang- 
wenang, meskipun ada djaminan dalam konstitusi, djaminan itu tidak ada artinja. Tuan-tuan telah mengetahui djuga bahwa umpa- 
manja didalam Indische Staatsregeling — Undang-undang Dasar 
Hindia Belanda penduduk didjamin mempunjai hak bersidan" tetapi bagaimana dalam praktek ? Tetapi diluar itu, djuga menurut 
sistematik jaitu mengingat sistim dalam Undang-undang Dasar, kalau
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kita menghendaki sistim kekeluargaan, maka dengan tidak masuk- 
nja ketentuan itu, sudah tentu tidak berarti, bahwa orang tidak 
boleh berkumpul, tidak boleh bersuara, tidak boleh bersidang, sama 
sekali tidak. Akan tetapi kita mengandjurkan dan djuga harus men
didik, oleh karena Undang-undang Dasar mempunjai djuga element 
untuk mendidik masjarakat. Kita menghendaki semangat kekeluar
gaan jang harus meliputi seluruh lapangan hidup manusia, bukan 
sadja dalam ekonomi, sosial, akan tetapi djuga dilapangan politik, 
lapangan pemerintahan, artinja perhubungan antara pemerintah 
dan warga-negara, semua itu harus diliputi oleh faliam kekeluargaan. 
Djadi dengan sikap itu tiada pertanjaan: apa saja berhak atau tidak 
berhak berkumpul. Itulah sikap individualisme. Dengan sendirinja, 
misalnja didesa-desa, memang kita andjurkan djuga sistim permusja- 
waratan; dengan andjuran itu sudah tentu orang bisa dan harus 
diberi kesempatan dan berhak untuk berkumpul, untuk menjeleng- 
garakan kekeluargaan. Dalam sistim itu sikap warga-negara tidak 
„a p a k a l i  l iak  s a j a ? ” , ak a n  tetapi „a p a k a l i  k e w a d j ib u n  sa ja  sebagai
illl^ola keluarga jang besar ini” ? Kita semua manusia.  Apakali 
kedudukan saja sebagai anggota keluarga dalam kekeluargaan 
familie, desa, daerah, negara, Asia Timur Raya dan dunia? Djadi 
dengan mengubah sikap itu dengan sendirinja tidaklah dapat dia- 
djukan dalam Undang-undang Dasar tentang djaminan hak-hak 
jang bersandar atas hak individualisme. Barangkali, sidang jang 
terhormat, ada anggota-anggota ingin mengadjukan pertanjaan- 
pertanjaan tetapi sekarang djuga saja membuka rahasia. Pasal 27 
ajat 2 berbunji „Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan 
penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan” .

Pasal 29 berbunji: „Tiap-tiap warga-negara berhak dan wadjib 
ikut serta dalam usaha pembelaan negara’’. Pasal 30 berbunji „Tiap- 
tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran” . Tentang di
sebutkan dalam pasal 28: „Negara mendjamin kemerdekaan tiap- 
tiap penduduk untuk memeluk agama lain” . Itulah hak orang dalam 
pengertian grondreclit. Apa sebab panitia memasukkan hal-hal itu? 
Tadi telah saja uraikan, bahwa segala undang-undang, dan terutama 
Undang-undang Dasar, adalah hasil historie. Djadi pada saat orang 
membikin Undang-undang Dasar, adalah mendjadi soal, apakah jang 
mendjadi paham sosial menurut historie pada waktu itu. Artinja 
jang actueel, dan ini memang mengandung aliran sosial jang adil. 
Pertama tentang agama, memang perlu disini disebutkan, sebab actu
eel; maka ditulis dalam pasal 28 ajat 1: „Negara berdasar atas ke- 
Tulianan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi 
pemeluknja” . Djikalau hal itu dibatja begitu sadja, sudah tentu 
dalam hati-sanubari para warga-negara jang tidak beragama Islam
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ada rasa kekuatiran. Djangan kualir, sebab dalam ajat 2, negara 
mendjamin hal itu dengan kata-kata jang berarti: kamu boleh 
beribadat menurut agama dan kepertjajaanmu masing-masing.

Hal tiap-tiap warga-negara atas pekerdjaan dan penghidupan jang 
lajak bagi kemanusiaan (pasal 27 ajat 2), dimasukkan djuga dalam 
Undang-undang Dasar, karena sesuai dengan aliran zaman. Umpama- 
iija dinegara-negara Eropa Barat tidak ada undang-undang jang 
bersifat begitu. Tetapi sebelum pctjah perang, dikeradjaan Ruma
nia ada ketentuan itu. Tetapi direpublik Roetenia, negara jang 
terbangun sesudah perang, tidak ada. .Maka itulah silat republik 
demokratis. Tetapi hal itu sesungguhnja adalah aliran sosial jang 
sesuai dengan zaman, jang sesuai dengan silat kekeluargaan. Maka 
sebagai warga-negara jang mengerti aliran djaman, jang hendak 
mendirikan negara jang modern, kita perlu memasukkan aturan 
itu dalam Undang-undang Dasar. Aturan lenlang pertahanan negara,
—  Suat u hal jang penting karena kita menjusun undang-undang 
dalam suasana perang — perlu pula dimasukkan. Pun demikian 
halnja dengan pengadjaran, jalah sebagai suatu masalah jang 
mempunjai sifat sosial, dan sifat sosial tadi adalah untuk luenje- 
lenggarakan keadilan sosial; maka rentjana Undang-undang Dasar 
memuat djuga pasal tentang hal itu. Itulah sebabnja maka diusul
kan oleh Panitia untuk memasukkan pasal tentang hak pekerdjaan 
dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan. Pasal 32 tentang 
„fakir-miskin, dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh negara” , 
pun dipentingkan oleh negara. Pasal ^/tentang perekonomian, 
jang menjebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan segala kekajaan alam 
jang penting untuk kepentingan negara dikuasai oleh negara, perlu 
untuk negara.

Paduka Tuan Ketua. Sudah tentu Undang-undang Dasar ini, jang 
dirantjangkan oleh panitia, baru dapat didjalankan dengan seluas- 
luasnja, sehabis perang. Kita ■ mengetahui bahwa, djikalau kita 
mendapat kemerdekaan dalam saat ini jang memang kita harapkan, 
maka sudah tentu anggaran dasar ini tidak bisa didjalankan begitu 
sadja. Suasana perang minta perhatian istimewa dan meskipun tidak 
ada perang, sebagai sesuatu hal jang dibentuk pertama kali tidak 
bisa sifatnja terus-menerus sama sadja; nanti harus ada overgang, 
terutama dalam masa perang; dengan sendirinja suasana perang 
menghendaki tindakan-tindakan istimewa jang memberi kekuasaan 
untuk bertindak begini atau begitu. Kita baru-baru sadja membatja 
dalam surat-surat chabar, bahwa dinegeri Nippon baru-baru sadja 
diterima undang-undang istimewa jang memberikan kekuasaan isti
mewa kepada pemerintah agung untuk bertindak tjepat dan tepat 
untuk keperluan perang. Dalam keadaan perang, djikalau untuk
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menjelenggarakan pemerintahan tiap-tiap waktu dibutuhkan 
bantuan orang banjak, badan perwakilan sudah tentu akan katjau. 
Oleh karena itu, dalam bab peralihan pasal 40 ditentukan „dalam 
persidangan jang pertama, dari pada badan jang tersebut dalam 
pasal 39”, — jaitu Madjelis Permusjawaratan Rakjat, „ditentukan 
kekuasaan jang diserahkan kepada Presiden” . Dengan sendirinja 
ketentuan itu harus dimengerti bahwa didalam perang ditentukan 
sjarat-sjarat jang mendjamin supaja pemerintahan bisa berlaku. 
Pertama kali tidak bisa diadakan sidang pertama Madjelis Per
musjawaratan Rakjat jang diatur dalam Undang-undang Dasar, oleh 
karena undang-undang itu belum ada. Maka pasal 39 mengatakan, 
bahwa untuk pertama kali Djawa Tyuuoo Sangiin ditambah dengan 
anggota Sanyo Kaigi dan Tyuo Honbu Hoko Kaigi serta utusan- 
utusan dari Sumatra Tyuuoo Sangiin, utusan-utusan dari Borneov 
Sulawesi dan lain-lain pulau melakukan kekuasaan Madjelis Permu
sjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat. Ini lianja idee 
sadja dari pada panitia mengenai tjara bagaimana kita untuk per
tama kali mengadakan sidang badan permusjawaratan jang mende
kati tjita-tjita, sebagai pendjelmaan rakjat seluruhnja. Itu adalah 
utusan dari Sumatra Tyuuoo Sangiin, utusan-utusan dari Borneo, 
suatu djalan. Barangkali dengan demikian bisalah. Pendapat itu 
lianja mengenai tjara sadja, artinja bukan mengenai beginsel dari 
pada panitia. Umpama ada salah seorang anggota sidang berkata, 
bahwa tjara itu sadja belum memberi djaminan, melainkan harus 
ditambah, harus dirobah, kami turut. Karena sebetulnja pendapat 
itu hanja suatu idee sadja, jaitu mengingat pengangkatan Kepala 
Negara, wakil Kepala Negara dan Dewan Pertimbangan Agung.

Pasal 36 dengan sendirinja sudah terang. Pasal 37 terang. Segala 
badan pemerintah dan peraturan jang ada, masih langsung berlaku, 
selama belum berlaku jang baru, jalah karena antara fase lama 
dan fase baru tidak boleh ada hiaat.

Ada 2 hal jang saja lupa, jaitu pasal 33 jang menjebutkan, bahwa 
Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonesia. Ini adalah 
sebagai penerangan, supaja tidak ada salah paham. Pasal 33 ini 
tidak berarti, bahwa kita menolak adanja kebudajaan-kebudajaan 
daerah, misalnja umpama ada orang berkata: „Sekarang larian 
Djawa, kebudajaan Djawa, bukan kebudajaan Indonesia, maka kita 
mentjiptakan jang” baru. Bukan begitu maksudnja. Kebudajaan 
Djawa, Bali, Sunda itu semuanja kebudajaan Indonesia. Itu harus 
dihormati, didjundjung tinggi, akan tetapi pasal ini maksudnja 
bahwa oleh karena kita hendak mengadakan persatuan, maka 
sedapat mungkin kita melahirkan kebudajaan nasional Indonesia. 
Bagaimana kebudajaan itu, terserah kepada masjarakat nanti.
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Djuga pasal 35 jang berbunji: „Bahasa negara, jalali bahasa 
Indonesia” . Sama sekali tidaklah berarti, baliwa bahasa Djawa, 
bahasa Sunda dll. harus dihapuskan. Sama sekali tidak. Dulu saja 
djuga mendengar didalam sidang ini perkataan: Djanganlah mema
kai nama „Sukarjo” , nama Djawa, tetapi harus nama Indonesia. Itu 
salah. Bukan itu jang dimaksud. Nama Djawa, nama Sunda itu nama 
Indonesia. Djadi bahasa-bahasa daerah, bahasa Djawa dll. dihor
mati. Dengan sendirinja bahasa itu diutjapkan, dipakai, apa lagi 
bahasa jang mempunjai tingkatan tinggi seperti bahasa Djawa misal- 
nja jang dipakai oleh berdjuta-djuta orang, tidak bisa lenjap; itu 
tidak usah dikuatirkan, sebab itu bahasa Indonesia djuga; tapi disini 
kita mendjundjung tinggi persatuan rakjat, disamping itu bahasa 
negara ialah bahasa Indonesia.

Sebagai penghabisan dari penerangan ini, saja singgung aturan 
tambahan pasal 42: Dalam 6 bulan sesudah achirnja peperangan 
Asia Timur Raya, Pemerintah Indonesia mengatur dan menjeleng- 
garakan segala hal jang ditetapkan dalam undang-undang ini; tadi 
saja katakan bahwa selama perang memang tidak bisa segala jang 
diandjurkan oleh Undang-undang Dasar ini berdjalan. Misalnjn 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang kita bentuk, tidak bisa segera 
membuat undang-undang, melainkan baru bisa sehabis perang. 
Langkali pertama dari pada Pemerintah Indonesia sehabis peran", 
jalah membentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan menga
dakan aturannja supaja bisa berkumpul; Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat itu adalah sebagai pendjelmaan kedaulatan rakjat jang akan 
menentukan pokok-pokok dasar haluan negara untuk kemudian 
hari. Demikian Paduka Tuan Ketua, keterangan saja atas nama 
Panitia.

Ketua RADJIMAN:
Tuan-tuan anggota sekalian jang terhormat. Sidang ini akan 

ditunda, tetapi sebelum saja tutup, tuan Zimukyokutyo akan memberikan keterangan.
Wakil Ketua SUROSO:
Keterangan ini tidak penting, tetapi perlu diberitahukan disini 

jaitu semua anggota, pun jang berdiam dikota ini, dipersilahkan 
bersantap di Hotel Miyako.

Ketua RADJIMAN:
Sekarang sidang ini saja tunda, sampai pukul 3.00 kita ber

istirahat.
(Rapat ditutup pukul 13.05).
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(Rapat dimulai pukul 3.10).
Ketua RADJIMAN:
Sekalian anggota jang terhormat, sidang saja buka lagi.

Wakil Ketua SUROSO:
Tuan-tuan, ada anggota-anggota jang tadi tidak minta bitjara, 

tetapi sekarang minta, jalah anggota-anggota:
1. Sutardjo
2. Sukiman
3. Kolopaking
4. Buntaran
5. Yamin
6. Liem Koen Hian
7. Hatta
8. Hendromartono
9. Surjo Hamidjojo

10. Surjo
11. Hadikusumo
12. Suwandi
13. Abdul Patah Hassan
14. Abikusno
15. Pratalykrama
16. Dahler
17. Maskur
18. Sanusi
19. Baswedan.

Ketua RADJIMAN:
Saja minta tuan Sutardjo madju.

Anggota SUTARDJO:
Paduka Tuan Ketua jang terhormat!
Saja telah membatja rantjangan Undang-undang Dasar Negara 

Indonesia; saja telah mendengar pendjelasan dari Ketua Panitia 
Paduka Tuan Ir Soekarno, begitu djuga pendjelasan tambahan dari 
Paduka Tuan Supomo. Ketjuali mengenai beberapa hal jang ketjil- 
ketjil, saja bisa menerangkan, bahwa baik rantjangan maupun 
pendjelasan dari Ketua tuan-tuan tadi seluruhnja dapat saja setu- 
djui. Paduka Tuan Ketua, kalau saja hendak melahirkan apa jang 
terkandung didalam hati saja pada saat ini dengan sepatah kata 
jalah begini: Seandainja tuan Ketua, saja pada saat ini dan ditem* 
pat ini ingin menangis, maka saja menangis karena senang hati 
saja.
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Tuan Ketua, dari rantjai.gan, maupun dari pendjelasan kedua 
teman an n ota  tadi njata ‘sekali, bahwa djiwa asli Indonesia, djiwa 
lplnlmr kïta djiwa dari bangsa Indonesia didalam kemegahannja 
«ampai pada saat ini masih segar-bugar. Tuan Ketua, kalau saja 
utiankai) perkataan ini, teringatlah saja kepada dua pernjaUtan 
terhadap dan tentang bangsa kita, bangsa Indonesia.

1. Dari pihak Belanda.

2. Dari pihak kalangan Nippon.

Dizaman Belanda, tuan Ketua, kita semua pernah mendengar 
pendapat jang diutjapkan dari kalangan orang Belanda, halnva 
bangsa Indonesia adalah suatu inférieur ras, suafu bangsa jang 
tidak ijakap. tidak sanggup menduduki tempat kehormatan dida
lam perhubungan internasional.

\pa lasi didalam perhubungan internasional, sedang menempati 
kursi didalam rumah sendiripun tidak tjakap. lili pernjataan dari 
pihak orang Belanda dahulu. Belum selang beberapa lama, haru 
beberapa hari jang lalu, mcnjamhung apa jang telah saja dengar 
lebih dahulu, terdengar oleh saja bergama dengan beberapa orang 
saudara pernjataan dari seorang Nippon terkemuka, jang telah 
mengelilingi dunia. Bilang beliau begini: .,Orang Indonesia 1110111- 
punjai silat jang haik jang sukar didapat diseluruh dunia". Saja 
lertjenaan«: waktu mendengar perkataan itu, tuan Ketua: saja
sendiri sebagai salah seorang jang mengalami, tidak merasa mein- 
punjai sifat^jang seperti itu. Bagi saja sendiri, setiap liari saja 
intai-intai sifat dan kesalahan jang ada pada saja sendiri. Sifat-sifat 
jang baik saja lidak pernah atau djarang sekali perhatikan. Saja 
kira bahwa sifat ini bukan sifat jang istimewa atau begitu, atau 
serupa itu, tetapi sifat bangsa kita, bangsa Indonesia, silat jang 
kita warisi dari leluhur kita.

Tuan Ketua, saja katakan tadi, bahwa teranglah pada saja, 
waktu saja membatja dan mendengar pendjelasan tadi dan nicm- 
batja rantjangan tadi, bahwa djiwa leluhur kita masih segar-bugar. 
Ini bukan perkataan kosong tuan Ketua, orang boléh berkata, barang- 
kali menjangka didalam bahasa B-elanda dahulu, „papier is gedul- 
dior’% jaitu bahwa apa jang dirant jangkan disini diatas kertas jang 
sangat sederhana, kuning warnanja, bisa dibikin semau orang! 
Tetapi tuan Ketua, saja sedikit-banjak kenal akan sifat suara 
manusia. Getaran suara, getaran suara sedikit-banjak saja kenal, 
oreiaran suara jang saja dengar dari mulut kedua beliau tadi dan 
Tuara jang tidak dapat didengar tetapi jang bisa dianaliseer dari 
tulisan-tulisan jang termuat diatas kertas, ini tulak mendjustai saja.



Rantjangan untuk menjusun Negara Indonesia Merdeka jang 
sekarang disampaikan kepada madjelis ini, menurut paham saja 
sebagai seorang jang bukan ahli hukum tata-negara mengandung 
arti jang boleh disebut lain dari pada jang lain. Saja kira, bahwa apa 
jang ditulis oleh saudara-saudara sebangsa diatas kertas ini, boleh 
dibanggakan terhadap orang-orang Barat ahli hukum negara dan 
terutama jang menarik perhatian saja jalah bukan isi kata-kata 
jang disini, tetapi djiwa rantjangan ini. Djiwa ini sebagai pokok 
dari pada pokok mengandung perbedaan dengan apa jang diperhati
kan oleh orang barat kepada kita. Pokok dari pokok itu, jalah 
perb.edaan paham tentang arti perkataan merdeka. Menurut paham 
orang Barat, merdeka itu jalah merdeka lahir. Menurut paham orang 
merdeka itu ialah merdeka batin. Inilah jang beberapa hari jang 
lalu didalam sidang pertama saja andjurkan didalam madjelis ini. 
Pun diluar gedung ini. Seringkali saja mengandjurkan kepada para 
pemimpin daerah dan para pemuka pentingnja kemerdekaan batin, 
tuan Ketua; saja kira hanja ini, hanja inilah jang bisa mendjadi 
pokok dasar, jang harus diutamakan, jang paling kuat untuk me
njusun negara jaitu memerdekakan batin, dengan lain perkataan 
didalam agama kita „mati didalam hidup”, dengan lain perkataan 
lagi „Sirnaraga”, dengan perkataan lain lagi jang sering terdengar, 
„tidak mementingkan diri sendiri” atau jang lebih tinggi lagi jaitu 
¿datang kealam kesurgaan” .

Tuan Ketua, djiwa jang dituangkan didalam rantjangan ini tidak 
perlu saja terangkan lagi dan sangat membikin besar dan gembira 
hati saja. Saja katakan tadi njatalah sekarang, masih ada tjatjat 
jang bertumpuk-tumpuk, tjelaan jang bertumpuk jakni dituang 
atas pundak kita bangsa Indonesia, njatalah bahwa djiwa bangsa 
Indonesia bukan seperti jang digambarkan oleh orang lain itu. 
Tuan Ketua, kalau kita mengambil pernjataan itu sebagai dasar 
langkah jang pertama untuk menjusun negara kita jang akan 
merdeka, maka saja kira bahwa langkah kedua jang boleh diha
rapkan dari segenap anggota madjelis itu ialah menundukkan, 
artinja bersjukur kepada Tuhan, sebab bangsa kita masih dapat 
memiliki sifat seperti jang saja gambarkan tadi. Kalau ini kita 
pakai sebagai pangkal buat melangkah terus, maka saja kira tidak 
ada faedahnja, kita didalam rapat hari ini mengemukakan pen
dapat-pendapat mentjari kemenangan dalam perkataan buat me- 
njempurnakan rentjana Undang-undang Dasar ini. Pengharapan saja, 
Paduka Tuan Ketua, kalau para saudara teman anggota menjetudjui, 
djanganlah kita memakai tjara jang lama, berdebat untuk men
tjari kemenangan perkataan, mentjari kesempurnaan dalam me
njusun kata-kata. Bagi saja tuan Ketua, jang paling penting jalah 
menghidupkan terus djiwa jang dituangkan didalam rantjangan 
Undang-undang Dasar ini, dan tegasnja, praktisnja, saja hendak

5 0 6 /B /C /Z  (21)
255



mengusulkan supaja djüiigan membuang waktu banjak didalam
uli nentiiii

----------- r- ............ r ..... ..........  — j....¿i . . . . . .........
daki oléh anggota-anggota itu ditimhangkan baik-baik. Saja pertjaja 
tuan-tuan, baik dari pibak Ketua Panitia maupun dari Panitia selu- 
ruhnja tidak akan usul-usul diabaikan. Kalau usul-usul itu, karena 
beberapa sebal) tidak dapat diterima, marilah kita berbuat apa r 
hati menjerah. Paduka Tuan Lr Soekarno tadi memperingatkan 
kepada kita bahwa kita menghadapi saat jang amat penting, tidak 
sadja amat penting luan Ketua, tetapi amat genting djuga. Tidak 
usah diterangkan lebih landjut arti perkataan ini. Kalau "demikian 
halnja marilah kita djangan membuang banjak waktu, marilah 
kita sekarang, seperti jang telah kita perlihatkan bersama didalam 
hal-lial jang telah lampau dalam gedung ini, marilah kita sekarang 
bersatu dengan bulat dan membuang rasa apa sadja jang akan 
menghalangi atau merintangi dalangnja persatuan itu. Ilanja per- 
satuan itulah, tuan Ketua, jang akan membawa kita kepada negara 
merdeka jang kekal kuat dan abadi. Lain tidak. Dari itu, oleh 
karena begitulah paham saja maka beberapa amendement saja 
dan usul-usul jang kel.ul-ketjil tentang sislim alau kala.kala -ii(lak 
saja bitjarakan disini. Ivalau tuan Ketua mengizinkan, hendak saja 
sampaikan sadja kepada tuan Soekarno sebagai Ketua Panitia 
Penjelenggara Rantjangan Undang-undang Dasar ini.

Sekian sadja uraian saja.
Terima kasih.

Ketua RAD JIM A N :
Sekarang jang saja minta madju kemimbar tuan Suklman.

Anggota SUKIMAN:
Paduka tuan jang termulia, sidang jang terhormat!
Dimuka kita diletakkanlah suatu rantian<rin TT l i

Negara Indonesia jang tidak lama la<n ak m y n1d“,1P'“ li«]ar»gDai,ar 
menmdjau suasana dan kedjadian-kedjadiu, ¡.(1‘^ a;.J.)j,kalau 8“ ja 
tukan negara kita, memang sungguh ter .^lnl 1(UM'k(‘llllng pemben- 
nja gelombang pergolakan dunia jan- dewaL sehit!at-h6bat-
pertempuran antara nasionalisme Asia d „ l-U envudjud suatu 
Segenap bangsa Asia pada waktu sek am i^  ‘.InPerialisnie Barat, 
rangan dahsjat untuk memerdekakan ban«-! T 1 ¿nelakukan pepe- 
murkaan Sekutu jang hendak menaklnH,^ adaP keangkara-
bali Asia. Dalam keadaan jang demikian 'ii ln®ndjadjah kem- 
segala tindakan liarus bersifat kilat. sudah barang tentu
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Kesabaran hati, ketenangan pikiran seringkah hilang lenjap, 
dan terdjadilah pertikaian bebal anlara para pemimpin-pemimpin 
tentang iial-hai jang tidak pokok dan tidak „vau belang”  bagi saat 
sekarang ini: pada itu tentu kita pandai memilih dan mempergu
nakan kemungkinan jang dapat memperteguh dan memperkokoh 
kedudukan kita sebagai bangsa Indonesia. Sesunggulm¡a, semuanja 
itu tadi memang sudah dimengerti. Alangkah haiknja, djikalau 
pembentukan rant ian'ian Undang-undang Dasar dan pekerdjaan jang 
lainnja sudah lebih dulu diselenggarakan oleh para pemimpin dan 
ahli-ahli hukum negara bersama, Jiingga pasti akan lebih mendapat 
kekuatan sjah dari pada buah pekerdjaan jang sangat terburu 
seperti rant jangan sekarang ini. Tetapi saja mengutjap sjukur 
alhamdullilah terhadap kehadiran Allah s.w.t., bahwa atas berkat- 
Nja dan dengan kegiatan para ahli-ahli hukum negara bangsa kila 
dapatlah disusun suatu rantjangan Undang-undang Dasar nenara 
jang. walaupun didalam sifat dan isinja pada umumnja mengandung 
tanda-tanda kekilatan, dapat memuaskan, sekadar memuaskan, dan 
dapat djuga didjadikan pedoman pembitjaraan sekarang ini.

Saja peri jaja, bahwa dengan bantuan para ahli-ahli hukum negara 
jang lainnja, dan ditambah dengan pengalaman dan pengetahuan 
tentang riwajat politik beberapa negara, akan dapatlah sekadar 
disempurnakan buah hasil pekerdjaan ” one day”  itu tadi. Karena 
untuk men jelenggarakannja, hendak menjumbangkan pendapat 
dan pikiran saja, maka sekali-kali bukanlah maksud saja akan 
mengurangi penghargaan saja atas kepandaian dan keahlian orang- 
orang, seperti tuan Supomo, W ongsonegoro, Subardjo, Maramis, 
Yamin dan para juris-juris lainnja jang bekerdja dalam vaknja.
1 fiiiilakhili Ituah pikiran saja ini dipandang seba^U fltmilnillliilll 
seoranir Inikan ahli,  leek, untuk Lurul seria dalam pekcii ljaan me m-
bentllk negara kila bersama.

Sjahdan, selelah mempelad jari dengan saksama rantjangan un- 
dang-imdang negara kita tadi, maka sebagai kesini])ulan terachir 
saja menjalakan, 'bahasa rantjangan ini bersistim sendiri, berbeda 
sistim dengan undang-undang beberapa negara jang terkemuka 
didunia ini seperti Dai Nippon, Amerika, Rusland, Peranljis dan 
lain-lainnja. Ini mendjadi kekuatannja, menurut hemat saja, karena 
didalamnja dapatlah digunakan pengalaman-pengalaman jang baik 
dari pada sistim-sistim negara lersebut. tadi; misalnja oleh karena 
Negara Indonesia berbentuk republik, maka kedaulatan rakjat 
harus diakui sebagai azas pemerintahannja. M enilik tingkat ketjer- 
dasan rakjat kita, maka buat sementara waktu kedaulatan rakjat 
tadi baru kita wudjudkan, djelmakan dalam sebuah badan sadja 
dulu, jang dinamakan Madjelis Perinusjawaratan Rakjat, pasal 17 
bab 6, jang sedikitnja sekali dalam 5 tahun bersidang untuk:
a. memilih Presiden dan Wakil Presiden,
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b, untuk menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar 
dari pada haluan negara, (pasal 18).

Untuk lebih menegaskan kedaulatan Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat, maka saja mengusulkan, supaja ditetapkan dalam Undang- 
undang Dasar ini, bahwa sebagai prinsip, pemilihan Madjelis Per
musjawaratan Rakjat harus langsung oléh rakiat. Djadi.saja usulkan 
supaja ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, bahwa Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat sebagai prinsip dipilih oléh rakjat lang
sung. Dalam pemandangan saja, maka kedaulatan Madjelis Per
musjawaratan Rakjat itu paling sedikit sama kedudukannja dengan 
Rijksdag Djerman, Konstitusi Weimar, Madjelis Rendah Dai Nippon 
atau Tweede Kamer dari Staten-generaal Belanda; ditetapkan oléh 
Undang-undang Dasar masing-masing negeri itu bahwa badan-badan 
perwakilan itu langsung dipilih oléh rakjat, (Konstitusi Djerman 
art. 22, Konstitusi Dai Nippon art. 35, Negeri Belanda art. 83-84) ; 
karena Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu tak dapat dibubarkan 
dalam bentuk konstruksi rantjangan ini, maka Déwan Perwakilan 
Rakjat mempunjai kedudukan lebih rendah dari pada Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat, jalah karena pekerdjaannja hanja mem
buat undang-undang biasa, organieke wet (pasal 20-21). Supaja 
ada sedikit garis atau sistim jang praktis, mengenai soal kekuasaan 
kedaulatan rakjat, maka saja mengusulkan supaja Déwan Perwa
kilan Rakjat disusun oléh dan dari pada anggota Madjelis Permu
sjawaratan Rakjat; dengan demikian ada 2 badanlah jang mendjadi 
mandataris atau kuasa kedaulatan rakjat itu, jakni Présidén dan 
Déwan Perwakilan Rakjat. Untuk menjingkirkan keadaan-keadaan 
keruh jang mungkin timbul dalam perdjuangan pemilihan, seperti 
seringkali sungguh menjala-njala dinegeri jang lain, dan menilik 
tingkat ketjerdasan rakjat kita, maka saja mupakat sekali bahwa 
Présidén dipilih oléh Madjelis Permusjawaratan Rakjat (pasal 4), 
dan buat sementara waktu tidak langsung oléh rakjat. Dengan 
kedudukan Présidén sebagai pembikin undang-undang biasa ber
sama dengan Déwan Perwakilan Rakjat dan para Menteri-menteri 
bertanggung-djawab terhadap kepadanja tidak pada Déwan Per
wakilan Rakjat, maka pemerintah setjara parlementaire démocratie 
Eropah tidak terpakai; saja sendiri amat setudju (pasal 3). Dengan 
konstruksi demikian maka terdjaminlah tetap langsungnja stabili- 
teit pemerintahan jang sungguh mendjadi sjarat mutlak untuk 
membentuk negara baru.

Tinggallah satu soal jang penting, jang hendak saja madjukan, 
jaitu soal mempererat perhubungan pembentukan negara kita 
dengan djiwa rakjat. Untuk ini haruslah diperhatikan keadaan 
djiwanja. Dewasa ini rakjat merasa tidak mempunjai hak apa-apa, 
sebagai akibat 350 tahun pendjadjahan, baik jang mengenai djas- 
mani maupun jang mengenai roehaninja. Pikiran rakjat Indonésia
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sungguh dikuasai oleh rasa tidak mempunjai harga sendiri, (min* 
derwaardigheidscomplex). Untuk membasmi rasa demikian itu maka 
segala usaha harus didjalankan. Berkenaan dengan itu maka saja 
setudjui sekali usul untuk memasukkan beberapa hak dasar kewar- 
gaan dalam Undang-undang Dasar negara. Saja katakan beberapa 
sadja» karena tentu sadja tidak semua hak-hak dasar dari pada 
kewargaan dimasukkan disitu, tetapi beberapa hak-hak sadjalah 
jang perlu dimasukkan dalam Undang-undang Dasar negara. Nam- 
paknja, dalam anggapan saja, semua hak sudah sewadjarnja men- 
djadi hak-hak rakjat jang berdaulat, tetapi menilik riwajat pen- 
djadjahan jang kita alami bersama, jang mengadjarkan, bahwa 
sekalipun beberapa hak-hak dasar penduduk telah diakui dalam 
Indische Staatsregeling jang lampau, dalam prakteknja semuanja 
itu adalah tipuan belaka, hingga tentang hak-hak rakjat kita sung
guh ditelandjangi sama sekali, maka mengingat itu dan untuk 
membesarkan hati rakjat, — karena ini berhubungan erat dengan 
riwajat jang baru sadja kita tutup — saja kira tidak ada djeleknja 
kalau beberapa hak dasar, seperti hak bersidang dan berkumpul, 
hak menulis dan beberapa hak lagi, kita masukkan sebagai pen
dorong untuk memperbesarkan hati rakjat.

Sedikit lagi tentang sesuatu hal, para anggota jang terlicrmat, jang 
berkenaan dengan dasar keagamaan. Disini sesungguhnja bukan 
maksud saja untuk memetjahkan lagi pembitjaraan, akan tetapi saja 
rasa perlu sekali menerangkan, karena apa umat Islam didalam 
hal ini senantiasa menaruh sjak-wasangka. Menurut Indische Staats
regeling dahulu memang terang-terang djuga didjamin kemerdekaan 
agama tiap-tiap penduduk, tetapi kita sebagai umat Islam telah 
mengalami keadaan jang tidak sesuai dengan keadaan itu, karena 
sungguh-sungguh, kalau kita amat-amati dan mengikuti pembitja- 
raan-pembitjaraan dalam sidang Volksraad marhum, memang 
menjolok mata umat Islam, sehingga umat Islam masih sadja ber- 
tjuriga dan bersjak-wasangka terhadap kalimat kenetralan dalam 
hal agama, sebagai aluran ketentuan bentuk Negara Indonesia 
Merdeka.

Tuan Ketua jang mulia, dengan uraian tadi saja sudahi sumbang
an saja terhadap soal ini; saja mengaturkan terima kasih.

Ketua RADJIMAN:
Supaja djalannja persidangan mcndjadi singkat saja minta sadja 

pendirian Panitia Undang-undang Dasar tentang usul anggota jang 
terhormat Sukiman.

Anggota SUPOMO:
Paduka Tuan Ketua, djika diperbolehkan saja usulkan, apakah 

tidak lebih baik djika semua jang akan bitjara memadjukan dahulu 
apa jang dibitjarakan?
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Ketua RADjIMAN:
Menurut perasaan saja, nanti semestinja hanja merembuk artikel- 

artikel sadja. Saatnja ini hanja untuk mempeladjari artikel-artikel. 
Pembitjaraan-pembitjaraan tadi sebetulnja mengenai algemeene 
beschouwing jang tidak berhubungan dengan satu dan (lua artikel. 
Algemeene beschouwing sudah diadakan kemarin. Bagaimana jang 
dikehendaki sekarang, apa diadakan tambahan?

Anggota SUPOMO:e'“
Pertama usul (lari tuan Sukiman terhadap tjara pemilihan Ma- 

djelis Permusjawaratan Rakjat dan kedudukan Dewan Perwakilan 
Rakjat, Panitia tetap berpendirian bahwa tjara itu lebih baik 
diatur dalam undang-undang, tidak dimasukkan dalam Undang- 
undang Dasar, karena tadi dikemukakan bahwa Undang-undang 
Dasar disebut harus sesupel-supelnja, memuat aturan janr: pokok; 
jang diuraikan itu sudah tentu sudah tertjatat dalam perslah dalam 
pembitjaraan hari ini. Itu tentu akan diperingati untuk kemudian 
kalau kita membentuk undang-undang. Kedua, tentang pemilihan. 
Hal-hal jang tidak begitu istimewa tidak perlu masuk Undang- 
undang Dasar. Begitu djuga lialnja dengan hak warga, seperti hak 
berkumpul, jang menurut kehendak tuan Hatta perlu dimasukkan 
djuga. Oleh karena Panitia tidak mengetahui usul-usul apa jan,» 
dimadjukan disini, saja memadjukan pendapat saja sendiri. Tadi 
sudah dikatakan, bahwTa Undang-undang Dasar harus mempunjai 
sistematik. Akan tetapi menurut pendapat saja, beberapa anggota 
ingin menjatakan, hanja sebagai pendorong dan tidak dengan me
langgar sistematik tadi, bagaimana tjaranja, meskipun kemudian 
akan diadakan aturan dengan undang-undang tentang bersidang, 
berkumpul menurut pendapat saja, sudah tjukup dalam pembitja
raan ini kita njatakan bahwa itu tidak masuk dalam Undang-undang 
Dasar, karena menentang sistematik kita. Akan tetapi sebagai per- 
njataan, sebagai keterangan dari pada Undang-undang Dasar dalam 
pengumuman pembentukan dasar ini, saja njatakan, bahwa kita 
memang jakin dan menghendaki bahwa, d jika kemudian Peme
rintah Indonesia menjelenggarakan pemerintahan, tentu akan di
adakan undang-undang jang mengenai sesuatu kemauan. Inilah 
sebagai pernjataan dalam pembitjaraan ini.

Menurut pendapat saja sudahlah tjukup, djika hal-hal itu tidak 
usah kita masukkan, oleh karena seperti tadi saja katakan, pemuat
an ketentuan itu menentang sistematik dan aliran-aliran jang ter
masuk dalam rantjangan. Lagi pula seperti telah saja katakan, 
dengan tidak masuknja ketentuan itu tidaklah berarti, bahwa ber
kumpul dan bersidang itu terlarang. Tidak; tetapi dalam undang- 
undang hal-hal itu akan diatur, terutama kalau ada pernjataan, 
bahwa dalam sidang ini djuga ada dorongan untuk menjatakan 
hal-hal itu dalam undang-undang.
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Ketua RADJIMAN:
Apakah pendjelasan itu bisa menjenangkan dan hal pemilihan 

bisa diterima?
Anggota SUICIMAN:
Tentang azasnja dalam undang-undang hukum liendaknja didapat 

djuga ketentuan bahwa perwakilan harus langsung dipilih oleli 
rakjat. Hanja pernjataan itu sadja jang hendak saja usulkan untuk 
dimasukkan dalam grondwet. Pemilihan Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat djangan hanja dengan undang-undang, tetapi diterangkan, 
bahwa pada azasnja harus langsung dilakukan oleh rakjat.

Anggota SUPOMO:
Sebagai prinsip dasar saja sendiri tidak ada keberatan. Djadi 

pasal *17 mendjadi: „Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas 
anggota Dewan ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan 
golongan, menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang” . 
Tentang tjara pemilihan langsung telah ada ketentuan.

Anggota HATTA:
Kalau organis tidak bisa langsung.
Anggota SUPOMO:
Maka lebih baik pasal itu tetap sadja.
Ketua RADJIMAN:
Algeineen kiesrecht.
Anggota SUKIMAN:
Saja hanja memasukkan, satu idee; kalau itu memang sukar, tidak 

perlu dilandjutkan.
Ketua RADJIMAN:
Apakah baik dengan undang-undang begitu sadja? Hal itu tidak 

usah ditanjakan tetapi akan disetem. Permintaan saja kepada para 
jang akan berbitjara supaja jang bersifat pemandangan umum di
hapuskan, jalah tidak dipakai untuk alasan guna isi hukum dasar 
ini. Tetapi halitu, boleh dipakai, kalau 'kita membit j arakan peman
dangan umum. Saja minta supaja jang dibitjarakan waktu ini 
artikel-artikel didalam hukum dasar. Supaja djangan sampai katjau 
djalannja persidangan ini, kita sekarang membitjarakan artikel- 
artikel dalam rantjangan jang sudah diadjukan oleh Panitia Ketjil 
hukum dasar tadi.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:
Batja pasal demi pasal sadja dan kita bitjarakan.
Ketua RADJIMAN:
Mestinja satu persatu, tetapi kalau tidak setudju jang 19, semua- 

nja bagaimana?
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Anggota SUPOMO:
Boleh saja batja artikel den.i arlikel.
Anggota HAT TA:
Tidak bisa begini.
Ketua RADJIMAN:Ketua KAUJIMA'm
Saia tetapkan supaja jang diusulkan artikel-artikel jang tidak 

disetudjui sadja. Djadi jang tidak disctudjiu sadja. Apa ada kebe
ratan tentang sesuatu artikel?

Anggota KOLOPAKIING.
Paduka Tuan Ketua, sidang jang terhormat! Saja hanja minta 

b e b e r a p a  m e n i t  untuk berbitjara. Sudah saja dengar keterangan 
dari Paduka Tuan Ir Soekarno dan Prof. Supomo dan saja meraba 
diuga bahwa masih ada banjak kekurangan dalam rantjangan 
U n d a n g - u n d a n g  Dasar i n i ,  misalnja mengenai ketentuan jang 
mungkin berhubungan dengan kesehatan, dengan hak tanah, 
dengan hak b e r k u m p u l  atau bersidang dan lain-lain. Tetapi rata- 
r a t a ° b u a t  saja sendiri telah memuaskan; saja seludju dengan usul 1 
dan dengan pendapat tuan Sutanljo, bahwa rata-rata rantjangan ini 
telah m e m u a s k a n ,  bukan sadja buat kita sendiri, tetapi djuga buat 
rasa masjarakat Indonesia.

Saja, sebagai orang jang hidup rapat dengan rakjat, djuga 
d i p e l o s o k - p e l o s o k ,  sering mendengar pernjataan rasa kekuatiran. 
kalau-kalau undang-undang baru tidak sesuai dengan rasa ke- 
Indonesiaan. Rantjangan itu saja terima dengan gembira hati, sebab 
saja pertjaja, bahwa kalau rantjangan itu diterima 100%, akan 
memberi rasa kepuasan kepada rakjat di Djawa chususnja, Indo
nesia umumnja.

Tadi Prof. Supomo memberi keterangan, bahwa baik atau kuranu 
baiknja undang-undang ini, bukan sadja terletak dalam rantjangan 
ini, tetapi terletak djuga sebagian besar dalam tjara mcmljalankan- 
nja, dalam prakteknja. Djikalau dalam praktek kemudian terbukti, 
bahwa ada kekurangan, gampang sekali — tidak gampang, tetapi 
boleh dirobah kalau perlu. Jang terpenting pada waktu ini jalah 
supaja kita selekas mungkin mendapat kemerdekaan jang njata. 
Djikalau kita mendapat kemerdekaan jang njata selekas rnmi^kiu 
akan kita djalankan sebaik-baiknja Undang-undang Dasar itu!

Saja hormati sepenuli-penuhnja pertimbangan-pertimbangan dan
pemandangan-pemandangan dari saudara-saudara anggota lain 
tetapi saja mohon dengan sangat, dengan hormat dan dengan saneal 
supaja pemandangan-pemandangan itu untuk menghemat Waktu 
dibuat sesingkat-singkatnja.

Kita hidup dalam peperangan, dalam masa jang maha «entin dan tiap-tiap d jam keadaan bertambah genting. Sekianlah. ° S
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Anggota BU N TARAN :
Paduka Tuan Ketua! Hadirin jang terhormat! Saja menjetudjui 

apa jang tadi dikemukakan oleh anggota jang terhormat tuan Kolo- 
paking. Memang scsungguhnja dasar Undang-undang Dasar jang 
clirnntjangkan itu sudah tjukup untuk mendjalankan pemerintahan 
negara jang merdeka. Dari sebab itu saja tidak akan mengemukakan 
pemandangan tentang hal itu, umumnja oleh karena saja menje- 
tudjuinja. Hanja satu pasal sadja, jaitu pasal 32 jang tidak dapat 
saja terima jaitu pasal jang berbunji: „Fakir-miskin dan anak-anak 
jang terlantar dipelihara oleh negara'’. Sesungguhnja dalam negara 
jang berdasarkan kekeluargaan, tidak boleh lagi ada fakir-miskin 
dan anak terlantar dipelihara. Untuk mendjainin kesehatan rakjat 
sepeiiuh-penulinja, maka saja adjukan untuk dipertimbangkan oleh 
sidang, supaja kalimat itu diganti dengan „kesehatan rakjat selu- 
ruhnja dipelihara oleh negara” . Itu akan mendjamin kesehatan 
rakjat, jang mendjadi sendi kekuatan rakjat dan kekuatan negara.

Apabila kesehatan rakjat dipelihara sebaik-baiknja, maka dengan 
sendirinja akan tidak ada fakir-miskin dan tidak ada anak-anak jang 
terlantar. Sesungguhnja kata-kata fakir-miskin dan anak-anak jang 
terlantar itu adalah warisan dari pemerintah djadjahan dahulu. 
Kita sudah menegaskan, bahwa kita tidak akan mewarisi apa sadja 
dari pemerintah Belanda dahulu, maka saja minta dengan sangat 
kepada sidang untuk dipertimbangkan, supaja kalimat itu dihapus
kan dan diganti dengan „kesehatan rakjat seluruhnja dengan arti 
luas, kalau perlu, dipelihara oleh negara” .

Anggota SUPOMOs
Paduka Tuan Ketua. Sebetulnja tentang soal: apakah jang harus 

dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, apakah jang tidak harus 
dimasukkan itu, selamanja ada perbedaan pikiran. Sebab ada 
pikiran jang berlainan jang sebetulnja mengenai soal jang sama: 
hal itu susah untuk diputuskan, seperti misalnja pendapat anggota 
jang terhormat Dr Buntaran jang menjalakan bahwa perkataan 
„fakir-miskin dan anak-anak terlantar” harusnja diganti dengan 
„kesehatan rakjat harus didjamin oleh negara” . Apakah alasan tuan 
Buntaran untuk berkata begitu jalah karena, djikalau perkataan 
„fakir-miskin dan anak-anak terlantar” dimasukkan dalam Undang- 
undang Dasar, memberi malu kepada negara jang telah beradab? 
Dalam hukum dasar lain tidak ada ketentuan itu. Akan tetapi 
dengan alasan itu djuga dapat kita mengatakan, apa masih perlu 
dalam Undang-undang Dasar dengan begitu terang dikatakan* 
bahwa „kesehatan rakjat” harus dipelihara oleh negara? Dengan 
sendirinja, terutama dalam negara dalam keadaan sekarang, tidak 
ada satu orangpun jang akan mengakui, bahwa negara tidak akan 
mendjainin kesehatan rakjat; malahan saja kira bahwa tentang 
hal itu tidak ada keragu-raguan dalam negara. Akan tetapi fakiT-
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miskin .lan anak-anak terlantar itu tcnlii ada, nic.kH.u.i dalam 
negara jang sudah tinggi peradabannja: tidak ada negaia j. r- 
bc'itu  -ccivili-cerd, sampai tidak ada sama sekali fakir-miskin dai 
anak-anak terlantar. Tidak ada migara dimanapun, jang begitu

lidak mupakat «lengan usul perubahan oleh anggota jang terhormat 
Buntaran dan tetap mengandjurkan usul panitia.

Ketua RADJIMAN:
Sudah menerima tuan Buntaran?
Anggota BI: NT AKAN :
Tidak bisa. Saja bisa in#ndja\vab lagi, tetapi saja tidak ak an  

memperpandjang pembitjaraan; saja mengctaliui pendirian pani 
lia dan saja sudah memasukkan usul saja kepada panitia tetapi 
sebab tidak diterima maka usili itu saja adjukan dalam rapat besar 
ini.

Ketua RADJIMAN:
Terima kasih.
Anggota Y A MIN:
Tuan Ketua jang termulia, rapal jang terhormat! Saja akan 

mengusahakan pembulatan dengan meringkaskan segala pembitjara- 
an, dan saja liarap supaja pembitjaraan ini dapat diartikan sep erti  
jang saja ingini, walaupun saja jakin, bahwa dengan pembitjaraan 
pendek akan kurang sempurnalah apa jang saja maksud. Saja akan 
memadjukan beberapa perkara, jaitu dalam 9 pasal:

1. Supaja aturan kemerdekaan warga 
negeri dimasukkan k e d a la m  Undang* 
undang Dasar dengan se lu a s-lu a sn ja . 
Saja menolak segala alasan-alasan jang

Perlindungan fce/ner- 
dukaan.

dimadjukan untuk tidak meniasukkannja dan selerusnja dapatlah 
saja memadjukan beberapa alasan pula, selain dari pada jang 
madjukan oléh anggota jang terhormat Drs Moh. Hatta tadi. 
Segala constitution lama dan harn dialas dunia berisi perlindungan 
aturan dasar itu, misalnja Undang-undang Dasar Dai Nippon. 
Republik Hlipina dan Republik Tiongkok. Aturan dasar tidaklah 
berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata suatn 
keharusan perlindungan kemerdekaan, jang harus diakui dalani 
l jndang-undang Dasar. Tetaplah saja minla, supaja hal ini diundi 
unluk dimasukkan atau tidak dalam‘hukum dasar kila. Alasan-alasan 
lain dapatlah saja berikan kepada Panitia Perantjang.
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II. Supaja putusan rapat ini untuk 
menentukan daerah seluruh Indonesia 
dimasukkan dalam Undang-undang Da

sar. Saja menolak segala alasan-alasan jang mengatakan J)ah\va tidak 
akan disebutkan putusan itu dalam hukum dasar ini, dan saja 
sanggup memberikan alasan-alasan jang kuat untuk menjatakan, 
supaja daerah-daerah itu dengan njala-njata disebutkan dalam 
hukum da^ar kita menurut kebulatan permusjawaralan jang telah 
kita putuskan.

IVrnjataan perang oleh Rrpuhlik lmlnnesia kepada musuh, mem
beri alasan lagi supaja dinjatakan dalam Undang-undang Dasar, 
-ampai kedaerah mana somereiniteit ('kedaulatan negara) berlaku, 
ttapal telah memutuskan, bahwa daerah Indonesia meliputi daerah 
jang delapan, jaitu Papua, Ambon, Maluku, Sunda Ketjil, Sunda 
Besar (Sumatera, Borneo, Sulawesi dan Djawa) dan Semenandjung 
Melaju. Dengan menjebiitkan daerah itu dalam Undang-undang 
Dasar, maka mudahlah Kepublik Indonesia mendapat suatu Casus 
ht *III untuk menerangkan perang kepada musuh, djika Sekutu 
melanggar kedaulatan rakjat didaerah tumpah-darali kita.

Didalam Constitutie baru, seperti Filipina, Weimar, San Min Chui 
dan Rusia, daerah (linjatakan dengan terang-terang.

Dalam Constitutie Negara baru, jang akan berdaerah baru, maka 
keterangan dalam undang-undang itu perlu sekali disebutkan dalam 
suatu fasal istimewa. Tidaklah benar fikiran jang mengatakan, 
bahwa segala constitutie tidak menjebutkan daerah-negara.

III. Suatu Pemerintah jang berdasar 
kepada kedaulatan rakjat hendaklah 
disusun demikian rupa, sehingga pem
bagian kekuasaan dalam Pemerintah

Pusat dibagi dengan sempurnanja diantara badan kekuasaan jang 
^enam, jaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden.
2. Kementerian.
*>. Mahkamah Agung.
4. Dewan Pertimbangan Agung.
5. Dewan Perwakilan Rakjat.
<’>. Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Saja bergirang hati karena pendapat saja tentang penjusunan ke
kuasaan seperti diatas didapat dalam rantjangan.
1. Presiden mengepalai negara dan mendjundjung kedaulatan 

dalam hubungan dengan luar negeri.
2. Kementerian bertanggung-djawab dan berkuasa menurut pera

saan umum.
3. Dewan Pertimbangan Agung memberi naseliat kepada Presiden.

Badan kekuasaan jang 
enam.

Daerah Republik.
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4. Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman dan mem
banding undang-undang supaja sesuai dengan hukum-adat, 
hukum Islam (Sjariah) dan dengan Undang-undang Dasar dan 
melakukan aturan pembatalan undang-undang, pendapat Balai 
Agung disampaikan kepada Présidén, jang mengabarkan berita 
itu kepada Déwan Perwakilan.

5. Anggota Permusjawaratan Rakjat dipilih langsung oléh rakjat, 
dan dalam hal ini anggota tanah seberang hendak dipikirkan 
dengan sempurna, berhubung dengan djarangnja (kurangnja) 
penduduk disana.

6. Kementerian bertanggung-djawab seorang demi seorang kepada 
'Dewan Perwakilan.

7. Madjelis Permusjawaratan Rakjat adalah kekuasaan jang se- 
tinggi-tingginja dalam negara, dan kepada Madjelis itu seluruh 
Pemerintah Pusat bertanggung-djawab dengan memberi pene
rangan tentang:
1. politik luar negeri;
2. rantjangan kesedjahteraan;
3. politik umum;
4. pembaruan Undang-undang Dasar.

Rantjangan jang diterima adalah kelahiran dasar kedaulatan 
rakjat, tetapi puntjaknja (Présidén) tidak bersifat absolutisme Oléh 
sebab itu hendaklah susunan Pemerintah kedaulatan rakjat dilak 
sanakan dengan kekuasaan rakjat jang dibagi dengan adilnja ant 
badan-badan Pemerintah, seperti tersebut diatas. Gunania 
constitution j alah untuk memberantas absolutisme, seperti b 
dalam segala constitution diatas dunia. 11

IV Kedaulatan rakjat tidaklali adai ¿tangan rakjat (sebagai perkakas Kedaulatan rakjat- |  , . 0  mclainkan berkedudukan dalam
• t Kalimat dalam rantjangan menhn- batan» »bulx furnh  rakjat.

bulkan salali faham- k e d a n l a t a n  negara tidaklah sadja ber-Kedanlatan rakjat £ £  jawaratan Rakjat «engan sepenuhnja.
laku dalam seluruh Pemerintah, daerah dan bangsa,melainkan djuga diartikan dalam praktek, dan menurut
s » ;  - * banss“'

Wakil rakjat. negara. Hnijlaklah dinjalakan dan dite-
W n’ J han'aknia Wakil Kepala

u , i» ' oranS> dan kewadjihantidaklah membantu 1 residen, melainkan mewakili Presiden- tiara 
mewakili itu ditetapkan dalam undang-undang. ’
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YI. Hendaklah meiniruL pendapat 
kami Undang-undang Dasar itu menje- 
butkan kepastian dan djaminan akan

adanja, disebelah Kementerian-kemcntcrian biasa, terutama berapa
Keinenterian istimewa, jaitu:

1. Kementerian Pembelaan;
2. Kementerian Perlengkapan Peperangan;
3. Kementerian urusan Kooti;
4. Kementerian urusan Islam;

Adapun keterangan tentang adanja Kementerian-kemeuterian 
ini sungguh kuat sekali, dan dengan njata dapat dikatakan sekali 
lagi, bahwa:
a. Kementerian Pembelaan — adalah berhubungan dengan 

pentingnja pembelaan daerah tanah-air, bangsa dan pemerin
tah dalam waktu perang jang maha dahsjat ini, dan berhu
bungan dengan pandjangnja pantai pesisir kepuiauan Indo
nesia, lebarnja daerah dan artinja udara diatas daerah Asia 
Tenggara.

b. Kelengkapan peperangan tidaklah dapat ditjapai dengan 
menjusun djiwa sadja, melainkan hendaklah dari mulanja 
bahan-bahan peperangan dilengkapkan dengan keradjinan 
(industrie) perang, dibawali pimpinan suatu Kementerian 
jang sengadja diadakan untuk menjusun keradjinan itu, se
hingga perlengkapan bahan, sendjala, makanan dan lain- 
lainnja bersesuaian dengan keadaan balatentara sendiri.

c. Sebagian besar dari pada daerah tanah Indonesia terbagi atas 
daerah Kooti atau Syutyo, dan pada waktu ini daerah itu 
dikuasai oleh lebih dari pada 300 kepala-adat, sehingga untuk 
memudahkan dan mendjalankan administrasi Pemerintah, 
maka dengan sendirinja Kementerian Kooti harus diadakan. 
Adanja Kementerian itu berarti menjandarkan susunan Pe
merintah kepada keadaan jang njata, dan dapat memetjalikan 
beratus-ratus soal Kooti dengan djalan jang praktis.

d. Kementerian Islamiah memberi djaminan kepada urusan 
Islam (mesdjid, langgar, surau, wakaf), jang ditanali Indo
nesia dapat dilihat dan dirasakan artinja dengan kesungguhan 
hati. Haraplah dinjatakan, bahwa Menteri-menteri Pemerin
tah bertanggung-d jawab kepada Badan Perwakilan dan 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan berkuasa menurut 
perasaan umum. Menurut rantjangan ini, maka Menteri 
Negara bukanlah ahli politik jang mendjalankan siasatnia 
menurut perasaan umum, melainkan hanja seorang pegawai-

Kementerian Negara.
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tinggi didalam tangan Presiden. Segala Menteri dan seluruh 
Kementerian, bersama-sama dengan Pemerintah Pusat selen"- 
kapnja hendaklah dan haruslah bertanggung-djawab kepada 
Dewan Perwakilan Kementerian demi Kementerian dan 
kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat dalam keseluruh
an Pemerintah bersama-sama Presiden. Public opinion 
mcndjadi pedoman ketetapan Menteri Negara, seperti dju^a 
berlaku di Nippon. Demokrasi-parlementair seperti berlaku 
ditanah Barat, kita tolak. Tanggung-djawab dan perasaan 
umum adalah kelahiran kedaulatan rakjat, jang kita djun- 
djung tinggi.

YII. Hendaklah fasal-fasal tentan-r 
kesedjahteraan, seperti didjandjikan 
dalam pembuka Undang-undan-r Da«ar

Kesedjahteraan dan ibu
kota.

diberi djaminan jang lebih luas, lebih terang.
Adapun Republik Indonesia jalah negara kesedjahteraan nnki 

seperti Constitution Weimar, Rusia, Filipina dan Republik Tiongkok 
hendaklah garis-garis besar kesedjahteraan diatur dengan sebaik 
baiknja dan sedjelas-djelasnja. Rantjangan ini mempunjai isi ian.r 
sangat sederhana dan tidak memberi djaminan jano- te^uh keni /  
suatu dasar, jang telah didjandjikan dalam penerangan kemorr A- 
an dan preambule Undang-undang Dasar ini. C

Kemudian, saja harap, supaja dalam Undang-undan" Dn«n. ; ■ 
disebutkan ibu-kota Republik Indonesia jano- nemm°, T 
pemindahan ibu-kota dilangsungkan dengan \eputusan Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat, jang akan berdjalan sesudah nerdn,«
Hal ini penting, tidaklah sadja bagi bumi Indonesia dan dunin •‘‘ t““ ’

mcnurut ,eM an  beb“ a- a 
Aturan pengadilan diasingkan dari pada lmkun, dasar ini •. 

didjadikan suatu rantjangan jang istimewa. u

Warga-negara. Berhubung dengan soal warga-ne^ra
“ " li daklan Ba.J“ .8etudju dengan das.r’---------1-------------------------- dasar seperti ditentukan- hn • UJSar'

pembangunan rakjat Republik Indonesia ini pada* har^ L-”13"*!- 
karenii didalam rantjangan tidaklah ada satu dasar i™ ®miuilan, 
pegang. Oleh sebab itu saja hendak memadjukan dat • di' 
hukum internasional, seperti djuga dipakai didalam fetJara
ditanah Filipina dan beberapa negeri jang lain, jaitu- constUulion 

Terutama sekali rakjat Indonesia jang aseli niend' I' 
Indonesia dalam republik, sebagai pusat warga-negara * nSsa 

Selain dari pada itu segala penduduk tanah Indon> ’ 
sendirinja meruljadi bangsa Republik Indonesia te^™ ,3.lgan 
kepada mereka itu hak repudiatie, artinja mereka ’ bol M P1 eri 
tidak mau mendjadi bangsa Indonesia misalnja dalam wakt ™e£°lalc
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sesudah pelantikan Republik Indonesia. Lain tjara adalah memakai 
djalan naturalisasi, sesudah pelantikan negara. Djadi dasarnja juluh 
rakjat Indonesia mendjadi bangsa Republik Indonesia dan ¡icn- 
duduk akan mendjadi bangsa Indonesia dengan hak repudiatie, dan 
boleh pula memilih tjara memakai naturalisatie, itulah dasar jang 
saja andjurkan. Maka dengan begini dapatlah kita menentukan 
dasar untuk membuka pintu negara sebaik-baiknja, dengan tidak lagi 
mengabaikan segala pendapat jang lelah kita lakukan. Kita hanja 
mengambil isinja, karena konstitusi hanjalah membuka pintu 
dengan tjara jang elegant. Dan djalan itulah jang sudah ditempuh 
oleh bangsa-bangsa lain dan dapat didjalankan djuga dengan segala 
senang hati dengan tidak membeda-bedakan bangsa. Tjara ini dapat 
djuga menghilangkan dubbele nationaliteit dalam Republik Indone
sia dengan tjara jang teratur.

VIII. Systematic. Susunan atau s3’s- 
tematic jang diturut dalam Undang- 
undang Dasar itu kurang saja setudjui, 

karena tidak teratur dan menurut pembagian kekuasaan jang tidak 
saja ingini. Systematic jang dipakai melanggar tertib liukum. 
Menurut pendapat saja, maka baiklah diturut susunan:

I. Kelengkapan umum.
II. Perlindungan kemerdekaan dan kewadjiban putera negara.

III. Badan kekuasaan jang enam dalam Pusat Pemerintah:

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
2. Dewan Perwakilan.
3. Presiden dan Wakil Presiden.
4. Dewan Pertimbangan.
5. Kementerian.
6. Balai Agung.

IV. Pemerintah Daerah.
V. Pendidikan dan Pengadjaran.

VI. Perubahan Undang-undang Dasar.
I. Kedalam bab pertama tentang kelengkapan umum, dimasuk

kan ketentuan-ketentuan tentang adanja Republik Indonesia, kedau
latan rakjat, warga-negara, daerah negara, bendera dan perkara ibu 
kota. Dalam systematic rantjangan ini maka beberapa artikel 
tentang kelengkapan umum bertebaran dalam seluruh rantjangan 
sehingga seolah-olah tidak menurut susunan jang tetap. P

II. Jang berhubungan dengan hak dasar kemerdekaan, meliputi
perlindungan kemerdekaan diri, berdiam, berpindah, berbitiara 
menulis, berpikir, hak bersidang dan berkumpul. ’

Systejnatic.
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III. Berliulmng dengan pusat pemerintahan jang terdiri atas 
6 badan sebagai kekuasaan dalam negara republik, maka didalam 
ka°ian ini disusun pembagian, dan kewadjiban masing-masing badan 
itu° Djuga aturan pemihhan ditetapkan dalam garis jang besar.

jy  Tentang kekuasaan Pemerintah dalam daerah, seperti akan 
diadakan dibeloerapa pulau, dalam daerah, kota dan desa.

Y. Tentang pendidikan dan pengadjaran.
VI. Tentang kesedjahteraan.
VII. Tentang perubahan undang-undang. Bagian ini berisi 

pasal, jang mengatur tjara mengubah dan menetapkan constitution 
dalam rapat Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan tentang beberapa 
hal lain.

IX. Balai Agung djanganlah sadja 
melaksanakan bagian kehakiman, tetapi 
djuga hendaklah mendjadi badan jang 
membanding, apakah undang-undang 

jang dibuat oleh Dewan Perwakilan, tidak melanggar Undang- 
undang Dasar republik atau bertentangan dengan hukum adat jan" 
diakui, ataukah tidak bertentangan dengan sjariah agama Islam” 
Djadi dalam Mahkamah Tinggi itu, hendaknja dibentnk badan sipil 
dan kriminil, tetapi djuga Mahkamah Adat dan Mahkamah Islam 
Tinggi, jang pekerdjaannja tidak sadja mendjalankan kehakiman, 
tetapi djuga membanding dan memberi laporan tentang pendapat- 
nja kepada Presiden Republik tentang segala hal jang° melanggar 
hukum dasar, hukum adat dan aturan sjariah. Tentang usul-usul 
jang lain, jang berhubungan dengan fasal-iasal, nanti saja laporkan 
kalau kita telah membitjarakan pasal-pasal satu persatu. Saja harap 
tuan Ketua jang terhormat, supaja pembitjaraan saja ini dapat 
diterima, walaupun pendjelasan itu, berhubung dengan waktu atau 
aturan rapat kiranja saja djelaskan setjara amat singkat sadja.

Demikianlah penjambutan saja kepada rantjangan Undang- 
undang Dasar ini, jang mengetjewakan harapan rakjat dan harapan 
jang berbitjara ini. Didalamnja tidak didapat isi dan maksud jan« 
didjandjikan oleh pembuka jang telah kita terima. Mengenai ena ° 
perkara jang kekurangan itu, jang saja rasakan dalam'rantjantrj”  
j alah: b n
1. Kedaulatan rakjat dan agama Islam belum mendapat

dan penglaksanaan jang sempurna. 1 ‘ lc»ipat
2. Perlindungan kemerdekaan warga-negara haruslah

djamin. PUrna di-
3. Kesedjahteraan hendaklah diterangkan dan •

sedjelas-djelasnja. Jamin dengan

Balai Agung dan Mah
kamah Islam Tinggi.
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4. Pembagian kekuasaan rakjat atas badan kekuasaan jang enam 
hendaklah berlaku dengan adil dan dengan m< mlniang silat 
absolutisme; dan oligarehi.

5. Daerah negara seperti jang lelah diputihkan dalam Permu.-ja- 
waralan ini, dengan meliputi daerah jang di'lapan,. tidak dima
sukkan kedalam Undang-undang Dasar.

6. Mahkamah Islam Tinggi hendaklah dibentuk dalam Balai 
Agung, Pada kesudahannja saja mengutjapkan terima kasih atas 
kesempatan mengeluarkan pendapat, jang tuan Ketua izinkan itu.

Sekianlah ringkasan sumbangan likiran ^ija.

SUPOMO 11 \:
Pertama tentang systematie. l’aduka Tuan Ketua, anggota jang 

terhormat Mr Muli. Yamin mengatakan bahwa .»yslematie menurut 
Panitia kurang baik, dan bahwa lebih baiklah systematie jang di
usulkan oleh tuan Yamin sendiri. Maka djuga tentang .-\slematie 
tentang hal susunan kita tidak akan mendapat persatuan pikiran. 
Berhubung dengan itu; saja atas nama Panitia memegang teguh sys
tematie kita jang kita susun. Djikalau syslematie dan susunan 
rantjangan Undang-undang Dasar ini dirobah lagi, kita harus 
membentuk panitia lagi. Tetapi djikalau perlu, sudah lentu harus 
dilaksanakan begitu. Tetapi kita memegang teguh systematie kita, 
oleh karena, biarkan systematie dari siapapun. ada d juga jang gagal, 
dan dengan sendirinja tentang eleganee tidak usah saja djawab.

Kedua, tentang usul jang mengenai bak dasar kemerdekaan. Oleh 
karena anggota Hatta djuga membitjarakan hal itu. soal ini saja 
tunda dahulu sampai nanti tuan Hatta sudah meinadjukan usulnja.

Ketiga, tentang territorium; tadi saja sudah mengatakan, bahwa 
saja belum mengetahui sekarang sesuatu Undang-undang Dasar jang 
memberi pendjelasan dimana batas-batas negara, oleh karena, seperti 
saja bit jarakan ladî  soal batas-batas itu mengenai hubungan antara 
satu negara dan negara jang lain, dan soal itu ditundjuk dalam 
verdrag. Sudah tentu territorium dari Indonesia, jalah Indonesia, 
tetapi apa perlunja dinjatakan? Djadi Panitia teguh berpendapat, 
tidak perlu meinadjukan ketentuan tentang hal itu. Menurut penda
pat saja tidak perlu djuga soal ibu-kota jang pertama dimasukkan 
dalam Undang-undang Dasar.

Keempat, tentang ketentuan peralihan, itu mengenai systematie, 
djuga akan tetapi hanja sedikit. Apakah peraturan peralihan ini 
tidak didjadikan fasal 36, akan tetapi disusun sebagai undang-un
dang biasa?

Anggota SOEKARNO:
Disusun sebagai aditioneel, dengan nomor Rumawi.
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Anggota SUPOMO:
Tidak ada keberatan. Djadi tidak masuk fasal No. I, II, itu boleh 

sadja.
Kelima, tentang warga-negara. Tadi diluar sidang ini, tuan Ketua 

jang terhormat, anggota jang terhormat tuan Baswedan bertanja 
kepada saja apakah hal itu tidak usah dibitjarakan, artinja bagai
mana ketentuan tentang kedudukan bangsa jang bukan Indonlsia 
aseli, oleh karena dalam aturan jang dirantjangkan oleh Panitia 
belum ada ditentukan sama sekali bagaimana aturannja nanti: apa
kah bangsa peranakan akan masuk mendjadi war^a-ne^ara atau 
tidak, sebab disini soal itu diserahkan kepada undang-undan<r. 
Paduka Tuan Ketua, umpama pada waktu sekarang ini sudah dapat 
tertjapai kebulatan, bukan sadja kebulatan dari semua anggota jang 
ada disini, akan tetapi djuga dari masjarakat besar, — dalam masi i- 
rakat ditanah Djawa sudah ada kebulatan faham tentang hal ini" 
alangkah baiknja dimadjukan pasal tentang hal ini. Akan tetapi 
didalam sidang inipun masih belum ada ketentuan, artinja djika saia 
tidak keliru, ada dua faham, jang pertama diadjukan oleh an^ot'i 
jang terhormat Yamin, jaitu supaja semua dianggap sebagai °war 
ga-negara, sedang mereka jang tidak mau, boleh menolak- dan ada 
aliran lain, jalah agar pemasukan mendjadi warga-negara diterima 
individualistis.

Djadi tentang hal ini dalam Badan Penjelidik belum ada kebulat 
an pemandangan. Menurut pendapat saja susah djuga mendana/ 
n j a, oleh karena misalnja, djikalau dengan satu artikel se 
peranakan dimasukkan mendjadi warga-negara, apakah kita sin T  
jakin akan memuaskan golongan itu. ucian

Menurut pendapat saja belum tentu. Kita mendenear Renrl;,-- j  • 
an Oei Tjong Hauw, bahwa ada djuga golongan peranakan Tion^ 
»a jang menjatakan bahwa golongan mereka itu jalah h 

x longhoa; mereka mempunjai perasaan kebangsaan di . gsa 
sama dengan orang Indonesia. Mereka menghargai peras ‘)ang 
Indonesia dan mereka minta supaja perasaan merilr, orang 
djuga. Itu adalah satu alasan jang penting dan nadi . ormati 
djuga. Djadi oleh karena itu lebih baiklah sjarat-siarat i” lpatnja 
negaraan diserahkan kepada undang-undang. Sudah tenti Wf rga' 
undang itu sedapat-dapat harus ditetapkan selekas ”  U ?” g" 
penetapan warga-negara itu lebih baik diselesaikan menuruT? -5 
soal itu, jaitu lebih soepel kalau dimuat dalam suatu und Sliatnja 
karena undang-undang lebih gampang dirubah dari nnd? n“ 1/ 3“ ® 
undang Dasar. Maka kami andjurkan, supaja redaksi P • • .
tetap. Tetapi oleh anggota jang terhormat Mr Yamin 
djuga supaja tidak ada dubbele nasionaliteit, supaja seseora “ i
mendjadi warga-negara dari pada dua negara; djustru k 1
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memasukkan dalam Undang-undang Dasar, bahwa semua penduduk 
Tionghoa dan Arab mendjadi warga-negara, ada kemungkinan 
besar adanja dubbele nasionaliteit, sebab kita tidak mengetahui, 
bagaimana anggapan negeri Tiongkok dan negeri lain-lainnja terha
dap bangsa Tionghoa dll. jang ada disini. Oléh karena itu djuga 
lebih baik, kalau penjusunan hal ini kita serahkaja kepada penje- 
lenggara undang-undang.

Tentang Kementerian, anggota jang terhormat tuan Yamin me
nolak parlementaire stelsel, akan tetapi menjetudjui publieke opi- 
nie, jaitu anggapan umum. Kementerian-kementerian harus ber- 
tanggung-djawab kepada Déwan Perwakilan Rakjat. Djadi kalau 
Déwan Perwakilan Rakjat tidak menjukai Kementerian itu, Kemen
terian harus meletakkan djabatannja. Dengan lain perkataan, tuan 
Yamin jang tidak menjukai sistim parlementairisme, mengandjur- 
kan sistim parlementairisme.

Anggota YAMIN:
Tidak begitu duduknja.
Menteri demi Menteri bertanggung-djawab kepada Déwan Per

wakilan Rakjat. Kementerian seluruhnja dibawah Présidén bertang- 
gung-djawab kepada Madjelis Rakjat.

SUPOMO IIN:
Paduka Tuan Ketua, sekarang tentang sistim negara. Tadi tuan 

Yamin memadjukan hal-hal tentang tanggung-djawab, djadi terpaksa 
saja hendak menguraikan hal sistim, oléh karena dalam susunan 
negarapun harus ada sistim, djanganlah kita tidak memakai sistim 
atau memakai sistim jang tidak teratur jang bukan sistim. Sepan- 
djang pengetahuan saja, dalam susunan pemerintahan jang berdasar 
konstitusi, jang sekarang ada, terketjuali sistim jang ada di Dai 
Nippon Teikoku, jalah sistim jang memusatkan segala kedaulatan 
ditangan Jang Maha Mulia, maka dinegeri Barat ada sistim jang 
dinamakan Présidén-sistim, jaitu sistim jang dipakai di Amerika 
dan duga di Pilipina, karena Pilipina sekarang memakai sistim 
Amérika; dan sistim Amérika dipakai pula oléh banjak negeri-negeri 
di Amérika Selatan. Lagi pula ada sistim Kabinet, jaitu jang dipakai 
di Inggris dan Prantjis. Menurut Présidén-sistim seperti di Amérika 
dan Pilipina Menteri-menteri diangkat dan dilepas oléh Présidén 
dan mendjadi pembantu belaka dari pada Présidén, artinja tunduk 
kepada votum dari Badan Perwakilan Rakjat. Akan tetapi Présidén- 
sistim di Amérika berlainan sekali dengan sistim di In<*oris dan 
Perantjis, oléh karena Amérika itu mémang memakai Trias Politica 
jaitu sistim, bahwa ada badan jang membikin undang-undang 
badan jang menjelenggarakan Pemerintahan dan jang menjelen*’ 
garakan kehakiman. Itu mémang dapat didjalankan dengan se<rafa 
konsekwénsi, artinja Présidén tidak mempunjai kekuasaan mem 
bikin undang-undang tetapi hanja memakai véto, bukan or*aan
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undang-undang, dan orgaan itu dalam hukum dasar ditetapkan; 
itulah kekuasaan Presiden. Akan tetapi kekuasaan tidak terbatas.

Sedangkan dalam sistim di Inggris dan Perantjis tidak ada perpi
sahan jang principieel antara badan-badan penjelenggara pemerin
tah tadi. Djadi pada dasarnja Pemerintah dapat bertindak 
dengan semaunja, dengan tidak terbatas, akan tetapi harus tunduk 
kepada votum dari Parlemen, artinja kalau Parlemen itu sudah 
tidak pertjaja lagi kepada Pemerintah, Pemerintah akan djatuli. 
Akan tetapi kita harus mengingat djuga, bahwa dalam negara- 
negara itu, seperti misalnja di Inggris, ada sistim partai, djadi kalau 
Pemerintah disokong oleh partai jang terbesar di Parlemen, sebetul- 
nja Pemerintah itu mempunjai kekuasaan jang besar sekali. Oleh 
karena itu djuga orang seringkali mengatakan bahwa di Inggris itu 
ada dietatoriaal stelsel dari pada Menteri, terutama dictatuur dari 
Perdana Menteri. Kita memakai sistim sendiri seperti dikatakan 
oleh tuan Sukiman; sistim itu jalali bahwa Kepala Negara tidak 
bertanggung-djawab kepada Badan Perwakilan Rakjat, akan tetapi 
ia bertanggung-djawab sepenuh-penuhnja kepada Madjelis Permu- 
sjawaratan Rakjat jang tiap-tiap 5 tli. bersidang, dan pada waktu 
itu sudah tentu akan terang apakah haluan jang didjalankan oleh 
Pemerintah disetudjui atau tidak oleh Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat. Menteri-menteri hanja tunduk kepada Kepala Negara. 
Tuan Yamin hendak mengatakan: Akan tetapi bagaimana halnja 
djika, umpamanja, Dewan Perwakilan Rakjat tidak pertjaja lagi 
kepada suatu Menteri, umpamanja sadja tentang budget, rantjangan 
keuangan; umpamanja djika budget salah satu Menteri tidak di
sukai oleh Dewan Perwakilan Rakjat, ditolak oleh Dewan Perwakil
an Rakjat, umpamanja sadja terdjadi begitu, sudah tentu pada da
sarnja Menteri tidak usah bertanggung-djawab kepada Dewan Per
wakilan Rakjat. Dalam hal itu — umpama terdjadi ada artikel 
djuga jang mengatakan bahwa djika perlu, Presiden bisa mengambil 
keputusan dengan tidak usah mengganti undang-undang, tidak usah 
diizinkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Akan tetapi, djikalau 
memang betul-betul ada publieke opinie jang terdengar dari Dewan 
Perwakilan Rakjat dan djuga terdengar dari pers, surat kahar, 
bahwa seorang Menteri atau suatu Kementerian tidak disukai oh'h 
umum, Menteri, orangnja jang mendjadi Menteri, pun harus kita 
anggap bidjaksana dan mengerti tempatnja; dengan sendirinja 
Kepala Negara akan mengambil konsekwensi; Kepala Negara jan« 
berhak mengangkat Menteri, dengan sendirinja mengambil koi> 
sekwensi dari segala aliran-aliran jang ada didalam masjarakat. Ivita 
harus pertjaja kepada kebidjaksanaan Kepala Negara.

Kita harus mengadakan suatu sistim. Segala sistim ada baik dan 
ada djeleknja. Tadi, tentang Presiden dan Kabinet, sistim mana sadia 
tidak sempurna; sistim kitapun, kalau kita tjari ada aibnja, sebab
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kita manusia dan lidak sempurna. Tetapi marilah kita mendjalan- 
kan sistim ini dan tiap 5 tahun akan kita mengeritik diri-sendiri, 
artinja menetapkan bagaimana haluan jang didjalankan sesudah 
itu. Kalau memang salah, Undang-undang Dasar bisa dirobah, kalau 
perlu malah sebelum 5 tahun. Djadi Panitia memegang teguh ran- 
tjangan Undang-undang Dasar.

Tentang Mahkamah Agung, tuan Yamin menghendaki supaja 
Mahkamah Agung itu mempunjai hak djuga untuk memutus, bahwa 
sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 
atau dengan sjari’ah.

YAMIN IIN:
Undang-undang Dasar atau hukum adat atau sjari’ah.
SUPOMO IIN:
Pertama tentang jang dikehendaki oléh tuan Yamin supaja 

ditetapkan, bahwa Mahkamah Agung berhak menetapkan, bahwa 
sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar. 
Sistim demikian itu memang ada, jaitu di Amerika dan djuga 
dinegeri Djerman pada djaman konstitusi Weimar, djadi direpublik 
Djerman sesudah perang dunia. Ada djuga dinegeri Australia, di 
Tjecho Slowakia sesudah perang dunia kesatu. Djuga di Australia. 
Tetapi apa artinja sistim itu? Sistim itu tidak ada di Perantjis, 
tidak ada di Inggeris, tidak ada di Belanda, di Dai Nippon djuga 
tidak ada. Tetapi kita harus mengetahui apa arti sistim itu, 
sebab sudah tentu sebelum memakainja, kita harus mengetahui betul 
sistim itu. Sistim jang dipakai didalam negeri Belanda berdasarkan 
materieel recht, jaitu satu konsekwénsi dari pada sistim Trias Poli- 
tica, jang memang di Amerika betul-betul didjalankan dengan se- 
sempurna-sempurnanja. Djuga di Filipina, oléh karena Undang- 
undang Dasarnja memang berdasar atas modél sistim Amerika, jaitu 
dalam pengertian negara jang berdasar atas Liberale democratie* 
jang memisah-misahkan badan-badan penjelenggara semuanja; 
sebagai kesempurnaan 'sistim itu memang sudah selajaknja Mah
kamah Agung, jaitu pengadilan tertinggi mempunjai hak seperti 
jang diandjurkan oléh tuan Yamin. Akan tetapi dinegeri democratie 
perbédaan atau perpisahan antara tiga d jenis kekuasaan itu tidak 
ada. Menurut pendapat saja, tuan Ketua, dalam rantjangan Undang- 
undang Dasar ini kita memang tidak memakai sistim jang mem- 
bédakan principieel 3 badan itu, artinja tidaklah, bahwa kekuasaan 
kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang 
Memang maksud sistim jang diadjukan oléh Yamin, jalah supaja 
kekuasaan kehakiman mengontrole kekuasaan undang-undang

Pertama, dari buku-buku ilmu negara ternjata bahwa antara para 
ahli tata-negara tidak ada kebulatan pemandangan tentang masaalah 
itu. Ada jang pro, ada jang contra-kontrol. Apa sebabnja*? Undan'*-
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undang Dasar hanja mengenai semua aturan jang pokok dan biasa- 
nja begitu lébar bunjinja, sehingga dapat diberi interpretasi demi
kian, bahwa pendapat A bisa selaras, sedang pendapat B pun bisa 
djuga. Djadi dalam praktek, djikalau ada perselisihan tentang soal, 
apakah sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-undang 
Dasar aitau tidak, itu pada umumnja bukan soal juridis, tetapi soal 
politis; oléh karena itu mungkin— dan disini dalam prakték begitu, 
pula ada conflict antara kekuasaan sesuatu undang-undang dan 
Undang-undang Dasar. Maka menurut pendapat saja sistim itu tidak 
baik buat Negara Indonésia, jang akan kita bentuk.

Ketjuali itu Paduka Tuan Ketua, kita dengan terus terang akan 
mengatakan, bahwa para ahli hukum Indonesia pun sama sekali 
tidak mempunjai pengalaman dalam hal ini, dan tuan Yamin harus 
mengingat djuga bahwa di Austria, Tjecho Slowakia dan Djerman 
waktu Weimar bukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan 
spesial, constitutioneel-hof, — sesuatu pengadilan spesifiek — jang 
melulu mengerdjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa 
tenaga kita belum begitu banjak, dan bahwa kita harus menambah 
tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Djadi buat negara jang muda 
saja kira belum waktunja, mengerdjakan persoalan itu.

Mémang dalam sistim kita hal itu belum dikerdjakan. Oléh kare
na itu saja djuga menolak usul dari tuan Yamin.

Tuan Yamin mengusulkan, supaja Mahkamah Agung bisa mem
pertimbangkan, apakah sesuatu undang-undang bertentangan de
ngan adat atau tidak. Saja tidak mengerti adat apa jang dimaksud?

Adat apakah itu? Bagaimana sistim hukum itu belum dibitjara- 
kan disini.

Kita belum membitjarakan hukum materieel. Hukum proses apa 
jang kita pakai, sama sekali belum dibitjarakan. Hal itu nanti kita 
bitjarakan, djikalau kita membentuk undang-undang tentang 
hukum. Satu soal, jalah bagaimana nanti hukum sipil, hukum kri- 
minil, untuk Negara Indonésia; bagaimana hukum adat, apa jang 
dimasukkan dalam Mahkamah Agung; ada hukum sipil, ada hukum 
kriminil, ada hukum adat tata-negara, ada hukum tentang tata-usaha 
dan djikalau sudah ada maklumat mengenai hal jan" sudah diterima 
itu memenuhi soal-soal jang akan diputus dalam undang-undang itu. 
Dengan lain perkataan Mahkamah Agung jang dengan sendirinja 
bukan Ketua dari pada suatu kamar sendiri, sipil ataupun kriminil, 
dengan sendirinja harus bisa dan tentu djuga menjelidiki dan me
mutus apakah suatu putusan pengadilan jang rendah bertentangan 
dengan hukum adat, hukum sipil atau tidak. Demikianpun apakah 
bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Hakim-hakim harus 
bisa melaksanakan itu djadi tidak perlu dan tidak ada artinia me
ngadakan Mahkamah Agung jang mempunjai kamar-kamar itu tadi
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Ketua RADJIMAN:
Apa tuan Yamin bisa menerima keterangan itu?

Anggota YAMIN:
Mengenai beberapa hal jang saja madjukan tadi, misalnja perkara 

sistimatik atau perkara jang lain, buat saja soalnja tidak principieel; 
tetapi hak dasar daerah ibu-kota dan susunan Mahkamali Agung 
adalah principieel; mengenai itu tidak bisa saja terima.

Ketua RADJIMAN:
Kalau tuan tidak bisa menerima, kita harus minta pertimbangan 

persidangan. Menurut pertimbangan saja harus dipungut suara 
sadja, kalau tidak begitu akan diperlukan terlalu banjak waktu.

Siapa setudju dengan Panitia, berdiri.

Anggota HATTA:
Lebih baik dltanjakan, siapa jang menjetudjui usul tuan Yamin.. 

Ketua RADJIMAN:
Tentang hal batas negara masuk apa tidak?
Siapa jang setudju masuk (usul tuan Yamin), saja minta berdiri.
15 anggota setudju.
Tentu jang lain tidak setudju.
Begitu penerimaan saja. Anggota jang lain ada lebih banjak.
Djadi sidang tidak menerima usul tuan Yamin.
Dengan suara jang banjak usul Panitia Undang-undang Dasar 

diterima.
Sekarang tentang ibu-kota. Siapa setudju dengan usul tuan Yamin 

supaja ibu-kota dimasukkan dalam hukum dasar, saja minta berdiri.
Saja anggap bahwa dengan hampir suara bulat soal itu tidak 

dimasukkan, djadi jang diterima rantjangan pendirian Panitia 
untuk hukum dasar.

Grondrechten masuk atau tidak?

Anggota SOEKARNO:
Tuan Hatta hanja minta satu.

Anggota HATTA:
Lebih baik ditunda dulu.
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Anggota DAHLER :
A(la usul saja untuk mentjari modus.

Ketua RADJIMAN: 
Nanti sadja.

Anggota DAHLER: 
Tidak bisa.

Ketua RADJIMAN:
c • i • 1-niklah dibitiarakan nanti sadja. Hal itu hanja mengena. 
Saja kira ditunda sadja. Hal Kementerian ditunda djuga.

-p-w W —j-»«"1 “
Anggota YAMIN:
Baiklah ditunda sadja.

Ketua RADJIMAN:
Sekarang jang bitjara tuan L,cm Koen H.an.

Anggota LIEM KOEN HIAN:
Tuan ICc.ua jang terhormat, had,r,n janp terhorma ! Schah .u.Iah

t L ‘nt nembitiara dimuka saja, maka beberapa bal tidak perlu 
■-i b i t i a r a k a i t .  Sekarang saja pertama l.cndak memuatkan dan

menambah sedikit usul anggota jang terhormat tuan Halta dan tuan

^ ia in  o-rondrechten jang diusulkan tadi, supaja jang ditetapkan 
Dalam „ bersidang dan berkumpul, tetapi djuga hak kemer-

tidak ha“ Ja , , onschenbaarheid van woorden. Kemerdekaan
dekaan bua seba<mi alat untuk sedikit-dikitnja mengu-
dri ? S ielTka»ledjeleka„'daripa,lai masjarakat. Dalam berhagai- 
rangi kedje e - bertambah-tambah, tetapi dengan disi-
b3gal Vh^nen^rangan dari surat kabar, bisa dikurangkan kedjelekan- 
kediellkan dari pada negara sama sekali.

Selain dari pada itu, saja mg.n membitjarakan lagi sedikit urusan 
Sel “  ira Dalam rapat jang lebih dahulu sudah saja sampaikan 

warga-n o • pemuka-pemuka bangsa Tionghoa dalam Priangan, 
perminta P . Syu j ang mewakili beberapa ratus penduduk
T onghoa Mereka minta supaja dalam Undang-undang Dasar dite-
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tapkan sadja, bahwa semua orang Tionghoa pada saat ini mendjadi 
warga-negara Indonesia, tetapi diberi kemerdekaan, bahwa siapa 
jang tidak suka boleh menolak.

Penetapan sematjam ini bukan hal jang gandjil.
Djuga dalam Undang-undang Dasar negeri Perantjis ajat 1-2 

disebutkan bahwa tiap-tiap orang jang lahir dan tinggal didaerah 
Perantjis dan sudah masuk „burgelijke stand” dinegeri itu, dianggap 
rakjat Perantjis. Dalam ajat 3, artikel 1 disebutlah, bahwa kalau 
orang sudah umur 21 tahun, ia boleh memilih, suka tetap mendjadi 
rakjat atau tidak. Ini sudah dibitjarakan oleh tuan Yamin, jaitu 
recht van repudiatie.

Saja usulkan ini, karena mengenai soal ini, dalam ruangan ini 
sudah diperdengarkan mendapat tentang suatu perasaan instinct- 
jang mengikat peranakan Tionghoa disini kepada Tiongkok; kita 
sudah mendengar suatu aanhankelijklieidsbetuiging jang tidak ku
rang aandoenlijk, kepada Tiongkok, akan tetapi djangan lupa, balrvva 
pertama-tama bangsa Tionghoa kesohor sebagai bangsa jang praktis. 
Djikalau „praktische zin” sudah bekerdja, maka segala pertimbang
an, segala perasaan, instincten, aanhankelijkheid, tunduk kepada 
praktische zin. Saja maksudkan dengan praktische zin itu begini: 
Dinegeri Filipina dahulu, sebelum perang Asia Timur Raya, ada 
undang-undang negeri jang menentukan bahwa hanja rakjat Fili
pina boleh membuka warung, orang asing tidak boleh. Orang 
Tionghoa totok jang hidup di Filipina dan perlu mentjari penghi
dupan dengan membuka warung, melupakan bukan sadja aanhan
kelijkheid kepada Tiongkok, tetapi pula anak-isteri jang masih 
tinggal di Tiongkok dan masuk mendjadi rakjat Filipina.

Ini, tuan Ketua, satu tjontoh praktische zin orang Tionghoa.
Dinegeri Siam, sebelum petjah perang, ada djuga undang-undang 

tentang penghidupan ekonomi Siam; orang Asing boleh dikata tidak 
mendapat tempat sama sekali. Oleh karena itu orang Tionghoa jang 
hidup dinegeri Siam tidak merasa berat masuk menajadi rakjat 
Siam. Oleh karena itu maka sampai pada saat ini banjak Butyoo 
di Siam adalah bangsa Tionghoa, diantara para minister ada seorang 
bangsa Tionghoa; orang Nippon semua tahu djuga hal itu.

Dua tjontoh ini saja kira sudah mendjadi bukti jang tjukup. 
Tetapi terhadap peranakan Tionghoa, selain soal praktische zin, 
orang Tionghoa ditanah Djawa barangkali tidak ada beberapa puluh, 
beberapa ratus jang akan pulang ke Tiongkok. Saja maksudkan’ 
dengan takdir, diantara 800 ribu peranakan Tionghoa ditanah Djawa 
barangkali tidak ada beberapa puluh, beberapa ratus orang jan<* 
bisa meninggalkan tanah Djawa. Ini bisa kita buktikan dimana 
sebelum ada perang, pelabuhan Tandjung Priok, Semarang dan
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Tandjung Perak, terbuka lebar. Waktu itu ada kesempatan setju- 
kupnja untuk meninggalkan negeri, akan tetapi apakah kita lihat? 
Tidak ada beberapa orang Tionghoa jang meninggalkan negeri ini 
buat tinggal di Tiongkok. Bukan sadja jang mesti bekerdja tidak 
meninggalkan negeri ini, malahan pemiula-pemuda dari sini jang 
pergi ke Tiongkok untuk bersekolah setamatnja bukannja tinggal 
disana, akan tetapi kembali kemari. Seorang sahabat dan kawan 
separtai saja di Surabaja pernah mengundang seorang pemuda. 
Sahabat saja bertanja kepadanja, berapa besar anggota keluarganja. 
Dia tjeriterakan: papa, mama, dia sendiri dan saudara perempuan. 
Ia tammat sekolah Mulo dan bekerdja dengan gadji / 200,— sebulan. 
Sahabat saja berkata: „Saja beri tiket kapal buat kamu, saudara 
dan orang tuamu dan- gadji 6 bulan, 6 kali /  200,— buat pulang. 
Dia tidak kembali lagi kepada sahabat saja itu.

Dalam tahun-tahun paling belakang beberapa dokter Tionghoa 
jang disini terkenal sebagai nasionalisten Tionghoa pernah pergi 
ke Tiongkok dan pernah tinggal beberapa lama disana, tetapi me
reka kembali lagi kemari, sampai hari ini mereka masih ada.

Saja tahu bahwa dizaman Belanda dahulu, kerakjatan Belanda 
tidak menentukan garis jang njata diantara rakjat dan jang bukan 
rakjat. Djikalau kita periksa kerakjatan sewaktu itu, maka bedanja 
hak antara orang asing dari rakjat hanja ketjil sekali. Bedanja 
hanja dalam aetief dan passief kiesrecht, jalah hak untuk memilih 
wakil dalam badan-badan perwakilan dan hak untuk dipilih 
djadi anggota badan-badan itu, serta kalau saja tidak keliru dalam 
hak untuk mempunjai concessie. Lain dari pada itu tidak ada per
bedaan antara rakjat dan orang asing.

Oleh karena itu maka gampang sekali waktu itu buat peranakan 
Tionghoa disini untuk menetapkan pendiriannja: bila saja tidak 
suka, tidak djadi apa-apa. Tetapi meskipun belum diterangkan 
dalam rapat ini lebih dulu, bisa Republik Indonesia nanti menentu
kan bagaimana perbedaan jang njata antara hak-hak rakjat dan 
orang asing. Djikalau sampai tidak diadakan aturan itu, tuan Ketua 
boleh dipertjaja bahwa praktische zin dari pada peranakan Tiong
hoa nanti masih akan bekerdja sepadatnja. Mereka jang tidak 
menjetudjui pendirian jang dulu, sekarang kebanjakan menjetu- 
djuinja. Saja tadi djuga berkata, bahwa djikalau diperiksa betul- 
betul, djikalau diberi kesempatan betul-betul, maka dari antara 
800.000 peranakan Tionghoa disini nistjaja tidak ada beberapa puluh 
atau beberapa ratus orang jang pergi dari sini. Itu bukannja berapa 
puluh atau ratus jang, karena kemampuan, pergi dari sini. Akan 
tetapi dari 800 ribu orang itu, beberapa puluh orang, tuan Ketua 
ditakdirkan buat hidup dan mati di Indonesia, dan apabila nanti 
keluar aturan jang menentukan, bahwa orang asing tidak boleh
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berdagang ini dan tidak boleh berdagang itu, tidak boleh mendjadi 
dokter, adpokat, apotheker dan sebagainja, tuan Ketua, orang-orang 
ini semua minta mendjadi rakjat Indonesia. Sekarang saja mau 
bertanja kepada tuan Ketua, dari 800 ribu orang itu lebih-kurang 
beberapa ratus atau puluh orang barangkali akan tetap disini 
karena kemampuan? Buat waktu ini dengan adanja keluarga seka
rang, beberapa keluarga — kita kira baru keluarga kira-kira 100.000
— jang nanti minta masuk mendjadi rakjat Indonesia; sanggupkah 
Negara Indonesia nanti menerima 100.000 rekes untuk minta men- 
djadi rakjat Indonesia?

Hal-hal tadi saja sebut, walaupun tidak dibitjarakan sekarang, 
walaupun tidak ada anggota jang mentjeriterakan, sebab saja 
sudah menduga bahwa aturan-aturan itu akan diadakan dan aturan- 
aturan itu tidak menjalahi hukum internasional. Lebih dulu aturan- 
aturan bekerdja harus djadi, supaja aturan-aturan itu tidak menja
lahi hukum internasional; hak untuk lebih mengutamakan putera- 
putera negeri-negeri. Djikalau negara kebangsaan baru, seperti mi- 
salnja Djerman, membuka pintu lebar-lebar untuk orang beladjar,
— orang boleh beladjar mendjadi dokter sampai tammat, — akan 
tetapi setamatnja sekolah tinggi orang asing tidak boleh mendjalan- 
kan praktek seperti orang Djerman, tuan Ketua, mengingat kepada 
kekatjauan, — karena tentu itu akan djadi, — maka saja minta, 
supaja Badan Penjelidik menerima permintaan tiga saudara-saudara 
jang ada, jalah untuk menetapkan ketentuan seperti jang diusulkan 
oleh kawan anggota Yainin, jaitu dengan tidak mengurangi hak 
maka siapapun djuga masuk kerakjatan, akan tetapi siapa sadja 
jang tidak suka boleh memberikan pernjataan menolaknja.

Ketua RADJIMAN:
Apa tuan Baswedan mau berbitjara tentang hal ini dan tuan 

Dahler djuga.
Saja minta tuan Dahler berbitjara.

Anggota DAHLER:
Paduka Tuan Ketua jang terhormat, hadirin jang mulia! Dengan 

sepatah dua patah kata telah saja terangkan pendirian saja dan saja 
madjukan andjuran tentang hal warga-negara. Adapun andjuran 
anggota tuan Yamin jang terhormat tadi dengan setjukupnja saja 
setudjui, tuan Ketua jang terhormat. Akan tetapi setelah mendengar 
d jawaban jang sudah diuraikan disini oleh anggota jang terhormat 
Prof. Supomo, saja djuga dapat mengerti bahwa hal itu memang 
susah sekali kita muat dalam Undang-undang Dasar. Berhubun* 
dengan itu hendak saja madjukan, supaja hal ini djangan kita
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masukkan kedalam Undang-undang Dasar sekaligus. Hendaknja 
disitu hanja disebut siapa jang mendjadi warga-negara, — jalali 
orang Indonesia aseli — sedang ketentuan selandjutnja ditetapkan 
dengan undang-undang sendiri. Hal itu boleh djuga diatur dengan 
undang-undang dengan merobali pasal 2-nja j alah didjadikan pasal 
tentano-: Siapa jang mendjadi warga-negara dan sjarat mengenai 
k e w a r o - a a n - n e g a r a .  Hal-lial itu sekaligus ditetapkan dalam undang- 
undang.

Anggota HATTA:
Tentang orang Indonesia aseli djuga?

Anggota DAHLER:
Ja, itu ditetapkan djuga. Ditetapkan djuga orang Indonesia aseli, 

dan peranakan sudah merasa sendiri orang Indonesia, sudah bebe
rapa tahun mendjalankan tekadnja dengan sekuatnja dan segala 
usahanja, karena pendiriannja untuk mendjadi bangsa Indonesia, 
seperti jang sudah dimaksud oleh tuan Y amin tadi; supaja djangan 
nanti dengan sekaligus segala-galanja dimuat dalam Undang-undang 
Dasar.

Tadi sudah dimadjukan oleh anggota jang terhormat Licm Kun 
Hian, supaja djangan dengan sekaligus sadja kita menerima fasal 
ini seperti dalam redaetie jang ada disini, karena dalam segala pro
paganda kita, pemimpin peranakan, sama sekali diputuskan, bukan 
sadja diputuskan, tuan Ketua jang terhormat, bahkan tentu semua 
orang akan tertjengang dan mengatakan bahwa selalu didjalankan 
propaganda, supaja kita bersatu membangkitkan persaudaraan, 
membangkitkan perasaan mendjadi orang Indonesia jail" sebetul- 
betulnja sedang dengan ketentuan itu dengan sekeras-kerasnja kami 
ditolak orang keluar dari pada warga-negara. Itu jang saja kuatir- 
kan, itu hendaknja djangan sampai terdjadi dan harus ditjari 
d jalan, modus; itulah saja andjurkan seperti saja katakan tadi, 
sebab menurut pikiran saja, tidak perlu didalam Undang-undang 
Dasar kita sebutkan, siapa jang mendjadi warga-negara. Boleh di” 
adakan undang-undang sendiri tentang hal ini.

Anggota BASWEDAN:
Paduka Tuan Ketua, sidang jang terhormat, lebih dahulu izin

kanlah saja melahirkan disini perasaan saja, bahwa sekirania saja 
tidak mengenal para pemimpin-pemimpin jang ada hadir disini, 
mengenal bahwa mereka sudah lama mengetahui hal ini jm<* 
menentukan kepentingan peranakan Arab, sungguh saja ketjfiwa 
dengan fasal tentang warga jang tertjantum dalam rantjangan
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Undang-undang Dasar itu. Saja ketjewa sebab sesungguhnja diluar 
gedung ini banjak rakjat jang menunggu dengan tjemas, apa jang 
diputuskan dalam gedung ini selama Badan Penjelidik bersidang. 
Didalam himpunan rakjat jang besar itu ada golongan peranakan 
Arab menunggu-nunggu, bahkan selain dari peranakan djuga Arab 
totok ingin tahu, bagaimana mereka itu diletakkan dalam status 
Indonesia, didalam negara merdeka nanti. Tetapi karena saja kenal 
apa jang hidup didalam hati perasaan para pemimpin jang hadir 
disini, saja djuga bisa mengerti bahwa, karena beberapa hal 
barangkali, aturannja disingkatkan demikian rupa sehingga men
djadi fasal jang mengenai warga. Tadi oleh anggota jang terhormat 
tuan Prof. Supomo diterangkan bahwa saja sudah bitjara dengan 
beliau. Sesungguhnja, apa jang saja terangkan itu, belum semua 
diterangkan disini. Sebab itu saja anggap perlu mengupas disini 
persoalan jang mengenai peranakan Arab, tuan Ketua, supaja lebih 
tegas para anggota jang terhormat nanti dapat menimbang hal ini. 
Saja memahami, bahwa didalam menghadapi soal status peranakan 
seluruhnja, sudah tentu diadakan satu azas mengenai kewarga- 
negaraan. Akan tetapi disini saja .hendak berbitjara terutama 
mengenai peranakan Arab atau golongan Arab, sebagai golongan 
jang terlebih saja kenal, dan djuga kira-kira lebih dari 10 tahun 
saja bekerdja untuk membangkitkan rasa mereka sebagai putera- 
putera Indonesia, seperti djuga oleh anggota jang terhormat Liem 
Ivoen Ilian diterangkan tadi, mengenai peranakan; sekarang saja 
menambah keterangan jang sudah saja berikan kemarin dulu disini 
mengenai peranakan Arab dengan setegas-tegasnja. Saja telah 
membori pendjelasan, bahwa tidak ada seorangpun dari pada 
peranakan Arab jang mengingini, mentjita-tjitakan kerakjatan lain 
dari pada kerakjatan Indonesia. oHal ini bukan berarti bahwa 
kalangan peranakan Arab semuanja sudah insjaf, belum. Tetapi 
saja dapat memperingatkan disini, bahwa ada beberapa paham jang 
saja selidiki dengan seadil-adilnja dan sedalam-dalamnja, paling 
aehir dalam ICondankai dengan pemuda-pemuda peranakan Arab. 
Salah paham jang mengenai kerakjatan, bukanlah soal kerakjatan- 
nja, akan tetapi soal bagaimana mereka itu mendjadi bangsa 
Indonesia; ini sesungguhnja, tuan Ketua, perlu diterangkan, sebab 
ada berbeda dengan golongan peranakan lainnja. Pada ketika 
sepuluh tahun jang lampau saja duduk dalam Pergerakan Arab 
Indonesia; didalam kalangan kami, karena diandjurkan dan 
diinsjafkan dengan sangat hebatnja, maka hingga banjaklah 
anggota-anggota jang pada waktu itu telah mendapat pendidikan, 
menghendaki supaja mendjadi bangsa Indonesia. Itu dengan paham' 
tuan-tuan, hingga boleh dikatakan bahasa ada orang jang lebih 
Indonesia dari pada orang Indonesia sendiri. Kalau orang, misalnja, 
tuan Ketua, karena pendidikan sekolah Arab berbahasa Arab, ini
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ini. Pa.lI.Ua Tnan Ke,„a, djnga .li.lakn, 
kalan"an peranakan Arab, ,lj„(ia peranakan lamnja <la„ l.al.kan 
di„.a” dalam kalangan bangsa Ind.n«.. «  >™ »ampa, soka,-a,,»

•1 hmiaklali ian» belum mengerti benar bagaimana negaranja 
chn statusnja. Hal-hal ini menjebabkan didalam kalangan per
arakan Arab ada pengertian jang tidak djelas terhadap orang 
Indonesia, jang tidak mengenal kerakjatan ain negeri terhadap 
kalangan golongan lain, jang tidak mengenal soal individualisme 
sendiri-sendiri. D jadi dalam hal ini, tuan Ketua, sekarang kita mem- 
bitjarakan soal jang konkrit terhadap kerakjatan, jaitu bahwa 
Siak ada seorangpun dari peranakan Arab jang mengharapkan 
kerakjatan-lain negeri, dan memang sampai sekarang ini, seperti 

<r Arib bukan orang Indonesia. Kalau umpamanja dengan 
s°aTa 'terangkan kemarin dulu, mereka itu dari dahulu statusloos, 
tidak ada suatu negara lain jang melindungi mereka. 1 aduka luan 
Ketua diikalau saja boleh menambah keterangan disini, maka pada 
kira-kira talnm 1936 disini ada datang seorang utusan Siria, seorang 
nrofessor jan» terkenal sekali, jang membangkitkan rasa ke-Araban 
dalam kalangan Arab totok, sehingga sebagian dari pada kalangan 
itu m e n g i r i m k a n  beberapa pemuka ke Irak, karena Irak dianggap 
sebadai satu-satunja negara Arab jang berwudjud mo.lern selainnja 
Mesir dan memuaskan 100% perasaan ke-Araban. Paduka luan 
Ketua mereka barangkat, tetapi tidak lama mereka kembali sesudah 
tamat’ peladjaran atau tengah tamat, dan mereka tidak sekali- 
kali mendjadi rakjat Irak, tetapi kembali disini. Begitupim djuga 
halnja dengan mereka jang pergi kelain-lain negeri, meskipun 
oambar-^ambar itu membuka kemungkinan kepada mereka untuk 
diterima° mendjadi rakjat negeri Arah tadi. Paduka Tuan Ketua, 
maka dengan singkat saja ulangi lagi, bahwa dan peranakan 
Arab tidak" ada sama sekali seorangpun jang mengharapkan kerak- 
'atan lain dari pada kerakjatan Indonesia. Selain itu, Paduka Tuan 
Ketua jano- mengenai usul, saja setudju sekali dengan usul jang 
dikemukakan oleh anggota jang terhormat Mr Muhd. Yamin selu- 
ruhnia dan keberatan jang dikemukakau oleh anggota jang 
terhormat Dahler dapat disingkirkan, seperti jang dikenuikakan 
oleh tuan Yamin tadi. Kemarin misalnja, dalam tingkat waktu ini, 
l'aVitu tidak dapat saja kemukakan, tetapi saja harap dari para ahli 
j'an* merantjang redaksi, supaja menjesuaikannja dengan tjita-tjita
kita semua.

Diadi singkalnja usul saja, jalah supaja semua dalam hal ini jaitu 
r a n i k a n  Arah dimasukkan sebagai rakjat Indonesia dan kalau 

s e k i r anja ada jang tidak mau, ia boleh mengeluarkan dirinja dari
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pada kerakjatan Indonesia. Itulah sebetulnja jang dengan tegas saja 
kemukakan disini.

Paduka Tuan Ketua, lain dari pada itu saja hendak mengemuka
kan hal lain jang berhubungan dengan soal ini, jalah saja harap 
dari pada sidang ini djuga, supaja mengingat, bahwa sekarang ini 
kita mendirikan Negara Indonesia Merdeka dimasa perang, dan 
dengan demikian itu kita hendak menjesuaikan keputusan-keputus- 
an disini sehingga membesarkan hati rakjat jang djuga memper
hatikan keputusan itu. Peranakan Arab sekarang ini akan 
menghadapi Negara Indonesia Merdeka dan kepada mereka nanti 
diharap dan dituntut bahwa mereka harus berdjuang bersama-sama 
dengan rakjat dan rakjat lain djuga, berdjuang dengan darahnja 
djuga. Itu perlu disebutkan dalam Undang-undang Dasar untuk 
mendjadi stimulans atau dorongan jang tegas bagi mereka untuk 
berdjuang. D jika tidak demikian sudah tentu mereka akan bertanja- 
tanja dalam hati, dimana tempat mereka dan bagaimana keduduk
an mereka dalam negara. Inilah suatu soal jang sangat penting, 
sama pentingnja dengan soal, jang kita tetapkan dalam beberapa 
pasal didalam undang-undang ini jang oleh anggota jang terhormat 
Supomo tadi dikatakan sesungguhnja tidak semestinja ditempatkan, 
tetapi mengingat sistimatik Panitia harus ditempatkan berhubung 
dengan hal-hal jang historis atau hal-hal jang actueel. Djadi djustru 
karena mengingat hal-hal jang bagi golongan peranakan Arab 
actueel, jang selama 10 tahun mendjadi pertanjaan dalam hati 
mereka itu, harus ada keputusan; dan saja harap bahwa soal ini 
tidak ditunda sampai nanti ada suatu Badan Perwakilan Rakjat jang 
mengadakan undang-undang bagaimana atau siapa mendjadi warga- 
negara. Paduka Tuan Ketua, jang saja harap dengan sungguh-sung
guh dari pada sidang penjelidikan jalah supaja mengerti, bahwa 
diluar orang djuga menunggu-nunggu keputusan tentang soal ini 
dan saja tidak membeda-bedakan golongan jang satu dari pada 
golongan jang lain. Tetapi djikalau dari pada golongan jang lain 
ada 2 aliran, dan adanja 2 aliran itu, menjulitkan badan ini, maka 
saja harap supaja ditimbang djuga baik-baik, bahwa ada golongan 
lain jang hanja mempunjai satu aliran.

Sekianlah.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:
Paduka Tuan jang terhormat! Dari permulaan sampai sekarang 

dan begitu djuga seterusnja sikap saja didalam pembentukan 
Undang-undang Dasar ini, jalah mentjari apa jang terperlu dan 
mendjauhkan apa jang terbaik, artinja saja tak mentjari perfeksi- 
onisme; buat saja perlu jang setjukupnja, jalah soalnja.
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Paduka Tuan Ketua jang terhormat, saja mengerti djeritan d jiwa 
dari beberapa golongan jang bukan bangsa Indonesia didalam hal 
ini. Sikap kita didalam kita hidup menghadapi musuh, jalah men- 
djaga persatuan. Kalau dengan satu-dua kalimat persatuan itu 
petjah, maka hendaknja kita dapat mengambil djalan jang men- 
djaga persatuan, tetapi djangan diharapkan bahwa semua pihak 
mendapat kepuasan. Kalau semua hendak mendapat kepuasan tidak 
dapat tertjapai persatuan. Penjelesaian hanja mungkin dengan 
pengichlasan dari pada beberapa golongan. Dengan konkrit saja 
usulkan, supaja didalam Undang-undang Dasar disebut sadja dengan 
pendek bahwa hal warga-negara dan penduduk negara ditetapkan 
dengan undang-undang. Dengan formulering ini dengan semlirinja 
kita tidak membuka pintu untuk perselisihan antara bangsa Indo
nesia dan orang jang bukan Indonesia. Ada djalan lain jano- men
dekati pendirian Panitia untuk mendjauhkan perselisihan,° jalah 
djika perkataan „bangsa Indonesia aseli” diganti, dengan perkataan 
„bangsa Indonesia” sadja. Djadi perkataan „aseli” dibuang sadja; 
ini adalah suatu djalan djuga jang mendekati pendirian Panitia

Selain dari pada itu saja kemukakan kepada Panitia, bahwa di- 
dalam ajat ke-2 barangkali Panitia keliru; perkataan „sjarat-sjarat 
jang mengenai kewargaan-negara” semestinja barangkali nenrln. 
duk negara” (ingezetenen).

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:
Saja persilahkan tuan Supomo.

Anggota SUPOMO:
Paduka Tuan Ketua jang terhormat, pertama, tentang war-a- 

negara, ada 3 matjam usul: & °
Satu, usul dari tuan Liem supaja dimasukkan hal itu dai 

Undang-undang Dasar. Usul jang sama jalah dari tuan Yamin ^
Kedua, usul dari tuan Dahler jang mengakui kedudukan 'soal 

ini dan mengusulkan supaja fasal 26 diganti dengan fasal iang h • 
berbunji „sjarat j’ang mengenai warga-negara ditetapkan den”™ 
undang-undang . Alinea ke-1 dibuang. b 1

Anggota DAHLER:
Tetapi lebih dulu ditetapkan siapa jang mendjadi war«-,.^ 

dan apa sjaratnja. ‘ & egara

Anggota SUPOMO:
Sebetulnja pertanjaan apakah dalam Undang-undang D 1 

dimasukkan siapa jang mendjadi warga, sebagaimana tua^D n US 
katakan, tidak usah ada. Itu memang betul djuga oleh
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umpamanja dalam grondwet, anggaran dasar dari Belanda, sama 
sekali tidak ada satu artikel jang menjatakan, siapa jang mendjadi 
warga.

Djadi itu tidak ada, dan bukan suatu soal jang essentieel dalam 
Undang-undang Dasar. Jang penting memang tentang siapa jang 
betul-betul warga Indonesia. Itu perlu disebutkan dalam undang- 
undang, oleh karena, meskipun mengenai bangsa Indonesia sendiri, 
boleh djadi orang jang berbangsa Indonesia kehilangan warganja, 
oleh karena, umpamanja, ia ada dinegeri asing dan disana bertindak 
melanggar wet atau melakukan perbuatan anti negara, atau men
djadi anggota pradjurit, anggota pembelaan negara asing. Umpa
manja terdjadi demikian ia bisa kehilangan kewargaannja, djadi 
pun untuk orang Indonesia, ada kemungkinan bahwa ia kehilangan 
warganja. Djadi, sebetulnja pernjataan dalam Undang-undang 
Dasar, bahwa „jang mendjadi warga-negara jalah bangsa Indonesia”, 
belum tjukup untuk mengetahui keadaannja dan dengan sendirinja 
undang-undang itu menjebutkan ketentuan itu terutama oleh 
karena Indonesia memang negara bangsa Indonesia, djadi dengan 
sendirinja dalam undang-undang itu sudah tentu bangsa Indonesia 
jang mendjadi warga-negara. Untuk saja sendiri tidak ada kebe
ratan terhadap ketentuan itu, oleh karena sudah tentu bangsa 
Indonesia akan mendjadi warga Indonesia. Djadi buat saja sendiri 
dengan demikian memang bisa dihilangkan kurang puasnja hati 
saja. Buat saja sendiri tiada keberatan mengoper usul dari tuan 
Dahler. Akan tetapi usul seperti jang dimaksud oleli tuan Baswedan 
menurut pendapat saja, tetap susah didjalankan oleh karena akan 
menimbulkan beberapa persoalan hukum mengenai hukum inter
nasional. Soal ini sangat penting tuan Ketua, sebab siapa jang 
dianggap peranakan? Apakah segala peranakan? Apakah tidak 
mungkin diantara mereka ada jang mempunjai status, mempunjai 
kewargaan-negara lain? Kita tidak mengetahui, dan umpamanja 
disebut, bahwa jang dimasukkan jalah segala penduduk Arab atau 
Tionghoa jang dulu mempunjai status Nederlandsch Onderdaan, 
ketentuan itupun tidak tjukup, sebab saja telah mengetahui, mem- 
peladjari undang-undang tentang hal itu. Jang dianggap Neder
landsch Onderdaan mungkin ada djuga jang bukan peranakan, 
sebab djuga Arab totok bisa mendjadi Nederlandsch Onderdaan, 
oleh karena ada dasar jang bukan dasar keturunan; hal itu disebut 
djuga dalam wet Belanda dulu. Maka soal itu sah dimasukkan 
dalam undang-undang. Djadi kesimpulan saja, tidak ada keberatan 
terhadap formulering dari anggota jang terhormat Dahler.

Ketua RADJIMAN:
Djadi kalau begitu pasal 26 mengenai jang mendjadi warga- 

negara, dan sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan ditetapkan
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dalam undang-undang. Apa begitu maksud tuan Dabler? Bagaimana 
anggota-anggota sekalian setudju atau tidak.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:
Kewargaan dan penduduk negara.

Anggota SUPOMO:
Tentan- penduduk tidak perlu disebutkan Pemerintah Hindia- 

Belanda dulu memang mengadakan status Belanda, status JNeder- 
landsch Onderdaan, status penduduk, tetapi dalam warga-negara 
merdeka hanja ada warga-negara, hanja itu sadja.

Ketua RADJIMAN:
B a g a im a n a  tu a n -tu a n ?  K e te n tu a n  te n ta n g  ja n g  m e n d ja d i  w a rg a - 

n e g a ra  d a n  s ja r a t  m e n g e n a i k e w a rg a a n -n e g a ra  d ite ta p k a n  d e n g a n  
u n d a n g -u n d a n g . D a p a tk a h  it u  d e n g a n  b u la t  k ita  te r im a ?

Anggota SUPOMO:
Diadi begini, pasal 26 berbunji: „Jang mendjadi warga-negara 

dan sjarat-sjarat jang mengenai warga-negara ditetapkan dalam
u n d a n g -u n d a n g ” .

Ketua RADJIMAN:
S e t u d ju ?

Anggota SUTARDJO:
Saja mau bertanja, sebelum ada undang-undang, siapa jang 

m e n d ja d i warga?

Anggota SUPOMO:
D jik a la u  it u  su a tu  p e r ta n ja a n  ja n g  h a ru s  d id ja w a b  o le h  a h li  

h u k u m , m a k a  u n tu k  d ja w a b a n n ja  k ita  m e lih a t  k e p a d a  p e r a tu r a n  
• n o- m enentukan, b a h w a  se g a la  b a d a n  p e m e r in ta h a n  d a n  p e r a tu r a n  
ja n g  a d a  m a s ih  la n g su n g  b e r la k u , se la m a  b e lu m  d ia d a k a n  ja n g  
b a r u , m e n u r u t  u n d a n g -u n d a n g  ini.

Anggota SUTARDJO:
Menurut aturan jang berlaku belum ada djuga ketentuan tentang 

w arga-negara dan kita, orang Indonesia, semua onderdaan.
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• A n g g o t a  YAMIN:or
Supaja dapat dipertimbangkan lebih landjut, saja akan mem- 

batjakan redaksi dari pada usul saja, jaitu mengenai pasal 26. „Jang 
mendjadi warga-negara, jalah orang bangsa Indonesia dan 
penduduk jang pada saat pelantikan bertempat kediaman di Indo
nesia, ketjuali jang menjatakan dengan surat penolakan dalam waktu 
6 bulan sesudah pelantikan itu” .

Anggota SUPOMO:
Tuan Ketua, d jawaban kepada P.T. Sutardjo tadi memang boleli 

d jadi menjebabkun keraguan dalam praktek; pada hari bcrdirinja 
Negara Indonesia siapa jang mendjadi warga-negara, djikalau belum 
ada undang-undang; meskipun dengan djalan pikiran juridis bisa 
diberikan djawaban, akan tetapi masih djuga hal itu tidak mudah, 
oleh karena jang diharapkan oleh seluruh masjarakat jalah agar 
dengan sekaligus kita mengetahui ketentuannja; oleh karena itu 
saja menarik kembali persetiuljuan saja terhadap usul tuan Dahler 
dan akan memegang teguh rantjangan jang aseli, jang pertama.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOIO:
Pertanjaan saja disini sebagai orang jang bukan ahli.

Anggota SUPOMO:
Boleh djadi ada keragu-raguan jang djuga tidak gampang disele

saikan mengenai status orang Indonesia sekarang. Pada waktu 
sekarang bagaimanakah statusnja didalam sistim hukum internasio
nal. Djikalau negara sudah mendjadi merdeka pada hal belum ada 
aturan tentang status mengenai hal itu, boleh djadi ada conflict, 
dipandang dari sudut hukum. Oleh karena itu maka teranglah, 
bahwa pertama-tama harus suatu groep jang lebih terang statusnja. 
Bangsa inilah jang mendjadi warga-negara dan sudah tentu, djika
lau sudah ditetapkan bahwa itu mendjadi warga-negara dalam 
negara jang merdeka, dengan sendirinja status djaman dulu sudah 
hilang.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:
Tapi maksud saja memakai usul tuan Dahler. Lalu bagaimanakah 

sekarang? Didalam overgang tidak ada disebut, bahwa aturan jan<* 
dipakai sekarang harus masih dipakai. Itu apa perkara semua war̂ â  
negara sudah tidak masuk. °

Anggota SUPOMO:
Tidak usah, sebab sudah ditentukan disini bahwa bangsa Indo

nesia masuk mendjadi warga-negara. Tentang bangsa Indonesiai 
tidak usah ditetapkan dalam undang-undang, apakah bangsa itu
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warga-negara atau tidak, sebab dengan sendirinja bangsa Indonesia 
mendjadi warga-negara. Sudah lengkap pembitjaraan saja. Saja 
kira sudah djelas.

Anggota MARAMIS:
Saja minta bitjara, sebab ada usul jang barangkali memuaskan.

Ketua RADJIMAN:
Pembitjaraan ini sudah selesai.

Anggota MARAMIS:
Untuk memuaskan saja mengusulkan supaja pasal 26 tetap, akan 

tetapi supaja aturan ditambah dengan satu pasal jang menetapkan 
bahwa orang-orang lain dari pada orang Indonesia, misalnja per
anakan Arab, Belanda atau Tionghoa jang mempunjai kedudukan 
Nederlandsch Onderdaan dianggap sebagai warga-negara. Ini ada 
perlu djuga karena didalam pasal 29 dikatakan, bahwa dalam dia 
wab ini ada duduk orang-orang Tionghoa peranakan. Oleh karena" 
itu perlu orang-orang itu diberi suatu kedudukan sebagai war*a 
negara. Djadi ditambah dengan satu pasal jang menetapkan bahwi" 
peranakan Tionghoa, Arab dan Indo jang mempunjai kedudukan 
JNederlandsch onderdaan menurut undang-undang dulu d'b 
kedudukan sebagai warga-negara. eri

Anggota SUPOMO:
Menurut pendapat saja ini malahan membingungkan dia,!- 

memegang teguh rantjangan. 13 ’ J 1 saja

Anggota YAMIN:
Saja menarik kembali ustil saja, oleh sebab saja sebenarnia b 

maksud untuk memberi pintu kepada golongan DahW P i '  
dan Tionghoa. Mereka tidak begitu gembira atas djalan 
kan oleh tuan Liem Koen Hian, jaitu supaja didalam U d 
undang Dasar ditetapkan bahwa Indonesisehe nationalitm* £  nS' 
kan dalam undang-undang. Oleh sebab itu saja tetan k p J111613?- 
26 seperti diusulkan oleh perantjang. a P asal

Ketua RADJIMAN:
Redaksi Panitia tentunja diterima oleh tuan-tmr,? o t , 

mufakat bulat. tuan i' Sudah

Anggota DAHLER:
Minta supaja perkataan „aseli”  sadja dikeluarkan.
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Ketua RADJIMAN:
Tidak, bulat apa tidak.

Anggota SUPOMO:
Saja kira, djikalau tuan Hatta suka menerima, barangkali jang di

usulkan oleh perantjang itu tidak usah dibit j arakan. Tadi dengan 
pandjang-lebar, baik oleh Ketua Panitia, maupun oleh saja sendiri, 
diterangkan apa sebabnja Panitia/tidak memasukkan dalam hukum 
dasar tadi jang dinamakan grondrechten, jalah oleh karena pema
sukan itu menentang sistimatik kekeluargaan, sistimatik rantjangan 
kita; akan tetapi kami telah menerangkan d juga, bahwa tidak di- 
masukkannja, sama sekali tidaklah berarti, bahwa rakjat tidak akan 
mempunjai kemungkinan bersidang atau berkumpul dan lain-lain, 
sama sekali tidak, oleh karena hal-hal itu dalam negara jang modem 
dengan sendirinja sudah tentu diatur dalam undang-undang. Akan 
tetapi disini ada banjak anggota-anggota jang dengan beberapa 
alasan minta djuga supaja hal itu masuk dalam Undang-undang 
Dasar. Bagaimana tjara memasukkannja diserahkan kepada penjeJ
lenggaraan rantjangan jalah untuk meniadakan keragu-raguan jang 
mungkin timbul, oleh karena tidak semua orang dapat lekas insjaf 
kepada faham kekeluargaan itu. Oleh karena itu, kami usulkan suatu 
aturan jang mengandung kompromis, akan tetapi tidak akan menen
tang sistimatik rantjangan anggaran dasar ini, jalah dengan me-> 
nambahkan didalam undang-undang suatu pasal jang berbunji: 
„Hukum jang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang 
dan berkumpul, untuk mengeluarkan fikiran dengan lisan atau 
tulisan dan lain-lain diatur dengan undang-undang’’. Dengan ini, 
pertama, kita tidak megemukakan hak jang dinamai 6ubjectief 
recht, seperti hak perseorangan, oleh karena itu adalah hasil aliran 
fikiran perseorangan, akan tetapi disini hal itu disebut hukum; 
bagaimanapun djuga diatur dalam undang-undang, bahwa hukum 
jang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan ber
kumpul, untuk mengeluarkan fikiran dengan lisan ditetapkan 
dalam undang-undang. Dengan demikian hal itu adalah kewadjiban. 
Ketentuan itu mewadjibkan Pemerintah untuk membikin undang- 
undang tentang hal itu. D j adi dengan ini para anggota jang hendak 
mendorong kepada sidang untuk memasukkan hal itu mudah-mudah
an hendaknja puas.

Usul tuan Hatta bunjinja begini: „Hak rakjat untuk menjatakan 
perasaan dengan lisan dan tulisan, hak bersidang dan berkumpul, 
diakui oleh negara dan ditentukan dalam undang-undang"’.

Kalau begini bunjinja, sebetulnja menjatakan ada pertentangan 
antara rakjat dan negara. Akan tetapi jang dimaksud oleh tuan 
Hatta sebetulnja, supaja Pemerintah membuat undang-undan*
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tentang hal itu dan sudah tentu hukum jang menetapkan hak ber
sidang itu tidaklah nanti ada undang-undang jang melarangnja., 
Tidak, sebab itu Panitia mengusulkan: „Hukum jang menetapkan 
kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan berkumpul, untuk 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan lain-lain, diatur 
dengan undang-undang".

Anggota SUTARDJO:
Saja minta supaja perhatian kemerdekaan diganti dengan hak 

(setelah memungut suara, njata „kemerdekaan diterima, bukan 
„hak”).

Anggota SUPOMO:
Tentang hal „lain-lain”, anggota jang terhormat Singgih minta 

bitjara.

Anggota SINGGIH:
Saja kira, kalau disebut „dan lain-lain” maka artinja terlalu luas. 

Lebih baik dikatakan, umpamanja „dan lain-lain hak golongan ini” 
atau dengan perkataan-perkataan lain jang maksudnja begitu, 
karena kalau jang dipakai „dan lain-lain”, apa sadja termasuk.

Anggota SOEKARNO:
„dan sebagainja”.

Anggota SUPOMO:
„Hukum jang menetapkan kemerdekaan untuk mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainja diatur dengan 
undang-undang”.

Ini diterima dengan suara bulat.

Ketua RADJIMAN:
Ini fasal baru, fasal berapa nanti?

Anggota SUPOMO:
Fasal 27 ajat 3 bisa. Djadi ajat 3 fasal 27 berbunji: „Hukum jang 

menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan ber
kumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainja diatur dengan undang-undang”.

Anggota YAMIN:
Saja hanja minta perhatian betul-betul, karena jang kita bitjara- 

kan ini hak rakjat. Kalau hal ini tidak terang dalam'hukum dasar,
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maka ada kechilafan dari pada grondwet; grondwettelijke fout, 
kesalahan undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanja buat 
rakjat jang menanti-nantikan hak dari pada republik; misalnja 
mengenai jang tertudju kepada warga-negara, djangan dipikirkan 
bahwa hanja warga-negara jang akan mendapat hak, djuga pen
duduk akan diperlindungi oleh republik ini. Djadi harus dipikirkan 
betul-betul .redaksinja; pertama-tama harus djelas buat republik. 
Djadi sudah terang bahwa dibelakang perkataan „warga-negara” 
harus ditambah „penduduk”, seperti diatur oleh konstitusi-konstitusi 
lain, karena hal ini berhubungan dengan hak souvereiniteit negara- 
negara lain.

Ketua RADJIMAN:
Djadi diusulkan oleh tuan Yamin: „warga-negara dan penduduk”.

Anggota SUPOMO:
Saja tidak berkeberatan, karena memang boleh djuga demikian.

Anggota HATTA:
„Penduduk” sadja, „warga-negara” dikeluarkan.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:
Redaksi semula dari pada Panitia sesungguhnja sudah betuL 

Tidak disebut warga-negara dan penduduk. Itu lebih baik, tetapi 
kalau disebut warga-negara dan penduduk, maka jang sudah diterima 
tadi harus dirobah lagi. Harus ada sjarat-sjarat siapa penduduk itu, 
padahal oleh Prof. Supomo telah diberikan keterangan tentang 
penduduk; dinegeri Belanda dan disini diterangkan, siapa jang 
mendjadi „Nederlander” dan siapa jang mendjadi „Ingezetene”.

Anggota SUPOMO:
Paduka Tuan Ketua. Dalam usul dari Ketua Panitia jang saja 

katakan, disebutkan bahwa hukum jang menetapkan kemerdekaan 
untuk berserikat, bersidang dan berkumpul untuk mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan sebagainja, ditetapkan dengan undang- 
undang; tidak memakai perkataan „warga-negara”.

Ketua RADJIMAN:
Kiranja boleh saja tutup pembitjaraan tentang hal grondrechten 

ini, ja’ni pasal 27 ajat 3.

Anggota SUPOMO:
Pasal 27 ajat 3, tetap dengan undang-undang.
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Ketua RADJIMAN. , tuan-tuan. Dan sekarang saja kira
te ta p i n a n ti s id a n g  d ila n d ju tk a n

pukul 9.00. >

(Rapat ditutup pukul 18.00).

(Rapat dimulai pukul 21.10).

T u an -tu ^ in ^ jan g  terhormat. S id a n g  saja b u k a  la g i ;  k ita  m e la n d ju t -  
kan p e m b i t jaraan te n ta n g  h a l  U n d a n g -u n d a n g  Dasar.

Saja minta tuan Hatta naik mimbar.

A n ^ o ta  H A T T A :
Ketua ian'r mulia, berhubung dengan penerangan Mr 

Tuan Ketua j M e n t e r i - m e n t e r i  dalam Pemerintah
S u p o m o  tadi en ^ mana ¿ikatakannja, bahwa Menteri tidak akan
N e g a r a  I n d o  , m a k a  t im b u l  sa tu  k e s u lita n  d a la m  sistim
bertanggung- jaw , hadapi. Kalau Menteri-menteri me-

nurut Und <= 0]£h karena disana Menten-menten
d jawab, saja i o  ̂ p residen. Di Amerika Serikat tidak di-
mkai dasar trias politik., sehingga nrnsan ala» kekuasaan Peme-
rin tah  sem ata-m ata ada d i,angan  Pres,den sedangkan kekuasaan
membuat undang-undang semata-mata ada d,,angan Dewan Rakjat.
niadi di,ini ada perpisahan jang n,ala antara Dewan Rakjat dengan
Presiden, sebagai kepala  esecut.e i. Tetap. dalam  ran ,jan gan  dasar
¡ ¡ , f  ni tid ak  ada perpisahan  itu  dalam  m endjalankan  legw latief,
■ • „„rUnlnnkan kekuasaan membuat undang-undang; Presiden
f 11"  m  I a  S e n g a n  D e w a n  P e r w a k ila n  Rakjat m e n d ja la n k a n n ja .
bersama- b e rsam a-sam a ini mungkin ada pertentangan:
D a l a m  b  ̂ ] katakan __  barangkali dalam praktek tidak akan
„m t in g K in  J d e n g a n  su su n a n  se m u a n ja  in i  —  a k a n  te ta p i
terdjadi, u ertentangan dan jang akan membdberkan kon-
m u n g K in  •> T<ra r e n a it u la h  m a k a  p e r lu  d is m i d ia d a k a n  s is tim  flik ,t» fdak .a ^ K .« n a h ^  k.w perhM.kaii keJu(,ukan pre
bertanggung J bahwa ia dipilih oleh rakjat seperti
i 1“  S  a den"™ Parlemen atan Konggres. Disini Konggris di-

v i l  rak iat diadi dua badan itu, jang executief maupun jang p'hhi Oleh rakjat, c,J ^  oKh rokjati kedudukannja sama-
legislatief, kedua dua p e rw M a I1  R a k ja t  jan g  ^

s a m a  k u a t , a r e s id^n  t id a k  sa m a  k e k u a ta n n n ja  dalam k e d u d u k 
a n ^  P r e s id e n  dipiM^ o le h  Madjelis Permusjawar.atan Rakjat.
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Karena itu ada baiknja kalau disini diadakan kemungkinan, bahwa 
Minister atau Menteri bertanggung-djawab, sebab kedua-duanja 
sama mendjalankan kekuasaan membuat undang-undang. Tambahan 
lagi tanggung-djawab itu ada penting dalam gerakan kita, dalam 
susunan negara kita, supaja jang memegang département betul-betul 
adalah pemimpin rakjat, djanganlah nanti lambat-laun semangat 
pegawai sadja, dengan tidak mempunjai tanggung-djawab jang kuat, 
mendjalar dalam pemerintahan negara. Apa lagi karena disini 
perpisahan seperti di Amerika kekuasaan mendjalankan undang- 
undang dan kekuasaan membuat undang-undang tidak ada.

Itulah berhubung dengan soal tanggung-djawab Menteri-menteri. 
Saja mengusulkan, supaja kalau itu tidak akan dimasukkan, hen
daklah diperhatikan djuga; mungkin Menteri-menteri dikemudian 
hari bertanggung-djawab. Sebab kalau kita melihat dalam sedjarali 
di Eropa, misalnja Nederland, sesudah grondwet tahun 1838 me
netapkan tanggung-djawab Menteri, sekalipun hal itu tidak tertulis 
terang dalam grondwet, tetapi didalam dasarnja masih 80 tahun 
berdjalan untuk membeberkan soal itu, dan dalam pertempuran 
antara Pemerintah dan Déwan ternjata, bahwa Déwan Rakjat lebih 
kuat dari pada sistim jang kita dapati di Eropa itu. Sebabnja tidak 
lain, karena keduanja mendjalankan legislatief, dan kedua-duanja 
kedudukannja tidak sama kuat; Ddwan Rakjat dipilih oléh rakjat 
sedangkan Pemerintah tidak. Djadi ada baiknja kalau kita dapati 
kemungkinan itu.

Selain dari itu saja mau bertanja tentang satu soal jalah fasal 17. 
Disitu disebutkan, bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri 
atas anggota-anggota Déwan Perwakilan Rakjat ditambah dengan 
utusan dari daerah dan golongan menurut aturan jang ditetapkan 
dalam undang-undang. Undang-undang belum ada, sebab itu saja 
mau bertanja, apakah menurut pendapat Panitia Ketjil jang me- 
rantjangkan Undang-undang Dasar, dalam arti golongan-golongan itu 
termasuk djuga badan-badan seperti kooperasi, serikat sekerdja. J a, 
mémang persatuan dalam susunan negara kita tidak berdasar pada 
individualisme, tetapi collectivisme; badan collectivisme itu akan 
memilih anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ini adalah per- 
tanjaan kesatu. Saja ingin mendapat keterangan, oléh karena pem- 
bitjaraan kita disini mungkin mendjadi dasar atau buat pertim
bangan dikemudian hari bagi orang jang akan menafsirkan undang- 
undang ini.

Pertanjaan kedua, mengenai fasal 34, jaitu bahwa Pemerintah 
memadjukan kebudajaan nasional Indonésia. Apakah tidak lebih 
baik pasal itu ditaruh dalam bagian pendidikan dimasukkan dalam 
bab VIII tentang kesedjahteraan sosial? Saja kira fasal itu lebih 
kena, kalau ditempatkan dalam bagian pendidikan. Hanja itulah 
jang saja kemukakan.
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Tentang pertanjaan pertama barangkali hanja mengenai arti 
akademis sadja. Tetapi dalam bertukar fikiran ini baik kita men
dapat keterangan jang sedjelas-djelasnja.

Anggota SUPOMO:
Paduka Tuan Ketua, pertama saja hendak bertanja kepada tuan 

Hatta iano- diartikan dengan pertanjaan „apakah Menteri tidak 
harusbertanggung-djawab kepada Déwan Rakjat” itu apakah sistim 
parlementaire bahwa djikalau ada satu votum dan Dewan Rakjat 
jang tidak pertjaja lagi kepada Menteri-menteri, mereka itu harus 
meletakkan djabatan?

P e r ta m a , tuan Hatta telah mengatakan bahwa itu bukanlah suatu 
soal untuk dimasukkan atau tidak dalam Undang-undang Dasar, 
tetapi hanja suatu pertanjaan academis. Tadi telah saja uraikan, 
bahwa P a n it ia  menolak kepada sistim parlementai^ karena ini ada
lah sistim liberale democrasi jang sudah kita tolak.

Dengan menolak aliran pikiran individualisme, kita menolak pula 
sistim liberale demokrasi. Akan tetapi terlepas dari téori atau aliran- 
aliran, mungkin ada pertanjaan dalam praktek: bagaimana soalnja 
djikalau misalnja ada konflik antara Menteri dan Déwan Perwa
kilan Rakjat. Hal ini, seperti tadi dikatakan, lianja suatu akademis 
débat. Dalam sistim rantjangan ini tidak ada pekerdjaan bersama 
antara Menteri dan Déwan Perwakilan Rakjat, akan tetapi adanja 
antara Presidén dengan Déwan Perwakilan Rakjat. Oléh karena 
sistim parlementairisme memaksa kepada Menteri untuk meletakkan 
djabatannja, kalau ia tidak dapat dipakai oléh Déwan Perwakilan 
Rakjat, maka dalam sistim itu ada satu prinsip djuga, bahwa Kepala 
Negara itu onschendbaar, djadi Kepala Negara tidak bertanggung- 
d jawab.

Dalam sistim kita berbéda éekali hubungan antara Kepala Negara 
dengan Menteri, maka sistim parlementairlah jang tidak kita kehen
daki. Djadi Menteri hanja pembantu dari pada Kepala Negara, akan 
tetapi dalam p r a k té k  negara, djadi dalam dinamik penjelenggaraan 
negara, kita terutama harus melihat djuga bagaimana nanti djalan- 
nja, akan tetapi kita harus pertjaja kepada kebidjaksanaan Kepala 
Negara dan djuga kepada pembantu-pembantunja jang bukan pem
bantu biasa, akan tetapi tentu orang-orang jang sangat terkemuka 
djuga, ahli negara jang bukan sadja mengingat publieke opinie, 
perasaan-perasaan umum dalam Déwan Perwakilan Rakjat, akan 
tetapi mengerti djuga perasaan umum didalam negara m e r é k a  
umumnja. Sudah tentu orang-orang jang mendjadi Staatsman, 
mendjadi pegawai negara jang begitu tinggi, harus mempunjai pera
saan t a n g g u n g - d jawab, bukan sadja kepada diri sendiri akan tetapi
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kepada umum. Djikalau memang betul-betul pada satu hal terdjadi 
perselisihan — sebab belum tentu dalam praktek ada konflik jang 
konkrit antara Presidén dan Déwan Perwakilan Rakjat — belum 
tentu Déwan Perwakilan Rakjat akan mengetahui dimana letak kon
flik itu, apakah dengan Menteri sadja ataukah dengan Kepala Ne
gara. Dalam sistim parlementaire demokrasi konflik itu tentu sadja 
dengan Menteri, akan tetapi dalam sistim jang kita rantjangkan itu, 
sebelum rantjangan undang-undang dalam Déwan Perwakilan 
Rakjat, sudah tentu ada permusjawaratan jang erat sekali antara 
Presidén dengan Menteri, karena Menteri dalam sistim kita ini hanja 
pembantu belaka jang kedudukannja tergantung dari pada Presidén; 
akan tetapi dalam sistim ini berarti djuga bahwa Menteri adalah 
pembantu jang harus dihargai, jang mesti dihargai, jang suaranja 
didengar oléh Presidén. Disitu timbul pertanjaan: Apakah pengaruh 
Presidén jang paling besar atau pengaruh Menteri, ataukah kedu
dukannja bersama-sama, d jadi sama besar pengarulinja? Péndék 
kata, bila terdjadi konflik antara Presidén dan Déwan Perwakilan 
Rakjat, maka untuk mentjari dimana letak kesalahan, dalam per
seorangan Menteri atau Presidén, tidak bisa letak kesalaliannja dike
tahui oléh déwan itu. D jadi Menteri sebagai Wakil Presidén 
memadjukan rantjangan undang-undang kepada Déwan Perwakilan 
Rakjat. Akan tetapi djika umpamanja terdjadi bahwa Menteri tidak 
disukai oléh Déwan Perwakilan Rakjat, meskipun tidak ada votum 
atau mosi tidak pertjaja, ahli negara jang bidjaksana tentu harus 
mengerti, sikap mana harus didjalankan. Dan kalau perlu tentu 
Menteri sendiri minta akan meletakkan djabatannja, harus mem- 
punjai perasaan tanggung-djawab, perasaan harga bagi diri sendiri 
dan mempunjai political feeling tentang hal itu; djadi haruslah 
kita pertjaja kepada kebidjaksanaan para ahli negara jang nanti 
ditempatkan dalam Pemerintah Pusat. Dalam hal itu djuga kita 
melihat djalan prakték, dinamik konstitusi.

2. Tentang pertanjaan, apakah jang disebut golongan dalam 
susunan Madjelis Permusjawaratan itu jalah apakah bersifat kolék- 
tif, maka Panitia waktu itu dibit j arakan, telah mend jelaskan, bahwa 
mémang itu djuga jang dimaksudkan, oléh karena dalam negara 
jang modern semuanja djuga sesuai dengan aliran djaman. Djuga, 
oléh karena kita mengandjurkan konstruksi sistim dalam ékonomi, 
maka Panitia mengingat akan kemungkinan adanja badan-badan 
golongan dalam lapangan ékonomi dan itupun dimaksud dalam 
pasal 17. Tentang soal artikel 23 barangkali ada djuga beberapa pasal 
jang mengingat sistimatik jang ketjil-ketjil, menurut pendapat saja 
lebih tepat, lebih baik tidak disusun sama; tetapi mengenai hal ini 
kami tidak ada keberatan untuk memindahkan pasal 23 kepasal 
dibawah didalam bab pendidikan, mendjadi pasal 31. Sajâ kira 
bahwa semua pertanjaan telah saja balas.
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Ketua RADJIMAN:
Sudah tuan Hatta? Kalau begitu, tuan Surjohamidjojo diminta 

madju naik mimbar.

Anggota SUR J OHAMIDJ O J O :
Paduka Tuan Ketua jang termulia, para anggota-anggota jang ter

hormat! Sesudah saja menerima pendjelasan-pendjelasan tentang 
Undang-undang Dasar dari anggota jang terhormat Paduka Tuan 
Prof. Supomo, sudah terang dan djuga djelas sekali bagi saja. Dari 
sebab djelasnja itu, timbullah usul-usul saja jang akan saja adjukan 
dihadapan tuan Ketua. Sebelum saja menguraikan pendapat saja 
tentang Undang-undang Dasar, saja perlu menjatakan penghargaan 
saja terhadap Panitia Perantjang jang telah dapat menjusunnja 
dalam waktu jang begitu singkat dan menghasilkan sebuah ren- 
tjana jang sungguh amat lurus dan lengkap, sehingga untuk riwajat 
Indonesia akan mendjadi dokumen jang amat berfaedah dan ber
harga untuk selama-lamanja. Sudah pada tempatnja bila disamping 
penghargaanpun kita menjatakan banjak-banjak terima kasih kita.

Paduka Tuan Ketua jang termulia, bilamana kita membitjarakan 
Undang-undang Dasar ini, adalah berarti bahwa kita merundingkan 
ini tidak hanja untuk kita para anggota Badan Penjelidik, pun 
djuga tidak hanja bagi para tjerdik-pandai sadja, akan tetapi 
djuga dan terutama dihadapan pemandangan dan untuk pengertian 
rakjat kita seluruhnja. Dari itu sering terdapat segala sesuatu jang 
perlu ditegaskan lebih landjut, sungguhpun untuk kita sendiri 
barangkah sudah terang. Seperti soal agama Islam, sesudah ada 
kompromis dengan para kijai, sebetulnja tidak perlu lagi ada pasal 
dalam Undang-undang Dasar jang istimewa menjatakan hak ke
agamaan itu, karena dalam préambule tentang agama Islam itu 
telah tjukup terdjamin. Akan tetapi sungguhpun demikian, masih
lah dirasakan perlu rupa-rupanja oléh Panitia Perantjang diulangi 
dengan pernjataan istiméwa pula dalam suatu pasal jang amat 
tegas, sungguhpun telah ada kompromis itu. Saja dapat menjetu- 
djui andjuran ini dan mengerti apakah sebabnja, jalah seperti 
jang saja katakan tadi, sebagai pernjataan terhadap rakjat.

Paduka tuan jang termulia, djikalau kita memakai sistim sebadai 
jang saja katakan, disinilah terdapat lagi soal jang akan saja ben
tangkan, jang keadaannja serupa itu. Pertama kali soal para Kooti. 
Saja mengetahui, bahwa tentang Kooti lelah ada pasal jang barang
kali oléh Panitia Perantjang tjukup dipandang sebagai djaminan 
langsung dan bahkan diperkokohnja, akan tetapi Paduka Tuan 
Ketua, pertama kali dihadapan rakjat pada umumnja, dan kedua 
kalinja untuk para Kooti sendiri, menurut pendapat saja masih 
perlu ditambahkan pasal jang lebih tegas lagi pernjataannja. Oléh 
saja masihlah teringat datangnja Paduka Tuan Kolonel Nakayama
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di Solo sebagai utusan Pemerintah Balatentara Dai Nippon sehabis 
pendaratan di Djawa jang dengan tegas menjatakan djaminan akan 
langsungnja Kooti, bahkan paling sedikit sama dengan tatkala 
dibawah Pemerintah Belanda. Djaminan itu hari ini dalam mem
perkokoh kedudukan Surakarta Kooti dapat ditebus dengan penam
bahan daerah dengan 4 Ku, akan tetapi dalam memegang kekuasaan 
Pemerintah belum banjaklah bedanja dengan ketika zaman Belan
da. Saja mengerti djuga bahwa dalam hal ini, kita haruslah meng
ingat keadaan perang pada waktu sekarang, akan tetapi dalam 
Undang-undang Dasar ini barangkali perlulah adanja pernjatalan 
jang lebih tegas lagi, terutama bagi perasaan rakjat kita di Sura
karta dan Kooti-kooti lain.

Ilal jang kedua Paduka Tuan Ketua jang termulia, mengenai soal 
kebudajaan, ini perlu djuga dinjatakan lebih tegas, karena saja 
mengetahui adanja aliran jang mendesak kebudajaan daerah dan 
lianja mengusahakan akan tertjipta dan terlahirnja kebudajaan 
baru jang bertjorak 100% Indonesia. Ditentang ini sajapun mupakat 
djuga d jika mungkin dan telah ada, akan tetapi adanja itu djangan- 
lah oleh sebab paksaan dan sengadja diadakan. Dengan ini akanlah 
terdjadi bukannja kemadjuan, akan tetapi kerusakan. Ingatlah 
tjiptaan baru oleh tuan Jodjana tentang tari Djawa jang dipertun- 
djukkan dibeberapa tempat di Eropa. Kiranja belum dimengerti 
bahwa tari Djawa itu tegasnja djuga tari Indonesia, bahwa pentjak 
Minangkabau itu tegasnja djuga pentjak Indonesia, begitu seterus- 
nja, seperti sudah diuraikan oleh Paduka Tuan Prof. Supomo tadi. 
Karena kebudajaan itu adalah lukisan djiwa rakjat jang hidup dan 
dinamis, jang selalu mentjari kesempurnaan, maka tak dapatlah 
kebudajaan itu diperkosa, hingga sebaiknjalah djiwa jang mentjari 
bentuk utama itu diberilah kelapangan untuk memilih salurannja 
sendiri jang dirasa tjotjok. Achirnja tentulah nanti akan mendjelma 
sendiri bentuk kebudajaan Indonesia jang umum dan lebih djauh 
kebudajaan Asia Timur Raya jang indah murni. Dari itu untuk 
menghindari kesalah-paliaman, termasuk djuga tentang hal bahasa, 
perlulah kiranja pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar jang me
ngenai hal-hal itu dinjatakan lebih terang dan tegas lagi, bahwa 
kebudajaan dan bahasa daerah harus dipelihara, bahkan dimadjukan 
djuga.

Achirnja, Paduka Tuan Ketua jang termulia, oleh saja, anggota 
jang paling muda dari pada Badan Penjelidik, disini saja madju- 
kan usul jang muda, tetapi djuga mudah. Adapun hal jang akan 
saja usulkan jalah tentang nama Indonesia bagi negara kita. Saja 
berpendapat bahwa nama ini harus diganti, karena bukan bahasa 
Indonesia aseli, pun djuga asal mulanja dari bangsa Belanda jalah 
Indonesie. Saja mengusulkan nama baru, dan mengingat Siam 
diganti dengan Muang Thai, dan Indo-China dengan Vietnam. 
Dengan demikian dipakai bahasa Indonesia 100% djika diterima.
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Kalau barangkali dl8^ U1 udnja mungkin negara jang
p e r k a t a a n  j a l a h  „Nusantara , ] a  , ,  bilamana ada nama lain
mempunjai banjak kepulauan, ^ Pasal sadja djangan sampai
lang lebih tepat, sajapun mupaKai j & * 
jiing dipakai perkataan asing.

Dismi saja madjukan hal baha.a dan kebudajaan.
Mengenai baha.a .aj» kualir, man K.«u« j¡.»g ‘ “ “ “ ’“ ’¿ “J!“  

dari pendengaran » a ja  sekarang «udah ada diantar» para Kentyo. 
jang memerintahkan' kepada pegawa. melarang nntuk
bahasa daerah. Nanti kalau sudah datang wa , ^ eneetahui
Und'ang-undang Dlasar ini, jang tentunja umum i a salah
pendjelasannja, toelichtingnja, sama sekali, arang 
paham jang lebih dalam. , . ,

Demikianlah, Paduka Tuan Ketua, saja mengutjapkan banjak
terima kasih.

Anggota SUPOMO: . .
Paduka Tuan Ketua, saja pertama-tama hendak mcmbalas soal 

ke 3 dari pada anggota jang terhormat Pangeran Ami joj ,3 
untuk mengganti nama Indonesia. Panitia tidak menje u jui 
tetap memakai nama Indonesia. ^

Mengenai pasal tentang daerah (pasal 16) anggota jang ter 
Pangeran Surjohamidjojo mengusulkan supaja diterang an e 1  ̂
tegas, bahwa jang dimaksud dengan hak-hak asal-usul  ̂ a af̂
rah-daerah jang bersifat istimewa itu jalah daerah-daera ooi* 
terutama jang dimaksud oleh Panitia djuga desa-desa. T<entang a 
ini, untuk menerangkan maksud demikian, bagaimanakah re a si 
nja, padahal tidak diuraikan oleh pembitjara apakah hak- a asa - 
usul dalam daerah-daerah, misalnja.

(Banjak suara): Tidak. bisa ditambah. Hukum dasar tidak bisa 
ditambah.

Anggota SUPOMO:
Tentang kebudajaan dan bahasa Panitia menganggap bahwa a 

itu sudah dibit j arakan dalam Planitia, akan tetapi Panitia meng
anggap tjukup dengan adanja pasal itu, dan dalam penerangan- 
penerangan telah saja katakan bahwa p e n e r a n g a n -p e n e r a n g a n  itu 
tidak bisa dilepaskan dari sifat tehnis. Tehnis Undang-undang Dasar 
tidak bisa dimengerti dengan mambatja undang-undang itu sadja, 
untuk dimengerti harus dibatja dengan penerangannja.

Dengan penerangan tadi Panitia telah merasa tjukup.

Ketua RADJIMAN:
Sudah diterima itu?
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Angsota SURJ OHAMIDJ OJ O: J a.

Ketua RADJIMAN:

Anggota tuan Surjo minta bitjara.

Anggota SURJO'
Usul saja sedikit sekali, jalah mengingat atau menghormat kepada 

'dasar keturunan, dan mengingat keterangan tuan Prof. Supomo. 
Disini saja usulkan tambahan dalam sumpah atau djandji Presiden. 
Walaupun dalam perkataan-perkataan itu tadi sudah agak tjukup, 
akan tetapi saja harapkan supaja uitdrukking jang senantiasa kita 
dengung-dengungkan didalam pidato-pidato, jaitu tentang kepen
tingan diri sendiri, dimasukkan. Djadi dibelakang perkataan jang 
penghabisan supaja disebutkan „men d jauhkan kepentingan diri 
sendiri dan golongan-golongan sendiri” . Supaja tegas sekali maka 
perkataan itu hendaknja dimasukkan didalam sumpah itu.

Anggota SUPOMO:
„Sambil mendjauhkan kepentingan diri sendiri, dan golongan- 

golongan sendiri” . Tentang ini memang ada usul d juga dari anggota 
jang terhormat tuan Abikusno jang telah disampaikan kepada 
Panitia. Usul dari tuan Abikusno bunjinja begini:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
„Demi Allah saja bersumpah sebagai Presiden (Wakil Presiden) 

akan memegang teguh dan memelihara Undang-undang Dasar Repu
blik Indonesia. Saja bersumpah akan mempertahankan dan men- 
d jaga dengan djiwa-raga saja kemerdekaan dan kedaulatan negara; 
akan melakukan semua usaha jang ditentukan oleh segala undang- 
undang negara dan peraturannja untuk mendjaga dan memadjukan 
kemakmuran dan kesedjahtejraan nusa dan bangsa” .

Djadi tentang hal ini ada usul dari Panitia sendiri. Anggota jan°- 
terhormat tuan Surjo hanja mengusulkan tambahan jalah „men” 
d jauhkan kepentingan diri dan golongan-golongan sendiri” .” Dari 
anggota jang terhormat Abikusno ada perubahan besar. Menurut 
pemandangan tuan Abikusno teks jang diusulkan beliau lebih hebat 
Hal ini terserah kepada rapat. Menurut pendapat saja usul Paniti 
sudah tjukup hebat, akan tetapi tidak ada keberatan untuk ditam 
bah dengan usul tambahan dari tuan Surjo.

Anggota SUKARDJO: Ada keberatan.

Anggota WURJANINGRAT:
Saja merasa keberatan, aehah T

djalankan pekenjjaan Presiden gandung ratjun untuk men-
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Anggota SUTARDJO:
Ini menurunkan, dalam bahasa asingnja — de waardigheid v/d 

President.

Anggota SURJO:
Saja tetap mengusulkan, sebab mengingat kepada historie; lagi 

pula karena itulah jang senantiasa kita propagandakan.

Anggota SUPOMO:
Itu sudah termasuk dalam teks Panitia. „Akan memegang teguh 

Undang-undang Dasar dan mendjalankan dengan seluas-luasnja” . Itu 
sudah mengandung arti „akan mendjauhkan kepentingan diri 
sendiri” .

Ketua R AD J IMAN: Bagaimana tuan Surjo?

Anggota SURJO:
Jang saja adjukan „uitdrukkingnja” tadi.

Ketua RADJIMAN:
Kalau tuan Surjo tidak ada keberatan dilandjutkan sadja, djadi 

tidak usah distem. Bagaimana tuan Surjo?

Anggota SURJO:
Saja serahkan kepada tuan Ketua.

Ketua RADJIMAN:
Ja sudah, tidak sadja.

Anggota ABIKUSNO TJOKROSUJOSO:
Paduka Tuan Ketua, saja memadjukan amendement, perubahan 

sumpah bagi Presiden, jaitu terutama oleh karena saja sesungguh- 
nja melihat, bahwa didalam Panitia pembelaan njata bergeloralah 
semangat para anggota-anggota. Kita bersungguh-sungguh untuk 
melakukan semuanja untuk mengurbankan djiwa-raga guna seluruh 
rakjat. Kepada wanitapun diserukan supaja bertanggung-djawab 
akan atau atas kemerdekaan tanah-airnja.

Didalam rentjana pasal 8 ditentukan bahwa Presiden memegan« 
kekuasaan jang tertinggi atas seluruh tentara negara. °

Kita hidup dalam djaman perang, perang jang sungguh hebat 
dan sungguh dahsjat. Apabila nanti tentara kita melihat pelantikan 
Presidennja hanja dengan sumpah sebagaimana termaktub dalam 
rantjangan itu, maka menurut perasaan saja, tidak dapat sumpah 
itu mengikat djiwa perasaan seluruh tentara kepadanja, dan oleh
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karena itu bukannja untuk mendapatkan perkataan jang liebat, 
sebagaimana dikatakan oleh tuan Supomo, tetapi untuk mengikat 
djiwa-raga, kesanggupan dari seluruh rakjat, istimewa dari seluruh 
tentara Indonesia — oleh karena itu maka saja madjukan sualu 
perobahan, perobalian jang akan tuan-tuan izinkan untuk saja batja 
lagi:

„Demi Allah saja bersumpah, sebagai Presiden (Wakil Presiden I, 
akan memegang teguh dan memelihara Undang-undang Dasar lle- 
publik Indonesia. Saja bersumpah akan mempertahankan dan men- 
djaga dengan djiwa-raga saja kemerdekaan dan kedaulatan negara, 
akan melakukan semua usaha jang ditentukan oleh segala undang- 
undang masjarakat dan peraturannja untuk mendjaga dan mema- 
djukan kemakmuran dan kesedjaliteraan nusa dan bangsa” .

Menurut pengiraan saja, apabila Presiden Republik dilantik de
ngan sumpah itu, dan akan menjediakan djiwa-raganja untuk men
djaga kemerdekaan dan kedaulatan negara, saudara Ketua, rupanja 
hanja dengan begitu Presiden mendapat kepcrljajaan sepenuh- 
penulinja dari tentara; Presiden jang harus memberi tjontoh kepada 
seluruh rakjatnja. Kalau tidak ada didalam sumpahnja Presiden 
perkataan kesanggupan untuk membela kemerdekaan negara, saja 
kira, tuan Ketua, itu nanti saja kuatii, semangat rakjat, semandat 
tentara djuga, boleh djadi lurus-lurus berlawanan dengan apa j^ng 
akari dikatakan disini.

Sekianlah.

Anggota SUPOMO:
Paduka Tuan Ketua, dengan sangat menghargai semangat jang 

dilahirkan oleh anggota jang terhormat Abikusno tadi, kami tetap 
memegang teguh usul dari Panitia untuk menetapkan sumpah 
seperti jang telah dimuat dalam rantjangan Undang-undang Dasar.

Ketua RADJIMAN:
Bagaimana tuan Abikusno, masih menaliankan.

Anggota ABIKUSNO: Tentu, tuan Ketua.

Ketua RADJIMAN:
Siapa jang minta berbitjara tentang hal ini?

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:
Tuan Ketua, sidang jang terhormat! Tuan Abikusno tadi meminta 

perobahan dan sebagai alasan jalah dikemukakan semangat ian-' 
berkobar-kobar jang didapat dalam Bunkakai jang mengurus pem”
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belaan. Oleh karena saja sendiri mendjadi anggota dari Bunkakai 
Pembelaan itu, saja memang mengetahui, bahwa alasan itu memang 
benar. Adapun tuan Abikusno memasukkan semangat jang berkobar- 
kobar itu didalam sumpah Presiden ini, saja tidak dapat menjetu- 
djui. Alasannja jalah demikian: Tjontoh jang dikemukakan tuan 
Abikusno itu bukan tjontoh baru, tetapi memang terdapat djuga 
dibeberapa negara; radja negara, kalau menerima djabatan, ber
sumpah akan membéla kemerdekaan dan kedaulatan negaranja. 
Kalau ditambah dengan djiwa-raga djuga boleh. Itu memang ada 
dibeberapa negara. Jang tidak saja setudjui jalah, oléh karena 
Panitia sendiri telah menjatakan dengan kalimat jang sangat seder
hana bagaimana tinggi dan sutji kewadjiban Présidén Republik 
Indonesia, jaitu dengan kalimat „mengabdi kepada nusa dan bangsa” .

Kalimat serupa itu belum pernah saja djumpai didalam sumpah 
Radja atau Présidén lain. Kita, orang Indonésia, sangat tersohor 
didalam kesederhanaan, tetapi tadjam dalam perasaan. Saja merasa 
dan pertjaja bahwa, dengan kalimat atau perkataan jang sangat 
sederhana itu, Présidén jang sudah bersumpah begitu, tidak akan 
meninggalkan negara atau kedaulatannja, tetapi akan mempertahan
kan dengan djiwa-raga kemerdékaan dan kedaulatan Negara Indo
nésia. Maka dari itu saja tidak setudju dengan usul tuan Abikusno.

Ketua RADJIMAN:
Sudah, saja stem sadja, tuan-tuan, tetapi pemberian suara harus 

merdéka. Saja peringatkan sadja perkataan itu. Apa pemungutan 
suara memakai surat atau berdiri sadja? Tetapi harus merdéka. Si
apa jang setudju dengan usul tuan Abikusno saja minta berdiri.

Ketua RADJIMAN:
12 anggota. Itu tentunja tidak suara jang terbanjak. Djadi diha

puskan usul tuan Abikusno. Djadi waktu ini djuga sidang ini me
mutuskan menjetudjui apa jang ditetapkan didalam rantjangan 
Undang-undang Dasar oléh Panitia.

Anggota HADIKUSUMO:
Lebih dahulu saja minta diterangkan oléh Paduka Tuan Supomo, 

apa arti perkataan „dengan kewadjiban melakukan sjari’at Islam 
bagi pemeluknja” itu; arti perkataan itu bagaimana? Supaja di
terangkan.

Ketua RADJIMAN:
Itu sebetulnja sulit sekali. Menurut perasaan saja didalam pré

ambule sudah ditetapkan soal agama itu, maka hal hubungan agama 
dengan kebangsaan sudah selesai begitu djuga maksud pasal itu.

305



Anggota HADIKUSUMO :
Bab 10 pasal 28 jang bunjinja djuga sama, sebetulnja belum 

begitu saja mengerti.

K etu a  RADJIMAN:
Saja mesti mengulangi lagi. Sebetulnja itu sudah disahkan dan 

ditetapkan dalam préambule. Djadi artinja adalah seperti jang di- 
djelaskan oléh Ketua Panitia tadi pagi, apa kemarin soré?

Anggota HADIKUSUMO:
Betul, tetapi hendaknja ditegaskan bahwa perkataan itu artinja 

begini, maksudnja begini. Bagaimana ?

Ketua RADJIMAN:
Menurut perasaan saja itu mestinja sudah didjelaskan, waktu 

menetapkan kebangsaan dan agama, Djadi sudali; menurut perasaan 
saja, djangan kita berdébat-débat; saja minta, kalau boléh, d jangan 
kita berdebat.

Anggota H A D IK U SU M O :

Saja sungguh-sungguh tidak mau berdébat. Sungguh-sungguh, 
dengan terus terang, perkataan itu buat saja belum tegas, sampai 
bagaimana djauh arti perkataan itu ?

Ketua RADJIMAN:
Dengan hormat saja beri nasihat, tuan Hadikusumo, hendaknja

tuan Hadikusumo nanti atau bésok pagi menanjakan kepada jang
merundingkan atau menetapkan préambule hal agama itu; saja
kira keterangannja akan lebih djelas. Menurut perasaan saja soal ini 
sudah tjukup, tuan Hadikusumo.

Anggota H A D IK U SU M O :

Hal ini sangat penting. Saja salah suatu anggota jang tidak mengerti.
Sungguh-sungguh saja tidak mengerti, saja belum mengerti sung

guh-sungguh. Saja tidak mau memakai kedok. Kalau pembitjaraan 
saja tidak diterima, dan soal itu ditetapkan, saja kira pengertiannia
mendjadi salah semua. Djadi saja mau mengerti sadja, bagaimana maksud perkataan itu.

Ketua RADJIMAN:
Karena pasal itu sudah diterima oléh sidang, maka kalau tuan 

hanja menanjakan sadja, dengan ini saja kira sudah tjukup.
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Anggota HAD1KUSUM0:
Tuan Ketua, sungguh saja terpaksa, dipaksa oléh Ketua, untuk 

menerima. Saja mengutjapkan banjak terima kasih. Dan sekarang 
saja hendak berbitjara. Biar tidak diterangkan, saja mau berbitjara, 
supaja pembitjaraan saja djangan diterima salah; tetapi rupanja 
saja tidak bisa mendapat keterangan djelas, maka terpaksa saja 
mau berbitjara.

Ketua R AD J IMAN:
Dengan begitu pembitjaraan kemarin soré mau dibitjarakan lagi. 

Préambule itu sudah ditetapkan sebulat-bulatnja.
Anggota HADIKUSUMO:
Saja katakan dengan terus terang, bahwa kemarin djuga saja 

terpaksa. Sesungguhuja dengan terus terang, karena perintah jang 
mulia tuan Soekarno dan tuan Hatta: „Sudah, sudah, sudah!” Saja 
sendiri belum mengatakan, „sudah” . Terus terang, umpamanja saja 
sudah kalah stem, tidak djadi apa. Saja katakan dengan terus terang 
sadja, bahwa saja sesungguhnja tidak mengerti, karena ada dua buah 
soal. Sekarang saja mau berbitjara, bukan tentang préambule; 
sesungguhnja perkara préambule itu kemarin sudah diputuskan. 
Umpamanja kita bitjarakan sekarang antara anggota bersama, apa
kah tidak bisa dirubah ? Sebab apa anggaran ini dalam sifatnja 
sekarang, umpamanja, tidak boléh dirobah? Biasanja, putusan rapat 
bestuur boléh dirobah didalam rapat. Putusan rapat beberapa ang
gota boléh dirobah oléh putusan kongres. Itulah umpamanja, kalau 
kita mau merobah. Tetapi jang saja minta bukan soal mau merobah. 
Sekarang ini jang dibitjarakan bukan préambule, tetapi bab 10 
pasal 28, ini jang mau saja bitjarakan; saja mau berbitjara tentang 
hal itu.

Ketua RADJIMAN:
Itu sudah termasuk didalam préambule. Djadi terang sekali, me

nurut perasaan saja, kita orang sudah menentukan hal itu. Haraplah 
menerima, tuan Hadikusumo.

*

Anggota HADIKUSUMO:
Sekarang pembitjaraan saja buka; hal itu benar termasuk dalam 

préambule djuga; mengenai hukum dasar kita diberi waktu untuk 
berbitjara. Adanja dasar peraturan minister sudah selaras dengan 
préambule. Tetapi soal minister itu tidak berhubungan den«an 
préambule sama sekali.

Ketua RADJIMAN:
Ja, tetapi soal minister itu tidak berhubungan dengan préambule 

sama sekali.
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Anggota HADIKUSUMO:
Ivalau dipaksakan saja harap djangan sampai ada jang menjcsal. 

Tetapi saja menjatakan, baĥ va saja tidak mupakat dengan adanja 
artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saja tidak mupakat dengan 
préambule jang berbunji „berdasar ke-Tuhanan dengan mendja- 
lankan sjari’at Islam bagi pemeluknja” . Kalau sidang mupakat, saja 
terima. Saja mengatakan itu dengan terus terang sadja. Tetapi saja 
mengatakan bahwa saja tidak mupakat, kalau saja tidak bole-h ber- 
bitjara.

Ketua RADJIAIAN:
Saja sudahi soal ini, jang sudah kita terima semua dari uraiannii 

tuan Abikusno. Tjukup begitu sadja tuan-tuan? Rapal dilunda. 
sekarang kita beristirahat 10 menit.

( Rapat ditutup pukul 22.11).

(Rapat dimulai pukul 22.20).
Ketua RADJIMAN:

 ̂ Tuan-tuan, sidang saja melandjutkan, sekarang saja minti t,,-,,, 
Suwandi berbitjara.

(Suwandi Iin mengundurkan diri, sebab hendak bitjara tentan  ̂
hak rakjat, tetapi sudah diselesaikan). r

Ketua RADJIMAN:
Tuan Abdul Patah Hassan saja minta madju naik mimbar. 

Anggota ABDUL PATAH HASAN:
Paduka Tuan Ketua sidang jang mulia, lebih dahulu saja mini, 

maal kepada tuan-tuan kalau sebranja pembitjaraan saja in mci,o 
langi apa jang sudah terdjadi dalam rapat kemarin atau tadi T,' 
tapi sebetulnja saja hanja ikan minta dengan hormat perhati v  i 
Panitia Ketjil jang telah merantjaug anggaran dasar undan^-undan 
terutama jang mengenai bab 10 pasal 23, aiat k-orln-, ^  Y i "T
kalau-kalau ajat kedua itu, menurut hemat siin mo •• " J‘,ai r  ■ i • . , Ja’ meniaigiruno- nor,,
saan kaum nnishmm; wa aupun saja jakin bahwa maksud diri Pan 
tia Ketjil sekali-kali tidak seperti ian" akan „  i , 11 1 Jni'
kalau-kalau djuga timbul perasaan pada kaum muSmV^'i 'u’ ,101'!11' 
kedua itu mengandung sedikit suggestie lnlna ’ ,a va aJat
perkiraan bahwa dalam Negara Republik Indonesia113 1miemmbulkan 
muslimin meninggalkan agamanja dan kembali k' ’  ̂ satu kaum
lain. Oleh sebab itu saja minta, supaja perkataan ■’ailg
tama dalam ajat kedua itu diganti dengan perkat- • per~ 
perkataan „dan” disitu, itu dibuang sama sekali 1‘ T ?  dan
itu begini: „Negara mendjamin kemerdekaan tiap tiap1̂ 1/^]
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jang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanja dan 
kepertjajaannja masing-masing” . Sekian Paduka Tuan Ketua jang
terhormat.

Anggota SUPOMO:
Paduka Tuan Ketua, berhubung dengan apa jang diuraikan oleh 

tuan Abdul Patah, bahwa barangkali ada salah paham dalam kalang
an kaum muslimin tentang ajat ke-2, karena barangkali disangka 
mengandung suggestie halus untuk meninggalkan agamanja. Panitia 
sama sekali tidak mempunjai maksud jang seperti itu. Maksud Pani
tia jalah sebagai jang ditulis dalam ajat 2, dan tadi saja terangkan 
djuga, bahwa para bangsa Indonesia jang memeluk agama lain tidak 
usah kuatir tentang kemerdekaan memeluk agama itu dan mendja- 
lankan ibadatnja; begitulah memang jang dimaksud oleh Panitia, 
oleh karena Panitia sama sekali menolak adanja gewetensdwang, 
jalah paksaan kebatinan terhadap agama itu. Akan tetapi disini, 
supaja lebih terang, diusulkan oleh tuan Abdul Patah supaja mak
sud itu terang dan tidak menimbulkan salah faham, jalah supaja 
diganti dengan „negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendu
duk jang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanja 
dan kepertjajaannja masing-masing” . Djikalau memang dengan 
berobahnja tekst itu maksud Panitia akan lebih terang dan tidak 
akan melahirkan salah faham, maka Panitia tidak ada keberatan.

Anggota SANUSI:
Mufakat diganti menurut usul tuan Patah. Tentulah digambarkan 

begitu terhadap agama Islam. Dengan agama Islam dalam artikel
2 ini, menurut perasaan Islam, memang diartikan tiap-tiap pendu
duk, djadi meliputi orang Islam. Oleh karena itu saja setudju 
dengan usul itu. Saja djuga berniat akan inengadjukan usul begitu 
tetapi sekarang saja tjoret pidato saja.

Anggota LATUHARHARY:
Kalau kita menerima usul anggota tuan Abdul Patah, maka'ajat 

itu dibatja demikian: „Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk jang memeluk agama lain” , lalu artinja mendjadi hilang. 
Sebab maksud Panitia, jaitu menghormati agama, bukan menghor
mati orang jang memeluk agama, tetapi menghormati agama. Djadi 
kalau diganti, dengan „untuk jang memeluk” , artinja berlainan; 
oleh sebab itu saja ada keberatan. Saja minta supaja ajat bunjinja 
tetap seperti jang diadjukan oleh Panitia Ketjil itu.

Anggota DAHLER:
Tuan Ketua jang terhormat, barangkali dapat saja menerangkan 

kesulitan jang dikemukakan oleli saudara Abdul Patah ini. Kalau 
perkataan dialinea 2 dirobah begini: „Negara mendjamin kemer-
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clékaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja dan akan 
beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja masing-masing , 
djadi menurut pikiran saja s u g g e s t i e  janji terasa o i i annota ata i 
dan disetiuljui oleh a n g g o t a  Sanusi, djuga merasa lnlang sama 
sekali djadi: „Negara m e m l j a m i n  kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanja dan akan beribadat menurut agamanja 
dan kepertjajaannja masing-masing .

Anggota WONGSONEGORO:
Paduka Tuan Ketua, ajat itu s e s u n g g u h n j a  bersandar «ljuga atas 

pembitjaraan Panitia, dan s e o l a h - o l a h  mengandung maksud lain 
dari pada t'erhadap si-pemeluk jang bukan Islam. Dalam pembiljara- 
an dalam Tanitia Ketjil, maka sebelum itu, diusulkan a d a n ja  ajal 
ke-3, tetapi hasil pembitjaraan Panitia Ketjil jalah bahwa ajat A 
dihapuskan sehingga maksudnja lalu terinaktub dalam ajat 2 itu. 
Dari itu, meskipun maksud kalimat sesuai dengan maksud para 
anggota pembitjara malam ini, akan tetapi ada arti lain; dan 
disamping maksud terhadap pemeluk agama dalam arti kata keper- 
tjajaan, oléh para anggota dirasakan, bahwa dengan usul ini lenjap 
segala sesuatu, jang barangkali, oléh sebab ajat 1, akan mengandung 
bahaja penggantian agama lagi untuk pemeluk agama lain jang 
akan mendjalankan sjarat-sjarat agama. Meskipun pendapat itu 
hanja disetudjui atau diakui oléh sementara anggota sadja, tetapi 
semata-mata untuk menjingkatkan pembitjaraan, maka disetiuljui 
pula bahwa ajat 3 dihapuskan dan diadakan ajat 2 jang disadjikai 
malam ini. Dari itu perlu kami tegakkan dengan pernjalaan. hnlnva 
itu semata-mata sebagai kompromis jang saja setudjui.

Anggota HATTA:
Paduka Tuan Kelua! Saja kira bahwa jang diiiMiikan oléh tuan 

Daliler baiklah diterima, oléh karena dalam tekst itu tersebut segala 
agama. Djadi jang bisa menimbulkan perasaan kurang senang bagi 
ini dan itu baik diganti dengan „agamanja masing-masing” , se
hingga mengenai segala agama.

Anggota SUPOMO :
Saja djuga mupakat dengan usul tuan Dahler jang terang sekali 

tidak akan menimbulkan salah paham. Djadi begitu: Ajat ke-2:
„Negara mendjamiii kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanja dan kepertjajaannja masing-masing” .

(Semua mupakat),
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Anggota ABD. PATAH HASAN:
Sebetulnja saja djuga mupakat dongan apa jang diusulkan oleh 

anggota jang terhormat tuan Dahler dan saja terima jang ada dalam 
pergantiannja.

Ketua RADJ1M AN:
Djadi kita terima pergantian perkataan: „negara mcndjamin ke

merdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing- 
masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaan- 
nja masing-masing*’.

Sudah diterima dengan bulat.
i Diterima dengan bulat).

Anggota PRATALYKRAMA:
Paduka Tuan Ketua jang terhormat! Lebih dahulu saja utjapkan 

pernjataan penghargaan jang sebesar-besarnja dan terima kasih 
kepada Panitia untuk menulis Undang-undang Dasar ini. Tuan 
Ketua, diantara rakjat, dimana termasuk djuga saja, ada jang meng
inginkan, bahwa Kepala Negara kita jang akan dipilih djadi Kepala 
Negara Republik Indonesia itu, hendaknjalali orang Indonesia aseli 
jang umunija tidak kurang dari 40 tahun dan beragama Islam. 
Akan tetapi jang demikian itu tidak terdapat dalam LTndang-undang 
Dasar dan karena itu saja madjukan pertanjaan: apakah diluar 
Undang-undang Dasar akan diadakan undang-undang jang menjala
kan kehendak jang saja madjukan tadi itu atau tidak? Djika tidak, 
saja mohon supaja itu dimasukkan djuga, entah didalam Undang- 
undang Dasar atau undang-undang lain, jalah ketentuan bahwa 
Kepala Negara atau Presiden Republik Indonesia hendaknja orang 
hidonesia jang aseli, berumur sedikil-dikitnja 40 tahun dan ber
agama Islam. Sekianlah, terima kasih.

Anggota SUPOMO:
Paduka Tuan Ketua, pertama tentang umur 40 tahun, hal ini 

djuga telah dipikirkan oleh Panitia dengan sedalam-dalamnja. 
Maka dalam beberapa Undang-undang Dasar dari hukum negara 
lain ada aturan demikian, seperti umpamanja Undang-undang Dasar 
di Pilipina, bahwa Kepala Negara atau Presiden harus berumur 
45 tahun. Akan tetapi Panitia memutuskan tidak perlu membatasi 
umunija dalam Undang-undang Dasar itu. Oleh karena djika umur- 
nja dibatasi seperti diusulkan, maka umpamanja orang jang ber
umur 3o tahun dan sangat bidjaksana, sangat pandai dan sangat 
luhur bud inja, sangat disukai oleh seluruh rakjat, hanja oleh karena 
kurang 2 atau 1 tahun, tidak bisa dipilih mendjadi Kepala Negara.
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Hal jang begitu bukan bal pokok. Ketentuan itu tidak perlu di
muat dan lianja akan membatasi serta mendjadi pengikat jang tidak 
perlu dalam penjelcnggaraan negara. Sudah tentu dalam pemilihan 
itu kita harus pertjaja kepada kebidjaksanaan rakjat, djanganlah 
kita tjuriga sekali terhadap kepada badan kita sendiri, haruslah 
ada kepertjajaan kepada diri kita sendiri. Apakah mungkin suatu 
rakjat akan memilih sebagai Presiden orang berumur K) talnin, 
sudah tentu tidak; sudah tentu kalau begitu kita tidak bisa mer
deka. Oleh karena itu Panitia tetap memegang teguh usulnja dalam 
rantjaugan ini.

2. Tentang ha? agama Presiden. Tadi sudah berulang-ulang di
uraikan djuga dan dipegang teguh oleh Paduka Tuan Ketua seiidiri. 
bahwa kita harus menghormati Djakarta Charter itu. Apakah itu 
tidak bersifat suatu kompromis, arlinja baik golongan kebann-saan 
maupun golongan Islam memberi. Itu sudah satu kompromi« 
Sekarang ada permintaan lagi, apakah kita akan menghormati 
kompromis itu atau tidak. Sebab nanti diminta supaja Menteri mesti 
begitu, itu mesti begitu, dimana batasnja ? Marilah kita menghor
mati apa jang telah didjandjikan oleh kedua belah pihak 'Kita 
harus pertjaja, harus memegang teguh apa jang sudah kita diandii 
kan, dan lagi 95r/c  dari orang Indonesia beragama Islam 95% itu 
sudah djaminan jang besar jang dalam lapangan apapun tentu akan 
memberi pengaruh jang sebesar-besarnja. Saja sendiri penjaja ¡e 
penuh-penuhnja kepada kekuatan jang begitu besar. Tetapi diluar 
itu djuga sudah ada perdjandjian Charter. Itu tadi bagaimana'’ 
Oleh karena itu Panitia memohon dengan hormat ingatlah ke ' l' 
perdjandjian; kalau tidak, maka pembitjaraan k ita 'ja n "  «ud-d’ 
2-3 hari lamanja ini tidak ada gunanja. Demikian, tuan”  Ketua'

Ketua RADJIMAN:
Mengenai ..Indonesia aseli” minta diterangkan.

Anggota SUPOMO:
Djadi Presiden harus orang Indonesia aseli? Paniti 

djuga hal itu. Panitia djuga pertjaja. kepada k eb id iak^n !,?1'kirkan 
Djadi tidak perlu. 1 n ,akjat.

Ketua RADJIMAN:
Sudah menerima tuan Piatalykrama ?

Anggota P R  ATALYKII AM A :
Sudah mendengarkan.
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Ketua RADJIMAN:
Sudah, saja minta tuan Maskur madju.

Anggota MASKUR:
Tuan Ketua, para hadirin jang terhormat!
Semendjak persidangan jang ke-1 hingga kini saja baru sekarang 

bersedia untuk berbitjara. Berhubung dengan keinginan berkenalan 
dengan saudara-saudara, maka saja berdiri, mudah-mudahan segala 
pembitjaraan kami nanti tidak mendjadikan salah mengerti, akan 
tetapi dapat membersihkan keruwetan-keruwetan jang terkandung 
diantara kita. Dalam mempeladjari rantjangan Undang-undang Dasar 
jaitu semendjak saja terima, menurut pengertian saja jang sepitjik 
maka terdapat didalamnja 2 pasal jang sukar dilaksanakan dan 
besar kemungkinannja tidak bisa berdjalan; boleh d jadi perten
tangan 2 pasal itu mungkin menimbulkan beberapa paham diantara 
pihak umum Islam, sehingga pula paham-paham itu nanti mem
buahkan, apa jang tidak kita harapkan. Maka harapan saja, mudah- 
mudahan 2 pasal ini nanti dapat disesuaikan. Mudah-mudahan 
uraian saja dapat membersihkan suasana, hingga antara kita itu 
tidak terlalu banjak terdapat pcmbitjaraan-pembitjaraan baru. 
Jang saja maksud jalali tentang apa jang tersebut didalam Undang- 
undang Dasar, bahwa dalam Republik Indonesia adalah kewadjiban 
inendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja. Lalu saja 
membatja didalam rantjangan Undang-undang Dasar ini, j alah jang 
terdapat didalam pasal 7, bahwa Presiden liarus bersumpah me
nurut agamanja. Disitu njata terang, bahwa Presiden itu orang 
beragama apa sadja boleh. Dengan demikian, maka saja pikir 
keadaan begini; kalau didalam Republik Indonesia ada kewadjiban 
mendjalankan sjari’at Islam untuk pemeluk-pemeluknja, padahal 
Republik Indonesia ada dikepalai oleh orang beragama lain dari 
pada Islam, umpamanja: apakah keadaan itu dapat didjalankan 
dengan baik, atau apakah umumnja golongan Islam dapat meneri- 
manja, dan apakah demikian itu tidak djahat? Inilah menurui 
paham kami dua perkara jang mendjadi soal kita. Soal itu kalau 
dilangsungkan, mendjalar mendjadi pertentangan.

Maka menurut fahain kami 2 buah pasal jang bertentangan itu 
dengan gampang dapat diselesaikan; kalau mungkin begitu  ̂maka 
kita sekalian dengan dasar itu menerimanja seichlas-ichlasnja. 
Diantara satu dari 2 pasal itu diberi sedikit perobahan. Pertama* 
kalau Presiden tidak ditentukan orang Islam, maka jang tertulis 
didalam fasal 28, jang berbunji „Wadjib mendjadikan sjari’at 
Islam kepada pemeluk-pemeluk” diganti sadja dengan kalimat 
„Agama resmi bagi Republik Indonesia jalah agama Islam” . Balik m 
faham itu lebih ringan, karena tidak ditulis, bahwa ia memikul
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kewad jiban, tetapi lumja mengakuinja .«-bagai lialn ja ia mengakui 
lain-lain agama. Tentang tjaranja, saja rasa lebih mudali, apabila 
(ialam salah satu diantara dua ]nisai ilu, diadakan pembahan jalali 
ditentukan dalam pasal 7, bahwa Presiden haru.s orang Mani 
atau ajat didalam pasal 2i> diganti.

i 111 fali pendapat kami. I’aduka Tuan ketua, mudah-mudahan i i < 1 a k 
ada l ikiran jang kurang sutji dasarnja untuk meneriman ¡a. sebal) 
kami berhadapan dengan saudara para hadirin sungguli-sunuiiuh 
' ‘ iigan iikiran sutji. Demikianlah liarapan dan usul kami dalamu<

>i<!ang mi
Terima kasih.

kelua KADJJL.MAN:
Saja minta tuan Soekarno sebagai Ketua Panitia memhalar n ja.

Anggota SOEK AILNO :
Paduka Tuan Ketua jang mulia! Sebenarnja, apa janiï akan .»aju 

katakan di-ini sebagai djawab alas andjuran anggota jan^ terhor
mat Kiai Masku r, sudah diutjapkan beberapa kali oléh an^ola  
jang terhormat Supomo, dan saja sendiri. Saja mengerti, apa^jano- 
dikatakan oléh Kiai Maskur tadi, Memang, tljikalau negara berdasar 
atas ke-Tuhanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam 
bagi pemehik-pemelukn ja, dan jang mendjadi Kepala Neiiara atau 
Présidén negara itu misalnja orang jang tidak kenal kepada a^ama 
Islam, sudah barang tentu apa jang tertulis didalam ajat 1 dari pada 
pasal 2fi itu tidak didjalankan sebaik-baiknja. Tetapi seperti jan" 
telah dikatakan beberapa kali oléh Prof. Supomo, kami an^ofi^  
anggota Panitia herkepertjajaan penuh kepada kebidjaksanaai'Trak-
jal Indonésia. Kami herkepertjajaan bahwa jang akan dipilih oléh 
rakjat Indonesia ialah orang jang akan bisa mendjalankan ii,i 
satu dalam pasal 2». Kalau tuan Hadji Maskur menanjakai/hal* iu 
kepada diri saja »ebagai persoon Soekarno, saja sejakin-jakinni /  
bahwa Presiden Indonesia tentu orang Islam. Tak lain'd- L- 
bukan jalali oléh karena >aja melihat dan mengetahui Vahwa'^el 
gian besar dari pada penduduk bangsa Indonesia ¡alah bor  * K'" 
[siam, bahkan dalam pidato saja didalam sidang' pert 
telah meiigandjurkan sebagai orang Islam, meii"andiurU., l '  
ummat Islam Indonpia, supaja bekerdja ker«s°„uU.k 
gandakan agama Islam sehebal-hebalnja dalam kalangan .. L 
Indonesia, sehingga djikalau betul sebagian besar dari p ul i , •,.Ul 
Indonesia ilu djiwanja berkobar dengan api Islam, rohnjà nie 
n jala dengan roh Islam, tidak boléh tidak, bukan sadja Pr^- 'r  "
Képublik Indonésia nanti orang Islam, bahkan _ saja berkat ^
tiap-tiap undang-undang jang keluar dari pada badaii b-i~'"
herljorak Islam pula. Marilah saudara, terutama sekali s- j
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saudara dari pihak Islam, marilah kila menerima apa jang bebe
rapa liari jaii" lalu saja namakan fair play ini. Mari kila bekerdja 
keras; saja sebagai oranj; Islam, sajapun senang melibat d jikalau 
agama Islam ilu disini berkembang dengan sehebat-hebatnja. Saja 
kira, djikalau Kiai Hadji Maskur sudah merenungkan hal ini 
didalani ari i seperi i jang saja leraugkan sekarang ini, tidak akan 
limhul sedikitpim sjak-wasangka didalam hali anggota jang ter
hormat Kiai Maskur ilu. Maka oleh karena ilu, saja menguatkan 
pendirian Panitia Perantjang, bahwa inilah jang sebidjaksana- 
bidjaksananja, jang meinperdamaikan kila dengan kila, jang meng
hindari tiap-liap perselisihan antara dua pihak jang bertentangan. 
Kila lelah membikin gentlemen-agreement. Rantjangan Undang- 
undang Dasar ini adalah salu penghormalan kepada genllemen- 
agreemenl itu.

Demikianlah Paduka Tuan Ketua jang mulia, djawab saja alas 
andjuran Kiai Hadji Maskur.

Ketua RADJ1MAN:
Bagaimana tuan Maskur sudah menerima keterangan itu? 

Anggota MASKUR:
Sedikit keterangan lagi dari saja. Buat kami ummat Islam jang 

telah duduk disini, kami merasa sungguh insjaf akan apa jang 
diuraikan oleh Ketua Panitia. Malah bukan sekarang ini sadja, 
tetapi semcndjak dari semula. Akan tetapi menurut faham kami 
tentulah orang jang memahami soal itu akan mempunjai faham 
sendiri. Apakah djawab saja, kalau orang luar mempunjai faham 
jang tidak begitu? Inilah jang saja sajangkan. Keterangan jang 
perlu diheiikan bukan untuk diri saja sendiri tetapi untuk seluruh 
rakjal.

Ketua RADJIMAN:
Tetapi Panitia mempertahankan rantjangan jang sudah diandjur- 

kan disini. Bagaimana kehendak tuan Maskur? Andjuran tuan 
apa hendak dipertahankan alau tidak. Atau minta supaja disetem 
sadja?

Anggota MASKUR: Sujiaja diusahakan kompromis.
!

Ivetua Panitia Kctjil SOEKARNO:
Nanti dahulu. Apakah Kiai Maskur telah agak puas hatinja, 

djikalau dalam pasal 7 perkataan „menurut agamanya”  ditjoret? 
Ini kompromi dari fihak Panitia.
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Anggota MASKUR:
Paduka Tuan Ketua Panitia, kalau salah satu dari dua pasal 

dirobah seperti saja aturkan apakah bedanja?

Anggota SOEKARNO:
Keberatan tuan tadi menundjukkan dengan njata, bahwa jang 

djadi Presiden Indonesia itu mungkin orang Islam, mungkin bukan 
orang Islam. Maka oleh karena itu, agar supaja rasa jang demikian 
itu bisa lenjap, saja usulkan kompromi; kompromi itu sifatnjapun 
setengah-setengah jaitu sumpalinja tidak dengan menjebutkan 
„menurut agamanjaf’.

Djadi keberatan jang tuan rasakan itu sudah dikurangi sedikit; 
saja akui barangkali tidak 100%.

Anggota MASKUR:
Saja rasa sudah ringan sedikit.

Anggota SOEKARNO:
Kalau 50%, sudah sama.

Angota MASKUR:
Saja belum dapat menerima kompromi tuan Ir Soekarno karena 

saja sendiri belum dapat begitu memikirkan, dan jang telah saja 
mengerti jalah berbagai-bagai hal jang saja usulkan.

Anggota MUZAKKIR:
Saja mau mengusulkan kompromi, Paduka Tuan Ketua, supaja 

tuan-tuan anggota Tyoosakai senang hatinja, jaitu kami sekalian 
jang dinamakan wakil-wakil ummat Islam mobon dengan hormat, 
supaja dari permulaan pemjataan Indonesia Merdeka sampai kepada 
pasal didalam Undang-undang Dasar itu jang menjebut-njebut Allah 
atau agama Islam atau apa sadja, ditjoret sama sekali, djangan ada 
hal-hal itu.

(memukul medja).
Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:
Bagaimana tuan-tuan?

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:
Saja mau berbitjara tentang usul dari tuan Hadji Maskur jang 

belum puas. Tuan Ketua jang terhormat, apa jang saja kemukakan



jalaii satu keadilan jang saja pertjaja — akan diterima dan dihor
mati oleh segenap rakjat, apapun agamanja, keadilan itu tertjantum 
seterang-terangnja, seindali-indalinja dalam pasal 27. Saja batja:

„Segala warga-negara bersamaan kedudukannja didalam hukum 
dan pemerintahan” . Artinja tiap-tiap warga-negara mempunjai hak 
jang sama didalam penghidupannja jang sudah tentu diperlindungi 
oleh hukum dan oleh Pemerintah, Pendek kata, didalam Negara 
Indonesia tidak akan ada kelas-kelas, kelas-kelas warga-negara. Ar
tinja tidak akan ada warga-negara kelas 1, warga-negara kelas 2, 
inilah keadilan. Konsekwensinja dari pada keadilan itu jalah, bahwa 
tiap-tiap putera Indonesia berhak djuga untuk menempati keduduk
an'Presiden Republik Indonesia.

Djanganlah sebeluinnja sudah diadakan suatu pagar, bahwa putera 
Indonesia jang bukan orang beragama Islam, meskipun ia bidjak- 
sana, meskipun ia tinggi budinja, meskipun ia pandai, meskipun 
ia giat, tidak bisa ia akan menduduki kedudukan Presiden Indo
nesia, hanja oleh karena ia tidak beragama Islam. Ini jang saja 
kuatirkan, kalau iisul Kiai Hadji Maskur itu diterima. Saja menger
ti, saja menghargai usul atau pikiran Hadji Maskur, tetapi saja 
djuga harus mempertahankan keadilan jang sudah tentu akan 
mendapat perlindungan dari agama Islam. Inilah tuan Ketua, jang 
saja kuatkan berhubung dengan pasal 27.

Ketua R AD J IMAN:
Menurut perasaan saja sudah tjukup hal ini diterangkan dari 

dua pihak. Boleh ini saja setem?

Anggota MUZAKKIR:
Atau usul saja?

Ketua RADJIMAN:
Itu tidak saja usulkan dahulu.

Anggota MUZAKKIR:
Tetapi saja usulkan. Usul saja disetudjui oleh semua ulama 

disini.

Ketua RADJIMAN:
Terima kasih. Sekarang saja setem andjuran tuan Maskur.

Anggota MASKUR:
Saja mohon bertanja, sebelum disetem, apakah tidak lebih baik 

diterangkan lebih dahulu? Tidak hanja tentang agamanja, tetapi 
antara salah satu dari dua pasal itu.
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Djadi kalau ada kemungkinan perubahan dalam sesuatu pasal, 
baiklah dalam pasal 28 itu sadja ajat 1 diganti dengan kalimat 
jang mengandung pengakuan.

Ketua RADJIMAN:
Tetapi satu hal itu t̂ .di sudah dipertahankan oleh Panitia lvetjil. 

Kalau berhubungan dengan hal itu maka sekarang saja lianja 
mau menanjakan kepada sidang ini, apakah setudju dengan ran
tjangan Undang-undang Dasar jang diselenggarakan oleh Panitia 
atau, apakah andjuran tuan Maskur diterima. Kalau andjuran itu 
diterima redaksi mendjadi bagaimana.

Anggota SOEKARNO:
Paduka Tuan Ketua, lebih baik tuan setem usul Hadji Maskur 

sadja lebih dahulu. Panitia sendiri akan mengusulkan, atas kehen
dak Panitia sendiri, supaja perkataan „menurut agamanja” itu 
ditjoret.

Ketua RADJIMAN:
Djadi bagaimana, apakah tuan Maskur itu disetem dahulu, siapa 

setudju dan siapa tidak setudju?

Anggota SANUSI:
Saja mohon berbitjara. Pemungutan suara ini nanti tidak ber- 

tudjuan mengenai agama. Saja tidak mufakat dengan pemungutan 
suara, kalau diterima dengan suara jang sedikit-dikitnja; kalau 
jang diterima usul tuan Maskur, terimalah, dan kalau tidak, teriina- 
lah°usul tuan Muzakkir, djangan berbau agama.

Ketua RADJIMAN:
Kalau begitu saja setem sadja.
Anggota SANUSI:
Tidak bisa, tuan, tidak bisa disetem. Perkara agama tidak bisa 

disetem. Kita terima usul tuan Muzakkir atau usul tuan Maskur 
mengenai perkatan usul jang „menurut agama”, djangan memakai 
perkataan „agamanja , kaicua Negaia Indonesia, walaupun tidak 
memakai agama tentu akan mendjadi Indonesia Merdeka

Ketua RADJIMAN:
Djadi ini hanja tinggal diterima atau tidak; disetem tidak boleh'' 
Anggota SANUSI:
Usul saja memakai perkataan „menurut agama” . Djangan iv.l • 

„n j a” , kalau diterima. Kalau usul itu tidak diterima saja tidak ad',
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keberatan; mnmat Islam harus mempanjai negara jang dimupakati« 
nja,

Ketua RADJIMAN:
Djadi ini diterima atau tidak. Saja akan saja setem sadja.

Anggota AHMAD SAKUSI:
Djangan disetem.

Anggota SOEKARNO:
Panitia menerima wnja” tidak dipakai, djadi perkataannja 

nurut agama”.

Ketua RADJIMAN:
Achiran „nja” tidak dipakai. Itu sadja? Lebih mudah lagL
Tuan Iladji Ahmad Sanusi masih mau berbitjara?

Anggota AHMAD SANUSI:
Assalamualaikum w.w. Paduka Tuan Ketua, hadirin jang terhor

mat! Jang akan saja bitjarakan sudah habis, tinggal satu usul 
saja jang akan dikemukakan disini. Hadirin jang mulia. Negara 
kita ini menanggung 70 djuta orang. Oleh karena itu saja akan 
mengemukakan kepada hadirin kewadjiban jang ada didalam agama 
Islam. Dalam permusjawaratan tentu ada pikiran. Djangan kita 
hanja mengingat asal pembitjaraan berdjalan sadja, sudah, tetapi 
kita harus memakai keterangan didalam pendjelasan atau pem« 
bitjaraan, bertukar pikiran terus-menerus sampai kepada keadaan 
jang senjata-njatanja, jaitu njata benarnja atau njata salahnja? 
njata bahwa sesuatu hal harus dirobah; sebab kalau kita 
menerima sesuatu usul setjara mentah-mentah, siapa nanti jang 
akan bertanggung-djawab terhadap rakjat, terhadap tuan, terhadap 
masjarakat? Karena kesalahan kita disini, kita tjelaka, anak-tjutju 
kita tjelaka. Oleh karena itu saja mengusulkan kepada rapat, Pa* 
duka Tuan Ketua, supaja hal-hal jang bertentangan sedjak dari 
permulaan pembitjaraan sampai waktu ini diselesaikan dengan 
bertukar pikiran sehingga senjata-njatanja kita mendjadi satu, 
supaja negara tetap mendjadi suatu negara persatuan baru. Kalau 
diikuti tjara soal-djawab jang sudah didjalankan ini, tidak akan 
terdjadi suatu negara persatuan, tetapi negara perpetjahan, meski* 
pun namanja persatuan.

Sekianlah* 

Ketua RADJIMAN:
Tuan Muzakkir?
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A-ncserti* MUZAKKIR : . . .
Stî i tidak ada la<n, ketjuali mengusulkan usul saja, jaitu supaja 

se^xla jàng berkenaan deigan nama Allah nama agama dan rah- 
TVT-  ̂ r, WkatNia dan lain-lain, pendeknja segala dengan per-

k , d c . V h * N K  p e „ „ l o „ ? a „N ia  ,11-
tjorét dari pada undang-undang itu.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:
Tuan Ketua Panitia bitjara.

Anggota SOEKARNO:
Tuan Ketua, kami Panitia tidak mupakat dengan usul tuan 

Muzakkir itu, terima kasili.

Ketua RADJIMAN:
Sudah diterima itu, tuan Muzakkir?

Anggota MUZAKIvIR :
Tidak, minta dipertimbangkan.

Anggota HADIKUSUMO:
Saja berlindung kepada Allah terhadap sjétan jang merusak. 
T u an-tu an , dengan péndék sudah kerapkali diterangkan disini, 

bahwa Islam itu mengandung idéologie negara. Maka tidak bisa 
negara dipisahkan dari Islam, sebab tjorak Islam negara dan agama 
itu" sudah diterangkan. Begitulah arti perkataan. Kalau voorstel 
memang itu ditolak, artinja tidak berarti senjata-njatanja bahwa 
negara itu akan nétral dalam hal agama. Karena voorstel saja, 
pilih sadja jang terang-terang, dari pada saja tidak mengerti dan 
tidak boléh diterangkan. Dengan alasan-alasan dalam beberapa 
ajat jang motiundjukkan bangsa Islam, tentang hal pembélaannja, 
tentang hal ékonominja, tentang hal segala-segalanja, mempunjai 
idéologie sebagaimana jang sudah diterangkan. Djadi saja menie- 
tudjui usul tuan Abdul Kaliar Muzakkir tadi; kalau idéologie 
Islam tidak diterima, tidak diterima! Djadi njata negara ini tidak 
berdiri diatas agama Islam dan negara akan nétral. Itu terang- 
terangan sadja, djangan diambil sedikit kompromis seperti tuan' 
Soekarno katakan. Untuk keadilan dan kewadjiban tidak ada kom 
promis, tidak ada. Terang-terangan sadja, sebab kalau méman". 
ada keberatan akan menerima ideologie ummat Islam, siapa, 
mupakat jang berdasar Islam, minta supaja mendjadi satu neaâri 
Islam. Kalau tidak, liarus netral terhadap agama. Itulah terang*
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terangau* itulah jang lebih* tegas, Kalau-kalau sudah njata netral 
djangan mengambil-ambil perkataan Islam jang rupanja lianja di
pakai udjung-udjung sadja. Orang-orang mengerti betul pengalaman 
ini. Orang Islam sungguh mengerti perkara agama. Kalau ada perka
taan jang rupa-rupanja dipakai udjung-udjung sadja tidak njata- 
njata berarti, saja tahu bahwa tidak baik kesannja pada ummat 
Islam. Karena itu saja riiupakat, setudju, dengan kehendak tuan 
Abdul Kahar Muzakkir; tjoba disetem sadja dengan terang-ter^ng- 
an, siapakah jang mupakat supaja negara kita ini berdasar Islam 
dan siapa jang tidak.

Atau oleh karena disini ada matjam-matjam agama, supaja di
usulkan apakah -negara kita berdasar agama -atau tidak. Kalau 
diputuskan tidak, tidak, habis perkara. Kalau masih ada pendapat, 
bagaimana dasarnja, Kristenkah, Islamkah, Buddhakah atau lain- 
11 ja lagi, ini barulah boleh kita memilih. Djadi terang dan beres. 
Saja kira bahwa itu adalah usul jang sebaik-baiknja. Kalau memang 
tidak, sama sekali tidak, kalau ja, ja. Itu pendapat saja jang bulat. 
Barangkali dengan begitu beres soalnja. Kita menghadapi mata- 
mata musuh, tuan-tuan, tetapi djanganlah hendaknja kita berke
ras-kerasan tetapi berkepala dingin. Saja minta jang terang sadja, 
dan saja mufakat dengan tuan Muzakkir. Supaja 'beres, betulkah 
usul sekarang tentang agama itu; berdasar agamakah atau tidak. 
Ini perlu saja terangkan. Wassalamualaikum w.w.

Anggota SANUSI:
Permintaan saja, supaja permusjawaratan ini diharap berdjalan 

dengan tenang, dengan memantjarkan fikiran kesebelah kanan dan 
kiri, keluar dan kembali. Djangan diputuskan sekarang djuga se
perti anggota tuan Abdul Patah usulkan. Harap tuan-tuan memikir
kan dengan tenang, dengan pikiran jang mengingat negara kita, 
rakjat kita, kalau diputuskan dengan putusan. Pada lial saja akan 
tidak akan ikut hadir lagi, dan d jam ini saja tidak akan hadir, 
sebab kita tergopoh-gopoh dalam sesuatu, terutama mengenai negara 
kita ini. Oleh karena itu saja minta kepada tiap hadirin jang 
mendjadi wakil 70 d juta, supaja mengikuti dengan tenang, dengan 
sabar, permusjawaratan. Saja tiada keberatan, minta lagi bermu- 
s jawara t dengan tenang, dengan berlindung kepada Tuhan masing« 
masing. Islam mempunjai Tuhan, jang bukan Islam mempunjai 
Tuhan; kita harus minta perlindungan, supaja tenang. Saja minta 
kepada tuan Ketua, supaja suasana permusjawaratan ini didingin
kan dahulu.

Ketua BADJIMAN:
Tidak ada keberatan, tetapi kita harus mengingat, bahwa kita 

ini mendapat pekerdjaan dari Pemerintah, djadi kita harus nien-
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djalankan kewadjiban itu. ITaras ada kepntusan tentang Bemna bal 
jang di-indalikan oleh Pemerintah. Saja kira, bahwa itu disetudjui.

Saja setudju sekali, maka saja tutup sidang malam ini dan saja 
tunda sampai besok pagi. Djadi hal jang masih menanti keputusan 
ini besok pagi tentu dapat diselesaikan dengan perasaan tenang.

Sidang saja tunda sampai besok pagi pukul 10.00 tuan-tuan.

(Rapat ditunda pukul 23.25.)



RISALAH RAPAT BESAR 
PADA TANGGAL 16 JULI 1945



Jang berbitjara: 
Ketua: Radjiman
Anggota: S oekamo

w Supomo
„ Hatta
w Sutardjo
~ Yamrn



R A P A T  BESAR PAI)A T A N G G A L  1 6 - 7 - 1 9 4 5 .

Sidang dibuka pukul 10.30.
Ketua RADJIMAN:
Anggota sekalian jang terhormat!
Sidang ini dibuka lagi, kita mulai. Anggota jang terhormat tuan 

Soekarno akan bcrliiljara dulu.
Anggota SOEKARNO:
Paduka Tuan Ketua jang termulia!
Saja jakin bahwa baiijak dianlara anggota-anggota Dokuritu 

Zyunbi Tyoosakai tadi malam tidak bisa tidur, sebagaimana d juga 
terdjadi dengan diri saja. Boleh dikatakan, hampir datang waktu 
subuhlah haru saja bisa menutup mata saja, oleh karena memikir
kan kesulitan-kesulitan jang kita hadapi didalam rapat kita tadi 
malam. Makin mendalamlah didalam kejakinan saja, apa jang 
saja katakan kemarin, jail u bahwa sebelum terbentuk sesuatu 
Undang-undang Dasar dari pada sesuatu rakjat, selalu didahului 
oleh kesukaran-kesukaran jang amat hebat, kesukaran-kesukaran, 
pertikaian dan perselisihan pendapat, tetapi achirnja djikalau sesu
atu bangsa tjukup kekuatan bathinnja untuk mengatasi segala kesu
karan-kesukaran itu, barulah bisa disusun Undang-undang Dasar itu, 
dan oleh karenanja maka Undang-undang Dasar itu mendjadi suatu 
hal jang dikeramatkan, didalam arti jang tidak mengenai hal agama. 
Ini sekedar suatu peribahasa jaitu: „jang dikeramatkan oleh bangsa 
jang membuatnja” . Kita kemarin menghadapi satu kesukaran jang 
amat sulit, tetapi Allah s.w'.t. selalu memberi petundjuk kepada 
kita. Kepada tiap-tiap manusia jang betul-betul memohon petundjuk 
dari pada Allah s.w.t., dalam tiap-tiap kesukaran, maka Allah s.w.t. 
selalu memberi petundjuk. Maka petundjuk bagi kita anggota- 
anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai tadi malam telah mulai datang.

Sesudah ditutup rapat tadi malam itu, maka dengan segera kami, 
jaitu beberapa pemuka jang dinamakan pemuka kebangsaan dan 
pemuka jang dinamakan pihak Islam, mengadakan perundingan 
dan sekarang telah sampailah saatnja, saja sebagai Ketua Panitia 
itu, mengemukakan, apakah pendapat saja sebagai Ketua Panitia 
tentang masalah itu.

Saja tidak akan berbitjara pandjang-lebar. Pokoknja jalah demi
kian, bahwa kita sekalian liendaknja insjaf-seinsjafnja akan penting 
dan gentingnja keadaan; bahwa kita telah bersumpah — walau
pun sumpali itu tidak kita ikrarkan — tidak akan pulang, tidak 
akan kembali ketempat kediaman kita masing-masing, sebelum 
Undang-undang Dasar Indonesia Merdeka tersusun. Djikalau kita 
sekarang mengemukakan alasan-alasan, argumen-argumen lagi, saja
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, . i. i OMl ¡111* mendiadi pembitiaraan kemarin- itu tidak 
jakin b a W  »Ml J”"?  ajtota. diminta, bi.a
mengemukakan argumen-argumen bergudang-gudang; pihak Islam- mengemuka r- ^  mengeluarkan argumen-argumen ber-
pun djikalau ¿isini 10 <uidang. Disitupun 10 gudang. Dismi
f w ^ ^ ^ S i S w p m .  100 "uefang. Tidak akan habisnja «oal ini, 
Ma kita maiil. mengemukakan argumen-argumen untnk memper- 

ka„, untuk menjokong, untuk menerangkan pen.lman k.ta ma- 
sin-r-masing. Maka oleh karena itu, saja sebagai Ketua Panitia, 
menasihatkan kepada tuan-tuan sekalian, marilah kita sudahi per
kara ini dengan tidak masing-masing memegang kokoh-kokoli pen
dirian kita masing-masing lagi. Kepala kaum j'ang dinamakan 
kaum kebangsaan Indonesia, saja minta dengan tegas, supaja suka 
mendjalankan suatu pengorbanan, mendjalankan suatu offer kepada 
keiakinan itu. Alangkah ailang-gemilang kita kaum kebangsaan. dji- 
kalau kita bisa menundjukkan kepada dunia umum, dunia Indo
nesia chususnja, bahwa kita demi persatuan, demi Indonesia Mer
deka jang hendaknja datang selekas-lekasnja, bisa mendjalankan 
6uatu offer mengenai kejakinan kita sendiri.

Saja berkata, bahwa adalah sifat kebesaran didalam pengorbanan, 
„er is grootheid in offer •

M arilah  kita sekarang mendjalankan pengorbanan itu, dan pengor- 
banan jang saja minta kepada saudara-saudara jang tidak sepaham 
densan golongan-golongan jam dinamakan golongan Islam jalali 
supaya saudara-saudara mupakati apa jang saja usulkan ini. Jang saja 
u s u l k a n ,  j a 1 ah: baiklah kita terima, bahwa didalam Undang-undang 
Dasar dituliskan, bahwa „Presiden Republik Indonesia haruslah 
prang Indonesia aseli jang beragama IsUtm” . Saja mengetahui, baliwa 
buat sebahagian p'liak kaum kebangsaan ini berarti sesuatu hal jang 
berarti pengorbanan mengenai kejakinan. Tetapi apa boleh buat! 
Karena baga'~manannn kita, sekalian jans hadir disini, dikatakan 
1.00% telah jakin, bahwa djustru oleh karena penduduk Indonesia, 
rakjat Indonesia terdiri dari pada 90 atau 95% orang-orang jangrakjat Indonesia iurum nun |muu un... /v mun^-urang jang 
beragama Is’ am. baga’manapun. tidak b oli h tidak, nanti jang meri- djad? Presiden Indonesia tentulah orang jang beragama Islam. Apa 
boleh buat, saja minta kepada saudara-saudara jang berdiri atas 
dasar kebangsaan itu tadi, supaja' melepaskan teoretis prinsip ini, mengorbankan teoretis prinsip ini kepada persatuan jang harus 
leJkas kita selenggarakan, agar supaja bisa lekas tersusun Undan", 
u n d a n "  Dasar; agar supaja bisa lekas pula tertjapai Indonesia Mer
deka. Inilah permintaan saja kepada saudara-saudara jang berdiri 

lipbnncrsaan. Dengan terus terancr onrlin i ...
deka. Inilah permintaan saia Kepaua saudara-saudara jang berdiri 
‘difitas paham kebangsaan. Dengan terus terang sadja, marilali kita 
sekalian sekarang mendja’ ankan pengorbanan. Saja katakan kepadd 
saudara-saudara sekalian, bahwa saja, sedjak dibuang ke Flores, saia 
beladjar sembalijang dan didalam tiap-tiap kali saja sembahjan"
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tidak berlienti-lientinja saja mohon kepada Allah s.w.t., supaja Allah 
memberi petundjuk kepada saja, supaja saja bisa mendjadi orang 
pemimpin jang bisa menundjukkan djalan kepada bangsa Indone
sia, djalan bagaimana kita sekalian bisa lekas mentjapai Indonesia 
Merdeka. Inilah, tuan-tuan sekalian, saja anggap djalan jang harus 
kita tempuh. Dengan djalan demikian itulah kita bisa lekas menju- 
sun hukum dasar kita, sehingga bisa lekas mentjapai Indonesia 
Merdeka. Saja minta kepada saudara-saudara kaum kebangsaan 
djalankanlah offer itu. Kalau masih kita bitjarakan landjut hal itu, 
tidaklah ada habisnja. Marilah kita setudjui usul saja itu; terimalah 
clausule didalam Undang-undang Dasar, bahwa Presiddn Indonesia 
haruslah orang Indonesia aseli jang beragama Islam. Kemudian 
artikel 28, jang mengenai urusan agama, tetap sebagai jang telah 
kita putuskan, jaitu ajat ke-1 berbunji: „Negara berdasar atas ke- 
Tuhanan dengan kewadjiban mcndjalankan sjari’at Islam bagi 
pemeluknja” . Ajat ke-2: „Negara mendjamin kemerdekaan tiap- 
tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat 
menurut agamanja dan kepcrtjajaannja masing-masing” . Saja minta, 
6upaja apa jang saja usulkan itu diterima dengan bulat-bulat oleh 
anggota sekalian, walaupun saja mengetahui, bahwa ini berarti 
pengorbanan jang sehebat-hebatnja, terutama sekali dari pihak 
saudara-saudara kaum patriot Latuharhary dan Maramis jang tidak 
beragama Islam. Saja minta dengan rasa menangis, rasa menangis, 
supaja sukalah saudara-saudara mendjalankan offer ini kepada 
tanah-air dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita, supaja 
kita bisa lekas menjelesaikan supaja Indonesia Merdeka bisa lekas 
damai. Demikianlah Paduka Tuan Ketua jang mulia pendjelasan 
saja. Saja harap, Paduka Tuan Ketua jang mulia suka mengusaha
kan supaja sedapat mungkin dengan lekas, mendapat kebulatan dan 
persetudjuan jang sebulat-bulatnja dari segenap sidang untuk apa 
jang saja usulkan tadi itu.

Ketua RADJIMAN:
Tuan-tuan sekalian jang terhormat, sesudah pendjelasan dari 

tuan anggota jang terhormat Soekarno itu, sebagai Ketua Panitia 
jang menjelenggarakan rantjangan Undang-undang Hukum Dasar, 
saja minta pendirian sekalian anggota tentang perobahan perkataan 
mengenai Presiden, jaitu bahwa Presiden harus orang Iudonesia 
aseli jang beragama Islam. Bagaimanakah, tuan-tuan anggota ian"

-  D D  J  Oterhormat.

Anggota SUPOMO:
Usul Panitia jalah supaja pasal 4 ajat I berbunji demikian: 

„Presiden jalah orang Indonesia aseli jang beragama Islam” . Pasal
2 berbunji: Presiden dan Wakil-wakil Presiden dipilih oleh M a- 
djelis dengan suara jang terbanjak.
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Z im n k yok u tyoo  m inta jan g  m upakat berdiri.

Paduka Tiian Ketua, sebelum sidang akan memberikan suara jang 
tetap tentang pasal-pasal Undang-undang Dasar, maka lebih dalnilu, 
atas andjuran dari beberapa anggota 1 anitia, hendak meio>ai 
edikit sistimatik dan perkataan-perkataan dalam Undang-undang

50kali”n’

S'
Dasar.Bab VI- Madjelis Permusjavaratan Rakjat dan Dewan Perwa-
Ulnn Rakiat” dibagi dua. Bab I tetap, Bab II berbunji: „Madjelis kilan Rakjat au> n  (lan al Ki mcu(lja(U pasal 2

3 dari Bab II. Bab II mendjadi Bab III, Bab III mendjadi 
Bab IV Bab IV mendjadi Bab V, Bab V mendjadi Bab VI, dan 
b e g i t u  s’eterusnja. Pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 mendjadi 
pasal-pasal Bab „Dewan Perw akilan Rakjat Dengan scndirinja 
nomor pasal-pasal itu djuga berobah. Barangkali sudah dimengerti 
oleh tuan-tuan sekalian?

Anggota HATTA:
Baiknja Bab VIII tentang „Pemerintah daerah .

Anggota SUPOMO:
P em erintah  daerah sebagai kekuasaan Pemerintah m engenai hal 

pem erintahan, oleh  karena sifat itu, lebih  baik tidak dirobah  
tem patnja.

Anggota SUPOMO:
Perkataan-perkataan itu dirobah sebagai berikut: pasal 2 ajat 

ke-3 jang lama bunjinja: „djika ada 2 orang Wakil Presiden” dan 
seba*ainja, angka 2 disalin dengan huruf dua. Ini usul anggota 
jang°terhormat Sutardjo. Angka satu diganti dengan liuruf satu, 
dan° angka 2 dengan huruf-2.

Pasal 4 jang lama, jang tadi djuga dengan suara jang banjak disetudjui mendjadi ajat kedua tentang: „Presiden dan Wakil
P residen  dipilih ...............” dan sebagainja, atas usul tuan Sutardjo
d i t a m b a h  dengan „dan diperhatikan” oleh Madjelis Permusjawa
r a ta n  r a k ja t .  D j a d i  ditambah dengan „diperhatikan”.

Anggota HATTA:
D ip erban dingkan  dahulu, karena ini mengenai dasar.
An-gota SUPOMO:
Ada suara jang tidak menjetudjiu usul tuan Sutardjo, djadi lebih 

baik redaksi jang lama.
Anggota SUTARDJO:
Tuan Ketua, kalau begitu, diminta supaja disetem.
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Anggota HATTA:
Dibitjarakan dahulu.
Ketua RADJIMAN:
Scbetulnja hal ini sudah selesai. Tadi saja katakan bahwa bisa 

perkataan-perkataan sadja dibitjarakan, djadi pembitjaraan sudah 
ditutup.

Anggota YAMIN.
Djangan ditutup.

Anggota SUTARDJO:
Usul itu sudah diterima oleh Panitia.

Anggota YAMIN:
Kita tidak menerima.

Anggota SUPOMO:
Begini, Paduka Tuan Ketua, Panitia menganggap, bahwa usul itu 

tidak mengenai prinsip. Tadi ada suara-suara jang tidak mupakat. 
Oleh karena itu lebih baik kita menetapkan redaksi jang lama. 
Maksud tuan Sutardjo sudah termasuk dalam ajat itu.

Ketua RADJIMAN:
Sudah begitu sadja.

Anggota SUPOMO:
Lalu masih ada anggota jang terhormat Tan Eng Hoa, supaja 

ajat ketiga dari pasal 27 jang lama, jaitu jang kemarin diterima 
dan jang berbunji begini „Hukum jang menetapkan kemerdekaan 
untuk berserikat, berkumpul” dan sebagainja, didjadikan pasal sen
diri, djadi mendjadi pasal 23 (menurut hitungan jang lama).

Kalimat Hukum ditetapkan dengan undang-undang” itu tidak 
elegant.

Oleh karena itu saja menerima usul tuan Djajadiningrat supaja: 
„Hukum jang menetapkan”  ditjoret „sehingga pasal itu berbunji 
begini: „Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, untuk 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainja 
ditetapkan dengan undang-undang” .

Pasal 33: tentang Pemerintah memadjukan kebudajaan”, men- 
djadi pasal dibawah Bab Pendidikan, djadi dipindah kebagian 
„pendidikan” .

Tentang pasal mengenai keuangan. Ajat kesatu, pasal 23: ber
bunji: „Anggaran penghasilan dan belandja ditetapkan pada tiap- 
tiap tahun dengan undang-undang”, „Penghasilan”  ini diganti d e n g a n  
„pendapatan” djadi „anggaran pendapatan dan belandja ditetap
kan tiap-tiap tahun dengan undang-undang” .
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Ada lagi perubahan jang mengenai aturan peralihan jalah, pasal 
38 lama, jang mendjadi pasal III. Usul anggota jang terhormat 
Abikusno, jang diterima oleh Panitia jalah supaja pasal itu men- 
djadi begini bunjinja: „Dalam melaksanakan pertahanan dan 
pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur llaya ini, Negara 
Indonesia bckerdja bersama seerat-eratnja dengan Dai Nippon” .. 
Usul ini disctudjui oleh Panitia Peranljang Undang-undang Dasar.

Sebagai penghabisnn dari pada penerangan saja, atas perminta
an anggola jang terhormat tuan Sutardjo, saja hendak menerangkan 
kepada sidang, bahwa segala perkataan „undang-undang” dalam 
rantjangan Undang-undang Dasar itu dipakai sebagai istilah hukum. 
Jang disebut „undang-undang” jalah peraturan jang dibuat oleh' 
Kepala Negara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat 
Djadi „undang-undang”  itu istilah hukum jang dalam bahasa Be
landa disebut „wet” . Djadi Peraturan Pemerintah pusat atau Per
aturan Pemerintah daerah tidak dinamakan undang-undan"- Di
namakan bagaimana, itu sekarang belum perlu ditetapkan, llania 
perlu diterangkan, bahwa dimana ada perkataan „undang-undan^ 
jang dimaksud jalah peraturan Kepala Negara dengan Dewan t w ’ 
wakilan Rakjat. A cr‘

Demikian keterangan saja.

Anggota R AD J IMAN:
Tuan-tuan, sudah diterima uraian tuan Supomo ini?
Siapa menerima uraian itu?

Anggota SOEKARNO:
Artikel penghabisan 42 itu mendjadi artikel 36, sebab seh I 

gian dari pada nomor-nomor telah dihilangkan, schinnU, 
nomor dimadjukan. 00 UOflior-

Anggota SUPOMO:
„Aturan Tambahan”, tidak memakai pasal, diadi nerlc-t.,i „42”  ditjoret. J Peik-taan pasal

Anggota RADJIMAN:
Djadi r a n t ja n g a n  in i s u d a h  d it e r im a  se m u a n ja . Djidi * 

la g i ,  U n d a n g -u n d a n g  Dasar in i  k ita  te r im a  d e n g a n  s e h , , l .? !T  .u la n g i 
B a g a im a n a k a h  tu a n -tu a n ?  Untuk p e n je lc s a ia n n ja  s a ia n , nJa- 
h o r m a t  s u p a ja  ja n g  s e tu d ju ,  ja n g  m e n e r im a , b e r d ir i  °

(Saja lihat tuan Yamin belum berdiri).
Dengan suara bulat diterima Undang-undan^ D m ,. • •
Terima kasih tuan-tuan. D Im>
(Tepuk tangan J.

330



RISALAH RAPAT PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN 
INDONESIA PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945



BAGIAN KETIGA.
Naskah perundingan pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mene

tapkan Undang-Undang Dasar 1945 atas Kemerdekaan jang telah 
diutjapkan dengan Proklamasi sehari sebelum hari penetapan itu 
dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
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RAPAT PANITIA PERSIAPAN' KEMERDEKAAN 
INDONESIA.

Pada tanggal 18 bulan 8 tahun 2605.

Ketua: Ir Soekarno.
Wakil Ketua: Drs Moh. Hatta.
Anggota: I. Supomo.

2. Radjiman.
3. Suroso.
4. Sutardjo.
5. W. Hasjim.
6. Ki Bagus Hadikusumo.
7. Oto Iskandardinata.
8. Abdul Kadir.
9. Surjohamidjojo.

10. P u ruh o j o.
11. Yap Tjwan Bing.
12. Latuharhary.
13. Dr Amir.
14. Abd. Abbas.
15. Moh. Hassan.
16. Hamdhani.
17. Ratulangi.
18. Atidipangeran.
19. I Gusti Ktut Pudja.
20. Wiranatakusuma.
21. Ki Hadjar Dewantara.
22. Mr Kasman.
23. Sajuti.
24. Kusuma Suinantri.
25. Subardjo.

Dikatakan mula-mula, bahwa rapat akan dimulai pukul 9.30* 
tetapi sampai lebih dari pukul 11 rapat belum dimulai dan d jumlah 
anggota ditambah dengan 6 orang mendjadi 27.

Rapat dibuka pukul 11.30.
Ketua SOEKARNO:
Sidang jang terhormat. Pada hari ini kita berada pada satu saat 

jang mengandung sedjarah. Pada hari ini kita menjusun Undang-

tambahan:
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undang Dasar Negara Indonesia jang kemerdekaannja kemarin, 
menurut kehendak rakjat, telah dipermaklumkan dengan pro- 
clamatie jang telah diumumkan pula kepada rakjat kira-kira djam 
setengah 12 (Nippon).

Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui, bahwa kita 
duduk didalam suatu djaman jang beralih sebagai kilat tjepatuja. 
Maka berhubung dengan itu saja minta kepada tuan-tuan sekalian, 
supaja kitapun bertindak didalam sidang sekarang ini dengan ke- 
tjepatan kilat. Djanganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak jang 
ketjil-ketjil, tetapi marilah kita menurut garis-garis besar sadja jang 
mengandung sedjarah.

Saja minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaja misalnja 
mengenai hal Undang-undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti 
garis-garis besar jang telah dirantjangkan oleh Dokuritu Zyimbi 
Tyoosakai dalam sidangnja jang kedua. Perobahan jang penting- 
penting sadja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan 
jang ketjil-ketjil hendaknja kita kesampingkan, agar supaja kita 
sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pckcrdjaan 
menjusun Undang-undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil 
Presiden.

Sementara kita berkumpul dikota Djakarta, telah dimadjukanlah 
kepada kami oleh beberapa anggota, hal-hal penting untuk perobah- 
an-perobahan didalam Undang-undang Dasar buatan Dokuritu 
Zyunbi Tyoosakai itu. Sementara itu pula pihak kami telah meng
adakan pembitjaraan dengan beberapa anggota dan sjukur Alham- 
dulilah terdapatlah sudah beberapa persetudjuan jang nanti, sebagai 
hasil pembitjaraan-pembitjaraan jang membawa persetudjuan itu, 
akan diberitahukan oleh Paduka Tuan. Hatta, Zimukyokutyo, 
kepada tuan-tuan sekalian.

Saja mengutjapkan sjukur Alhamdulilah, oleh karena dengan 
adanja persetudjuan-persetudjuan itu pembitjaraan kita nanti 
betul-betul bisa berdjalan setjara kilat.

Tidak perlu lagi kita mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan 
jang agak pandjang-lebar.

Sekarang saja persilakan Paduka Tuan Hatta Zimukyokutyo mem
beritahukan kepada tuan-tuan perobahan-perobahan dari pada 
perkataan-perkataan jang diusulkan dan disetudjui oleh beberapa 
anggota, mengenai pembukaan Undang-undang Dasar serta pasal- 
pasal Undang-undang Dasar.

Saja persilakan tuan Hatta.

Wakil Ketua IIATTA:
Tuan Ketua jang termulia, sidang jang terhormat! Diantara ber

bagai-bagai usul jang masuk pada Zimukyoku jalah:
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1. Menghilangkan pernjataan Indonesia Merdeka serta pembu
kaan jang lama, dan menggantinja dengan pembukaan jang semula 
dirantjang oléh Panitia Ketjil, jang belum ada dimuka tuan-tuan; 
baiklah itu nanti saja batjakan disini. Pun dalam mukadimah jang 
lama ada perobahan isi kalimat, jang nanti djuga saja batjakan, 
djadi, péndék kata, kita kembali kepada préambule jang lama. 
Dahulu ada suatu Panitia Ketjil jang telah merantjang préambule 
untuk Undang-Undang Dasar kita. Tetapi kemudian sidang Dokuritu 
Zyunbi Tyoosakai merobah préambule itu, dan memetjahkan men- 
djadi dua, jalah pernjataan Indonesia Merdéka dan pembukaan 
(jang singkat).

Berhubung dengan suasana jang sudah terdjadi sampai sekarang, 
dan djuga waktu jang bersedjarah jang tiba kemarin, sudah njata, 
bahwa lebih baik kita kembali kepada préambule jang lama jang 
akan saja batjakan disini. Demikianlah bunjinja:

„Bahwa sesungguhnja kemerdékaan jalah hak segala bangsa, dan 
oléh sebab itu maka pendjadjalian diatas dunia harus dihapuskan, 
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdékaan Indonésia telah 
sampailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentausa 
mengantarkan rakjat Indonésia kedepan pintu gerbang Negara 
Indonésia jang merdéka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan dido
rongkan oléh kemauan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang 
bébas, maka rakjat Indonésia menjatakan dengan ini kemerdéka- 
annja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintah 
Negara Indonésia jang melindungi segenap bangsa Indonésia dan 
seluruh tumpah-darah Indonésia, dan untuk memadjukan kese- 
djahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdékaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdéka
an kebangsaan itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonésia, jan^ 
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonésia jan^ 
berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan J an" 
Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab 
persatuan Indonésia, dan kerakjatan jang dipimpin oléh hikmat 
kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan 
mewudjudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indo
nésia” .

Ini perobahan jang pertama.
Oléh karena hasrat kita semua jalah menjatakan bangsa 

Indonésia selurulinja, supaja dalam masa jang genting ini kita 
mewudjudkan persatuan jang bulat, maka pasal-pasal jang berten-
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tangan dikeluarkan dari Undang-undang Dasar. Oléh karena itu 
maka dapat disetudjui, misalnja pasal 6 alinéa 1 mendjadi:

„Presiden ialah orang Indonésia aseli” .
„Jang beragama Islam” , ditjorét, oléh karena penetapan jang 

kedua: Presidén Republik orang Islam, agak menjinggung perasaan 
dan pun tidak berguna, oléh karena mungkin dengan adanja orang 
Islam 95% djumlahnja di Indonésia ini dengan sendirinja barang
kali orang Islam jang akan mendjadi Presidén sedangkan dengan 
membuang ini maka seluruh Hukum Undang-Undang Dasar dapat 
diterima oléh daérah-daérah Indonesia jang tidak beragama Islam 
umpamanja jang pada waktu sekarang diperintah oleh Kaigun. 
Persetudjuan dalam hal ini djuga sudah didapat antara berbagai 
golongan, sehingga memudahkan pekerdjaan kita pada waktu 
sekarang ini.

Berhubung dengan itu djuga berobah pasal 29. Ini bersangkutan 
pula dengan préambule. Pasal 29 ajat 1 mendjadi 'begini: „Negara 
berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa” . Kalimat jang dibelakang 
itu jang berbunji: „dengan kewadjiban” dan lain-lain ditjorét sadja.

Inilah perobahan jang maha penting menjatukan segala bangsa. 
Lain dari pada itu ada perobahan-perobahan ketjil jang ber

hubungan dengan efficiency pada waktu sekarang ini. Jang lain 
ini bisa saja sebutkan berturut-turut.

Pertama pasal 4: „Presidén Republik Indonésia memegang keku
asaan pemerintahan” ditambah dengan kata-kata: „menurut
Undang-undang Dasar” .

Ajat 2 pasal 4: Ini berhubung dengan usul, supaja, agar bisa 
lebih éificiént, d jangan ada 2 orang Wakil Presidén, tetapi seorang 
sadja.

Ajat 2 mendjadi: „Dalam melakukan kewadjibannja Presidén 
dibantu oléh seorang Wakil Presidén” . Berhubung dengan itu alinea
3 ditjorét sama sekali.

Pada pasal 5 ada usul untuk menambah satu kalimat, supaja. 
kedudukannja lebih djelas. Akan saja batjakan perlahan-lahan, 
bunjinja begini: ,presidén menetapkan peraturan Pemerintah 
untuk mendjalankan undang-undang sebagaimana mestinja” .

Berhubung dengan perobahan menghilangkan Wakil Presidén 
jang kedua, maka pasal 6 ajat 2 mendjadi: „Presidén dan Wakil 
Presidén”  dan lain-lain. Bukan „wakil-wakil” .

Demikian djuga pasal 7: „Presidén dan Wakil Presidén” .
Pasal 8 ajat 1, pada bagian kedua dari kalimat: „Ia diganti oléh 

Wakil Presidén” , „kesatunja”  dihilangkan, dan seterusnja, sampai 
habis waktunja dihilangkan.

336



Ajat 2 dihilangkan.
Demikian djnga pasal 9: „Presiden dan Wakil Presiden” .
Pada pâ al 23 ajat 3 ditambah satu kalimat: „Hasil pemeriksaan 

itu diberitahukan kepada Déwan Perwakilan Rakjat” .
Itu mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan.
Sekarang pasal 24: Pada ajat pertama ditambahkan: „menurut 

undang-undang” .
Pasal 25: „sjarat-sjarat untuk mendjadi hakim ditetapkan oleh 

undang-undang” itu bunji jang lama. Itu ditambah sedikit sehingga 
mendjadi: „Sjarat-sjarat untuk mendjadi dan untuk diberhentikan 
sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”: Djadi ditam
bah ditengah-tengah.

Berhubung dengan suasana baru jang kita hadapi sekarang, tentu 
peraturan peralihan berobah sama sekali.

Pasal 26 berobah sama sekali.
Inilah, tuan-tuan, usul-usul jang dimadjukan kepada Zimukyoku. 

Kiranja kita dengan perobalian-perobahan itu dapat menetapkan 
Anggaran Dasar sebagaimana sudah ada itu, apalagi oléh karena 
tuan-tuan semuanja jang di Djawa sudah mempeladjarinja waktu 
membitjarakannja dalam sidang Badan Penjelidik; dan anggota- 
anggota dari seberang sudah dikirimi lebih dahulu Undang-undang 
Dasar ini, sehingga dapat dipeladjari dengan saksama; kalau itu 
dapat kita mupakati dengan doorhameren, dalam beberapa menit 
kita dapat mengesahkan Undang-undang Dasar kita ini.

Sekian sadja.
Ketua SOEKARNO:
Sidang jang terhormat! Agar supaja pembitjaraan bisa tjepat, saja 

hendak membatjakan lebih dahulu préambule, jaitu mukadimah 
atau pembukaan dari Undang-undang Dasar. Sebagaimana tadi telah 
dikatakan oléh Paduka Tuan Zimukyokutyo, pernjataan kemerdéka- 
an jang direntjanakan oléh Panitia Penjelidik hendaknja dihapus
kan sama sekali. Demikian pula kata pembukaan buatan Tyoosakai 
djuga dihapuskan sama sekali, tetapi baiklah kita kembali kepada 
mukadimah — demikianlah namanja dahulu —, jang dibuat oléh 
Panitia Ketjil dahulu, dengan sedikit perobahan.

Pertama perobahan: „Mukadimah” diganti dengan „Pembukaan” . 
Kemudian kata-katanja tadi sudah dibatjakau oléh tuan Moh. 
Hatta. Baiklah sekali lagi saja batja dengan perlahan-lahan.

PEMBUKAAN.
„Bahwa sesungguhnja kemerdékaan jalah hak segala bangsa, dan 

oléh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, 
karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
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t  ôr-rremlcin kemerdekaan Indonesia telah sam-
Dan P®rdJ"“nga“  P ja“ „ berbahagia, dengan selamat sentausa 

pailah kePada ‘k . t 3Indongsia kedepan pintu gerbang Negara

e s : S *  *■» » t " ur-Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa dan dengan di- 
doVontkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan 
jang b^bas, maka rakjat Indonesia menjalakan dengan ini kemer-

dCKemudian dari pada itu, untuk membentuk sesuatu pemerintahan 
Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjah- 
eraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melak

sanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamai- 
! n abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebang
saan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indo- 
nesia ian«- terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indo
nesia ian° berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada kc- 
Tuhanan jan" Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan 
beradab perbatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh 
hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan-perwakilan serta 
dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat
Indonesia” .

Sidan" jang terhormat, demikianlah pembukaan itu, dan sebagai 
tadi telah dikatakan oleh Paduka Tuan Zimukyokutyo dan oleh saja 
sendiri, diharap supaja usul itu sedapat mungkin dengan setjara 
kilat bisa kita terima.

Anggota ICI BAGUS HADIKUSUMO:
Saja° kira, perkataan „menurut dasar kemanusiaan”  lebih baik 

diganti dengan „ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil” 
dan seterusnja.

K etu a  SO E K A R N O :
Tuan Ki Bagus mengusulkan, supaja dipakai perkataan „Ke- 

Tuhanan Jang Maha Esa” , dan perkataan „menurut dasar kemanu
siaan jang adil dan beradab” ditjoret sadja.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:
Berdasar kepada ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar 

kemanusiaan jang adil dan beradab” . „Menurut dasar” hilang.

K etu a  SO E K A R N O :
Berdasar kepada apakah republik kita itu: „ke-Tuhanan Jane 

Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab”
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Perkataan-perkataan „menurut dasar” ditjorét. Djadi: „ke^Tulianan 
Jang Maha Esa kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indo
nésia, dan kerakjatan” , dan seterusnja.

Tuan-tuan semua i’aham? Tidak ada usul lagi?

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:
Diatas tuan Ketua: „maka disusunlah kemerdékaan Indonesia itu” , 

apa tidak „maka disusunlah pemerintahan” ?

Ketua SOEKARNO:
Kemerdekaan itu disusun dalam satu Undang-undang Dasar. Kita 

lalu membuat Undang-undang Dasar.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:
Jang disusun disini pemerintahan, bukan kemerdékaan, „maka 

disusunlah pemerintahan” .

Ketua SOEKARNO:
Tidak, kemerdékaan; pemerintahan kita susun dengan Undang- 

undang Dasar.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:
Apa tidak bisa dirobah mendjadi: „maka disusunlah pemerintah

an itu” .

Ketua SOEKARNO:
Tidak, pemerintahan itu disusun dalam suatu Undan^-undan" 

Dasar. Sudah? Tuan-tuan lain? ° °

Anggota OTO ISKANDARDINATA :
Kalimat kedua: „pintu gerbang” . Itu tidak ada. Djadi baiklah 

diganti dengan kata-kata: ke-Negara Indonésia” .

Ketua SOEKARNO:
„Mengantarkan rakjat Indonésia ke-Negara Indonésia” , tidak 

„kedepan pintu gerbang” ? Saja kira tidak berkeberatan dengan 
adanja perkataan „pintu gerbang”, sebab Negara Indonésia belum 
ada.

Wakil Ketua MOH. HATTA:
Rakjat kita, kita antarkan kemuka pintu gerbang sadja. Kalau 

disebut ke-Negara Indonésia, kita melangkah kepada grondwet Itu 
bédanja. Sekarang kita bawa rakjat kemuka „pintu gerbang” sadja
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Ketua SOEKARNO:
Tuan Oto telah mufakat.
Tuan-tuan, tidak ada lagi perobalian? Silakan tuan Gusti.

Anggota I GUSTI KTUT PUDJA:
Ajat 3 „Atas berkat Rahmat Allah” diganti dengan „Tuhan” 

sadja, „Tuhan Jang Maha Kuasa” .

Ketua SOEKARNO:
Diusulkan, supaja perkataan „Allah Jang Maha Esa" diganti 

dengan „Tuhan Jang Maha Esa” . Tuan-tuan semua mufakat kalau 
perkataan „Allah” diganti dengan „atas berkat Tuhan Jan<* Maha 
Kuasa” . Tidak ada lagi, tuan-tuan?

Kalau tidak ada lagi, r-aja batja seluruhnja, maka kemudian saja 
sahkan.

PEMBUKAAN.
„Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa 

dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapus' 
kan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan tL,-; 
keadilan. pen'

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sam 
pailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentausa 
mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerban  ̂ Ne" 
Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*^

Atas berkat Rahmat Tuhan Jang Maha Kuasa, dan dengan V 
dorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan jan<r°b'b 
maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaann^ ^

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerint h 
Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia3 1 °  
seluruh tumpali-darah Indonesia, dan untuk memadjukan ke 1’ l 
teraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut ° lu  
sanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan n T  . 
an abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaai k i™3*' 
saan Indonesia itu dalam suatu Undang-undan» Dasa * ]v 
Indonesia jang terbentuk dalam suatu susunan Negara R Cu^a 
Indonesia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar k P , 
ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan b ^ r i 
persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin olel ’
kebidjaksanaan dalam permusjawaratan-perwakilan ser/ )i
mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indo ^

Setudju, tuan-tuan?
( S u a r a :  Setudju.)
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Dengan ini sahlah pembukaan Undang-undang Dasar Negara 
Indonesia.

Sekarang tuan-tuan, saja bitjarakan Undang-undang Dasar.
Perubahan-perubahan jang diberitahukan oleh P.T. Zimukyo- 

kutyo, tuan-tuan telah mengetahui. Lebih dulu saja mengadakan 
pemandangan umum (globaal) atas Undang-undang Dasar ini, tetapi 
saja minta supaja pembitjaraan-pembitjaraan singkat. Djikalau 
sudah ada pemandangan umum, kemudian akan saja bitjarakan 
pasal demi pasal. Apakah tuan-tuan perlu sebelum membuat peman
dangan umum mendapat penerangan sedikit tentang opzetnja, opzet 
Undang-undang Dasar ini? Djikalau perlu tuan Supomo saja minta 
untuk memberi pendjelasan. Perlu, tuan-tuan, Mr Supomo saja 
persilakan memberi pendjelasan tentang opzetnja.

Anggota SUPOMO:
Pokok pikiran untuk Undang-undang Dasar, untuk susunan negara, 

jalah begini. Kedaulatan negara ada ditangan rakjat; sebagai pen- 
djelmaan rakjat, didalam suatu badan jang dinamakan disini: 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Djadi Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat adalah suatu badan negara jang memegang kedaulatan 
rakjat, jalah suatu badan jang paling tinggi, jang tidak terbatas 
kekuasaannja. *

Maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang memegang kedau
latan rakjat, itulah jang menetapkan Undang-undang Dasar, dan 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu jang mengangkat Presiden dan 
Wakil Presiden.

Maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan garis-garis 
besar haluan negara, sedang Presiden dan Wakil Presiden diangkat 
oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan berada dibawah Ma
djelis Permusjawaratan Rakjat. Djadi Presiden „untergeordnet” , 
tidak „nebengeordnet” , dan dibawah Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat mendjalankan haluan negara jang ditetapkan oleh Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat. Presiden tidak boleh mempunjai politik 
sendiri, tetapi mesti mendjalankan haluan negara jang telah di
tetapkan, diperintahkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. 
Ia diperintah oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Begitu gambar- 
nja.

Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakjat. Dewan 
Perwakilan Rakjat itu dapat disebut badan jang bersama-sama 
dengan Presiden, bersetudjuan dengan Presiden, membentuk undang- 
undang, djadi suatu badan „legislative” . Untuk mengadakan undan», 
undang harus ada pekerdjaan bersama-sama antara Presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakjat.
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• T nlpli W 'kil Presiden tadi, oleh Menteri-
Presiden « ^ ” “ S ”mCn?eri negara diangkat dan diperhenukanm e n t e r i  n e g a r a . - -l

oleh Presiden. Tlnkiit a d a  djuga Dewan Pertimbang-
Ketjuali Dewan State” . Dari nama,,) aan A<mng, seperti „raad van S . itu mempertimbangkan

«nraAngW > Presi«* ¿ n  WakH Pre-p e n e r a n g a n  k e p a a .  ^  p u s a t .
siden. Itulah Pemerintah Daerah:Dibawah Pemerintah Pjs ^  ada

satu pasal, jangTentang Pemerinta ian aer^ dakm  undang-undang.
berbunji „Pem<enn*al . telall dipakai untuk negara itu djuga
Hanja Badja^lasar-da < Dairah, artinja Pemerintahan

ha^s d -  bersifat permusjawaratan, dengan lain perkata- Daerah harus perwakilan Dadrah.
an harus ad ^-¿rah istimewa diindahkan dan dihormati,

Dan adanja daer t t ada dan dihormati susunannja
Kooti-kooti Sultait - keadaannja Sebagai daerah, bukan negara; 
jang aseli, akan i faliam dalam menghormati adanja daerali
djangan sampai ‘ , ‘ch n» itu bukan negara, sebab hanja ada 
„Zelfbesturen zeifbesturende landscliappen” , hanjalali daerah
Sati l netS ip i daerah Istimewa jaitu jang mempunjai sifat istimewa, 
sadja, tetapi istimewa itu suatu bagian dan Staat Indonesia,
Djad; istimewa, mempunjai susunan aseli. Begitu-
tetapi memp j* ffe „emcenschappen”  seperti desa, di Sumatera 
pun adanja ” ka£au), marga (di Palembang), jang dalam
negen J disebut „Inheemsche Rechtsgemeenschappen” . 
bahasa Be dihormati. Ada lagi -  saja lupa tadi — jalali
busunannja a i. Mm k iman iang diurus menurut undang-undang,
T T a l  t l r i e n U " »  (R*enkamer) jang mengontro'l

sGpcrti biasa.keuangan n ‘ harlIS diperhatikan djuga, jaitu haliwa Madjelis
Ada satu ] Rakiat iang tinggi itu tersusun atas Dewan Per-

P e r m u s j a w a r a  dUambah dengan wakil-wakil dari daerah-daerah,
wakilan K« J sunaja mewudjudkan seluruh rakjat. Jang di-golongan-g e p ermusjaWaratan Rakjat, sebetulnja jalah Dewan 
anggapiua ^  t ditambali dengan beberapa utusan-utusan, wakil-
w a k i l *  d a r i  g o l o n g a n - g o l o n g a n .  .

Tqns dinamakan golongan jaitu golongan-golongan seperti 
i ekonomi. Oleh karena kita mengandjurkan kooperasi, kol-

golongan  ̂ mungkin ada badan-badan ekonomi umpamanjalektit-aisu , j badan ekonomi. Dan golongan-golongan itu 
„bednjlsr supaja Madjelis Permusjawaratan Rakjat

fhe.nl me.upakan .» .t «  gambar, katja dari pada rakjat. sija
S  ^ L p la l*  —  be8UU'
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Pada waktu pembitjaraan di Tyoosakai ada pertanjaan, apakah 
Menteri Negara bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan 
Rakjat, apa ada sistim „parlementair stelsel” . Menteri Negara hanja 
bertanggung-djawab kepada Presiden. Presiden tidak bertanggung- 
djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat tetapi Presiden ibertang- 
gung-djawab kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Akan tetapi 
disini saja akan mengingatkan djuga, bahwa sebaliknja, Presiden 
tidak berkuasa untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat, 
tidak ada „ontbindingsrecht”. Dan tuan-tuan djuga harus ingat, 
bahwa semua anggota Dewan Perwakilan Rakjat merangkap men- 
djadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Djadi djanganlah 
mengira, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat itu hanja sedikit artinja, 
tetapi sebetulnja penting djuga. Maksud saja jalah, supaja ada pe- 
kerdjaan bersama-sama menurut dasar kekeluargaan, permusjawa
ratan, antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat

Presiden
Dewan Dewan

Pertimbangan Agung Perwakilan Rakjat

Wakil Presiden
Badan

Kehakiman Pemeriksaan
Keuangan

Menteri Negara 
Pemerintah Daerah 

Kooti Desa.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu anggotanja adalah semua 
anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan utusan-utusan dari daerah 
dan golongan-golongan. Dibawahnja terdapat Presiden. Presiden 
mengangkat Menteri-menteri, dan dibawah mereka ada Pemerin
tahan Daerah seperti Kooti dan Desa.

Ketua SOEKARNO:
Agar supaja lebih mengerti, saja adakan istirahat sebentar. Pada 

waktu istirahat itu tuan-tuan boleh bertanja-tanja kepada Mr 
Supomo.

Sekarang kita beristirahat.
(Rapat ditutup pukul 12.34 dan dibuka lagi pukul 12.46).
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Ketua SOEKARNO:
Sidan" saja ?uka lagi. Saja beri kesempatan untuk membuat 

pemandangan umum, jang singkat, tjekak aos, hanja mengenai 
pokok-pokok sadja dan tuan-tuan semuanja tentu mengerti, bahwa 
Undang-undang Dasar jang buat sekarang ini, adalah Undang- 
undang Dasar sementara. Kalau boleh saja memakai perkataan: ini 
adalah^Undang-undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara 
didalam suasana jang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpul
kan kembali Madjelis Perwakilan Rakjat jang dapat membuat 
Undang-undang Dasar jang lebih lengkap dan lebih sempurna.

Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar Undang- 
undang Dasar sementara, Undang-undang Dasar kilat, bahwa barang
kali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita 
membuat Undang-undang Dasar jang lebih sempurna dan lengkap. 
Harap diingat benar-benar oleh tuan-tuan, agar supaja kita ini hari 
bisa selesai dengan Undang-undang Dasar ini. Sekarang, siapa jang 
hendak membuat pemandangan umum jang tjekak, singkat, aos? 
Saja beri kesempatan. Lebih dahulu saja tjatat nama-nama jang 
akan bitjara.

Tuan Amir, tuan Ratulangi. Tidak ada lagi?
Sekarang saja persilahkan tuan Amir.

Anggota AMIR:
Tuan Ketua saja mengutjap banjak terima kasih kepada orang 

jang mengusahakan, menguraikan, negara. Saja sebagai orang 
Indonesia jang ada di Sumatera, saja setudju dengan susunan itu. 
Hanjalah, untuk menjenangkan hati penduduk Sumatera, ingin 
saja mengemukakan sekarang — walaupun tidak dimasukkan dalam 
grondwet supaja pemerintahan kita disusun dengan sedemikian 
rupa, sehingga diadakan deconccntratie sebesar-besarnja. Pulau- 
pulau diluar Djawa, supaja diberi pemerintahan disana, supaja 
rakjat disana berhak mengurus rumah-tangganja sendiri dengan 
seluas-luasnja. Itu sadja.

Anggota SUPOMO: 
dianU meng6nai t'*ara Pemerintahan, dan akan dibitjarakan kemu-

Anggota RATULANGI:

P a^duk  ̂Tuan* a n n n m?ngi” gat keadaan sekarang dan nasihat2: „!er,’.Pit ia ,Tuan’beWrapa „ [iM  „eW ap’a
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djalannja pemerintahan dikemudian hari. Satu hal jang saja tidak 
djumpai dalam grondwet, jaitu peraturan tentang kedjadian jang 
nmingkiri ada dikemudian ‘hari. Apabila suatu begroting, satu ang
garan belandja ditolak oleh Badan Perwakilan Rakjat, bisa kedja
dian itu mengadakan konflik. Itu harus diurus, dan tentu dengan 
djalan permusjawaratan; tecapi mungkin djuga tidak didapat 
persetudjuan. Karena itu menurut perasaan saja, Paduka Tuan 
Ketua, harus dikemukakan, sekarang djuga djika barangkah 
mungkin, suatu fatsal, jang mengurus hal itu. Selain dari itu, 
Paduka, sebenamja saja eetudju dengan utjapan wakil dari Suma- 
fcera Dr Amir. Saja tidak akan mengutjapkan perkataan deconcen- 
tratie dan decentralisatie, tetapi artinja, Paduka Tuan Ketua, 
jaitu supaja daerah pemerintahan dibeberapa pulau-pulau besar 
diberi hak seluas-luasnja untuk mengurus keperluannja menurut 
pikirannja sendiri, mfenurut »kehendaknja sendiri, tentu dengan 
memakai pikiran persetudjuan, bahwa daerah-daerah itu adalah 
daerah dari pada Indonesia, dari satu negara. Biarpun demi
kian menurut perasaan saja, kebutuhan, keperluan daerah- 
daerah disana harus mendapat perhatian sepenuhnja, jaitu dengan 
mengadakan suatu peraturan jang akan menjerahkan kepada peme
rintahan daerah kekuasaan penuh untuk mengurus keperluan dae- 
rahnja sendiri. Paduka Tuan Ketua, tentang algemene Geest dari 
pada grondwet, saja setudju dengan grondwet ini dan dengan pem
bukaan tadi. Itu sadja.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Tuan-tuan jang hadir semua, jang terhormat ! Berhubung dengan 

pertanjaan dari pimpinan, maka benarlah bahwa ini adalah suatu 
Undang-undang Dasar kilat. Akan tetapi meskipun demikian, ada 
sjarat-sjarat dari suatu Undang-undang Dasar, jang tidak boleh kita 
lupakan. Nanti saja kemukakan beberapa pasal, jang saja harap 
tidak akan menimbulkan perbantahan, karena ^naksudnja j alah 
untuk sedikitt memperbaiki bangunannja sadja.

Salah. sata perabahan jang akan saja tambahkan, jang saja usulkan, 
jaitu tentang perubahan Undang-undang Dasar. Disini belum ada 
artikel tentang perubahan Undang-undang Dasar dan itu menurut 
pendapat saja masih perlu diadakan. Terima kasih.

Ketua SOEKARNO:
Sekarang saja persilahkan Prof. Supomo.

Anggota SUPOMO:
Pertama tentang pertanjaan dari tuan Ratulangi. Memang sebe- 

tulnja lebih baik, menurut pendapat saja djuga, kalau disini de
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ngan terang didjelaskan, bagaimana soalnja apabila diwaktu perang, 
Dewan Perwakilan Rakjat tidak menerima pertanjaan anggaran 
Pemerintah, bagaimana? Oleh karena itu saja usulkan, supaja pasal 
23 ajat ke-1, itu dengan ketentuan, bahwa apabila Dewan Perwakil
an Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan oleh Peme
rintah, maka akan didjalankan anggaran untuk tahun jang lalu. 
Umpamanja sama sekali tidak diterima, haruslah ada djalannja, 
sebab negara harus berdjalan terus.

Kedua, dari saudara Amir; badan kita harus menerima sebagai 
dasar, bahwa urusan rumah-tangga pada dasarnja harus diserahkan 
kepada daerah. Akan tetapi lebi'h ¡baik hal itu dimasukkan dalam 
undang-undang, tidak dalam Undang-undang Dasar. Disini hal itu 
ditjatat sebagai putusan rapat ini; kemudian, djikalau kita memben
tuk undangmndang tentang pemerintahan daerah, harus dihormati 
keinginan rapat, bahwa pada dasarnja urusan rumah-tangga harus 
diserahkan kepada pemerintahan daerah. Ada beberapa pengetjua- 
lian, tetapi pada dasarnja harus »diserahkan kepada daerah. Ber
hubung dengan usul anggota Ratulangi, supaja daerah bisa meng
atur keperluannja menurut kehendak sendiri, urusan rumah-tangga 
diserahkan kepada pemerintahan daerah, asal sadja dilakukan de
ngan dasar permusjawaratan, dan tidak 'boleh membuat peraturan 
sendiri jang menentang dasar pemerintahan pusat. Usul dari tuan 
Iwa; memang, kalau hanja untuk penjempurnaan jang bersifat 
tehnis, memang ada lagi hal jang tadi belum diuraikan oleh tuan- 
tuan. Saja sendiri ada djuga. Ada dua hal. Memang lebih djelas, 
kalau begini:

Berhubung dengan usul tuan Iwa itu, memang harus ada Bab XVI, 
tentang perubahan Undang-undang Dasar. Jaitu jang memuat pasal 
baru ajat (1) jang menentukan, bahwa untuk mengubah Undang- 
undang Dasar, sekurang-kurangnja 2/ 3 dari djumlah anggota harus 
hadir. D j adi untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-ku- 
rangnja 2 /3  dari banjaknja anggota harus hadir dalam sidang. Dan 
ajat (2) bahwa putusan diambil dengan persetudjuan sekurang- 
kurangnja ®/3 dari pada jang hadir.

Ketua SOEKARNO:
Terima kasih, nanti akan dibitjarakan pasal demi pasal. Sekarang 

apa ada lagi jang mengenai algemene Geest?

Anggota KUSUMASUMANTRI :
Disini kita membatja tentang daerah Indonesia; luas negara tentu 

sekali masuk dalam Undang-undang Dasar. Sudah ada ketentuan ten
tang badan-badan sadja, kekuasaan sadja, tetapi daerahnja belum 
dinjatakan dalam Undang-undang Dasar.
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Ketua SOEKARNO:
Dalam Undang-undang Dasar jang modern, daerah tidak masuk. 

Kami beritahukan kepada Terautji Kakka, bahwa Negara Indonesia 
akan meliputi batas Hindia-Belanda dahulu. Ketjuali dari itu hal 
daerah itu tidak perlu masuk dalam Undang-undang Dasar.

Ada lagi jang mengenai algemene Gcest? Tidak ada? Sekarang 
akan saja bitjarakan pasal demi pasal. Sebelum itu, tuan-tuan telah 
menerima dari tikafdeeling „Pembukaan” .

Sekarang saja bitjarakan Undang-undang Dasar itu pasal demi 
pasal. Undang-undang Dasar. Bab 1. Bentuk dan kedaulatan negara. 
Pasal I. Ajat I. Negara Indonesia jalah Negara Kesatuan, jang ber- 
bentuk republik. Setudju? (Semua anggota setudju).

Ajat 2. Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan sepe- 
nuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Setudju? (Semua 
anggota setudju).

Bab II. Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Pasal 2. Madjelis Per
musjawaratan Rakjat terdiri dari anggota Dewan Rakjat ditambah 
dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan 
menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Ajat 2. Angka 5 lebih baik ditulis dengan huruf. Ajat 3. Segala 
putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara 
jang terbanjak.

Anggota SUPOMO IIN:
Menurut pendapat saja, ajat 3 ditjoret sadja. Sebab tentang ba

gaimana tjaranja menetapkan putusan itu, lebih baik ditulis dalam 
undang-undang jang mengenai permusjawaratan. Akan tetapi disini 
ada kekurangan. Siapa jang harus mengundang Madjelis Permusja
waratan Rakjat itu? Oleh karena itu saja usulkan supaja ajat 3 
ditjoret dan diganti dengan „Ketua Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat mengundang madjelis tersebut atas permintaan Presiden 
Indonesia, % dari pada anggota Dewan Perwakilan Rakjat seku- 
rang-kurangnja, atau Vs dari pada anggota Dewan Permusjawa
ratan Rakjat” . Sebab, kekurangannja jalah, siapa jang boleh meng
undang madjelis itu? Itulah Pemerintah, Presiden. Tetapi lebih 
baik ditetapkan bahwa undangan itu dapat djuga atas permintaan 
sebagian dari Dewan Rakjat, atau atas permintaan sebagian dari 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Ketua SOEKARNO:
Siapa jang minta bitjara tentang ajat 3 ini jang tadi dikemuka- 

kan oleh Mr Supomo? Tuan Dokter Amir.
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Anggota AMIR:
Opmerking saudara Supomo tadi, saja rasa, mengenai bestuurs- 

teclmiek, tetapi lebih penting ditetapkan, siapa jang mendjadi ketua 
Madjelis Permusjawaratan. Menurut pikiran saja, Ketua Madjelis 
Permusjawaratan sama dengan Ketua Dewan Rakjat. Kalau banjak 
pembesar tinggi, banjak konflik. Permusjawaratan Rakjat itu uit- 
breiding dari pada perwakilan rakjat.

Ketua SOEKARNO:
Tuan-tuan tidak ada lagi?

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Tentang pasal 3. Djuga untuk menjempurnakan peraturan dalam 

undang-undang ini, mengenai bab ini saja usulkan untuk ajat 2 
pasal 3, bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat mengangkat 
Dewan Perwakilan Rakjat dan/atau mengangkat anggota Dewan 
Pertimbangan Agung. Sebab kemudian dibitjarakan Dewan Perwa
kilan Rakjat setjara sekonjong-konjong, tidak tahu dari mana da- 
tangnja. Dewan Perwakilan Rakjat harus disebut lebih dahulu 
dalam undang-undang. Saja usulkan sebagai ajat 2, ketentuan, 
bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat mengangkat Dewan Per
wakilan Rakjat.

Wakil Ketua HATTA:
Dewan Perwakilan Rakjat dipilih oleh Rakjat. Anggota Dewan 

Perwakilan Rakjat itu dengan sendirinja djuga anggota Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Sebaliknja.

Ketua SOEKARNO:
Tuan-tuan, pasal 2 ajat 1 diterima? (Anggota: diterima).
Pasal 2 ajat 2, diterima? (Anggota: diterima).
Sekarang ajat 3 diusulkan oleh tuan Supomo supaja ditjoret. 

Bagaimana ?

Wakil Ketua HATTA:
Saja tidak setudju kalau diitjoret, sebab ketentuan itu 'berdasar

kan kedaulatan rakjat.
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Ketua SOEKARNO:
Ajat 3 tetap. Sekarang tuan Supomo mengusulkan supaja ditam

bah 1 ajat lagi, djadi ajat 4.

Anggota SUPOMO:
Menurut pendapat saja soalnja bukan bestuurskwestie, tetapi ke- 

wadjiban dasar, siapa jang berhak; bukan sadja Presiden jang ber
hak, tetapi supaja djuga anggota-anggota Dewan Perwakilan 
Rakjat bisa meminta supaja Madjelis berkumpul. Sebab umpamanja 
pada satu hari ada konflik besar antara Presiden dan Dewan Per
wakilan Rakjat, harus ada jang memberi oplossing. Kalau Presiden 
tidak mau mengundang Madjelis Permusjawaratan Rakjat, lalu 
anggota-anggota Dewan sendiri bisa mengundangnja. Lebih baik 
itu ditegaskan dalam Undang-undang Dasar. Djadi harus ditambah 
dengan ajat jang berbunji: „Ketua Madjelis Permusjawaratan Rak
jat mengundang Madjelis untuk berkumpul atas permintaan Presi- 
den atau atas permintaan % — i / 5 dari anggota-anggotanja atau 
atas permintaan % — 1 / 5  dari anggota-anggota Dewan Perwakilan 
Rakjat” .

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Tuan Ketua, sebetulnja saja melulu mendengar pembitiir-,™ 

teori, seolah-olah kita berada dalam waktu damai. Oleh kareni 't 
saja pada umumnja tidak mupakat untuk memadjukan perubahan”  
perubahan, jang sebetulnja tidak menjinggung isi dan prinsin 
prinsip negara jang akan merdeka, padahal jang penting buat sait’ 
ini bukan geteonsseer jang dapat disusun dikemudian hari- 1 
sebetulnja pemandangan itu akan dapat dilaksanakan didalam 
undang-undang kemudian. Oleh karena itu marilah kita m L • 
ontwerp ini seluruhnja, rentjana jang kita hadapi ini dan m 
kita pusatkan perhatian kita kepada pemandangan undan-undan, 
jang sesuai dengan kegentingan djaman ini. Saja merni « « 1  g
buat pemandangan itu dan saja andjurkan kepada nJr m6m' 
supaja mengingat suasana jang kita hadapi ini, ialnl, “ an"Sota 
genting bagi bangsa kita. asana jang

Ketua SOEKARNO:
Saja setudju bulat-bulat dengan perkataan tuan Ofn T • 

saja minta, dan tuan Hatta pun meminta supaia ■ ,JanS 
„doorhameren” sadja; rentjana dimupakati, hania dukai8333! -Pat 
penting sekali, barulah tuan-tuan memadjukan perubahan Jang

Anggota SUPOMO:
Saja sendiri djuga mupakat; kalau mengenai urusan t  -isetudju dengan usul tuan Oto Iskandardinata tet™; ’ saJa

’ pi oleh karena
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tadi ada usul, maka saja sambut. Tehnis memang masih ada banjak 
jang harus dibitjarakan lebih landjut. Saja mupakat dengan 
mementingkan dasar ideologinja.

Wakil Ketua HATTA:
Tuan Ketua, saja kira, bahwa dalam garis besarnja Undang- 

undang Dasar kita bisa dianggap menjatakan susunan negara jang 
sebulat-bulatnja. Undang-undang Dasar itu boleh dikatakan paling 
modern didunia ini. Djadi pada garis besarnja sudah njata terang 
maksudnja: hanja dalam garis-garis ketjil jang barangkali masih 
ada jang belum terang. Disamping itu nanti diadakan undang- 
undang. Lihatlah misalnja bahwa Undang-undang Dasar Nippon, 
itupun pendek. Pun Undang-undang Dasar Amerika pendek, tidak 
dimasukkan didalamnja detail-detail, seperti dalam Undang-undang 
Dasar Belanda atau Staatsinrichting Hindia Belanda. Hanja pokok- 
pokok jang kita muat disini. Buat sementara, dengan pokok-pokok 
jang termuat dalam undang-undang ini, kita bisa bekerdja. Saja 
sendiri ada banjak keberatan terhadap hal-hal jang ketjil dan saja 
djuga memandang bahwa ada jang harus ditambahkan. Tetapi 
apakah kita bisa bekerdja dengan Undang-undang Dasar ini dengan 
tidak diadakan tambahan-tambahan? Saja kira bisa. Mana jang 
kurang ditambah dengan undang-undang atau dilakukan menurut 
conventie, kebiasaan. Karena kalau dibandingkan dengan Undang- 
undang Dasar negara lain, kepunjaan primitif sekali, tetapi toch bisa 
dikerdjakan.

Djadi untuk pertama kali, menurut pendapat saja karena ini dulu 
sudah disaring matang-matang, biarlah kita terima ini sebagai dasar. 
Kalau ada ketentuan dasar jang bisa memisahkan, memetjahkan 
kita, itu bisa dihilangkan. Tetapi jang ketjil-ketjil, jang tidak men- 
djadi halangan untuk perdjalanan negara dan pemerintahan, biarlah 
kita undurkan sampai kemudian hari, supaja hari ini djuga lekas 
tertjapai Undang-undang Dasar dan supaja dapat kita menjusun 
negara. Sekianlah.

Ketua SOEKARNO:
Terima kasih. Saja ulangi lagi ajat 3 pasal 2: „Segala putusan 

Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara jang 
terbanjak” . (Mupakat).

Pasal 3: „Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang- 
undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara” . 
(Mupakat).

Bab III. Kekuasaan Pemerintah Negara.
Pasal 4 ajat 1: „Presiden Republik Indonesia memegang keku

asaan pemerintahan, menurut Undang-undang Dasar” . (Mupakat)
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Ajat 2: „Dalam melakukan kewadjibannja Presiden dibantu oleh 
satu orang Wakil Presiden” . (Mupakat).

Ajat 3 ditjoret sama sekali.
Pasal 5: „Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- 

undang dengan persetudjuan Badan Perwakilan Rakjat” . (Mupakat*) 
Pasal 6 ajat 1: „Presiden jalah orang Indonesia aseli” .
Pasal 6 ajat 2: „Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madje

lis Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak” .
Pasal 7: „Presiden dan Wakil Presiden memegang djabatannja 

selama lima tahun dan sesudahnja dapat dipilih kembali” .
Pasal 8 ajat 1: „Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak 

dapat melakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia di
ganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunja” . ’

Ajat 2 ditjoret.
Pasal 9: „Sebelum memangku djabatannja, Presiden dan Wakil 

Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan 
sungguh-sungguh dihadapan Madjelis Permusjawaratan Raki-.t 
Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut: ‘

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): „Demi Allali, saja bersun. 
pah akan memenuhi kewadjiban Presiden Remihlik T „ , i  - 
(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baikm^1? ™  
seadil-adilnja, memegang teguh Undang-undang Dasar d™ i- 
lankan segala undang-undang dan peraturannja dengan eT 
lurusnja, serta mengabdi kepada Nusa dan Bangsa” ” & nrus'

Djandji Presiden (Wakil Presiden). „Saja berdjandji den-,n 
sungguh-sungguh akan memenuhi kewadjiban Presiden R«™ ki-i 
Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan J  ’i 
baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh Undan^-undm^Dn 
dan mendjalankan segala undang-undang dan peraturannVi °1 
selurus-lurusnja, serta mengabdi kepada Nusa dan Bangsa” ( e“ gan

A n g g o t a  WIRANATAKUSUMA:
Saja mohon supaja dalam sumpah itu „mengabdi” diamf i 

„berbakti” , sebab itu bertentangan dengan „Demi Allah”  m '' 
terima). •

Ketua SOEKARNO:
„ M e n g a b d i”  diganti (lengan „berbakti”. Demikian n u ln  i i 

d j a n d j i  „ m e n g a b d i”  didjadikan „berbakti”. 1 «alam
Pasal 9 selurulinja dimupakati.
Pasal 10: „Presiden memegang kekuasaan jan« tertii r • 

Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara” iUas
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Pasal 11: „Presiden dengan persetudjuan Dr wan Perwakilan 
Rakjat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian 
dengan negara lain” .

Pasal 12: „Presiden menjatakan keadaan baliaja. Sjarat-sjarat dati. 
akibat keadaan baliaja ditetapkan dengan undang-undang” .

Pasal 13 ajat 1: „Presiden mengangkat duta dan konsul” .
Ajat 2: „Presiden menerima duta negara lain” .
Pasal 14: „Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabili

tasi” .
Pasal 15: „Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain 

tanda kehormatan” .
Bab IV : Déwan Pertimbangan Agung.
Pasal 16 ajat 1: „Susunan Déwan Pertimbangan Agung ditetapkan 

dengan undang-undang” .
Ajat 2: „Déwan ini berkewadjiban memberi djawab atas per- 

tanjaan Presidén dan berhak memadjukan usul kepada Peme
rintah” .

Bab V: Kemcnterian Negara.
Pasal 17 ajat 1: „Presidén dibantu oléh Menteri-menteri Negara” .

Anggota HASSAN:
Minta supaja Kabinét adalah Kabinét Indonesia, artinja djuga 

termasuk orang-orang dari luar Djawa.

Ketua SOEKARNO:
Saja ingin menjatakan bahwa sudah tentulah begitu, Presiden 

akan memilih orang-orang jang paling tjakap dan tidak menghirau
kan dari manapun. Presidén tidak diwadjibkan mengangkat sekian 
orang dari Djawa. Itu jang djahat sekali. Djika seandainja semua 
orang pintar duduk di Bornéo misalnja, semua diambil dari Bornéo. 
'Usul itu akan diperhatikan sebagai suatu suggestie.

Ajat 2: „Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oléh 
Presidén” .

Ajat 3: „Menteri-menleri memimpin departemen Pemerintahan”.
Anggota HASSAN :
Tidak setudju dengan perkataan departemén; departemén itu 

kantornja, diatas ada perkataan „Kementerian” .

Wakil Ketua HATTA:
Kementerian Negara!
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K e t u a  SO E K A R N O :

I n d o n e s ia  a ta s  d a e r a h  b e s a r  d a n  
P a s a l  18. ’’^ bak° susunan p e m e r in t a h a n n ja ,  d i t e t a p k a n  d e n g a n  

k e t j i l ,  d e n g a n  b e  i tu  d a n „ d a n  m e n g in g a t  d a sa r  p e r m u s ja -u n d a n g - u n d a n g ,  d e n g a r —  ^ dan hak-hak asal-usul
L C  d a S X  j a ^ b e r s i f a t  istinfewa” .

B a b  VII: Dewan P e r w a k i la n  R ak ja t.
P asa l 19 a ja t  1 : „Susun an  Dewan Perw akilan  R a k ja t  ditetapkan

d e n g a n  u n d a n g -u n d a n g ” .
Ajat 2: „Dewan P erw akilan  Rakjat bersidang sedikitnja sekali 

dalam setahun” .
P asa l 20 a ja t  1 : „T iap-tiap  undang-undang m enghendaki per- 

setu d ju an  Dewan Perw akilan  R ak ja t  .
* :aj 2’ Diika sesuatu rantjangan undang-undang tidak mendapat 

pers^udjuan Dewan P e r w a k i la n  Rakjat, maka rantjangan tadi tidak 
S h  dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat
m asa itu” .

Pasal 21 a j a t  1: „ A n g g o ta -a n g g o ta  Dewan Perwakilan Rakjat 
b e r h a k  m e m a d ju k a n  r a n t ja n g a n  u n d a n g -u n d a n g  .

A ' t 2- D iik a  rantjan gan  itu, m eskipun d isetud jui oleh Dewan 
P p r ia k ila n  R ak ja t, tidak  d isjahkan  oleh Presiden, m aka ran tjan gan  
•  A i tidak  boleh d im adjukan  lagi dalam  persidangan Dewan 
P e r w a k i la n  R a k ja t  m asa itu” .

P asa l 00 a ja t  1 : „D alam  hal-ihwal kegentingan jan g m em aksa, 
P r e s i d e n ’ b e r h a k  m enetapkan P eraturan  Pem erintah sebagai peng- 
ganti undang-undang .

A ’at 2 ‘ P e r a tu r a n  P e m e r in t a h  i t u  h a r u s  m e n d a p a t  p e r s e tu d ju a n  
D e w a n  P e r w a k i la n  R a k ja t  d a la m  p e r s id a n g a n  j a n g  b e r ik u t ” .

» • t o. Diika tidak mendapat persetudjuan, maka Peraturan 
P e m e r i n t a h  itu harus ditjabut”.

A n g g o t a  OTO I S K A N D A R D I N A T A :
m a d i  P e r a t u r a n  P e m e r in t a h  i t u  h a r u s  m e n d a p a t  p e r s e tu d ju a n  

n ' w a n  P e r w a k i la n  R a k j a t  d a la m  s id a n g n ja .  Dalam p r a k t e k n j a  
P r e s i d e n  a k a n  d i t u n d j u k .  Nanti Presiden h a r u s  m e n g a d a k a n  p e r -  

t i ir - in  ia n "  h a r u s  d i s j a h k a n  oleh Dewan Perwakilan j a n g  b e lu m  
k l i a  b e n tu k .  B a g a im a n a  d a la m  h a l  in i?

Anggota SUPOMO:
I t u  sudah termasuk dalam peraturan peralihan.
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Ketua SOEKARNO:
Bab VIII: Hal Keuangan.
Pasal 23 ajat 1: „Anggaran pendapatan dan belandja ditetapkan 

tiap-tiap tahun dengan undang-undang” .

Anggota SUPOMO:
Saja ingin memasukkan satu artikel lagi jang diusulkan tuan 

Ratulangi: „Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui 
anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendja
lankan anggaran tahun jang lalu.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Saja tidak setudju dengan tambahan tentang pemakaian dasar 

tahun jang lalu itu. Sebab dengan demikian Pemerintah terikat 
kepada begroting tahun jang lalu, dan keadaan tahun jang lalu 
tentu sudah berubah dalam tahun jang berdjalan itu. Djadi, boleh 
djuga tambahan barangkali berbunji begitu, akan tetapi harus ada 
tambahan lagi „dengan perubahan-perubahan jang dianggap perlu 
oleh Pemerintah” . Djadi memberikan kelonggaran kepada Peme
rintah, karena Pemerintah sudah terikat oleh anggaran belandja 
dengan dasar tahun jang lalu, sedangkan keadaan-keadaan keper
luan negara dalam satu tahun itu sudah bisa berbeda banjak.

Anggota SUPOMO:
Soalnja begini, bagaimanakah penjelesaian anggaran itu. Itu 

diatur dalam undang-undang. Misalnja sekarang begroting keha
kiman sekian, pendidikan sekian. Ada kemungkinan bahwa seluruh 
begroting tidak diterima atau sebagian tidak diterima, karena dalam 
begroting tentu ada usul dari Pemerintah untuk mengeluarkan uang 
berhubung dengan kebutuhan baru. Djika pengeluaran baru itu oleh 
dewan tidak mupakati  ̂ dengan sendirinja Pemerintah tidak bisa, 
tidak boleh mendjalankan apa jang diusulkan itu. Tjontoh jang 
concreet sadja jalah, misalnja Pemerintah akan mengadakan sekolah 
Menengah Tinggi di Palembang. Usul itu tidak diterima oleh Dewan 
Perwakilan Rakjat. Oleh sebab itu tidak bisa didirikan sekolah di 
Palembang. Tetapi kalau seluruh begroting dari pendidikan ditolak 
sama sekali, harus djuga ada uang jang keluar. Untuk itu tentu ada 
grondslag, jaitu tahun jang lalu.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Dengan dasar itu saja tidak ada keberatan, sebab tentu ada 

pekerdjaan, akan tetapi djika terikat kepada anggaran dasar tahun 
jang lalu untuk tahun jang baru, barangkali sedikit susah.
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A nggota SU PO M O :
Itu  b iasa.

K etu a  SO E K A R N O :
D jad i usul tuan  Iw a ditjabut. D jad i rantjangan  scliiruhnja 

diterim a.
A ja t  2 : „Segala  p ad jak  untuk keperluan  negara berdasarkan  

undang-undang” .
A ja t 3 „M atjam  dan harga m ata-uang ditetapkan dengan undang- 

undang” .
A ja t  4 : „H al keuangan negara se land jutn ja  diatur dengan undang- 

undang” .
A ja t  5 : „U n tuk  m em eriksa tanggung-djaw ab tentang keuangan 

negara d iadakan  suatu B adan  Pem eriksa K euangan , jan g  peraturan- 
n ja  d itetapkan  dengan undang-undang” .

H asil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakjat”.

B a b  IX . K ek uasaan  kehakim an :
P asa l 24 a ja t  1 : „K ek uasaan  kehakim an dilakukan oleh Mahka

m ah Agung, dan lain-lain badan  kehakim an” .
A ja t  2 : „Susun an  dan kekuasaan  badan-badan kehakim an itu 

d iatur dengan undang-undang” .
P asa l 25: S ja rat-sjarat untuk m endjad i hakim  dan untuk diper- 

hentikan  sebagai hakim  ditetapkan  dengan undang-undang” .

B a b  X  p asal 26 a ja t  1 : „ Ja n g  m endjad i warga-negara ja la li orang- 
orang bangsa Indonesia aseli dan orang-orang bangsa la in  jan°« 
d isjah k an  dengan undang-undang sebagai warga-negara” . °

A ja t  2 : „S ja ra t-s ja ra t jan g  m engenai kew argaan-negara d itetapkan  
dengan undang-undang” .

P asa l 27 a ja t  1 : „Se ga la  w'arga-negara bersam aan  kedudukann ja 
didalam hukum  dan pem erintahan dan  wadjib mendjundjung 
hukum  dan pem erintahan itu  dengan tidak  ada k e tju a lin ja” .

A ja t  2 : „T iap-tiap  warga-negara berhak  atas p ekerd jaan  dan 
pengh idupan  jan g  la ja k  bagi kem anusiaan” .

P asa l 28 : „K em erdek aan  berserikat dan berkumpul, mengeluar
kan  p ik iran  dengan lisan  dan tu lisan  dan sebagain ja  ditetapkan 
dengan undang-undang” .

B a b  X I . A gam a:
Pasal 29 ajat 1: „Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha 

Esa” .
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Ajat 2: „Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanja dan kepertjajaannja itu'’.

Bab XII. Pertahanan Negara:
Pasal 30 ajat 1: „Tiap-tiap warga-negara berhak dan wadjib ikut 

serta dalam usaha pembelaan negara” , konsekwcnsinja milisi.
Ajat 2: „Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan undang- 

undang” .
Bab XIII. Pendidikan:
Pasal 31 ajat 1: „Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat penga- 

djaran” konsekwcnsinja „leerplicht” .
Ajat 2: „Pemerintah mengusahakan dan nienjelenggarakan satu

sistiin pengadjaran nasional jang ditetapkan dengan iindang- 
undang” .

Bab IV: Kesedjahteraan sosial:
Pasal 33 ajat 1: „Perekonomian disusun sebagai usaha berdasar 

atas azas kekeluargaan” . Kollektivisme.
Ajat 2: „Tj ibang produksi jang penting bagi negara dan jang 

menguasai liadjat hidup orang hanjak dikuasai oleh negara” , 
sosialisme.

Ajat 3: „Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung di- 
dalamnja dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- 
besarnja kemakmuran rakjat” .

Pasal 34: „Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara 
oleh negara” .

Bab XV. Bendera dan bahasa:
Pasal 35: „Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merali-Putih” .
Pasal 36: „Bahasa negara jalah bahasa Indonesia” .
Bab XVI. Jang mengenai perubahan Undang-undang Dasar. 

Apakah sebelnmnja eiiulartikel itu masih ada jang mau memasuk
kan satu pasal atau satu bab?

Anggota RATULANGI:
Saja mengusulkan supaja ditambahkan satu bab baru, Bab XVI 

tadi, jang bunjinja begini: „dalam waktu satu tahun sesudah ......

Anggota SUPOMO:
Itu sudah ada dalam aturan peralihan.

Wakil Ketua HATTA:
Dibawah pasal 36.
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A nggota R A T U L A N G I: 

M inta m aaf.

r  ans-™a“8 Dasar’,alu
pasa l 37 , jan g  m engenai h a l p 

T u an  Supom o ada usul.

A nggota S U P ® * i ° '  dan n dang D asar sekurang-kurangnja 2 /3  
U ntuk m engub ^  M ad jelis P erm usjaw aratan  R a k ja t  harus

d ari pad a d ju m  , .  P u tusan d iam bil dengan persetudjuan

dium' ah an860t“ 3ans r' 

T u lr m a T ia tr w A o r m ... Jang diusulkan oleh tua» Supomo 
begini: pasal 37 redaksinja demikian:

H n tu k  m e r u b a h  U n d a n g -u n d a n g  D asar, s e k u r a n g -k u r a n g n ja  2 /3  
U n tu k  m  M a d ip lis  P e r m u s ia w a r a ta n  R a k ja t  h a r u s

d a r i  d j u m a  P u tu s a n  d ia m b i l  d e n g a n  persetudjuan
P - *  d jum lah  anggota jan g  hadir.

A nggota D E  W A N T A R A : 

Itu Bab XVI?

K e t u a  S O E K A R N O :
Bab XVI pasal 37.

i ^ m u M ^ t o ’gan kalimat I, jaitn: Untuk merebah Undang-
i sekurang-kurangnja 2 /3  d a n  d jum lah  anggota harus

r  ang1ai !^ p e r s id a n g a n . T etap i terhadap  kalim at ke-2 sa ja  ada 
h a d ir  da P -tu  dalam  praktek  b isa  m en jebabkan  d ik tatu r;
^ n d a S  disebutkan  „dengan  suara jan g  terban jak ”  sad ja , karena 
d e n g a n  adan  j a h asrat untuk m erubah itu  sudah ada d jam in an  jan g

b a ik .

K e t u a  S O E K A R N O :
K a la u  disebut V »  "a"'1 ," ah'‘l  Tetapi, r  .mentukan dengan suara terbanjak, ketentuan im harus di. 

k a lau  d lte"  dah  a da k a lim at „sem ua dengan suara jan g  ter
buang, seDdu 
L an jak ” .
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Anggota SUPOMO:
Menurut pendapat saja soalnja begini: dengan teori tuan Subardjo, 

mnpamanja ada 90 anggota, malah harus ada 46 anggota jang 
mufakat.

Sebab jang hadir harus sekurang-kurangnja ada 2 /3  X  90 =  
60 orang dan dari 60 orang ini 2/ 3 X  60 =  40 orang sebetulnja bisa 
merubali Undang-undang Dasar. Kalau menurut usul tuan Subardjo 
harus ada 46 orang jang mufakat, (suara: tidak, 31 orang sudah 
bisa).

Kalau begitu saja tidak berkeberatan.

Ketua SOEKARNO:
Djadi kalimat ke-2  ditjoret sama sekali.
Dengan kalimat ke-1 semua mufakat?
( S u a r a :  mufakat).
Kemudian kalimat ke-2 , ada jang mufakat djika ditjoret. Akibat- 

nja 31 anggota bisa merubah Undang-undang Dasar, tetapi menurut 
Ki Bagus perubahan Undang-undang Dasar adalah begitu penting* 
sehingga dianggap 31 anggota masih kurang. Karena itu beliau 
setudju dengan kalimat dahulu jang diusulkan oleh tuan Supomo. 
Sekarang kita memilih antara 2  paham ini.

Saja bertanja: siapa jang mufakat dengan usul jang oorspronke- 
lijk dari tuan Supomo, jaitu dengan persetudjuan 2/s dari djumlah 
anggota jang hadir. Siapa jang mufakat, saja minta supaja meng
angkat tangan (16 anggota mengangkat tangan).

Tuan-tuan jang terhormat, dengan mi masuklah kalimat ke-2 : 
„Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnja 2/ 3 dari 
pada anggota jang hadir” . Tuan-tuan, inilah bab penguntji dan 
pasal penguntji dari pada Undang-undang Dasar. Sekarang, oleli 
karena ada hadir tuan-tuan jang tidak berpuasa, jang djuga ber
agama Islam, saja mengadakan pauze sampai djam 3.00.

Djam 3.00 sidang saja buka lagi.
(Sidang ditutup djam 1.50).

(Sidang dibuka lagi djam 3.15).

Ketua SOEKARNO:
Sidang saja buka lagi. Menurut atjara, tuan-tuan sekalian, maka 

kita akan membitjarakan aturan-aturan peralihan, tetapi oleh ka
rena pers menunggu suatu hal jaitu ketentuan siapa jang dipilih 
mendjadi Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesfa, maka 
lebih dahulu dari pada aturan peralihan akan saja bitjarakan 
pasal 3.
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Sebelum itu saja beritahukan kepada tuan-tuan sekalian dengan 
minta ma’af, bahwa hal ini tadi belum saja maklumkan kepada 
tuan-tuan sekalian, baliwa anggota Panitia ini dengan pengetahuan 
dan persetudjuan Pemerintah telah saja tambah, jaitu saja tambah 
dengan tuan-tuan Wiranatakusuma, Ki Hadjar Dewantara, Mr 
Kasman, Sajuti Melik, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Subardjo. 
Harap tuan-tuan sekalian mengetahui hal ini. Sekarang untuk me
menuhi permintaan pers, lebih dahulu saja hendak masuk kedalam 
atjara pemilihan Kepala Negara dan wakilnja, tetapi lebih dahulu 
saja minta disjahkan pasal III dalam aturan peralihan, jang tuan- 
tuan sekalian memegangnja: untuk pertama kali Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 
jaitu kita ini. Bagaimana tuan-tuan setudju? Kalau setudju, maka 
sekarang saja masuk atjara pemilihan Presiden. Saja minta Zimu- 
kyoku membagikan stembiljet.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Berhubung dengan keadaan waktu saja harap supaja pemilihan 

Presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saja madjukun se
bagai tjalon, jaitu, Bung Kamo sendiri. (Tepuk tangan).

Ketua SOEKARNO:
Tuan-tuan, banjak terima kasih atas kepertjajaan tuan-tuan dan 

dengan ini saja dipilih oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat 
mendjadi Presiden Republik Indonesia. (Tepuk tangan).

(Semua anggota berdiri dengan menjanji lagu Indonesia Raya 
Sesudahnja diserukan „Hidup Bung Ivarno” 3 X) .  ' ‘

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Pun untuk pemilihan Wakil Kepala Negara Indonesia saja usul 

kan tjara jang baru ini didjalankan. Dan saja usulkan Bun<>- Hatt " 
mendjadi Wakil Kepala Negara Indonesia. (Tepuk tangan). * J

(Semua anggota berdiri dengan menjanjikan lagu Indonesia R 
Sesudahnja diserukan „Hidup Bung Hatta” 3 X ). a*a'

Ketua SOEKARNO:
Sidang jang terhormat! Sesudah atjara ini selesai, saia 

supaja kita meneruskan pembitjaraan tentang rantjancran atUnta 
peralihan, jang ada ditangan tuan-tuan sekalian. °l ‘ Uran

Pasal 1: „Panitia Kemerdekaan Indonesia mengatur dan i 
lenggarakan pemerintahan untuk Pemerintah Indonesia” ncnJe‘

Bagaimana pendapat tuan-tuan sekalian tentan" l1Qi •
,  b  i l c t l  l i l i  /(Setudju).
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Ketua SOEKARNO:
Sekarang pasal 2 : „Segala Badan Negara dan peraturan jang ada, 

masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut 
Undang-undang Dasar ini” . Mupakat tuan-tuan?

(Suara mupakat).

Pasal 3: „Untuk pertama kali Presidén dan Wakil Presiden dipilih 
oléh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” . Ini telah di- 
mupati oléh tuan-tuan sekalian.

Pasal 4: „Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Déwan
Perwakilan Rakjat dan Déwan Pertimbangan Agung dibentuk me
nurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannja didjalankan 
oléh Presidén, dengan bantuan sebuah Komite Nasional” .

Alasan untuk mengusulkan sebuah Komité Nasional disini jalah, 
bahwa mungkin sekali anggota-anggota atau beberapa anggota dari 
Panitia Persiapan Kemerdékaan ini tidak lama lagi meninggalkan 
kota Djakarta. Maka berhubung dengan itu dianggap lebih baik 
diganti dengan Komité Nasional, sedang tentang anggota Komité 
Nasional pada saat sekarang ini, sebetulnja belum diketahui siapa 
nanti akan mengangkat meréka. Mungkin sebagian dari pada kita 
akan masuk dalam Komité Nasional, ditambah dengan beberapa 
anggota-anggota, jang mendjadi Komité Nasional, djadi Ko
mité Nasional, tetapi jang penting sekali jalah untuk men- 
djaga kesulitan dimasa kilat, hendaknja anggota badan jang mem
bantu Presidén itu sedapat mungkin semua dapat dikumpulkan pada 
tiap ketika, praktisnja kalau meréka berdiam dikota Djakarta. 
Berhubung dengan itu badan itu disebut Komité Nasional. Siapa 
memberi pemandangan tentang hal itu?

Anggota RATULANGI:
Paduka Tuan Ketua atau Paduka Tuan Presidén. Saja minta, 

supaja Komité Nasional itu terdiri atas beberapa anggota dari 
Panitia Persiapan Kemerdékaan Indonésia dan dipilih oléh Panitia 
Persiapan Kemerdékaan Indonésia. Kalau Panitia ini boléh dipaham
kan sebagai suatu Panitia jang dengan resmi dibentuk sebagai per
wakilan rakjat untuk sementara waktu ini, dan apabila kita sebagai 
Panitia Perwakilan ataukah Badan Perwakilan Rakjat memilih dan 
menentukan siapakah jang mendjadi anggota Komite Nasional, 
maka boléhlah kita pahamkan, bahwa Komité Nasional itu adalah 
suatu badan jang mendapat kewadjiban sebagai delegasi dari pada 
badan kita ini. Usul saja itu tidak usah ditentukan dalam peraturan 
asal sadja mengambil itu „gentleman agreement” , bahwa akan di
djalankan sedemikian.
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Ketua SOEKARNO:
Siapa memberi pemandangan lagi? Djadi pokok dari pada usul 

tuan Ratulangi jalah, bahwa anggota Komite Nasional itu dipilih 
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Kalau begitu maksud usul tuan Ratulangi saja tidak mupakat, 

karena itu bertentangan dengan soal jang sebetulnja terpentin" 
dalam pasal ini, jalah bahwa segala kekuasaan ada ditangan Pre
siden. Disini tidak ada kekuasaan lain. Pembentukan Komisi Nasio
nal itu terdjadi dengan sendirinja dalam pembentukan suatu negara- 
harus ada dalam negara itu sebuah Komite Nasional, bagaimanapun 
bentuknja. Kalau hal ini dimaksud sebagai permintaan perhatian 
dari Presiden, itu boleh, tetapi kalau dipilih oleh Badan Persiapan 
permintaan ini bertentangan dengan alasan jang tersebut diatas. '

An.jgota KUSUMASUMANTRI:
Tuan Ketua jang terhormat! Berhubung dengan usul tuan Oto 

Iskandardinata, saja setudju dengan usul itu dengan alasan jan«- 
kira-kira sama, dan djuga dengan alasan-alasan lain jang tidak usah 
saja sebut disini, akan tetapi saja tambahkan pada usul itu, bahwa 
menurut keterangan tuan Presiden tadi, orang-orang jan" diwakil 
kan untuk membantu itu, jaitu: Komite Nasional, mungkin diu"" 
dari luar pulau Djawa dan Madura, asal sadja anggota-an""ota itu 
bisa datang disini dan untuk sementara, barangkali tidak°buat 
luruh waktu atau seluruh persidangan, bisa hadir dalam k T* 
Djakarta ini. a

Anggota RATULANGI:
Menjambut perkataan tuan Oto Iskandardinata, saja menera 

kan bahwa maksud saja jalah memperkuat „moreel-geza"”  dari 
Presiden; benar sudah kita serahkan kekuasaan kepadani * 
tetapi tidak ada salahnja, kalau kita dalam menundjuk pemb t 
Presiden, memperkuat „gezag” dari pada Presiden itu, sebab- 
keadaan sekarang ini kita boleh dipandang mewakili seluruh U-” * 
Indonesia. Apabila kita menentukan siapakah jang akan m '  ât 
Presiden, maka itu akan memperkuat pendirian Presiden 6 ntu

Wakil Ketua HATTA:
Tuan Ketua jang terhormat! Apa jang dikemukakan oleh 

Ratulangi memang sebenarnja jalah keadaan dalam waktu 1 •
tetapi sekarang ini kita berada dalam suatu waktu jan"  m ai’ 
genting, dan sebelum kita bekerdja, sebelum Badan Per,.-8 San?af 
boleh dikatakan dilantik, sudah ada Komite Nasional mi

Jd n8 bekerdja
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dimana-mana dan sudah pula ada anggota-anggotanja. Kita semuanja 
disini boleh dikatakan sebagian dari pada Komite Nasional itu. 
Kemarin, dalam rapat pengumuman proklamasi, diumumkan kira- 
kira bentuk Panitia itu, jaitu Badan Persiapan ini ditambah dengan 
orang-orang jang sudah bekerdja beberapa hari untuk gerakan kita 
ini, dan djuga sudah disebut beberapa nama. Djadi kalau kita djuga 
jang memilih badan dimana kita mendjadi bagiannja, tentunja tidak 
pada tempatnja. Oleli karena itu keinginan dari pada Dr Ratulangi 
jalah bahwa misalnja dari pada anggota-anggota Badan Persiapan 
ini, umpamanja segala golongan jang ada dalam masjarakat, masuk 
dalam Komite Nasional, sehingga Komite ini berupa Badan Konsen
trasi Nasional. Djadi prinsip Dr Ratulangi saja setudjui, tetapi kebe
ratan saja jalah oleh karena Komite Nasional itu sudah ada dan kita 
ini sebagian dari padanja. Dasarnja saja setudjui, tetapi tidak bisa 
badan ini memilih badan jang lebih lengkap. Tidak bisa sebagian 
dari pada komite memilih seluruhnja komite.

Anggota RATULANGI:
Tuan Hatta menerangkan, bahwa Badan Persiapan ini satu bagian 

dari pada Komite Nasional, tetapi badan apakah jang lebih dulu 
dibentuk, Badan Persiapan ini atau Komite Nasional? Apakah 
Komite Nasional itu djuga badan resmi, apakah badan itu dibentuk 
oleh badan jang wadjib membentuk? Saja mau mentjari persetu- 
djuan, tidak usah kita tjektjok, saja mau mentjari „middenweg” , 
sebab badan ini badan jang resmi jang dibentuk oleh Pemerintah 
jang berwadjib sebagai wakil seluruh Indonesia. Paham saja, jaitu 
bahwa badan inilah jang harus menentukan, siapakah jang mem
bantu Presiden. Barangkali djuga, saja dengar, Presiden sudah 
mengangkat beberapa orang mendjadi anggota dari pada Komite 
Nasional, tetapi „middenweg” barangkali begini, bahwa Komite itu 
ditambah dengan beberapa anggota jang dipilih oleh kita, oleh 
Panitia ini.

Ketua SOEKARNO:
Sebagai pendjelasan, saja beritahukan bahwra paham kami, jalah 

supaja_ Komite Nasional itu semobil-mobilnja, tetapi kita hidup 
dalam djaman jang genting dan kita tidak mengetahui apa jang 
terdjadi hari besok. Misalnja, Komite Nasional itu kita pilih seka
rang ini, aHggotanja 10 atau 20, orang-orangnja sudah kita tentukan, 
mungkin orang-orang itu besok sudah tidak ada disini, entah kena 
bom entah ada kedjadian apa. Untuk bisa ondervangen hal demi
kian itu, maka perantjang aturan-aturan ini tidak menjebutkan, 
bagaimanakah tjara membentuk Komite Nasional itu. Djikalau 
Komite Nasional ditentukan disini, maka anggotanja susah. Sekali
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la-i, umpamanja, sebagian .lari Komit« Nasional itu hilang, entah 
kerta apa. Untuk mentjari gantinja bagaimanakah ijaranja.-'

Anggota RATULANGI:
Untuk menjingkat pemhitjaraan kita, sekarang saja nsulkan, 

supaja tidak ditentukan bagaimana bentuk Komite Nasional itu, dan 
saja minta, supaja kita landjut membitjarakannja. Nanti, sebentar, 
atau besok boleh kita bitjarakan bentuknja.

Wakil Ketua HATTA:
Berhubung dengan itu, saja akan menjambung keterangan tentang 

karakter Badan Persiapan ini. Sebelum badan ini ada, Badan 
Penjelidik jang pada umumnja diadakan untuk sementara waktu, 
telah hilang. Kalau Undang-undang Dasar ini kita serahkan kepada 
Pemerintah, kita d juga akan hilang. Komite Nasional tidak akan 
dibentuk oleh Pemerintah, melainkan oleh rakjat dan tjotjok sifat- 
nja dengan sifat Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang dipilih oleh 
rakjat. Djadi kita menghendaki Panitia itu sebagai suatu badan 
jang dipilih oleh rakjat. Memang, pemilihan oleh rakjat sekarang 
tentu tidak bisa.

Djadi, kalau Panitia Persiapan ini bisa menjerahkan pemilihan 
itu, dan mewakilkannja kepada Presiden, apalagi karena Komite 
Nasional itu sudah berdiri, — jaitu terdiri atas beberapa anggota 
jang ada —, dan bisa ditambah maka itu tidak apa; tetapi lebih 
baik tjara memilihnja itu memakai ideologi pemilihan oleh rakjat.

Anggota RATULANGI:
Dipilih? Tetapi tidak bisa memilih.

Wakil Ketua HATTA:
Oleh karena itu bisa, serahkanlah kepada Presiden, untuk semen

tara menjiapkan Undang-undang Dasar. Badan Persiapan dipilih 
oleh Pemerintah dan diganti dengan Komite Nasional jang dipilih 
oleh rakjat, sebagian dipilih benar-benar oleli rakjat dan sebagian 
ditundjuk oleh Presiden dengan mengindahkan susunan rakjat.°

Ketua SOEKARNO:
Djadi pasal IV tetap.

Djadi diterima tuan-tuan sekalian? (diterima). Aturan tambahan 
„Dalam 6 bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raya 
Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal janJ 
ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini” . *

Demikianlah usul tuan Dr Ratulangi.
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Anggota RATULANGI:
Selaku pasal penguntji sadja, tidak mendjadi satu bab lagi. 

Boleh saja terangkan alasannja, jaitu begini. Kita mengakui, bahwa 
Undang-undang Dasar ini diselidiki dan ditetapkan setjara kilat, 
sehingga ada beberapa hal jang harus dan patut ditambahkan, 
tetapi saja tidak memadjukan tambahan-tambahan lagi, untuk 
memperlekas penjelesaian pekerdjaan ini; tetapi saja menghendaki 
supaja selekas mungkin diadakan suatu penjelidikan umum untuk 
hukum dasar ini, dan karena itu saja memadjukan usul jang 
dibentuk dalam 2 pasal jang saja siarkan tadi kepada tuan-tuan 
sekalian.

Bunjinja:
1. „Dalam waktu satu tahun sesudah menandatangani perdjan« 

djian damai jang umum, Pemerintah akan memadjukan kepada 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat usul-usul dengan segala kete
rangan-keterangan dan dasar-dasarnja, uitgewerkt en gemotiveerd, 
untuk memperbaharui Undang-undang Dasar ini.

2 . Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus mengurus (menje- 
lesaikan) usul-usul tersebut didalam waktu 3 bulan sesudah usul« 
usul itu dimadjukan” .

Ketua SOEKARNO:
Terima kasih. D jadi umpamanja usul Dr Ratulangi diterima, 

lalu aturan tambahan itu berisi 3 ajat.

.Wakil Ketua HATTA:
Kalau tidak salah, Dr Ratulangi menambahkan pasal-pasal itu 

pada aturan tambahan, djadi bukan sebagai pasal penguntji.

Ketua SOEKARNO:
Djadi aturan tambahan ini mendjadi 3 ajat.
Bagaimana pandangan tuan-tuan? Belum saja tanjakan perkata- 

an-perkataannja, hanja maksudnja dahulu.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Djika saja mengerti usul jang dimaksud oleh tuan Dr Ratulangi, 

maksudnja jalah untuk menjempurnakan Undang-undang Dasar 
jang telah kita buat dengan tjara kilat ini. Akan tetapi saja ada 
keberatan atas usul-usul itu, karena didalam usul-usul itu disebut
kan waktu-waktu jang tertentu dan dengan tjara begitu Pemerintah 
Indonesia akan terikat pada waktu-waktu itu, jang didalam masa 
jang demikian genting ini sukar ditepati; meskipun sudah damai 
usul itu tidak menurut kepentingan umum, sebab dalam sesuatu
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Anggota RATULANGI:
Baiklah. Perkataan apapun jang dipakai saja setudju, asal mak

sud saja termasuk disitu.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Saja tidak mufakat. Usul tuan Dr Ratulangi terlalu gedetailleerd.

Anggota RATULANGI:
Tidak tuan Ketua.

An^ota OTO ISKANDARDINATA:CP
Sebetulnja sudah tjukup dengan aturan tambahan disini. Hanja 

„selesainja peperangan Asia Timur Raya” saja mau mengambil 
over. Sebutan dari Tuan Dr Ratulangi „sudah menandatangani 
perdamaian umum”. Tidak lebih baik sebelum perdamaian di
adakan.

Ketua SOEKARNO:
Padahal diusulkan sesudah perdjandjian damai, ada waktu 6 

bulan lagi.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
„Sebelum damai diadakan” , hanja itu saja mau mengambil over

Ketua SOEKARNO:
Kalau tuan Supomo mentjabut lagi usulnja, bagaimana’  Dai 

6 bulan sesudah ditandatangani perdjandjian damai jan"” ,,^ ™  
Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala\al ' ^  
ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini” . Jan&

D jadi tidak lagi disebut-sebutkan hal herziening der grondwet

Anggota RATULANGI:
Tuan Ketua, boleh saja djawab? Ada hal-hal jane tirlaV ,1- u 

dalam Undang-undang Dasar. Itulah jang praktis harus diatur

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI :
Saja setudju dengan usul tuan Supomo, karena aturan tan h u 

kurang lengkap dan lagi karena tuan Dr Ratulangi meniel l  
dalam usulnja perkataan „sesudah menandatangani perd 
damai jang umum” , padahal negara kita suatu negarajan Jâ . Jlan 
sekarang tidak berperang, sebab baru akan dibentuk V?gga

’  euang dismi
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disebutkan „menandatangani” . Saja kira tjukup dengan „beracliir- 
nja peperangan Asia Timur Raya’’. Dan selandjutnja bisa diserah
kan kepada interpretatie.

Ketua SOEKARNO:
Tuan Iwa lebih senang dengan perkataan-perkataan „achirnja 

perang Asia Timur Raya” . Tetapi dengan materia tuan Supomo 
setu d j u.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Saja tidak setudju dengan perkataan „menandatangani perdamai

an jang umum”, sebab kita tidak ikut tjampur dalam hal itu.

Wakil Ketua HATTA :
Perdjandjian damai „ditetapkan” .

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Itu djuga kita gantungkan kepada hal jang tidak mengenai 

negara kita jang baru. Tetapi maksud saja hanja suggestie sadja, 
bahwa dalam aturan tambahan lebih baik dipakai perkataan jang 
telah ada, karena berachirnja peperangan Asia Timur Raya itu 
suatu feit.

Anggota LATUHARHARY :
Berachirnja perang jaitu pada waktu perdjandjian damai ditanda

tangani. Sebelum itu masih ada perang.

Wakil Ketua HATTA:
Perdjandjian damai jang mana?

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Perdjandjian damai umum, itu susah menentukan.

Ketua SOEKARNO:
D jadi tuan-tuan, lebih baik kita tentukan dengan redaksi „achir

nja perang Asia Timur Raya” . Dalam enam bulan sesudah achirnja 
peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan 
menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang 
Dasar ini. Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang- 
undang Dasar” .
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Anggota RATULANGI:
„Untuk membaharui” .............. „Untuk menetapkan” saja terima

baik, asal maksud saja termasuk disitu.

Anggota SUPOMO:
Dengan sendirinja akan membaharui.

Anggota RATULANGI:
Tetapi saja mau bertanja lagi. Paduka Tuan Ketua, siapa ikin 

m en gich 11 a r k a n pekerdjaan menetapkan Undang-undain' ‘ Das‘ar 
baru r lenlu Pemerintah. '

Ketua SOEKARNO:
Itu sebelum ada Pemerintah.
Tidak perlu.

Anggota RATULANGI:
Tiap-tiap redaksi saja terima, asal maksud saja termasuk disitu
Ketua SOEKARNO:
Terima kasih. Tuan-tuan jang terhormat, djadi aturan tamh 1
Ajat 1 berbunji: „Dalam enam bulan sesudah achimi. ^

an Asia Timur Raya, Presiden Indonesia men-atur d -J“ Pe,,.erang- 
garakan segala hal jang ditetapkan dalam Undan- ¡,nd j - ] cnS-

tuan-tuan sekalian, Undang-undang Dasar Ne-ara' Rp fr i!1*1 ini’ nesia serta peraturan peralihan telah sjah ditetank-i Indo-beristirahat sebentar. ‘ n‘ ekarang kita
i Sidang beristirahat beberapa menit).

Ketua SOEKARNO:
Sidang jang terhormat, sidang saja buka la-i. Sida 

hari ini akan saja tutup. Sementara itu saja angkat ^  ^ aP 
Ketjil jang terdiri dari tuan-tuan: Oto Isk a n d a rd in a ti^  ¡ ,anitia 
Sajuti, Iwa Kusumasumantn, Wiranatakusuma, Ami r  ar(1j°» 
Ratulangi, Pudja. Rapat lengkap saja tutup. ’ amit,han,

Tuan-tuan lain boleh pulang ketjuali tuan-tuan i- 
itu. Besok pagi pukul 10.00 tepat kita bersidangan rf- 
setengah 10.00 kita sudah berkumpul disini. ° s pukul

Rapat ditutup pukul 16.12.
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RISALAH RAPAT PANITIA PERSIAPAN 
KEMERDEKAAN INDONESIA PADA TANGGAL 19 AGUSTUS 1945



SIDANG HARI MINGGU TANGGAL 19 AGUSTUS 2605.

Ketua Ir SOEKARNO.

Wakil Ketua Drs MOH. HATTA.

Rapat mulai pukul 10.00 pagi.

Tuan-tuan Wahid dan Suroso hadir.

Ketua SOEKARNO:
Tuan-tuan jang terhormat, sidang saja buka lagi. Sebentar kita 

mendengar laporan dari Ketua Panitia Ketjil jang kemarin saja 
bentuk, jaitu P.T. Oto Iskandardinata, tetapi agar supaja kita bisa 
bekerdja dengan tjepat, lebih dulu saja hendak membentuk satu 
Panitia Ketjil lagi, dan sebagai anggotanja saja tundjuk tuan-tuan 
Subardjo, Sutardjo dan Kasman; 3 orang anggota ini saja minta 
sekarang djuga berkumpul untuk membuat rantjangan departemen 
apakah jang kita adakan dengan tidak memadjukan usul jang akan 
mendjadi Menteri.

Sebagai Ketua dari pada Panitia Ketjil itu, saja tundjuk Mr Su
bardjo dan saja persilakan Panitia sekarang dengan segera 
bersidang.

(3 anggota pergi bersidang).
Maka sekarang saja persilakan Ketua Panitia Ketjil jang kemarin, 

P.T. Oto Iskandardinata.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Paduka Tuan Ketua jang mulia! Panitia Ketjil jang diperintah

kan oleh Paduka Tuan untuk menjelenggarakan suatu rantjangan 
jang mengisi daftar-daftar hal-hal jang meminta perhatian jang 
sepenuhnja untuk waktu jang akan datang, telah bersidang dan 
telah membuat rantjangan sebagai berikut:

Menurut Komisi hendaknja jang harus mendapat perhatian lebih 
dulu jalah hal-hal jang berkenaan dengan urusan rakjat. Ini jan* 
harus dikemukakan. Nomer 2 jaitu hal-hal jang berhubungan 
dengan pemerintahan daerah, jaitu ke-pangreh-pradjaan. Nomer 3 
jaitu pimpinan kepolisian. Nomor 4 jaitu jang berhubungan dengan 
tentara kebangsaan.

Paduka Tuan Ketua jang mulia, biarpun tadi saja sudah memadju
kan suatu urutan atau susunan perkara-perkara dengan menjebut- 
kan urusan rakjat terdahulu, saja akan membatjakan rentjana
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daftar seperti jang telah diselenggarakan oleh komisi itu. „Keputus
an Komisi tentang Pangreh Pradja di Djawa.

Sidang digedung Dewan Sanyo, tanggal 18/19 bulan 8 tahun 2605,
keputusan-keputusan:
1 Tanah Djawa dibagi atas 3 daerah jaitu daerah Djawa Barat, 

daerah Djawa Tengah, Djawa Timur. Tiap-tiap daerah propinsi 
dikepalai oleh seorang Mangkubunii (ini nama baru) atau 
dengan nama dulu Gubernur.

Dalam pekerdjaannja ia dibantu oleh Panitia Kebangsaan 
Daerah (Komite Nasional). Tiap-tiap daerah terdiri dari bebe
rapa Syuu (dengan nama baru Kadipaten) jang masing-masing 
dikepalai oleh seorang Adipati jang dibantu oleh Komite Nasio
nal Kadipaten.

2. Untuk sementara waktu susunan Pangreh Pradja pada tiap-tiap 
Kadipaten kebawah adalah sebagai jang ada sekarang. Beberapa 
perubahan djawatan dikantor boleh diadakan oleh Adipati 
dengan diakui sah oleh pusat. Tentang Pangreh Pradja Kooti- 
Kooti, Panitia tidak memadjukan usul.

3. Untuk sementara waktu kedudukan Si-Si dan Tokubetu Si di
tetapkan sebagai sekarang. Paduka Tuan Ketua jang mulia, buat 
daerah Kaigun pembagiannja jalah sebagai berikut: Daerah 
Kaigun dibagi atas 4 Gubernemen:
1. Borneo,
2. Sulawesi,
3. Maluku,
4. Sunda Ketjil.

Tiap-tiap daerah dikepalai oleh seorang Gubernur (Man^ku- 
bumi) jang untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional. 
Tiap-tiap Gubernemen terdiri atas beberapa Keresidenan, jan* 
masing-masing dikepalai oleh Residen dibantu oleh KomitI 
Nasional. Tjalon-tjalon untuk djabatan Gubernur adalah sebagai 
berikut: Untuk Gubernemen Borneo diusulkan Ir Pangeran 
Moh. Noor, untuk Sulawesi Dr Ratulangi, untuk Maluku 
Mr J. Latuharhary, dan d jika tidak ada kemungkinan untuk 
berhubungan karena soal perhubungan atau sebab jang lain 
diusulkan E. U. Pupella untuk Ambon untuk sementara waktu’

4. Untuk Gubernur Sunda Ketjil diusulkan Mr I Ktut Pudja.
Daerah Sumatera.

Sumatera hanja didjadikan satu propinsi, dikepalai oleh seoran-r 
M angkubumi dengan mengambil ibu kota Medan. Mangkubumi di° 
bantu oleh 3 wakil M angkubumi jang bertempat:
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а. di Sumatera Utara, Médan;
б. Sumatera Tengali, Bukittinggi; 
c. Sumatera Selatan, Palembang.

Untuk memangku djabatan Mangkubumi diusulkan Mr Teuku 
Moh. Hasan.

Sekarang tentang polisi.
1. Supaja susunan kepolisian pusat dan daerah segera dipindahkan 

kedalam kekuasaan Pemerintah Indonesia;
2. Poliôi dan susunannja jang ada diwaktu ini, masih tetap adanja, 

ditambah dengan tenaga pimpinan dari bekas-bekas Péta dan 
pemimpin rakjat;

’i. Supaja diperintahkan dengan petundjuk-petundjuk sikap baru 
terhadap rakjat.

Tentara kebangsaan.
a. Rentjana pembélaan negara jang disusun oléli Badan Penjelidik 

Kemerdékaan Indonésia diusulkan oléh Panitia Ketjil, supaja 
tidak diterima, supaja ditolak oléh Badan Persiapan ini. Djadi 
soal ini supaja dibitjarakan, dan oleli Badan Persiapan ini 
ditolak.

b. Péta di Djawa, Lasjkar Rakjat di Sumatera, Péta di Bali dengan 
segera dibubarkan,

c. Heiho supaja segera diperhentikan.
d. Untuk pembélaan Negara Indonésia Merdeka, tentara kebangsa

an Indonésia harus selekasnja dibentuk oléh Presidén.
Ada soal jang meminta perhatian djuga disini, jaitu tentang warga- 

negara, berhubung dengan ketenteraman masjarakat pada masa 
sekarang. Undang-undang jang dimaksudkan dalam Undang-undang 
Dasar, jaitu tentang warga-negara, supaja lekas direntjanakan dan 
ditetapkan.
Sekarang tentang urusan rakjat.

Ini jang terpenting.
1. Hal ékonomi.

a. Pembatasan djalannja perékonomian jang sekarang berlaku 
bagi tiap-tiap Syu supaja diperluas jaitu untuk propinsi.

b. Pengumpulan bahan makanan dan pakaian untuk umum 
supaja dikerdjakan oléh suatu badan dibawah kekuasaan 
Komité Nasional dengan diawasi oléh kepala daérah.

c. Untuk sementara waktu pengumpulan padi dari kaum petani 
terpaksa masih harus didjalankan dengan dikurangkan djum- 
lahnja bagi seseorang dan dinaikkan harga pembelian.
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d. Zyugyo Bussi Koodan dan Syukuryo Kanri Ivyoku supaja 
diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Ini jang mengenai 
hal menguasai bahan-bahan penting.

2. Romusya. Kaum romusya jang masih diperlukan tenaganja, 
supaja mendapat pemeliharaan jang lebih baik. Mereka jan« 
sudah tidak diperlukan, dikembalikan ketempat masing-masin  ̂
dengan tertib dan teratur.

3. Penerangan umum. Supaja diadakan badan penerangan dongan 
disediakan alat-alat untuk keperluan itu seperti pers, radio 
balai penerangan dan alat-alat penerangan lain.

4. Kantor Pusat Pemerintah. Supaja dengan segera diadakan kantor 
Pusat Pemerintah Indonesia.

5. Kesehatan rakjat. Supaja persediaan obat-obat diseluruli Indo
nesia dikumpulkan dan dibagi-bagikan keseluridi daerah me
nurut keperluan masing-masing, istimewa kinine, obat vaccin dan 
sera.

6. Amnesti. Supaja Presiden mengumumkan maklumat demikian-
Hal amnesti: menurut Undang-undang Dasar pasal 14 Republik 
Indonesia, Presiden mempunjai hak untuk memberikan amnesti- 
„Dengan ini kami memaklumkan, bahwa kami sebagai I'rcside 
akan segera menggunakan hak itu untuk membebalkan oraii”  
orang hukuman politik. Untuk d jalan ini, akan dilakukan 
lidikan jang seksama” . 1 I)tnJe'

Djakarta, tanggal .........
SOEKARNO.

7. Harga uang. Supaja Presiden mengumumkan maklumat tei I-
penetapan harga uang dengan selekasnja. uang

8. Undang-undang Dasar. Supaja Undang-undang Dasar selek- •
diumumkan. asnja

9. Pengangkutan dan perhubungan. Alat-alat peno-anerkm™ i 
dan laut, serta alat-alat perhubungan seperti ker6ta a 
kawat dan lain-lainnja diserahkan kepada Pemerintah I ^ 1’ '>°S’

Paduka Tuan Ketua jang mulia, demikianlah buah not K'Sla‘ 
Panitia Ketjil. Satu tambahan jang tadi saja liwati su . ,,aan 
adalah terutama jang mengenai Pangrih Pradja dan polisi3 T n°0t’ 
tenaga dikalangan Pangreh Pradja dan polisi jang sangat t ' l T v '  
sukai oleh rakjat, supaja dipindahkan. Ketjuali dari itu ] i- 
soal jang disini saja tambahkan pula, jaitu biarpun m e r V  Û"a 
dengan sendirinja dipindah, tetapi harus mendapat ^  a, su'Jah 
Utiliteitsbedrijven, seperti gas, listerik, waterleidin» dan^l* tlan‘ 
supaja dengan segera ada dibawah kekuasaan Pemerintah1!  , n'lajn’ 
Demikian Paduka Tuan Ketua jang mulia, pekerdjaan k ,n®sia- 
dengan ini laporan itu saja persembahkan. Kami dan
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Ketua SOEKARNO:
Saja mengutjap terima kasih atas laporan dan atas pekordjaan 

Panitia Ketjil jang sangat giat bersidang sampai tadi malam 
djam 3. Sekarang lebih dulu saja bitjarakan hal urusan pemerintah
an daerah. Menurut laporan Panitia Ketjil ini diusulkan, supaja 
» j  awa dibagi mendjadi 3 Mangkubumen, daerah Kaigun dibagi 
mendjadi 4 Gubernemen, daerah Sumatera mendjadi 1 propinsi. 
Tentang nama sadja sudah berlainan. Di Djawa Mangkubumen, 
didaerah Kaigun Gubernemen, di Sumatera Prapinsi. Saja kira, 
lebih baik kita mentjari 1 nama jang sama. Pada a’zusnja tentu 
tuan-tuan sekalian mufakat, bahwa diadakan pemerintahan daerah 
itu, umpamanja Mangkubumen, Gubernemen atau Propinsi. Apakah 
nama jang tepat untuk seluruh Indonesia?

Anggota AM1R:
Di Sumatera, kalau disebut Mangkubumen, dianggap rendah 

sadja, tetapi kalau Gubernemen dan Propinsi tinggi.

Anggota LATUHARHARY:
Tuan Ketua, Gubernemen dan Propinsi sudah lazim.

Anggota PURUBOJO:
Saja ada keberatan terhadap nama Mangkubumi, sebab bagi kami 

di Ivooti, itu adalah nama kehormatan istimewa, umpamanja dalam 
nama: „Pangeran Mangkubumi” .

Anggota SURJOrlAMIDJOJO:
Sekarang sudah ada n ani S Mangkubumi, sebab itu adalah nama 

kehormatan. Itu sekarang sudali ada. Tidak dapat dipakai lagi 
untuk maksud kita sekarang.

Anggota ABDUL ABAS:-
Di Sumatera ada banjak gelaran seperti Mangkubuiu'i- Gelar 

Mangkubumi itu akan menjusahkan urusan Pemerintah.

Ketua SOEKARNO:
Masih ada jang membela nama Mangkubumi?

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Pendirian Panitia dalam hal ini, jalah bahwa aturan-aturan jann 

ada disini adalah untuk hari-hari jang akan datang, untuk menetap 
kan prinsip bara atau aturan-aturan jang baru. Memang, dalam lia
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ini Panitia sudah membitjarakan, supaja diusulkan, agar untuk 
sementara waktu mengambil nama jajig dimengerti oléh seluruh 
Indonesia. Sebab dalam hal ini sedapat jnungkin akan diadakan 
persatuan sebaik-baiknja. Oléh karena itu, nama. Mangkubumén 
j alah untuk Propinsi dan Kerésidénan untuk Syu dan nama untuk 
jang mengepalai jaitu Gubernur buat Gubernemén, dan untuk 
Kerésidénan, untuk sementara, Residén. Nanti Ministeri akan me
nambahkan nama-nama jang baru.

Ketua SOEKARNO:
Saja kira bahwa semua mufakat dengan nama propinsi. Propinsi 

dibagi mendjadi beberapa kerésidénan, jang dikepalai oléh seorang 
Residen. Kepala Propinsi jaitu Gubernur. Disini diusulkan nama 
Kadipatén dan Adipati. Tidak ada jang mempertahankan?

Anggota OTO ISKANDARBINATA :
Ini untuk kemudian.

Ketua SOEKARNO:
Untuk sekarang tidak ada jang mempertahankan?

Anggota Kl HADJAR DEWANTARA:
Saja mufakat dengan Kadipatén dan Adipati. Sekarang masih 

terpakai djuga di Kooti, Paku Alaman dan Mangkunegaran. Itu 
dianggap sebagai daerah. Daérah-daérah itu dinamakan Kadipatén, 
djadi disamping keradjaan (Kraton), dibawah itu Kadipatén,

Ketua SOEKARNO:
Djadi berdasarkan alasan di Djawa.

Anggota KI HADJAR DEWANTARA:
Selain dari pada itu, ini adalah tingkat tinggi, djadi saja meng- 

andjurkan hendaklah mengingati permintaan kedua wakil Kooti.

%tua SOEKARNO:
Kooti tidak mufakat.

Anggota KI HADJAR DEWANTARA:
Saja andjurkan djangan Mangkubumi, tetapi Adipati.

Ketua SOEKARNO:
Saja kira, bahwa suara jang terbanjak menghendaki nama Keré-
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sidenan dan Residen. Buat sementara, prinsip jang njata: jalah 
bahwa tiap-tiap Gubernur dibantu oleh Komite Nasional dan 
tiap-tiap Residen dibantu oleh Komite Nasional daerahnja. Diterima 
baik.

Demikian?
(Suara anggota-anggota: mufakat).

Sekarang ada satu hal jang perlu dibitjarakan sctjara prinsip 
sec lkit, jaitu pembagian Djawa dalam 3 propinsi. Saja mengetahui 
at a Jeberapa anggota jang tidak mufakat dengan hal ini, karena 
pem lagian dalam 3 propinsi berdasar atas ethnografie atau ethno-

ole, jang tidak sesuai dengan paham persatuan Indonesia.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
eirdJagian-pembagian ini tidak bersandar atas apa-apa, hanja 

; pendirian, bahwa kita mengambil sesuatu susunan jang sudah
a,V.U.en êrt! ° '1  ̂ rakjat. Djadi itu jang mendjadi alasan, jaitu ke- 
I• a?1\ e*|ka bahwa dulu disini ada Nederlandsch-Indie, di Djawa

a( a an 3 propinsi, hanja itulah alasannja.

Anggota SUPOMO:
inw-u L- 11111 [a^at dengan 3 propinsi oleh karena kita harus meng
hias _ ePa,la djumlah penduduk di Djawa. Djumlah 50 miljun tidak 

183 diniasukkan dalam satu propinsi.

Anggota HATTA:
^«at sementara sadja boleh.

Ketua SOEKARNO:
3 Pro n'* sementara kita sahkan bahwa Djawa dibagi atas
tiap t- lnsi' Untuk sementara waktu susunan Pangreh Pradja pada 
sekar ari" B , patin’ ker,' si denan kebawah tetap sebagai jang ada 
ajtuj np’ ^berapa perubahan djabatan dikantor oleh Residen di-
keduduk r  pUSat' ai*a 8uatu soal âg*’ j aitu j an? mengenai

1 311 TUnty°- Bagaimana, adakah pemandangan jang minta 
8uPaja, untuk efficicntnja, Guntyo dihapuskan?

Anggota SUROSO:
Mengenai pangkat Guntyo, saja sendiri sudah lama berpen- 

a ri V  -SUpâ a dihapuskan, tetapi untuk kepentingan pengawasan, 
apd .â 1 Pat̂ a masa ini, saja rasa perlu diteruskan lebih dulu, tetapi 
nan i alau sudah aman, keadaan sudah lebih baik, bisa dihapuskan.
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Wakil Ketua HATTA:
Saja sebetulnja setudju djuga dengan apa jang dikatakan oleh 

tuan Suroso, jaitu bahwa Guntyo tidak perlu, dan baiknja Guntyo 
dimasukkan dikantor Kcn. Untuk waktu sekarang adanja Ken lebih 
efficient dari pada mengadakan Gun, tetapi kalau sementara waktu 
diteruskan, sebagaimana keadaan sekarang, saja tidak ada keberatan.

Ketua SOEKARNO:
Kita tetapkan sadja, bahwa untuk sementara waktu keadaannja 

tetap sebagai sekarang.

Anggota SUPOMO:
Namanja?

Ketua SOEKARNO:
Kabupaten? Kawedanan? Kita hanja menetapkan prinsip seka

rang. 3. „Tentang Pangreh Pradja di Kooti Panitia tidak niemn" 
djukan usul” . Tuan-tuan?

Anggota PURUBOJO:
Kalau diterima oleh Panitia, saja sebagai wakil Kooti men<r 

usulkan, supaja pemerintahan Kooti disahkan 100% zelfstai l'f" 
Tentang perhubungannja, tentang details nanti bisa diadakm *g‘ 
an sebaik-baiknja. au atwr-

Ketua SOEKARNO:
Saja kira usul tidak bisa. Kemarin kita tentukan bentuk 

Republik Kesatuan. Djadi kalau Kooti diberi hak zelfbestuif831̂  
luas-luasnja, maka ada staat sendiri didalani Negara R n" 
Indonesia; itu bertentangan dengan Undang-undang ̂ Dasar pasal 1

Anggota PURUBOJO:
Maksud saja, untuk sementara waktu. Sekarang sudah 1 

kekuasaan Pemerintah diserahkan kepada Kooti, "maka kal anj.a  ̂
diambil lagi, akan menggontjangkan keadaan. Bagaimana* ^  ^  
nja dikemudian hari, itu dapat dirundingkan lagi  ̂ Untuk V° rm' 
sekarang ini sebaiknja ditetapkan begitu, sedang vorm ' j Waktu 
Kooti-Ivooti bisa dirundingkan dikemudian hari. 'Tetan' V,>CUtû  
karang, sebab sebagian besar dari pada pemerintahan sud h*1!-86' 
rahkan kepada Kooti, maka saja usulkan supaja sekar • G' 
belum bisa diserahkan ke Tianbu, saja usulkan supaia 3an.g 
serahkan sadja; bisa didjalankan seperti itu dengan 1 0 0 ^  di' 
bestuur, lalu Pemerintah Pusat mengawasi segala pekerdja ZClf"
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Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Paduka tuan Ketua, apa sebabnja panitia tidak memadjukan 

usul tentang Kooti? Sebetulnja sadja tidak lain jalah supaja dja- 
ngan diadakan pembitjaraan pandjang-lebar. Sebab dalam pem- 
bitjaraan Panitia njata sekali, bahwa pendirian anggota-anggota 
ada berlainan, sedang disini telah njata, bahwa perasaan persatu
an diantara lapisan-lapisan masjarakat kita kebanjakan diganggu. 
Terutama rakjat disini harus sungguh-sungguh merasa, bahwa In
donesia adalah negara rakjat Indonesia. Disini sebagai misal saja 
kemukakan^suatu hal. Ketika di Kooti diadakan Zimukyoku, kata- 
nja, ini dikemukakan didalam Panitia, maka rakjat lebih senang 
dari pada sesudah bevoegdheden diserahkan kepada Kooti. Ini 
suatu soal. Ada lagi jang mengemukakan, supaja Kooti dipandang 
sebagai daerah jang biasa sadja. Ada lagi jang menghendaki, su
paja Kooti dipandang sebagai daerah, tetapi dibedakan menurut 
apa jang disebut dalam grondwet, jaitu sebagai daerah istimewa, 
dengan umpamanja perwakilan atau perhubungan jang langsung 
antara Kooti dan pemerintahan pusat.

Mengingat hal-hal jang demikian, jang mengenai prinsip, ba
rangkali 2-3 hari tidak tjukup untuk memutuskan soal itu. Oleh 
karena hal itulah. Panitia tidak mengadjukan usul djadi bukannja 
karena kita tidak mementingkan hal itu. Disini kita menghadapi 
soal demikian: Kalau kita, umpamanja, memenuhi 100% keinginan 
rakjat, para paduka Koo barangkali terganggu, tersinggung pera- 
saannja; kalau kita d jatuhkan perhatian kepada para Koo, rakjat 
terganggu, tersinggung perasaannja. Oleh karena itu, hal ini kita 
pertjajakan kepada beleid Presiden. Barangkali dibelakang lajar, 
atas kekuasaan Presiden dapat ditentukan, bagaimana djalan pe- 
njelesaian jang kami pertjajakan kepada Presiden; djadi bukannja 
karena kita tidak sanggup memutuskan hal ini, tetapi hal ini di
maksud berlaku untuk sementara waktu, d j anganlah kita meng
adakan pembitjaraan jang djauh-djauh. Itu jang diusulkan.

Ketua SOEKARNO:
Terima kasih!

Wakil Ketua HATTA:
Saja kira bahwa soal Kooti memang sukar, oleh karena kita 

belum mengadakan undang-undang tentang Kooti. Untuk semen
tara waktu kita teruskan sadja keadaannja sebagaimana jang ada. 
Kemudian kita bisa mengurus bagaimana mestinja soal pemerin
tahan Kooti, sehingga sesuai dengan tuntutan kedaulatan rakjat.

Anggota SUROSO:
Tentang kekuasaan Kooti-Kooti jang diterangkan oleh tuan Pu- 

rubojo tadi, jaitu penjerahan-penjerahan kekuasaan, didalam prak-
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teknja — kalau saja liliat — kekuasaan-kekuasaan itu adalah 
seperti kekuasaan Syutyokan jang sebelum itu para Ko belum 
mempunjainja. Umpamanja urusan Somubu, Syutyokan mempu- 
njai kekuasaan itu, bukan? Umpamanja itu diserahkan kepada 
Pemerintah Kooti, djadi itu berarti bahwa kedudukannja seperti 
kedudukan Syutyokan. Tidak melebihi. Hanja hal itu sadja jan«- 
disini mendjadi soal; saja mufakat kalau keadan sekarang dite
ruskan, hanja menurut pendapat saja disitu harus ada Zimukyoku 
Tyokan, seorang Indonesia; hal ini supaja diatur bagaimana baik- 
nja, bagaimana hubungan zimukyoku Indonesia itu nanti.

Anggota SURJ OIIAMIDJ OJO:
Saja setudju dengan usul tuan Hatta, jaitu diteruskan apa jan<r 

ada sekarang, mengingat waktu sulit. Memang saja mengetahui 
sendiri hal itu, apalagi di Surakarta Kooti, dimana, kalau °dilihat 
dari luar ada satu Kooti, akan tetapi sesungguhnja ada 2 pemeri», 
tahan. Djadi keadaannja masih sulit. Saja minta supaja keadaan 
seperti sekarang diteruskan. Akan tetapi saja usulkan, oleh kareiia 
tadi dikatakan pembagian Djawa dalam 3 propinsi supaja diingat 
bahwa kedudukan Ko jang akan mendjadi Syutyokan di Surakarta 
sekarang ini, adalah satu-satunja kedudukan jang sama do»« 
Gubernur, jaitu kalau buat Kooti diperlukan Syutyokan seperti 
sekarang. Syutyokan lebih rendah dari pada Gubernur. Permi»' 
taan saja, supaja jang mendjadi Residen di Kooti itu disamakai" 
dengan Gubernur. ‘ 1

Anggota SUPOMO:

Ketua SOEKARNO:
Barangkali semuanja sudah mufakat? (semua mufakat)
Untuk sementara waktu urusan Kooti diatur seperti ad 

karang. Untuk sementara waktu kedudukan Si-Si dan SC'
Si ditetapkan seperti keadaan sekarang. Begitu pula? ° etu

Wakil Ketua HATTA:
Mengenai kedudukan Si saja tidak ada keberatan- h 

boleh ditambahkan. Untuk sementara biarlah begitu dul3™*18̂ .^ 
d jangan terlalu repot pada permulaan. Tetapi bagi saja1*™’ ®£paja 
pertanjaan, apakah perlu adanja Tokubetu Si? Apakah tid^lia u?a 
baik didjadikan ibu kota keresidenan Djakarta sadia’  
boleh dikatakan, bahwa Djakarta Syu tidak mempuniai -T5 .ranS 
Syutyokannja tinggal didaerah lain, bukan didalam Sv/ °.ta’

sendiri.
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Anggota SUPOMO:
Djadi Si sadja.
Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Barangkali soal ini dapat menimbulkan kesusahan. Kalau nanti, 

umpamanja, sudah diadakan Minister van Binnenlandsclie Zaken, 
dapatlah dirobah. Tetapi buat sekarang saja harap, supaja djangan 
dirobah.

Wakil Ketua HATTA:
Saja kira tidak akan ada kesusahan. Itu hanja soal pangkat 

sadja, administrasinja tidak berobah, jaitu tetap sebagai Si, mem- 
punjai administrasi sendiri dalam Syu. Perobahannja, jalali bahwa 
dia tidak lagi langsung dibawah Gunseikanbu, tetapi langsung 
dibawah Syutyokan. Tidak banjak perobahannja.

Anggota OTO ISKANDARDINATA: '
Sungguh. Ini betul soal jang penting. Oleh karena itu saja li^rap, 

supaja hal ini didjalankan dan nanti ditulis dengan njata.

Ketua SOEKARNO:
Untuk sementara pula diberi kedudukan Si baru.

Anggota KI HADJAR DEWANTARA:
Saja usulkan nama „kota Agung” buat Tokubetu Si.

Anggota AMIR:
„Bandar” (haminte).

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
„Kota istimewa” .

Anggota ABAS:
Saja rasa, karena Si tidak hanja terbatas kepada tempat jang 

disebut kota sadja, tetapi ada daerahnja, maka kurang tepat, kalau 
disebut kota. Dalam pikiran saja lebih baik disebut „wilajah kota” , 
artinja kota dengan wilajahnja. Djadi dengan tjara begitu kita 
bisa memberikan perbedaan antara satu tempat jang ditentukan 
sebagai kota dengan tempat lain jang mempunjai daerah diluar 
kota. Djadi „kota wilajah” umpamanja. Artinja kota jang mem
punjai wilajah lagi diluar batas kotanja. Kita masih membentuk 
namajjftru, maka dengan begini kita membentuk istilah baru, jan* 
men^naung faham istimewa. °

Anggota AMIR:
Dari pada „kota wilaj#h”, lebih baik „wilajah” sadja.
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Anggota WIRANATAKUSUMA:
Berhubung dengan usul tuan Hatta, untuk menempatkan Toku- 

betu Si dibawah Syu, tentu ada usul-usul jang lain djuga, umpa- 
manja, bahwa Si-Si jang ketjil harus dibawah Bupati. Djadi saja 
mufakat dengan usul tuan Oto, biarkan sadja seperti adanja se
karang.

Ketua SOEKARNO:
Disini diusulkan nama „kota wilajah” .

Anggota WIRANATAKUSUMA:
„Kabupaten”  sadja, dan kepalanja „Bupati kota” .

Anggota SUROSO:
Tuan Ketua, saja rasa, nama „gemeente” boleh dipakai. Karena 

diatas sudah dipakai bahasa asing, „provincie”  dan lain-lain, me
ngapa buat kota tidak?

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Tuan Ketua, berhubung dengan usul-usul jang sudah dimadju- 

kan, saja setudju dengan nama „wilajah” sadja dengan alasan, 
karena sekarang ada perubahan besar dalam penghidupan rakjat 
kita. Pantas kalau diberikan nama baru jang berarti, jang mem- 
punjai arti djuga. Misalnja nama haminte, nama „haminte”  itu 
sudah terlalu berbau seperti „guaminta” . Djadi itu menimbulkan 
perasaan-perasaan jang tidak enak sekali. Dan lagi perkataan 
„kota” bukan perkataan baru, djadi itu djuga bisa menimbulkan 
kekeliruan. Ada lagi jang barangkali mengusulkan nama lain, te
tapi saja kira lebih baik dipakai nama „wilajah” .

Anggota TENGKU MD. HASSAN:
Dalam waktu Belanda, waktu Nippon, sampai sekarang kola-kota 

gemeente dan Stadsgemeente, kedua-duanja berazas lain. Waktu 
sekarang saja pikir, lebih baik kita mengambil satu dasar sadja, 
artinja kota-kota jang mempunjai pemerintahan sendiri dinama
kan „kota” ; jang lain, djangan diberi nama „kota” , tjarilah nama 
lain. Tentang nama lain, gemeente atau stadsgemeente adalah sama 
dengan kota, umpamanja Medan, dan lain-lain. Di Sumatera ada 
5 stadsgemeente, itu sama dengan 'kota. Sekarang kita ambil sadja 
untuk Burgemeester nama „Walikota” . Biarpun di Djawa, di Sula
wesi kota disebut „kota”  djuga, kepalanja „Walikota” . Boleh kita 
memikirkan nama lain tetapi tak usah mengambil nama „wilajah” , 
sebab sampai sekarang kita memakai nama „kota” . Apa sebab?
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Sebab „wilajah” itu Gun. Wilajah itu artinja dalam bahasa Arab 
„gebied”, daerah, djadi belum tetap. Djadi kalau „kota” tetap di
sebut kota.

Apa ada beda antara Djakarta dengan kota Pekalongan? Apa 
kota itu ada mempunjai otonomi sendiri, Walikota sendiri? Kalau 
kota mempunjai otonomi, kepala sendiri, maka diberi nama „kota” 
dan kepalanja „Walikota” . Kota ketjil jang tidak mempunjai oto
nomi, tidak dinamai kota, tetapi diberi nama lain.

Anggota AMIR:
Untuk menjingkat pembitjaraan saja usulkan, supaja diadakan 

Panitia Ketjil terdiri atas ahli-ahli bahasa, untuk memeriksa se
gala nama jang berhubungan dengan itu diseluruh Indonesia. Djadi 
itulah untuk menetapkan disini nama jang tepat sebab begrip-nja 
ada dalam bahasa apapun, dan Panitia Ketjil nanti akan menter- 
djemahkannja dalam bahasa Indonesia sebaik-baiknja.

Ketua SOEKARNO:
Ini hanja untuk sementara.

Wakil Ketua HATTA:
Kota (haminte).

Ketua SOEKARNO:
Untuk sementara waktu ditetapkan „kota” (haminte) seperti 

nama sekarang. Begitu tuan-tuan? (mufakat).
Ini tadi mengenai Djawa. Sekarang mengenai daerah Sumatera. 

Sumatera ditetapkan mendjadi satu propinsi sadja dengan 3 wakil 
Gubernur. Mufakat?

Anggota SUROSO:
Saja mohon keterangan sedikit. Apa sebabnja ada wakil Gu

bernur? Apakah karena Gubernur ini untuk Sumatera itu terlalu 
berat? Apakah tidak lebih baik lagi didjadikan 3 propinsi sadja* 
dengan begitu urusan-urusan bisa lekas. Kalau ada wakil, urusan 
wakil dipegang oleh Gubernur dulu. Ini lambat; saja rasa didalam 
praktek lebih baik diadakan beberapa propinsi jang berurusan 
langsung dengan pusat.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Djadi alasan, apa sebabnja tidak 3, tetapi satu, jalah berhubung 

dengan keadaan banjaknja penduduk disitu itu jang tidak begitu 
banjak, hanja 10 djuta sehingga tjukup dengan adanja seorang 
Gubernur. Apa sebabnja disini diadakan wakil-wakil ditempat- 
tempat jang penting, dikota-kota jang penting, jalah mengingat 
bahwa hal ini adalah untuk sementara dan berhubung dengan ke-
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mungkinan, bahwa perhubungan untuk sementara tidak berlang
sung dengan baik; oleh karena itu disini diadakan wakil-wakil 
Gubernur. Ini jang mendjadi alasan, dan tentang tjcpatnja peker- 
djaan jang diharapkan oleh Paduka Tuan Suroso, itu diatur dalam 
instruksi Gubernur, Disinipim djangan kita lupakan, bahwa jang 
mendjadi Gubernur adalah wakil dari pada Presiden pada cluisus- 
nja dan dari pada pusat Pemerintah pada umunmja, maka sedapat 
mungkin djangan terlalu diperbanjak, supaja pemusatan perhatian 
sungguh-sungguh ada.

Wakil Ketua HATTA:
Saja tidak setudju dengan peraturan jang diusulkan. Djanganlah 

jang kita pandang penduduk sadja, 'tetapi luas daerahnja jang ber
pengaruh bagi tiap-tiap peraturan pemerintahan. Kita harus mem
perhatikan desentralisasi dan sentralisasi, jang pada achir-achir ini 
sangat dikemukakan berhubung dengan luasnja daerah. Keluasan 
daerah bisa menimbulkan systim bureaueratie. Makin djanli dari 
peripheri, makin besar pengaruh bureauerasi. Itu sebabnja orang 
mengandjurkan desentralisasi. Soal itu djuga jang menjebabkan 
orang mengandjurkan bondstaat. Didaerah jang terlalu luas Guber
nur harus mempunjai wakil, maka lebih baik diadakan 3 Gubernur 
sadja. Saja setudju dengan tuan Suroso, supaja segala urusan lebih 
tjepat. Sebab dengan mengadakan wakil kita tentu memperbanjak 
bureauerasi. Ini maha penting buat saja, sebab itu saja setudju 
dengan usul tua-n Suroso, jaitu 3 propinsi di Sumatera, bukannja 
satu.

Anggota AMIR:
Tuan Ketua, saja setudju dengan prinsip 3 propinsi. Soal jang 

praktis jalah, bahwa, Sumatera kekurangan pemimpin besar. D jadi 
praktis tidak bisa diadakan 3 Gubernur, tetapi bisa 3 orang wa- 
kilnja. Dan usul itu terutama disebabkan karena daerah itu luas, 
penduduknja sedikit, itulah probleemnja. Nama Gubernur telah 
berubah. Sebelum ada kapal, Gubernur harus diwakili.

Anggota SUPOMO:
Kita harus pisahkan, atau Sumatera mendjadi satu propinsi, te

tapi hanja dengan seorang Gubernur dan Residen sadja, bukannja 
mendjadi 3 propinsi. Seharusnja ada seorang Gubernur dan se
orang wakil Gubernur. Tetapi keadaan demikian tentu akan me- 
njusahkan dan tentu akan menimbulkan banjak perselisihan antara 
Gubernur dan wakil Pemerintah. Dimana batas pekerdjaan antara 
Gubernur dan wakil; disitu letak pusat kesukaran.

Praktis perlu diadakan 3 propinsi. Oleh karena itu pendapat 
saja, lebih baik diadakan 3 propinsi. Akan tetapi djikalau, umpa-
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manja, pelaksanaannja sekarang ini masih sukar, baiklah diadakan 
satu propinsi dulu, akan tetapi dalam dasarnja lebih baik 3 pro
pinsi.

Anggota TENGKU MD. HASSAN:
Sebenarnja dahulu pun. sewaktu djaman Belanda, telah diada

kan satu propinsi sebagai susunan daerah, dan begitu djuga se
telah kedatangan Nippon jaitu dengan Gunseikanbu. Bagi saja 
untuk Sumatera lebih baik diadakan satu Gubernur, satu propinsi. 
Sekarang ada usul, supaja untuk Sumatera, diadakan satu propinsi, 
satu Gubernur, satu wakil. Tuan Supomo mengatakan tadi bahwa 
dari pada ada 3 wakil, adanja 3 Gubernur praktis lebih baik. 
Inisiatif untuk mengusulkan 3 wakil, barangkali begini. Untuk 
saja, tidak diadakan 3 Wakil Gubernurpun djadi, tak usah ada 
wakil-wakil. Diadakan sepuluh daerahpun djadi. Apa sebabnja 
diadakan wakil-wakil? Bagi saja, satu wakil lebih baik dari pada 
tiga. Apa pekerdjaan Wakil Gubernur? Mungkin begini, wakil-wakil 
itu satu di Medan, satu di Bukittinggi, satu di Palembang, tetapi 
pekerdjaannja apa? Pekerdjaannja, — sebab tempatnja terlampau 
djauh dari Gubernur untuk berhubungan kalau ada hal-hal jang 
penting-penting, Residen sadja dapat mengadjukan. Bedanja apa 
Gubernur atau stafnja?

Pula ada inspektur-inspekturnja. Djadi tidak ada apa-apa, tidak 
usah kantor; klerk sadja sudah tjukup. Sebab ia mundar-mandir 
sebagai Wakil Gubernur, kerdjanja mengganti Gubernur ditempat 
itu. Djadi 3 Residen ter beschikking. Djadi Gubernur di Medan itu 
di Medan djuga. Di Bukittinggi untuk Sumatera Tengah, djadi apa 
jang perlu jang dibitjarakan dengan Gubernur tjuma satu djuga 
dan ada djuga jang berhubung dengan instansi pekerdjaannja, satu 
Gubernur atau 3 Wakil Gubernur. Staf-stafnja tidak ada dan haknja 
tidak ada Gubernur sebab Gubernur membit j arakan duduknja 
kemerdekaan jang ada disini, Gubernur disini, begitu maksudnja.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Dalam hal ini kita terutama memperhatikan perasaan rakjat dan 

kita tahu, bahwa, ketika Sumatera dahulu mau didjadikan 2 pro
pinsi, rakjat Sumatera — menurut rapat-rapat — ingin disatukan. 
Apa lagi dalam masa sekarang, karena keadaan kedaeralian masih 
besar, saja kira ada baiknja kalau kita mengingat perasaan rakjat 
itu, jaitu supaja didjadikan satu.

Anggota SUROSO:
Tuan Ketua, kalau mengingat keterangan tuan Mr Hassan, soal 

jang diadjukan adalah berlainan Residen ter beschikking adalah hal 
lain. Kalau memang dikehendaki Residen ter beschikking sadja, 
saja mufakat.
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Ada la<n soal kekurangan pemimpin seperti dikatakan oleli tuan 
Amir Kita belum tahu; banjak kali orang jang disangka-sangka 
tidak bisa mendjadi pemimpin, tetapi kalau diberi pekerdjaan 
pemimpin tjakap d juga; djadi pemimpin tentulah ada. Maka menu
rut keterangan Tengku Hassan jang dimaksud lain, jaitu adanja 
wakil itu.

Anggota SUPOMO:
Kalau begitu menurut keterangan tadi jang dimaksud adanja 

Gubernur dan Residen sadja. Bahwa Gubernur menginginkan stafnja 
ditempat kantornja, itu soal tata-usaha.

Ketua SOEKARNO:
Kita putuskan demikian sadja tuan-tuan, untuk Sumatera diada

kan satu propinsi sadja.
Kemudian didalam usul tentang Sumatera tidak ada disebutkan 

Komite Nasional, bagaimana hal itu?

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Usul itu datangnja terlambat, tetapi saudara-saudara dari Suma

tera minta agar disamping itu ada Komite lagi.

Ketua SOEKARNO:
Disamping itu ada Komite Nasional. Mufakat? (Mufakat). 
Sekarang daerah Kaigun, jang sekarang terbagi atas propinsi 

Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil. Semuanja dengan 
Komite Nasional. Demikian terima kasih.

Maka sekarang tentang urusan Kementerian; urusan daerah sudah 
selesai.

Saja persilahkan syusa Panitia Ketjil membuat laporan.

Anggota SUBARDJO:
Tuan Ketua, rapat jang terhormat! Panitia Ketjil mengusulkan 

supaja diadakan 13 Kementerian, jaitu: ’

1. Kementerian Dalam Negeri. Disini termasuk djuga Polisi ja
sekarang berdiri sendiri, dan Polisi jang sekarang dinamak^
Chianbu, jang djuga mengenai Kedjaksaan; maksudnia
Kedjaksaan itu dipisahkan dan dimasukkan nanti kedala 
Kementerian Kehakiman. m

2. Kementerian Luar Negeri.
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3. Kementerian Kehakiman. Termasuk djuga Kedjaksaan dan 
urusan wakaf-wakaf.

4. Kementerian Keuangan. .
5. Kementerian Kemakmuran. Termasuk djuga urusan makanan 

rakjat.
6. Kementerian Kesehatan. Termasuk urusan keolahragaan.
7. Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan.
8. Kementerian Kesedjahteraan.

Terbagi atas:
a. Perburuhan.
b. Perawatan fakir-miskin dan anak jatim-piatu.
c. Zakat-fitrah.

9. Kementerian Pertahanan.
Dibagi atas:
а. Angkatan Laut.
б. Angkatan Darat,
c. Angkatan Udara.
Disini termasuk djuga Sekolah Militer Tinggi.

10. Kementerian Penerangan.
Dibagi atas:
а. Propaganda.
б. Radio, Film, Pers.

11. Kementerian Perhubungan. (Lalu-lintas, Yerkeer).
Dibagi atas:
а. Pos.
б. Telegraaf, Telefon.
c. Transport.
d. Pekerdjaan Umum.
e. Pengairan.

12. Kementerian Urusan Agama.
13. Menteri Negara (Minister zonder portefeuille).

Ketua SOEKARNO:
Tuan-tuan telah mendengar? Saja adakan istirahat 10 menit 

untuk ramai-ramai membitjarakan ini. (Rapat ditunda sampai 
pukul 11.25). F

(Rapat dibuka lagi pukul 11.43).



Ketixa SOEKARNO:
Sidang jang terhormat! Sidang saja buka lagi. Sekarang saja 

mengadakan kesempatan setjara tjekak, aos, singkat, kilat untuk 
pemandangan umum tentang laporan Panitia Ketjil tentang Kemen- 
terian.

Siapa minta bitjara?

Wakil Ketua HATTA:
Tuan Ketua! Saja ada lagi usul tentang jarig dimadjukan oléh 

Panitia Ketjil itu, jaitu tentang Departemen Kemakmuran.
Saja kira Departemén ini buat masa jang genting sekarang ini 

perlu dibagi atas. 2 bagian, 2 Departemén, jaitu: Departemén Per
ekonomian Umum (Département van Economisclie Zaken) dan 
Departemén Sosial, berhubung dengan makanan dan kebutuhan 
rakjat (Voedsel-voorziening). Baik dalam masa perang maupun 
sesudah perang keadaan makanan rakjat sangat penting, djadi tepat 
sekali kalau buat urusan itu diadakan satu Departemén. Dimasa 
peperangan harus ada urusan voedsel-voorziening seperti di Eropa. 
Dan urusan pakaian termasuk Perékonomian Umum. Departemén 
Perhubungan, kalau saja batja bagian-bagiannja, urusan terlalu 
berat, djadi saja usulkan djuga tidak satu Departemén, baiklah 
dipetjah atas 2 Departemén.

1. Departemén Perhubungan jang mengenai perhubungan pos, 
telegraaf, transport dan lain-lain.

2. Departemén Pekerdjaan Umum (Openbare Werken) termasuk 
djuga Pengairan.

Karena 2 Departemén ini bukan main beratnja, jaitu mengenai 
Pengairan dan Pekerdjaan Umum, djadi pantas didjadikan 2 Depar
temén.

ITanja ini usul saja.

Ketua SOEKARNO:
Terima kasih. Djadi menurut tuan Hatta mendjadi 15 Depar

temén. Departemén 5) dipetjah djadi 2: Departemén Perékonomian 
Umum dan Departemén Makanan Rakjat. Dan Departemén 11) 
dipetjah mendjadi 2: Departemén Perhubungan dan Departemén 
Pekerdjaan Umum. Djadi achirnja 14 Departemén +  Menteri 
Negara.

Anggota SUBARDJO:
Pada umumnja saja tidak ada keberatan, tetapi berhubung dengan 

staatsbegroting dan lain-lain, harus diadakan penghématan.
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Anggota LATUHARHARY:
Saja memadjukan satu usul, jaitu tentang Ivementerian Urusan 

Agama. Saja jakin, bahwa, djika mengadakan suatu Kementerian 
Agama, nanti bisa ada perasaan-perasaan jang tersinggung atau jang 
tidak senang. Umpamanja sadja, djikalau Menteri itu seorang Kris
ten, sudah tentu Kaum Muslimin tidak senang perasaannja dan 
scbaliknja. Kita tidak perlu membangkitkan perasaan-perasaan jang 
menimbulkan ketjideraan antara bangsa kita. Oleh sebab itu saja 
usulkan supaja Urusan Agama dimasukkan dalam urusan pendi
dikan. Dengan djalan demikian tidak ada perpetjahan dan djuga 
onkosten-vermindering.

Anggota AMIR:
Saja kemukakan suatu soal jang perlu dipikirkan, jaitu bahwa 

dalam tiap-tiap negara muda, harus diingat akan pendidikan idéo
logie dan training pemudanja. Itu minta satu Kementerian, karena 
kalau dimasukkan dalam urusan pendidikan amat memberatkan 
Departemen itu. Djadi saja usulkan, supaja ada Departemen jang 
dihilangkan dan diganti dengan Departemen Urusan Pemuda. 
Dengan selekas mungkin kita adakan militairisasi dan training 
idéologie pemuda.

Anggota SUROSO:
Perusahaan tambang dan lain-lain masuk Departemen mana?

Ketua SOEKARNO:
Departemen Perekonomian Umum.

Anggota SUPOMO:
Urusan tanah masuk urusan Departemén mana?

Anggota SUTARDJO:
Urusan tanah masuk urusan dalam negeri.

Annota ABBAS:CD
Saja usulkan supaja segala hal jang berhubungan dengan agama 

djanganlah masuk Departemén jang istiméwa.
Zakat-fitrah jang masuk Departemén Kesedjahteraan lebih baik 

dimasukkan dalam urusan agama, dan djuga lain-lain hal jan«- 
bersangkutan dengan agama, seperti wakaf-wakaf, itu masuk 
urusan agama, djangan dimasukkan dalam Kementerian lain. Dan 
urusan agama lebih baik dimasukkan dalam Departemén Pen»- 
adjaran, Pendidikan dan Agama. °

Ketua SOEKARNO:
Ada lagi jang minta bitjara?
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Anggota RATULANGI:
Paduka Tuan Ketua!
Saja usulkan supaja untuk penerangan tidak diadakan Depar

temen sendiri, tetapi pekerdjaannja digabungkan, atau dimasukkan 
dalam Kementerian Pengadjaran dan lain-lain. Penerangan itu 
djuga pendidikan masjarakat, djadi tidak perlu ada Departemen 
sendiri, dan pekerdjaannja dimasukkan dalam Departemen Pen<r- 
adjaran dan lain-lain jang mengenai pendidikan umum. °

Anggota IWA:
Saja tidak setudju dengan usul tuan Ratulangi, sebab saja mau 

memasukkan dalam bagian penerangan itu djuga penerangan buat 
umum jang tidak .termasuk pendidikan, seperti misalnja djika di 
adakan suatu partai untuk menjokong negeri (Staatspartij) Djik 
umpamanja diadakan partai jang demikian, maka mendjadi terlal* 
besar urusan buat Departemen Pendidikan itu, dan baran^k V 
Departemen itu tidak akan bekerdja dengan efficient. & 3

Selain dari pada itu saja madjukan pula apa jang dimadiukan 
oleh tuan Latuharhary. Pada umumnja saja setudju dengan De f* 
tjaraan beliau, akan tetapi buat sementara waktu djangan dia 
suatu Bu buat urusan agama. Sehingga sekarang, dalam tiga tah 
ini, urusan agama Islam ada dibesar-besarkan, sedangkan m °  
penglihatan saja pemerintahan ini akan bertjorak nasional gemirut 
mata. Djadi saja setudju pada garis besarnja, untuk mengham,1? 8' 
Departemen Agama jang sekarang sudah mendapat bureerr 
Belum tentu hal itu dalam praktek bisa mengetjewakan W- 
umum. Saja harap pihak jang bersangkutan akan memadiuka 
atau beberapa kata. J n 8atu

Anggota DEWANTARA:
Paduka tuan Ketua!
Tadi saja dengar bahwa ada suatu usul jang meneandrarlr, 

supaja keagamaan dan iam-lain dimasukkan dalam De 
Pengadjaran. Saja takut, kalau-kalau ini nanti mendiad^t^Ti11 
berat, sebab dalam urusan pengadjaran jang akan dinerh^tii, rlalu 
„Leerplicht”  dsb. Maka dari itu saja usulkan, supaja hal-l/l1.8°al 
tadi diusulkan untuk dimasukkan dalam Departemen Pe j • 
dimasukkan dalam Departemen Dalam Negeri. Jan ° ga -*aran» 
urusan agama itu lebih baik dimasukkan dalam Departem Peiiama’ 
Negeri, sebab disitu sudah sepatutnja diadakan usaha jang i t̂. Jain

Lain dari pada itu, djuga dengan andjuran tuan Ratulah'tlm^Wa 
penerangan dimasukkan kedalam pengadjaran (pendidik8*’ \SUpaja 
kurang mufakat. Hendaknja dimasukkan kedalam D ’ Saja 
Dalam Negeri djuga. ePartemen
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Anggota SAJUTI:
Saja tidak setiulju dengan usul saudara Dr Amir tadi jang akan 

mengadakan Kementerian Pemuda sendiri. Sebaliknja tuan Ratu- 
langi akan menghilangkan Kementerian Penerangan.

Mengenai hal ini saja setudju dengan jang direntjanakan oleh 
Panitia Ketjil. Urusan pemuda masuk dalam Kementerian Pene
rangan (lan Kementerian Penerangan tetap ada, tidak dimasukkan 
kebagian pengadjaran.

Wakil Ketua HATTA:
Kalau kita memperhatikan ongkos Departemen-departemen dan 

kalau djumla'h itu harus lebih ketjil, maka bisa diadakan pembagian 
jang lebih rasioneel. Memang ada baiknja, kalau diadakan satu 
Departemen Sosial dan dibagi atas 2 bagian:
a. Perburuhan,
b. Kesehatan.

Djadi dengan itu dapat dikurangkan satu Departemen. Djadi 
urusan kesehatan jang dirantjang oleh Panitia Ketjil mendjadi 
Departemen sendiri, dihilangkan, dan dimasukkan dalam Depar
temen Sosial.

Anggota AMIR:
Untuk menjambut kata-kata tuan Hatta, saja rasa bahwa kese

hatan penduduk jang 70 miliun itu adalah amat penting, sehingga 
saja usulkan supaja diberi kesempatan agar urusan kesehatan itu 
bukan dimasukkan kedalam suatu Kementerian, tetapi berdiri 
sendiri.

Selandjutnja saja tidak setudju dengan menghilangkan Depar
temen Propaganda dengan memasukkannja dalam Departemen 
Penerangan. Suatu negara baru harus mempunjai propaganda 
sendiri untuk memperkokoh posisi didalam dan diluar negeri. 
Dalam propaganda dimasukkan penjiaran, dan tentang pemuda 
saja kembali kepada usul saja untuk mengadakan satu Departemen 
untuk pemuda.

Anggota LATUHARHARY:
Saja mempertahankan usul saja berhubung dengan penghapusan 

Departemen Penerangan, jang saja rasa tidak bisa menjetudjuinja, 
sebab penerangan itu mempunjai tanggung-djawab jang amat besar.

Anggota RATULANGI:
Paduka tuan Ketua!
Usul saja tadi beralasan pada pertimbangan-pertimbanean 

praktek. Tentu banjak tjita-tjita kita, tetapi kita harus ingat djuga
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kepada keuangan. Apabila kita membentuk suatu Kementerian, 
maka menurut praktek saja kira praktek seluruh dunia, tiap-tiap 
Kementerjan ada neiging untuk mendjadi besar, dengan akibat- 
akibat jang tidak baik. Karena itu saja usulkan, supaja bagian 
penerangan, jang memang saja rasa perlu sekali, dimasukkan sadja 
dalam salah satu Departemen, jalah seperti tadi saja andjurkan, 
dalam Departemen Pengadjaran.

Tadi tuan Dewantara mengandjurkan supaja penerangan itu di
masukkan kedalam Departemen Dalam Negeri. Itu boleh saja 
terima djuga.

Anggota Mr IWA KUSUMASUMANTRI:
Lebih dahulu saja tidak setudju dengan paham, balnva kita harus 

berhemat. Itu semua faham jang agak lama dalam pembentukan 
suatu negara, bahwa kita sudah mulai berhemat, sedang kita harus 
memperkuat pendidikan negara.

Anggota Dr RATULANGI:
Berhemat mengingat kekuatan kita.

Anggota Mr IWA KUSUMASUMANTRI:
Kepada kekuatan kita, saja mempunjai kepertjajaan penuh s 1 1 

sekarang, sebelumnja terasa buah Indonesia Merdeka sud-1 6 • 
dengar desas-desus dari banjak pihak jang mau berbakli*1 
rakjat kita ada miskin, akan tetapi itu akibat pendiadiah™ . . 
tahun. Akan tetapi, djika kita mulai berani mengeluarku 18311 
nistjaja liasilnja akan berlipat-ganda. Pendapat supaja kita' Uang’ 
adakan penghematan dalam permulaan ini, dengan alasan it 
saja setudjui. u’ ^dak

Ketua SOEKARNO:
Nanti saja angkat tuan Iwa mendjadi Menteri Keuangan

Anggota Mr IWA KUSUMASUMANTRI:
Ketua, tentang usul Dr Ratulangi tadi j ang mau memas, ,  

urusan penerangan sebagai bagian dari urusan propa^ml j , 
pembentukan suatu partai, saja bisa setudju dengan hal ain
tetapi, untuk pembangunan negara kita jang baru hfi ltU' i^can 
perlu djuga terus diadakan suatu partai untuk nieni k 8̂ a rasa 
rintah. J°Kong Peme-

Ketua SOEKARNO:
Tidak ada jang bitjara lagi?
Sekarang saja setem satu persatu.
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Anggota Dr AMIR:
Saja kuatkan usul saja. Kedudukan Kepala Departemen gerakan 

pemuda kalau tidak diadakan pangkat Menteri hanja berpangkat 
Katyo atau Butyo, gezagnja keluar ada kurang. Kalau ia berpangkat 
Menteri, gezagnja kedalam dan keluar ada lebih besar.

Ketua SOEKARNO:
Sekarang saja setem soal Departemen-departemen. Kemudian hal- 

hal jang masuk tiap-tiap Departemen saja specificeer lebih saksama. 
Mufakat apa tidak adanja:

1. Departemen Dalam Negeri. Mufakat?
(anggota-anggota: Mufakat).

2. Departemen Luar Negeri? (Mufakat).
3. Departemen Kehakiman? (Mufakat).
4. Departemen Keuangan? (Mufakat).
Sekarang ada usul Departemen Kemakmuran, datang uari Panitia 

Ketjil, tetapi dari tuan Hatta dipetjah djadi dua:
1. Departemen Perekonomian dan
2. Departemen Makanan Rakjat.

Anggota Dr RATULANGI:
Bolehkah saja amendeer sedikit jang kedua? Kalau boleh, diper

luas kewadjibannja, djadi untuk: leV.ensbehoeften in het algemeen. 
Pakaian djuga.

Ketua SOEKARNO:
Tuan-tuan boleh memilih Departemen atau dua Departemen. 

Siapa muf^J^t satu Departemen sadja? (18 suara). Suara jang ter- 
banjak miiitk satu Departemen. Namanja Departemen Kemakmuran. 
Setudju?

Suara terbanjak: (Setudju). Djadi Departemen ke-5.
Sekarang Departemen ke-6. Departemen Kesehatan. Tadi diusul

kan Panitia Ketjil dan dipertahankan oleh Dr Amir. Pendapat 
tuan Hatta supaja kesehatan dimasukkan dalam Departemen urusan 
sosial. Siapa suka Departemen Kesehatan berdiri sendiri? (Suara 
terbanjak mufakat dengan adanja Departemen Kesehatan).

7. Departemen Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan. Mu
fakat? (Mufakat).

8. Departemen Kesedjahteraan. Tidak ada pertukaran dengan 
Departemen Sosial?

(Suara terbanjak minta ditukar nama itu dengan Departemen 
Sosial).
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Wakil Ketua HATTA:
Peraturan sosial masuk didalam peraturan dasar mengenai per

ekonomian.

Ketua SOEKARNO:
Departemen Sosial diterima.
9. Departemen Pertahanan. Ini diusulkan: Pertahanan negeri dan 

pembelaan: alasannja kita tidak agressief tetapi defensief (diterima 
pertahanan).

10. Departemen Penerangan.

Anggota Dr RATULANGI:
Saja usulkan sujpaja itu dimasukkan dalam Departemen Dalam 

Negeri. (16 suara setudju supaja Departemen Penerangan berdiri 
sendiri).

11. Diusulkan Departemen Perburuhan. Tuan Hatta mengusul
kan supaja dipetjah djadi dua, perhubungan dan pekcrdjaan 
umum. Siapa lebih senang dengan satu Departemen sadja? 
(7 suara) dan dua Departemen (suara terbanjak). Djadi nomer (11) 
Departemen Perhubungan dan nomer (12), Departemen Pekerdjaan 
Umum.

Anggota Dr AMIR:
Namanja lebih baik „Lalu-lintas” .

Anggota Mr IWA KUSUMASUMANTRI:
Lalu-lintas dan perhubungan.

Ketua SOEKARNO:
Perhubungan sadja. (diterima).
13. Sekarang ada jang mengusulkan Departemen Igama. Siapa 

mufakat dengan adanja Departemen Igama? (6 suara: tidak di
terima). Djadi ada 12 Departemen dengan satu Menteri Negara.

Anggota Prof. SUPOMO:
Saja usulkan supaja ketentuan itu menurut keadaan, tidak 

imperatief.

Ketua SOEKARNO:
Sementara saja tunda peinbitjaraan ini. Sekarang ada soal me

ngenai tentara kebangsaan. Panitia Ketjil jang diketuai oleh tuan 
Oto Iskandardinata mengusulkan rentjana tentang tentara kebang
saan.
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1. Rentjana pembelaan negara dari Badan Penjelidik Kemer
dekaan Indonesia jang mengandung politik peperangan tidak dite
rima.

2. Peta di Djawa, Lasjkar Rakjat di Sumatera dan Peta di Bali 
dengan segera dibubarkan.

3. Para Heilio supaja dengan segera diperhentikan.
4. Untuk kedaulatan Negara Indonesia Merdeka, Tentara Ke

bangsaan Indonesia harus selekasnja dibentuk oleh Presiden. Saja 
minta Ketua Panitia Ketjil memberi keterangan.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Tentang No; 1, rentjana pembelaan negara dari Badan Penjelidik 

Indonesia Merdeka, mengenai dua fasal, jang terbesar jalah pem
belaan jang digantungkan kepada Balatentara Dai Nippon. Ini 
No. 1. Dengan keadaan sekarang tentu hal itu minta perubahan. 
Dalam No. 2 dari pada rentjana itu disebut dengan terang, bahwa 
dengan sendirinja Indonesia Merdeka setelah berdiri harus menjata- 
kan perang. Sedang ini d juga tidak atau belum mendjadi pendirian 
Negara Indonesia.

Bersandar kepada itu kami disini mengusulkan supaja ada uit- 
spraak dari Badan Persiapan Kemerdekaan jang menolak rentjana
itu' iKedua, Peta dan lain-lainnja dibubarkan. Itu adalah suatu
organisasi jang dibentuk oleh Balatentara Dai Nippon, kedudukan- 
nja dikalangan internasional tidak karuan. Oleh karena itu diharap 
supaja Peta dengan resmi dan dengan lekas oleh Balatentara Dai 
Nippon dibubarkan. Begitupun jang ketiga tidak usah diterangkan 
lagi. Tetapi dengan tidak mengingatkan hal-hal jang tadi, Negara 
Indonesia membutuhkan suatu alat pertahanan jang sebaik-baiknja. 
Oleh karena itu oleh komisi diusulkan supaja Presiden memanggil 
pemuka-pemuka jang- mempunjai ketjakapan militer untuk mem
bentuk tentara kebangsaan jang kokoh kuat.

Ketua SOEKARNO:
Tuan-tuan sekalian telah mengerti, pertama tentang hal usul 

Badan Penjelidik mengenai pembelaan Negara Republik Indonesia 
jaitu supaja ditolak, tidak diterima (suara terbanjak mufakat di
tolak).

Ke-2. Peta di Djawa, Lasjkar Rakjat di Sumatera, Peta di Bali 
dengan segera dibubarkan. (Mufakat).

Ke-3. Para Heiho supaja dengan segera diperhentikan. (Mu
fakat).

Ke-4. Untuk kedaulatan Indonesia Merdeka, Tentara Kebangsaan 
Indonesia harus selekasnja dibentuk oleh Presiden. (Mufakat)
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Saja kembali lagi kepada hal Ministeri, Departemen Dalam 
Negeri; usul Panitia Ketjil, Kepolisian masuk kedalamnja.

Anggota OTO ISKANDARDJNATA:
Untuk menjiapkan jang dikehendaki oleh rapat ini, seperti jang 

disebut dalam rapat ini tadi, saja usulkan supaja umpamanja me- 
nundjuk salah seorang anggota. Saja dapat mengatakan, bahwa 
pembubaran ini, hendaknja hari ini berlaku.

Ketua SOEKARNO:
Saja tundjuk tuan-tuan Abdul Kadir, Kasman dan Oto Iskandar- 

dinata untuk menjiapkan hal ini. Tuan Abdul Kadir mendjadi 
Ketua. Tadi dikatakan, bahwa Departemen Dalam Negeri hanja 
meliputi urusan Polisi Rahasia.

Wakil Ketua HATTA:
Kepolisian sadja.

Ketua SOEKARNO:
Mengenai tugas Departemen Dalam Negeri harus diberi pendje- 

lasan sedikit tentang hal Pangreh Pradja, Polisi, Kooti dan sebagai- 
nja, dan Agraria.

Anggota SUROSO:
Pertanjaan tuan Subardjo, masuk Departemen manakah urusan 

orang-orang jang belum njata atau tidak masuk warga-negara?

Anggota MOH. AMIR:
Saja rasa masuk urusan luar negeri.

Anggota Prof. SUPOMO:
Buat sementara waktu lebih baik masuk urusan dalam negeri. 

Ketua SOEKARNO:
Soal warga-negara masuk urusan- dalam negeri. Mengenai 

Departemen Luar Negeri tidak ada keterangan apa-apa.
3. Departemen Kehakiman, hanja kedjaksaan sadja masuk 

disini.

Anggota Prof. SUPOMO:
Jang masuk urusan kehakiman, jaitu, urusan-urusan pengadilan, 

pendjara, kedjaksaan, kadaster dan sebagainja. Urusan wakaf masuk 
urusan agama, dan masuk urusan pendidikan.
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Ketua SOEKARNO:
4. Departemen Keuangan tidak perlu diterangkan.
5. Departemen Perekonomian, meliputi urusan-urusan perniaga

an, pertanian, tambang. Ditambah lagi dengan urusan makanan* 
rakjat.

Anggota RATULANGI:
Tentang pembantunja?

Wakil Ketua HATTA:
Bukan perkara pembantunja, tetapi perkara pemandangan umum- 

nja.
Beheerscliing.

Ketua SOEKARNO:
Oleh karena sangat penting, sekali lagi saja buka pembitjaraan 

tentang hal ini. Apakah betul-betul hanja satu Departemen Kemak
muran sadja ataukah dipetjah djadi dua.

Anggota RATULANGI:
Menurut perasaan saja pada permulaan kita membentuk negara 

dalam keadaan sekarang, pendjagaan makanan dan lain-lainnja ada
lah kebutuhan rakjat jang amat penting. Karena itu saja pertahan
kan pendirian saja jang sama dengan pendirian Hatta. Pertama- 
tama perlu ada Departemen Sosial, dengan singkat diadakan 2 
Departemen.

Anggota SUROSO:
Tentunja untuk sementara, tetapi masing-masing tentu ada 

kepalanja.

Ketua SOEKARNO:
Tuan Suroso minta untuk sementara satu Departemen.

Anggota SUTARDJO:
Saja terpaksa berbitjara untuk usul Panitia Ketjil ini, sebab No. 1 

Perhubungan antara Departemen Umum dan makanan rakjat ter
lalu rapat. Sukarlah itu dipisahkan. No. 2 Urusan makanan rakjat 
terlalu ketjil untuk didjadikan suatu Ministerie seperti bentuk se
karang. Pemerintahan Balatentara bisa diteruskan untuk sementara 
waktu. Saja mengingatkan, bahwa urusan makanan rakjat adalah 
urusan untuk sementara waktu; kalau sudah tenteram kembali 
urusan makanan rakjat itu masuk dalam urusan biasa.
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Anggota LATUHARHARY:
Tuan Sutardjo mengemukakan bahwa urusan makanan rakjat 

terlalu ketjil. Tuan Sutardja hanja melihat tanah Djawa sadja. 
Kalau melihat seluruh Indonesia, urusan itu amat besar dan luas, 
tjukup untuk didjadikan Departemen, jaitu djika kita mau mem
perhatikan betul-betul kebutuhan rakjat sehari-hari. Tidak tjukup 
djika hanja ada satu Departemen jang meliputi urusan itu pula. 
Djadi saja mufakat, supaja dipetjah mendjadi dua.

Wakil Ketua HATTA:
Apa jang akan saja katakan sudah dikatakan oleh tuan Laluhar- 

hary, dan selandjutnja saja mengemukakan disini, bahwa adanja
2 buah Kementerian itu perlu, berhubung dengan keadaan jang 
sukar. Perekonomian harus dibangunkan dari bawah sama sekali. 
Penghidupan rakjat harus dipelihara sepenuh-penuhnja. Itu 
semuanja mengenai soal jang sukar. Kemudian, djika soal makanan 
sudah berhasil, tidak perlu adanja Departemen Sosial.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Saja minta supaja tentang hal ini ditetapkan keputusannja, dan 

saja mempertahankan usul dari Panitia Ketjil, karena urusan ma
kanan rakjat dapat dimasukkan dalam Departemen Kesehatan.

Ketua SOEKARNO:
Pendek kata tuan tidak mufakat dengan adanja Departemen 

Sosial tersendiri.

Anggota MOH. HASAN:
Tuan Ketua, makanan rakjat penting sekali. Keadaan perang se

karang sudah hebat. Sekiranja Balatentara Dai Nippon .................

Ketua SOEKARNO:
Masih 2 tahun lagi.

Anggota MOH. HASAN:
Dengan sendirinja. Djadi urusan-urusan itu bukannja bertambah 

besar, tetapi bertambah ketjil. Boleh djadi untuk 5-6 bulan sadja, 
tetapi boleh djadi lebih lekas lagi. Makanan disini ada banjak, di 
Sumatera ada banjak. Saja kira soal itu tidak begitu susah. Itu sadja 
jang saja peringatkan.

Anggota ANDI PANGERAN:
Tuan Hatta tadi memadjukan titik-berat pada urusan kemak

muran. Tetapi sekarang diputuskan supaja didjadikan satu. Kita
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mengingat bentuk negara kita jang baru ini, kalau dikemudian hari 
ternjata, bahwa susunannja terlalu berat, susunan itu dirubah.

Ketua SOEKARNO:
Djadi tuan mufakat dengan satu Departemen sadja. Saja setem, 

dan sebelum itu saja minta ditimbang semasak-masaknja. Saja 
beri tempo 2 menit.

Rapat mengadakan istirahat 2 menit lamanja.
Sakarang saja mulai dengan pemungutan suara. Siapa jang mu

fakat dengan adanja 1 Departemen. (16 anggota memberi tanda 
mufakat).

Satu Departemen Kemakmuran mengurus:
а. perekonomian,
б. makanan dan keperluan rakjat.

Karena soal pembelaan sangat penting, maka saja 'beri istirahat 
satu djam. Dalam waktu 1 djam itu, jang mau makan boleh makan. 
Djam 2 tepat sidang saja buka lagi.

(Rapat ditutup pukul 12.44).

(Rapat dibuka lagi djam 14.23).

Ketua SOEKARNO:
Sidang saja buka lagi. Tadi kita bitjarakan hal Departemen Ke

makmuran, jang sekarang kita tentukan isinja. Itu hendak kita 
djelaskan dengan saksama, karena banjak sekali urusan jang masuk 
disitu. Departemen Kemakmuran mengurus ihal pertanian, industri 
dan keradjirian, pertukangan, tanah, perikanan, kehutanan, per
niagaan, tambang, koperasi, makanan dan keperluan rakjat. Setudju, 
tuan-tuan sekalian?‘ (suara: setudju).

Anggota [SKANDARDINATA:
Saja ingin mengusulkan supaja kita hanja membitjarakan jang 

urgent. Apakah tidak ada jang urgent?

Ketua SOEKARNO:
Saja mau ri^enjelesaikan ini, ini tidak lama lagi.
6. Departemen Kesehatan, mengurus kesehatan, olah raga dan 

sebagainja.
7. Departemen Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudaiaan 

mengurus pengadjaran, pendidikan, kebudajaan, agama dan lain- 
lain.
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' Sosial mengurus perburuhan, fakir-miskm dan8. Departemen bosiai m » ,

lain-lain. Urus Angkatan Darat, Angkatan

,  9\ A X “ u W a S t k o l » l .  MiHter Tinggi dan lain-lain sebagai- 

" w .  Departemen Penerangan mengurus hal penerangan, propa- 

Sin ” ’ D epltentn  pTrhubnngan mengurus hal lalu-lintas, pos, 
tilpon, tilgram, Iransport dan sebagainja. 

Sekarang tuan 0«° ^ a r d u t a t a

»< * «“ 2’ 3 h“ri’ di“di ‘>a5!lim“ a?
Misalnja hal. pekabar- d i «  s e g S " ,

Tetapi sikap saja e Pemerintah sesudah machtsoverdracht,
jang harus.dikerdjakan o « “  a i k e r d j a k a n  oleh Pemerintah 
jaitu rantjangan, p j o mengenai machtsoverdracht
i « » a * H r ^ r ^ d i t o  « “U “ diSini.e H .l itu aekedar bisa 
sebenarnja tidais p , - (|en«an pihak Pemerintah. Mengenai
dibitjarakan nan« 0?o I.kandardinata bi,a mem-
L erisu lJ e«!?  Misalnja tentang hal partai, tetapi itu tidak urgent
sekarang.

Anggota SUTAKDJO:
„ „ „ „ „  ia ian" urgent sebagai langkah selandiut- 

Menurut angg ^  mercleka, jaitu penjerahan kekuasaan,
nja untuk m 3 n atag tenaga didalam pemerintahan daerah, 
maksudnja segala pegawai jang ada sekarang, masih
Tr T d "a m  keuaLan Pemerintah Balatentara. Kewadjiban uutuk 
ada didaian memperhentikan semua pegawai dan tmggi eam-
menetapkan tangan Pemerintah Balatentara. Saja mohon,
pai rendah a ‘  j  ^ Tuan sebagai Presiden Republik Indonesia
S n T fa n S ta h  Mengenai ha, i « .

tt ni]akllia Paduka Tuan mentjari perhubungan dengan pem- 
HenaaKnj Balatentara, supaja kedudukan pegawai-pegawai

besar diduduki oleh tenaga Nippon, jang mungkin dise-
jang sekar „  tenaga Indonesia, dengan selekas mungkin diBerah- 
rahkan Kep la.kepala daerah Syu dan pemimpin-pemimpin
katl; MlSr i V0 selandjutnja pemimpin-pemimpin bagian-bagian 
bagian s y u  y , Kyokutyo jang masih diduduki oleh tenaga
Gunseikanou, j digerahkan kepada tenaga Indonesia jang dapatN ip p o n ,h e n d  ] ga uraian  sa ja .
dianggap tjakap. a
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Ketua SOEKARNO:
Itulah apa jang saja katakan tadi. Hal itu termasuk pekerdjaan 

kami, artinja, saja dengan tuan Hatta akan mengadakan perun
dingan, tetapi sementara itu jang dikerdjakan Panitia Persiapan 
jaitu merantjangkan hal jang harus kita kerdjakan sesudah machts- 
overdracht. Tentang machtsoverdracht itu akan ada hubungau kami 
dengan Pemerintah Dai Nippon disini. Bagaimana tuan Sutardjo?

Anggota SUTARDJO:
Saja pertjaja atas kebidjaksanaan Paduka Tuan.

Ketua SOEKARNO:
Terima kasih.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Jang urgent itu, apakah langkah-langkah kita jang njata? Umpa- 

manja, disini kita madjukan pertanjaan itu, sebab kita tidak bisa 
bekerdja, mengingat keadaan-keadaan sekarang ini. Jang masih 
gelap jalah tindakan apa jang harus dikerdjakan, atau rentjana 
apa jang harus dikerdjakan.

Wakil Ketua HATTA:
Sebagai saja bitjarakan, sebaiknja kita mengadakan rantjangan 

jang penting sadja. Pekerdjaan kita tidak mengurus pemindahan 
kekuasaan. Panitia hendak merantjang sadja, dan kalau penje- 
rahan sudah dekat, supaja kita siap. Saja kira, kalau kita bulatkan 
perhatian pada hal ini, kita bisa menjiapkan pekerdjaan kita. 
Hal-hal jang lain jang banjak sekali, tidak bisa disediakan seka
rang.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Saja sudah bersumpah kepada diri saja sendiri untuk membela

kangkan diri kita. Biarpun djawaban tadi tidak memuaskan, te
tapi saja tunduk.

D j adi dalam saat sekarang ini disiplin saja pegang teguh.

Ketua SOEKARNO:
Terima kasih tuan-tuan. Tidak ada lagi jang urgent? Karena 

disini ada satu agenda lagi, jaitu tentang partai, lebih baik saja 
bentuk suatu Panitia Ketjil untuk membentuk rantjangan menge
nai partai. Bagaimana tuan-tuan, saja minta pertimbangan!

Anggota AMIR:
Apakah tidak lebih baik diadakan pemandangan umum lehiti 

dulu sebelum Panitia dibentuk? emn
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Ketua SOEKARNO:
Baik, saja buka pembitjaraan.

Anggota SAJUTI:
Soal partai negara tidak usah dibitjarakan disini, tetapi itu akan 

saja bitjarakan dengan Presiden.

Ketua SOEKARNO:
D jadi Panitia ini tidak memberi opdracht kepada Panitia Ketjil?

Anggota SUPOMO:
Panitia pertjaja kepada beleid Ketua.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Kemarin telah direntjanakan beberapa hal, diantaranja tent i 

makanan rakjat, jang penting djuga buat penerangan umum buit 
rakjat jang sekarang masih ada dalam kegontjangan; dan baran«r 
kali ada beberapa hal lain pula jang sebelum'ada penicrih*" 
kekuasaan, dapat diatur dengan beres. Dalam waktu itu sah V ' " 1 
perlu djuga diterangkan sedikit tentang langkah jang akan dib 
oleh Pemerintah untuk rakjat. Langkah-langkah itupun h 
seperti suatu djaminan atau djandji kepada rakjat, m e l- 'k * 11 
hanja sebagai suatu petundjuk buat Komite Nasional ian 
dibentuk, termasuk Komite Nasional jang akan dibanir k 3 
dalam daerah-daerah, sehingga mereka mendapat petundiuk rP 
Barangkali itu ada urgent. Urgent djuga kiranja soal ke 
negaraan jang buat bangsa-bangsa jang bukan ban-rSa InJWa»g?" 
aseli memberikan perasaan ragu-ragu, apakah mereka ak nesia 
mendjadi warga-negara atau tidak. Hal itu menimbulkan i!™8111* 
t jangan didalam hatinja, sehingga didalam masa sekaranc i- g°n' 
keadaan internasional belum beres, tentu bisa mempene .^ana 
kah mereka, sehingga mereka bisa tertangkap oleh  ̂ 1 anS'
mata-mata musuh, jang harus kita djaga; selain kita u>r°pagant â 
bangun pertahanan negara kita. aiU8 Wem-

Saja anggap bahwa hal itu penting djuga untuk dibki i 
azas-azasnja disini dan kemudian untuk dirantjang ol'l, p •.n 
Ketjil jang akan memberikan laporan kepada Paduka ?? itia
11 ja akan diumumkan dengan segera, supaja tiap-tiap o ^ 11 
mengetahui apa ia masuk „Staatsbürger” , warga-neeara01lrakau 
Indonesia atau dianggap sebagai orang asing. Hal itu , ^ egara 
bangunan Negara Indonesia jang salah satu azasnja ia l^ V  u Cm' 
saan, saja rasa perlu sekali disamping soal kedaerahat, t  . g’ 
kasih. ' en®a
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Ketua SOEKARNO:
D jadi tuan mengusulkan 2 hal.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:
Ja, pertama, hal jang dirantjang oleh siuitu Panitia Keljil ten

tang makan dan lain-lain dan kedua, apa jang harus dikenljakan 
oleh Komite Nasional jang akan diadakan didaerah-daeriih.

Ketua SOEKARNO:
Saja sekarang bisu membuka pembitjaraan tentang hal warga- 

negara. Barangkali ada beberapa pendirian dari tuan-tuan.
Tatkala Badan Penjelidik mengadakan sidang, maka disitu tim

bul beberapa pendirian tentang hal warga-negara, terutama jang 
mengenai bangsa peranakan Belanda, Arab dan Tionghoa. Pada 
umumnja boleh dikatakan, bahwa wakil peranakan Belanda, wa
kil peranakan Arab didalam Tyosakai setudju untuk sekaligus 
dimasukkan dalam warga-negara Indonesia. Tetapi dikalangan 
peranakan Tionghoa tidak ada persetudjuan, artinja dikalang
an mereka sendiri ada 2 aliran. Satu aliran minta supaja seka
ligus dimasukkan, tetapi diberi hak repudiatie, djadi siapa tidak 
mau, boleh keluar. Aliran lain berdiri atas kehangsaan Tionghoa. 
Berhubung dengan tidak adanja kebulatan paham dikalangan pe
ranakan Tionghoa, maka Panitia Penjelidik waktu itu mengambil 
clausule dalam Undang-undang Dasar seperti jang tuan-tuan ke
tahui. Republik akan mengeluarkan suatu undang-undang untuk 
mengurus hal itu, tetapi seperti jang dikatakan oleh Mr Iwa 
keadaan sekarang mendesak karena orang ingin mengetahui ba
gaimana undang-undang jang akan kita keluarkan untuk meng
urus hal kewargaan itu. Barangkali kita belum bisa mengambil 
keputusan, tetapi kita perlu mendengar suggestie dari luan-tuan.

Anggota LATUHARHARY:
Suasana waktu soal warga-negara dibatjakan dalam sidang Ba

dan Penjelidik berlainan dengan suasana sekarang ini, sehin^oa 
pendapat-pendapat jang dimadjukan oleh Badan Penjelidik itu 
boleh dikatakan tidak terpakai lagi dalam suasana sekarang. 
Suasana sekarang adalah begitu genting, sehingga pekerdjaan Pe
merintah jang urgent itu jalah mendjaga ketenteraman. Saja kira, 
bahwa kita dapat mendjalankan ketenteraman dengan baik. Soal 
itu harus kita selidiki lebih djauh berhubung dengan suasana ian°- 
sudah berubah. Djadi masaalah ini harus diselfdiki betul-betuf 
Maka untuk menganggap soal ini sebagai urgent, saja kira tidak 
bisa. Djadi soal ini bisa menunggu dulu.
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Ketua SOEKARNO:
Djadi tuan pandang tidak ada hal lain jang urgent, ketjuali 

ketenteraman.

Anggota LATUHARHARY:
Ja, ketenteraman perlu disempurnakan dan dikerdjakan, jaitu 

dengan usaha-usaha selekas mungkin, misalnja dengan mengambil 
kekuasaan dari kepolisian.

Ketua SOEKARNO:
Kami d juga mengambil keputusan untuk berusaha, entah bagai

mana hasilnja. 4 °

Anggota LATUHARHARY:
Saja minta, supaja soal ketenteraman mendapat nerW; >„ ■ 

terbesar pada masa sekarang ini. * " âng

Anggota SAJUTI:
Tuan Ketua. Saja mengharap, meminta supaja nersidin.r™ • • 

lekas diselesaikan. Rantjangan jang lebih banjak bisa dihit?- l " “  
lain kali. Tadi saudara Ketua menerangkan, bahwa 
Panitia ini hanja merantjang dan segala sesuatu akan diker l' t  
dengan seksama, sesudah ada Negara Indonesia ians 
Djadi sebetulnja pekerdjaan ada 2 matjam. Pertama be i- 
untuk mendapatkan, supaja rantjangan itu dapat kita ,1' ' l JlJane 
Djikalau kita hanja membitjarakan sadja, apakah jang b’ ‘T i  
djakan nanti, sedangkan djikalau djaminan untuk m enaji • u 1P" 
mend jalankan, tidak dapat kita tetapkan sekarano: • Ja, ’
mendjadi sia-sia. Tadi sudah dikatakan, bahwa saudara K**?11 3^3n 
saudara Hatta akan menjelesaikan hal itu dengan n'h i . a ^an 
wadjib. Artinja itu suatu perdjuangan, dan supaja L  Jpng ljer' 
itu selekas mungkin dapat didjalankan, sebaiknja ra • Uangan 
diselesaikan dan perdjuangan diatur, artinja perdiu^T  lekas 
laras, supaja semu/ itu dapat dikerdjakan. Jang belum11 Jang 86" 
gampang disempurnakan. Untuk itu, barangkali ia semPurna 
putuskan sekarang, jalah sifatnja atau rapinja Ne^ra f 6? 11 
Merdeka dengan beherapa Kementerian. Tetapi kar lnt*°nesia 
djuangan jang langsung maka perlu sekali, ketmali^® per' 
dan Wakil Presiden, ada Minister Luar Negeri, jan , ŝ ea  
nja tentu sadja waktu ini amat penting berkenaan de  ̂ ** f r<̂ aan- 
jang amat genting. gan keadaan

2. Penerangan perlu djuga, karena boleh djadi alc j  
membangunkan kekuatan didalam perdjuangan ■iti, t 1°, **apat 
kami mohon kepada Paduka Tuan Ketua. ° ' tu âh jang
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Ketua SOEKARNO:
Baik tuan-tuan, tetapi saja beritaliukan kepada tuan-tuan, bali- 

wa kita besok akan mendapat suatu kabar. Djadi lebih baik saja 
tutup sidang hari ini.

Besok kita beristirahat. Kita sebagai Panitia Persiapan beris
tirahat, jaitu menunggu kabar resmi dari atas. Saja belum tahu 
kabar apa, tetapi dari pihak Gunseikanbu besok akan ada kabar. 
Kami beristirahat dan menanti kabar itu. Sesudah kabar itu kami 
terima, maka tuan-tuan sekalian saja kumpulkan lagi. Djadi sidang 
Badan Persiapan sekarang saja tutup, menunggu lagi panggilan 
dari saja.

Sekian tuan-tuan.
«t.

Rapat ditutup djam 14.55).
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